
WALT KOTA BALIKPAPAN

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DABRAII KOTA BALIKPAPAN

NOMOR     6      TAHUN2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAII DAERAII TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang         :   bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal   19  ayat  (3)
Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2004   tentang   Sistem
Perencanaan   Pembangunan   Nasional,   Pasal   264   ayat   (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, dan Pasal  15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun   2008   tentang   Tahapan,   Tata   Cara   Penyusunan,
Pengendalian      dan       Evaluasi       Pelaksanaan       Rencana
Pembangunan  Daerah,  perlu  menetapkan  Peraturan  Daerah
tentang  Rencana  Pembangunan  Jan8ka  Menengah  Daerah
Talun 2025-2029 ;

Menrfugat           :    1.     Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.     Undang-Undang    Nomor    27    Tahun     1959     tentang
Penetapan  Undang-Undang  Darurat  No.  3  Tchun  1953
tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat 11 di
Kalinantan   (Lembaran   Negara   Tahun    1953   No.   9),
Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun  1959
Nomor  72,  Tamhahan  Lembaran  Negara  Nomor  1820)
sebagailnana telah beberapa kali diubah teralchir dengan
Undang-Undang     Nomor     8     Tahun     1965     tentang
Pembentukan  Daerah  Tingkat  11  Tanah  Laut,   Daerah
Tingkat 11  Tapin dan  Derah Tingkat 11 Tabalong dengan



3.

4.
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Mengrfeah Undang-Undang No. 27 Tahun  1959, tentang-
Penetapan  Undang-Undang Darurat-No.  3 -Tahun  1953,r
tentang  Pemb_entukan  Daerah  Ting#cat 11  di Kalimantan

(Lembaran  Negara  Tahun  1965  from-or  -5-1,  Taribinan
Le-mbaran Negara Nomor 2756);
Undang-Undang Nomor `25  Tahun  2004  tentang-Sistem
ieren5anaan Pembangunan Nasional  (I.embaran `Negar;
-Repu`blik Indonesia Tahun 2004  Nomor  104.,  Tambahan-

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)i-     _
Undang-Undang    Nomor    23    Tahun    2014    tentang-~
Pemerintahan    Daerah    (Ifembaran    Negara    Republik
Indonesia Talun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran'
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587)  sebagainaha~

-`telah  beberapa  kali  diubah  teralrfu.  dengan  Und`ang-~

Undang   Nomor   6   Tahun  -2023   tentang   Penetapan
Peraturan Pemerintah -Pengganti Undang-Undang Nomor
2  Tahun  2022  tentang  CiptaL` Keba  Menjadi  Undang-
Undang  (Ifembaran  Negara  Bepublik  I_ndonesia  Tahui
2023  Nomor  41,  Taj±bahan  Lembaran  Negara Repub_Hk
Indonesia Nomor_ 6856) ;

-5..     P€raturan  Pemerintah  Nomor  .8  Tahun  2008  teutang    _

Tahapan,   Tata   Cara-  Penyusunan,   Pengendalian-  dan
Evaluasi  Pe|aksanaan  R~encana  Pen.bangunan  Daerin

(Lembarari Negara RepubEk Indonesia Tahun- 2008NQmor
21,I  Tambahan   Lembaian   Negara   Republik-Ind.on_e.sia
Nomor4817);

Dengan Persetujuan -Bersama
D-EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII KOTA BALIKPAPAN

dan
WALI KOTA BAlilKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Men€tapkan        :   PERATURAN            DAERAH           TENTANG           RENCANA

PEMBANGUNAN   JANGKA   MENENCIAII   DAERAII   TAHUN

2025-2029.
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BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud depgan:
1.`  Daerah adalah Kota Balikpapan.
2.   Wali Kota adalah Wall Ko fa Bafilapapan.
3±   Pemerintah   Daerah   adalah   Wali   Kota   sebagai   uns~ur   peflyelenggara

pemerintahan daerah yang meminpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.

4.   Peran8kat   Daerah   adalah   unsur   pembantu   Wall   Kota   dan   Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah.
5.   Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik un.tuk pemanfaatan

sumber  daya yang dimjliki  daerah  untuk penin8lratan  dam pemerataan

pendapatan    masyarakat,     kesempatan    keria,    -1apangan-    berusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pub-iik dan daya saing daerah
sesual dengan urusan pemerintahan yang -merijadi kewenangannya.

6.   Rencana   Pembangunan   Jangha   Menengari   Daerah   yang   sel-anjutnya
disingfat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk perio-de 5

(lima) tahun terhitung sejak Tahun_ 2025 sampai dengan Tahun 2029.   `
7.  `Rencana  Strategis  Peran8kat  Daerah  yang  selanjutnya  disebut Renstra

Per-an8kat Daerah adalah dokumen peren-canaan Peran8kat Daerah untuk

period_e 5 (lima) tahun.
8.   R-enc-ana  Kelja  Pemerintah   Daerah  yang  selanjutnya  digth9lrat  RKPD

adalah dokumen perencanaan aaerah untuk periode i (satu) tahun.

BAB 11

RPJMD TAIIUN 2025-2029

Pasal 2 -
(1)  RP_FMD merupakan penjabaran dari visi, -nisi, dan program Wali riota yang

inemu-at tujuan, sasaran, strategi, arah kehijakan, Pembangunan Daerah
dan  keuangan  Daerah,   serta  program  Perangkat  Daerah  dan  lintas
Perangkat  D-aerah -yang  disertal  dengin--keran8ka  pendanaan  bersifat
indikatif  un-tuk  jan8ka  waktu   5   (lima)~  tahnn  yang  disusun  dengan
berpedoman pada rencana pembangunan jan9ka panjang Daerah, rencana
tata   ruang   wilayah   dan ~renc-ira   pembangungan  jangha   menengah
nasiofial.
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`(2)  RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menjadi pedoman dalam:

a. peny-usunan_ Renstra Peran8kat Daerah;
b. penyusunan RKPD; dan
c. pepgendalian dan evaluasi pelaksanaan BPJMD.

Pasal 3

( 1)  RPJMD sebagain-ana dimaksud dalam -iasal 2 disusun dengan sistematika
sebagal berikut:
a.    BABI         :    Pendahuluan;
b.   BAB II       :    Gambaran umum Daerah;
c..    BAB Ill      `:    Vie-i, Misi, dan program ELoritas pembangunan Daerah;
d.    BAB IV      :    Program perangkat Daerah dan Kinelja penyelenggaraan

Pemerintah Daerah; -dan
e'.    BABV        :    Penutup.

{2)  Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada a-yat (1) teroantum dalam
Lanpiran  yang  merupakan   bagian   tidak   terpisahkan   d_ari   Peraturar±
Daerah ini.

Pasal 4

rl-)- Pelaksanaan  program  RPJMD  oleh  Perangkat  Daerah  dijabarkan  dalaln
Renstra Perangkat D_aerah.

(2)  Dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dinaksLd_ pada
ayat    (1),    Perangkat   Daerah    melaku_kan    kooordinasi,    sinergi,    dan
harlnonisasi   dengan   Perangkat   Daerah   yang   me-1aksanafan   uru§~an

pemerintahan di bidang perencanaan dan pemangku kepentingan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)  Wa]i  Kota melalui Kepala Peran8kat  Daerah yang melaksanakan urusan-~` ~
pemerintahan   di   bidang   perencanaan   melakukan   pengendalian   dan
evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
(2)  Evaluasi    sebagainana   dincksud    pada   ayat    (1_}    dilakukafi    untuk

memastikan bahwa visi,  nisi,  injuan- dan sasaran pembangunan jangka     ---
menengah  Daerah  dapat dicapai untuk  mewujudkan visi  pembangunan
jan8]ra panjang Daerah.

(3)  Tata  cara  pengendalian  dan  evaluasi  pelaksanaan  RPJMD  sebalgaimana
dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan sesuai dengan ketenfuan perafuran
perundang-undangan.
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Pasal 6
(-1_)`` Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:

a.   hasil -pengendalian    dan    evaluasi    menunjukkan    bahwa    proses

p_erumusan  tidak sesuai  dengan  tahapan  dan  inta cara penyusuriaL
•-  rencana  Pembanguhan  Daerah  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan;
b.   hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi_ yang

dirumuskan,  tidak  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundan`g--
undangan; dan

c.   teljadi perubahan yang mendasar.

(2)  Dalam ran8ha efektivitas, perubahan RfuMD-sebaaaimana dimcksud pada
ayat  '(1)  buruf a dan huruf b  tidak dapat dilakulran  apabfla  sisa nasa
berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

{3) .Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat in huru~f c,
mencakup ten.adinya:
a. bencana alam;
b. goncangan politik_;

c. krisis ekonomi;
d. konflik '§osial budaya;
e. .gangguan keamanan;
f.  pemekaran Daerah; afau

9. perubahan kebijakan nasional.
(3)  Peru-bahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedomarl  ~

RKPD dan perubahan Rens`tra Peran9kat Daerah.

(4)  Perubahan   RPJMD   sebagaimana  -dimak'sud` paaa  ayat  (1)   ditetapkan
dengan Peraturan Daerah.

BAB Ill

RTENTudr pENUTup

Pasal 7
Pada  saat  Peraturan  Daerah  ini  mulal  berlaku,   Peraturan  Daerah  Kota
Bali]apapan  Nomor  6  Tahun  202-1-  tentang  Rencana  Pembangunan  Jangka
Menengah-Daerah  Tahun  2021-2026   (I+embaran  Daerah  Kota  Balikpapan
Tahun 202`1  Nomor 6, Tambahan I.embaran Daerah KQta Balikpapan Nomor
60) , dicabut dan din_yatalran _fidak t5erlaku.
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Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,  memerintahkan pengundangan  Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balilapapan

pada tanggal  20 Agustus  2025
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MASUD

Diundan8kan di Balikpapan

pada tanggal  20 Agustus  2025
SEKRETARIS DAERAII KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

MUHAIMIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 NOMOR  6 .

NOREG  PERATURAN  DAERAH  KOTA  BALIKPAPAN,  PROVINSI  RALIMANTAN

TIMUR: (64.71/32/6/2025)

Salinan sesual dengan aslinya

\..`                      `.                                   ``
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pENUELAsin
AT-AS

PERATURAN DAERAII KOTA BALIKPAPAN

NOMOR      6     TAHUN2025

TENTANG  -
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH_DAERAH TAHUN 2025-2029

I.         UMUM

Eel.dasarkan  Undang-Undang  Nomor  2.5   tahun -`2004   tentang
.Sistem   Perencanaan   Pembangunan   Nasional   dan   Undang-uridang_
Nomoi  23  Tahun  20L14  tentang  Perfuerintahan  Daerah,  maka-setiap
daerah  diwajibkan  menyusun  renc_ana  pembangunan  di-  -daerahnya
un-tuk   kurun   waktu   5   tahun   ke   depan   yang   disebu.t   Rencana
Pembangunan     Jan8ka-     Menengah     Daerah--   (RIUMD).     Dokumen

perencanaan  ini  dtharapkan  akan  mengarghkan  setiaa  daerah  untuk
dapat mencapai -tujuan dibentulmya d_aerah dan diberikafinya otonomi
daerah seperti tercantum dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 20-14. Dengan demikian RPJMD merupakan penjabaran~dari
tujqan dibentuknya Pemerintahan Daerah, dalan bent-uk visi, nisi dan
arah   pembangunan   untuk  nasa   5   (lima)   tahun   ke   depan  yang
mencakup furun waktu mulal Tahun 2025 hingga Tahun 2029.

Penyusunan  Rencana  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah

_(RPJMD)   Tahun   2025-'2029   dilakukan   secara  -partisipatif   dengan
melibatlran   seluruh   pemanglru   kepentingan   pembangu-nan,   s;ft=
mengacu pada ketentuan peraturan perundar}g-undangan.

11.        PASAI' DENT PASAL
-    Pasall

Cukupjelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukupje|as.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal- 5

Cukup jelas.
Pasal 6

6ukupjela_s.



Pasal 7
Cukupjelas.

Pasal 8
Cukupjelas.
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_  . 'TAMBAHAN LEMBARAN DAERAII KOTA BALIKPAPAN NOMOR 8±
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LAMPIRAN

PERATURAN    DAERAII    KOTA    BALIKPAPAN

NOMOR      6      TAHUN2025

TENTANG

RENCANA           PEMBANGU NAN           JAN GKA

MENENGAH DAERAII TAHUN 2025-2029

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025-2029

BABI
PENDAHULUAN

1.1.   Latar Belakang
Pembangunan  Kota Balikpapan  memasuki  tahap  pertama di  dalam

rangkaian pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045. Tahap pertama
ini merupakan  tahapan  krusial  karena menentukan  agenda transformasi

pembangunan  untuk  20  tahun  mendatang.   Visi  pembangunan  jangka
panjang Kota Balilapapan, yaitu "Balikpapan Nyaman untuk Semua 2045:
Superhub  lndustri  dan  dasa  yang  Maju  dan  Berkelanjutan  dengan
Semangat  Madinatul  Imam".   Visi  tersebut  salah  satunya  diwujudkan
melalui agenda pembangunan tahap pertama yang memilffi tema berupa
"Penguatan    Fondasi   Transformasi:    Balikpapan   Kota   Cerdas    dan

Kolaboratif."

Dalam   rangka   menyongsong   periode   pembangunan   lira   tahun
mendatang,   maka   disusun   Rencana   Pembangunan  Jangka   Menengah
Daerah    (RPJMD)    tahun   2025-2029.    Rencana   Pembangunan   Jan8ka
Menengah  Daerah  (RpiitMD)  adalah  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari
sistem     perencanaan     pembangunan     daerah.      RPJMD     merupakarl

perencanaan yang bersifat jan9ka menengah yang berlaku selama 5 (lima)
tahun    sejak    ditetapkan.     RPJMD     sebagai    dokumen    perencanaan

pembangunan  daerah  memuat berbagai  ketentuan  seperti visi,  nisi,  dan
program  Kepala  Daerah.   Ketiga  aspek  ini  dijabarkan  melalui  berbagai
komponen perencanaan  seperti tujua]i,  sasaran,  strategi,  arah kebijakan,

pembangunan  daerah  dan  keuangan  daerah,  serta  program  perangkat
daerah  maupun lintas perangkat daerah.  RPJMD juga memuat kerangka

pendanaan  pembangunan  daerah  yang  bersifat  indikatif  dalam  jangka
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waktu   5   (lima)   tahun.   RPJMD  disusun  dengan   memedomani   Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah  (RPJPD),  Rencana Tata Ruang dan
Wilayah  (RTRW),  dan  Rencana  Pembangunan  Jangha  Menengah  Nasional

(RPJMN).

Dalam  penyusunannya,   RPJMD   meniiliki  beberapa  tahapan  yang

perlu   dilalui.   Dokumen   RIUMD   merupakan   langkah   lanjutan   proses
integrasi antara dokumen rancangan teknokratik RPJMD dengan visi, misi,
dan   program   unggulan   yang   ditawarkan   oleh   kepala   daerah   terpilih.
Dokumen  RPJMD  bertujuan  untuk  menjabarkan  secara  lebih  rinci  dari

perencanaan-perencanaan lain yang perlu diacu dalam proses perencanaan
pembangunan daerah jangka menengah, diantaranya adalah RPJPD , RTRW,
dan   dokumen   perencanaan   lain  yang  relevan.   Secara   umum,   berikut
merupakan proses tahapan penyusunan  RPJMD yang akan dilalui hingga

penetapannya:

Gambar 1. 1 Tahapan Penyusunan RPJMD

Berakhimya periode perencanaan jan8ka menengah Kota Balikpapan
sebelumnya,  yaitu  RPJMD  Kota Balikpapan  Tahun  2021-2026  mendorong
dibutuhkannya  perencanaan  pembangunan jangka  menengah  yang  baru.
Proses   penyusunan   RPJMD   dimulai   dengan   persiapan   penyusunan,

penyusunan    rancangan    awal,    penyusunan    rancangan,    pelaksanaan
musyawarah perencanaan pembangunan daerah (musrenbang) , perumusan
rancangan akhir, dan penetapan.

Rancangan    RPJMD    nantinya    disusun    dengan    memerhatikan

permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah yang akan direspon
melalui  rumusan  strategi,  arah  kebijakan  dan  program  prioritas  daerah.
Nantinya,  substansi  dari  ketetapan-ketetapan  yang  telah  termuat  dalam
RPJMD  akan  menjadi  acuan  dasar bagi  perangkat  daerah  di  lingkungan
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Pemerintah  Kota  Bali]xpapan  dalam  merumuskan  kebijakan  perencanaan
strategis instansi daerah melalui rencana strategis perangkat daerah. 01eh
karenanya, RPJMD memilffi peran yang penting dalam proses perencanaan

pembangunan daerah secara umum.

1.2.   Dasar Hukum
Penyusunan  RPJMD  Kota  Balikpapan  tahun  2025-2029  memiliki

dasar hukum sebagai berikut:

1.   Undang-Undang  Nomor  27  Tahun   1959  tentang  Penetapan  Undang-
Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat 11 di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana
telah  beberapa kali  diubah  teralthir dengan  Undang-Undang Nomor  8
Tahun   1965   tentang  Pembentukan  Daerah  Tingkat  11  Tanah  Laut,
Daerah   Tingkat   11   Tapin,   dan   Derah   Tingkat   11   Tabalong   dengan
Mengubah  Undang-Undang Nomor 27  Tahun  1959  tentang Penetapan
Undang-Undang  Darurat  No.   3  Tahun   1953   tentang  Pembentukan
Daerah Tingkat 11 di Kalimantan;

2.   Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem  Perencanaan
Pembangunan  Nasional  (I,embaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
2004   Nomor   104,   Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4421) ;

3.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2014   Nomor   244,
Tambahan    Lembaran    Negara    Republik    Indonesia    Nomor    5587)
sebagaimana  telah  diubah  beberapa  bali  tera]chir  dengan  Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti  Undang-Undang Nomor  2  Tahun  2022  Tentang Cipta  Kerja

(I.embaran    Negara    Republik   Indonesia   Tahun    2023    Nomor    41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;

4.   Undang-Undang   Nomor   3   Tahun   2022   tentang   Ibu   Kota   Negara

(Lembaran    Negara    Republik    Indonesia   Tahun    2022    Nomor    41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) ;

5.   Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jan8ka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

6.   Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan,    Pengendalian    dan    Evaluasi    Pelaksanaan    Rencana
Pembangunan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun
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2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

7.   Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia Tahun  2018  Nomor  2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019   tentang  Pengelolaan
Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia Tahun  2019
Nomor  42,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
6322);

9.   Peraturan  Pemerintah  Nomor   13  Tahun  2019  tentang  Laporan  dan
Evaluasi   Penyelenggaraan   Pemerintahan   Daerah   (Lembaran   Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323) ;

10. Peraturan Presiden Nomor 63  Tahun 2022  tentang Perincian  Rencana
Induk Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 103);

11.Peraturan    Presiden    Nomor     12    Tahun    2025    tentang    Rencana
Pembangunan Jan8ka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-
2029;

12. Peraturan  Menteri  Dalaln  Negeri  Nomor  86  Tahun  2017  tentang Tata
Cara  Perencanaan,  Pengendalian  dan  Evaluasi  Pembangunan  Daerah
Tentang    Pembangunan    Jangka    Panjang    Daerah    dan    Rencana
Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah,  serta Tata  Cara  Perubahan
Rencana Pembangunan Jan9ka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka  Menengah  Daerah,   dan  Rencana  Kelja  Pemerintah  Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

Informasi   Pemerintahan   Daerah   (Berita   Negara   Republik   Indonesia
Talun 2019 Nomor 1114);

14.Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   90   Tahun   2019   tentang
Klasifikasi,  Kodefikasi,  dan  Nomenklatur  Perencanaan  Pembangunan
dan  Keuangan  Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2019
Nomor 1447);

15. Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   18   Tahun   2020   tentang
Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2019
tentang  Laporan  dan  Evaluasi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288) ;
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16. Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   59   Tahun   2021   tentang
Penerapan    Standar    Pelayanan    Minimal    (Berita    Negara    Repub]jk
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

17. Keputusan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 900.1.15.5-3406  Tahun  2024

tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
050-5889    Tahun    2021     tentang    Hasil    Verifikasi,    Validasi    dan
Inventarisasi   Pemutathiran  RIasifikasi,   Kodefikasi  dan   Nomenkla.tur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  Nomor  1  Tahun  2023
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tinur Tahun
2023-2042  (Lembaran  Daerah  Provinsi Kalimantari Timur Tahun  2023
Nomor   1,   Tambahan  I+embaran  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur
Talun 2023 Nomor 11);

19. Peraturan  Daerah  Provinsi  Kalimantan  Timur  Nomor  11  Tahun  2024
tentang   Rencana   Pembangunan   Jan9ka   Panjang   Daerah   Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2025-2045;

20. Peraturan  Daerah  Kota  Balikpapan  Nomor   12  Tahun  2012  tentang
Rencana  Tata   Ruang  Wilayah   Kota   Balikpapan   Tahun   2012-2032

(Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan
I.embaran Daerah Kota Balikyapan Nomor 20) ;

21.Peraturan  Daerah   Kota  Balikpapan   Nomor  2   Tahun  2016   tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Balikpapan  Tahun  2016  Nomor  2)  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Peraturan  Daerah  Kota  Balikpapan  Nomor  7  Tahun  2020   tentang
Perubahan   Atas   Peraturan   Daerah   Nomor   2   Tahun   2016   tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Balikpapan  Tahun  2020  Nomor  7,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Kota
Balikpapan Nomor 54) ;

22. Peraturan  Daerah  Kota  Balikpapan  Nomor  5  Tahun  2024  tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balilapapan Tahun 2024-2043;

23. Peraturan  Daerah  Kota  Balikyapan  Nomor  8  Tahun  2024   tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Balikpapan Tahun
2025-2045.

1.3.   Hubungan Antar Dokumen
Penyusunan  RPJMD  terdiri  dari  beberapa  tahapan,  mulai  tahap

persiapan,   penyusunan   rancangan   awal,   rancangan,   rancangan   akhir
hingga penetapan Perda RPJMD.  Dalam proses penyusunan RPJMD utuh,



-12-

seluruh   pendekatan  perencanaan  digunakan  dan  dipadukan   di  dalam
dokumen.    Selain    pendekatan   yang    berorientasi    proses,    pendekatan

perencanaan yang berorientasi  substansi juga  digunakan.  Pendekatan  ini
berupa  tematik-holistik,   integratif  dan  spasial.   Melalui  pendekatan  ini,
dokumen  RPJMD  harus  memiliki  keterkaltan  kuat  dengan  rencana  tata
ruang  wilayah.   Gambaran  hubungan  RFUMD  dengan  seluruh  dokumen

perencanaan makro dan tata ruang sebagai berikut:

Gambar 1. 2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

Berdasarkan  hubungan  antar  dokumen  seperti  terdapat  di  dalam
Gambar  1.1,  maka penjelasan  hubungan  antara RPJMD  dengan  berbagai
dokumen perencanaan sebagai berikut:

1.3.1    Keterkaitan RPJMD dengan RPJPD Kota Balikpapan tahun 2025-2045

Sebagai  penjabaran  tahap  peltama  perencanaan  jangka  panjang,
maka dokumen  RPJMD  mulai  mengacu  pada  substansi  dokumen  RPJPD.
Substansi  RPJPD  yang  ditelaah  dan  diacu  antara  lain  isu-isu  strategis

jangka panjang, visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan periode pertama dan
sasaran   pokok.   Telaah   tersebut   diharapkan   mampu   merumuskan   isu
strategis jangka  menengah  dalam  rangka  merespon  isu jangka  panjang,
serta  perumusan  rekomendasi  kebijakan  sebagai  bagian  dari  penjabaran
arah kebijakan periode pertama pembangunan jangka panjarig.

I.3.2    Keterkaitan RPJMD dengan RPJMN Tahun 2025-2029

Penyusunan RPJMD berkesesualan waktu dengan RPJMN. Kondisi ini
merupakan modal penting untuk membangun sinergi antara pembangunan

jangka   menengah   daerah   dengan   nasional.   RPJMN   tahun   2025-2029
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merupahan periode pertama dari RIUPN yang memiliki tema periode berupa
"perkuatan fondasi transformasi".  Pembangunan jangka menengah daerah

dengan  demikian juga  memiliki  agenda  besar  berupa  perkuatan  fondasi
transformasi daerah.

1.3.3    Keterkaitan RPJMD dengan RPJMD provinsi Kalimantan Timur

Penyusunan  RPJMD  berkesesuaian  waktu  dengan  RPJMD  Provinsi
Kalimantan   Timur.    Kota   Balikpapan   memilihi   peran   penting   untuk
mewujudkan  tema  pembangunan  Pulau  Kalimantan  berupa  "Superhub
Ekonomi  Nusantara",  serta  tema  Provinsi  Kalimantan  Timur  "Penggerak
Utama  Ekonomi  Kawasan  Timur  Indonesia".  Provinsi  Kalilnantan  Timur
memililri  target  pembangunan  makro  tahun  2029,  yaitu  share  PDRB  5,0

persen; LPE 5,6-6,9 persen; kemisldnan  1,62-2,12 persen; gini ratio 0,309-
0,312; dan TPT 4,54-5,31 persen.

1.3.4    Keterkaitan RPJMD dengan RTRW Provinsi Kalimantan Timur

RPJMD  harus  mulai  membangun  sinkronisasi  aritara  perencanaan
makro   dengan   perencanaan   tata   ruang.   Berdasarkan   perkembangan
Balilapapan   yang   dinamis,   maka   RTRW   Kota   Balikpapari   mengalami

perubahan.  RTRW  Kota  Ba]ikpapan  memiliki  tujuan  berupa  mewujudkan
daerah  sebagai  kota jasa yang dinamis,  selaras,  berwawasan  lingkungan
dan  berketahanan  bencana  guna  mendukung  fungsinya  sebagai  pusat
pertumbuhan  nasional  dan  bagian   dari   superhub   ekonomi  Ibu   Kota
Nusantara.

1.3.5    Keterkaitan RPJMD dengan KLHS RPJMD Kota Balikpapan

KLHS  akan  mengidentifikasi  isu-isu  strategis  pembangunan  yang
kemudian  akan  menjadi  salah  satu  landasan  bagi  perumusan  isu-isu
strategis pembangunan jangka menengah. Selain itu, seluruh rekomendasi

pembangunan   berkelanjutan   dari   KLHS   akan   menjadi   landasan   dan
diintegrasikan ke dalam rumusan visi, nisi, tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakari dan program RPJMD. Dengan demildan, Integrasi dokumen KLHS
di dalam  RPJMD  untuk memastikan  tujuan  pembangunan berkelanjutan

(&tsfazntzbze    Dez;ezopment    Cfoazs)    telah    menjadi    landasan    di    dalam
perencanaan pembangunan.

1.3.6    Keterkaltan RPJMD dengan RKPD, Renstra, Renja dali APBD

RPJMD  harus  membangun  keterhubungan  yang  sinergis  dengan

perencanaan lebih operasional di dalam Renstra maupun perencanaan dan
penganggaran tahunan. Keterhubungan ini membangun perencanaan yang
sinergis   mulai   dari  jan9ka   panjang,   menengah   hingga   tahunan   dan
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penganggaran.     Dengan    demikian    diharapkan    tercapai    pendekatan
perencanaan  dan  penganggaran  berupa  moneg /oZZozu  progrtzm,  progrczm
fozzoLu resz{Zf, serta penganggaran berbasis kinelja.

1.3.7   Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencaanan Lainnya

Penyusunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 juga perlu
mengacu pada beberapa dkumen perencanaan lainnya, seperti Rancangan
Teknokratik   RPJMD   Kota   Bali]apapan   Tahun   2025-2029   yang   berisi
rekomendasi ]dnelja dan kelja, Rencana Induk dan Peta Jalan Pemetaan
IP'IEK Daerah  (RIPJ  PID),  serta  dokumen  perencaan  pembangunan  dan
sektoral  lainnya yang  telah  ditetapkan  sebelumnya.  Selain  itu,  RPJMD
Kota   Balikpapan   Tahun   2025-2029   juga   perlu    didukung   dengan
manajemen    risiko    pembangunan    yang    berfungsi    mengidentifikasi,
menganalisis, dan memitigasi risiko yang dapat menghambat pencapaian
target   pembangunan,    sehingga   dapat   meminimalisir   dampak   dan
memastikan bahwa RPJMD dapat diimplementasikan dengan efektif dan
berkelanjutan.

1.4.   Maksud dan Tujuan
Maksud darn penyusunan dokumen RPJMD  Kota Balikpapan Tahun

2025-2029, yaitu untuk memberikan arahan perencanaan dan pelaksanaan
strategi pembangunan dalam  5  (lima)  tahun ke  depan.  Selain itu,  untuk
menjalnin     ketelpaduan     dan     kesinambungan     pembangunan    yang
berkelanjutan. RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 sebagai pedoman
bagi  seluruh  komponen  daerah  dalam  mewujudkan  cita-cita  masyarakat
Kota Balikpapan.

Tujuan penyusunan RIUMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029 yaitu:

1.     Tersedianya dokumen yang memuat gambaran kjnelja pembangunan
dan konidsi keuangan daerah yang aktual;

2.     Tersedianya   dokumen   yang   memuat   pemetaan   masalah   berbasis
capaian kinelja dan rumusan isu-isu  strategis pembangunan jang]ra
menengah;

3.     Sebagai  dasar  perumusan   strategi,   arah  kebijakan,   dan  program

pembangunan Kota Balilapapan selalna lima tahun kedepan;
4.     Sebagai   acuan   dalam   penyusunan   Rencana   Kelja   Pembangunan

Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Peran8kat Daerah;
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5.     Mewujudkan  perencanaan  pembangunan  daerah  yang  sinergi  dan
terpadu    antara    perencanaan    pembangunan    nasional,    provinsi,
kabupaten/ kota sehitar, serta perencanaan sekeoral;

6.     Menjadi   tolak   ukur   keberhasilan   pemerintahan   daerah   dibawah
kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Balikyapan periode 2025-
2029;

7.     Sebagai  tolok  ukur  untuk  penilaian  keberhasilan  kepala  Perangkat
Daerah  dalam  melaksanakan  pembangunan   sesuai  dengan  tugas,
fungsi, kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya
mewujudkan visi, nisi dan program Kepala Daerah;

8.     Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan

pembangunan di Kota Balikpapan; dan
9.     Menjadi  pedoman  Dewan  Perwakilan  Rakyat  Daerah  (DPRD)  dalam

melaksanahan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran
dalam   rangka   mengendalikan   penyelenggaraan   pemerintahan   dan

pembangunan daerah agar sejalan dengan aspirasi masyarakat sesuai
dengan prioritas dan sasaran program pembangunan yang ditetapkan
dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

1.5.   Sistematika penulisan
Dokumen  RPJMD  Kota  Balikyapan  Tahun  2025-2029  disusun  dengan
menggunakan sistematika sebagai berikut:

BABI

BAB 11

PENDAHULUAN

Bab  pendahuluan  memuat  inforlnasi  terkait  latar  belakang
penyusunan  RPJMD,  dasar  hukum  yang  relevan,  hubungan
antara  RPJMD  dengan  dokumen  perencanaan  pembangunan
lainnya  (RPUPD,  RPJMN,  RTRW,  KLHS,  serta rencana  sektoral
lainnya),  maksud  dan  tujuan  penyusunan  dokumen  RPJMD,
dan sistematika penulisan.
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VISI,     MISI,     DAN    PROGRAM     PRIORITAS     PEMBANGUNAN
DAERAH

Bab ini berisi tentang penjabaran visi, nisi, tujuan dan sasaran
daerah,  strategi  dan  arab  kebijakan,  serta  progam  prioritas
daerah.  Visi dan Misi pada dokumen RPJMD merupakan hasil
visi nisi kepala daerah teapilih. Visi merupakan rumusan umum
mengenai  kondisi  daerah  yang  ingin  diwujudkan  pada  tahun
2029   sebagai   basil   pembangunan   selama   5   (lima)   tahun.
Sedangkan nisi merupakan rumusan umum mengenai upaya-
upaya yang akan dilaksanakan oleh daerah untuk mewujudkari
visi. Visi dan nisi kemudian diturunkan dalaln rumusan tujuan
dan sasaran daerah, selfa mempertimbangkan isu strategis dan
perlnasalahan yang sudah dirumuskan pada bab sebelumnya.

Untuk mendukung tercapaianya visi, nisi, tujuan, dan sasaran,
maka   dirumuskan   strategi,   arah   kebijakan,   dan   program
prioritas pembangunan daerah secara lebih operasional. Strategi
merupakan   rencana  tindakan  yang  komprehensif  berisikan
langkah-langkah/upaya   yang   akan   dilakukan   diantaranya
berupa  optimalisasi  sumber  daya,  penahapan  pembangunan,
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BAB IV

BABV

lokus   dan   penentuan   program   prioritas. Arah   kebijakan
merupakan  rangkaian  kelja yang merupakan penjabaran misi
yang  selaras  dengan  strategi  dalam  ran8ka  mencapai  target
tujuan dan sasaran RPJMD.  Program prioritas dihasilkan dari
cascading kinelja (bukan cascading indikator) yang dimulal dari
visi sampai dengan outcome serta dilengkapi dengan indikator
sesuai dengan tin8katannya.
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PENUTUP

Bab  ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial,
kaidah   pelaksanaan,    dan   pelaksanaan   pengendalian   dan
evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
daerah.
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BAB 11
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1     Aspek Geografl dan Demografl
Sub  bab  ini  menguraikan  gambaran  umum  terkait  kondisi  Kota

Balikpapan   dari   aspek   geografi   dan   demografi.   Kedua  aspek   tersebut
dijelaskan  secara  rinci  dan  sistematis  secara  komprehensif.   Gambaran
aspek   geografi   dan   demografi   di   Kota  Balikpapan   dijabarkan   sebagai
berikut.

2.1.1   Posisi dan Peran Strategis Daerah

Wilayah administratif Kota Balikpapan mencakup daratan dan lautan.
Adapun  luas  keseluruhan  Kota  Balikpapan  sebesar  51.101,24  Ha.  Kota
Balilapapan  berbatasan  langsung  dengan  lautan  dan  kabupaten  lain  di
sekitamya, yang mencakup:

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar;
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN); dan
4. Sebelah Utara berbatasan dengan lbu Kota Nusantara (IKN).

'+
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Gambar 2. 1 Pete Admlnistrasi Kota Ballkpapan
Sitrmber: Ranca:ngan Tehokratik RPUMD Kcta Bcthkycxpan Ta:hun 2025-202 9

Kota  Balikpapan  memiliki  enam  (6)  kecalnatan  dan  34  (tiga  puluh
empat)    kelurahan.    Kondisi    tersebut    didasarkan    dengan    Perubahan
Peraturan   Daerah   Kota   Bali]apapan   Nomor   7   Tahun   2012    tentang



-19-

Pembentukan 7 Kelurahan Dalam Wilayah Kota Balikpapan dan Peraturan
Daerah   Kota  Balikpapan   Nomor   8   Tahun   2012   tentang  Pembentukan
Kecamatan  Balilapapan   Kota  Dalam  Wilayah   Kota  Balikpapan.   Masing-
masing  kecamatan  dan  kelurahan  memiliki  luas yang  bervariasi.  Berikut
disajikan proporsi luasan  setiap  kecamatan terhadap luasan total di Kota
Balikpapan.

Balikpapan Selatan
8O/a

Gambar 2. 2 Persentase Luas Per Kecamatan di Rota Ballkpapan
Sunber: Ohah data, 2024

Kecamatan  terluas,  berada  di  Kecamatan  Balikpapan  Barat  dengan
cakupan area sebesar 38 persen dari luas total daratan Kota Balikpapan.
Hal ini disebabkan oleh banyak dan luasnya hutan lindung yang tersebar

pada kecamatan  tersebut,  termasuk hutan  lindung Sungal Wain.  Adapun
kelurahan  terluas  di  Kecamatan  Balikpapan  Barat  tersebut  berada  di
Kelurahan Kariangau, dengan cakupan sebesar 97,21 persen dari luas total
Kecamatan  Balikpapan  Barat.  Adapun  kecarnatan  dengan  luas  terkecil
terletak  di  Kecamatan  Bali]apapan  Kota.  Cakupan  luasnya  sebesar  2,17

persen  dari  luas  total  Kota  Balikpapan.  Meskipun  memiliki  luas  wilayah
terkecil  dibandin8kan   kecamatan   lainnya,   Kecamatan   Balikpapan   Kota
memiliki   kepadatan   penduduk   yang   tinggi.   Kondisi   tersebut   memiliki
keterkaitan  dengan  aspek  Kota  Balikpapan  sebagal  pusat  pemerintahan
kota, dan juga pusat akeivitas perekonomian.

2.1.2   Potensi sumber Da[ya Ahm

Potensi sumber daya alam Kota Balikyapan dapat diwujudkan dengan

pendekatan  spasial  berdasarkan  pengembangan  berbasis  fungsi  kawasan
sesuai dengan peruntukan ruang. Pengembangan kawasan budidaya di Kota
Balikpapan  didukung  dengan  adanya  potensi  sumber  daya  yang  dimiliki
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dan  dapat  dimanfaatkan.  Sumber  daya yang  dimaksud  meliputi  potensi

pertanian,  perikanan,  perkebunan,  pertambangan,  dan ekowisata.  Potensi
pertanian  tanaman  padi  yang  dapat  dikemban9kan  di  Kota  Balikpapan
terlnasuk  dalam  kategori  skala  kecil yakni  sebesar  1.576,67  Ha.  Arahan

pengelolaan   kawasan   pertanian    di    Kota   Bali]apapan    adalah    untuk
pengembangan     pertanian     tanaman     pangan:     kawasan     pertanian
lestari/ sawah lahan basah dan kegiatan pertanian holtikultura.

Perkebunan   juga   merupakan   salah   satu   potensi   yang   dapat
dikembangkan  di Kota Balikyapan  dengan fungsi sebagai penyangga bagi
kawasan hutan lindung dengan luasan yang terbatas. Perkebunan di Kota
Balikpapan merupakan perkebunan tanaman keras. Tanaman perkebunan
yang dikemban8kan antara lain tanaman karet, lada, kelapa, kakao, kemiri,
kopi,  cengkeh,  dan  tanaman  perkebunan  lainnya.  Peruntukan  kawasan

perkebunan di Kota Balikpapan mencapai 2.076,17 Ha atau mencapai 4,12
persen  luas  Kota  Balikpapan.  Kawasan  perkebunan  tersebut berlokasi  di
Kelurahan   Karang  Joang,   Kelurahan   Batu   Ampar,   Kelurahan   Teritip,
Kelurahan   Manggar   dan   Kelurahan   Lamaru.   Namun,   sebagian   besar
kawasan perkebunan terdapat di Kecamatan Balikpapan Timur.

Potensi    sumber    daya    terbarukan    atau    renewable    resources
dikembangkan    pada   kawasan   pesisir   Kota   Balikpapan,    khususnya
pemanfaatan  sumber  daya  perikanan.  Tidak  hanya  di  kawasan  pesisir
dengan potensi perikanan laut,  tetapi perikanan budidaya dan perikanan
tangkap juga bexpotensi  untuk  dikembangkan  sebagai  potensi perikanan
darat.   Pengembangan   kawasan   minapolitan  juga   dimaksudkan   untuk
mendukung   pemanfaatan   potensi   kelautan   dan   perikanan   di   Kota
Balikpapan.

Sektor industri dan perdagangan di Kota Balilapapan juga bexpotensi
untuk  dikemban8kan  untuk  mendukung  tercapainya  visi  pengembangan
Kota Balikpapan yang diarahkan  untuk mengembangkan  sektor  ekonomi

yang  potensial  dan  unggul.   Kota  Balikpapan  yang  terletak  di  wilayah
strategis  memiliki  keunggulan  komparatif berdampak  pada  pertumbuhan
industri  skala  kecil/rumah  tangga  hingga  skala  besar  yang  tersebar  di
seluruh   wilayah   Kota   Balilapapan.   Penetapan   kawasan   industri   Kota
Balikpapan yang terletak di ALKI 11 sekaligus menjadi pintu masuk Provinsi
Kalimantan  Timur  menjadi  keunggulan   untuk  perkembangan  industri
wilayah  yang  berdampak  langsung  pada  pertumbuhan  ekonomi  di  Kota
Balikpapan.
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Potensi alam maupun budaya di Kota Bali]apapan juga menarik untuk
dikembangkan menjadi kawasan wisata. Sumber daya alam yang potensial
untuk  dikembangkan    menjadi  kawasan  pariwisata  di  Kota  Balikpapan
seperti   hutan   lindung,   kawasan   lindung,   kawasan   bakau   (mangrove),
agrowisata,  wanawisata,  dan  lain-lain.  Sedangkan  potensi  wisata  budaya

yang dapat dikembangkan di Kota Balilapapan meliputi wisata sejarah yang
berupa tugu, monumen dan tempat bersejarah, serta bangunan unik.

2.1.3   Daya Dqhag dan Daya Tanpung Linglmnga:ii Hidup
Secara operasional daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

dilakukan  dengan  pendekatan  jasa  ekosistem,   dengan   asumsi  bahwa
semaldn   tinggi  jasa   ekosistem   suatu   wilayah,   maka   semakin   tinggi
kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia.
Asumsi  berikutnya  yalmi,  semaldn  tinggi jasa  ekosistem  suatu  wilayah,
maka semaldn tinggi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat,
energi,   dan/atau   komponen   lain   yang   masuk   atau   dimasukkan   ke
dalannya.

Lebih lanjut lagi, status daya dukung lingkungan juga dapat diketahui
dengan mengidentifikasi proporsi jumlah penduduk suatu wilayah terhadap
ambang batas sumber daya eksisting yang tersedia saat ini.  Representasi
kondisi  tersebut  diantaranya  dapat  dilakukan  dengan  men8hitung  dan
menganalisis kapasitas daya dukung pangan dan air di Kota Balikpapan.
Kedua   komponen    tersebut   digunakan    sebagai    pendekatan,    dengan

pertimbangan    peranan    atas    keduanya    yang    sangat    penting    bagi
keberlangsungan  kehidupan,   Ichususnya  bagi  keberlanjutari  kehidupan
manusia.

2.1.3.1     DDDTLH pangan

Penentuan    status    daya    dukung    penyedia    pangan    dilakukan
berdasarkan     hasil     perhitungan     ambang     batas,     yaitu     dengan
membandin8han ambang batas terhadap jumlah penduduk cksisting, nilal
selisih  yang  negatif  menunjukkan  bahwa  status  DDLH  pangan  wilayah
tersebut telah melampaui. Hasil analisis untuk status DDLH pangan terlihat
bahwa status daya dukung pangan di Kota Balikpapan Belum Melampaui
sebesar  81   persen  dan  Sudah  Melampaui  sebesar   1.9  persen.   Berikut
disajikan distribusi status daya dukung pangan di Kota Balilapapan.
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Gambar 2. 3 Status Dnya DukuDg PangaD Kota BalilxpapaD
SwheT: Dolcirmen KLHS RRJMD Kofa Ballkpapcm Ta:ham 2025-2029

Kecamatan yang mempunyai status daya dukung pangan yang sudah
melampaui  paling  luas  berada  di  Kecamatan  Balikpapan  Selatan  dengan
luas  2.558,18   Ha,   sedan8kan  kecamatan  dengan  daya  dukung  belum
melampaui yang paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan
luas 17.941,54 Ha.

Tabel 2. I Status daya dulmng pangan Rota Balikpapan
i.tT    ,    -`   ,  I   EN

'*.     `                                                                                    J`             I.,t;}tl„,AA       `.       ?        '''.'       ('|\(¢`t.`'r..'h',L      '`             `ffl         ,"'.ra          \i\     `    Ti``^.i\9]\:`=Ef.".       ,'R%                                            .     %i     ',`         '

"-, ,,  I-            ffl •    -ffi    ..         L,     .   J.RE,q `EN." H                                                                                          +
as*?L3h ``' ,.T?,.A,r`,   I.,    : kR"%

•'.)

1 Balikpapan Barat 355851962292,23 61550296750,00 294301665542,23 453459,02

2 Balikpapan Rota 17309636348,82 60537184500,00 •43227548151,21 22057,52

3 Balikpapan Selatan 59839708148,50 84120491500,00 •24280783351,50 76253,21

4 Balikpapan Tengah 17981253627,96 79236992250,00 -61255738622,07 22913,35

5 Balikpapan Timur 205971870671,05 46788364500,00 159183506171.05 262468,14

6 Balikpapan Utara 259223859518,33 100009324750,00 159214534768,33 330326,68
1¥:.,(,:!,,;:,:,,;I,!    ,,    :(

i¥i(:.`..f:<T,-.,),,ii,.::.r::A-:,,,,-:J;,,?:-:.:,:`..,:,..i;,.>/i,(;;.::-:;,,

Su;mher: Dckii:men KLHS KLHS RRJMD Kofa BaHkpapcm Ta:him 2025~202 9

Upaya untuk mempertahankan daya dukung pangan dapat dilakukan
dengan menerapkan  pertanian  berkelanjutan,  meningkatkan  produktivitas

pangan,  dan  melindungi  lahan  pertanian. Dengan  demikian,  diharapkan
ketahanan pangan dapat diwujudkan di Kota Balikpapan, yang selanjutnya
dapat   menjamin   ketersediaan   pangan   bagi   seluruh   rakyat,   sehingga
masyarakat dapat hidup dengan sejahtera.
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2. 1.3.2       DDDTLH Air

Daya dukung air (toater car7I/jng capac'ity) mengacu pada kemampuan
sumber daya air (seperti sungai, danau, mata air, dan sumber air lainnya)
untuk mendukung kehidupan dan aktivitas manusia secara berkelanjutan.
Artinya,    daya    dukung    air    menjadi    parameter    yang    menunjukkan

perbandingan  antara  kebutuhan  dan  ketersediaan  air. Dengan  demikian,
komponen   ini   menjadi   penting   untuk   dipertimbangan   dalam   setiap

penyusunan kebijakan pembangLman wilayah.

Gambar 2. 4 Status Daya Duinng Air Rota Ballkyapan
Sun;bet: Dolou:nen KLHS RRIMD Koto Baltkpapan Tahan 2025-2029

Status daya dukung penyedia air yang sudah melampaui 37 persen,
Sedangkari  untuk  daya  dukung  air  yang  belum  melampaui  63  persen.
Kecamatan   yang   mempunyai   status   daya   dukung   air   yang   sudah
melampaui paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Utara dengan luas
5.945,92   Ha,   sedangkan   kecamatan   dengan   daya   dukung   air   belum
melampaui yang paling luas berada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan
luas 16.728,04 Ha.
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Tabel 2. 2 Status daya duhpg all Rota Balilpapan

;+`-'rz:*;v:'1:;;;;g\#:!:;:;I:#¥;;

•#;#¥;,;¥;.¥;?i?,?;;¥¥l¥!i;;;:,i;`;;I:,:,,,,;:i.;;,;,,-;;,;.;t;-;,i:.,;:,;:-;..::,;,.,:;;;;,.,,.,,;,,::,;:,I:,I(

1 Balikpapan Barat 208478674,78 71655727.90 136822946,89 258209,00
2 Balikpapan Kota 10897248,70 61815593,49 -50918344,78 13695,00
3 Balikpapan Selatan 36595054,51 88885350,79 •52290296,28 45863,00
4 Balikpapan Tenffih 11286464,01 81044835,90 -69758371,90 14180,00
5 Balikpapan Timur 116936986,93 92331427,75 24605559,19 145983,00
6 Balikpapan Utara 139953015,05 129892742,34 10060272,72 174504,00--

mbeT: Dokurnen KLHS RPUMD Koto Bdi:Iq?apan Ta:ham 2025-2029

Kondisi  tersebut,  menjadikan  daya  dukung  air  di  Kota  Bali]apapan
memiliki urgensi tinggi untuk dipertahankan, terlebih pada wilayah-wilayah

yang  telah  memiliki  status  daya  dukung  air  melampui  ambang  batas.
Perlindungan  terhadap  ketersediaan  air  dapat  dilakukan  dengan menjaga
daerah tangkapan air, membangun infrastruktur air, dan mendayagunakan
air dengan optimal.

2.I.4   Berketananan Energl, Air, dan Kemandirian Papgan
2.1.4.1    Indeks Ketahanan pangan

Kinelja  penyelenggaraan   pangan  di  Kota  Balikpapan  dilihat  dari
indeks  ketahanan  pangan.  Indeks  ini  terdiri  dari  tiga  aspek  ketahanan

pangan  yaitu  ketersediaan  pangan,  keteljangkauan  atau  akses  terhadap
pangan,   dan   pemanfaatan   pangan.   Perkembangan   indeks   ketahanan
pangan di Kota Balikpapan dapat dilihat pada grafik berikut.
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84

91,40                           91,23

2020 2021 2022 2023 2024

-Indeks Ketahanan Pangan

Gambar 2. 5 Indeke Ketahanan Pangan Kota Ballkyapan 2020-2024
Swhber: Badan Pangan Nasional, 2020-2024

Grafik  tersebut  menunjukkan  bahwa  indeks  ketahanan  pangari  di
Kota  Balikpapan  mengalami  tren  perkembangan  yang  terus  meningkat,
meskipun  sedikit  menurun  pada  tahun  2024.  Pada  tahun  2024,  indeks
ketahanan   pangan   Kota   Balikpapan   turun   0,17   poin   menyebabkan
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penurunan peringkat darn  peringkat kedelapan pada tahun 2023, turun ke
peringkat lima belas nasional kategori kota. Kota Balilapapan mampu meraih
nilai  91,23  meskipun  hanya  memilild  15  persen  lahan  untuk  kegiatan

pangan dan sumber utama kebutuhan pangan masih mendapat pasokan
dari Jawa Timur, Sulawesi, dan Kalimantan Selatan. Upaya yang dilakukan
oleh Pemerintah Kota Balilapapan dalam menin9katkan ketahanan pangan
adalah memaksimalkan penggunaan pekarangan rumah masyarakat untuk
ditanami  tanaman  pangan  sehingga  menjadi  pekarangan  pangan  lestari

(P2L) atau dikenal juga dengan ztrbcz7ircz77ndng.

2.1.4.2    Predensi Ketidakeurfupan Konsumsi pangan
Prevalensi  Ketidakcukupan  Konsumsi  Pangan  menunjulckan  bahwa

masih   ada  sebagian   penduduk  yang  mengalami   kekurangan   pangan.
Artinya,  masih  terdapat  kondisi  ketidakmerataan  distribusi  pangan  atau
keterbatasan    akses    ke    sumber    pangan    yang    memadai.    Beberapa

permasalahan   yang   menjadi   penyebab   indikatif   teljadinya   prevalensi
ketidakcukupan  konsumsi  pangan  adalah  tingginya  tingkat  kemiskinan,
akses  terbatas  terhadap  pangan,   produksi  pangan  yang  tidak  stabil,
kurangnya  diversifikasi  pangan,  krisis  pangan  dan  konflik,  keterbatasan

pengetahuan terkait gizi, serta kebijakan pertanian dan pangan yang belum
optimal dan efektif.

Prevalensi  Ketidakcukupan  Konsumsi  Pangan  di  Kota  Balikpapan,
diketahui  tren  yang  fluktuatif,   dan  cenderung  mengalami  penurunan.
Artinya,   pemerintah   Kota   Balikpapan   telah   melakukan   upaya   untuk
menurunkan    prevalensi    ketidakcukupan    konsumsi    pangan,    melalui
intervensi   terhadap   komponen-komponen   yang   menjadi   penyebabnya.
Namun    demikian,     apabila    disandingkan    dengan    target    nasional,
ketercapaian indikator tersebut belum sepenuhnya memenuhi target yang
ditentukan.  Masih terdapat selisih sebesar  1,980/o untuk memenuhi target
nasional, yakni 5°/o. Berikut disajikan Fhevalensi Ketidakcukupan Konsumsi
Pangan di Kota Balikpapan.
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drinbu 2. 6 P[evaleBsl KetidckcufupaD Konsumsi PangaD di Rota Balikyapan
Sumber: BPS, Koto Bdikpapan 2024

Angka    prevalensi    ketidakcukupan    konsumsi    pangan    di    Kota
Balikpapan  yang  masih  memiliki  gap  terhadap  target  yang  ditentukan,
menjadikan   perlunya   upaya  yang   berkelanjutan   dari   berbagai   pihak,
termasuk  pemerintah,  lembaga  swadaya  masyarakat,  sektor  swasta,  dan
masyarakat secara keseluruhan,  untuk memastikan bahwa setiap individu
memiliki akses yang adil dan aman terhadap pangan yang berkualitas dan
bergizi. Beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai solusi altematif dari

pengurangan  permasalahan  ini  diantaranya  dengan  meningkatkan  akses
dan  ketersediaan  pangan  melalui  pembangunan  infrastruktur  pertanian,
diversifikasi   sumber   pangan,   penanggulangan   kemiskinan,   penyediaan

pendidikan gizi, kebijakan pangan yang mendukung petani kecil.

2.I.4.3    Konsqmsi Listrik per Kapita

Dalam proses pembangunan suatu daerah, ketersediaan listrik sangat

penting  untuk  mendukung  aktivitas  masyarakat,  industri,  dan  fasilitas
publik yang ada.  Sebagai  salah  satu  kota dengan  aktivitas perekonomian
yang berkembang di Pulau Kalimantan, kebutuhan listrik Kota Balikpapan
sangat tinggi, seperti yang ditunjukkan oleh peningkatan jumlah pelanggan
setiap   tahunnya.   Jumlah   pelanggan   yang   menggunakan   listrik   terus
meningkat  setiap  tahun.   Kondisi  tersebut  berdampak  pada  kebutuhan
listrik   yang   meningkat.   Produksi   listrik   pada   tahun   2020   mencapai
1.088.423.119   Kwh   dan   secara   bertahap   meningkat   setiap   tahunnya
hingga mencapai 1.504.787.490 Kwh pada akhir tahun 2023.
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Tabel 2. 3 Kondlei Penyodlaa]L Ltotrik di  Tahun 2019-2023
Indikator--=«L'`,),

i                  2019 ;              2020
lllllllllllllllllllll|AJ,,W

(                2022
IIIIIIIIIIIIIIf{,rLX

DayaTerpasng(Hm

RayonBalikpapanSelatam

299.15S.coo 360.275.022 377.332.522 406.911.372 427.407.322

RayonBalhapanUtara
217.322.000 253.489.750 281.048. 500 274.779.550 295.334.400

Jumlch SIC.477.OcO 618.764.772 658.381.022 681.690.922 722.741.722

ProdukelLfotrll(rm)

RayonBalikpapanSelatan
662.436.628 634.329.711 899.728.999 951.983.433 1.004.674.090

RayonBalikpapanUtara
434.424.564 454.093.408 537.338.515 500.577.809 500.113.400

Junhi I.096.861.192 I.088.423.119 1.437.067.514 1.452.561.242 1.5or.787.49o

LhtrthTedual(twhl
RayonBalikpapanSelatan

631.029.632 604.699.529 607.878.878 661.337.148 748.359.797

RayonBalikpapanUtara
420.782.083 441.608.722 506.627.264 467.315.Oil 4rn .2;IT .4rri

Junhi 1.0§1.all.715 1.046.SOB.251 I. 1 14.See. 142 1.128.662.169 I.225.577.274

Sfu,ut/Huang(Hm)

RayonBalikpapanSelatan

31.407.266 29.630.182 34.315.267 38.876.299 43.366.397

RayonBalikpapanUtara
13.642,481 12.484.686 19.800.095 17.376.358 17.246.5S9

Junlch 45.049.747 42.114.868 54.ii5.as2 56.252.657 60.612.956

Sumber: BPS, Kofa Bdikpapcrn dalam Anglca 2024

Jumlah Pelanggan Listrik di wilayah Kota Balikpapan berdasar data
PLN Area Balikpapan terdiri dari 2  Rayon yaitu Rayon Balikpapan Selatan
dan Rayon Balikpapan Utara.  Dari tahun 2019 hingga tahun 2023 jumlah

pelanggan  2  rayon  tersebut  mengalami  peningkatan  sebagaimana  tertera
pada gambar grafiik berikut ini.
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aanbar 2. 7 JUDlah PelaDggaD LlstrilE Menurut RfLyoD di Kota Ballkpap&n TahuD
2019-2023
Surnber: BPS, Kota Bat+kpapan dalam Angka 2024

Hingga tahun 2023, jumlah pelanggan listrik rumah tangga mencapai
238.006, meningkat signifikan dari 204.281 pelanggan listrik rumah tangga

pada tahun 2019. Jumlah pelanggan fasilitas publik juga meningkat pesat,
mencapai  1.289  pelanggan  pada  tahun  2023,  dari  1.089  pelanggan  pada
tahun  2019.  Sektor bisnis juga mengalami peningkatan jumlah pelanggan
setiap tahunnya, rata-rata meningkat 1.331 pelanggan, dengan total 21.711

pelanggan pada tahun 2023.

Tabel 2. 4 .umlah Pelanggan Listrik BerdasarlEan Kelompok Tarlf Tahun 2019-2023
Kelompok Taril 2019        Iilllllllllr2z.r2z.-I        2021 2022 2023

Sosial 3.041 3.233 3.474 3.680 3.913
Rumah Tangga 204.281 213.850 222.361 229.500 238.006
Bisnis 16.388 16.859 18.385 20.064 21.711

Industri 86 85 87 91 94
Publik 1.089 1.113 1.164 1.222 1.289
Jundh 224.885 235.140 245.471 254.557 265.013

Su:mber:  EPS, Kata BaH:kpapan dalam A:nglca 2024

I.ebih lanjut,  pada sektor industri pelanggan terdapat 94  pelanggan.
Sektor industri memiliki jumlah pelanggan yang paling sedikit dibandingkan
dengan  sektor  lainnya,  meningkat  sedikit jika  dibandingkan  pada  tahun
2020  yang  memiliki  85  pelanggan.  Melalui  data  ini,  kelistrikan  menjadi
modal  penting  dalam  merencanakan  strategi  pengembangan  energi  baru
terbarukan yang telah menjadi tuntutan secara nasional.
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2.1.4.4      Akses Rumah Tangga terhadap Konsunsi Air Minum

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah air bersih. Ketersediaan
air bersih sangat penting sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Air bersih tidak hanya digunakan
untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga dapat digunakan untuk

produksi, seperti digunakan untuk aktivitas bisnis.

Tabel 2. 5 Koasumen Air Bersih di Kota Ballkpapan Tchun 2023
Jenis Jumlah lllllll-lou.  ,-Fin:+...

'11'-
•.    .      -¥±... HF=.''=i±. (m3)

Nilai (Rp)

Sosial 1.583 1.279.314 3.580.888.164
RumahTan88a

109.069 24.840.419 272.615.673.691

InstansiPemerintch
263 417.516 2.034.237.393

Nia8a 4.913 1.936.764 27.630.525.218
Industri 14 11.891 215.626.657
Khusus 547 335.256 6.423.996.167
Jundh 116.389 28.821.160 312.500.947.290
Sumber:  EPS, Kota Bdilapapan dalam Angha 2024

Jumlah  pelanggan  air  bersih  di  Kota  Balikpapan  pada tahun  2023
mencapal     116.389   pelanggan.    Total    pelanggan    tersebut   didominasi

pelanggan rumah tangga sebanyak  109.069 pelanggan dan niaga sebanyak
4.913 pelanggan. Total air yang disalurkan mencapai 28.821.160m3 dengan

total nilai yang dihasilhan sebesar Rp 312.500.947.290. Adapun gambaran
wilayah cakupan layanan instalasi air bersih Kota Balikpapan dapat dilihat

pada peta berikut ini:
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Gambar 2. 8 Pete Wilayah Layanan lnstalasi Air Berslh Kota Balikpapan
Sumber: Doh:umen RKPD Tahan 2025

Dokumen       RISPAM       menjadi       pedoman       bagi       Pemerintah
Kabupaten/Kota dalam mengembangkan  SPAM  di  daerah  masing-masing.
Adapun tujuan pengembangan SPAM di antaranya mencakup,  tersedianya
air dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang memenuhi persyaratan
air   minum,   tersedianya   air   setiap   waktu   atau   kesinalnbungan   dan
tersedianya   air  dengan   harga  yang   teljangkau   oleh   masyarakat   atau

pemakai.  Berikut pola skenario penyediaan air minum di Kota Balikpapan
pada Tchun 2016-2035.

Gambar 2. 9 Skenario penyediaan all minum Rota Balikyapan
Su:mber: RISPAM Kcta Bdi:foapan Ta:hun 2016-2035

Kondisi eksisting pola penyediaan air minum Kota Balikpapan Tahun
2016   mencakup   PDAM   (760/o),   Pexpipaan   Non   PDAM   (120/o)   dan   Non

Perpipaan  (12%).  Terdapat  tantangan  dalam  penyediaan  air  minum  Kota
Balikpapan,   di  antaranya  keterbatasan  sumber  air  baku,   kualitas  air

permukaan  dan  air  tanah,  kehilangan  air  30%,  topografi  berupa  85°/o
berbukit dan keandalan penyediaan listrik.  Berikut disajikan analisis pola

penyediaan air minum di Kota Balikpapan hingga tahun 2035.

Tabel 2. 6 Poha Penyediaan Air Hlnum Rota Balikyapan
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917.996

Sumber.. RISPAM Ko±a Balikpapan Ta:h]un 2016-2035

Kebijakan    untuk    meningkatkan    penyediaan    air    minum    Kota
Balikpapan     di     antaranya    dengan     meningkatkan     layanan     PDAM,

pengendalian  jaringan  perpipaan  PDAM  dengan  menggunakan  air  laut
sebagai  sumber  air  barfu  alternatif  (10%  air  tanah  dan  5°/o  air  laut),
mengendalikan  bukan jaringan  perpipaan.  Peningkatan  layanan  PDAM  di
antaranya   dengan   pemanfaatan   idczze   capczcz.ty   dari   sumber   air   baku
eksisting,  pengendalian  kehilangan  air  secara  bertahap  (O,5°/o  per tahun),
dan  pembangunan  sumber  air  baku  yang  mencakup  Bendungan  Teritip

(250 liter/detik),  Embung Aji Raden (150 liter/detik) dan Waduk Warn (130
liter/detik)  yang ditargetkan  beroperasi tahun  2025.  Selain  itu,  dilakukan
keljasama dengan Waduk Semboja (loo liter/detik), Waduk Sepaku Semoi

(150  liter/detik),  Waduk  Ijanbakan  (1000  liter/detik)  dan  SPAM  Regional
Tebasabo ( 1700 liter/detik) .

2.1.5   LiDgkungan Hidup Berlmalitas

Lingkungan   hidup   merupakan   bagian   dari   urusan   wajib   non

pelayanan  dasar  yang  sangat  penting.  Saat  ini     isu  lingkungan  hidup
menjadi    isu    nasional    dan    global.    Bahkan    dalam    setiap    agenda

pembangunan,  aspek  lingkungan  hidup juga  menjadi  aspek  yang  selalu
dipertimbangkan,       sesuai       dengan       prinsip-prinsip       pembangunari
berkelanjutan.    Indeks    Kualitas    Lingkungan    Hidup    dan    pengelolaan

persampahan    menjadi    indikator   yang    digunakan    untuk    mengukur
pengelolaan lingkungan di suatu daerah.
2.1.5.I       Indeks Kualitas Linghagan Hidup

Penilaian kualitas lingkungan hidup di antaranya dapat diukur dari
Indeks   Kualitas   Lin9hamgan   Hidup   (Enutro7imertfaz   Choaztry  Jnderty.   IKLH

dapat dimaknai sebagai ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi dan
mengukur  kualitas  lingkungan  dalam  suatu  daerah.   Adapun  cakupan
dalam IKLH terdiri atas indikator kualitas air, kualitas udara, dan kualitas
tutupan lahan.

Tabel 2. 7 Capaian parameter indeks halitas linglmngan hidup Kota Bal]kyapan
Tahun 2020-2024

EF,t{|, I  2o2o
-IIET,yJI

2o22  II  2o23 2o24

Indeks Kualitas Udara                             88,92 88,52 84,29 89,98 NA

Indeks Kualitas Air 40'9 49'4 50,0 54,5 NA
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uraian _ 21,J|+, LI,rJ IIPH,yLP2 IIP+,rLZC 2I,r2JE

Indeks Thtupan heinan 65,33 69,49 50'32 48,91 NA

Indel=s Kualitas Lib                Hidup 65,0® 69'18 63,96 67,64 NA

Swher.. Dinas I;inglamgan Hidup Koto Bdi}apapan, 2024

Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan mencatat bahwa IKLH Kota
Balikpapan  memiliki  tren  yang  fluktuatif  dari  tahun  2015  hingga  2023.
Kriteria capaian  IKLH  Kota Balikpapan  tergolong  sedang dari tahun  2015
hingga  2023.  Kriteria  IKLH  tersebut  berdasarkan  pada  Peraturan  Menteri
Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Republik  Indonesia  Nomor  27  Tahun
2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

Ketiga indikator pembentuk IKLH Kota Balilapapan,  merniliki capaian

yang fluktuatif dari tahun  2015  hingga 2023.  Capaian indeks kualitas air
didominasi  berkategori  kurang  dari  tahun  2015-2023.   Kondisi  tersebut
menunjukkan nilai sekaligus predikat kualitas air di Kota Balikpapan masih

perlu  untuk  dioptimalkan,  sehingga  dapat  memberikan  dampak  secara
nyata terhadap kualitas air di Kota Balikpapan.

Penurunan   nilai   sekaligus   predikat   kualitas   air   tersebut   dapat
disebabkan  karena  telah  teriadi  kontaminasi  dari  zat  pencemar  terhadap
tubuh air di Kota Balikpapan. Beberapa hal yang menyebabkan pencemaran
ini  adalah  pertambahan jumlah  penduduk  yang  selanjutnya  berdampak

pada  bertambahnya  limbah  cair domestik.  Belum  terkelolanya air limbah
secara komunal, menjadi persoalan selanjutnya yang memperparah kondisi
kualitas air di Kota Balikpapan.

Selain  itu,  masih  terdapat  praktik  usaha  ilegal  di  Daerah  Aliran
Sungai (DAS) Kladasan Kecil dan Kladasan 11 tahun 2016, dari 23 UKM yang

diperkirakan  limbahnya  masuk  ke  Sungai  Klandasan  Kecil.  Berdasarkan
hasil   pengukuran   air  himbah   dari  usaha  kegiatan   tersebut,   beberapa

parametemya   melebihi   baku   mutu   air   limbah.    Kenyataan   tersebut
menggambarkan masih adanya usaha ilegal yang limbah kegiatannya secara
langsung  mencemari  Sungai  Klandasan  Kecil.  Meskipun  berada  di  tengah
kota,  kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kualitas air masih
sangat kurang. Masih banyak kegiatan komersil, terutama usaha skala kecil
seperti rumah makan, bengkel, dan kos-kosan mengolah air limbah dengan
sarana dan prasarana yang sangat minim.

Indeks kualitas udara (IKU) telah mencapal kategori sangat balk pada
tahun 2015-2017.  Indeks kualitas udara kemudian mengalami penurunan
kategori dari tahun 2018 menjadi kategori baik. Adanya penurunan kategori
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indeks  kualitas  udara  tersebut  disebabkan  karena  indikasi  pencemarari
udara di Kota Balikpapan.

Sektor   industri   merupakan    salah    satu    kegiatan   yang   dapat
mempengaruhi    kualitas    udara    di    Kota    Balikpapan.    Pertumbuhan

pembangunan sektor industri yang relatif cepat, memberikan dampak yang
signifikan terhadap kualitas udara di Kota Balilapapan melalui emisi yang
dihasilkan oleh sektor industri. Tercatat penyumbang emisi terbesar adalah
bidang  manufaktur  sebesar  68,7  persen,  kemudian  transportasi  sebesar
11,7  persen  dan  permuldman  serta  usaha  dan  kelembagaan  sebesar  8

persen. Aktivitas pengilangan minyak dari Pertamina Refinery Unit IV juga
menyumban8kan emisi yang cukup besar. Jumlah emisi GRK dari aktivitas
tersebut mencapai  1.976.220 ton C02e pada tahun 2010,  atau mencakup
69,30 persen dari jumlah emisi di sektor Energi dan Transportasi, dan 66,85

persen  terhadap  total  emisi  Kota  Balikyapan  pada  tahun  2010.  Dengan
demikian, berbagai upaya yang berkaitan untuk menjaga kualitas udara di
Kota Bali]apapan perlu untuk kembali dipertahankan bahkan ditingkatkan
demi   terwujudnya  penurunan   emisi  yang  signifikan   dan   berimplikasi
terhadap  kualitas  udara  di  Kota  Balilapapan  yang  kembali  berkategori
sangat baik.

Indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) menjadi salah satu aspek yang
memiliki nilai semakin meningkat dari tahun 2015 hingga tahun 2021, dan
menurun    capaiannya    pada    tahun    2022    hingga    2023.    Beberapa

permasalahan yang menjadi hambatan belum optimalnya capaian indikator
kualitas tutupan lahan di Kota Balilapapan diantaranya masih kurangriya
kesadaran  masyarakat  mengenai  penebangan  hutan  (pengupasan  lahan)
dan perusakan ekosistem lahan mangrove. Kedua hal tersebut diindikasikan
menjadi pen8hambat capaian  IKTL di  Kota Balikpapan,  sehingga menjadi
belum optimal hingga pada tahun 2023. Peningkatan kesadaran masyarakat
dan penegakan regulasi perlindungan hutan dan upa.ya rehabilitasi lahan
kritis  perlu  untuk  dioptimalkan  agar  dapat  lebih  meningkatkan  capaian
IKTL Kota Balikpapan menjadi kategori baik.  Adapun penurunan capaian
IKTL tahun 2023, dibandin8kan tahun sebelumnya disebabkan terdapat 11
data input ITL yang tidak diakui menjadi IKTL Kota Balilapapan oleh KLHK,

yang berimplikasi terhadap perubahan luasan pada RHL (Rehabilitasi Hutan
dan Lahan dari APBN) yang semula pada aplikasi IKL seluas 2811,8928 Ha
menjadi 618, 3247 Ha.
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2.I.5.2      Pengelolaan sampah dan Linbah

Pengelolaan sampah dapat dilakukan secara individu maupun secara
kolektif.      Pengelolaan      sampah      secara     individu      (mandiri)      dapat
diimplementasikan melalui pemilahan salnpah maupun pengolahan sampah
secara mandiri. Adapun cara selanjutnya yaitu pengelolaan sampah secara
kolektif yang dikelola oleh komunitas hingga level pemerintah.  Pengelolann
ini   dapat   direalisasikan   melalui   tempat  pembuangan   sementara   (TPS)
sebelum  diangkut  ke  tempat  pembuangan  akhir  (TPA).  Berikut  disajikan
capaian volume sampah yang berhasil ditangani di Kota Balikpapan Tahun
2016-2020.
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Ganbaf 2. 10 Pengelolann Sampah di Sumbernya
SHimber: Di;ras I,ingku:ngan Hid:up Kofa Balikpapan, 2021

Persentase  pengelolaan  sampah  di  sumbemya  di  Kota  Balikpapan
belum   mencapai   hasil   yang   diharapkan   hingga   tahun   2024.   Masih
kurangnya   kesadaran   dan   minat   masyarakat   dalam   pengolahan   dan

pemilahan  sampah  menjadi  penyebab  terhadap  masih  belum  optimalnya
pengelolaan   sampah   di   Kota   Balikpapan.   Kondisi   tersebut  dibuktikan
dengan masih tingginya volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan
Akhir  Sampah  (TPAS)  Manggar,  belum  optimalnya  pemilahan  sampah  di
Mcztert.az I?ecoz;erty Fczcz.Zz.fry (MRF) ,  serta banyaknya bank sampah yang tidak

aktif.
Ketersediaan  pusat  daur  ularig  sampah juga  masih  minim  di  Kota

Balikpapan. Pemerintah Kota Balikpapan belum memiliki Pusat Daur Ulang

(PDU)   guna   mengurangi   volume   sampah   yang   masuk   ke   TPA   dan
mengontrol harga pasar di bank sampah. Adanya PDU dapat menarik minat
masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah karena masyarakat dapat
secara  langsung  melihat  dan  merasakan  manfaat  ekonomi  dari  sampah

yang didaur ulang.
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Selain   persampahan,   layanan   pengelolaan   air   limbah   di   Kota
Balikpapan   saat   ini   terdiri   dari   air   limbah   terpusat   dengan  jumlah
sambungan rumah 1.308 SR yang dilayani oleh IPAL Margasari. Selebihnya
dengan sistem setempat balk yang individu mapun komunal. Prasarana air
limbah komunal terdapat di 29 lokasi yang tersebar di Kelurahan Klandasan
Ulu (1 unit), Kelurahan Batu Ampar (2 unit), Kelurahan Gunung Bahagia (4
unit),  Kelurahan  Klandasan Ilir  (1  unit),  Kelurahan  Margo  Mulyo  (6  unit).
Kelurahan   Damai   (2   unit),   Kelurahan   Sepinggan   (5   unit),   Kelurahan
Manggar (2 unit), Kelurahan Sungai Nangka (4 unit), Kelurahan Damai Baru

(1 unit), Kelurahan Gunung Sanarinda (1 unit).

2.1.6   Resflensi terhadap Bencana dan Pembahan IHizn

Tahun   2019   menjadi   tahun   tertinggi   angka   bencana   di   Kota
Balikpapan.  Bencana yang paling  sering teljadi  pada tahun  2019  adalah
kebakaran hutan dan lahan yaltu sebanyak  125 kali.  Angka ini melonjak
drastis jika dibandingkan dengan tahun 2018 yang hanya teljadi 70 kali.
Tingginya  angka  bencana  kebakaran  hutan  dan  lahan  ini  tentu  saja.
mengancam    produktivitas    lahan    di    Kota    Balikpapan.    Berdasarkan

penjelasan  atas  Undang-Undang  Nomor  24  Tahun  2007,  tertulis  bahwa
kebakaran hutan/1ahan termasuk dalam bencana alam dan non-alam yang
ditulis secara serangkai, sehingga kebakaran hutan dan lahan merupakan
satu istilah yang tidak dipisahkan. Jenis bencana lainnya yang juga kerap
teljadi  adalah  kebakaran  pemukiman/gedung.  Darn  data  BPBD,  kejadian
kebakaran pemukirian/ gedung terus mengalami kenalkan setiap tahunnya.
Pada    tahun    2015    tercatat    sebanyak    39    kali    teljadi    kebakaran

pemuhiman/gedung,  lalu meningkat tahun  2016  menjadi 44 kali.  Hingga
tahun 2019, kebakaran pemuldman/gedung di Kota Balikpapan sebanyak
51 kali.
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Gambar 2. 11 Pete indel=s kereDtamn perubahan lHim di Kota Ballkyapan
Sumber: KLHS RRJMD Kata Baltkpapan 2025-2029

Selain risiko bencana, Kota Balikpapan juga memiliki potensi dampak

perubahan iklim global. Beberapa dampak perubahan iklim tersebut, 1ebih
lanjut  lagi  juga  memberikan  dampak  kebencanaan  bagi  suatu  daerah
termasuk  di  Kota  Balikpapan.  Kebakaran  hutan,  banjir,  tanah  longsor,
hingga  bencana  kekeringan  merupakan  beberapa  contoh  bencana  yang
dapat teljadi akibat perubahan iklim di Kota Balikpapan. Dengan demikian
berbagai upaya sebagai bentuk adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan
iklim di Kota Balikpapan perlu untuk dilakukan.

2.1.6.I       Penurunan lntensltas Emisi GRK

Dalam   beberapa   tahun   terakhir,    isu   iklim   semakin   menguat
disebabkan  oleh  penin8katan  suhu  global,  peningkatan  kejadian  cuaca
ekstrem,    dan   bencana   alam.    Fenomena   ini   sangat   penting   untuk
dipertimbangkan  dalam  perencanaan  pembangunan,  mengingat  dampak
iklim yang sudah teljadi dan secara langsung dirasakan oleh manusia dan
lingkungan  hidup.  Gangguan  yang  diakibatkan  pada  sistem  cuaca  dari
meningkatnya frekuensi  kejadian  ekstrem diperkirakan  akan  mengganggu

produksi   pangan   global,   memperburuk   kelangkaan   air,   meningkatkan
frekuensi   dan   tingkat   keparahan   bencana   alam,   serta   mengganggu
kenyamanan berkehidupan.
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Ganbar 2. 12 Pete indeks kerentanan peru.bahan iHin di Rota Ba]ikyapan
Siti.mber: KLHS RPUMD Kcta Baltkpapan 2025-2029

Salah    satu    fakeor    pendorong    perubahan    iklim,    diantaranya

peningkatan    suhu    global,    yang   nana    peningkatan    suhu    tersebut
dipengaruhi oleh beberapa aktivitas, termasuk emisi gas rumah kaca yang
meningkat. Kota Bali]apapan juga memiliki potensi dampak perubahan iklim

global.  Sebagai  bentuk respon  terhadap  potensi  dampak perubahan  iklim
tersebut,    maka   diperluhan   upaya   yang   berkaitan   dengan   aksi-aksi

pemurunan intensitas emisi GRK.
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•Emis!     105864,7654      137510,1694      162958,2924       162958.2924       162958,2924

Gambar 2. 13 Poteusi penurunan emisl
Sumber: Bapperras, 2025

Upaya terhadap penurunan intensitas emisi GRK, diantaranya dapat
dilakukan  terhadap berbagai  sektor pembangunan,  yang  sekiranya dinilai
memberikan  kontribusi  besar  terhadap  emisi  GRK  di  Kota  Balikpapan.
Apabila  tidak  dilakukan  respon  yang  tepat  terhadap  pengurangan  emisi
GRK  dalam  berbagai  sektor  pembangunan  tersebut,  dikhawatirkan  Kota
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Balikpapan dapat mengalami dampak signirikan dari dinamika perubahan
iklim global.  Beberapa dampak perubahan iklim tersebut,  lebih lanjut lagi

juga memberikan dampak kebencanaan bagi suatu daerah termasuk di Kota
Balikpapan.   Kebakaran   hutan,   banjir,   tanah   longsor,   hingga  bencana
kekeringari merupakan beberapa contoh bencana yang dapat teljadi akibat

perubahan  iklim  di  Kota  Balikpapan.  Dengan  demikian  berbagai  upaya
sebagai  bentuk  adaptasi  dan  mitigasi  terhadap  perubahan  iklim  di  Kota
Balikpapan perlu untuk dilakukan.

2.1.6.2       Indeks Risiko Bencana

Wilayah rawan  bencana alam adalah wilayah yang mempunyal pola
kejadian  bencana  yang  teljadi  dari  tahun  ke  tahun  sebagai  akibat  dari
karakteristik  fisik  dan  sosial  daerah  tersebut.  Salah  satu  indikator  yang
menilai  terkait  kerawanan  bencana  adalah  Indeks  Kerawanan  Bencana
Indonesia (IRBI).  Indeks risiko bencana Kota Balikpapan tahun 2015-2023
disajikan sebagai berikut ini.

180

159,2

123,46
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11111
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Gambar 2. 14 Indcks risiko bencana Kota BalilEpapan Tahun 2015-2023
Shamber: BNPB, 2024

Indeks   risiko   bencana   di   Kota   Balilapapan   memiliki   tren   yang
cenderung menurun, dan termasuk dalam kategori sedang hingga capaian
termutakhir  di  tahun  2023.   Artinya,   kapasitas  dalam  penanggulangan
bencana yakni dari sisi struktural maupun non struktural semakin optimal
di  Kota  Balikpapan.   Adapun  nilai  indeks  risiko  yang  tidak  mengalami

perubahan disebabkan kecenderungan nilai kapasitas yang konstan seperti
yang teljadi pada tahun 2016 hingga 2020.
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2.1.6.3      Indeks Ketahanan Daerall

Indeks   ketahanan   daerah   merupakan   komponen   dari   tingkat
kapasitas  daerah  dinilai  berdasarkan  capaian  para  pemangku  kebijakan

(instansi/lembaga)  di  level pemerintah  kabupaten/kota untuk melakukan
tindakan  pengurangan  ancaman  dan  potensi  kerugian  akibat  bencana
secara   terstruktur,   terencana   dan   teapadu.   Ketahanan   daerah   Kota
Balilapapan  berdasarkan  kajian  kapasitas  menunjukkan  bahwa  dalam
menghadapi  potensi  bencana  memilild  indeks  ketahanan  daerah  sebesar
0,630  yang  berarti  kapasitas  daerah  berada  pada  kelas  Sedang.  Hal  ini
menunjukkan    bahwa   komitmen   pemerintah    dan   komponen   terkait

pengurangan risiko bencana di Kota Balikpapan belum sepenuhnya tercapai
dan  masih  memerlukan  dukungan  kebijakan  sistematis.  Capalan  yang
diperoleh masih  dapat ditingkathan  dengan meningkatkan komitmen dan

pelaksanaan    kehijakan    yang    lebih    komprehensif    sehingga    dapat
memaksimalkan  pengurangan  dalnpak  negatif  dari  bencana,   terutama
untuk  peningkatan  efektivitas  pencegahan  dan  mitigasi  bencana  serta

perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana.

2.1.7   Deznografi

Demograli   memilihi  peran   penting  dalam  perencanaan   di   suatu
wilayah    karena    perubahan    struktur    penduduk    secara    langsung
memengaruhi  kebutuhan  akan  infrastruktur,  1ayanan  publik,  serta  tata

guna lahan. Faktor-fakeor seperti pertumbuhan penduduk, kepadatan, dan
pola  migrasi  menentukan  bagaimana  suatu  wilayah  berkembang  dan
beradaptasi terhadap tantangan nasa depan.

Wilayah    dengan    pertumbuhan    penduduk    tinggi    memerlukan

perencanaan yang matang dalam penyediaan perumahan, transportasi, dan
fasilitas   umum.   Selain   itu,   pergerakan   penduduk  dari   desa  ke   kota
menciptakan  perubahan  dalam  struktur  sosial  dan  ekonomi yang  harus
diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.  01eh karena itu,  integrasi data
demografi  dalam  proses  perencanaan  di  suatu  wilayah  menjadi  suatu
keharusan    guna    menciptakan    keseimbangan    antara    pertumbuhan,
kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat.

Demografi  di  Kota  Balikpapan  bersifat  dinamis  karena dipengaruhi
oleh  falctor  kelahiran,   kematian,   serta  migrasi  penduduk  balk  masuk
maupun keluar daerah. Data kependudukan mencakup jumlah penduduk,
1aju    pertumbuhan    penduduk,    dan    komposisi    penduduk.    Informasi
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demografi yang tersedia akan  menjadi dasar dalam  perencanaan  proyeksi
kependudukan untuk lima tahun ke depan di Kota Balikpapan.

2.1.7.I      Jumlah penduduk dan Laju pertiihbuhan penduduk
Jumlah  penduduk  dan  laju   pertumbuhan  penduduk  merupakan

salah satu indikator utama dalam analisis demografi suatu wilayah. Jumlah

penduduk mencerrninhan besaran populasi yang menetap di suatu daerah
pada     periode     tertentu,     sedangkan     laju     pertumbuhan     penduduk
menggambarkan dinamika perubahan jumlah penduduk akibat kelahiran,
kematian, serta peapindahan penduduk. Analisis terhadap kedua aspek ini

penting untuk memahami perkembangan  sosial,  ekonomi,  dan kebutuhan
infrastruktur  serta  layanan  publik  di  suatu  wilayah.  Dengan  mengetahui
tren  pertumbuhan  penduduk,  pemerintah  dapat  merumuskan  kebijakan

yang lebih tepat dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber
daya.

Badan  Pusat  Statistik  melalui  laporan  tahunan  Kota  Balikpapan
dalam Angka 2025 menyebutkan bahwa terdapat 717.231  penduduk yang
berada  di  Kota  Balikpapan  pada  tahun  2024.  Data  tersebut  merupakan

gabungan  dari  366.045  penduduk  yang  beljenis  kelamin  laki-1aki  dan
351.186   lainnya  adalah  perempuan.   Jumlah  tersebut  telah  mengalami

peningkatan    sebanyak   7.196   jiwa   dibandingkan   tahun   sebelumnya.
Banyaknya  jumlah  penambahan  jumlah  penduduk  di  Kota  Balikpapan
dipengaruhi    oleh    persentase    laju    pertumbuhan    penduduk.    Berikut
merupakan grafik jumlah penduduk dan laju pertumbuhan penduduk pada
tahun 2020 hingga 2024 di Kota Balikpapan.

7036 1 1

2020                           2021                            2022                           2023                           2024

-Jiimlaii penducluk       -Laju pertumbuh@n penciucliik

Ganbar 2. 15 Jumlah Penduduk dan LQ3u PerttLmbuhan Pendudu]E Kcta Balikpapan
2020-2024
Swhber: Kcta Baltkpapan dalam Angha,, 2025, diolah
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Jumlah penduduk di Kota Balikpapan terus mengalami peningkatan

pada rentang tahun 2020-2024. Peningkatan jumlah penduduk tertinggi di
Kota Balikpapan teriadi pada tahun 2020, yakni bertambah hingga 33.140

jiwa dengan laju  pertumbuhan mencapai  5,06  persen.  Laju pertumbuhan
penduduk   di    Kota   Balikpapan   mengalami   fluktuasi   akibat   adanya
pendataan  ulang  melalui  sensus  penduduk  10  tahunan.  Adanya  sensus
penduduk   pada   tahun   2020   menyebabkan   adanya   peningkatan   laju
pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dibandingkan tahun 2019. Hal
itu   mengindikasikan   bahwa   data   kependudukan   tahun   2019   yang
menggunakan angka proyeksi dengan data dasar sensus penduduk tahun
2010  lebih  kecil  dibandin8kan jumlah  riil  penduduk  sebelum  dilakukan
sensus    penduduk    2020.    Implikasi    lain    dari    pembaharuan    data
kependudukan  melalui  sensus  penduduk  tersebut  adalah  adanya  laju

pertumbuhan penduduk yang lebih stabil pada tahun  2021  hingga 2024.
Hal itu dibuktikan dengan laju pertumbuhan penduduk di Kota Balikpapan

yang cenderung berada pada angka 0,9 persen hingga  1,20 persen setelah
basis data sensus penduduk  10 tahunan diperbaharui. Selain itu, adanya
disrupsi  pandemi  Covid-19 ].uga  turut  andil  dalam  lebih  rendahnya  laju

pertumbuhan penduduk dibandin8han sebelum sensus.
2.I.7.2      Komposisi penduduk

Komposisi   penduduk   merujuk   pada   pengelompokan   masyarakat
berdasarkan  kriteria  tertentu  yang  disesualkan  dengan  tujuan  tertentu,
seperti aspek geografis, biologis, sosial, atau ekonomi. Komposisi penduduk
di suatu wilayah dapat dianalisis melalui kategori usia dan jenis kelamin.
Komposisi  penduduk  memberikan  gambaran  mengenal  berbagai  aspek,
seperti  proporsi  tenaga kelja  produktif dan  non-produktif,  potensi  bonus
demografi,     serta     angka     ketergantungan.     Faktor-faJctor     ini     perlu
dipertimbangkan dalam perencanaan dan penetapan kebijakan.  Komposisi

penduduk di Kota Balikpapan pada tahun 2024 berdasarkan kelompok usia
dan jenis kelamin disajikan dalam gambar di bawah ini.
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Gambar 2.  16 Piramida PendudulE Koto BalikpapalL TahuD 2024
Sumber: Kofa Baltkpapan ch:lam A:ngha, 2025

Komposisi penduduk di Kota Balikpapan berdasarkan usia dan jenis
kelamin   pada   tahun   2024   menunjukkan   bentuk   struktur   piralnida
stasioner.    Bentuk   piramida   yang   demikian    mengindikasikan    bahwaL

pertumbuhan   jumlah   penduduk   relatif   stabil   antara   kelompok   usia
produktif maupun  non  produktif.  Komposisi  penduduk  berdasarkan  usia
dan  jenis  kelamin  di  Kota  Balikpapan  didominasi  oleh  penduduk  usia

produktif,  yakni  sebesar  69,79  persen  dengan  rincian  51,11   persen  di
antaranya la]d-laki dan 48,89 persen lalnnya adalah perempuan. Penduduk

yang berada dalam usia non-produktif didominasi oleh kelompok usia 0-14
tahun   yang   mencapai   23,87   persen,   sedangkan   kelompok   usia   non-

produktif lansia hanya 6,34 persen. Usia produktif dianggap sebagai nasa
seorang individu  memasuki usia kelja, yakni  15-64 tahun.  Kelompok usia

produktif  yang  lebih  banyak  dibandin8kan  non  produktif  menunjukkan
bahwa  Kota  Balikpapan  sedang  dalam  fase  bonus  demografi,  terutama
ketika  mempertimbanghan  besaran  rasio  ketergantungan  yang  dimiliki.
Data   pada   piramida   penduduk   di   atas   menunjukkan   bahwa   Kota
Balikpapan  memiliki  rasio  ketergantungan  sebesar  43,28  persen.  Rasio
ketergantungan    yang    masih    berada    di    bawah    angka    45    persen
menunjukkan  bahwa  Kota  Bali]apapan  mengalami  bonus  demografi  pada
tahun  2024.  Bonus  demografi  mengindikasikan  adanya  potensi  sumber
daya   manusia   yang   dapat   dioptimalkan   untuk   pembangunan   Kota
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Balikpapan, tetapi bonus demografi juga perlu dikelola dengan balk karena
akan memengaruhi kondisi di Kota Balikpapan ke depannya.

2.1.7.3       Rasio penduduk

Rasio   penduduk   di   Kota   Bali]apapan   dapat   dianalisis   melalui

perbandingan jumlah  penduduk berdasarkan jenis kelamin.  Penghitungan
rasio  ini  berperan  dalam  memahami  proporsi  penduduk  laki-laki  dan

perempuan,   yang   menjadi   dasar   bagi   pemerintah   dalam   merancang
kebijakan yang lebih terarah. Perbandingan jumlah penduduk ini tercermin
dalam  data rasio jenis kelamin  atau  sex nrfu.a yang menunjukkan jumlah

penduduk laki-1aki per  100 penduduk perempuan.  Informasi mengenai sex
ratfo penduduk Kota Balikpapan, berdasarkan data awal tahun 2020 hingga
2024, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 8 Sex Ratio Rota BalilFpapan Tchun 2020-2024
Tahun -mFE)fil.I I-.a..I.I.r€..                         ,ETmFn. =« L=| ( ,

2020 352.802 335.516 688.318 105,15
2021 355.848 339.439 695.287 104,83
2022 359.563 344.048 703.611 104'51
2023 362.767 347.268 710.035 104,54
2024 366.045 351.186 717.231 104,54

Sumber: EPS Koto Bdikpapan dalam A:ngha, 2021~2025

Angka  sex  rafro  di  Kota  Balikpapan  mengalami  penurunan  pada
rentang  tahun  2020  hingga  2024.  Angka  sex rczfro yang  mencapal  105,15

poin pada tahun 2020 menunjukhan adanya 105 hingga 106 laki-laki untuk
setiap  loo perempuan yang ada di Kota Balikpapan.  Penurunan angka sex
ncitt.o   yang   semakin   mendekati   angka    100   mengindikasikan   adanya
keseimbangan   jumlah   penduduk   berdasarkan   jenis   kelamin   di   Kota
Balikpapan.  Penurunan  angka  sex  rofro  dapat  disebabkan  oleh  beberapa
hal,   seperti   banyaknya   kelahiran   bayi   perempuan  yang   ada   di   Kota
Balikpapan,  bertambahnya jumlah  penduduk  perempuan  melalui  migrasi
masuk,  dan adanya penurunan jumlah  laki-laki di wilayah  tersebut yang
dapat diakibatkan oleh peningkatan angka mortalitas maupun peningkatan
migrasi keluar wilayah

2.1.7.4      Kepadatan penduduk

Kepadatan  penduduk  merupakan  indikator  yang  menggambarkan
bentuk penyebaran dan pemerataan penduduk di suatu wilayah. Indikator
kepadatan  penduduk  menghitung jumlah  individu  pada  suatu  populasi
dibagi dengan satuan luas atau ruang yang ditempati pada periode tertentu.
Data  terkait  tingkat  kepadatan  penduduk  menurut  kecamatan  di  Kota
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Balikpapan pada rentang tahun 2020 hingga 2024 dapat diliha.t pada tabel
di bawah ini.
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Tabel 2. 9 Tinglrat Kepadatan PendudulE Berdasackan Kecamatan di Rota Ballkpapan Tahun 2020-2024

H,H,

L__?=._...-_-____I
-,

I                         2o24

Luas Wilavah

`      `          .I `,--:

.,1 ., -,  ,  ,   .      .   , -,.   I   .      .I -,   .    ,    -       -I .   ,.   ,   -.   ,
` JH IJ. 4 ' .,

•-I,
.•L)_

I. ..     ,     ,      .`'aqu I,,
.   -,   ,          ,          .IB_'J__ ..   ,   ,         ,         .•,_L,_

I,~
•.I,        ,         ._.1i,I

1 Balikpapan Selatan 38.81 145.007 3.689,75 146.689 3.732,54 148.650 3.782,44 158.320 4.079,36 163.660 4.164,38

2 Balikpapan Timur 119,16 90.243 752,09 92.542 771,25 95.CX54 7er2,2fl 102.959 864,04 106.968 891.47

3 Balikpapan Utara 138'24 169.150 1.237,65 172.117 1.259,36 175.440 1.283,68 188.605 1.364,33 195.158 1.427,95

4 Balikpepan Tengah 10,83 106.952 9.8748,25 106.960 9.848,99 107.155 9.866,94 105.749 9.764,45 106.282 9.814

5 Balikpapan Barat 192,88 94.123 488,09 94.130 488,12 94.302 489,02 85.078 441,09 99.404 515

6 Balikpapan Kota 11,1 82.843 7.292,52 82.849 7.293,05 83,coo 7.306,34 97.821 8.812,70 85.946 7.743

Kota Bampapr 511,01 688.318 1.346,98 695.287 1.360,61 703.611 1.376,90 738.532 1.445,24 757.418 1.482,2

Sumber: EPS Kcta Bdi:kpapan dalci.in A:ngka 2021-2025
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Kepadatan    penduduk    di    Kota    Balikpapan    mengalami    tren

peningkatan   pada  tahun   2020   hingga  2024.   Kecamatan   Ba]jkpapan
Tengah merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi
di Kota Balikyapan, yahai mencapai 9.814 jiwa per kilometer persegi pada
tahun  2024.  Pada  sisi  yang  berlawanan,  tingkat  kepadatan  penduduk
terendah  ditempati  oleh  Balikpapan  Barat  yang  hanya  mencapai  5,25

persen   dari   tingkat   kepadatan   penduduk   di   Balikpapan   Tengah.
Perbedaan tingkat kepadatan yang cukup tinggi tersebut dikarenakan luas
wila.yah  antara  dua.  wilayah  tersebut  juga  berbeda.   Selain  itu  faktor
kondisi ekonomi,  lingkungan,  geografis,  politik juga dapat memengaruhi

persebaran penduduk di Kota Balikyapan.
2.1.7.5       Keberadaan Masyarahat Adat

Masyarakat  adat  merujuk  pada  kelompok  atau  komunitas  yang
tumbuh   tak   telpisahkan   dan   meniilihi   hubungan   organik   dengan
lingkungannya.  Masyarakat  adat  cenderung  memiliki  ikatan yang kuat
antar  anggota  kelompoknya  dan  bersifat  sukarela.   Umumnya  setiap
anggota  masyarakat  adat  memilihi  hukum  adat  yang  mengatur  dan
menjadi  pedoman  dalam  penyelesaian  berbagai  macaln  persoalan  yang
teljadi  pada  lingkungan  adat  terkait.  Kota  Bali]apapan  belum  menriliki
masyarakat adat yang dikukuhkan dalaln masyarakat hukum adat (MHA)
melalui peraturan daerah. Hal itu dikarenakan Kota Bali]apapan memiliki
karakteristik masyarakat yang heterogen dan multikultur layaknya kota
besar  lainnya.  Daya  tarik  Kota  Balikpapan  sebagai  daerah  perkotaan
mendorong berbagai kelompok masyarakat yang memilihi latar belakang
berbeda, baik dari segi suku, etnis, dan budaya berkumpul dan menjadi

penduduk di Kota Balikpapan.  Meskipun begitu,  mengacu  pada sejarah
Kota  Balikpapan,  penamaan  Balikpapan  berasal  dari  Suku  Batik  yang
mendiami pesisir Kota Balilapapan. Penambahan kata papan dikarenakan
Suku Balik pada zaman dahulu kerap membuat papan untuk menyuplai
kebutuhan kerajaan saat itu, yakni Kerajaan Kutai. Namun, ketika ditarik

garis  historis  yang jauh,  Suhai  Batik juga  bukan  suku  asli  dari  Kota
Balikpapan, melainkan dari Kabupaten Penajam Paser Utara.

2.1.7.6       Proyelrsi penduduk

Proyeksi  demografi  berfokus  untuk  menganalisis  perkembangan

j umlah       dan       laj u       pertumbuhan       p endudu k       b erdasarkan
pengelompokannya,    seperti    data    penduduk    berdasarhan    jumlah,
kepadatan   penduduk,   dan   penduduk   berdasarkan   umur   di   Kota
Balikpapan.  Data tersebut dianalisis lebih mendalam untuk mengetahui
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kondisi    penduduk    lanjut    usia,    penduduk    usia    sekolah,     rasio
ketergantungan, dan bonus demografii. Berikut merupakan hasil proyeksi
kependudukan  di  Kota  Balikpapan  selama  rentang  tahun  2025  hingga
2029.

a.       Jumlah dan Laju pertumbuhan penduduk

Analisis    terhadap    dinamika    kependudukan    penting    untuk
dilakukan sebagai dasar perumusan kebijakan daerah. Salah satu aspek

yang   penting   untuk   dianalisis   adalah   jumlah,   1aju   pertumbuhan
penduduk,   dan   tingkat   kepadatan   penduduk.    Masing-masing   dari
indikator  tersebut  memberikan  gambaran  kondisi  kependudukan  yang
berbeda-beda dan  saling melengkapi  satu  sarna lain.  Proyeksi  demografi
Kota Balikpapan memanfaathan data kependudukan tahun 2020 sebagai
data dasar. Berikut merupakan hasil proyeksi demografi Kota Balikpapan

pada aspek jumlah dan  laju  pertumbuhan  penduduk pada tahun  2025
hingga 2029.

- I-
1 .44%

-1,14%       I

2,50tyo

~ 2.02"12'3'%  2,oo%

2025                           2026                           2027                           2028                           2029

-Jum!ah penduduk       -Laj.u pertumbuhan penducluk

1,50q6

Ganbu 2. 17 P[oyekel JUDlah PeDduduk dan Laju Perdimbuhan PezLdudul Kota
BalllEpapan Tahun 2025-2029
Sumber: Doku:men BPS Prvyekei pond;uduk Kab/ Kata Provinei Hal;inan±an TTrmr 2020-2035
hast sensus pendnduk 2020; hasil Ofch data BPS long form suruey pe:ndirduk 2020

Hasil proyeksi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi
Kalimantan Thmur menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk

pada   periode   2025   hingga   2029.   Hal   serupa   ten.adi   dengan   laju
pertumbuhan    penduduknya    yang    diproyeksikan    secara    konsisten
mengalami peningkatan selama periode yang sama dengan pertumbuhan
rata-rata  sebesar  1,73  persen.  Jumlah  penduduk  di  Kota  Balikpapan
diproyeksikan bertambah sebanyak 56,03 ribu jiwa selama periode 2025-
2029. Hasil proyeksi yang demikian tetap mempertimbangkan toted /ertjztry
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ntzfe  (TFR)  yang  berada  pada  angka  2,04.  TFR  mengindikasikan  bahwa

pada   tahun   2025   hingga   2029,   populasi   di   Kota   Balikpapan   akan
cenderung  bertumbuh.  Hal  itu  dikarenakan  TF`R  menunjukkan jumlah
anak secara rata-rata yang akan dilahirkan oleh seorang perempuan pada
nasa   reproduksinya.    Angka   TF`R   2,04   merujuk   rata-rata   seorang

perempuan   di   Kota   Balikyapan   melahirkan   dua   orang   anak   yang
diharapkan   mampu   meneruskan   keturunan   sehingga   menjaga   laju

pertumbuhan penduduk di Kota Balikpapan.

b.       Kepadatan penduduk

Aspek demografi yang juga menjadi pokok pertimbangan kebijakan
adalah tingkat kepadatan penduduk.  Kota Balikpapan yang menyandang
status  sebagai  kota  besar  dan  menjadi  salah  satu  mitra  IKN  memiliki

peluang   sekaligus   tantangan   dalam   mewujudkan   pemerataan   dan
kesejahteraan   masyarakat.   Kebijakan   pemerataan   dan   kesejahteraan
masyarakat    yang    dirumuskan    harus    didasarkan    pada    kondisi
kependudukan   dalam   hal   ini   tingkat   kepadatan   penduduk.   Tingkat
kepadatan penduduk dilihat dari perbandingan kondisi demografi dengan

geografis daerah. Berikut merupakan hasil proyeksi kepadatan penduduk
Kota Balikpapan pada tahun 2025 hingga 2029.

Tabel 2. 10 Proyeksi Kepadatan Pendudul= per Kecamatan di Rota Ballkyapan
Tahun 2025-2029

I-.,,..I

-n,HLT-,,..,I-UEZE-
IIIIIIZ|,r2# IIIIIIIrl,y+, IIIIIIIr+,r2M 2o28 2o29

BalikpapanSelatan
38,81 3988,10 4073,85 4158,77 4257,00 4369,23

Balikpapan Timur 119,16 840,27 8/idfl ,J3 895,05 925,25 958'59

Balikpapan Utara 138,24 1327,97 1363,43 1398,56 1438,11 1482,35

BalikpapanTengah
10,83 9920,68 972 1,24 9747,55 9803,97 9890,30

Balikpapan Barat 192,88 501'37 505,75 510,05 515,95 523,48

Balikpapan Kota 11,1 7460,63 7485,95 7510,18 7558,02 7Cf2f),%fi

:fflFT:nrl:.umulIIIIIIIIIIILJlk,I-I   1419,621IEEI,ZED 1465,14 1494,80 LY+,    ,

Sum:bet: DokuTnen BPS frogeksl pendnd:uk Kab/ Kcta Phovius;i Kdimcm±cm Tt"ur 2020-
2035;
has{l olah data EPS long form sni,rueg pend:nd:uk 2020

Hasil   proyeksi   kepadatan   penduduk   berdasarkan   kecamatan
menunjukkan   bahwa   tingkat   kepadatan   penduduk   Kota   Bahikpapan
terpusat  di  wilayah  perkotaan.   Pola  kepadatan  penduduk  dari  hasil
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proyeksi di a.tas sejalan dengan pola kepadatan penduduk eksisting saat
ini.  Dari  6  kecamatan,  terdapat  tiga  kecamatan  yang  mendlild  tingkat
kepadatan  penduduk  yang  tinggi  secara  berurutan,  yaitu  Kecamatan
Balikpapan   Tengah,    Kecamatan   Balikpapan   Kota,    dan   Kecamatari
Balikpapan   Selatan.   Tingginya   kepadatan   penduduk   di   Kecamatan
Balikpa.pan Tengah dan Kecamatan Balikpapan Selatan disebabkan oleh
wilayahnya  yang  berbatasan  langsung  dengan  Kecamatan  Balikpapan
Kota,  yang  merupakan  pusat  pemerintahan  dan  perekonomian  Kota
Balikpapan.  Sementara  Kecamatan yang  memiliki  kepadatan  penduduk
terendah   merupakan   kecamatan-kecamatan   yang   wilayahnya   tidak
berbatasan   langsung   dengan   wilayah   perkotaan,   seperti   Kecamatan
Balikyapan Barat.

Dalam  konteks  perkotaan,  pertambahan  penduduk  akan  selalu
meningkat  karena  kota  selalu  memiliki  daya  tarik  bagi  masyarakat
terutama  seperti  Kota  Balilapapan.  Kota  menyediakan  berbagal  fasilitas
layanan dasar yang memadai dan 'berkualitas sehingga membuat sebuah
kota selalu diminati masyarakat untuk ditempati. Di satu sisi, daya tarik
kota menjadi peluang dalam meningkatkan perekonomian daerah karena
adanya  mobilitas  masyarakat  yang  sangat  tinggi.  Namun  di  sisi  lain
menimbulkan  tantangan bahkan perlnasalahan khas perkotaan,  seperti
wilayah kumuh, himinalitas, perilaku agresif dan sejenisnya. Kondisi ini
disebabkan   oleh   beberapa   faktor,   salah   satunya   adalah   kepadatan

penduduk.  01eh  karena  itu,  perlu  adanya  antisipasi  kebijakan  yang
mampu menciptakan pemerataan pembangunan sehingga permasalahan
khas perkotaan dapat diminimalisir untuk mewujudkan Kota Balikpapan

yang nyaman dihuni.

c.       Penduduk usia produktif

Proyeksi  penduduk yang  dapat  menjadi  dasar  kebijakan  di  Kota
Balikpapan  salah  satunya  adalah  proyeksi  penduduk  usia  produktif.
Jumlah  penduduk  usia  produktif  menjadi  salah   satu   kriteria  yang
diproyeksi karena mampu memberikan gambaran penduduk yang masuk
dalam usia kelja di Kota Bali]apapan. Penduduk usia kelja tersebut berada
di antara usia 15-64 tahun. Berikut merupakan hasil proyeksi penduduk
berdasarkan   komposisi   umur   yang   terlnasuk   pula   penduduk   usia

produktif di Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.
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Tabel   2.   11   Proye]Esi   Jtmlah   Pendudi]][   Berdasarhan   Kompesisi   Umur   Kota
BalllEpapan Tahun 2025-2029

Komposisi umul 2025 2026 LI,yun H,r2+i3     I        2029

0-14 171,32 171,93 172,96 174,43 176,33
15-64 505,82 512,64 521,21 531,57 543,89
65+ 48,3 51,35 54,54 57'85 61,25

Angka ketergantungan 43,42% 43'550/o 43,65o/o 43'700/o 43,680/a
SMi,mber: Dokii:men BPS Ptogcksi peed:nduk Kab/ Kcta Provinst Kali,rrurrdan Ti:rrurr 2020-
2035;
hnsil olah data EPS long fiorm su:rvey pend:uduk 2020

Hasil proyeksi penduduk usia produkeif yang berada pada usia  15-
64 tahun menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun
2025, jumlah  penduduk usia kerja diproyeksikan  sebanyak  505,82  ribu

jiwa  dan  terus  mengalami  pertumbuhan  setiap  tahunnya  dengan  laju
pertumbuhan    rata-rata   sebesar    1,67    persen.    Peningkatan   jumlah
penduduk usia produktif disebabkan  oleh banyaknya jumlah penduduk
usia  non  produktif pada  rentang  usia  10-14  tahun  pada  tahun  2020-
2025.  Kelompok  penduduk  usia  tersebut  memasuki  usia  produktif dan
ikut   menyumbang   proporsi   dan   jumlah   penduduk   usia   produktif
sebelumnya.

Implikasi dari semakin banyaknya jumlah penduduk usia produktif

yakni  semakin  banyak  pula  penduduk  usia  kelja  yang  ada  di  Kota
Balikpapan.   Banyaknya  penduduk  usia  produktif  yang  diproyeksikan
mencapai 69,60 persen pada tahun 2029  dari total keseluruhan jumlah

penduduk    dapat    dimanfaatkan    untuk    mendorong    pertumbuhan
pembangunan  dan  kesejahteraan  masyarakat.  Manfaat  tersebut  dapat
diperoleh  apabila jumlah  penduduk  usia  produktif yang  tersedia juga
memilihi  kualitas  yang  baik  dan  mampu  mengoptimalkan  kesempatan

yang  ada  pada  aspek ketenagakeljaan.  Tingginya tingkat pengangguran
terbuka pada kondisi eksisting perlu mendapatkan perhatian lebih jauh,
terutama ketika merespon peningkatan penduduk usia produktif selama
lima tahun ke depan. Masalah tingginya TPT yang tidak diselesalkan pada
masa  kini  berpotensi  mengalami  peningkatan  selama  lima  tahun  ke
depan. Hal itu dapat mengakibatkan berbagai problematika turunan bagi
Kota Balikpapan,  terutama apabila banyaknya kuantitas dari penduduk
usia produktif tidak sejalan dengan kualitas sumber daya manusia yang
ada.
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d.      Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan merupakan ukuran yang digunakan untuk
membandingkan  penduduk  usia  kelja  dengan  penduduk  usia  tidak
bekelja.   Angka   ketergantungan   dihitung   berdasarkan   perbandingan

jumlah  penduduk  yang  berusia  0-14  tahun  dan  65  tahun  ke  atas,
kemudian  dibagi  dengan jumlah  penduduk yang  berusia  15-64  tahun.
Angka ini berfungsi untuk menilai beban yang ditanggung oleh penduduk

produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan
tidak produktif lagi. Semakin tinggi an8ka ketergantungan maka semakin
tinggi beban penduduk produktif membiayai penduduk belum produkt:if
dan tidak produktif lagi dan sebaliknya.

Hasil      proyeksi      angka      ketergantungan      Kota     Balikpapan
menunjulckan tren penin8katan setiap periode. Pada tahun 2025 proyeksi
menunjukkan angka ketergantungan sebesar 43,42 persen dan meningkat
menjadi  43,68  persen  pada  tahun  2029.  Kondisi  ini  mengindikasikan
bahwa  pada  tahun  2025,  setiap   100  penduduk  usia  produlstif  atau

penduduk  an8katan  kelja  akan  menanggung  43  hingga  44  penduduk
bukan angkatan kelja atau tidak produktif. Dari segi jumlah, tanggungan

penduduk   usia   produkeif  pada   tahun   2029   tidak   bertambah   atau
maksimal  bertambah  satu  penduduk non  produktif per  100  penduduk
usia produktif apabila dibandingkan dengan tahun 2025. Namun kondisi
tersebut  juga  perlahan  memberikan  pengaruh  terhadap  produktivitas

penduduk  usia  produktif  di  Kota  Balikyapan.   Implikasi  dari  beban
tanggungan yang terus  bertambah  adalah  adanya potensi perlambatapi
kemajuan   daerah   karena   tingstnya   beban   tanggungan   yang   harus
dihadapi oleh penduduk usia produktif.

Meningkatnya     an8ka     ketergantungan     di     Kota     Balikpapan
disebabkan oleh laju pertumbuhan jumlah penduduk usia tidak produktif
lebih  tinggi  dibandingkan  penduduk produktif.  Hasil  proyeksi  terhadap

penduduk umur 0-14 tahun mengalami penambahan mulai tahun 2025
hingga  2029.   Pada  tahun  2025,  jumlah  penduduk  usia  0-14  tahun
sebanyak  171,32 ribu jiwa, mengalami peningkatan menjadi  176,33 ribu

jiwa pada tahun 2029. Hal itu dipengaruhi dengan laju pertumbuhannya
yang  cenderung  lalnbat,  nalnun  terus  mengalami  peningkatan  hingga
men].adi   rata-rata   pertumbuhan   sebesar   0,60   persen.    Kondisi   ini
dipengaruhi  oleh  tingkat  kelahiran  yang  diproyeksikan  menurun  yang
berpengaruh  terhadap  penduduk  umur  0-14  tahun.   Selain  itu,  tren
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serupa teljadi pada kelompok usia non produktif yang berusia di atas 65
tahun. Laju pertumbuhan dari kelompok usia non produktif 65 tahun ke
atas menunjukkan tren peningkatan yang cukup tinggi di setiap periode
dengan  rata-rata  pertumbuhan  sebesar  6,14  persen.   Secara  absolut

penduduk usia 65 tabu.n ke atas diproyeksikan mengalami peningkatan
selama  periode   2025  hingga  2029,  yahai  sebanyak   12,95  ribu  jiwa.
Pertanbahan penduduk usia tersebut menandakan bahwa harapan hidup
penduduk Kota Balikpapan ke depannya semakin balk.  Namun,  kondisi
ini perlu diantisipasi mengingat semakin bertambah penduduk yang tidak

produ]ctif  atau  lanjut  usia  maka  semakin  tinggi  beban  yang  harus
ditanggung  oleh  pemerintah  dalam  menjamin  kesejahteraan  kelompok
usia tersebut.

e.       Bonus Demograli

Bonus demografi dimaknal sebagai nasa. di mama penduduk usia

produktif lebih besar dibanding usia non produktif dengan proporsi lehih
dari  60  persen.  dari  total jumlah  penduduk.  Proporsi  tersebut  dapat
dilihat  melalui  hasil  proyeksi  komposisi  penduduk  di  Kota  Balikpapan
Tahun  2025-2029.   Selain  dari  aspek  komposisi  penduduk,  ada  atau
tidahaya momentum  bonus  demografi  di  Kota Bali]apapan  dapat dilihat
melalui an9ha ketergantungan yang dimiliki.  Kota Balikpapan  dianggap
mendapatkan   bonus   demografii   apabila   angka  ketergantungannya   di
bawah 45 persen.

Data hasil proyeksi komposisi penduduk dan angka ketergantungan

pada  tahun  2025-2029   menunjukkan  bahwa  Kota  Balikpapan  akan
menghadapi  fase  bonus  demografl  pada  periode  yang  sama.  Meskipun
begitu,  Kota Balikpapan harus mampu memanfaatkan peluang tersebut
dengan optimal karena terdapat tren penin8katan angka ketergantungan

pada  tahun  2025-2029.  Hal  itu  ditandai  pula  dengan  penduduk  usia
produktif semakin  berkurang,  sementara penduduk usia non  produktif
semakin  meningkat.  Semahin tingginya angka ketergantungan  di  suatu
daerah akari memengaruhi tingkat produktivitas di daerah tersebut akibat
semahin  tinggi  pula  beban  tanggungan  penduduk  produktif  terhadap

penduduk non produktif.  01eh karena itu,  pemerintah  Kota Balilapapan
harus    mampu    memanfaatkan    sekaligus    mengantisipasi    dinamika
kependudukan selama lima tahun ke depan untuk mendorong percepatan

pembangunan daerah yang lebih maju dan sejahtera.
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f.        Penduduk usia I,anjut

Perubahan    komposisi    penduduk    Kota    Balikpapan    di    atas
berdampak  pada  bertambahnya  penduduk  lanjut  usia  karena  adanya

penurunan  fertilitas  dan  peningkatan  angka harapan  hidup.  Penduduk
lanjut usia adalah penduduk yang telah memasuki usia 60 tahun ke atas.
Berikut   merupakan   hasil   proyeksi   penduduk   usia   lanjut   di   Kota
Balikpapan pada tahun 2025-2029.

2025 2026                   2027                   2028                   2029

thribu 2. 18 P]oyekei JUDhah Pendudul Usia Ladut (Ridu Jiva| Rota Balikpapan
Tahun 2025-2029
Sumber.. Dokii;men BPS Proi!eksi pend:uduk Kab/ Kcta Prouinsi KaliTruutan TilrurT 2020-
2035;
hastl olcth data BPS long form survey pendud:uk 2020

Pada  tahun  2025  jumlah  lansia  sebanyak  78,05  ribu  jiwa  dan
mengalami penambahan secara signifikan menjadi 94,78 ribu jiwa pada
tahun 2029 dengan rata-rata laju pertumbuhannya sebesar 4,94 persen.
Bertambahnya penduduk lansia yang tinggi tersebut menjadi tantangan
tersendiri bagi Pemerintah Kota Balikpapan karena di satu sisi Pemerintah
Kota harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang memadai
dan   sesuai   dengan   kondisi   lansia.    Di   sisi   lain,   pemerintah   juga
diharapkan mampu memberdayakan penduduk lanjut usia supaya lebih
mandiri

2.2    Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Bagian  ini  akan  mengulas  dua  aspek  utama yang  mencerminkan

tingkat kesejahteraan masyarakat di Kota Balikpapan, yaitu kesejahteraan
ekonomi dan kesejahteraan sosial budaya. Aspek kesejahteraan ekonomi
mencakup  data  ekonomi  makro  yang  menunjukkan  kondisi  ekonomi
masyarakat  di  daerah  tersebut,  sementara  aspek  kesejahteraan  sosial
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budaya berisi  berbagai data makro yang menggambarkan  kesejahteraan
masyarakat dari perspektif sosial dan budaya.

2.2.1   Kesejahteraan Ekonomi

Kesejahteraan      ekonomi      merupakan      kondisi      tercukupinya
kebutuhan  masyarakat  dari  aspek  kebutuhan  dasar,  yaitu  sandang,

pangan,  maupun  papan.  Kondisi  ekonomi daerah  dan  masyarakat Kota
Balikpapan  diantaranya  dapat  digambarkan  melalui  beberapa  indikator
makro  seperti  Laju  Pertumbuhan  Ekonomi  (LPE),  Tingkat  Kemiskinan,
PDRB Per Kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Gini, dan
Indeks Pembarigunan Manusia. Berikut penjabaran berbagai data tersebut

yang  bertujuan  untuk  menggambarkan  kondisi  kesejahteraan  ekonond
masyarakat Kota Balikpapan.

2.2.1.1      Laju pertumbuhan Bkonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) adalah indikator ekonomi makro

yang  menunjukkan  seberapa  besar  keberhasilan  pembangunan  suatu
daerah  dalam  periode  waktu  tertentu.   Pertumbuhan  ekonomi  sendiri
adalah      peningkatan      kemampuan      suatu      perekonomian     dalam
memproduksi  barang  dan  jasa.  Pertumbuhan  ekonomi  mencerminkan

perkembangan  kegiatan  ekonomi  yang  berdampak  pada  peningkatan
produksi  barang  dan  jasa.   Berikut  laju  pertumbuhan  ekonomi  Kota
Balikpapan tahun 2020-2024.

-4

2020 2021 2022 2023

±BALIKPAPAN       ====KALIMANTANTIMUR       ±!NDONES!A

2024

Gainbal 2. 19 Ldu Pertum,buhan Ekonomi Kota Balikpapan, Kalimantan Tlmur, dan
Indonesia Tahun 2020-2024.
Su:mber : EPS Kalt:mautan Tirrunr; EPS RI, 2025

Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan memiliki tren fluktuatif dari
tahun  2020  hingga  2024.  Dimulai  dengan  pertumbuhan  negatif  pada
tahun  2020  kemudian  meningkat hingga 6,49  persen  pada tahun  2023
dan  menurun  lagi  pada  tahun  2024  menjadi  3,23  persen.  Rata-rata

pertumbuhan  ekonomi  Kota  Balikpapan  tahun  2020-2024  sebesar  3,6
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persen.  Rata-rata pertumbuhan ini lebih tingst jika dibandingkan dengan
rata-rata pertumbuhan  ekonomi  Provinsi  Kalimantan Timur  sebesar 3,3

persen   dan   nasional  sebesar  3,4.   Penurunan  pertumbuhan  ekonomi
tahun 2020 disebabkan karena akibat pandemi Covid-19 namun kembali
tumbuh positif sejak tahun 2021.

Tabel 2. 12 PDRB ADHK Mentmt Lapangan Usaha I.uta Rupich| Tahun 2020-2024

No        I        Lapangan I-------------p--I
)I,=,il,)=I=1i'Jr=FTTT=TTI-..iEFT±.I'.,illaha (Juta Rupiah)

I                     ,            Usaba i            2020 2021 2o22 2o23 nod

A
Pertahian,Kehutanan,danPerikanan

752.931,32 770.543,55 785.789,68 798.413,90 793.320

8 PertanbangandanPenggalian 37.656,73 39.076,39 37.185,60 37.804,24 42.140

C IndustriPengolahan 46.877.785,28 49.028.621,09 51.352.469,24 54.532.519,46 54.512.240

D PengadaanListrikdan Gas 81.902,24 85.086,57 88.876,75 102.415,08 109.910

a

Pengadaan Air,PengelolaanSampah,LimbahdanDaurUlang

62.757,80 63.934,81 68.045,58 71.439,66 76.450

F Konstruksi 11.084.167,31 11.646.022,83 11.268.748,09 12.040.816,68 12.800.090

a

PerdaganganBesardanBceran;ReparasiMobildanSepedaMotor

6.757.018,53 7.235.431,54 7.844.556,64 8.288.549,61 9.098.150

H
TransportasidanPergudangan

5.405.994,30 5.527.050,52 6.406.269,54 7.097.481,50 7 .f/k;R .%JO

I
PenyediaanAkomodasi danMakanMinum

1.206.931,44 I.230.154,74 1.347.790,15 1.412.207,58 1.570.640

J Informasi danKomunikasi 3.237.909,36 3.493.220,02 3.770.314,31 3.975.197,07 4.267.270
K Jasa Keuanrm 2.670.128,50 2.748.497,58 2.993.329,46 3.291.333,01 3.468.140
L Real Estate 1.401.437,25 1.403.667,74 1.434.419,68 1.476.411,21 1.552.230

M'N JasaPerusahaan
207.173,56 215.291,98 226.766,54 238.034,20 254.780

0

AdministrasiPemerintchan,PertahanandanJaninanSosialWaiib

939.939,35 954.811,42 I.035.751,99 1.106.280,22 1.212.830

P JasaPendidikan
1.195.361,44 1.208.434,40 I.233.191,98 1.282.070,63 1.352.440

Q
JasaKesehatan danKegiatanSosial

552.151,62 611.164,30 641.041,18 678.601,67 714.420

R,S,T,U Jasa Lainn_va 563.464,84 570.681,06 607.610,01 630.577,09 699.420
PRODUK DOMESTIKREGIONALBRUTO

83.034.710,87 86.831.690,55 91.142 .156,42 97.060.152,81 100.191.740

Sumber : EPS Kota Bdikpapan, 2025

Sektor  industri  pengolahan  Kota  Balikpapan  secara  keseluruhan
mengalami  penurunan  kontribusi  terhadap  perlambatan  ekonomi.  Pada
tahun  2023,  sektor  ini  tumbuh  lebih  pesat  dengan  kontribusi  sebesar
53,74 persen, namun pada 2024 mengalami kontraksi hingga 0,65 persen.

2.2.1.2       TinglEat Kemisldnan

Salah satu cara untuk mengukur tingkat kemiskinan adalah dengan
menggunakan   pendekatan   kemampuan   memenuhi   kebutuhan   dasar.
Dalam pendekatan ini, kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan
ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, balk yang berkaltan dengan
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makanan    maupun    non-makanan,    yang    diukur    melalui    tingkat

pengeluaran.  Penduduk dianggap  miskin jika  rata-rata pengeluaran  per
kapita  per  bulan  berada  di  bawah  garis  kemiskinan.  Berikut  tingkat
kemiskinan Kota Balikpapan 2020-2024.

2020                            2021                            2022                            2023                           2024

•Balikp@pan      .KalimaiitanTiriiur      .Indonesia

Gap,bar 2. 20 Tinglrat KeDi3kinan Hota Balfkyapan, KaliDaDtan TiDur, dan
Indonesia tahuD 2020-2024.
Sumber : BPS Kalinarutan Thmur; EPS RI, 2025

Tingkat  kemiskinan  di  Balikpapan  menunjukkan  tren  penurunan

yang   positif   darn   tahun   2020   hingga   2024. Tin8kat   kemiskinan   di
Balikpapan  berkurang dari  2,57  persen  pada tahun  2020  menjadi  2,23

persen pada tahun 2024 atau mengalami penurunan sebesar 2,99 persen
per   tahun.   Penurunan   kemiskinan   Kota   Balikpapan   selaras   dengan
penurunan   tingkat   provinsi   maupun   tingkat   nasional.   Penanganan
kemiskinan ekstrem di Kota Balilapapan juga menunjukkan kinelja yang
balk di mama angka kemiskinan ekstrem yang sebelumnya sebesar 0,79

persen  pada tahun  2021  terus  mengalami penurunan  hingga mencapai
0,20  persen  pada  tahun  2024.   Penurunan  tersebut  mengindikasikan

jumlah penduduk Kota Balikpapan yang hidup di bawah garis kemiskinan
ekstrem atau kurang dari 1,9 USD per orang per hari semakin berkurang.
Penurunan  kemiskinan  di  Kota  Balikpapan  selama  periode  2020-2024
didukung  oleh  beberapa  falctor  seperti  subsidi  kesehatan  seperti  BPJS
Kesehatan,  bantuan  pendidikan  berupa  penghapusan  biaya  SPP,  serta

peningkatan infrastruktur dan akses layanan kesehatan dan pendidikan.
2.2.I.3      PDRB per Kapita

PDRB  per  kapita  merupakan  indikator  yang  menjelaskan  tingkat
kesejahteraan   ekonomi   masyarakat   suatu   daerah.   PDRB   per   kapita
dihitung    dengan    membagi    total    PDRB    daerah    dengan    jumlah
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penduduknya,   sehingga  memberikan   gambaran   rata-rata  pendapatan
yang dihasilkan individu dalam satu tahun.  PDRB per kapita yang tinggi
menunju]ckan  bahwa  suatu  daerah  mampu  menghasilkan  lebih  banyak
barang  dan  jasa,  yang  berimplikasi  pada  peningkatan  kualitas  hidup
masyarakat. Berikut PDRB per kapita Kota Balikpapan tahun 2020-2024.
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GatDbar 2. 21 PDRB Per Kapita Kota BalilEpapan, KaliDantan Ti]bELiiilr, dan IDdonesin
tahun 2020-2024.
Sumber : EPS Baltkpapan; EPS Kalimari;ton ltrrunr; EPS RI, 2025

PDRB  per  kapita  Kota Balikpapan  menunjukkan tren  positif yang
signifikan dari tahun 2020 hingga 2024.  PDRB per kapita ini meningkat
sebesar  62,8 juta  rupiah  dari  151,31  juta  rupiah  menjadi  214,11  juta
rupiah.  Peningkatan  ini  didukung  oleh  pertumbuhan  sektor jasa  dan
industri   yang   pesat. Akan   tetapi,   pertumbuhan   yang   teljadi   masih
dibawah   PDRB   per  kapita  Provinsi  Kalimantan  Timur  dan  nasional.
Peningkatan  ini  mencerminkan  pertumbuhan  ekonomi  yang  kuat  dan

peningkatan kualitas hidup masyarakat di Kota Balikpapan.

2.2.1.4       Tingkat pengangguran Terbula
Tingkat  Pengangguran  Terbuka  (TPT)   adalah  persentase  jumlah

pengangguran terhadap jumlah angkatan ken.a. Angkatan ker].a mencakup
penduduk usia kelja, yaitu  15 tahun ke atas, yang sedang bekeria atau
sedang mencari pekeljaan.  Pengangguran terbuka sendiri merujuk pada
angkatan  kelja yang tidak bekelja atau  belum  memulai pekerjaan.  TIT

yang tinggi mengindikasikan  adanya masalah  dalam penyerapan  tenaga
kelja  di  suatu  wilayah.  Hal  ini  dapat  disebabkan  oleh  berbagai  faktor,
seperti  ketidaksesuaian  keterampilan  pencari  kerja  dengan  kebutuhan
industri,  minimnya  pengalaman  kelja,  diskriminasi  dalam  rekrutmen,
rendahnya  permintaan  tenaga  kelja  di  sektor-sektor  tertentu,  kondisi
ekonomi  yang  buruk,  atau  perubahan  dalam  struktur  industri  akibat



-58-

adopsi  teknologi.  Tingkat pengangguran  terbuka dapat berdampak pada

perekonomian     dan     kesejahteraan     masyarakat.     Berikut     tingkat
pengangguran terbuka Kota Balikpapan tahun 2020-2024.

2:5                 7 I Jri
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Ganbar 2. 22 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Balikpapan Tahun 2020-2024
Shamber: BPS, 2025

Tingkat  Pengangguran Terbuka  (TPT)  di  Kota  Balikpapan,  Provinsi
Kalimantan  Timur,  dan  Indonesia  menunjukkan  tren  penurunan  yang
signifikan  dari  tahun  2020 hingga 2024. Thngkat pengangguran  terbuka
Kota  Balikpapan  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  Provinsi  Kalimantan
Timur  dan  nasional.  Tingkat  pengangguran  terbuka  Kota  Balikpapan
mengalami  penurunan  dari tahun  2020  sebesar 9  persen  menjadi  6,09

persen  tahun  2023.   Pada  tahun  2024  teljadi  kenaikan  sebesar  0.13
persen   menjadi   6,22   persen.   Tingkat   pengangguran   terbuka   yang
meningkat  ini  selaras  dengan  penurunan  pertumbuhan  ekonomi  Kota
Balikpapan  tahun  2024.  Hal  ini  menunjukkan  bahwa  Kota  Balikpapan
memiliki tantangan dalam penyerapan tenaga kelja seperti meningkatnya

jumlah  angkatan  kelja yang tidak diimbangi dengan  kompetensi  sesuai
dengan kebutuhan pasar tenaga kelja.

2.2.1.5        IndelES Gini

Ketimpangan  pendapatan  di  antara  masyarakat  dapat  dianalisis
melalui indeks gini. Indeks ini berfungsi untuk memberikan pemahaman

yang lebih mendalam mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat. Indeks
Gini  mengukur  tingkat  ketimpangan  pendapatan  dalam  suatu  daerah
dengan nilai yang berkisar antara 0 hingga 1. Nilai 0 menunjukkan bahwa
distribusi  pendapatan  sangat merata,  di  mana  setiap  individu  memiliki

jumlah   pendapatan   yang   sama.   Sebaliknya,   nilai   1   mencerminkan
ketimpangan yang ekstrem,  di  mana seluruh  pendapatan dikuasal  oleh
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satu  orang atau  kelompok.  Semakin  tinggi  angka Indeks  Gini,  semakin
besar  ketimpangan  pendapatan  dalam  suatu  wilayah.  01eh  karena  itu,

penting melakukan upaya agar Indeks Gini tetap mendekati angka 0, yang
menandakan   adanya   pemerataan   distribusi   pendapatan   di   antara
masyarakat. Berikut Indeks Gini Kota Balikpapan tahun 2020-2024.
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I Balikpapan      |KaLimantanTimur      |!ndoilesia

Gambar 2. 23 Indeks Gini Kota Bali*papan TahuD 2020-2024
SitJ:mber : EPS Bait:Iapapan; EPS Kal:iTrunnlan Th,rmi,r; BPS RI 2025

Indeks  gini  Kota  Balikpapan  menunjukkan  fluktuasi  yang  relatif
stabil dengan nilai rasio yang sedikit meningkat dari 0,311 di tahun 2020
menjadi  0,334  di  tahun  2022,  sebelum  mengalami  penurunan  kembali
menjadi 0,323 pada tahun 2023 dan sedikit meningkat lagi menjadi 0,324

pada tahun 2024.  Pada tahun 2024,  Indeks Gini di Balikpapan tercatat
sebesar   0,324,   yang   menandakan   adanya   ketimpangan   pengeluaran

penduduk yang  terkendali  dan  lebih  balk  dibandingkan  dengan  angka
nasional yang berada di sekitar 0,381. Pada tahun 2024,  indeks gini Kota
Balikpapan lebih tinggi dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur.

2.2.I.6      Indeks pembangunan Manusla

Indeks    Pembangunan    Manusia    (IPM)    adalah    indikator   yang
digunakan  untuk menilai kualitas hidup dan pembangunan manusia di
suatu    wilayah. IPM    dihitung   pada    tiga   dimensi   yaitu    kesehatan,

pendidikan, dan standar hidup layak. Dimensi IPM ini dikonversi menjadi
Angka  Harapan  Hidup  (AHH),  Rata-rata  14ana  Sekolah  (RLS),  Harapan
Lama  Sekolah  (HLS),  dan  pengeluaran  per  kapita.  Berikut  capaian  IPM
Kota Balikpapan tahun 2020-2024.
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Indeks  PembaLngunan  Manusia  (IPM)  di  Balikpapan  menunju]ckan

tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, mencapai
82,62 persen pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan kemajuan
dalam  berbagai  aspek kualitas  hidup,  termasuk kesehatan,  pendidikan,
dan  standar hidup.  Dalam  periode  tersebut,  IPM  Balikpapan  meningkat
dari  80,35  person  pada  tahun  2020  menjadi  82,62  persen  pada  tahun
2024,  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  IPM  Kalimantan  Timur  yang
mencapai  78,79  persen  dan  IPM  nasional yang  berada  di  angka  75,02

persen.    Peningkatan    ini    didorong    oleh    beberapa    faktor,    sepefti
peningkatan usia harapan hidup dan akses terhadap layanan kesehatan
yang  lebih   balk.   Selain   itu,   dimensi   pendidikan  juga   menunjukkan
kemajuan  dengan  meningkatnya  rata-rata  lama  sekolah  dan  harapan
lama sekolah. Meskipun Kota Balikpapan mengalami kema].uan signifikan
dalam  IPM,   masih  terdapat  tantangan  dalam  menjaga  pertumbuhan
ekonomi dan menciptakan lapangan kelja yang cukup untuk mendukung

pertumbuhan populasi.

2.2.2   Kesehatan untulE semua

Pembangunan     kesehatan     memiliki     peran     strategis     dalani
meningkatkan    kualitas    sumber    daya    manusia    serta    mendorong

pertumbuhan   ekonomi  yang   berkelanjutan.   Pembangunan   kesehatan
dilakukan melalui upaya promotive, preventif,  kuratif,  dan rehabilitative,
serta  peninghatan  askes  dan  kualitas  layanan  kesehatan.  Salah  satu
indikator yang mencerimkan kualitas kesehatan yakni usia harapan hidup

(UHH). UHH merupakan rata-rata banyaknya tahun yang dapat ditempuh
seseorang  sejak  lahir  pada  tahun  suatu  tahun  tertentu.  UHH  menjadi
salah satu indikator pembentuk dari indeks pembangunan manusia (IPM).
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Semakin  tinggi  UHH  mengindikasikan  semakin  baik  derajat  kesehatan
masyarakat  pada  suatu  wilayah.  Berikut  capaian  Usia  Harapan  Hidup

(UHH) Kota Balikpapan.

-Bjllikpapan     .KalimantanTimur      . Nasional
i.,.,

GaDbar 2. 25 GrafilE U3in Harapan Hidup (UHH) Rota Balikyapap,
Prwinsl Kallmantan Tlmur, dan Nasional Tahun 2020-2024
Su:mber: EPS Nasiorral, 2025

Selama  periode  2020-2024,  capaian  Usia  Harapan  Hidup  (UHH)
Kota  Balikpapan  menunjukan  trend  yang  meningkat.   Selama  periode
tersebut,  capaian  UHH  Kota  Balikpapan  meningkat  sebesar  0,61  poin
dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,2 persen per tahun. Kenaikan UHH
mengindikasikan  bahwa  pembangunan  kesehatan  di  Kota  Balikpapan
beljalan  cukup  baik,  sehingga  dapat  meningkatkan  derajat  kesehatan
masyarakat.  Pada  tahun  2024,  capaian  UHH  Kota  Balikpapan  sebesar
75,1.  Artinya,  bayi yang baru  lahir di tahun  2024  memiliki kesempatan
rata-rata usia hingga 75,1 tahun.

Selama  periode  2020-2024,  capaian  UHH  Kota Balikpapan  selalu
berada diatas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Kondisi
tersebut menunjukan bahwa pembangunan kesehatan di Kota Balikpapan
beljalan  lebih  balk  dibanding  Provinsi  dan  Nasional.  Namun  demikian,

jika  dilihat  dari  tingkat  kenaikan  UHH  Kota  Balikpapan  masih  lebih
rendah  dibanding  Provinsi.  Selama  lima  tahun  terakhir,  UHH  Provinsi
Kalimantan Timur naik 0,7 poin dengan rata-rata kenaikan 0,24 persen.
Sedangkan UHH Kota Balikpapan mengalami kenaikan 0,61  poin dengan
ratap-rata   kenalkan   0,20   persen.    Dengan   demikian,    perlu    upaya

percepatan pembangunan kesehatan di Kota Balikpapan.

Berdasarkan  dokumen  Grand  Desain  Kesehatan  Kota  Balikpapan
terdapat  rencana  aksi jangka  menengah  yang  dapat  menjadi  panduan
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dalam pembangunan kesehatan.  Adapun  strategi yang bisa dilaksankan

yakni peningkatan program promosi kesehatan masyarakat; peningkatan
kesehatan ibu hamil, melahirkan, dan nifas; pemenuhan gizi; pemantauan
tumbuh kembang anak; peningkatan skrining berkala untuk deteksi dini,

peningkatan   kesehatan   lansia;   layanan   kesehatan   jiwa;   surveilans
kesehatan;   penguatan   posyandu;   pengembangan   layanan   unggulan
rumah sakit; peningkatan jumlah dan jenis tenaga medis dan non medis;

penin8katan  kompetensi  dan  kesejahteraan  SDM  kesehatan;  integrasi
informasi  kesehatan  daerah;  peningkatan  kalibrasi  alat  secara  rutin;

pemanfaatan teknologi AI dan peralatan diagnostic, peningkatan layanan
telemedicine, serta pendampingan akredetasi fasilitas kesehatan.

Selaln  upaya  dibidang  kesehatan,  terdapat  aspek  non  kesehatan

yang juga  perlu  diperhatikan.  Aspek  tersebut  diantaranya  mekanisme
pemberian   jaminan   kesehatan   tepat   sasaran,   optimalisasi   sumber
pembiayaan    kesehatan,    pengelolaan    tenaga    cadangan    kesehatan,
peningkatan mitigasi bencana, peningkatan akses air bersih dan sanitasi
aman,   optimalisasi   pengelolaan   sampah   rumah   tangga,   penguatan

pasokan pangan berkelanjutan, penguatan keljasama lintas sektor, serta
penguatan pengawasan dan regulasi kesehatan.

Selaln UHH,  capaian kesehatan lain yang perlu diperhatikan yaitu

prevalensi  stunting.  Stunting  merupakan  salah  satu  isu  yang  menjadi
prioritas pembangunan nasional.  Stunting memiliki dampak tidak hanya
pada tinggi badan, namun juga berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan
anak dimasa mendatang serta kemampuan daya tahan tubuh yang rentan
terhadap  penyakit-penyakit  kronis.  Berikut  capaian  prevalensi  stunting
Kota Balikpapan tahun 2020-2024.
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Selama  periode  2020-2024,  prevalensi  stunting  Kota  Bali]xpapan
memiliki trend fluktuatif.  Prevalensi stunting terendah pada tahun 2021
sebesar  17,6  persen,  kemudian  terus  nark  dan  terakhir  sebesar  19,3

persen    pada    tahun    2024.    Capaian    tersebut    cukup    tinggj    dan
mengindikasikan  bahwa  kualitas  kesehatan  bayi  di  Kota  Balikpapan
masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut berkebalikan dengan capaian UHH

yang cukup tinggi. Selain itu, jika dibandin8kan dengan target prevalensi
stunting pada perencanaan jangka panjang Kota Balikpapan tahun 2045
sebesar 4,5 persen, maka diperlukan percepatan penurunan stunting.

Berdasarkan  hasil rembuk  stunting Kota Balikpapan  tahun  2025
menyebutkan  bahwa tingginya  stunting Kota di  Balilapapan  disebabkan
masih  banyaknya  bayi  yang  lahir  dengan  berat  dibawah  2.500  gram.
Selain  itu,  jumlah  kelurahan  yang  mendliki  kasus  stunting  diatas  10

persen   dan   keluarga   beresiko   nark   dari   10   kelurahan   menjadi   17
kelurahan.       Adapun   kendala   penanganan   stunting   yakni   belum
optimalnya pemahaman dan edukasi terkait baha.ya stunting, pola asuh,

pola makan, serta status sosial ekonomi dalam akses pemenuhan gizi dan
lingkungan sehat,. Untuk itu diperlukan upaya yang lebih komprehensif
dengan pendekatan ke hulu mulai darn remaja, calon pengantin dan ibu
hamil.  Upaya  tersebut memerlukan  keljasalna  lintas  sektor  mulai  dari
kecalnatan,  kelurahan,  puskesmas,  perangkat  daerah  terkait,  hingga

pihak swasta dan masyarakat.
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Tabel 2. 13 .umlah hasilitas Kesehatan Kota Balllpapan Tahun 2024

(=m a a
Rumah.`. •,,

=-- .., •,,-
-+__: _-+.-_- Sakit •  .        .        ,     .-,•, Sak |t

Bersalin

Bampapan Barat 6 2 - 1 4

Balikpapan Kota 4 - 2 - 5

BaHkpapanSelatan 2 2 5 - 7

BampapanTen8ah 6 - 2 1 5

Balikpapan Timur 4 2 1 - 2

Balikpapan Utara 5 3 1 - 6

Total 27 9 11 2 29

Stwnlier: Kota Balikpapcm Dalam Angka Ta:hun 2025, EPS Kcta Bdikpapcm, 2025

Secara umum, jumlah fasilitas kesehatan di KotaL Balikpapan cukup
memadai  mulai  dari  tingkat  dasar  hingga  rujukan.   Kota  Balikpapan
memiliki  13  Rumah Sakit yang terdiri dari  11  rumah sakit umum dan 2
rumah    sakit   bersalin.    Dari    enam    kecamatan,    hanya   Kecamatan
Balikpapan  Barat  yang  belum  memiliki  rumah  sakit  umum.   Namun,
Kecamatan  Balikpapan  Barat  memiliki  rumah  sakit  bersalin  bersama
dengan   Kecamatan   Balikpapan   Tengah.    Untuk   fasilitas   kesehatan
Puskesmas  dan  Poliklinik  sudah  tersedia  diseluruh  kecamatan.  Selain
rumah sakit,  puskesmas, dan poliklinik, fasilitas kesehatan lainnya juga
terdapat laboratorium, toko obat, toko optik, alat kesehatan, ambulance,
dan  pelayanan  kesehatan  tradisional.  Selain  fasilitas  kesehatan,  perlu
diidentifikasi ketersediaan dan sebaran tenaga kesehatan Kota Balikpapan

yang  berperan  penting  dalam  memberikan  layanan  kesehatan.  Berikut
data tenaga kesehatan di Kota Balikpapan.

Tabel 2. 14 .umlah Tenaga Kesehatan Rota Balikyapan Tahun 2024
Ira,H,.  , Psikologi  IIIIII-|].T„L±-lIIIIIIIII|-Tenaga Tenaga:-ut,, z>

\,/FT, Kllinis    i Keperawatan  , IKebidanan  :  IKefarmasian
BaHkpapanSelatan 236 2 469 81 60

BalikpapanKota
381 1 1.149 186 164

BalikpapanTimur
36 0 59 30 19
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:-H|, |a,T:,.  . Psikologi  ilIII-r5I -,Fit.  .1111111111111-|H'Fe,.  .-|a-,T€,. .
1,/ rch :1 I FfiTE| •  .  ,IadL,,,+glFTbKebidanan  , IKefarmasian

BaHkpapanUtara
146 1 1.259 113 143

BalikpapanTengah
124 0 232 58 45

BaftyapanBarat
41 0 Ilo 64 30

Total 964 4 3.278 532 461

Surhoer: Kcta BaHkpapcm Dalem A:ngka Ta:ham 2025, BPS Kofa Baltkpapcm, 2025

Secara umum, sebaran tenaga kesehatan sudah mencakup seluruh
kecamatan  di  Kota  Balikpapan  yang  meliputi  tenaga  medis,  perawat,
bidan,  dan  tenaga kefarmasian.  Namun,  untuk  tenaga psikologis  klinik
belum tersedia di Kecamatan Balikpapan Timur, Balikyapan Tengah, dan
Balilapapan Barat. Untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan, SDM
kesehatan  masih  perlu  ditingkatkan  balk dari  segi jumlah,  kompetensi,
distribusi, serta peningkatan jumlah dokter spesialis dan sub spesialis.

2.2.3   Pendidikan BerlEualitas yang Merata

Urusan  pendidikan  merupakan  salah  satu  bagian  penting  dalam

proses  pembangunan  daerah,  khususnya  dalam  konteks  pembangunan
sumber daya manusia. Urusan pendidikan menjadi salah satu komponen

pembentuk Indeks Pembangunan  Manusia (IPM)  yang nana merupakan
indikator makro untuk melihat kineq.a pembangunan manusia di suatu
daerah.  Beberapa aspek yang diukur untuk melihat kondisi pendidikan
daerah  adalah  harapan  masyarakat dalam  menempuh  pendidikan,  dan
lama masyarakat usia sekolah dalam menempuh pendidikan.

Harapan    Lama    Sekolah    merupakan    indikator    makro    yang
digunakan   untuk   menunjukkan   tingkat   ketersediaan   serta   kualitas

penyelenggaraan   pendidikan   yang   disiapkan   oleh   pemerintah   untuk
penduduk    usia    sekolah    di    suatu    daerah.    Capaian    Angka    HLS
menunjukkan jangka waktu yang diharapkan bagi penduduk usia sekolah
di  suatu  daerah  untuk  berpartisipasi  dalam  pendidikan  formal  yang
diselenggarakan  oleh  pemerintah.  Berikut  merupakan  capaian  Harapan
Lalna Sekolah di Kota Balikpapan Tahun 2020 hingga 2024.
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Ganbar 2. 27 HarapaD Lane Sekohah Rota BalikpapaD TahuD 2020-2024
Sumber: BPS Provinsi Kaltmautcm ThmuT, 2025

Harapan I.ana Sekolah (HIS) di Kota Balikpapan menunjukkan tren

peningkatan  selama  periode  2020  hingga  2024.  Hal  ini  mencerminkan
adanya  perbaikan  dalam  durasi  pendidikan  yang  dapat  dinikmati  oleh

penduduk  usia  sekolah  di  masa  depan.  Pada  tahun  2024,  HLS  Kota
Balikpapan mencapai angka  14,25  tahun, yang berarti masyarakat usia
sekolah memiliki peluang untuk mengenyam pendidikan formal selama 14
tahun atau setara dengan jenjang Diploma 2 (D2). Selain itu, capaian HLS
Kota Balikpapan secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan HLS
Provinsi Kalimantan Timur dan nasional dalam periode yang sama.  0leh
karena itu, perlu adanya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan akses

pendidikan agar tren positif ini dapat terus dipertahankan.

Capaian HIS yang tinggi mengindikasikan bahwa anak-anak di Kota
Balikpapan    memiliki    kesempatan    lebih    besar    untuk    memperoleh

pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi.  Pemerintah Kota Balikpapan
memiliki peran strategis dalam peningkatan angka Hrs melalui berbagai
kebijakan yang memperluas dan mempermudah akses pendidikan, seperti

program  wajib  belajar,  pemberian  beasiswa,  pembangunan  sekolah  di
daerah terpencil, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Diharapkan,

peningkatan HIS ini dapat menghasilkan generasi yang lebih kompeten,
berdaya  saing,  dan  mampu  berkontribusi  dalam  peningkatan  kualitas
sumber    daya    manusia,    sehingga   mendukung   pembangunan    Kota
Balikpapan yang berkelanjutan.
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Rata-rata lama sekolah  (RLS)  adalah  salah  satu  indikator penting
dalam  mengukur  kualitas  pendidikan  di  suatu  wilayah.  Indikator  ini
mencerminkan jumlah tahun yang telah ditempuh oleh penduduk dalam
mengikuti pendidikan formal,  baik di tingkat dasar,  menengah,  maupun

perguruan    tinggi.    Rrs    menjadi    bagian    dari    perhitungan    Indeks
Pembangunan   Manusia   (IPM)   karena   berperan   dalam   menunjukkan
tingkat  akses  dan  partisipasi  masyarakat  terhadap  sistem  pendidikan.
Capaian rata-rata lama sekolah di Kota Balikpapan mengalami tren yang

positif selama  periode  lima tahun  terakhir.  Berikut merupakan  capaian
Rata-Rata  Lama  Sekolah  penduduk  usia  sekolah  di  Kota  Balikpapan
selama periode 2020 hingga 2024.

1 a.68                           1®i91                            10,92                           10.93                           10,99

2 020                            2021 2022                           2023                           2024

•KotaBatikpapan      . Prov. I{atimantanTimur      .Nasional

Gambar 2. 28 Rata-rate Lama Sekolah Rota Bampapan Tahun 2020-2024
Shamber: EPS Ffroviusi KalimnTitcm ltrn;ur, 2025

Rata-rata  Lama  Sekolah  (RLS)  di  Kota  Balikpapan  menunjukkan
tren  peningkatan  selama  periode  2020  hingga  2024.  Dalam  lima  tahun
terakhir, RLS di kota ini meningkat sebesar 0,31  poin.  Pada tahun 2024,
angka RLS Kota Balikpapan mencapai 10,99 tahun, yang berarti rata-rata
masyarakat  usia  sekolah  telah  menempuh  pendidikan  hingga  setara
dengan  kelas  1  SMA.  Selain  itu,  capaian  Rrs  Kota  Balikpapan  secara
konsisten  lebih  tinggi  dibandingkan  dengan  rata-rata  RLS  di  FTovinsi
Kalimantan Timur dan nasional selama periode 2020 hingga 2024. Hal ini
merupakan pertanda positif dalam hal upaya pembangunan pada sektor

pendidikan di Kota Balikpapan.

Meskipun demikian,  capaian Rrs  Kota Balikpapan masih perlu  terus
didorong agar sesuai dengan program pemerintah mengenai wajib belajar
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13  tahun.  Imgkah  ini  penting  untuk  memastikan  bahwa  masyarakat
mendapatkan akses pendidikan yang lebih lama dan berkualitas, sehingga
mendukung peningkatan  sumber daya manusia yang lebih baik di Kota
Balikpapan.

Rapor Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2024 merupakan instrumen

penting dalam mengevaluasi capaian dan kualitas pendidikan di berbagai
jenjang pendidikan yang berada di bawah  kewenangan  kabupaten/kota
maupun provinsi.  Capaian ini menyajikan gambaran menyeluruh terkait
indikator-indikator   kunci   seperti   kemampuan   literasi   dan   numerasi
murid,   karakter   murid,   kualitas   pembelajaran,   iklim   sekolah,   seria
kesiapan    lulusan    SMK    terhadap    dunia    kelja.    Hasil    rapor    ini
mencerminkan kekuatan dan tantangan yang dihadapi Kota Balikyapan
dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan yang inklusif, merata, dan
relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan memahami capaian yang
telah  diraih  serta  area  yang  memerlukan  perbaikan,  Pemerintah  Kota
Balikpapan  dapat  merumuskan  strategi  yang  lebih  tepat  sasaran  guna
mendorong   peningkatan   kualitas   pendidikan    secara   berkelanjutan.
Berikut  adalah  gambaran  capaian  rapor  pendidikan  Kota  Balikpapan
Tahun 2024 pada jenjang SD dan SMP.

Tabel 2. 15 Ringhasan Hasil Capalan Rapor Pendidihan Kota Bali*papan Tahun 2024

No
|          Indikator

Iyi\IJ, sD-11111111-€1,-lIIIIIIIL|,-lIIIILll,J|. SMP 11111=1 I,/ I .

I,,,,1I®1-i   Agama I    setara    II,J , , I , , , ,Agama lI|=fltara  ,

1
KemanpuanLiterasiMurid

Sedang Sedans
;!O.`ffi

2
KemanpuanNumerasiMurid Balk Sedang Sedans +, i

3 Karalcter Murid •;,,;,(,-, Balk Balk Baik 8. b•,IE!
``r,`riS

4 KualitasPembelajaran Sedang Sedang
`,-,,,id1&"',, -sedmg `'`•~'1

5
Persentase PAUDterakreditasinlininal8

Sedans

6
Proses Belaj.aryangSesualBagichakUsiaDini

Sedans

7

PembelajaranyangMembangunKemanpuanFondasi

Baik     •,(

8
Ikfro KeamananSekolah Sedans

©,?us     '
RI``,'r       ;,'+,.t}

Bedk      ;\/

.,9 Ikhi Kebinek-Sekolah ;I:ri".L{ Baik      >7¥ sedang :.,?,  :,,\ +Pgun,-
i:     Balk Baik b

10
Ikhi InklusivitasSekolah

•,,,,:

•,  ,',  ,,i'-i    ,!1{:h`'

Sedang/,   I:-*l-.:'.';fig,1 ; , , , Balk a :,    Batk`.  /
•\,,,-,,(,'\,rs.i-{;nlvi_#.I,xp,.:•(,,-!l,t;,   -.,/,,J,  ,:I,(,;,1:,,     .  h.,.1.   '..  ,,,:-•`5\t.._),\t,.#,i,,,,",,,,;,,:...\,(.,..:`J`-I,,      ,
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ShLmbeT: Kemend;thdasmer\ 202 5

Data  Ringkasan  Hasil  Capaian  Rapor  Pendidikan  Kota  Balikpapan
Tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar indikator pada jenjang

pendidikan di bawah kewenarigan kabupaten/kota memiliki capaian yang
cukup baik. Indikator seperti Karafeter MuJtc!, KtJazitas Pembezajarcm, dan
Pembelajcun;n   yang   Membangun   Kemampuan   Fond,asi   secara   unum
mendapatkan predikat "Balk" di hampir semua jenjang SD dan SMP, baik
umum maupun agama.  Hal ini mencerminkan upaya yang positif dalam

penguatan  kompetensi  dasar  dan  pembentukan  karakter  siswa  di  Kota
Balikpapan.  Meskipun  begitu,  masih  terdapat  beberapa  catatan  seperti

pada indikator Kemampuczn Lt.teras2. dan Jvttmerost. MtJrid di SD Agama dan
SD Setara yang masih mendapat nilai "Sedang", kondisi ini menunjukkan

perlunya perhatian lebih terhadap peningkatan kemampuan dasar pada
jenjang  tersebut.  Selain  itu,  masih  perlu  dflakukan  beberapa  langkah
strategis  guna  meningkatkan  kualitas  pendidikan  di  Kota  Balikpapan
seperti  penguatan  strategi  pembelajaran  yang  lebih  adaptif,  penyediaan

guru  pendamping  profesional,  serta  fasilitas  pendidikan  inklusif  yang
memadai.    Perbaikan   menyeluruh   terhadap   aspek   inklusivitas   dan
dukungan   pembela].aran   menjadi   kunci   untuk   menciptakan   sistem

pendidikan yang adil dan merata di Kota Balikpapan.

Indeks  Pembangunan  Literasi  Masyarakat  (IPLM)  merupakan  salah
satu    indikator    yang    dihitung    oleh    perpustakaan    nasional    guna
mengetahui  tingkat  pembangunan  literasi  masyarakat  di  suatu  daerah.
IPLM diperoleh dari unsur-unsur pembangun literasi masyarakat (UPLM)

yang bersumber  dari  data  sekunder dan  aspek  masyarakat  (AM)  dalam
upaya  membina  dan  mengemban8kan  perpustakaan   sebagai  wahana
bela].ar  sepanjang hayat guna meningkatkan  literasi masyarakat.  Unsur
Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM), terdiri dari 7 komponen yaitu:
Pemerataan hayanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan
Tenaga Perpustakaan,  Tingkat Kunjungan  Masyarakat per Hari,  Jumlah
Perpustakaan    ber-SNP,     Keterlibatan    Masyarakat    dalam    Kegiatan
Sosialisasi, dan Anggota Pexpustakaan. Berikut merupakan capaian IPLM
Kota Balikpapan tahun 2022 dan 2024.
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Cinmbar 2. 29 Indelrs Pembangtimn Literasi MasyaraJrat (IPLM| Rota Balmpapan
Tahun 2022-2024
SHi,mber: Perpusrras, 2025

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) di Kota Balikpapan
mengalami tren yang fluktuatif dan cenderung menurun  selama periode
2022  hingga  2024.  Penurunan  ini  mencerminkan  berkurangnya  minat
membaca    serta    menurunnya    tingkat    kunjungan    masyarakat    ke

pelpustakaan.  Dalam  tiga tahun  terakhir,  IPLM  Kota Balikpapan  turun
sebesar 7,25 persen, sehingga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya
meningkatkan  daya saing sumber daya manusia di kota ini.  Selain  itu,

pada tahun 2022 dan 2023 IPLM Kota Balikpapan berada di bawah rata-
rata  capaian  provinsi  Kalimantan  Timur  dan  nasional.  Hal  ini  menjadi
indikasi  bahwa  budaya  literasi  masyarakat  di  Kota  Balikpapan  perlu
mendapat perhatian lebih guna mencapai tren yang positif.

Untuk mengatasi kondisi tersebut,  Pemerintah Kota Balilapapan perlu
menerapkan    berbagai    strategi    guna    meningkatkan    minat    baca
masyarakat.  Salah  satu  langkah  yang  dapat  dilakukan  adalah  dengan
menyediakan  fasilitas  dan  infrastruktur  perpustakaan  yang  lebih  baik,
dilengkapi dengan koleksi buku yang beragam serta tenaga pustakawan

yang profesional dan kompeten.

2.2.4   Perlindungan serial yang Adaptif
Perlindungan  sosial  merupakan  instrumen  strategis  dalam  upaya

mengurangi kemiskinan, mengurangi kerentanan kelompok rentan,  serta
memperkuat  ketahanan   sosial  masyarakat.   Dalam  konteks  dinamika
sosial,   ekonomi,   dan   lingkungan   yang   terus   berubah,   pendekatan

perlindungan sosial perlu bersifat adaptif, responsif, dan inklusif terhadap
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berbagai risiko  dan tantangan,  baik yang bersifat kronis maupun yang
bersifat mendadak, seperti bencana alam, pandemi, atan gejolak elronomi.

Perlindungan  sosial  yang  adaptif  merupakan  penguatan  sistem
perlindungan sosial dengan menambahkan elemen ketangguhan terhadap
risiko  iklim,  bencana,  dan  guncangan  ekonomi.  Sistem ini memadukan
tiga   pilar   utama:    bantuan   sosial,    asuransi   sosial,   dan   program
ketenagakeljaan  aktif yang  dirancang  secara  fleksibel  dan  terintegrasi
dengan sistem peringatan dini, data kependudukan yang dinamis,  serta
mekanisme   respons   cepat.   Dengan  mengintegrasikan   prinsip   adaptif
dalaln   perencanaan   perlindungan   sosial   diharapkan   kebijakan   dan

program yang dijalankan mampu meninghathan daya tahan masyarakat
terhadap guncangan serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan,    khususnya   dalam   aspek   pengurangan   kemiskinan,
ketimpangan,  dan  kerentanan  sosial.  Perlindungan  sosial yang  adaptif
dapat dilihat melalui  cakupan  kepesertaan jaminan  sosial  tenaga kelja
dan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Cakupan  kepesertaan jaminan  sosial  tenaga kelja mengacu  pada
jumlah  atau  persentase  tenaga  ken.a  yang  terdaftar  dan  memperoleh
perlindungan dalam program jaminan sosial ketenagakeriaan. Program ini
bertujuan  untuk  memberikan  perlindungan  bagi  pekelja  dari  berbagai
risiko,  seperti  kecelakaan  kelja,  kematian,  hard  tua,  dan  kehilangan

pekeljaan. Cakupan kepesertaan dapat mencakup pekelja formal maupun
informal.  Semakin  tinggi  cakupan  kepesertaan,  semakin  banyak  tenaga
kelja   yang   terlindungi   dari   risiko   sosial   ekonomi,   sehingga   dapat
meningkatkan kesejahteraan pekeq.a dan keluarganya serta mendukung
stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Berirfut adalah cakupan jaminan
sosial ketenagakeljaan di Kota Bali]apapan tahun 2018 hingga 2022.
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Cinbbar 2. 30 Jumhah Anggota Buruh dan BrdaD Usaha yang Mendadi ADggota BPJS
Ketenagakedaan Tahun 2018-2022
Sumber: EPS Kofa Baltkpapan, 2025

Cakupan  kepesertaan  BPJS  KetenagakeH.aan  di  Kota  Balikpapan
menunjukkan   tren   yang   meningkat.   Jumlah   buruh   peserta   BPJS
Ketenagakeljaan  mengalami  peningkatan  secara  bertahap  dari  148.826
orang  pada   tahun   2018   menjadi   187.588   orang  pada  tahun   2022.
Sementara  itu,  jumlah  badan  usaha  yang  terdaftar  juga  mengalami
kenaikan,  meskipun  dalani jumlah  yang  lebih  kecil,  dari  4.922  badan
usaha pada tahun 2018 menjadi 5.791 pada tahun 2022. Peningkatan ini
menunjukkan kesadaran yang semakin tinggi baik dari pekeq.a maupun

perusahaan  terhadap  pentingnya  perlindungan  sosial  ketenagakeljaan.
Meskipun demikian, upaya untuk memperluas cakupan kepesertaan perlu
terus dilakukan, terutama bagi pekelja di sektor informal yang mungkin
belum     sepenuhnya     terdaftar     dalam     program     jaminan     sosial
ketenagakeljaan.

Perlindungan   sosial   yang   adaptif   tidak   hanya   mencerminkan
respons pemerintah terhadap dinamika risiko sosial dan ekonomi, tetapi

juga  menunjukkan  komitmen  dalam  menjangkau   kelompok-kelompok
yang  paling  rentan  dalam  masyarakat.  Penerapan  prinsip  perlindungan
sosial   yang   adaptif   di   Kota   Balikpapan   dapat   dilihat   dari   upaya

pemerintah   dalam  memperluas   cakupan   pelayanan   bagi  penyandang
masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Penyandang  masalah  kesejahteraan  sosial  merupakan  kelompok

yang sangat rentan terhadap guncangan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
01eh   karena   itu,   perlindungan   terhadap   kelompok   ini   memerlukan



-73-

pendekatan yang tidak hanya berbasis bantuan jangka pendek, tetapi juga
upaya  yang   terintegrasi   dan   berkelanjutan.   Melalui   penguatan   data
terpadu kesejahteraan sosial, penin8katan kapasitas layanan sosial dasar,
serta   kolaborasi   lintas    sektor   dan    masyarakat,    Pemerintah    Kota
Balikyapan terus berupaya membangun sistem perlindungan sosial yang
lebih  inklusif dan  tanggap  terhadap  kebutuhan  PMKS.  Pendekatan  ini
sejalan   dengan   prinsip   adaptif  dalam  perlindungan   sosial,   di   mana
kebijakan dan program disesuaikari dengan perubahan kondisi dan risiko

yang dihadapi oleh kelompok rentan di tingkat lokal. Berikut merupakan
data jumlah PMKS berdasarkan jenisnya di Kota Balikpapan.

Tabel 2. 16 Jumhh Penyandrmg Masalah Kesejahteraan Serial Kota Balikpapan
Tahun 2018-2022

- '-IL,JI:t= _    _ _ __  _   _    _   _   _  _     __      _ _

Jumlah
-H,II= H,IL,JIIIllIIIIK|,yH,-1,XJ H,yJP!

1 Anak Balita Terlantar 8 5 5 0 3
2 Anak Terlantar 957 1.009 2.270 435 1097

3 Anak yang Berhadapan 70 51 28 14 16Hukum
4 Anak Jalanan 215 192 213 74 74
5 Anak dengan Kedisabilitasan 347 347 347 249 249

6
Anak yang Menjadi Korban

0 78 52 83 66Tindak Kekerasan atau
diperlakukan Salah

7 Anak yang Memerlukan 5 2 2 9 11Perlindungan Khusus
8 Lanjut Usia Terlantar 1.721 1.721 1.721 633 150
9 Penyandang Disabilitas 1.276 1.276 1.276 I.276 1.276
10 Tuna Susila 0 0 0 4 0
11 Gelandangan 11 11 11 11 11

12 Pengemls 17 17 17 17 17

13 Pemulung 91 91 91 251 251

14 Kelompok Minoritas 0 0 0 0 0

15
Bekas Warga Binaan Lembaga 109 109 109 109 logPemasyarakatan

16 Orang dengan HIV/AIDS 9 0 1 1 1

17
Korban Penyalahgunaan 0 0 0 115 115NAPZA

18 PLohoan Thaf f iching 0 0 0 0 0
19 Korban Tindak kekerasan 0 0 0 0 0

20 Pekelja Migran Bermasalah 0 0 0 0 0Sosial.
21 Korban Bencana Alam 17 80 34 439 8.175

22 Korban Bencana Sosial 161 102 35 780 411

23 Perempuan Rawan Sosial 395 395 395 395 395Ekonomi.
24 Fakir Miskin 25.290 25.290 25.497 153.220 155.135

25 Keluarga Bermasalah Sosial 0 0 0 0 0Psikologis.
26 Komunitas Adat Terpencil. 0 0 0 0 0

Jumlah 30.699 30.776 32.104 158.115 167.562

Sumber: Ftinas Sosial Kcta Bcdikpapan, 2025
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Jumlah PMKS di Kota Balikpapn menunjukkan adanya peningkatan
tren sejak tahun 2018 hingga 2022.  Sejak 2018,  PMKS Kota Balikpapan
didominasi  oleh  fakir  miskin  yang  mulanya  memiliki  proporsi  sebesar
82,38  persen  pada  tahun  2018,  kemudian  meningkat  sebesar  92,58

persen.  Hal  itu  dikarenakan  oleh  banyak  hal,  salah  satunya  adalah
semahin meningkatnya daya tarik Kota Balikpapan untuk dikunjungi oleh

pendatang  dalam  rangka  menguji  peruntungan.  Selain  itu,  pengaruh
inflasi   dan   kenaikan   harga   komoditas   pokok   juga   dapat   turut
memengaruhi peningkatan jumlah fakir miskin di Kota Bafikpapan.

2.2.5   Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Beragama   Maslahat   dan   Berkebudayaan   Maju   mencerminkan
keseimbangan  antara  kehidupan  beragama  yang  memberikan  manfaat
dan  perkembangan  budaya yang tetap  menchorlnati nilai-riilai kearifan
lokal  sembari  menyesualkan  diri  dengan  kemajuan  zarnan.  Beragama
maslahat  merujuk  pada  prahiik  keagamaan  yang  tidak  hanya  bersifat
ritual,   tetapi  juga   berkontribusi   positif  terhadap   kehidupan   sosial,
ekonomi,  dan  moral  masyarakat.  Kehidupan  beragama  yang  demikian
mendorong sikap toleransi, kepedulian, dan keharmonisan antarindividu
serta   kelompok   dalam   berbagai   aspek   kehidupan.   Sementara   itu,
berkebudayaan  maju  menggambarhan  budaya  yang  terus  berkembang
tanpa   kehilangan   identitas   dan   akar   tradisinya.   Kemajuan   budaya
mencakup   kemampuan   dalam   menghargal   warisan   leluhur   namun
mampu beradaptasi dengan perubahan global.   Sinergi antara nilai-nilal
agalna yang membawa maslahat dan budaya yang dinamis menciptakan
masyarakat yang hannonis,  berdaya saing,  dan memiliki karakter kuat
dalam  menghadapi  tantangan zaman.  Kondisi  ini  dapat  diukur melalui
berbagai indikator, seperti Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks
Pembangunan Kebudayaan.

2.2.5.1 Indeke Kerufunan Uznat Beragama

Kerukunan  umat  beragama  merupakan  salah  satu  pilaf  penting
dalam  menjaga  stabilitas  sosial  dan  keharlnonisan  masyarakat.  Upaya
keberlanjutan    dibutuhkan    untuk    membangun,    memelihara,    dan
menguatkan  toleransi  serta  kelja  sama  antar  umat  beragama.  Angka
konflik SARA hadir sebagal instrumen untuk mengukur tin8kat harrnoni
antar   pemeluk   agama   di   suatu   wilayah.   Indeks   ini   tidak   hanya
menggambarkan  kondisi  aktual  kerukunan,   tetapi  juga  memberikan

pemetaan  yang  dapat  digunakan  sebagai  dasar  dalam  merumuskari
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kebijakan   dan   strategi   untuk   memperkuat   kohesi   sosial.    Berikut
merupakan capaian data Angka Konflik SARA di Kota Balikpapan

Tabel 2. 17 Angha Konflik SARA di Kota Baftyapan Tahun 2020-2025

2o2o 2o2| 2ae2 2023

1 An8ka KonflikSARA 0 0 0 0 0

Sumber: EPS, Kcta Bdikpapan dalan Angka Tahan 2025

Kota   Balikpapan   menunjukkan   capaian   positif  dalam   menjaga
stabilitas  sosial  dan  kerukunan  antarumat  beragama  selama  periode
tahun 2020 hingga 2024.  Hal tersebut terlihat dari tidak adanya laporan
konflik sosial berbasis Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA).  Hal

ini  mencerminkan  kondisi  sosial  yang  kondusif  dan  harmonis,   serta
keberhasilan berbagai pihak dalam mendorong kehidupan bermasyarakat

yang   inklusif   dan   toleran.    Hal   ini   mengindikasikan   bahwa   Kota
Balikpapan merupakan kota yang harmonis dan memiliki toleransi yang
tinggi. Meskipun begitu, konflik SARA harus terus menjadi perhatian dan
dipertahankan   capaian   positifnya,   salah   satunya  melalui   pendidikan
multikultural,  dialog  lintas  agama,  serta  penguatan  kelembagaan  lokal

yang mengedepankan nilai-nilai toleransi dan keadilan sosial perlu terus
dikembangkan.

Capaian  ini  tidak  terlepas  dari  peran  aktif  pemerintah  daerah
bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), tokoh agama, tokoh
masyarakat,  serta  aparat  keamanan  dalam  membangun  dialog  lintas
imam,    memperkuat    moderasi    beragama,    dan    menangkal    potensi
intoleransi sejak dini.  Selain itu, pendekatan kultural dan edukatif yang
melibatkan  generasi  muda  melalui  pendidikan  nilai-nilai  kebhinekaan

juga berkontribusi menjaga tatanan sosial yang damai.

Kondisi  ini  menjadi  modal  sosial  penting bagi  pembangunan  Kota
Balikpapan  ke  depan  mengingat  stabilitas  sosial  merupakan  salah  satu

prasyarat utama dalam  mewujudkan  pembangunan yang berkelanjutan
dan inklusif.  Pemerintah  Kota Balikpapan dapat terus mempertahankan
kondisi ini dengan mekanisme deteksi dini serta forum-forum dialog lintas
komunitas sebagai bentuk komitmen menjaga ruang sosial yang terbuka,
aman,  dan  menghargai  perbedaan.  Tren  penin8katan  kerukunan  umat
beragama di Kalimantan Timur, termasuk di Kota Balikpapan perlu dijaga
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melalui   kebijakan   inklusif,   pendidikan   toleransi,   serta   peran   aktif
masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis.

Kerukunan  umat  beragama  di  Balikpapan  tidak  hanya  ditopang
oleh  regulasi,   tetapi  juga  oleh  kesadaran  kolektif  masyarakat  untuk
menjaga  kohesi  sosial.  Dalam  kerangka  beragama  yang  maslahat  dan
berkebudayaan   maju,   pembangunan   sosial  di   Balikpapan   diarahkan
untuk menciptakan ruang-ruang interaksi yang sehat, memperkuat nilai

gotong royong, serta mendorong tata kelola kehidupan bersama yang adil
dan inklusif.

2.2.5.2 Indeks Pembangiman Kebudayaan

Kebudayaan    merupakan    fondasi    utama    dalam    membangun
identitas,  karakter,  dan  dayaL  saing  suatu  bangsa.  Kebudayaan  tidak
hanya berfungsi  sebagai warisan yang hams dijaga,  tetapi juga  sebagai
kekuatan  yang  dapat   mendorong  pembangunan   berkelanjutan.   01eh
karena  itu,  diperlukan  alat  ukur  yang  dapat  menggambarkan  sejauh
mama kebudayaan berkembang dan berkontribusi terhadap pembangunan
nasional. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) hadir sebagai instrumen
untuk  mengukur dan  mengevaluasi  capaian  pembangunan  kebudayaan
secara komprehensif.  Indeks ini bertujuan untuk memberikan gambaran
kuantitatif mengenai kondisi kebudayaan suatu negara atau daerah serta
menjadi   dasar   dalam   perumusan   kebijakan   yang   lebih   efektif  dan
berkelanjutan.    Berikut    merupakan    capaian    Indeks    Pembangunan
Kebudayaan Kota Balikpapan Tahun 2020 hingga 2023.

2020 2022

I Provinsi KaLimantan Tlmur       I !nclonesia

2023

Gatnbar 2. 81 lndelrs Pembangpnan Kebudayaan Prawhsl Kalinantan Tiniir 2020-
2023
Sumber : Irrdelcs Pemba:ngu:ran Kebuda:gaan, KeTnendikbud, 2024
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Indeks  Pembangunan  Kebudayaan  (IPK)  merupakan  ukuran yang
digunakan  untuk  menilal  perkembangan  sektor  kebudayaan  di  suatu
daerah.  Indeks  ini  mencerminkan  berbagal  aspek,  seperti  pelestarian
budaya, partisipasi masyarakat dalam kegiatan budaya, serta kontribusi
buda.ya terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. IPK Kota Balikpapan
menggunakan   data   proksi   dari   Provinsi   Kalima]itan   Timur   karena

pengukuran IPK hanya dilarfukan hingga level provinsi.

Dinamika Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kalimantan Timur
dalam   rentang   tahun   2020   hingga   2023   secara  umum   mengalami
fluktuasi dibandingkan dengan  rata-rata nasional.  Penurunan  data IPK

yang cukup  signifikan balk di tingkat provinsi maupun nasional teljadi
pada tahun  2021  sebagal  salah  satu  dampak pandemi  COVID-19  yang
membatasi   aktivitas   kebudayaan,   seperti   pagelaran   semi,   kegiatan
komunitas budaya, dan pelestarian warisan budaya yang membutuhkan
interaksi  sosial.  Penin8katan  capaian  IPK  dapat  dilakukan  pada  tahun
2022 yang menandakan bahwa adanya upaya pemulihan budaya pasca

pandemi,  termasuk  kebijakan  dari  Pemerintah  Kota  Balikpapan  dalam
menghidupkan  kembali  kegiatan  semi  dan  budaya,  serta  peningkatan
kesadaran masyaraka.t terhadap pelestarian budaya lokal.

Fluktuasi data ca.paian IPK yang mengarah pada tren peningkatan
di Provinsi Kalimantan 'Itmur dapat dipengaruhi oleh banyak hal, seperti
Revitalisasi warisan  budaya lokal,  seperti  semi  tradisional,  rumah  adat,
dan bahasa daerah, penin9katan partisipasi masyarakat dalam kegiatan
budaya, dukungan kebijakan pemerintah daerah termasuk bantuan bagi

pelaku  semi  dan  budaya,  pemanfaatan  teknologi  digital  untuk  promosi
budaya lokal dan menarik generasi muda dalam pelestarian budaya.

Capaian  IPK  disusun  oleh  tujuh  dimensi,  yakni  gender,  budaya
literasi,  ekspresi  budaya,  warisan  budaya,  ketahanan  sosial  budaya,

pendidikan,  dan  ekonomi budaya.  Berikut merupakan  capaian  ketujuh
dimensi komposit IPK Provinsi Kalimatan Timur pada tahun 2023.
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Dimansi lndeks Pembangunan Kebudayaan

Gender
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Ekspresi Budaya
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Ketahanan Sosial Budaya
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Ekonomi Budaya
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I Indonesia       .Provinsi Kalimantan Timur

Gambar 2. 32 Dinensi IDdeks Pen,b&ngunan Kebudayaan Prer7i'insi Kalimantan
Tinur 2023
Su:mber : Kernendikbud, 2024

Data  dari  Kemendikbud  mengenai  capalan  Indeks  Pembangunan
Kebudayaan (IPK)  menunjukkan bahwa beberapa dimensi IPK di Provinsi
Kalimantan  Timur  masih  berada  di  bawah  rata-rata  nasional,  seperti
aspek  gender,  ekspresi  budaya,  warisan  budaya,  dan  ekonomi  budaya.
Diagram batang di atas memperlihatkan perbandingan IPK antara tingkat
nasional dan Provinsi Kalimantan Timur. Secara keseluruhan, Kalimantan
Timur  memiliki  keunggulan  dalam  budaya  literasi,   ketahanan  sosial
budaya,  serta  pendidikan jika  dibandingkan  dengan  rata-rata  nasional.
Namun,   tantangari  masih  ditemukan  dalam  bidang  warisan  budaya,
ekspresi budaya, dan ekonomi budaya, yang memerlukan perhatian lebih

guna mendukung pembangunan kebudayaan yang lebih berkelanjutan.

2.2.6   Ekeharga BerlEiialitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarahat lnmusif

Keluarga berkualitas,  kesetaraan  gender,  dan  masyarakat inklusif
merupakan aspek untuk mendukung terwujudnya sumber daya manusia

(SDM) yang berkualitas, menciptakan lingkungan sosial yang adil, setara,
dan mendukung semua individu  tanpa diskriminasi.  Beberapa indikator

yang   menceminkan   kondisi   tersebut   diantaranya   indeks   kualitas
keluarga   (IKK),   indeks  perlindungan   anak  (IPA),   indeks  ketimpangan

gender  (IKG),  dan  indeks  pembangunan  pemuda  (IPP).  Berikut  capaian
IKK, IPA, IKG, dan IPP Kota Balikpapan.
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2.2.6.1    Indeks Kualltas Keluarga |IKK)

Indeks    kualitas    keluarga    (IKK)    merupakan    indikator    untuk
mengukur   keberhasilan   pembangunan   keluarga   dalam   mewujudkan
kesetaraan gender dan hak anak.  Indeks kualitas keluarga (IKK)  diukur
melalui  5  dimensi yakni dimensi legalitas dan  struktur ketahanan fisik,
ketahanan  ekonomi,  ketahanan  sosial  psikologi,  dan  ketahanan  sosial
budaya.    Kelima    dimensi    tersebut    merupakan    elemen    vital    yang
menunjukan fungsi keluarga serta perannya sebagai modal sosial dalam
mendukung  pembangunan  sumber  daya  manusia  (SDM).  Nilai  Indeks
kualitas keluarga (IKK) berkisar dari 0-100 dan bermakna positif. Semakin
tinggi nilai IKK maka menunjukan kualitas keluarga semakin meningkat.
Ada tiga kategori IKK yakni kurang responsif gender dan hak anak (<50),
cukup responsif gender dan hak anak (50-75), dan responsif gender dan
hak anak  (>75).  Indeks  kualitas  keluarga  (IKK)  diukur  oleh  KemenpppA
bersama  EPS.   Namun,  perhitungan  tersebut  baru  sampai  pada  level

provinsi   belum   sampai   kabupaten/kota.   Untuk   itu,   capaian   indeks
kualitas keluarga (IKK) Kota Balikpapan menggunakan proxy capaian IKK
Provinsi Kalimantan Timur.

-Kalinantan Timur    -Nasional
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Gambar 2. 33 IndelEs Kualitas Kelqarga (IKH| Prorful Kalinantan Tinur dan
Haslonal Tahlin 2020-2023
Stlmber: Laporan lndeks Kuahias Keluarga (IKK) Ta:hun 2020-2023, KerrveneppA

Selama periode 2020-2023,  capaian indeks kualitas keluarga (IKK)
Provinsi  Kalimantan Timur memiliki trend  meningkat dan  selalu  berada
diatas rata-rata nasional. Hal tersebut menunjukan bahwa pembangunan
kualitas  keluarga  di  Provinsi  Kalimantan  Timur  relatif  beljalan  baik,
dalam hal ini termasuk Kota Balikpapan.  Pada tahun 2023, capalan IKK
Provinsi Kalimantan Timur sebesar 79,84 masuk kategori responsif gender
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dan  hak  anak  (>75).  Capaian  tersebut  lebih  tinggi  1,94  poin  dibanding
rata-rata  nasional.  Meskipun  capaian  pembangunan  kualitas  keluarga
cukup  positif,  upaya  peningkatan  masih  perlu  dilakukan.  Hal  tersebut
mengingat  perubahan  sosial  yang  cukup  dinamis  dapat  berpengaruh
terhadap   fungsi   dan   peran   keluarga   sebagai   modal   sosial   dalam
mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM).  Upaya tersebut
dapat  dilakukan  melalui  pemenuhan  pada  setiap  dimensi  pembentuk
kualitas keluarga seperti dimensi legalitas dan struktur, ketahanan fisik,
ketahanan  ekonomi,  ketahanan  sosial  psikologi,  dan  ketahanan  sosial
budaya.

2.2.6.2    Indeks perl±ndungan Anak |IPA)

Indeks   perlindungan   anak   (IPA)    merupakan   indikator   untuk
mengukur  capaian  perlindungan  anak  di  Indonesia  agar  dapat  hidup,
tumbuh,  dan berkembang secara optimal,  serta mendapat perlindungan
dari kekerasan dan diskriminasi.  Indeks perlindungan anak (IPA)  diukur
dari 5 kluster dan 27 indikator. RIuster 1 hingga kluster 4 mengacu pada
4  kluster pemenuhan  hak anak  sebagai  pembentuk indeks  pemenuhan
hak anak (IPHA). Kluster 5 membentuk indeks perlindungan khusus anak

(IPKA).  Sedan8kan gabungan dari kluster  1  hingga kluster 5 membentuk
indeks perlindungan  anak  (IPA).  Nilai IPA berkisar 0-100  dan  bermakna

positif.  Semakin tinggi nilai IPA, maka semakin balk upaya perlindungan
anak dan pemenuhan hak anak. Berikut capaian IPA Kota Balikpapan dan
Provinsi Kalimantan Timur.

|Balikpapan      |Ka!imantanTimur

sO               72fJfl
66,32     6£?,41

2022

63,74     64.04

2023

Gambar 2. 34 Indeha PerlindnngaD A]iak 'IPA| Rota Bampapan dan Prorful
Kalimantan Tlmur TahiLn 2021 -2023
q±_Tber:  Laporan lndeks Periind:ungan Arrak (IPA) Ta:ham 2021-2023, Kenend?PPA denganEPS

Selama periode 2021-2023, capaian indeks pehindungan anak (IPA)
Kota  Balikpapan  menunjukan  trend yang  menurun.  Pada  tahun  2022,
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capalan  IPA  Kota  Balikpapan  turun  6,35  poin  dari  tahun  sebelumnya.
Kemudian  mengalami  penurunan  kembali  2,58  poin  pada  tahun  2023.
Meskipun capaian tersebut turun,  namun masih berada diatas rata-rata
Provinsi Kalimantan Timur.  Pada tahun 2023, indeks perlindungan anak

(IPA) Kota Balikpapan 63,74, sedan8han Provinsi Kalimantan Timur 64,04.
Dengan  demikian,  upaya  perlindungan  anak  baik  di  Kota  Balikpapan
maupun  Provinsi  Kalimantan  Timur  masih  perlu  ditingkatkan.  Berikut
lima kluster pembentuk indeks perlindungan anak (IPA)  Kota Balikpapan
tahun 2023.

Tabel 2. 18 Hasil Capalan lndcks Perlindungan Allah (IPA|, Indeke Perlindungan
mucus Anck (IPHA), dan lndcks Perllndungan Khusus Anal (IPKA| Rota Balikpapan
Tahqn 2023

Su:mher: Laporan ltldeke Periind:u:ngan Arm,k (IPA) Tahun 2023, Ker'nenpppA dan EPS

Berdasarkan  lima  kluster  pembentuk  indeks  perlindungan  anak

(IPA)  Kota Balikpapan, terdapat tiga kluster memiliki capaian cukup baik
yakni  kluster  2  1ingkungan  keluarga  dan  pengasuhan  altematif 86,27,
kluster   3   kesehatan   dasar  dan   ksejahteraan   82,33,   dan   kluster   5

pelindungan  khusus  72,06.  Kluster  2  diukur  dari  lima  indikator  yaitu
jumlah perempuan yang menikah sebelum usia  18 tahun, I.umlah balita
yang  mendapatkan  pengasuhan  tidak  layak,  jumlah  anak  yang  tidak
tinggal bersama orangtua, dan angka kesiapan sekolah. Kluster 3 diukur
dari  sembilan  indikator yaitu jumlah  anak yang melahirkan  di  fasilitas
kesehatan,  balita  stunting,  anak yang  mendapatkan  ASI  ekslusif,  anak

yang telpenuhi kebutuhan kalorinya,  anak yang memiliki akses sanitasi
dan  air  minum  layak,  anak yang merokok,  serta anak yang  mendapat
imunisasi lengkap. Kluster 5 diukur dari lima indikator yaitu jumlah anak

yang bekelja, rasio anak yang mengakses internet, rasio angka partisipasi
sekolah, jumlah anak dibawah garis kemiskinan, dan jumlah anak yang
terlantar.

Sedangkan  dua  kluster  lainnya  memiliki  capaian  kurang  optimal

yakni kluster  1  hak sipil dan kebebasan 40,6 dan kluster 4 pendidikarl,
pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya 33,41.  Kluster  1  diukur
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dari lima indikator yaitu tingkat kepemilikan akta, partisipasi anak dalam
kegiatan  sosial  kemasyarakatan  dan  kegiatan  organisasi,  jumlah  anak

yang memanfaatkan taman bacaan,  serta jumlah anak yang mengakses
internet.  Kluster  4  diukur  dari  lima  indikator yaitu jumlah  anak yang
tidak sekolah, jumlah  anak yang mengunjungi penin{ngalan  sejarah  dan
budaya,   jumlah   anak   yang   mengikuti   kursus,   jumlah   anak   yang
mengikuti   ekstrakurikuler,   dan   jumlah   anak   yang   terlibat   dalam

pertunjukan    semi.    Dengan    demikian,    untuk   meningkatkan    upaya
perlindungan anak maka pemenuhan aspek pada masing-masing kluster
perlu lebih dioptimalkan pada periode pembangunan mendatang.

2.2.6.3    Indeks pembangunan Gender (IPG|

Indeks   Pembangunan   Gender   (Ipa)   merupakan   indikator  yang
mengukur  kesenjangan  pembangunan  manusia  antara  perempuan  dan
laki-1aki.   Indeks   Pembangunan   Gender   (IPG)   membandingkan   rasio
capaian IPM perempuan dengan IPM laki-1aki. Apabila nilai IPG mendekati
angka  100 maka semakin kecil kesenjangan antara perempuan dan laki-
laki. Berikut capaian IPG Kota Balikpapan.

-Balikpcipaii     -KalimantanTimur     -Nasion8l

2020                                 202i 2022                                  ?.02.3                                  2024

camber 2. 35 Indcks Pembangrnan Gender (IPG| Kota Balikpapan, Prowl]Lsi
Kalinantan Tini]r, dan Naslonal Tahun 2020-2024
Sitimher: EPS, 2025

Selama    periode    2020-2024,     capaian    IPG    Kota    Balikpapan
mengalalni trend meningkat. Selama periode tersebut IPG Balikpapan naik
sebesar  0,016  poin.  Selain  itu,  capaian  IPG  Balikpapan  selalu  berada
diatas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur.  Pada tahun 2024,  IPG  Kota
Balikpapan   sebesar   90,34.   Capaian   tersebut   lebih   tinggi   2,89   poin
dibanding    Kalimantan    Timur    sebesar    87,45.     Dengan    demikian,

pembangunan   yang   setara  antara  laki-1aki   dan   perempuan   di   Kota



-83-

Balikpapan  masih  lebih  tinggi  dibanding  Provinsi  Kalimantan  Timur.
Namun,   capaian   Ipa   Balikpapan   masih   berada   dibawah   rata-rata
Nasional.   Pada  tahun  2024,   IPG  Balikpapan  lebih  rendah   1,51   poin
dibanding  IPG   Nasional.      Untuk  itu,   upaya  peningkatan  kesetaraan

pembangunan antara laki-1aki dan perempuan di Kota Balikpapan masih
perlu  ditingkatkan.  Adapun  langkah  yang  bisa  dilakukan  diantaranya
peningkatan  akses  layanan  pendidikan,  keshatan,  dan  standar  hidup
layak yang setara antara laki-laki dan perempuan.
2.2.6.4   Indeks pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks  Pemberdayaan  Gender  (IDG)  merupakan  indikator  untuk
mengukur tingkat partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi,  politik
dan  pengambilan  keputusan.  IDG  terdiri  dari  tiga  komponen  indikator

yaitu  persentase  perempuan  dalam  parlemen,   persentase  perempuan
dalam    tenaga    profesional    dan    persentase    kontribusi    pendapatan

perempuan.

IBaLikpi]pan      |KalimantanTimur      |Nasiona`

Ganbar 2. 36 G[afik lndeks Pemberdayaan Ciender (IDG| Rota BalilEpapan, Provinsi
Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2020-2024
SumbeT: BPS, 2025

Selama    periode    2020-2024,    capaian    IDG    Kota    Balikpapan
menunjukan   trend   yang   meningkat.    Selama   periode   tersebut   IDG
Balikpapan  naik  6,07  poin.  Selain  itu,  capaian  IDG  Balikpapan  selalu
berada diatas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2024, IDG
Kota Balikpapan sebesar 75,04.  Capaian tersebut lebih tinggi  13,63 poin
dibanding  Provinsi  Kalimantan  Timur  sebesar  61,41.  Dengan  demikian,

pemberdayaan  gender  di  Kota  Balikpapan  masih  lebih  tinggi  dibanding
Provinsi   Kalimantan  Timur.   Namun,   capaian   IDG   Balikpapan   masih
berada  dibawah  rata-rata  Nasional.  Pada  tahun  2024,  IDG  Balikpapan
lebih  rendah  2,58  poin  dibanding  IDG  Nasional.     Untuk  itu,   upaya

peningkatan   pemberdayaan   gender  di   Kota   Balikpapan   masih   perlu
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ditingkatkan.    Adapun    langkah    yang    bisa    dilakukan    diantaranya

peningkatan   partisipasi  perempuan  pada  ranah  publik,   memperkuat
kebijakan  pengarusutamaan  gender  (PUG),  serta  peningkatan  layanan

pengaduan dan pendampingan perempuan.
Tabel 2. 19 Komponen lndeks Pemberdayaan Ciender |IDG) Kota Bampapan
Tahun 2020-2024

Persentase        peremp uar
data parlemen
Persentase        perempuan
dalam tenaga professional
Perseifase
pendapatan perempuan

20            20             20          22,73   :   26,67

41,76  t   48,91       49,72   ,   47,64   ,   52,33

26,61   I   26,75       26,41    :   26,46   :   27,56

Sumber: EPS, 2025

Berdasarkan komponen pembentuk IDG, terlihat bahwa persentase

perempuan  pada  parlemen  masih  berada  pada  angka  26,67  persen,
sehingga belum memenuhi kuota minimal 30 persen. Selain itu persentase

perempuan pada tenaga professional masih pada angka 52,33 persen dan
kontribusi pendapatan perempuan sebesar 27,56 persen. Kondisi tersebut
mengindikasikan bahwa peningkatan partisipasi perempuan pada sektor

publik, baik di bidang ekonomi maupun politik masih perlu ditingkatkan.
Adapun   upaya   yang   dilakukan   diantaranya   afirmasi   dan   pelatiha
kepemimpinan  pada  perempuan;  penin8katan  akses  modal,  pelatihan
usaha,   dan   perlindungan   hukum   bagi   pelaku   usaha   perempuan;
memperkuat   layanan   perlindungan   perempuan;   integrasi   perspektif

gender    dalam    semua    kebijakan;    serta    meningkatkan    kesadaran
masyarakat   melalui   kampanye   kesetaraan   gender   dan   pendidikan
keluarga yang inklusif.

2.2.6.5    Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks   ketimpangan   gender   (IKG)   merupakan   indikator   untuk
mengukur  keberhasilan  dalam  mewujudkan  kondisi yang  setara  antara
laki-laki  dan  perempuan,  sehingga  dapat  hidup  lebih  sejahtera.  Indeks
ketimpangan gender (IKG) diukur dari 3 dimensi dan 5 indikator. Dimensi
kesehatan reproduksi diukur dari persetanse perempuan yang melahirkan
di   fasilitas   kesehatan   dan   persentase   perempuan   yang   melahirkan
berumur  kurang  dari  20  tahun.   Dimensi  pemberdayaan  diukur  dari

persentase laki-1aki dan perempuan usia 25 tahun ke atas lulus SMA ke
atas dan persentase laki-1aki dan perempuan menjadi anggota legislatif.
Dimensi pasar tenaga kelja diukur dari tingkat partisipasi angkatan kelja
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(TPAK)  laki-laki dan  perempuan.  IKG  bemilal  0-1  dan  bermakna negatif.
Semakin  tinggi nilai IKG,  maka semakin  tinggi ketimpangan gender dan
sebaliknya semakin rendah nilai IKG maka semakin rendah ketimpangan

gender  yang  berarti  semakin  besar  kesetaraan  gender  yang  terwujud.
Berikut capaian  Indeks  ketimpangan  gender  (IKG)  Kota  Balikpapan  dan
Provinsi Kalimantan Timur.

|Balikpapan      |KaLimantanTimur      |Nasiona(

Gambar 2. 37 Indeks Ketimpangan Gender tlHG| Kota Bal]kyapan, Prodsl
Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2020-2024
Sumber: EPS Provinsi Kdimcutan Thmur, 2024

Selama  periode  2020-2024,   capaia  IKG  Kota  Balikpapan  cukup
fluktuatif.  Capaian  terendah  pada  tahun  2023  sebesar  0,178.  Capaian
tersebut kemudian naik cukup signifkan pada tahun 2024 sebesar 0,313.
Meskipun   cenderung   naik,   capaian   IKG   Balikpapan   masih   berada
dibawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.  Hal tersebut
mengindikasikan   kesetaraan   gender  di   Balikpapan   masih   lebih   baik
dibanding kesetaraan gender di Kalimantan Timur dan Nasional.  Namun
demikian, upaya perwu].udan kesetaraan gender masih perlu ditingkatkan.
Beberapa    langkah    yang    bisa    dilakukan    diantaranya    peningkatan

partisipasi ekonomi perempuan, memperluas akses dan mutu pendidikan
perempuan,  peningkatan  kesehatan  perempuan  dan  akses  reproduksi,
serta peningkatan ketervakilan perempuan dalam poltik dan pengambilan
keputusan.
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2.2.6.6   Indeks Daya Salng Kepemudaan dan Keolahragaan

Pembangunan kepemudaan dan olahraga di daerah sangat penting
untuk  menyiapakan  generasi  muda yang  lebih  berkualitas.  Salah  satu
indikator   yang   mencerminkan   keberhasilan   pembangunan   dibidang
kepemudaan  dan  olahraga  yakni  indeks  daya  saing  kepemudaan  dan
keolahragaan.  Indikator  tersebut  diukur  dari  jumlah  prestasi  pemuda
dibidang non olahraga ditambah jumlah prestasi dibidang keolahragaan
dibagi total pemuda dan atlet yang dibina.  Berikut capaian indeks daya
saing kepemudaan dan keolahragaan Kota Balikpapan.

Tabel 2. 20 Indeke Daya SalDg Kepemudaan dan Keolahragaan Kota Balil=papan
Tahun 2022-2024

-!ndeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan

2022 2023 2024

Sum,ber: mr.as PeTrnd,a, 0la:hraga, dan Parirdsata Kata BdikpcLpan, 2025

Selama periode 2022-2024, capaian indeks daya saing kepemudaan
dan keolahragaan Kota Balikpapan mengalami trend meningkat, terutama

pada     tahun     2024.     Kondisi     tersebut     mengindikasikan     bahwa
pembangunan  dibidang  kepemudaan  dan  keolahragaan  berialan  cukup
baik.  Partisipasi  pemuda  dalam  pemberdayaa  pemuda  dan  organisasi
kepemudaan  daerah  meningkat,  serta  pengembangan  olahraga  prestasi
dan   olahraga  rekreasi  yang  beljalan   cukup  baik.   Namun   demikian,
capaian    tersebut   masih    perlu    didorong   lebih   baik   pada   periode

pembangunan berikutnya.

Tabel 2. 21 Capalan Klneda Urusan Kepemudaan dan OlahraLga Kota Ballkyapan
Tahun 2022-2024

\, Indikator '''''''''''I.I,yL#2          2023 H,rLZE

1 Persentase peningkatan prestasi olahraga 45,83 23,45 20,77
2 Persentase Atlet yang Berprestasi 32,64 21,32 15'11

3
Tingkat partisipasi pemuda dalam 10,07 11,22 13'45
organisasi, kepemudaan dan organisasi
so sial kemasyarakatan

4 Persentase Pemuda yang Kreatif, Inovatif, 1'03 2,7 2'28
dan Mandiri

Su:mber: IfiTras Perrnda, 0la:haaga, dan Pcinwisata Koto Bali:Iapaparb 2025
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Selama    periode    2022-2024,     capalan    kinelja    pembangunan
kepemudaan  dan  olahraga  Kota  Balikpapan  masih  perlu  dioptimalkan.
Dilihat  dari  capalan  prestasi  olahraga,  atlet  yang  berprestasi,  tingkat

partisipasi pemuda dalam organisasi, dan pemuda yang kreatif, inovatif,
dan mandiri memiliki trend capaian kinelja yang fluktuatif dan cenderung
rendah karena dibawah 50 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa

pengelolaan  prestasi  dan  atlet  olahraga,  seria  peningkatan  partisipasi
pemuda dalam pembangunan masih perlu mendapatkan perhatian lebih
pada periode pembangunan berikutnya.

2.3    Aspek Daya saing Daerah
Daya   saing   suatu   daerah   memainkan   peran   penting   dalani

mendorong      pertumbuhan      ekonomi     yang      berkelanjutan      serta
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  Dalam pembangunan wilayah,
daya  saing  tidak  hanya  mencerminkan  kapasitas  suatu  daerah  da]am
menarik investasi  dan  mengembangkan  sektor ekonomi  andalan,  tetapi

juga mencakup  berbagai  faktor  seperti  kualitas  sumber  daya manusia,
inovasi, pemanfaatan telmologi, dan aspek lainnya.

2.3.1   Daya saing sumber Daya Manusia

Daya saing sumber da.ya manusia (SDM)  merupakan falstor kunci
dalam menentukan kemajuan suatu daerah.  SDM yang kompetitif tidak
hanya mampu beradaptasi dengan perubahan global, tetapi juga menjadi

penggerak  utama  dalam  peningkatan  produktivitas  dan  pertumbuhan
ekonomi.     Kemalnpuan    individu     dalaln    menguasai    keterampilan,

pendidikan,    serta    inovasi    menentukan    efek±ivitas    mereka    dalam
menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Tingkat produktivitas berkaitan erat dengan kualitas SDM yang ada

pada   daerah   terkait.   SDM   yang   unggul   akan   lebih   efektif   dalam
memanfaatkan  sumber  daya  yang  tersedia,  menghasilkan  ou{prtt  yang
lebih   tinggi,   serta   meningkatkan   efisiensi   kelja.   Produktivitas  yang
menin8kat secara langsung berlsontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi
dan daya saing wilayah, menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi
investasi dan pembangunan berkelanjutan.

Daya  salng  SDM juga  berkorelasi  dengan  angka  ketergantungan,

yaitu rasio antara penduduk usia non-produktif (anak-anak dan lansia)
dengan penduduk usia produktif. Daerah dengan tingkat ketergantungan
tinggi cenderung men8hadapi tantangan ekonomi yang lebih besar karena
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beban  sosial  dan  ekonomi  yang  harus  ditanggung  oleh  kelompok  usia

produktif lebih  tinggi.  Sebaliknya, jika  angka  ketergantungan  menurun
dan  diimbangi  dengan  peningkatan  produktivitas,  suatu  daerah  dapat
menikmati "bonus demografi," di mama sebagian besar penduduk berada
dalam usia kelja dan  mampu  mendorong pertumbuhan ekonomi secara
Optimal.

Angka     ketergantungan     adalah     indikator     demografis     yang
menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia tidak produktif

(kombinasi  usia  0-14  tahun  dan  65  tahun  ke  atas)   dengan  jumlah
penduduk    usia    produktif    (15rfe4    tahun).    Semakin    tinggi    angka
ketergantungan maka semakin besar beban yang harus ditanggung oleh
kelompok  usia  produktif  dalam  membiayai  kebutuhan  kelompok  usia
tidak produktif.  Faktor-faktor yang memengaruhi angka ketergantungan
meliputi tingkat kelahiran, angka harapan hidup, serta migrasi penduduk.
Daerah   dengan   angka   kelahiran   tinggi   cenderung   memiliki   angka
ketergantungan    tinggi    karena    banyaknya    anak-anak   yang    belum
memasuki     usia     produktif.     Berikut     merupakan     capaian     angka
ketergantungan di Kota Balikpapan.

2021                         2022                        2023                         2024                        2025

I-KaLlmantanTimi!r     -Nasional     -Balikpapan

Gambar 2. 38 AnglEa Ketergantungan Kota Balikyapan, Provinsi Kalimantan Timur,
dan Hasional Tahun 2021-2025
ShJ,mber: EPS Pfrovinsi KaltTnautan ltirur, 202 5

Rasio   ketergantungan   di   Kota  Balikpapan   secara   konsisten   lebih
rendah dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Timur selama

periode    2021    hingga    2025.    Rasio    ketergantungan    di    Balikpapan
mengalami  peningkatan  secara  bertahap  dari  37,99  pada  tahun  2021
menjadi 38,80 pada tahun 2025 Kondisi tersebut mencerminkan adanya
kenaikan  beban  penduduk  usia non-produktif terhadap  penduduk  usia

produktif.    Sementara    itu,    angka    ketergantungan    Provinsi    Kaltim
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menunjukkan tren peningkatan yang relatif lebih stabil walaupun berada
di angka yang  lebih  tinggi,  dari  41,24  di tahun  2021  menjadi  42,10  di
tahun   2025.    Hal   ini   menunjukkan   bahwa   secara   umum   beban
ketergantungan di Provinsi Kaltim lebih besar dibandingkan dengan Kota
Balikpapan.  Selisih  angka  ketergantungan  yang  lebih  jauh  ada  pada
nasional yang secara umum hampir menca.pai 45 persen pada tahun 2021
hingga  2024,  dan  mencapai  47  persen  pada  tahun  2025.  Hal  tersebut
menunjukkan  adanya  peningkatan  kualitas  kesehatan yang  lebih  baik
sehingga  meningkatkan  jumlah  penduduk  kelompok  lanjut  usia  yang
masuk   dalaln   kategori   non   produktif.   Data   angka   ketergantungan
nasional pada tahun 2025 meningkat 2,38 persen karena menggunakan
data  proyeksi  penduduk  2025-2035.  Capaian  ini  menunjukkan  bahwa
Kota Balilapapan memiliki struktur penduduk yang relatif lebih produktif
dan  berpotensi  menopang  pertumbuhan  ekonomi  daerah  secara  lebih
kuat.

2.3.2   Iptel=, Inovasi, dan Produltivitas Ekonomi
Kemajuan  ilmu  pengetahuan  dan  te]mologi  (Iptek)  serta  inovasi

memainkan  peran  lrmisial  dalam  meningkatkan  produktivitas  ekonomi
suatu   wilayah.   Kemampuan   suatu   daerah   dalam  mengadopsi   serta
mengemban9kan  telmologi  dan  inovasi  menjadi  faktor  utama  dalam
menciptahan  pertumbuhan  ekonomi  yang  berkelanjutan  dan  berdaya
saing  tinggi  pada  era  8lobalisasi  dan  transformasi  digital.    Iptek  dan
inovasi tidak hanya mendorong efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi,
tetapi juga membuka peluang baru dalam pengembangan industri kreatif,
ekonomi digital,  serta diversifikasi usaha.  Dengan menin8katkan adopsi
teknologi   dan   memperkuat   ekosistem   inovasi,   suatu   wilayah   dapat
mengoptimalkan  pemanfaatan  sumber  da.ya,  meningkatkan  daya  saing
tenaga kelja,  serta mempercepa.t proses industrialisasi yang inklusif dan
ralnah  lin9kungan.  Sub  bagian  ini  dijabal.kan  beberapa indikator yang
dapat    menggalnbarkan    kondisi    ini,    seperti    rasio    PDRB    industri

pengolahan, rasio PDRB akomodasi makan dan minum, tingkat partisipasi
angkatan kelja, dan indeks inovasi daerah.

2.3.2.1       Rasio PDRB Industri pengolahan

Agenda    hilirisasi    menjadi    salah    satu    agenda    besar    guna
meningkatkan  nilai  tambah  yang  dihasilkan  oleh  daerah.  Rasio  PDRB
industri pengolahan menjadi indikator yang digunakan untuk mengukur
seberapa    besar    kontribusi    sektor    industri    pengolahan    terhadap

perekonomian  daerah.  Rasio  PDRB  industri  pengolahan  yang  semakin
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tinggi mengindikasikan nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor industri
terhadap  perekonomian  daerah  semakin  tinggi  dan  diharapkan  dapat
mendorong kenaikan PDRB daerah.

Rasio PDRB industri pengolahan dihitung dengan membandingkan
nilai PDRB sektor industri pengolahan terhadap nilai total PDRB daerah.
Kenaikan dan penurunan rasio tidak hanya ditentukan oleh kinelja dan
harga komoditas sektor industri pengolahan tetapi juga dipengaruhi oleh
nilai tambah yang dihasilkan oleh sektor lainnya karena bersifat zero szJm

ga,me.

48

46

44

42
2020                      2021                       2022                      2023                      2024

-Rasio PDRB lndustri Pengolahan  -.-Pertumbuhan PDRB Industri Pengolahan

Cininbar 2. 89 Rasio dan Pertumbuhan PDRB Industri Pengohhan Kota BalikpapaD
Tahun 2020-2024 (%|
Sumber: BPS Kcta Bcthkpapan, 2025

Pada    periode    2020-2024,    pergerakan    rasio    PDRB    industri

pengolahan    cukup    mengalami    fluktuasi.    PDRB    nominal    industri
pengolahan mengalami kenaikan  dari  tahun ke  tahun  meskipun  secara
riilnya  sempat  mengalami  pertumbuhan yang  negatif pada  tahun  2020
dan  2024.  PDRB  nominal  industri  pengolahan  mencapai  69,95  triliun
rupiah pada tahun 2024, mengalami kenaikan sebesar 2,3 triliun rupiah
dibandingkan tahun 2023. Namun demikian, rasio terhadap PDRB daerah
mengalami  penurunan  sebesar  1,71  persen  poin.  Turunnya rasio  PDRB
industri   pengolahan   disebabkan  oleh   kenaikan   PDRB   dari   sejumlah
lapangan  usaha  lain  yang  tidak  kalah  tinggi.  PDRB  sektor  konstruksi
tercatat nark sebesar 2,10 triliun rupiah,  sektor perdagangan besar dan
eceran naik 1,77 triliun rupiah, dan sektor transportasi dan pergudangan
naik 2,05 triliun rupiah.

Turunnya rasio PDRB industri pengolahan di Kota Balikpapan pada
tahun  2024  tidak  mengubah  struktur  perekonomian  daerah.  Industri

pengolahan tetap menjadi lapangan usaha yang paling mendominasi nilai
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tambah yang dihasilkan oleh Kota Balilapapan dengan rata-rata mencapai
46,70  persen  per  tahun  pada  periode  2020-2024.  Tingginya  kontribusi
sektor  industri  pengolahan  didorong  oleh  tingginya  aktivitas  produksi
kilang  minyak  milik  PT  Pertamina  yaltu  Pertanina  Rerinery  Unit  V.
Kapasitas produksi kilang minyak Balikpapan  mencapai  360  ribu  barel

per  hari  dan  diperldrakan  akan  semakin  meningkat  seiring  dengan
penyelesaian proyek RDMP pada tahun 2025. Selain itu, proyek RDMP ini
juga  ditargetkan  dapat  menghasilkan  produk  petrokimia  melalui  unit
Residual  Fluid  Catalytic  Cracking  (PT  Kilang  Pertaina  Intemasional,
2024). Selain industri kilang minyak, beberapa industri besar dan sedang
lainnya juga turut menyumbang PDRB  sektor industri pengolahan  Kota
Balikpapan. Pada tahun 2024, tercatat terdapat 104 pemsahaan industri
besar  dan  sedang  yang  bergerak  di  berbagai  macam  lapangan  usaha
seperti industri makanan, industri barang logam, dan lain sebagainya.

Kontribusi industri pengolahan di Kota Balikyapan juga didukung
oleh keberadaan industri rnikro dan kecil (IMK). Berdasarkan hasil survei
IMK tahun 2023, Kota Balikpapan memiliki 4.759 usaha/perusahaan IMK
dan menduduki peringkat ketiga tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur.
IMK di Kota Balikpapan juga menjadi salah satu sektor yang menyerap
ribuan tenaga kelja. Jumlah pekelja di sektor IMK mencapai 9.394 orang

pada   tahun    2023.    Kondisi   ini   mencerlninkan    IMK   tidak    hanya
berkontribusi pada penin8katan nilai tambah sektor industri pengolahan
secara umum tetapi juga memperluas lapangari kelja bagi penduduk di
Kota Balikyapan.

Sektor  industri  pengolahan  diperldrakan  akan  terus  bertumbuh
seiring  dengan  berbagai  agenda  pengembangan  industri,  baik  industri
berskala  besar  dan  sedang  maupun  skala  mikro  dan  kecil.  Intervensi
dalam  pelayanan  perizinan,  permodalan,  pemasaran,  dan  peninghatan
kapasitas pelaku industri perlu  ditingkatkan gLina mendorong kenaikan
nilai PDRB sektor industri pengolahan di Kota Balikpapan.

2.8.2.2      Rasio PDRB Akomodasi Mahan dan Mi"im
PDRB  akomodasi  makan  dan  minum  merupakan  indikator  yang

digunakan  untuk  mewakili  pengukuran  nilai  tambah  yang  dihasilkan
melalui kegiatan pariwisata. Pemahalnan pariwisata saat ini tidak hanya
terbatas pada kegiatan rekeasi tetapi juga meliputi kegiatan perialanan
dengan tujuan bisnis dan pendidikan yang bersifat jangka pendek. Rasio
PDRB  akomodasi makan dan  minum dihitung dengan membandingkan
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nilai  PDRB  sektor  akomodasi  makan  dan  minum  terhadap  total  PDRB
daerah.   Rasio   ini  ditujukan   untuk  melihat   sejauh   mana  kontribusi
kegiatan pariwisata terhadap perekonomian daerah.

2020                            2021                             2022                            2023                            2024

-Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum   -.-Pertumbuhan PDRB Akomodasi Makan Minum
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Gahl)ar 2. 40 Rasio dan PerfumbuhaD PDRB AIEozliodasi MakaD Minum Rota
Balikpapan
Tahun 2020-2024 (%|
Su,mber.. EPS Kata Bal{kpapan, 2025

Rasio   PDRB   akomodasi   makan   dan   minum   Kota   Balikpapan
tergolong sangat kecil yaitu  1,75 persen per tahun. Angka tersebut sangat

jauh   lebih   rendah  jika   dibandingkan   dengan   rasio   PDRB   industri
pengolahan sebagai lapangan usaha utama di Kota Balikpapan.  Sebagai
daerah perkotaan, potensi pariwisata Kota Balilapapan tidak terletak pada

potensi wisata alam.  Nalnun, jika mengacu pada konsep pariwisata saat
ini,  kegiatan  wisata dengan  tujuan  bisnis dapat menjadi  faktor penarik
bagi wisatawan untuk melakukan peljalanan ke Kota Balikpapan.

Nilai PDRB akomodasi makan dan minum Kota Balikpapan secara
nominal maupun riil terus menunjukkan kenaikan. PDRB nominal sektor
ini mencapai 2,73 triliun pada tahun 2024, sedangkan PDRB riil sebesar
1,57 triliun rupiah.  Meskipun rasio PDRB akomodasi makan dan minum
Kota Balilapapan selama periode 2020-2024 tergolong kecil, pertumbuhan
sektor ini menunjukkan pertumbuhan yang tinggi mencapai 11,22  persen

pada   tahun   2024.   Angka   tersebut   mengindikasikan   bahwa   sektor
akomodasi  makan  dan  minum  merupakan  sektor yang potensial  untuk
dikembangkan.

2.8.2.3       Fhoporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif semakin menjadi sektor strategis dalam mendorong

pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.  Proporsi Produk
Domestik     Regional     Bruto     (PDRB)     dari     sektor     ekonomi     kreatif
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mencerminkan  kontribusi industri kreatif terhadap perekonomian  suatu
daerah,  seperti  semi,  desain,  media,  kuliner,  hingga  teknologi  berbasis
kreativitas.    Ekonomi   kreatif   menjadi   salah   satu   motor   penggerak

pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada kreativitas, pengetahuan, dan
budaya seiring dengan berkembangnya inovasi dan teknologi digital.

Penguatan  ekosistem  ekonomi  kreatif memerlukan  dukungan  dari
berbagal  pihak,  termasuk  pemerintah,  dunia  usaha,  komunitas  kreatif,
serta   akademisi.    Faktor~fcktor   seperti   akses   terhadap   pembiayaan,

perlindungan  hak  kekayaan  intelektual,  serta  infrastruktur  pendukung
menjadi aspek penting dalam mendorong pertumbuhan sektor ini.

2.3.2.4       Rasio Kewimusahaan

Rasio   kewirausahaan   merupakan   indikator   yang   menghitung

perbandingan antara jumlah orang yang berusaha dibantu dengan buruh
tetap dengan total angkatan ken.a di daerah tersebut.  Berusaha dibantu
dengan  buruh  tetap  atau  buruh  dibayar  adalah  berusaha  atas  risiko
sendiri dan mempekeljakan paling sedikit satu orang buruh atau pekelja
tetap yang dibayar. Besarnya rasio kewirausahaan dapat mengindikasikan
seberapa   banyak  penduduk  yang  mau   berwirausaha  dan  membuka
lapangan ken.a.

Tabel 2. 22 Raslo Kewirausahaan Daerah Rota Balikpapan
uraian 2020 lIIIIIIIrl,,I 2022 2023 2024

Jumlah Berusaha DibantuBuruhTetap 1 1.750 11.466 9.591 11.450 13.113

Total Angkatan Ken.a 310.169 320.117 329.542 343.384 366.791

Rasio KewirausahaanDaerah 3,79 3,58 2,91 3,33 3,58

Stwrr.ber: Kondisi A:ngkatcm Kerja Koto Bdilapapan Ta:hal,n 2020-2024, Diolah

Jumlah  penduduk  yang  menjadi  wirausaha  dan  mempekeljakan
karyawan  tetap  mengalami  fluktuasi  di  saat total  angkatan  kelja  terus
mengalami  peningkatan.  Kondisi  tersebut  mengindikasikan  masyarakat
Kota  Balikpapari  sebetulnya  sudah  memiliki  minat untuk berwirausaha
tetapi   beberapa   diantaranya   belum   mampu   mempertahankan   skala
usahanya.  Kondisi  usaha  yang  belum  stabil  dapat  menyebabkan  naik
turunnya rasio  kewirausahaan.  Hal  ini  umum  teljadi  pada  usaha yang
baru  ber).alan  dan  masih  berskala  mikro  di  mama  penerimaan  yang
diperoleh  belum  dapat menjanjikan  keuntungan jangka panjang.  Selain
itu, faktor target pasar dan target produksi yang tersegmentasi juga turut
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mempengaruhi  keputusan  untuk  mempekerjakan  karyawan  tetap  atau
cukup menjalankan usahanya sendiri.

Pada segmen Industri Mikro dan Kecil (IMK), misalnya, keterbatasan
modal  men].adi  salah  satu  persoalan yang dihadapi  di  Kota Balikpapan.
Pada  tahun  2024,  setidaknya  87,48  persen  IMK  menggunakan  modal
milik sendiri.  Padahal,  untuk mengembangkan  usaha diperlukan  modal

yang  tidak  sedikit,  terlebih  jika  ingin  menambah  kapasitas  produksi,
termasuk menambah pekelja di dalamnya. Persoalan seperti suku bunga

yang tinggi,  persyaratan yang sulit,  dan tidak memiliki agunan  menjadi
sejumlah alasan IMK memilih untuk tidak memanfaatkan pinjaman dari
bank.  0leh  karena  itu,  intervensi  dalam  bentuk  bantuan  permoda]an,

pemasaran, peningkatan kapasitas produksi sangat diperlukan oleh para
pelaku     usaha     untuk     meningkatkan     minat     dan     keberlanjutan
kewirausahaan di Kota Balikpapan.

2.3.2.5      Tinghat partisipasi Angkatan Keda

Tingkat partisipasi angkatan kelja (TPAK) merupakan perbandingan
antara  jumlah  angkatan  kelja  terhadap  penduduk  usia  kelja.   TPAK
menjadi   salah   satu   indikator  yang  dapat  digunakan   untuk  melihat
seberapa besar proporsi penduduk usia kelja yang aktif secara ekonomi.
Tinggi  rendahnya  TPAK  dapat  dipengaruhi  oleh  berbagai  fcktor  seperti
umur, status perkawinan, tingkat pendidikan, dan tuntutan ekonomi.

Ill-
-.g.:
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•Laki-Laki+Perempuan       .Laki-laki       .Perempucin
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Ganbu 2. 41 Tinghat Partifiipali AngkELtrD Keq.a |TPAH| Hota Bali|papan MeDurut
Jell. K®hbln Tahun 2020-2024
Sumber:  Kecrdaan  Angha±an  Kerja  Kcta  Bdikpapan  Ta:ham  2020-2023  dan  lndi:kel:tor
Kesejch:teraan Rakyat Kcta 13dikpapan Tchun 2024, Fholah

Keterangan: Data 'IPAK Laki-Lak± dan Perempuan Ta:ha:n 2024 belum tersedia
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Penduduk   usia   kerja   yang   memasuki   angkatan   kelja   Kota
Balikpapan secara umum menunjukkan kenaikan hingga 1,56 persen per
tahun  pada  periode  2020-2024.  Kondisi  ini  mengindikasikan  keinginan

penduduk usia kelja untuk masuk ke dalam pasar ken.a terus meningkat,
baik yang sudah  memiliki peke-jaan maupun masih mencari pekeljaan.
Pada   periode   2020-2023,   TPAK   laki-laki   maupun   perempuan   tidak
menunjukkan perubahan yang signifikan. TPAK laki-1aki cenderung lebih
tinggi dibandingkan TPAK perempuan yakni mencapai  80,27  persen  per
tahun  sedangkan  TPAK  perempuan  sebesar  47,30  persen  per  tahun.
Kondisi   ini   umum   teljadi   di   Kota   Balikpapan   maupun   Indonesia
mengingat  laki-1aki  merupakan  pencari  nafl{ah  utama  dalam  keluarga,
sedangkan bagi angkatan kelja perempuan keputusan untuk masuk ke
dalam  pasar  kelja  dipengaruhi  oleh  berbagai  fcktor  seperti  umur  dan
status perkawinan.

Penajam Paser utara

Kutai Barat

Mahakam u(u

Paser

Bontan8

Berau

l{aLimalttan Timur

Balikpapan

I(utaiTimur

Samarinda

Kutai Kartanegara

60,00           62,00           64,00           66,00           68<00           70.00           72,00           74 ,00

Garibar 2. 42 TPAK Kchupaten/Rota di Plovinsi KallmantaD TiDiir TahuD 2024
Sumber: EPS Hovinsi KaliTrrartwn ltmur, 2025

TPAK  Kota  Balikpapan  selama  periode  2020-2024  menunjukkan
kenaihan   tetapi   masih   menjadikan   Kota   Balikpapan   sebagai   daerah
dengan TPAK terendah keempat se-Provinsi Kalimantan Timur. TPAK Kota
Balikpapan  lebih  rendah  0,27  persen  poin  dibandingkan  dengan  TPAK
Provinsi    Kalimantan    Timur    dan    6,30    persen    poin    lebih    rendah
dibandingkan TPAK Kabupaten Penajam Paser Utara. Rendahnya TPAK di
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Kota Balikpapan mengindikasikan rendahnya penduduk usia ken.a yang
masuk ke dalam pasar ken.a.

Perekonomian Kota Balikpapan yang hingga saat ini didominasi oleh
lapangan  usaha  industri  pengolahan  menjadi  salah  satu  fa]ctor  yang
mempengaruhi  ketersediaan  lapangan  kelja  di  pasar  kelja.  Kebutuhan
akan  tenaga  kelja  berkeahlian  dan  berpendidikan  tinggi  serta  bentuk
industri  padat  modal  menjadi  salah  satu  penyebab  belum  terserapnya
angkatan kelja dengan optimal. Kondisi ini membuat sebagian penduduk
usia kelja memilih untuk mengurus rumah tangga atau tidak melakukan
aktivitas  apa  pun  karena  merasa  putus  asa  dalam  mencari  pekeljaan.
Intervensi  untuk  meningkatkan  keinginan  penduduk  usia  kelja  untuk
aktif  secara  ekonomi  sangat  diperlukan  karena  dapat  mempengaruhi
tingkat  produktivitas  dan  kesejahteraan  penduduk.  Perluasan  lapangan
kerja dan peningkatan kapasitas angkatan kelja perlu  menjadi prioritas

pembangunan daerah guna menjamin daya saing ekonomi daerah.

2.3.2.6       IndelEs lnovasl Daerah

Penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  yang  inovatif perlu  untuk
ditumbuhkembangkan    sehingga    untuk    mendorong    praktik    inovasi
tersebut  diselenggarakan  penilaian  inovasi  daerah  yang  diukur  melalui
indeks inovasi daerah.  Penilaian indeks inovasi daerah didasarkan pada
sejumlah kriteria dan jumlah inovasi yang diajukan.

Tabel 2. 23 IndelEs lnorasi Daerah Kota Balikpapan TahuD 2020-2024
-H,I,I, I                 skor I             predikat

2020 1.117 I      Sangatinovatif
2021 I                    39,2 Inovatif
2022 53'88 Inovatif
2023 39' 14 Inovatif
2024 57,21 Inovatif

Siti,mbeT: SK MeITteri Dalam NegeTi terita:ng lndeks lhovasi DaeTah Provinsi,
Kabapaten, dn:n Kola Ta:ha:n 2020 sampdi 2024, lxolah

Perhitungan  indeks  inovasi  daerah  mengalami  perubahan  sejak
tahun  2021  sehingga skor pada tahun 2020 dihitung dalam skala yang
berbeda. Indeks inovasi daerah Kota Balikpapan menunju]ckan hasil yang
cukup baik di mana tahun 2024 menjadi tahun dengan capaian tertinggi.
Skor  indeks  inovasi  daerah  tahun  2024  mengalami  kenaikan  sebesar
18,07 poin dibandingkan tahun 2023, menduduki peringkat ke-37 dari 93
kota se-Indonesia. Ada pun inovasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah
Kota Balikpapan  selama periode  2020-2024  diantaranya Mall Pelayanan
Publik,   Pantal   Balikpapan   (Pelayanan   terpadu   dan   terintegrasi   buat
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1ayanan kependudukan dan pencatatan sipil) , juga inovasi layanan digital.
Pada    tahun    2024,    Pemerintah    Kota    Balikpapan   juga    menerima

penghargaan  "Penyelenggara  Inovasi  Pelayanan  Publik  Terbajk  Tahun
2024" atas kinelja Mall Pelayanan Publik yang cepat dan mudah.

2.3.3   Penerapan Ekobomi Hijan dan Bird

Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan menjadi agenda penting
dalam  menjamin  pembangunan  ekonomi  tidak  hanya  berfokus  pada

pertumbuhan   yang   setinggr-tingginya   tetapi  juga   mampu   menjamin
keberlanjutan   pemanfaatan   sumber   daya  yang   ada   untuk   generasi
berikutnya.   Indikator  yang  digunakan  untuk  menggambarkan  sejauh
mama penerapan  pembangunan  ekonomi yang berkelanjutan digunakan
lndeks  Ekonomi  Hijau  dan  lndeks  Ekonomi  Biru.  Per.hitungan  Indeks
Ekonomi Hijau dan Indeks Ekonomi Biru hingga saat ini ban dihitung di
tingkat  nasional  dan  provinsi  sehingga  untuk  menggambarkan  kondisi

pembangunan  ekonomi yang  berkelanjutan  perlu  menggunakan  proksi
indikator lain yang dianggap dapat mewakili.

2.3.4   Transformasi Digital
Transformasi digital menjadi kunci untuk mengoptimalkan potensi

dan merespons dinamika perkembangan global, transformasi digital dapat
menjadi  katalisator  untuk  mewujudkan  Indonesia  Digital  yang  kuat,
sejalan  dengan  Visi  Indonesia  Emas  2045.  Transforlnasi  digital  juga
merupakan  proses  untuk  meningkatkan  produktivitas,  menumbuhkan
da.ya   saing,   serta  mendukung  pertumbuhan   ekonomi  berkelanjutan.
Perkembangan  Teknologi  lnformasi  dan  Komunikasi  (TIK)  menjadi  pilar
utama   dalam   transformasi   digital   yang   meliputi   berbagai   bidang
kehidupan.   .  Penerapan  teknologi  digital  mampu  mendorong  efisiensi
dalam proses produksi, mempercepat arus informasi, dan meningkatkan
aksesibilitas   layanan,   sehingga   menciptakan   lingkungan   yang   lebih
responsif  dan   inovatif.   Pembangunari  TIK  yang   semakin   baik   akan
mendorong   te"rujudnya    sistem    informasi   yang   terintegrasi    guna
mendukung transformasi digital.

2.3.4.1       Indel=s pembangtiDan Telmologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK|

Badan Pusat Statistik (EPS) telah menyusun lndeks Pembangunan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) yang merupakan salah satu
indikator penting dalam mengukur tin8kat kemajuan pembangunan TIK di
wilayah  Indonesia.  IP-TIK  terdiri  dari  11  indikator yang  dikelompokkan
dalam tiga  subindeks,  yaitu  akses  dan  infrastruktur,  penggunaan,  dan
keahlian.  IP-TIK menggunakan skala 0-10,  di nana semakin tinggi nilai
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indeks  maka  menunjukkan  pembangunan  TIK  yang  semakin  optimal,
sedangkan jika nilai indeks semakin rendah menunjukan pembangunan
TIK yang  kurang optimal di suatu wilayah.

Sejak tahun 2016 EPS mengembangnkan IP-TIK pada level nasional
dan  provinsi    mengacu  pada  metodelogi  yang  dirilis  oleh  Jnfematfonaz
rezecommunieafron Urhon (ITU)  dengan mama JCT Deuezapment Jnczejc (ICT-

DI)   sebagai   ukuran   standar   tingkat   pembangunan   TIK   yang   dapat
diperbandingkan  secara  intemasional.  Indeks  ini  tidak  hanya  berfungsi
sebagai alat ukur pembangunan TIK, tetapi juga sebagai indikator untuk
menilal     pertumbuhan     TIK,      kesenjangan     digital,      dari     potensi

pengembarigan teknologi informasi dan komunikasi di suatu wilayah.

Gambar 2. 43 Vleuall8a.i S®barain lnd®ke PembangiLaen TIE Indobeela menurut
Prorful, 2023
Stwmber: BPS (2024)

Nilai  Indeks  Pembangunan  TIK  dikategorikan  dalam  3   kategori

yaitu,  tinggi  (7,51-10,00),   sedang  (5,01-7,50),   rendah  (2,51-5,00),  dan
sangat rendah (On2,50).  Pada tahun 2023 sebagian besar provinsi berada

pada  kelompok  IP-TIK  yang  dengan  kategori  sedang,  baik  pada  tahun
2022  maupun  2023  termasuk  Provinsi  Kalimantan Timur yang menjadi
Wilayah induk dari Kota Balikpapan.
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2018                         2019                        2020                        2021                         2022                        2023

Ganbar 2. 44 Indeks PembanguDan TIE  Provinsi Kalimantan Tinur 2018-2023
sebagal Protsl
Sumber.. EPS (2024)

Nilai  IP-TIK  Kota  Balilapapan  saat  ini  masih  menggunakan  proksi
data dari Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan data pada tahun 2023,
IP-TIK  Provinsi  Kalimantan Timur tercatat sebesar 6,66,  meningkat dari
tahun sebelumnya yang sebesar 6 ,60. Kenaikan ini mencerminkan adanya

perbaikan  yang  berkelanjutan  dalam  pengembangan  infrastruktur  TIK,
peningkatan  penggunaan  layanan  TIK,  serta  peningkatan  keterampilan
masyarakat dalam  memanfaatkan teknologi digital dalam pembangunan
TIK di wilayah Kalimantan Timur.

6,61

2019                        2020                        2021                         2022

•Akses lnfrastruktur     .Penggunaan     .Keahlian

Grmbar 2. 45 Nllai SubindelEs IP-TIE Fhovinsi K_al±±±±antan Tiinur 2018-2023
sebagal Prokei
Sumber: EPS (2024)

Berdasarkan data subindeks IP-TIK Provinsi Kalimantan Timur pada
tahun  2023  mengalami  peningkatan  pada  ketiga  aspek  yang  diukur.
Subindeks Penggunaan mengalami kenalkan yang cukup signifikan dari
6,49  pada  tahun  2022  menjadi  6,66  pada tahun  2023.  Sementara  itu,
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subindeks Keahlian juga menunjukkan peningkatan dari 6,69 pada tahun
2022  menjadi  6,74  pada  tahun  2023.   Namun,   subindeks  Akses  dan
Infrastruktur mengalami  sedikit  penurunan  dari 6,67  pada tahun  2022
menjadi 6,62 pada tahun 2023.

Penin8katan   nilai   IP-TIK   dan   nilai   ketiga   subindeks   tersebut
menunjukkan   adanya  upaya  yang  berkelanjutan  di  wilayah   Provinsi
Kalimantan Timur dalam pengembangan  infrastruktur TIK,  peningkatan
akses masyarakat terhadap layanan TIK, serta peningkatan kapasitas dan
keterampilan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital.  Namun,
sangat  penting  untuk  terus  memperkuat  pembangunan  TIK  di  seluruh
wilayah    kabupaten/kota    di    Kalimantan    Timur    guna    mengurangi
kesenjangan  digital  antarwilayah.  Dengan  demikian,  manfaat TIK  dapat
dirasakan  secara  merata  oleh  seluruh  masyarakat,  termasuk  di  Kota
Balikyapan.

2.3.4.2      Tinghat penetrasi dan Kontrmusi Internet
Pada Tahun 2024 Tingkat penetrasi internet di Provinsi Kalimantan

Timur mencapai 80,63 persen, dengan jumlah pengguna internet sekitar
3,1  juta  jiwa  dari  total  populasi  sekitar  4  juta  jiwa.  Angka  tersebut
menempatkan   Provinsi   Kalimantan   Timur   sebagai   provinsi   dengan

peringkat kedua tertinggi di Pulau Kalimantan setelah Kalimaritan Tengah
(82,400/o).  Dari  sisi  kontribusi,  Kalimantan  Timur  berkontribusi  sebesar
1,42  persen secara nasional dan 23,53 persen kontribusi terhadap total

penetrasi internet di Pulau  Kalimantan.  Kota Balikpapan sebagai bagian
dari  Provinsi  Kalimantan  Timur juga  memberikan  kontribusi  signifikan
terhadap  pencapaian  penetrasi  internet tersebut,  dengan  akses internet

yang  memadai  dan  tingginya  kesadaran  masyarakat  akan  pentingnya
konektivitas digital.

Tabel 2. 24 Ting]rat Penetrasi dan K®ntrfflbusl lnternet di hlau Kallmantan
Tahun 2024 sebaLgal Proksl

iJ . , I '` , , L=1 -Penetrasi II  Kontribusi   (Nasional) Kontribusi (Pulau)
Kalimantan Barat 79,03% 2,010/o 33,17%
Kalimantan Timur 80,630/o 1,42% 23,53o/o
Kahimantan Selatan 71'760/o 1,37% 22,61o/o
Kahiantan Tengah 82'400/o 1,030/a 17,060/o
Kalinantan Utara 66,69o/o 0,22% 3,63%

Sumber: SitiTuei Asosiast Perayelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) TahaJ:n 2024

Metode   koneksi   internet   di   Kalimantan   Timur,   termasuk   Kota
Balikpapan, mayoritas menggunakan mobile data dengan operator seluler
sebesar  71,43  persen,  disusul  oleh  penggunaan  Wifi  di  rumah  sebesar
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26,79  persen,  dan  Wifi  di  kantor,  sekolah,  atau  kampus  sebesar  1,79

persen.  Pola penggunaan ini mencerminkan preferensi masyarakat akan
akses  internet  yang  mudah   dan   fleksibel   dengan   perangkat  mobile.
Dengan   tingkat   penetrasi   yang   tinggi   dan   pola   penggunaan   yang
didominasi mobile data, Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur
secara umum menjadi wilayah yang siap menghadapi transformasi digital
dan mendorong perkembangan ekonomi digital di kawasan Kalimantan.

2.3.4.3       hdeks MasyaralEat Digital Indonesia (IMDI|

Indeks  Masyarakat  Digital  Indonesia  (IMDI)  merupakan  indikator

yang  dikembangkan  oleh  Badan  Pengembangan  Sumber  Daya  Manusia
Komunikasi  dan  Digital,  Kementerian  Komunikasi  dan  Digital  Republik
Indonesia (BPSDM Komdigi Kemkomdigi RI).  IMDI bertujuan memberikan

gambaran  komprehensif  mengenai  tingkat  perkembangan  masyarakat
digital di  suatu wilayah.  IMDI  disusun berdasarkan  empat pilar utama,

yaitu  infrastruktur  dan  ekosistem  digital,  pemberdayaan  masyarakat,
keterampilan digital, serta peluang lapangan kelja. Keempat pilar tersebut
menjadi  landasan  fundamental  dalam  membangun  dan  memperkuat
komunitas digital di Indonesia. Berikut gambar grafik kondisi masyarakat
digital  di  Kota  Balikpapan  berdasarkan  hasil  pengukuran  IMDI  pada
Tahun 2024.

Kota Samarinda

Kota  Balikpapan

Kota Bontang

Kab. Paser

Kab. Kutai Timur

Kab. Penajam Paser...

Prov. Kalimantan Timur

Kab. Berau

Kab. Kutai Kartanegara

Kab. Kutai Barat

Kab. Mahakam ulu

0,00             10,00            20,00            30,00            40,00            50.00            60.00

Ga)nbar 2. 46 Perbandlngan RElai IMDI Kabupaten/Kota di Prowhsl Kalimantan
Tlmur
Tahun 2024
Sumber: Bulou IMDI 2024, BPSDM Komdigi Kemhomdidr RI
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Ketera:ngcm ka:tegori rdial IMDI:
•     tsangat Rer\dah: wihi lMDl faLTang daTi 30,88
•     Rendah: rilal IMDl bercida di crfuara 30,88 hingga 36,27
•     Cfu:kup: ndal IMDl berada di hisarcm 36,28 hingga 47,06
•     Ti;riggis ndal lMDl bercrda di aatara 47,07 hingga 52,47
•     Sangat Tinggt: rilal IMDI lebth besar dart 52,47

Pada   tahun    2024,    Kota    Balikpapan    mencatat    nilai    Indeks
Masyarakat Digital Indonesia (IMDI)  sebesar 49,16 yang termasuk dalam
kategori tinggi.  Nilai ini menempatkan Balikpapan di peringkat kedua di
Provinsi Kalimantan Timur, sedikit di bawah Kota Samarinda yang meraih
nilai tertinggi 50,26. Pencapaian ini menunjukkan bahwa Kota Balikpapan
memilihi   tingkat   pemanfaatan   teknologi   digital  yang   cukup   balk   di
kalangan masyarakatnya.

2022

47,50

49,16

EKota Balikpapan       |Prov. Kalimantan Timur

GaDbar 2. 47 Indeks Masyaralrat Digital IDdonesia Rota Balil=papan Tahun 2022-
2024 |Nilai|
Siti,mber: Bu:Iou IMDI 2024, BPSDM Komdigi Kemhomdigi RI

Nilai  IMDI  Kota  Balikpapan  menunjukkan  tren  positif dari  tahun
2022   hingga   2024.   Pada   tahun   2022,   nilai   IMDI   mencapai   47,67,

kemudian sedikit menurun menjadi 47,50 pada tahun 2023, dan kembali
meningkat   pada   tahun   2024   menjadi   49,16.   Nilai   tersebut   secara
konsisten berada di atas nilai rata-rata Provinsi Kalimantan Timur, yang
selama periode yang sama menunjukkan nilai 45,06 (2022), 43,40 (2023),
dan  44,45  (2024).  Pencapaian  ini  menegaskan  posisi  Kota  Balikpapan
sebagai   daerah   dengan   tingkat   kemajuan   digital   yang   lebih   balk
dibandingkan  rata-rata  provinsi.  Dengan  nilai  49,16  pada  tahun  2024,
mengindikasikan  bahwa  masyarakat  Kota  Balikpapan  memiliki  tingkat

pemanfaatan  teknologi  dan  digitalisasi  yang  cukup  balk.   Kondisi  inj
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menjadi modal kuat untuk pengembangan lebih lanjut layanan digital dan
transformasi digital di berbagai sektor di Kota Balikpapan.

2.3.5   Integraal Ekonomi Domestik dan Global

Sub  bab  ini  menjelaskan  kondisi  integrasi  ekonomi  domestik  dan

global dalam mendorong peningkatan produktivitas perekonomian daerah
dalam   mendukung   rantai   pasok   global.   Kondisi   perekonomian  yang
semakin   terbuka   memberikan   peluang   bagi   Kota   Balikpapan   untuk
mengambil kebijakan yang dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi
daerah seperti kegiatan ekspor dan investasi. Gambaran mengenai kondisi
investasi   dan   kegiatan   ekspor-impor   daerah   dijelaskan   pada   bagian
berikut ini.

2.3.5.1       PembeDtukan Modal Tetap Brute

Investasi     memegang     peranan     penting     dalam     mendorong

pertumbuhan  ekonomi daerah.  Investasi dapat berbentuk investasi  fisik
dan  finansial.  Dalam  konteks  PDRB,  investasi  fisik  digambarkan  oleh
indikator   Pembentukan   Modal   Tetap   Bruto   (PMTB)   dan   perubahan
inventori.  PMTB  merupakan  indikator yang  menunjukkan  penambahan
atau  pengurangan  aset  tetap  pada  suatu  unit  produksi  dalam  kurun
waktu tertentu.

2020                         2021                          2022                         2023                         2024

-PMTBADHK      -PMTBADHB     -Pertumbuhan PMTB

GaDbar 2. 43 PeDbentuhD Modal Tetap Brute `PMTB) KotB BalikyapaD Tahun
20ZO-2024
Sumber: EPS Kofa Bdikpapan, 2025

Nilai nominal PMTB Kota Balikpapan menunjukkan kenaikan setiap
tahunnya hingga mencapai 59,33 triliun rupiah pada tahun 2024. Apabila
dilihat  dari  harga  konstan,  nilal  PMTB  menunjukkan  kenaikan  dengan

pertumbuhan yang berfluktuasi dengan rata-rata sebesar 4,43 persen per
tahun   pada   periode   20202-2024.   Pertumbuhan   PMTB   yang   positif
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mengindikasikan   adanya   kenaikan   investasi   fisik   berupa   bangunan,
infrastruktur, mesin, dan kendaraan di Kota Balikpapan.

Tingginya   PMTB    Kota   Balikpapan   menjadikan   PMTB    sebagai
komponen      pengeluaran      tertinggi     yang     berkontribusi     terhadap

pembentukan  PDRB  daerah.  Kontribusi  PMTB  terhadap  perekonomian
Kota Balikpapan  mencapai  39,71  persen  per tahun.  Investasi  fisik yang
masuk ke Kota Balikpapan tergolong tinggi sejalan dengan pembangunan
berbagai infrastruktur fisik, terutama sejak proyek RDMP RU V Pertamina
dan peningkatan infrastruktur pendukung IKN beljalan.

2.3.5.2      Ekepor Barang dan.asa
Kegiatan ekspor dan impor muncul akibat keterbatasan barang dan

jasa  yang  dapat  diproduksi  di  suatu  wilayah.  Persoalan  bahan  baku,
ketersediaan sarana prasarana, disparitas harga menjadi sejumlah alasan
ten.adinya  aktivitas  ekspor  dan  impor.  Bagi  daerah  yang  tidak  mampu
memenuhi kebutuhannya  sendiri  dapat mendatangkan  barang dan jasa
dari  luar  daerah  melalui  aktivitas  impor,  sedangkan  bagi  daerah  yang
memiliki  kelebihan  produksi  dapat  memenuhi  permintaan  dari  wilayah
lain dengan melakukan kegiatan ekspor.

Tingginya     ekspor     dapat     menggambarkan     seberapa     besar

produktivitas daerah dalam menghasilkan suatu produk yang dibutuhkan
oleh  daerahnya dan wilayah  lain.  Semakin  tinggi ekspor maka semakin

pula     dorongan     untuk     pertumbuhan     ekonomi     daerah.     Untuk
menggalnbarkan    kemampuan    ekspor    Kota    Balikpapan    digunakan
indikator net ekspor yang sudah dikurangi besaran impor. Berikut adalah

gambaran net ekspor Kota Balikpapan.

2020                               2021                                2022                                2023                               2024

-Net Ekspor ADHB        -Net Ekspor ADHK       .®--Kontribusi Net Ekspor

thribar 2. 49 PDRB dan Rasio PDRB Net Ekspor Kota Ba]ilpapan Tahun 2020-2024
Sumber: IItol,ah d,art BPS Kata Bali:kpapcm, 2025
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Besaran  net  ekspor  Kota  Balikpapan  menunjukkan  angka  yang

positif yang mengindikasikan besaran ekspor daerah lebih besar daripada
impor.   Net  ekspor  Kota  Balikpapan  menunjukkan  tren  yang  menaik
dengan pertumbuhan mencapai 5,16 persen per tahun. Pada tahun 2024,
net  ekspor  Kota  Balikpapan  mencapai  52,63  triliun  rupiah  atas  dasar
harga berlaku atau 44,26 triliun rupiah atas dasar harga konstan.

Pada  periode  2020-2024,  rasio  PDRB  net  ekspor  terhadap  total
PDRB  Kota Balikpapan menunjukkan tren yang menaik meskipun pada
tahun  2024 menurun  1,28 persen poin ke angka 34,27.  Turunnya rasio
PDRB  net  ekspor  disebabkan  oleh  kenaikan  PMTB  daerah  yang  lebih
tinggi dibandingkan  kenaikan net ekspor.  Pada  tahun  2024,  nilal  PMTB
naik  5,69  triliun  rupiah  sedangkan  kenaikan  net  ekspor  sebesar  1,73
triliun  rupiah.   PDRB  net  ekspor  menjadi  kontributor  terbesar  kedua
setelah  PMTB  dengan  rata-rata  kontribusi  mencapai  32,59  persen  per
tahun yang mengindikasikan tingginya kegiatan ekspor daerah.

2.3.6   Peckotaen dan Perdesaan sebagal Piisat Perdimbuhan Ekonomi

Kota Balikpapan yang memiliki konsep sebagai kota nyaman huni
atau Jt.ueab!e city sesungguhnya merupakan representasi dari sebuah kota

yang  berkelanjutan   (sLtstcH.nczbze  a.fry)   dengan  harapan  kualitas  hidup
masyarakat  dapat  dipertahankan  dan  meningkat.   Selain  itu,  sebagai
sebuah  kota  yang  terus  berkembang  ketersediaan  infrastruktur  yang
memadai menjadi fasilitas yang sangat penting untuk meningkatkan daya
saing daerah.  Secara khusus kondisi infrastruktur wilayah dapat dilihat

pada tabel nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2023 berikut:

Tabel 2. 25 Nllal lnfrastrulrfur dale_in lndel=s Daya Saing Daerah Tahun 2023

.   ,       ,.      - 1----

-,Pila •  .  ,    .  .  ,  ,     :Pila _.    Pilar 4

skor
:   ,   lr€ tt frast I,,, tabilitas I,L|,

I -__I
r) - I ' :, d.,,,,,

Nasional* 4'30 2,71 3,58 3'54 3'44
I    'L.      .                      IProvlnslKalimantanTimur

4,48 2'41 4'02 3,63 3,30

Rata-RataKab/Kota
4,31 2,19 4,15 3,40 3,11

Paser 4,32 2,31 4,17 3,51 2,86
Kutai Bast 4,13 2,04 4,02 3,28 `2,J5

KutauKartanegara
4,21 2,56 3,85 3,61 3,09

Kutal Timur 4,13 2,17 3,85 3,12 2,78
Berau 4,24 2,33 3,69 3'31 2,92
Penajam 4,22 2,41 4,19 3,76 2,98
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a -
:_:.___.._

-,Pila •  .  ,    .-,  ,     ,Pila{,.                          I

skor
+ ta

tusil frast 11 I+,, / a+ a T` i 1 : + a a IDSD
rl - 11 I :,

3).,,,,,

Paser Utara
MahakanHulu - 0,78 2,81 3,46 -

Balikpapan 4,56 2,80 4,94 3,42 3,59
Sanarinda 4,38 2,32 4,99 3,62 3,79
Bontan8 4,59 2,14 5,00 2,88 3,18

Sumber:  Indeles Daga Salng Daerah 2023, BRIN

Kondisi    Infrastruktur    berdasarkan    IDSD    Tahun    2023    yang
dikeluarkan oleh Badan  Riset dan Inovasi Nasional  (BRIN)  memiliki nilai

yang cukup baik pada Dimensi Lingkungan Pendukung, yang pilar kedua
yaitu   infrastruktur   memiliki   nilai   2,80.    Nilai   tersebut   lebih   tinggi
dibandingkan dengan nilai IDSD Provinsi Kalimantan Timur dengan nilai
2,41.

Infrastruktur wilayah pada dasamya merupakan elemen pendukung
dalam  keberlangsungan  kehidupan  masyarakat  yang  tinggal  di  suatu
wilayah yang akan menyokong perkembangan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat.  Hasil survei Indeks  Kepuasan  Layanan  Infrastruktur Dasar

(IKLI) Kota Balikpapan dari tahun 2019 sampai dengan 2023 yang diukur
dari   pendapat   warga   Kota   Balikpapan   tentang   kepuasan   layanan
infrastruktur dari  berbagai  aspek  seperti  infrastruktur jalan, jembatan,
moda    transportasi,    jaringan    air    bersih,    irigasi    dan    perumahan,
menunjukkan  bahwa  pada  tahun  2019,  realisasi  indikator  ini  sebesar
77,75  yang  kemudian  meningkat  signifikan  menjadi  82,03  pada  tahun
2020,   dan  terakhir  menjadi  77,99  pada  tahun  2023.   Secara  umum
capaian  indikator  IKLI  Kota  Balikpapan  mengalami  fluktuasi  meskipun
dalam tren yang meningkat pada akhir tahun perhitungan.

2019                         2020                         2021                         2022                         2023

Gambar 2. 50 IndelEs Kepuasan Lnyanan lnfrostmlrfur Dasar (IKLI) Tahun 2021-2023
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Su:mber:   KaJia;n  Su:ruey   lndeks   Pelayann:n  I"frosmi:ktur  ch;rL  Ko¢a  Layak  Huwi  Kcta

Bdikpapan, 2023

Berdasarkan   kineH.a   penyelenggaraan   jalan,   sesuai   Keputusan
Walikota  Balikpapan  Nomor:  188.45-415/2016  tentang  Penetapan  Ruas
Jalan  Sebagai  Jalan  Kota  Balilapapan  maka  total  panjang  jalan  kota
adalah  sepanjang  501,185  kin,  yang  kondisi jalan  dan jembatan  Kota
Balikpapan yang dilakukan berdasarkan survei oleh DPU Kota Balikpapan
dari tahun 2016-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 26 Padyang Jalan Menurut Kondlsl Jala]i di Kota Ballkpapan (lEin| TalLun
2016-2023

Kualitas
LI,I I,I,, LI,IHI,I H,I|=I,, 2I,IL,I,, H,rl,I,, LI,rlI,, X,Jf#2,, LZ,y!JfcI,, X,,LE2,,

Baik 396,58 95'39 288,95 268,99 365,31 344,947 322,279 137,584 347,595

Sedans 85'93 295,56 133'24 150,13 96,59 102,363 169,129 218,351 116,723

Rusak 18,66 58'60 30,55 54,44 38,91 53,870 27,240 24,297 22'192

RusakBerat
51,63 48'44 27.61 0'38 62'561 14,669

Jundah 501'18 501,18 501,18 501,18 501,18 501'180 518,648 442,793 501,185

Su:mber: EPS, Koto Bcdikpapan daham angka 2024

Persentase  kemantapan  jalan  yang  dihitung  dari jalan  baik  dan
sedang dibandingkan total panjang jalan, pada tahun tahun 2024 adalah
sebesar 92,640/o atau turun jika dibandingkan capaian pada tahun 2016
sebesar 96,28°/o.  Hal ini seiring dengan perbaikan data dan perencanaan
kondisi jalan melalui pemanfaatan sistem informasi jalan dan jembatan.

Berdasarkan   kinelja   pengelolaan    sumber   daya   air,    terdapat
beberapa  indikator  sehubungan  dengan  fokus  penyelenggaran  urusan

pemerintahan di Kota Balikpapan yaitu pengendalian banjir, pengelolaan
saluran  irigasi  dan  penyediaan  sumber  air  baku.  Sehubungan  dengan

pengendalian banjir, penyelenggaran drainase di Kota Balikpapan selama
ini   mengacu   pada   Mastexpza7t   Drainase  yang   telah   disusun   dengan

pengaturan   rencana   dimensi   drainase   dan   rencana   pembangunan
bendungan pengendali (bendali) banjir di beberapa titik.
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Garibar 2. 51 Penurunan Tltm Banjir dl Rota Ballkyapan Tahun 2021-2023
Surnber: Dinas Pekerjaan Umum, 2022

30

20

10

0

-Titik Banjir      -Presentase p@njang satur¢in Drclintlse ysng Berfimgsi dengan Balk

Gambar 2. 52 Persentase Padang Saluran Dralnase yang Elerfuqgsl
dengaii Balk daai Tltlk Badir dl Kota Balmpapan Tahun 2018-2022
Sunber: mnas Pekerjaan Umun, 2022

Jika  dilihat  berdasarkan   kondisi   drainase,   teljadi   peningkatan

pemeliharaan    yang    ditunjukkan     dengan     semakin     meningkatnya
persentase  drainase  yang  berfungsi  baik.   Adapun  titik  banjir  sesuai
dengan  bcrsezfne  pada  tahun  2015  yang  disusun  oleh  Dinas  Pekeljaan
Umum Kota Balikpapan, titik banjir pada tahun 2015 adalah sebanyak 50
titik   dan   menurun   menjadi   30   titik   pada   tahun   2019.   Sedangkan
berdasarkan  bczsezjne  titik  banjir  yang  disusun  pada  tahun  2020,  titik
banjir mengalami peningkatan menjadi 88 titik.

2.3.7   Stabilitas Ekonomi Mabo
Stabilitas ekonomi makro merupakan kondisi perekonomian suatu

daerah  stabil  tanpa  fluktuasi  yang  signifikan,  mencakup  pengendalian
inflasi,  tingkat  pengangguran  yang  rendah,  dan  pertumbuhan  ekonomi
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yang berkelanjutan.  Stabilitas ekonomi makro diarahkan untuk menjaga
stabilitas   moneter,   mendukung   sektor   keuangan,   dan   mewujudkan
kesinambungan   fiskal.   Indikator   yang   digunakan   untuk   mengetahui
stabilitas ekonomi makro salah satunya adalah tingkat inflasi.

2.3.7.I       Tinghat lnflasi

Tingkat inflasi merupakan  persentase kenaikan harga barang dan

jasa  secara  umum  dalam  periode  tertentu.  Inflasi  menurut  EPS  adalah
kenaikan  harga  barang  dan  jasa  secara  umum,  terutama  kebutuhan

pokok masyarakat,  atau penurunan daya beli mata uang suatu  negara.
Inflasi diukur dengan menggunakan indeks harga konsumen (IHK), yang
mencatat perubahan harga dari sekumpulan barang dan jasa yang umum
dikonsumsi  oleh  masyarakat.  Terdapat  berbagai  kategori  inflasi,  seperti
inflasi   ringan,   sedang,   berat,   dan   hiperinflasi,   yang   masing-masing
mencerminkan tingkat keparahan kenaikan harga. Inflasi yang terkendali
dapat mendukung pertumbuhan ekonomi,  tetapi inflasi yang tinggi atau
tidak terkendali dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menciptakan
ketidakstabilan  ekonomi.  Berikut  tingkat  inflasi  Kota  Balikpapan  tahun
2020-2024.

2020                       2021                        2022                       2023

KALIMANTAN TIMUR               0,78                            2.15                            5,35                            3.46

INDONESIA                                     1,68                             1.87                             5,51                             2.61

BALIKPAPAN                                0,65                           2,28                           5,51                             3.6

-KALIMANTAN TIMUR       -INDONESIA           =    BALIKPAPAN

Data    inflasi    gear-orL-gear   ryoY)    di    Balikpapan    menunjukkan
fluktuasi yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020,
inflasi  di  Balikpapan  tercatat  sebesar  0,65  persen,  meningkat  menjadi
2,28  persen  pada  tahun  2021.  Kenaikan  ini  mencerminkan  pemulihan
ekonomi pasca-pandemi yang mulai terlihat, di mama permintaan barang
dan jasa mulai meningkat. Namun, inflasi mengalami lonjakan tajaln pada
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tahun  2022  mencapai 5,51  persen yang menunjukkan adanya tekanan
inflasi yang lebih besar.  Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kenaikan
harga  bahan  pangan  dan  energi  serta  gangguan  rantai  pasokan.  Pada
tahun   2023,   inflasi  di  Kota  Balikpapan  turun  menjadi  3,6   persen,
mencerminkan    upaya    pengendalian    inflasi    yang    dilakukan    oleh

pemerintah daerah dan pusat, meskipun masih berada pada tin8kat yang
relatif tinggi.  Memasuki  tahun  2024,  inflasi  kembali  menurun  menjadi
1,11    persen   menunjukkan   stabilitas   harga   yang   lebih   balk   dan

pengendalian inflasi yang efektif.  Jika dibandingkari dengan Kalimantan
Timur dan Indonesia secara keseluruhan, inflasi di Balikpapan cenderung
lebih  rendah  pada  tahun  2024.   Kalimantan  Timur  mencatat  inflasi
sebesar   1,47  persen,  sedangkan  Indonesia  secara  nasional  berada  di
angka  1,57 persen.  Penurunan inflasi di Balikpapan ini dapat dipahami
sebagai  hasil  dari  kebijakan  ekonomi  yang  berhasil  menjaga  daya  beli
masyarakat dan stabilitas harga meskipun tantangan dalam pengendalian
inflasi tetap ada.

2.4   Aspek pelayanan umum
Sub  bab  ini  menguraikan  gambaran  umum  terkait  kondisi  Kota

Balikpapan dari aspek pelayanan umum. Kedua aspek tersebut dijelaskan
secara   rinci   dan   sistematis   secara   komprehensif.   Galnbaran   aspek

pelayanan umum di Kota Balikpapan dijabarkan sebagai berikut.
2.4.1   Regu]asi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Aspek ini memberikan gambaran pelayanan umum dalam bentuk
barang   publik   maupun  jasa  publik  yang   menjadi   tanggung  jawab

pemerintah     daerah.     Adapun     indikator    yang    digunakan     dalam
menggambarkan  kinelja  aspek  pelayanan  umum,  antara  lain  adalah
Indeks   Reformasi   Birokrasi,   Nilai   AKIP,   Indeks   SPBE,   dan   Indeks
Pelayanan Publik.
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Garibar 2. 53 IDdelEs ReforDasi Birohasi |RB| Koto BalikpapaD TahuD 2020-2024
Sitimber.. Sekretralat Daerah. 202 5

Indeks  Reformasi  Birokrasi  (IRE)  Kota  Balikpapan  mendapatkan

predikat a pada tahun 2024, dengan pertumbuhan sebesar 10,89 persen
jika   dibandingkan   dengan   tahun   2016.   Meskipun   demikian,   kinerja
reformasi    birokrasi    belum    optimal    yang    ditandai    belum    adanya

peningkatan  nilai RB  hingga tahuan  2024.  Kondisi ini dipengaruhi oleh
beberapa komponen RB yang belum optimal.

Indikator selanjutnya yang menggambarkan capaian kinelja bidang
tata kelola adalah  nilal AKIP.  Indikator ini  berkaitan dengan  bagaimaria

pemerintah   daerah   mempertanggunedawabkan   aktivitas   pemerintahan
yang   meliputi   perencanaan,   pengukuran   kinelja,   pelaporan,   hingga
evaluasi  kinelja.   Nilai  AKIP   secara  jelas  menggambarkan   bagaimana

pemerintah daerah mencapai target kinelja yang telah disusun pada awal
periode  tertentu  dan  kesesuaiannya  dengan  anggaran  yang  ditetapkan.
Adapun  capaian  nilai  ARIP  Kota  Balikpapan  tahun  2020  hingga  2024,
adalah sebagai berikut:
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Gambar 2. 54 Nllal AHIP Kota Balikpapan Tahun 2020-2024
Shirnher: Selonetoriat Daerah Kata Ballkpapan. 2025

Capaian   Nilai   ARIP   Pemerintah   Kota   Balikpapan   memperoleh

predikat   8   selamat   5   tahun   terakhir.   Meskipun   demikian,   kinelja
akuntablitas belum optimal yang ditandai dengan adanya fluktiatif nilai
ARIP. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan akuntabilitas kinelja masih
menghadapi  tantangan.  Kondisi  ini  disebabkan  oleh  kualitas  indikator
kinelja yang belum optimal, keterpaduan perencanaan,  serta mekanisme
cascacz€rzg kinelja belum berpedoman pada peta proses bisnis organisasi,

proses bisnis masih sama dengan nomenklatur.
Indeks  Kepuasan  Masyarakat  (IKM)  adalah  indikator  selanjutnya

yang digunakan untuk mengetahui aspek pelayanan umum. Sumber data
IKM didapat dari hasil survei berdasarkan beberapa komposisi pelayanan.
Adapun capaian IKM Pemerintah Kota Balilapapan dapat dilihat pada tabel
berikut:

85,24 84,93

2021                        2022                        2023                        2024

-lKM Kota Balikpapan

Gambar 2. 55  IndelEs Kepuasan Masyarakat Rota Balilxpapan Tahlm 2020-2024
Siti:mber: Bappedalitba:ng Kofa Bdikyapan, 2025
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IKM  Kota  Balikpapan  beljalan  fluktuatif dan  cenderung menurun

pada   2024,    dengan   rata-rata   capaian   79,97.    Penurunan   tersebut
disebabkan   oleh   tindaklanjut   pengaduan   masyarakat   belum   optimal
terutama  di  dalam  menjaga  ketentraman  dan  ketertiban  umum  (Hasil
Evaluasi  RKPD  2023),  namun  berhasil  kembali  dipulihkan  pada  tahun
2024.  Capaian kinelja tersebut menunju]ckan bahwa kualitas pelayanan
Pemerintah    Kota    Balikpapan    semakin    diperkuat    terutama    dalam
merespon kebutuhan masyarakat.

Kinelja   pelayanan   publik   dari   sisi   digitalisasi   perlu   diarialisis
terutama   dalam   menciptakan   Balikpapan   sebagai   kota   cerdas   dan
nyaman. TIK memiliki peran penting dalam mengakselerasi pembangunan
kota. Adapun kinelja digitalisasi dapat dilihat pada grafik berikut ini.

3.75

EEEEEiii3,05

3.96

Gambar 2. 56 IndelEs SPBE Tahun 2021-2024
Sumber: hifps:/ / 1data.rnerLpan.cio.id/

Digitalisasi   sektor   pemerintahan   dan   pelayanan   publik   sudah
beq.alan  optimal  di  Kota  Balikpapan.  Hal  ini  ditunjukkan  dengan  nilai
SPBE  Kota  Balikpapan  yang  sema]dn  meningkat.  Selain  itu,  selama  4
tahun terakhir nilai SPBE juga menunjukkan kinelja positif dengan rata-
rata perLingkatan, yaitu sebesar 3,08. Di samping itu, peningkatan kinelja

paling   tinggi   terjadi   pada   tahun   2023,   yaitu   sebesar   0,70.   Hal   ini
menandakan  bahwa  digitalisasi  pemerintahan  sudah  ben.alan  balk  dan
menjadi modal utama Kota Balikpapan sebagai kota cerdas ke depan.

2.4.2   Hulmm  Berkeadllan,  Keamanan  Nasional  yang  Tangguh.   dan  DemolErasi
Suhstansial
Aspek ini menjelaskan tentang penegakan hukum dan pelaksanaan

demokrasi  substansial  dalam  kehidupan  maayarakat.  Kondisi  tersebut
dapat  dinilai  dari  tingkat  kejahatan  atau  pelanggaran  yang  teljadi  dan
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sejauh  nana  diselesaikan  oleh  aparat.  Adapun  tingkat  kejahatan  atau

pelanggaran di Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2. 27 Jenis Kejahatan/Pelanggaran di Rota BalilEpapan Tahun 2021-2024

|JJ , , ti: . fl , I , I ,

20-.    .   .    |JEJEL|±..,r„. 2021      i      2022
___'___Z6_i.5._._._

5T2i____I

Dilaporkan 405 738 1224 1 406
Diselesajkan 276 538 666 854

Snjmber: BPS Kofa Bdikpapcm, 2025

Tingkat    kejahatan    atau     pelanggaran     di    Kota    Balikpapan
berdasarkan jenisnya  menunjukkan  peningkatan  setiap  tahun.  Hal  ini
ditandai dengan jenis kejahatan atau pelanggaran yang dilaporkan kepada
aparat kepolisian. Terdapat tiga jenis pelanggaran yang dilaporkan dengan
kasus  terbanyak  pada  tahun  2024,  yakni  BBM  illegal  sebanyak  22,5

persen dibandingkan keseluruhan kasus, pencurian kendaraan bermotor
yang  mencapai  11,73  persen,  dan  penganiayaan  ringan  sebesar  10,38
persen.     Setiap     kejahatan     atau     pelanggaran     yang     dilaporkan
ditindaklanjuti    oleh    aparat    penegak   hukum.    Meskipun    demikian,

persentase penyelesaiannya mengalami penurunan pada tahun 2024. Hal
ini  menandakan  bahwa  Kota  Balikpapan  masih  menghadapi  tantangan
dalam  penegakan  dan  penertiban  setiap  pelanggaran  yang  berimplikasi

pada belum optimalnya tingkat keamanan daerah.
2.4.3   KctangguhaD Diplomasi dan Pertahanan Berdnya Gentar Kawasan

Ketangguhan Diplomasi dan  Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan
diukur melalui lndeks Daya Saing Daerah (IDSD). Daya saing merupakan
salah   satu   kriteria   untuk   menentukan   keberhasilan   pembangunan
daerah.   Daya   saing  dikaitkan   dengan   masalah   produktivitas.   Dalam
konteks ini, daya saing sangat menentukan ketangguhan daerah maupun
negara.   Konsep   pengukuran   daya   saing   dalam   IDSD   terletak   pada
kemampuannya   dalam   mengombinasikan   perspektif   mikro   di   level

perusahaan/ industri dan perspektif makro di level institusi publik. F`aktor
penentu  daya  saing  kemudian  diteljemahkan  ke  dalam  12  pilar  daya
saing.  Indeks  Daya  Saing  Daerah  pada tahun  2024  di  Kota Balikpapan
dapat dilihat sebagai berikut:
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I KOTA BAllKPAPAN            4.36                3.96               4,so               4.ca                4,16               4.05                5.co                3.96                3,39

I KALiMANTAN T"un         4ff               2,89              4 ,i4               4,2s              4 ,is               4.cO               1.13               3,63              2.76

I NASIONAL                             4.18                2.97               3,47                3.99                3.76               3,91                2.57                3,03                2.76

-KOTABALiKpapAN        . KAilMANTAN TiMUR        . NAsoNAL

Gahbar 2. 57 Skor lndelEs Daya Saing Daerah
Sumber: Iindeks Dcaya Salng Daerah 2024

Pada tahun  2024  skor IDSD  Kota Balikpapan  lebih tinggi dibandin8kan
dengan  Nasional  dan  Provinsi  Kalimantan  Timur.  Skor  tertinggi  berada

pada pilar Ukuran Pasar dan Pasar Produk dengan skor 5,00, sedangkan
skor   terendah   berada   pada   pilar   Kapabilitas   Inovasi.   Hal   tersebut
mengindikasikan perlu  adanya pengembangan kapabilitas inovasi untuk
mendukung daya saing Kota Balikpapan.

2.4.4   Klneda Urusan Pemerintahan Daerah
Kinelja   urusan   pemerintahan   daerah   Kota   Balikpapan   diukur

dengan  melihat  capaian  Indikator  Kinelja  Kunci  (IKK).  IKK  merupakan
indikator  kinelja  yang  menggambarkan  keberhasilan  penyelenggaraan
urusan    pemerintahan.    Pemerintah    Kota   Balikpapan    memiliki    IKK
sebanyak 494  indikator dan telah dipenuhi seluruhnya.  Berikut capaian
IKK Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2019-2023.

Tabel 2. 28 Capaian lndihator Klneda Pembangiinan Daerah Kota BalilEpapan Tahtm
2019-2023
'    .-l|REZE  i   I.    . CAPAIAN

I           .   .   iFTTin!zEi   .                         ,.,
I     -   .  izm'T:,,,. .   .,I-, IIIpl.]L.IIIIRI.rA.IIIIIIIIIIIpl.yi-IIIIpl.r2I.|IIIIrl.rLz€IIIIIIIrl.rLE11

ASPEK KESRIAHTBRAA)I RI:ASTARAKAT 1

1 PDRE per kapita JutaRupiah 165,69 151,31 160,3 181,29 201,64 214,11

2 Inflasi % 1,88 0,65 2,28 5,51 3,6 1,11

3 Indeks ReformasiBirokrasi Poin 67,31 67,33 68 68,91 66,13 66,13

4 Nilai SAKIP Pain 68,68 68,99 69,28 69,5 68'75 69,06

5 Indeks PengelolaanKeuanganDaerah Poin 76,551 81,251 82,068

6 Derajat DesentralisasiFiskalDaerah % 24,21 33,14 28,28 26,6 26,9

7 Indeks SPBE Poin 2,44 3,05 3,75 3,96
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8 Maturitas SPIP Level Level 3 Level 3 Level 3
9 Indeks Sistem Merit Poin 0,65 0,68 0,68
10 Indeks KepuasanMasyarakat Poin 81,65 80,37 82,5 85,24 83,23 84'93

11
Indeks PembangunanManusia Poin 80,11 80,35 81,07 8 1 ,49 82'03 82,62

12 Indeks Pendidikan Poin 0,7482 0,7488 0,7587 0,7593 0'7599 0'7622
13 Indeks Kesehatan Poin 0,843 0,8315 0'8595
14 Indeks PembangunanLiterasiMasyarakat Poin 11,69 14,43 15,33

15 Indeks Warisan Budaya Poin 0,464 0,4955 0'4956
16 Indeks Liveable City Poin 77,58 81,69 78'48 77,71 77,85 74'87
17

Indeks KuahitasLingkunganHidup Poin 63,96 67'64 68,4

18
Persentase PemanfaatanRuangyangSesuaiPeruntukkan

a/o 85,14 85,14 96,85

19 Indeks Resiko Bencana Poin 110 118,21 101'43
20 Indeks Gini Poin 0,302 0,311 0,325 0,334 0,323 0,324
21

PresentasePertumbuhan UMKM a/o 29,55 20,21 19,23

22 Tingkat PengangguranTerbuka(TIT) a/a 7,29 9 8,94 6,9 6,09 6,22
23 TinEkat Kemislinan O/a 2,45 2,31 2'23
24 Pertumbuhan Ekonomi O/a 4,99 -0,91 4,57 4'96 6,49 3,23

25 Nilai Realisasi Investasi Triliun 15,426 24,125 25'705(dalam Triliun Rupiah) Rupiah
26 Skor Pola PanganHarapan Poin 86,I 88,6 87'35

27
Angka KunjunganWisatawan(dalam JutaOrang) JutaOrang

1,759 2,559 2,67

28
PersentasePertumbuhan PelakuEkonomiKreatif

O/a 28,46 33,53 38,57

29
PersentasePertumbuhan PDRBSektorPerdagangan

O/o 6'23 -3,07 7,08 8,42 5,66 9'77

AspEK DAyA SAlmG                                                                                                                                                        i
DRERE ((

1
Indeks KepuasanLayananInfrastruktur Poin 7 7 ,I 5 82,03 78,73 77'63 77'96 74,03

2 Indeks PembangunanInfrastruktur Poin 7r7 ,ffR) 77'98 81,62

3 Persentase PermukimanLayakHuni a/o 99,07 99,11 99,85

AspBH PBLAyAVAN urtyH                                                                                                                                   )
RE.¥,-,,,,,

.'S'^'B3£&.`rfuT±*±-`;r=t-T``'.=.'r,fitrT``:\`J`:.is=.I?o „iv',i,|`,i,|`|,J=|1iv:   r
'3$3i±,-'      --            `•1`/,-.,_./,,I.:`!::Ti.t

•    B`     fady6            ,`u          ®                ds.`ve    ffi8B I-.-.,i,L  -,     ,i   I.'-..,.  `  "   ..     \'.:wianJ@',..-    ^:.&`;
-                 -,    ,              I              `           ,          ,     ,`'

A uRusA)I pREERIrmAIIA)I
B[DANG pEND[DIKAnr

1 Harapan lama sekolah Tchun 14,13 14,14 14'22 14,23 14,24 14,25
2 Rata-rata lama sekolah Tahun 10,67 10,68 10,91 10,92 10,93 10,99
3 Nilai SAKIP OPD Poin 69,36 69,36 64,39

4
Rata-rata AngkaPartisipasiSekolch(Aprs)(SD,SMP)

Tchun 90'81 90,08 107,45

5
PersentasePengembanganKurikulumMuatan

0/o 54,01 380
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Lokal

6
Persentase Pendidik danTenagaKependidikanyangBerkuaurikasiMinimalD-IV/S1

0/o 95,16 95,16 8 I,86

7

Persentase SatuanPendidikanyangMerfulikilzin(PAUD/SD/SMP|
O/o 98,21

8

Persentase PeningkatanKarya,BahasradanSastrayangBercirikanKearifanI.okalBalik|]apan

O/a

9

Indeks KepuasanMasyarakat(IKM)InternalPerangkatDaerah
Poin 85,89 85,89 8;fi ,I yl7

8
URUSAV
pErmRIRTAHAAV
BIDAbrG KrsEHATA)I

1 Angka Harapan Hidup Tahun 74'41 75'2 75,5 74,68 75,64 75'87
2 Nilai SAKIP OPD Poin 81,37 81,37 81'67

3 Indeks KepuasanMasyarakat Nilai 84 83 84'58

4
Persentase TenagaKesehatanLulusUjiKompetensidanberijin

% 82 100 100

5

Persentase Ijin Farmasi,AlatKesehatandanMakanMinumyangDiterbitkan
% 100 100 100

6 Persentase UKBM Aktif a/a 80 100 loo

7
Indeks KepuasanMasyarakat(IKM)InternalPerangkatDaerah

Poin 81 82 75,92

8
Jumlah lbu Hamil yangmendapatkanlayanankesehatan

Jiwa 10.825 10.838 10.926

9
Jumlah Ibu Bersalinyangmendapatkanlayanankesehatan

Jiwa 10.072 10.346 10.441

10
Jumlah Bayi Baru Lahiryangmendapatkanlayanankesehatan

Jiwa 9.976 10.252 10.315

11

Jumlah Balita yangmendapatkanlayanankesehatan
Jiwa 56.791 51.614

12

Jumlah Warga Negarausiapendidikandasaryangmendapatkan1ayanankesehatan
Jiwa 337.682 84.632 101.088

13

Jumlah Warga Negarausiaproduktifyang
Jiwa 337.68 391.27 313.962mendapatkan layanankesehatan 2 3

14

Jumlah warga negarausialanjutyangmendapatkanlayanankesehatan
Jiwa 37.288 35.812 41.011

15 Jumlah Warga Negara Jiwa 132.97 63.242 64.603
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pend erita hiperten siyangmendapatkanlayanankesehatan 0

16

Jumlah Warga Negarapenderitadiabetesmellitusyangmendapatkanlayanankesehatan

Jiwa 17.263 19.279 20.253

17

Jumlah Warga Negaradengangangguanjiwaberatyangterlayanikesehatan
Jiwa 611 668 773

18

Jumlah Warga Negaraterdugatuberculosisyangmendapatkanlayanankesehatan
Jiwa 12.361 15.885 18.032

19

Jumlah Warga NegaraOrangDenganResikoTerinfeksiHIVyangmendapatkanlayanankesehatan

Jiwa 15.686 22.835

20
Persentase RS RujukanTingkatkabupatcn/kotayangterakreditasi

0/o 8/i),Sfi loo loo

21
Persentase ibu hamilmendapatkanpelayanankesehatanibuhamil

a/o 98,64 99,03 100,2

22
Persentase ibu bersalinmendapatkanpelayananpersalinan

O/a 96,15 99,04 100,31

23

Persentase bayi barulahirmendapatkanpelayanankesehatanbayibarulahir
0/a 100 103,05 104,06

24
Cakupan pelayanankesehatanbalitasesuaistandar

a/a 99,16 98'22 105,82

25

Persentase anak usiapendidikandasaryangmendapatkanpelayanankesehatansesualstandar

a/a 100 99,79 119,99

26

Persentase orang usia15-29tahunmendapatkanskriningkesehatansesualstandar

a/o 76,72 88,77 100

27

Persentase warga negarausia60tahunkeatasmendapatkanskriningkesehatansesualstandar

O/a 60'46 96,01 101'39

28

Persentase penderitahipertensiyangmendapatkanpelayanankesehatansesuaistandar

O/a 75,63 98,69 100

29

Persentase penderitaDMyangmendapatkanpelayanankesehatansesuaistandar
a/o loo 110'72 115,39

30 Persentase ODGJ beratyangmendapatkan 0/o 85,94 95,7 107,66
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pelayanan kesehatanjiwasesuaistandar

a uRusAN pBn8ERINTAHAN
BIDANG INFRASTRUKTUR

1

Indeks PembangunanInfrastrukturBidangPekeq.aanUmum 11 77'63 78,78 84'67

2
Persentasemenin9katnya kineljaSumberdayaAir

0 55,79 60,43 61,05

3

Persentase Infrastruktursektorpenyehatanlingkungandalankondisibalk 11 97,11 97,11

4
Persentase infrastrukturjalandanjembatandalamkondisibalk 11 79,95 79,92 79,92

5 Jumlah Bangunan yangmemilikiSLF 11 45 94 94

6 Persentase pelayananjasakontruksi 11 29,12 29,73 25,46

7 Nilai SAKIP OPD 78'87 78,87 79,8

8
Persentase pemanfaatanruangyangsesuai          0/operuntukan

89,74 89'74 96,85

9

Persentase penataanbangunandanlingkunganyangtelahdilaksanakan 11 20 25 42,86

10
Persentase PengelolaanSumberDayaAirdiKotaBalikpapan

55,88 CJn  ,kJF) 67,65

11

Persentase LuasKawasanPermukimanRawanBanjiryangTerlindungiolehInfrastrukturPengendalianBanjirdiWSKewenanganKabupaten/Kota

53'06 53,47 54,22

12

Persentase RumahTanggayangMemilikiAksesTerhadapLayananSanitasiLayak
93,39 96,76

13

Persentase JumlahRumahTanggayangMendapatkanAkses AirMinumPerpipaandanNonPert)ipaan

99,51 99,7

14
Persentase PenyediaanSaranaPersampahan 11 97,96 98

15
Persentase PanjangJalandalalnKondisiMantab 11 80 92,64

16
Persentase PelayananJalanLingkungan 79'45 0

17
Persentase BangunanyangMemilikilzin 11 eyf2,Sr' 93,59

18

Presentase Proyek yamMenjadiKewenanganPengawasannyaTanpKecelakaanKonstruks8              %a1
loo 100 100
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19

Persentase KesesuaianPelaksanaanPenataanBangunandanLinrfungan
% 20 25 42,86

20 Indeks PenyelenggaraanPenataanRuang Indeks 0,14 0,2 0,25

21

Indeks KepuasanMasyarakat(IKM)InternalPerangkatDaerah

Poin loo 82 loo

22

Indeks KepuasanMasyarakat(IKM)InternalPerangkatDaerah
Poin 76 82 84'32

23

Jumlah Warga Negarayangmemperolehkebutuhanpokokairminumsehari-hari
0/o 98,99 98,96 98,97

24
Jumlch Warga Negarayangmemperoleh1ayananpengolahanairlimbahdomestik

O/o 70,01 92'72 96,76

25

Persentase rumahtanggayangmemilikiaksesterhadaplayanansumbcrairminumlayak
O/a 84,93 86 99

26

Kapasitas prasarana airbakuuntukmelayanirumahtangga,perkotaandanindustri,sertapenyediaanairbakuuntukpulau-pulau

Liter/detik
1.510 1.570 1.720

27

Proporsi populasi yangmemilikiakseslayanansumberairminumamandanberkelanjutan
% 79'05 80,37 98,97

28

Persentase rumahtanggayangmemilikiaksesterhadaplayanansanitasilayak
O/a 97'18 93,32 96,76

29

Proporsi rumah tanggayangterlayanisistempengelolaanlumpurtinja
O/o 0,7 0,77 96'39

30
Persentase penggunamodatransportasiumumdiperkotaan

a/a 3,5 3'42

31

Jumlah MetropolitanbarudiluarJawasebagaiPusatKegiatanNasional|PKN)
Kota 1 1 0

32

Rata-rata institusi yangberperansecaraaktif
Institusi

66 66 66dalan Forum Dialog /
Perencanarm Lembag
Pembangunan KotaBerkelanjutan a

33 Panj ang pembangunanjalantol kin 33,12 33,12 27,44

34 Panj ang pembangunanjalankota(kin) kin 518'65 442'79 6'32

35 Rasio luas kawasan 0/o 53,06 53,47 54,2
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permukinan rawanbanjiryangterlindungiolehinfrastrukturpengendalianbanjirdiWSKewenanganKabupaten/Kota

36

Rasio luas daerah irigasikewenangankabupaten/kotayangdilayaniolehjaringanirigasi

a/a 22'25 22,25 95,67

37

Persentase jundahrumahtanggayangmemperolehlayananpengolahanairlimbahdomestik

a/a 92,27 75,67 95,99

38 Rasio kepatuhan IMBkab/kota a/o 92,8 100 95'77

39

Rasio tenagaoperator/teknisi/analisisyangmemilikisertifikatkompetensi
% 4,69 4,13 10

D URuSAav PENERINTAHAN BIDAVG PERuh-
DA« KAwasAN pERnnJRInun

1

Persentase pemenuhankebutuhanrumahlayakhuni
a/o 0 0 0

2
Persentase unit rumahyangsedangterbangunterfasilitasiPSU

a/a 21,97 20,13 24,56

3
Persentaseberkurangnya luaskawasankumuh

a/o 34,19 36,8 8/f3,2:J

4 Niial sARIp OpD Poin 72,55 72,55 0

5

Persentase PenyediaanRumahLayakHunibagiMasyarakatTerdampakKorbanBencanadanRelokasiProgranPemerintahKabupaten/Kota

a/a 0 0 0

6 Luasan KawasanKumuh(Ha) Ha 100'88 96,89 21,67

7

Persentase RumahTanggadiLuarSKKumuhyangMemilikiAksesTerhadapHunianyangLayak

O/o 0,03 0 0,04

8
Persentase PeningkatanPSUpadaLingkunganPerumahan

O/o 1,39 2,08 3'07

9

Indeks KepuasanMasyarakat(IKM)InternalPerangkatDaerah
Poin 77,29 76,5 76,78

10

Jumlah Warga Negarakorbanbencanayangmemperolehrumchlayakhuni
% 0 0 0

11

Jumlah Warga NegarayangterkenarelokasiakibatprogranPemerintahDaerah
% 0 0 0
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kabupaten/kotayangmemperolehfasilitasipenyediaanrumahyanglayakhuni

12
Persentase rumahtanggakumuhperkotaan

O/a 0,22 0,17 0,12

13

Proporsi rumah tanggayangmemilikiaksesterhadaphuninyanglayakdanteljangkau
O/o 99,81 99,83 99,98

14

Penyediaan danrehabilitasirumah layakhunibagikorbanbencanakabupaten/kota

O/o 0 0 0

15

Fasilitasi penyedi©rumahlayakhunibagimasyarakatterdampakrelokasiprogranpemerintahkabupaten/kota

a/a 0 0 0

16

Persentase kawasanpermukimankumuhdibawah10hadikabupaten/kotayangditangani

O/o 26,11 100 89,27

17
BerkurangnyajumlahunitRTLH(RumchTidakLayakHuni)

a/o 0,23 0,19 0,13

B uRusA)I pENERIrmAHAN BIDArvG XBTENTDRAMA)I DAN KRTERTIBA)I
UMUM SBRTA PEELINDUNGAN mASTAFLAKAT

1

Persentase PenurunanDanpakBurukYangDiakibatkanBencana
a/o 1 1,62 4,93 2,05

2
Persentase PenurunanAngkaKebakaranperTahun

% 13,15 18'93

3 Nilai SAKIP OPD Poin 55,5 55'5 0

4
Indeks KepuasanMasyarakat(IKM) SatpolPP

Poin 81,25 93,13 97

5 Nilai SAKIP OPD Poin 60,98 60,98 0

6
¥^-.-...

O/o 14 14 64,7
Presentase PenurunanKasusPelanggaranPerda

7

Persentase CakupanPelayananPenanggulanganBencana
a/a 79,64 93'24 90

8

Persentase CakupanPelayananPencegahanPenanggulanganPenyelanatanKebakarandanNonKebakaran

O/o 77,52 93,8 90

9

Indeks KepuasanMasyarakat(IKM)InternalPerangkatDaerah

Poin 7 1 ,69 91,45 84,98

10
Indeks KepuasanMasyarakat(IKM) Poin 77 81,09 95
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Intemal Peran8katDaerah

11

Jumlah Warga NegarayangmemperolehlayananakibatdaripenegakanhukumPerdadanperkada
Layanan

100 100 1

12
Persentase GangguanTrantibumyangdapatdiselesaikan

0/a 100 100 90

13
Persentase Perda danPerkadayangditegakkan

0/o 100 loo 100

F URUSA)I PEHBRINTAHAN BIDAOIG
SOSEL

1

Persentase PMKS yangMendapatPelayananSosial
% 43,43 73'42 85

2
Persentase TananMakamPahlawan yangTerkelola

% 79 80 82

3 Nilai SAKIP OPD Poin 62,74 62,74 0

4

Persentase PotensiSumberKesejahteraanSosialyangmendapatkanpembinaan

O/o 83,65 80 80'56

5

Persentase LayananRehabilitasiSosialPenyandangMasalahKesejahteraanSosial(PMKS|yangterpenuhi

a/o 43'43 83 85

6

Persentase AnakTerlantardanFakirMiskinyangMemperolehPerlindungandanJaninanSosial

% 8 1,46 73,92 55'07

7

Persentase korbanbencanaalamdan sosialyangterpenuhikebutuhandasarnyapadasaatdansetelahtanggapdaruratbencanadaerahkabupaten/kota

% 100 loo 91,68

8
Persentase PengelolaanTamanMakamPahlawan

% 79 80 82

9

Indeks KepuasanMasyarakat(IKM)InternalPerangkatDaerah

Poin 93 92 94

10

Jumlah rumah tanggayangmendapatkanbantuantunaibersyarat/ProgramKeluargaHarapan

RTS 5.970 5625 5.670

11

Pemenuhan kebutuhandasarkorbanbencanasosial
a/a 81 85 loo

12
Pendanpinganpsikososialkorban

Oran8 0 0 100
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bencana sosial

13

Persentase penyandangdisabilitasyangmiskindanrentanyangterpenuhihakdasamyadaninklusivitas

a/o 12,05 74,23 62

14

Persentase (%)penyandangdi sabilitasterlantar,anakterlantar,1anjutusiaterlantardangelandanganpengemieyangtexpenuhikebutuhandasamyadiluarpanti(IndikatorSPM)

0/a 12,05 91,21 65,42

15

Persentase korbanbencanaalamdan sosialyangterpenuhikebutuhandasamyapadasaatdansetelahtanggapdaruratbencanadaerahkabupaten/kota

a/a loo 100 91,68

I.gd.Hi:li`|ilH`Y/fiBE:#tll`HH&E8ENI`llA'J;I.I.:Il`[.I `       .;#.:€:j;:.+'
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A uRusA)I PEMERIRTAHAN
BIDANG TENAGA XERJA

1
Tingkat Parti sipasiAngkatanKeria(TPAK) O/o 65,58 63,48 66,8

2 Nilai SARIP OPD Poin 63,81 63'81 0

3
Persentase dokumenRencanaTenagaKelja(RTK)yangtersusun

% 2,92 2'8 3,07

4
persentase pencari ker].ayangmendapatpelatihanyangtersalur a/o 61 51,52 75

5
Persentase Pencari KeljaTerdaftarYangDitempatkan

O/o 25 38,1 1 36,99

6

Persentase PerselisihanHubunganIndustrialYangDapatDiselesaikandenganperjanjianbersama

a/o 87,5 60,53 54,9

7

Indeks KepuasanMasyarakat(IKM)InternalPerangkatDaerah

Poin 87'72 91,78 92,16

8 uRusAN pEMBRIrmAIIAN BIDANG pEMBERDATAAm
pEREMpuAN DAN pERLINDUNGABr ANAK

1

Persentase Jumlah OPDyangTelahMelakukanPenyusunanAnggaranyangResponsifGender
O/o 77,78 91'18 91,8

2

Rasio KekerasanTerhadapPerempuantermasukTPPOPerloo.000PendudukPerempuan

% 2 1,06 31,85 46,53

3
Persentase KecamatanyangMemilikiLayananPusatPembelajaran

O/a 83,33 loo loo
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Keluarga (PUSPAGA)

4 Persentase OPD yangMemilikiDataTerpilah a/a 27,77 33,33 38,24

5
Persentase TindakLanjutRekomendasiGumsTugasRA

a/o 67,1 70,05 80

6
Persentase PenyelesaianPenangananklienpadaUFTDPPA

a/o 66,37 98'08 96,36

7

Indeks KepuasanMasyarakat(IKM)InternalPerangkatDaerah

Poin 82'19 83'37 81'75

8

Jumlah kebijakan yangresponsifgendermendukungpemberdayaanperempuan

Poin 1 38 38

9

Proporsi kursi yangdidudukiperempuan diparlementingkatpusat,parlemendaerahdanpemerintahdaerah

O/o 21,56 20 r2:fJ,%n

10

Presen tasc keterwakilanperempuandiDewanPerwaldlanRakyat(DPR)danDewanPerwaldlanRakyatDaerah

0/a 20'74 20,74 r2/fj,ffn

11

Pro sentase keterwakilanperempuansebagalpengambilankeputusandiLembagaEksekutif(eselon11)

O/o 40 32,14 34,38

12
Prevalen si kekerasanterhadapanakperempuan

O/o 0,05 0,09 0,001

13

Prevalensi kekerasanterhadapanakperempuanyangmendapatlayanankomperehensif

O/o loo 100 100

C uRusAN pEmERIrmAHAN
BIDANG PAVGA]l

1

Persentase j u mlahcadanganpanganpemerintahdaerah
0/o 7,9 2 13,09

2
Tingkat KonsumsiEnergi/TKE(AKE 2100Kkal/kap./hari)

a/o 95 94,9 94,5

3
Tingkat KonsumsiProtein/TKP(57Gram/kap./hari)

% 115 116 114

4 Persentase KeamananPangan % 100 100 100

5 Nilai SAKIP OPD Poin 81,91 80,08 0
6 Persentase lnfrastrukturyangTersedia O/a 20 40 N/A

7
Persentase ketersediaanpangan(Tersedianyacadanganberas/jagungsesuaikebutuhan)

O/o 0,03 0,17 0'1

8 Persentase Penanganan O/o 100 loo loo
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Daerah Rawan Pangan

9
Persentase PanganSegarasalTumbuhanyangaman

a/o 100 100 loo

10

Indeks KepuasanMaayarakat(IKM)InternalPeran9katDaerah

Poin 73 75 77,54

11

Kualitas konsumsipanganyangdiindikasikanoleh skorPolaPanganHarapan(PPH)mencapai;dantingkatkonsumsiikan

Poin 86,1 88,6 87,35

12

Persentase ketersediaanpangan(Tersedianyacadanganberas/jagungsesuaikebutuhan)
O/o 0,03 0,17 0,097

D URUSA» PEMERIRTAHAN
BIDA)rG pERTAHAIIA]i

1

Prosentase angkakepuasanmasyarakatterhadappelayananadministrasipertanahan(IMTNdanFasilitasiSengketaTanah)

O/o 88,86 75 85,53

2 Prosentase luas tanahyangtelahdibebaskan 0/o 62,96 67 80'21

3 Nilai SAKIP OPD Poin 67'79 67,81 0

4
Persentase luaspemanfaatanijin lokasiyangditerbitkan

O/o 0

5

Persentase F`asilitasiPenangananSengketaTanahGarapanMelaluiMediasi

% 56 44,4 40

6
Persentase Luas TanahyangdiberikanGantiRugiyangdilaksanakanolehDPPR

% 62'96 80'2 80,21

7
Persentase Luas tanahyangSudanDimanfaatkan

% 63,12 80 88

E URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG rmGHUNGAN HIDUP

1
Indeks Kualitas Lahan(IKL) Poin 50,32 48.91 59,2

2 Indeks Kualitas Udara(IKU) Poin 84'29 89'98 86,28
3 Indeks Kualitas Air (IKA) Poin 50 54,5 54,49

4
Indeks REneq.aPengelolaanSanpch(IKPS)

Poin 71 79,21 81,28

5 Nilai SAKIP OPD Poin 70'85 70,85 0

6
Persentase KetersediaanDataDokumenPerencanaan

a/o 35,29 50 89

7
Persentase PengendalianPencemarandanKerusakanLingkunganyangDilaksanakan

% 63,96 100 100

8 Persentase RTH yang a/a 5'74 10'59 10'63
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dikelola

9

PersentaseUsaha/KegiatanPenghasilLimbah 83YangMelaporkanLimbahn_va

O/o 24,48 44,74 65,79

10
Persentase Usaha atauKegiatanyangMemilikiLzinLinrfungan

a/a 40,36 r2f),2:I 32,93

11
pers?ntase peningkatanpendidikan,pelatihan,danpenyuluhanLH

O/o 61'15 loo 100

12

Persentase pemberianpenghargaanlingkunganhidupkepadamasyarakatyangterselengEan

0/o 20 100 100

13
Persentase PenangananPengaduanyangtertangani

a/o 152 loo 100

14
Persentase pengelolaanpersanpahan a/o 99,1 99 99

15

Indeks KepuasanMasyarakat(IKM)InternalPerangkatDaerah
Poin 77,66 77,66 78' 16

16
Persentase sanpahperkotaanyangtertangani.

0/o 73,1 99,47 99

17

Jumlah limbah 83 yangterkeloladanproporsilimbah83yangdiolah

Ton 159.07 117.52 48.128sesuai peraturanperundangan(sektorindustri). 9 7

18
Jumlah timbulansampanyangdidaurulang.

Ton 35.705,36 38.514,69 4

19
Dokumen rencanapemanfaatankeanekaragamanhayati. Dokumen

1 1 0

F URUSAH pEMERINTAHA]r BIDANG ADMIRESTRAslKEPENDUDUKANDANPENCATATANSIPIL

1

Indeks KepuasanMasyarakatbidangpelayananpendaftaranpenduduk
Nilai 90'86 93,75 93,27

2

Indeks KepuasanMasyarakatbidangpelayananpencatatansipil
Nilai 93,75 94'38 94,41

3

Indeks KepuasanMasyarakatbidangpengelolaaninformasiadministrasikependudukandanpemanfaatandata

Nilaj 78,47 80 80,56

4 Niial sAKlp OpD Poin 71,58 71,58 0

5
Persentase pendudukyangmemilikidokumenpendaftaranpenduduk

a/o 91,12 9 1,63 99,81

6 Persentase Penduduk O/a 95,76 97,38 97,43
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yang memfliki dokumenPencatatanSipil

7
Persentase pengelolaandataadministrasikependudukansecaraelektronik

O/o 100 100 100

8
Persentase DokumenProfilKependudukanyangTersusun

a/a 0 0 0

9

Indeks KepuasanMasyarakat(IKM)IntemalPerangkatDaerah

Poin 86,2 84,16 87,82

10

Persentase pendudukumur0-17tahundengankepemiukanaktakelahiran
0/a 99,58 99,65 99,76

11

Proporsi anak umur dibawah5talunyangkelahirannyadicatatolehlembagapencatatansipil,menurutumur

Poin 99,91 99'9 99'94

12

Persentase kepemilikanaktalahiruntukPenduduk4oo/aberpendapatanbawah
a/a 99,58 99,65 99,76

13
Persentase anak yangmemfli]daktakelahiran 0/a 99,58 99,65 99,76

14

Tersedianya dataregistrasiterkait
Keteran Ada Ada Adakelahiran dan kematian(VitalStatisticRegister) 8an

15
Perekanan RTPelektronik a/a 98'95 99,99 100

16

Persentase anak u sia01-7tahunrfurang1(satu)hariyangmemilikiKIA
O/o 66,2 80,17 99'42

17

Jumlah OPD yang telahmemanfaatkandatakependudukanberdasarkanpeljanjiankeljasama

a/o 25 43,33 62,86

a uRusA)I prmrmrmAHAnr BIDANG
pEMBERDAyAAN MAsyAELArmT BAIT DBSA

1
Persentase KelurahanKategoriBerkembang % 38,24 100 100

2

Persentase kelurahanyangmelckukanevaluasiperkembangankelurahansesualdenganregulasi

% 100 100 loo

3

Nilai SwadayaMasyarakatdalan
############ ############ #######

pembangunan dikelurahan #####

H URUSAN PEMERINTAIIAII BIDAuG PENGENDALIAN PENDUDUK
DArr RELUARGA BERERTCANA

1
Prosentase PemakaianAlatKontrasepsi % 52'81 61,02 64'45

2 Niial sAKlp OpD Poin 52,98 52,98 0
3 Persentase tindak lanjut O/o 64 68 80
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Rekomendasi Kebij akanTerkaltPengendalianPenduduk

4
Cakupan PUS yanginginher-KBTidakTerpenuhi(UnmetNeed)

O/o 30,57 17'59 12,2

5

Persentase keluargayangmenjadianggotakelompokkegiatan/poktan
% 8,25 8,4 8,54

I uRUSAav pEMBRlrmAIIABr
BIDANG PBRHUBUNGAN

1

Indeks PembangunanInfrastrukturBidangPerhubungan
Poin 77,63 78,56

2 VC Ratio di Jalan Kota Indeks 0'51 0,5 0'55

3
Persentase sarana danprasaranakedermagaanyangdikelola

a/a 62 63 63

4 Nilai SAKIP OPD Poin 68,55 68,55 0

5
Persentase sarana danprasaranajalanlayakfungsi.

a/o 113,64 118 84

6 Persentase load faktoranckutanorangumum. % 37'5 29'6 53

7 Persentase pelayanankepelabuhanan % 62,21 63 66

8

Indeks KepuasanMasyarakat(IKM)InternalPerangkatDaerah
Poin 77 86,37 78

9 Jumlah dermagapenyebrangan lokasi 1 1 1

10 Jumlah pelabuhanstrategis 1okasi 4 4 4

J uRusAN PEMERINTAIIAN BIDA)rG
KOMUNIKAsl DAN IrmoRMATIKA

1
Indeks DomainKebijakanSPBE Nilai 3,1 4,6 4,5

2 Indeks Domain LayananSPBE Nilai 3,82 4,07 4'32

3 Indeks Domain TataKelolaSPBE Nilai 2,6 3,7 3,9

4 Indeks DomainManaiemenSPBE Nilai 1,55 2'27 2'64

5
Nilai PemeringkatanKeterbukaanInformasiPublik

Nilai 87 95,16 94,64

6 Niial sAKlp OpD Poin 70,28 70,28 0

7

Persentase masyarakatyangmenjadisasaranpenyebaraninformasipublik,mengetahuikebijakandanprogramprioritaspemerintahdanpemerintahdaerahkabupaten/kota

% 65 89 80

8

Persentase aplikasilayananpubliksecaradaringyangmemanfaatkandomain/subdomain

0/a loo 100 92
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9

Persentase layananpublikdaninternal yangdiselenggarakansecaraonlinedanatauterintegerasi

O/o 90 96'5 85

10

Indeks KepuasanMaayarakat(IKM)InternalPerangkatDaerah

Poin 86,89 86'91 87,08

11

Proporsi individu yangmenguasal/memilikitelpongenggam
% 91,83 88,72 92,35

12
Proporsi individu yangmenggunakaninternet O/a 85,6 83,64 88'7

K URUSAII PEMERINTAHAN BIDAVG KOPERASI,
USAHA KBCIL, DAN MBRENGAII

1
Persentase KoperasiBerkualitas Persen 20 15,69 16,74

2
PersentasePertumbuhan OmsetUMK

Persen 10'96 32,62 3,68

3 Nilai SAKIP OPD Poin 80'28 67,26 0

4
Persentase KoperasiyangTelahMemiliki IzinUsahaSimpanPinjam

a/o 5,98 5,44 5,44

5 Persentase KoperasiyangMelaksanakan RAT % 20 15,69 16,74

6
Persentase Koper.asiyangMeningkatStatusKesehatannya

O/a 6'53 44,44 53,57

7
Persentase SDMPengelolaKoperasi yangmeningkatkapasitasnya

O/o 28,41 9'07 8,37

8 Persentase KoperasiSehat % '2,J6 2,51 6'28

9 Persentase Usaha MikroyangMenjadiWirausaha % 70,52 78'33 81,94

10
Persentase Usaha MikroyangMeningkatOmsetnya

% 3,19 8 8,48

11

Indeks KepuasanMasyarakat(IKM)InternalPerangkatDaerah

Poin 81,77 82,22 83'02

12

Persentase kredit UMKM(UsahaMikro,Kecil,danMenengah)terhadapseluruhjumlahkreditdibank

% 26,2 27,95 34,81

L URUsA)I pBI]AERI]iTAHAnr
BIDANG PERANAMAN HODAV

1
Persentase Pencapaiannilajrealisasiinvestasi a/o 463,26 156,39 128,02

2
Persentase peningkatanIndeksKepuasanMasyarakat

% 4,72 2,01 0,39

3 Nilai SARIP OPD Poin 77'57 73,91 0

4
Persentase PelakuUsahayangMendapatManfaatInsentifBidang

0/o 0 0 0
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Penanaman Modal

5

Presentase MinatInvestasidalanKegiatanPtomosiPenanalnanModalDaerah

a/o 80 85 95

6
Persentase PelayananPerizinandanNonPerizinanyangDiterbitkan

0/o 88,17 96,63 93,91

7

Persentase Perusahaan(debottlenecking)yangdifasilitasiPermasalahanPenanamanModalnya

a/a 100 100 loo

8

Persentase Data danInformasiPerizinandanNonPerizinanyangBerlakuEfektif
O/o 91'04 94,44 93,88

9

Indeks KepuasanMasyarakat(IKM)InternalPerangkatDaerah

Poin 78,02 92'77 94,32

M URUsAN pEMERINTAHAnr BIDA)rG
KEPEMUDAAN DAN OIAHRAGA

1

Tingkat Partisipasipemudadalamorganisasi,kepemudaandanorganisasisosialkemasyarakatan

a/a 10'07 11,22 13,45

2 Peningkatan prestasiolahraga O/a 45,83 23'45 20,77
3 Niial sAKlp OpD Poin 67'38 65,95 0

4
Persentase Pemuda yangKreatif,Inovatif,danMandiri

O/a 1,03 2,7 2,28

5 Persentase Atlet yangBerprestasi a/o 32'64 21,32 15,11

6 Persentase OrganisasiKepramukaanAktif a/o 100 100 loo

7

Indeks KepuasanMasyarakat(IKM)InternalPerangkatDaerah

Poin 82'05 86,48 88,79

N uRusAnr PERERIHTAHAN
BIDANG STATISTIK

1

Persentase PerangkatDaerch(PD)yangmenggunakandatastatistikdalanmenyusunperencanaanpembangunandaerah

O/a 95 100 100

0 URUSAN PBMERINTAHAN
BIDAAVG pERSArmlAir

1

Persentase sistemelektronikatauasetinformasiyangdiauditdenganresikokategorirendah

% 100 80 100

2
Persentase perangkatDaerahyangterhubungdenganjaringan

% 80 80 80
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P URUSAN PENERINTAIIAN
BIDANG REBUDATAADl

1
Nilai pemajuankebudayaan

Nilai 11 0,24 0,93

2
PersentasePengembanganKebudayaan

a/o 11 22,9 22,9 90,33

3

Persentase KelompokSanggarSemiyangTerlibatdalamFestivalSeni
0 11 24,87 24,87 44

4

Persentase SDMLembagaSejarah Lokyangdilibatkandalampengembangansejarahlokal
al              a

26,66 26,66 FJlefJr'

5
Persentase CagarBudayayangdilestarikan 11 85,63 85'63 96,77

6
Persentase SDMPengelolaPermuseumanyangtersertifikasi 11 0

Q
uRusAnr PEMERINTAHAN
BIDANG PERPUSTAKAAN

1
Persentase PeningkatanlayananPerpustakaan 11 10'8 21,43 24,91

2 Niial sAKlp OpD 67,38 67,38 0

3

PersentasePerpustakaan yangMemenuhiStandarNasional 11 5 6,6 7

4

Indeks KepuasanMaayarakat(IKM)InternalPerangkatDaerah 11 80 92,16 95,45

5 Nilai tingkat kegemaranmembacamasvarakat 11 42,28 51'76 81,04

R uRusAnr pERERIrmAHAnr
B]DANG KEARslpA)I

1
Nilai PengawasanKearsipan 11 32,71 65,04 7 1 '78

2 Persentase Arsip yangdikelola 60 70 79

3
Persentase Arsip yangdilindungidanterselanatkan 11 7 55 76

4 Persentase PerizinanPenggrnaanArsip 11 0 0 0

6

Tingkat keberadaan dankeutuhanarsipsebagaibahanpertanggung).awabansetiapaspekkehidupanberbangsadanbemegarauntukkepentingannegara,pemerintahan,pelayananpublikdankesejahteraanrakyat

80 33 67

I , :I I Lar±, 1, I il DI 1,/ I H :, , 1, 1' ,i, = ,i, 1`il,.,=,i,1\
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A URUSA» PENERIRTAHAN
BIDANG PERIKANAN

1
Total Produksi SubSektorPerikanan Ton 4.800 4.660 4.183

2
Jundah ProduksiPerikananTangkap(Ton)

Ton 4.251 4.308 4.019

3
Jumlah ProduksiPerikananBudidaya(ton)

Ton 549 352,1 164

8 URUSAN PEMERINTAHAN
BIDAHG PARIW)RATA

1
Tin8kat Hunianakomodasi % 3 1 ,72 45,25 53,54

2 Persentase pelaku ekrafyangtersertifikasi % 0 13,45 34,68

3 Persentase PeningkatanDayaTarikWisata % 10,61 3'9 3,8

4
ProsentasePertumbuhan JumlahKunjunganPariwisata

a/o 17 25 4,37

5

Persentase Sub sektorekrafyangterfasilitasidalampendaftarankekayaanintelektualnya
O/a 12 18 29,49

6
Persentase peningkatankapasitaspelakuekonomikreatif

O/o 8 33 33,33

7
Proporsi kontribu sipariwisataterhadapPDB

O/o 1,45 1,48 1,66

8 Jumlah wisatawanmancanegara Orang 11.704 24.511 36.450

9 Jumlah kunjungan Orang 1.748. 2.534. 2.633.9
wisatawan nusantara 085 015 19

10
Jumlch kunjunganwisatawankotaBalikpapan

Orang 1.759.789 2.558.526 2.670.369

11

Jumlah pekerja padaindustripariwisatadalamproporsiterhadaptotalpekeria
Oran8 9920 11583 3'93

C uRusAN pBRERIrmAluuT
BIDANG PERTANIAN

1
Total Produksi SubSektorTanamanPangan Ton 14.081 16.956 21.832

2 Total Produksi Sub Ton 187.54 185.17 146.789Sektor Hortikultura 0 5

3 Total Produksi SubSektorPerkebunan Ton 16.087 16.568 15.274

4 Total Produksi subsektorpetemakan Ton 17.714 17.095 24.199

5 Persentase PeningkatanKelasKelompokTani O/o 41,54 47 63'38

6 Persentase SaranaPertanianyangtersedia % 15 44 25

7 Persentase PhasaranaPertanianyangtersedia % 75 75 85

8

Persentase KesehatanHewandanKesehatanMasyarakatVeterineryangterlayani
a/o 246 343 148'88
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9

..,PersentaseLuas LahanPengendaliandanPenanggulanganBencanaPertanian(0/a)

a/o IIIll 40 eyr' ,Sfl 52,65

10
Persentase RekomendasiyangDiterbitkan(persen)

0/o 50 100 N/A

D uRusA]T pERERlrmAHAN
BIDANG PBRDAGANGA)I

1 pertumbuhan nilaiekspornonmigas % 19,84 -20,04 -16,73

2
persentase wajib terayangmelakukantera /teraulang

O/a 69,19 72,81 88,69

3 inflasi panganbengejolak O/a 5,81 6,76 3,54

4

persentase saranadistribusiperdaganganyangdibangun/ditingkatkankapasitasnya/direvitalisasi

O/o 8,33 8,33 8,33

5

persentasepertumbuhan pelakuusahayangtelahmemperolehizinsesuaidenganketentuan

O/o 6,8 6,34 r2;F>,fJr7

6 Nilai SAKIP OPD Poin 69'98 69,41 0

7

Persentase PelakuUsahayangTelaliDiverifikasidanMemperolehRekomendasi

% 35,06 38,1 41

8
Persentase SaranaDistribusiPerdaganganyangTerkelola

O/a 80 80 80

9
Persentase PenurunanKoefisienVariasiHargaAntarWaktu

O/a 10,61 6,22 4'7

10
Nilai Ekspor Bersih Non Juta 4029'2 4422,0 4.145Migas Dollar 6 9

11

Persentase Alat-AlatUkur,Takar,TimbangdanPerlengkapannya(UITP)BertandaTeraSahyangBerlaku

O/o 68,96 88,26 75,7

12
Persentase PelakuBinaanyangMeningkatOmsetnya

% 76,92 70,91 loo

13

Indeks KepuasanMasyarakat(IKM)InternalPerangkatDaerah
Poin 77,45 80,35 75,62

14
Persentase kineljarealisasipupuk % 13 87 75,17

15

Persentase alat - alatukur,takar,timbangdanperlengkapannya(UITP)bertandaterasahyangberlaku

O/a 68,96 88,26 97,3

E uRUSAm pEHERIrmAHAnr
BIDANG pERlavDusTRIAlf
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2
PersentasePertumbuhan IndustriKecildanMenengah

0/a 1,1 7,86 1 1,27

3

Persentase HasflPemantauanlzin UsahaIndustri(IUI)KecildanIndustriMenengahyangdikeluarkanolehInstansiTerkait

O/o 12,01 12,74 14,41

4
Persentase PenyediaanInformasilndustriyangLengkapdanTerkini

a/a 45,45 29,02 30'57

5 Laju pertumbuhan PDBindustrimanufa]stur % 4'59 4,74 6,19

6
Tersedianya informasiindustrisecaralengkapdanterkini

40 loo 30,57

I, I`L|,lI-I.         `   ,   ,   ,   ,    `                                                                    '``t^`i`:i-:``

L, Ofl=doA=i`||`

8a       y          .d    `E!|±i3J2`i`                       .rfugja±gggrF5#.¥#.J`i:i`;;y:i:±±`

A sEHHurARIAT
DJREEN

1

Persentase KebijakanBagianPemerintchan,KesejahteraanRakyat,HukumdanKeljasamayangditetapkandanditindaklanjuti

a/a 100 100 loo

2

Persentase KebijakanBagianPerekonomian ,adm.Pembangunan,pbjyangditetapkandanditindaklanjuti

a/o loo 100 100

3 Nilai SAKIP OPD Poin 76,05 76,05 0

4

Persentase PelaksanaanKoordinasidanSinkronisasiPenyusunanKebijakandiBagianPemerintahan,KesejahteraanRakyat,Hukum,danKer].asama

0/o 97'73 100 100

5

Persentase KoordinasidanSinkronisasiPenyusunanKebijakandiBagianPerekonomian,AdministrasiPembangunan,danPRJyangdilaksanakan

a/a 100 100 100

6

Indeks KepuasanMasyarakat(IKM)InternalPerangkatDaerah
Poin 77,45 76,34 76,54

7

Persentase instansipemerintahyangmemilikinilaiIndeksReformasiBirokrasiBaikKementerian/LembagadanPemerintahDaerah

Poin loo N/A N/A
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(FTovinsi/Kabupaten/Kota).

8

Persentase KepatuhanpelaksanaanUUPelayananFublikKementerian/I,embagadanPemerintahDaerah(Provinsi/Kabupaten/Kota).

a/a 87,12 90'16 95,57

8 SEKRETARIAT DPRD
1 Nilai SAKIP OPD Poin 64,86 0 0

2

Indeks KepuasanAnggotaDPRDterhadapF`asilitasiSekretariatDPRD

Nilal 65,85 72,79 74,51

3
Persentase PelaksanaanTugasdanFlmsgiDPRDyangterfasilitasi

% 72,1 82,5 loo

4
Indeks KepuasanMasyarakat(IKM)InternalPerangkatDaerah

Poin 78,04 85'47 86,97

Y--,^

;;;;-%-;;i;:g;iigr„

````

`,l€1,I=I"|,I,||,,,i,|`I-.--
I:I,L1',|,

ata,„H=",.I'il=,;l,,-Fj|Tg!::..,:`,r.(:,,.:,i;:;:i?i?;I:''-
A PERENCAVEN

1

Nilai SAKIP (KomponenPerencanaanKineH.a,PengukuranKinerjadanCapaianKineq.a)

Poin 41,7 42,76 42,87

2 Nilai SARTP OPD Poin 68'43 0 0

3
Nilai SAKIP KomponenPengukuranKinerjadanCapaianKinerja

Poin 19,35 20,26 20'34

4 Nilai SAKIP KomponenPerencanaanKineq.a Poin 22,35 22,5 22'53

5

Indeks KepuasanMasyarakat(IKM)IntemalPerangkatDaerah

Poin 82,14 78,61 83'08

6

Jumlah proyek yangditawarkanuntukdilaksanakandenganskemaKeljasamaPemerintahdanBadanUsaha

Proyek 2 2 3

7

Jumlah AlokasiPemerintahMenyiapkanProyek,TransaksiProyek,dandukunganPemerintahDalamKeljasamaPemerintahdanBadanUsaha

Rp 740.894.850 732.907.000 ##########

8
Proporsi anggarandomestikyangdidanaiolehpajakdomestik

% 29,55 25'8 20,54

9 Laju pertumbuhan PDBperkapita
Nilai 13'09 11,22 1 1,22

10 PDB per kapita Nilai 181,29 201,64 201,64

11

Laju pertumbuhan PDBpertenagakelja/TingkatpertumbuhanPDBriil
Nilai 4,96 6,49 1,32
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per orang bekerja pertahun
I I

8 REUANGAV
1 Nilai SAKIP OPD Poin 6      58,66 0

2
Opini Terhadap LaporanKeuanganPemerintahDaerah(LKPD) 11 PWTP WTP

3

Persentase PeningkatanPADyangbersumberdariPajakDaerahdanRetribusiDaerah 11 4        15,68 15,23

4 Nilai SAKIP OPD Poin 61,0265 0

5

Persentase TchapanPenyusunanPerdadanPerwaltentangAPBD,APBD,danLKPDsertRealisasiAPBDyangTepatWaktu

P-oa
100 loo

6 Persentase PeningkatanBMDyangterkelola loo loo

7
Total Pendapatan PajdanRetribusiDaerah(milyar)ak         Mil

9    767,76 885,11

8

Indeks KepuasanMasyarakat(IKM)IntemalPerangkatDaerah 11 77,5

9

Indeks KepuasanMasyarakat(IKM)InternalPerangkatDaerah 11 3      89,53 89,53

10

Proporsi PengeluaranUtamaPemerintahTerhadapAnggaranyangDisetujui 11 95 95 95

11

Persentase PeningkatanOpiniWajarTanpaPengecualian(WTP)atasLaporanKeuanganKementerian/LembagadanPemerintahDaerah(Provinsi/Kabupaten/Kota)

100 100 100

12

Total PendapatanPemerintahSebagaiProporsiterhadapPDBmenurutSumbemya 11 0,64 0,67 0,624

13
Rasio Penerimaan PajakterhadapPDB 11 0,49 0,5 0,5

C REPEGAWAIAN

1
Indeks ProfesionalitasASN 11 48'48 1       62,72 78,59

2 Nilai SAKIP OPD 89,95      87,49 0

3

Persentase penempatan!::geTe:Si?sEuarisf:gs=         %danKiner).a
89,44 84'21

4
Persentase sisteminformasiASNyangterintegrasi 11 40 60

5 Persentase ASN dengkriteriakinerjabaikan            o/o 97,81       95,26 88,75
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6
Persentase penin8katankualifikasipendidikanASN

a/o 0,69 79,01           1,34

7
Indeks KepuasanMasyarahat(IKM)InternalPerangkatDaerah

Poin 77,08 83,83        83,74

8

Rasio PegawaiPendidikanTinggi danMenegah/Dasar(%)(PNStidaktermasukgurudantenagakesehatan|

O/a 107'9 08        57,37

9

Rasio pegawaiFungsional(%) (PNStidaktermasukgurudantenagakesehatan|
0/o 20,1 65         23,11

10

Rasio JabatanFlmgsionalbersertifikatKompetensi(%)(PNStidaktermasukgurudantenagakesehatan)

O/o 59,39 04          8,01

11
Indeks NSPKManajemenASN Poin 61 73,5         72'68

D PENDIDIKAN DAar
PBLATIHAV

1

Persentase ASN yangMemperolehPengembanganKompetensiSesuaiRencanaPengembanganKompetensi

O/a 17'39 18,94         22,13

E pBRELITIAnr DAnr
pENGEmBANGA)I

1 Indeks Inovasi Daerah Nilai 10820 1117 39,2 53,88 39,14        57,21

2

Persentase HasilPenelitiandanPengembanganyangDitindaklanjuti
O/o loo 1 00         loo

vI
UNSUR  PENGAWASAN,I=|,LJi,|`ilH,,/'D]:,'\111,i,=,i,1,

•.I                -Ja;Z         J--`,\-.I -,+
£        -i\us,i.,.I

A INSPEHTORAT
DABEN

1 Kapabilitas APIP Level Level 3 Leve13       Level3

2 Nilal SAKIP KotaKomponenEvaluasi Poin 16'7 16,53          16,71

3 Nilai SAKIP OPD Poin 76,89 76,890

4
Persentase PenyelesaianTindckLanjutTemuanHasflPengawasan

% 83,33 86,5           91'9

5
Persentase HasilCfapaianKineq.a TataLaksanaPengawasan

O/o 51,67 63,3375

6
Indeks KepuasanMasyarakat(IKM)InternalPerangkatDaerch

Poin 84,5 85 81,44

41 ej,_bilst'1=1:t3L,`'J1,i\`,ii=,i,1` \'    I    --I.,        `L-,,      .t',-,:.I.-:`-:-..,.`.;,
--`...---..,-,-

A
I,  i, .,,,.,-.-,i   ,,_+  ..,1-;,,,   .,,.,,  ,_-.,,I,REARATAN

1 Nilai SAKIP Kecamatan Poin 61,13 69,9    I    60'04
2 Indeks Kepuasrm Poin 82,25 84'25]70
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3 Nilai SAKIP Kecamatan Poin 63,39 63,39 69'44
4 Indeks KepuasanMaayarakatKecamatan Poin 85,93 84,38 90,6
5 Nilal SARIP Kecamatan Poin 69,22 73,58 70,31

6 Indeks KepuasanMasyarakatKecamatan Poin 81,11 80,92 81,33

7 Nilai SARIP Kecamatan Poin 65'56 65,56 CJr' 'fffl

8 Indeks KepuasanMaayarakatKecamatan Poin 79,44 83,57 83,15

9 Nilai SARIP Kecamatan Poin 66'25 66,25 68'26
10 Indeks KepuasanMaayarakatKecamatan Poin 81,51 8 I ,03 89,46
11 Nilai SAKIP Kecamatan Poin 74'2 70'84 70'38
12 Indeks KepuasanMaayarakatKecamatan Poin 81 80 88,8

13
Persentase PengaduanPelayananAdministratifYangDitindaklanjuti

Poin 100 loo loo

14

Persentase Rata-rataTingkatPartisipasiMasyarakatdalanMembangunKelurahan
O/o 16 23,37 14

15

Persentase PelaksanaanKoordinasiTrantibumdiKecanatanyangOptimal
a/a 100 98 100

16
Persentase PengaduanPelayananAdministratifYangDitindaklanjuti

Poin 100 loo loo

17

Persentase Rata-rataTingkatPartisipasiMasyarakatdalanMembangunKelurahan
a/a 8 19'33 20,28

18

Persentase PelaksanaanKoordinasiTrantibumdiKecamatanyangOptimal
a/a 100 100 loo

19
Persentase PengaduanPelayananAdministratifYangDitindaklanjuti

Poin loo 100 100

20

Persentase Rata-rataTingkatPartisipasiMasyarakatdalanMembangunKelurahan
0/o 10 51 24,76

21

Persentase PelaksanaanKoordinasiTrantibumdiKecanatanyangOptimal
% loo loo 100

22
Persentase PengaduanPelayananAdministratifyangditindaklanjuti

Poin 100 100 loo

23

Persentase Rata-rataTingkatPartisipasiMasyarakatdalanMembangunKelurahan
a/a 16,35 16,52 17,01

24

Persentase PelaksanaanKoordinasiTrantibumdiKecamatanyangOptimal
O/o 100 100 100

25 Persentase PengaduanPelayananAdministratif Poin 100 100 loo
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26
Persentase Rata-rataTingkatPartisipasiMasyarakatdalamMembangunKelurahan

O/a 15,27 15'9 17' 11

27

Persentase PelaksanaanKoordinasiTrantibumdiKecanatanyangOptimal
O/o 81 98 100

28
Persentase PengaduanPelayananAdrninistratifYangDitindaklalijuti

Poin loo 100 loo

29

Persentase Rata-rataTingkatPartisipasiMaayarakatdalanMembangunKelurahan
a/a 23,37 2:3,I 23'37

30

Persentase PelaksanaanKoordinasiTrantibumdiKecaLmatanyangOptimal
a/o loo 100 loo

31

Indeks KepuasanMasyarakat(IKM)InternalPerangkatDaerah
Poin 70,5 88 70

32

Indeks KepuasanMasyarakat(IKM)InternalPerangkatDaerah
Poin 79,21 84,38 79,62

33

Indeks KepuasanMaayarakat(IKM)InternalPerangkatDaerah
Poin 80,22 80'22 75,98

34

Indeks KepuasanMaayarakat(IKM)InternalPerangkatDaerah
Poin 79,32 69,14 79,8

35

Indeks KepuasanMasyarakat(lKM)InternalPerangkatDaerah
Poin 81,83 81,98 82,88

36

Indeks KepuasanMaayarakat(IKM)InternalPerangkatDaerah
Poin 86,63 77,31 86'63

Till
JL`rl,|=ilD]\,I,Dli, , 1, I ,i, = ,i, 1`,11,/I,1\,/

A IDSATUAN EN®SA
DAN POLIT]K

1 Nilai SAKIP OPD Poin 60'46 60,46 0

2

Persentase partisipasi1embagapolitikdalampelaksanaanpendidikanpolitikkepadamasyarakat

a/a 67 loo 100

3
Presentase KonflikSosialyangditindaklanjuti

O/a 81 85 100

4

Persentase PelaksanaanF`asilitasiPemahamanMasyarakatTerhadap4KonsensusNasional
a/o 100 75 80
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6

Persentase FasilitasiOrganicasiKemasyarakatanYangTelahMelaporPadaPemerintchKotaBalikpapan

O/o 83 95 100

7
Persentase Pemuda yangMengikutiSosialisasiKonsepP4GN

a/o 80 90 100

8
Persentase PotensiKonflikyangtelahdilakukanmonitoring

a/o 80 85 100

9

Indeks KepuasanMasyarakat(IKM)InternalPerangkatDaerah
Poin 80,02 79,43 80'2

2.5    Gambaran Keuangan Daerah
2.5.I   Realisasi APBD Tchun drLggaran 2020-2024

Gambaran  ringkas  kondisi  keuangan  daerah  merupakan  analisis
terhadap kineH.a pelaksanaan APBD Tahun 2020-2024. Analisis dilakukan
terhadap komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk melihat
sejauh  mama  kinelja  pengelolaan  keuangan  daerah.  Analisis  iri  juga
menjadi basis dalam melakukan proyeksi terhadap target pendapatan dan
belanja daerah untuk periode 2026-2030.  Kinelja APBD Kota Balikpapan

pada periode 2020-2024 digambarhan melalui komponen penyusun APBD
yakni  pendapatan  daerah,   belanja  daerah,   dan  pembiayaan  daerah.
Berikut   adalah   ringkasan   realisasi   dan   pertumbuhan   APBD   Kota
Balikpapan tahun 2020-2024.
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Tabel 2. 29 Realisasi dan Pertumbuhan APBD Rota Balikyapan Tahun 2020-2024

I-.(

_H,   H,i,,

____.._i;a_I_i-
20i,, -21,I,,

__TMl._'.__
02I,,

_-_-._:,;:_-__

_  ,,LE    ,,  I  .      ,n   -  IrI,

4 PENDAPATA]T DABRAII 2.§15.508.487.764,I I,86% 2.278.259.847.189,6 -9,43% 2.869.IsO.leo.sos,73 2S,94% 8.632.4as.i25.737,ae 26'60% 4.o2o.5as.o25.es2,62 10,68%

4,1   Pendapatan Asli Daerah 606.079.950.753,42 -20,68% 755.062.500.914,79 24,58% 811.255.755.825,56 7,44% 966.208.071.540,23 19,10% 1.066.692.925.336,93 10,40%

4,2  Pendapatan Transfer 1.830.196.140.055,0 7 ,Sf I )/r. 1.443.2S8.420.222,O -21'14% 1.987.807.473.947,00 efl ,I yf )/o 2.661.560.594.348,0 33,89% 2.887.703.799.448,cO 8,50%

4,3 Lain-Lain PendapatanDaerahYangSch 79.232.396.955,72 2541,08% 79.938.926.052,90 0,89% 70.066 .891.133,17 12,35% 4.656.459.849,00 -93,35% 66.138.300.277,69 1320,36%

5 BBLAVA 2.146.207.734.777,3 -10'81% 2.375.021.817.795,2 10,71% 2.745.398.221.161,00 15,59% 3.745.loo.655.354,64 36,41% 3.942.IG4.953.093,84 5,26%

5,I   Belanja operasi 1.596.079.114.613,1 -6'f!r'0/o 1.744.051.495.995,9 9,27% 1.915.925.588.616,51 9,85% 2.331.395.721,553,33 21,69% 2.487.779.432.633,22 6,71%

5,2 Belanja Modal 428.692.685.694,51 -gh i;r'O/o 545.701.475.495,62 2:I ,2f gr/o 795.946.626 .435,12 45,86% 1,391.243.269.229,31 74,79% 1.442.250.144.883,62 3'67%

5,3 Belanja Tidak Terduga 120.435.934.469,68 6355,18% 85.268.846.303,70 -29,20% 33.526.006.log,37 60,68% 22.464.664.572,00 -32,99% 12.135.375.577,cO -45,98%

5'4 Belanja Transfer 1.500.coo.OcO,00

I-

fuplve/D®nait 370.300.752.986,76 5ce'43% -96.761.970.cos,S9 -126,13% 123.731.899.744,73 2:2r' ,Sfl0/a •114.178.529.617,41 -192,28% 78.®70.071.968,78 -168'64%

6      PEHBIAYAAH SOD.171.718.088,05 17,66% 653.536.537.888,77 I 11 '38% 538.862.owl.283,i8
18'31% 6sO.8OO.998.Ore,9T 21,90% 586.945.706.240.46 -17,49%

6,I   Penerimaan Pembieya 323.831.718.088,05 11,04% 679.472.471.074,81 109,82% 556.781.496.283,18 18'06% 657.612.998.070,97 18,11% 536.945.706.240,46 -18'35%

6,2   Pengeluaran Pembiaya 14.660.000.coo,00 -49,21% 25.935.933.186,04 76,92% 22.919.455.000,00
1 1,63% 6.812.coo.OcO,00 -70,28%

Pemblayaco Hetto 204.172.453.684,47 0'60 147.493.793.369,68 0,33 136.780.420.359,0® -0'06 163.448.168.53i,ae 0,88 586.945.706.240,46 -17,49%

Slsa Lebm P®mblayaanAnggamnDa®rahTabBeckenaan
149.088.793.369,68 log,83% 136.160.052.859,29 -18,06% 163.448.168.531,26 18,11% 159.157.552.184,37 -18,40% 615.315.778.209,24 14,66%

Sumber: Laporan Keuangan PeTneriri±ah Kcta Battkpapan Ta:ha:n 2020-2024, 0lah Data 2025
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Kinelja     APBD     Kota     Balikpapan     pada     tahun     2020-2024
menunjukkan   penin8katan    setiap   tahun   yang   dapat   dilihat   dari

pertumbuhan     pendapatan     dan     belanja    yang    positif.     Rata-rata
pertumbuhan  pendapatan  daerah  mencapal   11,13   persen  sedangkan
belanja  sebesar  11,43  persen yang menunjukkan  pertumbuhan  belanja
lebih    besar   jika   dibandingkan    dengan    pertumbuhan    pendapatan.
Pertumbuhan  belanja  yang  lebih  besar  menimbulkan  risiko  teljadinya
defisit anggaran dan berdampak pada cadangan kas daerah. 01eh karena
itu, efisiensi pengeluaran, optimalisasi dan perluasan sumber pendapatan

perlu  dilakukan  ke  depannya  untuk  menjamin  pengelolaan  keuangan
yang berkelanjutan.  Kinelja pelaksanaan APBD menurut masing-masing
komponen dijabarkan pada sub bab berikut ini.

2.5.1.1      PeDdapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai

penambah   nilai   kekayaan   bersih   dalam   periode   tahun   anggaran
berkenaan    (PP    No.12    Tahun    2019).    Pembiayaan    penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan pemberian pelayanan kepada publik didukung
oleh pendapatan daerah sebagai salah satu sumber pemasukan di dalam
APBD. Pendapatan daerah dikelompokkan ke dalam tiga komponen yaitu
Pendapatan   Asli   Daerah   (PAD),   Dana   Perimbangan,   dan   Lain-I,aim
Pendapatan yang Sah.

4.500.00

4.000.00

3-500,00

3.000.00

2.500,00

2.000,00

1.500.00

i.000.00

500,00

0,00

I-Target (Rp Mitjaf )

-Re.1lisas{  (RP Mit!ar)         2.515.51               2.278.26              2,869.13              3.632.43              4.020,54

-CapalaJ1  (':`^jj                                `t20.7Cr'LI                    102.5€,ci                    lo1.5fJ,'a                     97t3f~,'9                      100,3€, j

Gambar 2. 58 Target, Realisasl, dan Capalan Pendapatan Daerah Kota Ball]papan
Tahun 2020-2024
Sumber: BPKD Kcta Bdi:kpapan 2020-2024 (Diolch, 2025)

Penetapan target pendapatan daerah ditetapkan secara optimis jika
melihat  rata-rata  pertumbuhannya.  Pertumbuhan  realisasi  pendapatan
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tertinggi  dicapai  pada  tahun   2023   sebesar  26,60  persen  mendorong
realisasi  pendapatan  daerah  mencapai  3,63  triliun  rupiah.  Jika  dilihat
dari  tingkat  capaiannya,  realisasi  pendapatan  tahun  2020  merupakan
capaian   tertinggi.   Tingginya   tingkat   capaian   tersebut   didorong   oleh
realisasi   pendapatan   transfer  yang   mencapai   119,30   persen.   Selain
didorong  oleh  pendapatan  transfer,  PAD  juga  mampu  melebihi  target

pendapatan yaitu  sebesar  129,17  persen yang  berasal  dari  pendapatan
pajak daerah  dengan  capaian  realisasi  sebesar  128,24  person,  retribusi
daerah  tercapai   114,28  persen,  dan  lain-lain  PAD  yang  sah  tercapai
146,75 persen.

90,000,.,o

69,28%           . -'~7o,ooQz,     X~*i.:5jLx~X
50'000/a

72]erNri                               ^. ^.^,        73.%J%

33'14or®

3o.oo%    24i£9Li~X_.;28,28%

71,82%           70,10%

26.cog6           26,53eyo           27,73%

io,oog£$            3,15®/a               3,51%               2,4J¢%              o,i3eyo               1,65%               2,17%

-10,00%
2020                 2021                 2022                 2023                 2024            Rata-Rata

-x-PAD                                         24,09%           33. 1 4%           28.28%           26,6Oofo           26,53ayo           27,73%

-X-Pendapatan Transfer         72,76Q,.rD            63.35%            69,28%            73.270,/`1`,            71,820,th            70.loo/a

-Lam-lain pendclp<1tan          3,15fjz`L`                3.519,`Li                2,44{!,i:                0.13tl/i.                1,65qr-a                2.17a,:'3

Cinhbar 2. 59 Kontribusi Komponen Pendapatan Daerah Rota Balikyapan Tahun
2020-2024
Sumher: BPKD Kcta Bcthkpapcun 2020-2024 (molch. 2025)

Kontributor terbesar realisasi pendapatan daerah Kota Balikpapan
berasal dari  pendapatan  transfer dengan  rata-rata kontribusi  mencapai
70,10  persen  per tahun  pada periode  2020-2024.  Sedangkan kontribusi

pendapatan asli daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan daerah yang sah
masing-masing   sebesar   27,73   persen   dan   2,17   persen.   Kondisi   ini
mengindikasikan  sumber  pendapatan  terbesar  berasal  dari  penerimaan
transfer, khususnya dari pemerintah pusat, sedan8kan kinelja PAD masih
belum  optimal.  Berikut  penjelasan  dari  setiap  komponen  pendapatan
daerah.

a.   Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan    Asli    Daerah    merupakan    salah    satu    komponen

pendapatan  daerah yang  dapat digunakan  untuk  mendanai  kebutuhan
daerah.  Pendapatan  daerah  terdiri  dari  pajak  daerah,  retribusi  daerah,
hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah yang dipisahkan,  dan  lain-lain  PAD
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yang  Sah.  Berikut  adalah  capaian  kineq.a  PAD  Kota  Balikpapan  pada
tahun 2020-2024.

Tabel 2. 80 Target dan Realisasi Pendapataii Asli Daerah (PAD| Kota Ballkyapan,
Tchun 2020-2024 (Rp. Mllinr|

Tahun
•   -,   ,   .    ,   .      .-,•,.tan Asli Daerah,Realisa -   ,I ml .,,-I,--='m. •  , .   .  ,i_,iIF,.(Persen)

2020 471,52 606,08 (31,51) (20,68) 128,54
2021 675,71 755,06 43 ,3 I 24,58 111,74

2022 785,52 811,26 16,25 7'44 103'28
2023 985,51 966'21 25,46 19,10 98'04
2024 1.196,86 1.066'69 21'45 10'40 89'12

Rata-rata lllllllllllllllH                   I I:I.Z[SZLIIIIIII|||H.I. =Jlr--,,I
Su:mber: Laporan Keuangan Pemerin±ch Kcta Baltkyapan 2020-2024, 0lch Data 2025

Realisasi  PAD  Kota  Balikpapan  tumbuh  sebesar  8,17  persen  per
tahun dengan  rata-rata realisasi capaian  kinelja sebesar  106,14  persen

pada periode 2020-2024.  Pertumbuhan tertinggi teljadi pada tahun 2021
yaitu sebesar 24,58 persen dengan tingkat capaian kinelja sebesar 111,74
persen.   Tingginya   pertumbuhan   tersebut   didorong   oleh   peningkatan
pendapatan  pajak daerah  sebesar 26,43  persen.  Pertumbuhan  terendah
teljadi   pada   tahun   2020  yang  disebabkan   oleh   penurunan   seluruh
sumber PAD akibat Pandemi Covid-19,  meskipun secara tingkat capaian
mampu melebih target.

120.000/a

100.00%

0'00(!,®

__I _ _ _ii
2022

•P€ijakDaer@h       .f}etribusiDclerail       .HPKDyangDipisalikan       |Lairl-LainpADyangsah

Gainbar 2.  60 PAD Kota Balikyapan Menurut Komponen Pendapatan Tahun 2020-
2024
Snimber: Laporan Keuangan Pemeri:ndah Kcta Baltkyapan 2020~2024, 0lah Data 2025

PAD  Kota  Balikpapan  didominasi  oleh  komponen  pajak  daerah
dengan rataL-rata kontribusi sebesar 73,62 persen per tahun pada periode
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2020-2024. Selanjutnya, diikuti oleh lain-lain PAD yang sah dengan rata-
rata   sebesar   15,79   persen,   sedangkan   retribusi   daerah   dan   hasil

pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sebesar 7,95 persen per tahun dan
2,64   persen  per  tahun.   Kontribusi  pajak  yang  tinggi  mencerminkan

potensi ekonomi yang cukup besar di Kota Balikpapan.

Tabel 2. 31 Target dan Rcallsasi Pdak Daerah Kota BalilEpapan Tahun 2020-2024

Tahun
Paiak D,,,,,-.-I,I-.- -         ,,  ,Th',,-•   ,         ,   -          -I-..

i,,,I-I. .(Persen)

2020 331,50 425,13 (33,96) (24,79) 128,24
2021 515'00 537'49 55,35 26'43 104,37
2022 576,08 623,58 1 1,86 16,02 108,25
2023 771'89 715,20 33,99 14,69 92,66
2024 958,00 809,68 24' 11 13'21 84'52

Rata-rata 18,27

Sumber: Laporan Keuangan Pemeriutch Kofa Bdilq?apan 2020-2024, 0lch Data 2025

Pada  periode  2020-2024,  realisasi  pajak  daerah  Kota  Balikpapan
mengalami pertumbuhan sebesar 9,11 persen per tahun dengan rata-rata
capaian  sebesar  103,61   persen.  Pertumbuhan  realisasi  pajak  tertinggi
teljadi pada tahun 2021  sebesar 24,53  persen yang didorong oleh pajak

penerangan jalan,  pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
(PBBP2) , dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang
tumbuh  positif masing-masing  sebesar  1,74  persen,  18,14  persen,  dan
91,65 persen. Apabila dilihat dari tingkat pertumbuhannya, pertumbuhan
komponen pajak tertinggi yaitu pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan yang tumbuh  sebesar 386,66  persen dari yang sebelumnya
sebesar 954 juta rupiah pada tahun 2020 menjadi 4,65 miliar rupiah pada
tahun 2021. Kondisi tersebut mendorong rata-rata pertumbuhan realisasi
Pajak  Mineral  Bukan  I,ogam  dan  Batuan  mencapai  133,39  persen  per
tahun pada periode 2020-2024.

Pajak  daerah  merupakan  sumber  pendapatan  terbesar  dengan
kontribusi mencapai  73,62  persen  per tahun  terhadap total PAD.  Pajak
daerah   terdiri   dari   penerimaan   Pajak   Hotel,   Pajak   Restoran,   Pajak
Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air
Tanah,   Pajak   Mineral   Bukan   Logam   dan   Batuan,   Pajak  Bumf   dan
Bangunan  Perdesaan  dan  Perkotaan  (PBBP2),  dan  Bea  Perolehan  Hak
Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
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Tabel 2. 32 Realisasi PajalE Daerah Rota Balil=papan Tahuli 2020-2024

I,,It,M,I
Realisasi Pajak Daerah  (Rp Miliar) Rata-rata  (%)

202o 2021     I     2022 lllllllt{,rx 2o24 =J5IITTiilflT|,  .  , =1,I,  ,

1.     PajakHotel 23'29 36,49 52'60 65,87 7 7 'J 4 18,86 7,90

2.     Pajak Restoran 70,97 16'J4 112,71 147,27 165,55 13,30 18,02

3.     PajakHiburan 8,37 6,11 18, 14 26,73 26,39 29,68 2,60

4.     Pajak Reklane 8,51 9,45 9,76 10,68 11,31 3,43 1,64

5.     Pajak penerangan Jalan 121,05 123,15 128,47 138,82 154,49 4,84 22.10

6.     Pajakparkir 12'69 12,55 18' 18 24,05 10,49 (3,13) 2,58

7.     PajakAirTanch 2,01 1,94 2,36 2,51 7,49 39,64 0,50

8.     Pajak Mineral BukanLogandanBatuan
0,95 4,65 1,09 I,05 1,75 58,95 0,33

9.     PajakBumidanBangunanPerdesaan danPerkotaan(PBBP2)
99,77 117,87 127'39 131,34 154'59 9,15 20,66

10.  Bea Perolehan Hak AtasTanchdanBangunan(BPHTB)'JT-I
77,50 148'53 152,85 166'85 199,87 16,71-!J|I- 23'68,,,,

425,11 537.46   1I   623,54   I54   I    715,17    II   809,68

Sumber: Laporan Keuangan Pemerirutah Kcha Bdi:kpapan 2020-2024, 01,ah Data 2025

Pada  periode   2020-2024,   Bea   Perolehan   Hak  Atas  Tanah   dan
Bangunan   (BPHTB)   merupakan   sumber   pendapatan   pajak   terbesar
dengan  kontribusi mencapai 23,68  persen per tahun.  Pajak Penerangan
Jalan  menjadi  kontributor  terbesar  kedua  dengan  kontribusi  sebesar
22,10 persen per tahun sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan   Perkotaan   (PBBP2)   menjadi   kontributor   terbesar   ketiga   dengan
kontribusi sebesar 20,66 persen per tahun.

Sumber PAD lainnya yang cukup strategis adalah retribusi daerah.
Retribusi daerah berkontribusi sebesar 7,59 persen per tahun. Meskipun
kontribusinya   terhadap   PAD   lebih   kecil   dibandin8kan   dengan   pajak
daerah  dan  lain-lain  PAD  yang  sah,  pengelolaan  retribusi yang optimal
dapat  mendorong  peningkatan  PAD  yang  lebih  tinggi.  Retribusi  sendiri
mencakup   penerimaan   dari   pelayanan   publik   atau   fasilitas   yang
disediakan  oleh  pemerintah  daerah yang  artinya jika  pelayanan  publik
atau fasilitas meningkat maka PAD daerah dapat ditingkatkan.

Tabel 2. 33 Target dan Realisasi Retribusi Daerah Rota Ballkpapan Tahun 2020-
2024

2020
2021

2022
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Sumber.. Laporan Keuangan Perneri"±ch Kcta Bdi:lapapan 2020-2024, 0lah Data 2025

Pada periode 2020-2025, retribusi daerah Kota Balikpapan tumbuh
42,56  person  per  tahun.  Realisasi  pertumbuhan  tertinggi  teljadi  pada
tahun  2024  mencapai  212,81  persen,  sedangkan  yang  terendah  teljadi

pada tahun 2020 yang terkontraksi hingga  11,48 persen. Target retribusi
daerah   cenderung   menunjukkan   pertumbuhan   yang   lebih   rendah
dibandingkan dengan realisasinya. Realisasi retribusi tumbuh 3,96 persen

per     tahun.     Kondisi     tersebut     mengindikasikan     dalam     realisasi
penganggaran daerah sudah optimal.

Sumber PAD lainnya yang tidak kalah berkontribusi terhadap PAD
daerah   adalah   hasil   pengelolaan   kekayaan   daerah   yang   dipisahkan
dengan  kontribusi  sebesar 4,44  persen  per tahun.  Pendapatan  tersebut
bersumber dari bagian laba atas  penyertaan modal atau investasi Badan
Usaha Milik Daerah  (BUMD)  Kota Balikpapan yaitu  Bank Pembangunan
Daerah   (BPD)   Kalimantan  Timur  dari   Kalimantan  Utara,   Perusahaan
Umum   Daerah   (Perumda)   Tirta   Manuntung   Kota   Balikpapan,   dan
Perumda Manuntung Sukses Kota Balilapapan. Berikut ini adalah rincian

perkembangan  target  dan  realisasi  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang
dipisahkan selama kurun waktu 2020-2024.

Tabel 2. 34 Target dan Realisasi Hasfl Pengelohaan Kekyaan Daerah yang
Dlpisahkan Rota Balikyapan Tahun 2020-2024

Tahun

=F"|,-,..rBr..,,'-...`,I;EEL.'.  '  .

-                  ,,    ,          1,,..I.--,Realisasi capaian
.  h=«,,,,,..-1=- .  ItsTFT* I,-,.,--1`!

2020 16'17 16,17 14,66 (4,13) 100'04
2021 18'80 17,91 16,28 10,71 95,25
2022 10'77 11,32 (42,73) (36,79) 105,11

2023 2 1,04 42,96 95,42 279'58 204,17
2024 24'97 24,52 18'67 (42,93) 98,19

Rata-rata !         20,46         )         41,29 12o,55

Sumber: Laporan Keuangan Pernerind:h Kota Bdi:lapapcm 2020-2024, 0lah Data 2025

Realisasi  hasil  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan  di
Kota Balikpapan menunjukkan fluktuasi selama periode 2020-2024. Hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tumbuh 41,29 persen per
tahun dengan pertumbuhan tertinggr teljadi pada tahun 2023 mencapai
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279,58   persen.   Jika   dilihat   dari   rata-rata   capaian   kinelja,    hasil

pengelolaan  kekayaan  daerah yang dipisahkan mencapai  124,84  persen
per  tahun  dengan  capaian  kinelja  tertinggj  teljadi  pada  tahun  2023
sedangkan yang terendah teljadi pada tahun 2024. Penetapan target hasil

pengelolaan     kekayaan     daerah     yang     dipisahkan     menunjukkan
pertumbuhan  yang lebih  rendah jika  dibandingkan  dengan  realisasinya
yang mengindikasikan penetapan anggaran cenderung pesimis.

Sumber PAD lainnya yang belperan cukup besar terhadap PAD Kota
Balikpapan adalah penerimaan lain~lain pendapatan asli daerah yang sah.
Kontribusi  lain-lain  PAD  yang  sah  mencapai  15,79  persen  per  tahun.
Pendapatan  tersebut  bersumber  dari  Hasil  Penjualan  dan  pemanfaatan
BMD yang Tidak Dipisahkan; Jasa Giro;  Pendapatan Bunga;  Penerimaan
atas  Tuntutan  Ganti  Kerugian  Keuangan  Daerah;  Penerimaan  Komisi,
Potongan,    atau    Bentuk    Lain;    Pendapatan    Denda    (Keterlambatan
Pelaksanaan  Pekeljaan;  Pajak  dan  Retribusi  Daerah);  Pendapatan  dari
Pengembalian;  Pendapatan  BLUD;  Pendapatan  Dana  Kapitasi  Jaminan
Kesehatan   Nasional   (JKN)   pada  Fasilitas  Kesehatan  Tingkat  Pertama

(FKTP); dan Lain-lain PAD yang Sah Lain-lainnya.

Tabel 2. 35 Target dan ReaLisasi Lain-hair Pendapatan Asli Daerch yang Sch Kota
BaELEpapan Tahun 2020-2024

',,

.     .        .     .     :r=FTiEfil5t   .  .    :Its(,=-.,....,,,,•.-I-..

.-„,,,-=,.--,I-.,
.2,,ta. ,(Persen)

2020 80'74 115,49 (21,88) (8,56) 143,04
2021 93,47 155,78 15'77 34,89 166,66
2022 124,55 136'24 33,25 (12,54) 109'39
2023 131,01 155,49 5,19 14,13 118,69
2024 40'21 68,10 (69,30) (56,20) 169,35

Rata-rata (7,40) (5,66) 141,43

SumbeT: Laporan Keuangan Pernerin±ah Kcta Bdi:kpapan 2020-2024, 0lah Data 202 5

Realisasi    penerimaan   lain-lain    PAD   yang   sah    menunjukkan

perkembangan   yang   cukup   berfluktuasi   selama   periode   2020-2024,
dengan    penurunan    sebesar    5,66    persen    per   tahun,    1ebih    tinggi
dibandin8kan  dengan  target.  Realisasi  capaian  kinelja mencapai  141,43

persen per tahun dengan capaian tertinggi teljadi pada tahun 2021 yaitu
166,66  persen  sedangkan  yang  terendah  sebesar  109,39  persen  pada
tahun 2022.
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b.   Pendapatan Transfer

Sumber pendapatan lain yang berkontribusi cukup besar terhadap

pendapatan   daerah   Kota   Balikpapan   adalah   pendapatan   transfer.
Pendapatan Transfer adalah Transfer ke Daerah (TKD). TKD adalah dana

yang bersumber  dari APBN  dan  merupakan  bagian  dari  belanja negara
yang  dialokasikan  dan  disalurkan  kepada  Daerah  untuk  dikelola  oleh
Daerah dalam  rangka mendanai penyelenggaraan  Urusan  Pemerintahan

yang menjadi kewenangan Daerah. TKD terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana
Alokasi Umum,  Dana Alokasi Khusus, Dana Otonomi Khusus, dan Dana
Desa.

Tabel 2. 36 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Rota Balikyapan Tahun 2020-
2024

•   -,   ,   .    ,   ..,- I-'1=
aLian

irFT      ,,  ,      1.I.-(Persen)
I,,

•,Miliar)
L

`

Kin(31+

•,. =tH I t= I,-

_  _ _.k_a_a_
1t<T.tC| (P sen,

2020 1.534,13 1.830 (16,42) 7,50 119,30

2021 1.466,66 26 (4,40) (21,14) 98,40

2022 1.939,61 81 32,25 37,73 102'48

2023 2.740,21 56 41,28 33,89 97,13

2024 2.751,41 70 0,41 8,50 104'95

Rata I,in -,.`
Sitimber: Laporcm Keuangan Pemerirutah Kcta Bdilapapcm 2020-2024, 0lah Data 2025

Realisasi     pendapatan     transfer    Kota    Bali]apapan     cenderung
berfluktuasi dengan pertumbuhan sebesar  13,30 persen per tahun pada

periode  2020-2024.  Pertumbuhan  realisasi  tertinggi  teljadi  pada  tahun
2022 yaitu sebesar 37,73 persen dengan tingkat capaian sebesar  102,48

persen dari target.  Pertumbuhan realisasi pendapatan transfer terendah
teljadi pada tahun  2021  yang terkontraksi 21,14  persen dengan  tingkat
capaian sebesar 98,40 persen. Kondisi tersebut disebabkan oleh turunnya

pendapatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH), khususnya DBH
Pph Pasal 25 dan Pasal 29.

Pendapatan transfer terdiri dari (a) Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat yaitu Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan
Dana  alokasi  Khusus),  Dana  Insentif Daerah  (DID)  dan  (b)  Pendapatan
Transfer   Antar   Daerah   yaitu   Pendapatan   Bagi   Hasil   dan   Bantuan
Keuangan.  Besamya  kontribusi  masing-masing  komponen  pendapatan
transfer selama kurun waktu Tahun 2020-2024 secara rinci dapat dilihat

pada grafik di bawah ini.
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Gambar 2. 61 Kontrinusi KomponeD Pendapatan Transfer Tahu]L 2020-2024
Sumber: Laporan Keuangan Pemerinitah Kcta Bdi:Iapapan 2020-2024, 0lah Data 202 5

Pendapatan Transfer di Kota Balikpapan dalam kurun waktu tahun
2020-2024   didominasi   oleh   komponen   DBH   dengan   rata-rata   44,28

persen  per  tahun.  Sumber  pendapatan  transfer  terbesar  kedua  adalah
DAU  dengan rata-rata sebesar 22,40  persen  per tahun  dan yang ketiga
adalah  BHPP  sebesar  17,39  persen  per  tahun.  Perencanaan  keuangan
Kota   Balikpapan   harus   mempertimbangkan   prediksi   dan   ketepatan

penerimaan  DBH   karena  DBH   merupakan  sumber  pendapatan  yang
mendominasi.    Pengelolaan    keuangan   yang   balk   diperlukan    untuk
memastikan  bahwa  alokasi  dana  digunakan  secara  efisien  dan  efektif
untuk pembangunan dan pelayanan publik.

Tabd 2. 37 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dane Bagi Hasfl (PajalE dan
Bulran PdalE| Kota BalilEpapan Tahun 2020-2024

irmFFr5FT  .  .    RTEt=[-  I A.

Ta
I.]zTTFI:.-..EEm....-=mFEm,...I-., --m' .   ,        .-          -, :_,,(a, .,--

Target        I     Realisasi - I   -.   IL=*t<
lL  I.I-FJL'

2020 545,51 825,89 (10,83) 57'35 151,40

2021 370'63 402,43 (32,06) (51,27) 108,58

2022 851,86 932,15 129,84 131,63 109,43
2023 1.370,84 1.334,89 60,92 43'21 97,38
2024 1.245,38 1.483,10 (9,15) 11,10 119,09

:€i=ez=Iz=lIIIIIIIIIIIIP+iJlhfi 38'40 117,17

Su:mher: Laporcm Keuangan Penerindah Kcfro Bdi:Iapapan 2020-2024, 0lah Data 2025

Realisasi  pendapatan  transfer  dana  bagi  hasil  (pajak  dan  bukan

pajak)  cenderung  berfluktuasi  dengan  rata-rata  pertumbuhan  sebesar
38,40 persen per tahun pada periode 2020-2024.  Pertumbuhan realisasi
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tertinggi  teljadi  pada  tahun  2022  yaitu  sebesar  131,63  persen  dengan
capalan  kinelja  mencapai   log,43   persen.   Pertumbuhan  dan  capaian
kinelja yang tinggi didorong oleh pendapatan DBH Pph Pasal 25 dan Pasal
29.   Pertumbuhan   realisasi   terendah   teljadi   pada   tahun   2021   yang
terkontraksi sebesar 51,27 persen meskipun capaiannya mampu melebihi
target.  Penurunan  tersebut disebabkan oleh turunnya pendapatan  DBH
Pph  Pasal  25  dan  Pasal  29  hingga  98,34  persen  dibandingkan  tahun
2020.

Tabel 2. 38 Target dan Realisasl Pendapatan Transfer: Dane Alckasi Umun K®ta
Balikpapan Tahun 2020-2024

'1,

.   I  .     i,  ,-,•,-.I,,,,,,,-=tm.
•-                ,,   ,         ,•,-.   ,        ,  -         -I-.|L«L=

esl,.   .I,,ta, ,(Persen)

2020 437,73 429,20 (1,82) (2,41) 98,05
2021 428,31 428'31 (2,15) (0,21) 100'00
2022 428,31 419'35 0,00 (2,09) 97,91
2023 471'14 470,20 10,00 12,13 99,80
2024 592'55 581'09 25'77 23,58 98'07

111111111111111111-
Rata-rataI-o , - 2Z, 98'77

Sumber.. LapoTan Keuangan Pemerindah Kcta Bdi:lq?apan 2020-2024, 0lah Data 2025

Komponen   dana   perimbangan   lainnya   yang  juga   memberikan
kontribusi cukup besar terhadap pendapatan daerah adalah Dana Alokasi
Umum   (DAU).   Realisasi   Pendapatan   Transfer   DAU   Kota   Balikpapan

cenderung berfluktuasi  dengan  rata-rata pertumbuhan  realisasi  sebesar
6,20   persen   pada  tahun   2020-2024.   Pertumbuhan  realisasi  tertinggi
teljadi  pada  tahun  2024  yaitu  sebesar  23,58  persen  dengan  tingkat
capaian sebesar 98,07 persen,  sedangkan pertumbuhan terendah terjadi

pada tahun 2020 yang terkontraksi 2,41  persen dengan tingkat capaian
sebesar   98,05   persen.   Kineria   DAU   Kota   Balikpapan   secara   umum
menunjukkan  kinelja yang  balk  dengan  tingkat  capaian  berkisar  pada
98,88 persen per tahun. Kebijakan terkait DAU diatur secara jelas dalam
undang-undang  dan  peraturan  pemerintah.  Kebijakan  ini  memastikan
alokasi  dan  penyaluran  DAU  tepat waktu  sehingga  membantu  menjaga
konsistensi antara proyeksi dan realisasi.
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Tabel 2. 39 Target dan Realisasi Pendapatan Transfer: Dane Alokel Khusus Koto
Balikpapan Tahun 2020-2024

'1,'

.  ,  .   £||nFEtH:,,I,L=  ,1<.,..LiiHilarmR-  .
I--in,,,-•    ,         ,   -           -,I-..

'   ,  '     .   ,

Miliar)•.--=\tm   . :_,,Ta,  ,lpersen)

2020 149,27 163,06 36,25 68,14 109,24
2021 186,07 150,15 24,65 (7,92) 80,69
2022 182,18 153,45 (2,09) 2,20 84'23
2023 223'46 209,15 22,66 36,30 93,60
2024 12,16 10,74 (94,56) (94,86) 88,30

Rata-rata (2,62) 0,77 91,21

Su:mber: In;poran Keuangan Pemerin±ch Kcta Bcdi:Iq?apan 2020-2024, 0lch Data 2025

Komponen  penting  lainnya  dari  dana  perimbangan  yang  diterima
Pemerintah  Kota  Balikpapan  adalah  dana  alokasi  khusus  (DAK).  DAK
terdiri  atas  DAK  Fisik  dan  DAK  Non  Fisik.  DAK  fisik  digunakan  untuk
mendukung  pembangunan/pengadaan  sarana  dan  prasarana  layanan

publik Daerah,  sedangkan  DAK non fisik digunakan  untuk mendukung
operasionalisasi layanan publik Daerah. Pada periode 2020-2024, realisasi
DAK yang diterima Pemerintah Kota Balikpapan mengalami pertumbuhan
sebesar  0,77  persen  per  tahun  dengan  tingkat  capaian  sebesar  91,21

persen per tahun.  Realisasi capaian kinelja  tertinggi teljadi pada tahun
2020  yang  mencapai  109,24  persen  dari  target  yang  telah  ditetapkan.
Sedangkan  capaian  kinerja  terendah  teljadi  pada  tahun  2024  dengan
tingkat capaian yang terkontraksi sebesar 94,86  persen dari target yang
ditetapkan   sebelumnya   yang   terutama   dipengaruhi   oleh   turunnya

pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Komponen pendapatan transfer lainnya dari Pemerintah Pusat yang
diterima Pemerintah Kota Balikpapan adalah Dana Insentif Daerah (DID).
DID  adalah  bagian  dari  dana  transfer  ke  daerah  yang  bersumber  dari
anggaran  pendapatan  dan  belanja  negara  kepada  daerah  berdasarkan
kriteria/ kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan
atas perbaikan dan/atau pencapaian kinelja tertentu di bidang tata kelola
keuangan   daerah,   pelayanan   umum   pemerintahan,   pelayanan   dasar

publik, dan kesejahteraan masyarakat.
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Tabel 2. 40 Target dan Realicasi Pendapatan Trarder: Dana lusentif Daerah Rota
Balmpapan Tahun 2020-2024

Tabun
.   ..         ,       -,,,,,-11,...I,,Realisa I-    „ ,  ,.,--

I    ,         ,   -           .=-..
.   '  ,:_,I(al.(Persen)

2020 60,63 71,30 (68,08) (61,55) 117,60
20212022 84,21 84,21 38,89 18,10 100,00

44,43 44,43 (47,24) (47,24) 100,00
2023 44,63 4 1,60 0,45 (6,36) 93,22
2024 22,82 14,95 (48,87) (64,05) 65,54

Rat 124,97) (32,22) 95,27

Shrmber: Laporan Keucmgan Perneriri;±ch Ko¢cL Bdikpapan 2020-2024, 0lch Dcita 2025

Pada   periode   2020-2024,   pendapatan   DID   yang   diterima   oleh
Pemerintah  Kota  Balikpapan  berfluktuasi  dengan  tren  yang  semakin
menurun.  Pendapatan  DID  terus  mengalami  penurunan  sebesar  32,22

persen  per tahun  dengan  penurunan  terbesar teljadi  pada  tahun  2024
mencapai 64,05 persen.  Apabila dilihat dari capaian kineljanya, realisasi

pendapatan  DID  mampu  mendekati  target yang  telah  ditetapkan  yaitu
sebesar  95,27  persen  per  tahun.  Kondisi  ini  teljadi  dikarenakan  bila
terdapat  sisa  dana,  pemerintah  daerah  diminta  untuk  menyampaikan
rencana  penggunaan  dan  realisasi  dari  sisa  dana  DID  tersebut  untuk

pendidikan   (termasuk   digitalisasi   pelayanan   pendidikan),   kesehatan
(termasuk  penanganan  pandemi  COVID-19  dan  digitalisasi  pelayanan
kesehatan) , pemberdayaan UMKM, dan perlindungan sosial.

a.    Lain-Lain pendapatan Daerah yang Bah

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Lain-I,aim Pendapatan
Daerah yang Sah meliputi Pendapatan  Hibah  dan  I.aim-lain  Pendapatan
Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Tabel 2. 41 Target dan Realisasl Lain-lain Pendapatan Daerah yang Bah Rota
Bduxpapan
Tahun 2020-2024

Tahun

'1,.-. '.',Mil '   ,  ,   ,  I      '1,•'LH.

-      „ in,',.--' erl, .   .:I,Ial ,(Persen)

.,- I  -  .  EL«  I •,- i  -  .  I  *.LN

2020 78,97 79,23 2532,38 2541,08 100'33
2021 79,78 79,94 1,02 0,89 100,20
2022 102,27 70'07 28,20 (12,35) 68,51
2023 6,58 4'66 (93,56) (93,35) 70'73
2024 61,09 66,14 827'98 1320,36 108'26

Rata-rata a5+.     , 751,32 =L,,

SitJmber: Laporcm Keua:ngan Perneriritah Kcito Bali:Iapapan 2020~2024, 0lah Data 2025
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Realisasi  penerimaan  lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah  Kota
Balikpapan cenderung berfluktuasi pada tahun 2020-2024, dengan rata-
rata    pertumbuhan    sebesar    751,32    persen    per    tahun.    Tingginya

pertumbuhan  ini  didorong  oleh  peningkatan  pada  lain-lain  pendapatan
yang  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  pada
tahun 2024.

Kemandirian Flskal dan Ketergantungan Fiskal

KineH.a keuangan  pada periode  2020-2024 juga dapat dilihat dari
derajat  kemandirian  fiskal  (DKF`)  dan  rasio  ketergantungan  fiskal  (RKF).
Kemandirian fiskal daerah ditunjukkan oleh proporsi PAD terhadap total

pendapatan.   Semakin  besar  proporsi  PAD  terhadap  total  pendapatan
daerah maka ketergantungan daerah semakin kecil.  Berbanding terbalik
dengan    derajat    kemandirian    fiskal,     rasio    ketergantungan    fiskal
ditunjukkan oleh proporsi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan
daerah  yang  sah  terhadap  total  pendapatan.  Semakin  besar  proporsi

pendapatan  transfer  dan  lain-lain  pendapatan  daerah  yang  sah,  maka
semakin  besar  tingkat  ketergantungan  daerah  terhadap  bantuan  pihak
ekstemal.

80'OOC,,,c
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20,009t,
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0'00%`

¥                         EEEELRE                   HH]EHRE                         I                               I

24.og%                                                                                  26, 6ofro                  26.53%

2020                             2021                              2022                             2023                             2024

- Pendapatan Asli Daerah

4 Pendapatan Transfer + Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Gambu 2. 62 DeraJat Kemandirian Daemh dan Rasio Ketergantungan Daerah
Tahun 2020-2024

Surr.bet: BPKD Kcta Bdikpapan 2020-2024 (Dioidh, 2025)

Perkembangan    realisasi   pendapatan   daerah    Kota   Balikpapan
cenderung  berfluktuasi  pada  periode  2020-2024.   Derajat  kemandirian
fiskal tertinggi teljadi pada tahun 2021  sebesar 33,14 persen sedangkan

yang  terendah  teljadi  pada  tahun  2020  yaitu  24,09  persen.   Derajat
kemandirian  fiskal  Kota  Balikpapan  termasuk  dalam  kategori  "Sedang"
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(20<DDFS30)  dengan  rata-rata  sebesar  27  persen  pada  periode  2020-
2024.

Rasio   ketergantungan   fiskal   Kota   Balikpapan   termasuk   dalam
kategori "Sangat Tinggi" (RK>50) dengan rata-rata mencapai 72 persen per
tahun   pada   periode   2020-2024.    Kondisi   tersebut   mengindikasikan
kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah didominasi oleh pendanaan
dari pihak ekstemal, khususnya pemerintah pusat.

2.5.1.2       Beladya Daerah

Belanja daerah  adalah  semua kewajiban  Pemerintah  Daerah yang
diakui  sebagai  pengurang  nilai  kekayaan  bersih  dalam  periode  tahun
anggaran  berkenaan   (Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019).
Dalaln menentukan alokasi anggaran belanja,  pemerintah daerah harus
melihat sejauh mama kapasitas pendapatan dan kebutuhan pembangunan
daerah   agar   anggaran   yang   dibelanjakan   efisien   dan   efektif  dalam
mencapal tujuan pembangunan daerah.

Tabel 2. 42 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota BalllEpapan Tahun 2020-2024

Tahun
=-.,.,-...illllllllll-I,,,Pertumbuhan (Persen) IIIIIIIE.I=.r=..

Realisasi Target        1      Realisasi
- I _ h F| .I(persen)

2020 2.392,42 2.145,21 (14,14) (10,81) erf3ffJ7
2021 2.826,44 2.375,02 18,14 10'71 84'03
2022 3.273,13 2.745'40 15,80 15,59 83,88
2023 4.278,68 3.745,10 30,72 36,41 87'53
2024 4.545,98 3.942,16 6'25 5'26 86,72

Rata-rata I IECI, _ I EI K =T,,

SitJ,mber: Laporan Keua:ngan Pemeri:utah Ko¢a Bcthkpapan 2020-2024, 0lah Data 2025

Realisasi  Belanja  Daerah  mengalami  pertumbuhan yang fluktuatif
dengan    rata-rata   pertumbuhan    sebesar    11,43    persen   per   tahun.
Pertumbuhan realisasi belanja terendah teljadi pada tahun 2020 sebesar -
10,81     persen.     Rendahnya    capaian    realisasi    dikarenakan    teljadi

penurunan  pos  Belanja  Modal  sebesar  37,67  persen  atau  turun  dari
Rp687,77 miliar menjadi Rp428,69 miliar.  Pertumbuhan belanja tertinggi
teljadi pada tahun 2023 sebesar 36,41 persen. Tingginya capaian realisasi
didorong   oleh   kenaikan   pos   Belanja   Modal   sebesar   74,79   persen
meningkat dari Rp795,94 miliar menjadi Rpl ,39 triliun.

Dilihat dari rata-rata realisasi capaian kinelja untuk belanja daerah
Kota Balikpapan  menunjukkan  kineq'a yang cukup  efisien dengan  rata-
rata capaian kinelja sebesar 86,36 persen pada periode 2020-2024. Untuk
realisasi  capaian  kinelja  yang  relatif  efisien  terjadi  pada  tahun  2020
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dengan tingkat capalan sebesar 89,67 persen dari target belanja daerah
Kota Balikpapan yang telah direncanakan sebelumnya.

Belanja   daerah   diklasifikasikan   menjadi   empat   kategori,   yakni
belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer

(UU HKPD).  Selana kurun waktu 2020-2024, hanya ada tiga pos belanja
pada Pemerintah  Kota Balikpapan yaitu  belanja operasi,  belanja modal,
dan belanja tidak terduga.  Ketiga kategori tersebut kemudian dianalisis
dengan  tujuan  untuk  memperoleh  gambaran  realisasi  dari  kebijakan

pembelanjaan selama periode 2020-2024 yang digunakan sebagai bahan
untuk menentukan  rencana belanja daerah di  masa yang akan  datang
dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

a.   Belanja operasi
Belanja operasi  merupakan  pengeluaran  anggaran  untuk kegiatan

sehari-hari  Pemerintah  Daerah  yang  memberi  manfaat jangka  pendek.
Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi belanja operasi Kota
Balikpapan pada periode 2020-2024.

Tabel 2. 43 Target dan Realisasi Belada Operasi Kota Ba]ilpapan Tchun 2020-2024

Bela .     ,   ,  -.             -,        ,I =ZEFT         ,,   ,         I.   ,        .-         -,
•,,

1      `   _   ____   _

`r,1 I                          JL`'                   I
I   ..[a,  .

T get =  - .  IEFT* •,- Realisasi (Persen)
2020 1.808,67 1.596'08 (6,93) (6,97) 88,25
2021 2.063,98 1.744,05 14' 12 9 .'2J 84,50
2022 2.248,01 1.915,93 8'92 9'85 85,23
2023 2.652,87 2.331,40 18,01 2 1,69 87,88
2024 2.882,99 2.487,78 8'67 6,71 86,29

Rata-rata I            8,56 =1I-i          86'43

Swhber: haporcm Keuangan PerneTin±ah Kcta Bdikpapcm 2020-2024, Olah Data 2025

Realisasi  belanja operasi  mengalami  pertumbuhan yang fluktuatif
dengan  rata-rata  pertumbuhan  sebesar  8,11   persen  per  tahun  pada

periode 2020-2024. Realisasi belanja mengalami penurunan pertumbuhan
pada tahun 2020 sebesar 6,97 persen. Penurunan pertumbuhan tersebut
disebabkan oleh penurunan pos belanja barang dan jasa sebesar minus
17,76  persen atau turun dari Rp849,56  miliar menjadi Rp697,38  miliar.
Pertumbuhan realisasi belanja tertinggi teljadi pada tahun 2023 sebesar
21,69  persen.  Tingginya  pertumbuhan  tersebut  didorong  oleh  kenaikan
seluruh pos belanja seperti belanja pegawai yang tumbuh  sebesar  11,43

persen, pos belanja barang dan jasa yang tumbuh  17,61 persen, dan pos
belanja hibah yang tumbuh 131,59 persen.
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Belanja Operasi Kota Balikpapan menunjukkan kineH.a yang cukup
efisien  dengan  rata-rata  capalan  kinelja  sebesar  86,43  persen  selama

periode  2020-2024.  Untuk  realisasi  capaian  kinelja  yang  relatif  efisien
teljadi pada tahun 2020 dengan tingkat capaian sebesar 88,25 persen dari
target   belanja   operasi    Kota   Balikpapan   yang   telah   direncanakan
sebelumnya.

Porsi   belanja   pegawai   perlu   mendapat   perhatian   khusus   oleh
Pemerintah Kota Balikpapan.  Menurut Pasal  146  ayat (1)  UU  Hubungan
Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah  (HKPD),
daerah  wajib  mengalokasikan  belanja  pegawai  di  luar  tunjangan  guru

yang  dialokasikan  melalui  TKD  maksimal  sebesar  30  persen  dari  total
belanja. Belanja pegawai daerah yang dimaksud pada pasal tersebut tidak
termasuk   belanja   khusus   untuk   tambahan   penghasilan   guru   dan
tunjangan guru yang berasal dari TKD.

b.   Beladya Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang
dilakukan  dalam  rangka  pengadaan  aset  tetap  dan  aset  lainnya  yang
memberi  manfaat lebih  dari lebih  dari  12  (dua belas)  bulan.  Berikut ini
adalah perkembangan target dan realisasi belanja modal Kota Balikpapan
selama kurun waktu 2020-2024.

Tabel 2. 44 Target dan Realisasi Belanja Modal Rota BalllEpapan Tahun 2020-2024

.,1

i-.           .      L''   ,,,,-.,,,Pertumbuh •  ,     , -      -Realisa I   ,r€,r€I,:_Fma.

I  .  .  I  *t€1 Target (persen)
2020 438,75 428,69 (47,25) (37,67) 97,71
2021 648'45 545,70 47,80 r2:I ,2!f 3 84'16
2022 975'01 795'95 50,36 45,86 81'63
2023 1.587,12 1.391,24 62,78 74'J9 87,66
2024 1.649,75 1.442,25 3,95 3'67 87,42

Rata-rata 23,53         i         22,79         I         87,72

Sumber: Laporan Keua:ngan Pernerin:±ah Kofa Bcttkpapan 2020-2024, 0lch Data 2025

Realisasi  Belanja  Modal  mengalami  pertumbuhan  yang  fluktuatif
dengan   rata-rata   pertumbuhan   sebesar   22,79    persen   per   tahun.
Pertumbuhan belanja terendah teljadi pada tahun 2020 yang terkontraksi
sebesar  37,67  persen.  Rendahnya pertumbuhan  realisasi  belanja  modal

pada tahun 2020 disebabkan oleh penurunan seluruh pos belanja modal
seperti belanja modal tanah yang turun sebesar 99,62 persen atau turun
dari  Rpl3,02  miliar  pada  tahun  2019  menjadi  Rp48  juta  pada  tahun
2020,  belanja  modal  gedung  dan  bangunan  yang  turun  45,24  persen,
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belanja  modal  jalan,  jaringan  dan  irigasi  yang  turun   37,22   persen.
Pertumbuhan  belanja  tertinggi  ten.adi  pada  tahun  2023  sebesar  74,79

persen.  Tingednya pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan belanja
modal jalan,  jaringan  dan  irigasi  yang  tumbuh  77,40  persen,  belanja
modal  peralatan  dan    mesin  yang  tumbuh  77,43  persen  sebagai  pos
belanja  modal  dengan  alokasi  terbesar.  Capaian  kinelja  belanja  modal
Kota Balikpapan  menunjukkan  kinerja yang cukup  efisien  dengan rata-
rata sebesar 87,72 persen per tahun pada periode 2020-2024.

c.   Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang
dilakukan  dalam  rangka  pengadaan  aset  tetap  dan  aset  lainnya  yang
memberi  manfaat lebih  dari lebih  dari  12  (dua belas)  bulan.  Berikut ini
adalah perkembangan target dan realisasi belanja modal Kota Balikpapan
selama kurun waktu 2020-2024.

Tabel 2. 45 Target dan Realisasi Belada Modal Rota Balikpapan Tchun 2020-2024

Tahun
i-.      .   I'/inTargetFn     ,  ,     ,=ch,L*IL1 Pertumbuh•,.an (Persen)Realisa Cat,

(a,,(Persen)

2020 438,75 428,69 (47,25) (37,67) 97,71
2021 648,45 545,70 47'80 27,29 84,16

2022 975'01 795,95 50,36 45'86 81'63

2023 1.587,12 1.391,24 62,78 74,79 87'66
2024 1.649,75 1.442,25 3,95 3ffr' 87,42

Rata-rata 23,53 22,79         I         87,72

Su:mber: Laporan Keuangan Pemerwiah Kcta Bdikpapar. 2020-2024, 0lah Data 2025

Realisasi  Belanja  Modal  mengalami  pertumbuhan  yang  fluktuatif
dengan   rata-rata   pertumbuhan   sebesar   22,79    persen   per   tahun.
Pertumbuhan belanja terendah teljadi pada tahun 2020 yang terkontraksi
sebesar  37,67  persen.  Rendahnya pertumbuhan  realisasi  belanja  modal

pada tahun 2020 disebabkan oleh penurunan seluruh pos belanja modal
seperti belanja modal tanah yang turun sebesar 99,62 persen atau turun
dari  Rpl3,02  miliar  pada  tahun  2019  menjadi  Rp48  juta  pada  tahun
2020,  belanja  modal  gedung  dan  bangunan  yang  turun  45,24  persen,
belanja  modal  jalan,  jaringan  dan  irigasi  yang  turun   37,22   persen.
Pertumbuhan  belanja  tertinggi  teljadi  pada  tahun  2023  sebesar  74,79

persen. Tingginya pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan belanja
modal  jalan,  jaringan  dan  irigasi  yang  tumbuh  77,40  persen,  belanja
modal  peralatan  dan    mesin  yang  tumbuh  77,43  persen  sebagai  pos
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belanja  modal  dengan  alokasi  terbesar.  Capaian  kinelja  belanja  modal
Kota Balikpapan menunjukkan  kineq'a yang cukup efisien  dengan  rata-
rata sebesar 87,72 persen per tahun pada periode 2020-2024.

d.   Belanja Tidal Terduga
Belanja tidak terduga digunakan untuk pengeluaran anggaran atas

Beban  APBD  untuk  keperluan  darurat  termasuk  keperluan  mendesak

yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Berikut ini adalah perkembangan
target dan realisasi belanja tidak terduga Kota Balikpapan pada periode
2020-2024.

Tab®1 2. 46 Target dan Realisasl Belanja Tldak Terduga Kota Balmpapan Tahun
2020-2024

=Za.  .   .        '.  .    -.1.. ca Lan
Pertumb .    I          .-            ~,

Tahun
. =ffl     . -

--------ri-€aii-;-i;i---
rpl

tar::,

2020 145,00 120,44 1189,87 6355,18 83,06
2021 114,01 85,27 (21,37) (29,20) 74,J9
2022 50,1 1 33,53 (56,05) (60,68) 66,90
2023 38'68 22,46 (22,81) (32,99) 58,08
2024 13,24 12'14 (65,78) (45,98) 91,67

Rata-rata ;        204,77 1237,26 1          74,9o

Sumber: Laporan Keuangan Pernerwiah Kofa Balikpapcm 2020-2024, 0lah Dci;±a 2025

Pada  tahun  2020-2024,  realisasi  capaian  kinelja  untuk  belanja
tidak terduga Kota Balikpapan menunjukkan kineria yang cukup efisien
dengan   rata-rata   capaian   kinelja   sebesar   74,90   persen   per   tahun.
Sementara itu,  realisasi  belanja  tidak  terduga  mengalami  pertumbuhan
dengan   rata-rata   pertumbuhan   sebesar   1.237,26   persen   per   tahun.
Pandemi  Covid-19  menyebabkan  tingginya  belanja  tidak  terduga  pada
tahun   2020   di   mama   pertumbuhannya   mencapal   6.355,18   persen
dibandingkan tahun 2019.

2.5.1.3      Pembtryaan Daerah

Pembiayaan adalah  setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau  pengeluaran  yang  akan  diterima  kembali,  baik  pada  tahun
anggaran    berkenaan    maupun    tahun-tahun    anggaran    berikutnya

(Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019).   Analisis  pembiayaan   ditujukan
untuk  mengetahui  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam  mencukupi

pembiayaan   akibat   selisih   kebutuhan   dan   alokasi   belanja.   Sumber
pembiayaan  dapat  bersumber  dari  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran
Tahun I,alu (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan
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Daerah  yang  Dipisahkan;   Penerimaan   Pinjaman   Daerah;   Penerimaan
Kembali    Pemberian    Pinjaman;     Penerimaan    Piutang    Daerah    dan
Penerimaan  Kembali  Penyertaan  Modal  (Investasi)   Daerah.   Sedangkan

pengeluaran     pembiayaan     digunakan     untuk     Pembentukan     Dana
Cadangan;   Penyertaan   Modal   Pemerintah   Daerah   pada   Perusahaan
Daerah; Pembayaran Pokok Utang; Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa
Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Beljalan (SILPA).

Tabel 2. 47 Target dan Reallsasi Pembiayaan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020-
2024

.   ,,   ,     . •    .    ,        ,   .    --,

1111111111111-
r```= .,

izit    ,, , . n (Persen)
Tahun -,•,-

I-.. .
-i-=-ii-i-:-=='i---

I,Ia

:I:,
2020 309,10 309,17 17'79 17,66 100'02

2021 604'29 653,54 95,50 1 1 1,38 108,15

2022 445,73 533,86 (26,24) (18,31) 119'77

2023 547,87 650,80 22,91 2 1,90 118,79

2024 536,62 536,37 (2,05) (17,58) 99,95
Rata-rata 21,58         i         23,01         i        109,34

Shimber: BPKD Kota Bdikpapcm 2020-2024 (Diolah, 2025)

Realisasi  pembiayaan  tumbuh  sebesar  23,01   persen  per  tahun
dengan pertumbuhan tertinggi teljadi pada tahun 2021  mencapai  111,38

persen,   meskipun  selanjutnya  terkontraksi   18,31   persen  pada  tahun
2022.  Apabila  dilihat  dari  tingkat  capaian  kinelja,  pembiayaan  daerah
secara  umum  malnpu  melampaui  target  yang  telah  ditetapkan  dengan
rata-rata  capaian   mencapai   109,34   persen  pada  periode   2020-2024.
Berikut    ini    adalah    rincian    komponen    pembiayaan    daerah    Kota
Balikpapan.

a.   PeDerinaan pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan mencakup sisa lebih perhitungan anggaran
tahun  anggaran  sebelumnya  (SiLPA);  pencairan  dana  cadangan;  hasil

penjualan   kekayaan   daerah  yang  dipisahkan;   penerimaan   pinjaman
daerah;   penerimaan   kembali   pemberian   pinjaman;   dan   penerimaan

piutang    daerah.    Pada    periode    2020-2024,    satu-satunya    sumber
penerimaan   pembiayaan   daerah   berasal   dari   sisa  lebih   perhitungan
anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA). Berikut adalah target dan
realisasi penerimaan pembiayaan daerah Kota Balikpapan selama kurun
waktu 2020-2024.
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Tabel 2. 48 Target den Realisasi Penerimaan Daerah Kota Bali][papan Tchun 2020-
2024

',,,

•  a'[al,,,,I:  ,,.-.,11,  -  1,   rlr€L'Jr3  .,,Rp.M
Pertumbuhan (Persen)

cKai ..,I-.

•,-

----k-e-=Ii-;-i:i-
- FT-k-a-=ii-=i-;I (P,rsen)

2020 323,83 323,83 1 1,04 i 1,04 100'00

2021 635,73 Cffl9,AI 96,31 log,82 106,88

2022 473,32 556,78 (25,55) (18,06) 117'63

2023 558'52 657'61 18,00 18,11 117,74

2024 536,62 536,37 (3,92) (18,44) 99,95

1111111-
Rata~rata 19,18 11111111111-51, I,1=   I  )

Sumber: Laporan Keuangan PeTneriutch Kcta Bdi:kpapan 2020-2024, 0lch Data 2025

Penerimaan  pembiayaan  daerah  Kota  Balikpapan  memperlihatkan
kineq.a  yang  optimal  pada  periode  2020-2024.  Tingkat  capaian  kineria
untuk penerimaan pembiayaan daerah mencapai 108,44 persen per tahun

yang   mengindikasikan   terlampauinya   target   yang   telah   ditetapkan.
Capaian  kinelja tertinggi  teljadi  pada tahun  2023  yaitu  sebesar  117,74

persen. Capaian tersebut didorong oleh tingginya pelampauan penerimaan
pendapatan  transfer dari yang mulanya ditargetkan  sebesar 2,64  miliar
rupiah terealisasi hingga 107,37 miliar rupiah (4.060°/o).

b.    Pengeluaran pembiayaan Daerah

Pengeluaran  pembiayaan  adalah  pengeluaran  yang  akan  diterima
kembali  balk  pada  tahun  anggaran  yang  bersang]outan  maupun  pada
tahun-tahun  anggaran  berikutnya.  Pengeluaran  pembiayaan  mencakup

pembentukan  dana  cadangan;  penyertaan  modal  (investasi)  pemerintah
daerah;   pembayaran  pokok  utang;   dan  pemberian  pinjaman  daerah.
Berikut   ini   adalah   perkembangan   target   dan   realisasi   pengeluaran

pembiayaan daerah Kota Balikpapan pada periode 2020-2024.

Tabel 2. 49 Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daemh Rota Balikpapan
Tahun 2020-2024

Jn- -  I,r=,-,,
•

e-.I ., F-,., Pertum in,.    ,         --           -,
., .'

I aJlun
---i-a

i.i_:.i
l,Jfl

=mtL=  .L=1 •,-

`-_-

Realisasi

I,,,n-I-

-,

2020 14,73 14'66 (49,59) (49,21) 99'51
2021 3 1,44 25,94 113,41 76,92 82,49
2022 rrJ ,FJf J 22,92 (12,24) ( 1 1,63) 83,06
2023 10,65 6,81 (61,41) (70,28) 63,97
2024 0'00 0'00 (loo,00) (100,00) 0,00

Rata-rata (21,97) (30,84) 65,81

Sumber.. Laporan Keuangan Penerindah Koto Bdi:Iapapan 2020-2024, Ol.ah Data 2025
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Pengeluaran  pembiayaan  Kota  Balikyapan  selama  kurun  waktu
2020-2024 mengalami penurunan sebesar 30,84 persen per tahun dengan
tingkat  capaian  kinelja  sebesar  65,81  persen  per  tahun.  Pengeluaran

pembiayaan Kota Balikpapan dialokasikan sepenuhnya untuk penyertaan
modal   daerah   pada   BUMD.    Pada   tahun   2024,    Pemerintah   Kota
Balilapapan tidak menganggarkan adanya pengeluaran pembiayaan.

c.   Penutup Defisit Rifl Anggaran  Kota Balikpapan

Selama  periode  lima  tahun  terakhir,  tren  realisasi  pendapatan
daerah  menunjukkan  pertumbuhan  yang  cukup  sigriifikan,  yak::ni  dari
Rp2,52 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp4,02 triliun pada tahun 2024.
Kenaikan ini mencerminkan penin8katan kapasitas fiskal daerah dalam
mengelola sumber-sumber pendapatan, balk darn pendapatan ash daerah

(PAD) , transfer, maupun pendapatan lalnnya yang sah.

Meskipun demikian, fluktuasi teljadi pada pos belanja daerah, yang

pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp2,15 triliun dan meningkat drastis
hingga Rp3,94 triliun pada tahun 2024.  Peningkatan ini dapat diartikan
sebagai upaya pemerintah daerah dalaln mendorong pembangunan dan

pelayanan  publik,  nalnun  tetap perlu  dicerlnati  efisiensi  dan  efe]stivitas
realisasinya. Di sisi lain, pengeluaran pembiayaan daerah tergolong relatif
kecil dan tidak konsisten setiap tahunnya, bahkan nihil pada tahun 2024,

yang    menunjukkan     bahwa    kebijakan     penyertaan     modal     atau
pembentukan dana cadangan dilakukan secara selektif.
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Tabel 2. 50 Penutup Deflsit Rill Abggaran Rota Bali*[.apan Tahun 2020-2024
NO r€ , r€ I , 2020 2o21 2o22 2o23 I                    2o24
1. Rea]isasi Pendapatan Daerah 2.515.508.487.764 2.278.259.847.190 2.869.130.120.906 3.632.425.125.737 4.020.535.025.063

Dihaimngi realisasi:
2. Belanja Daerah 2.145.207.734.777 2.375.021.817.795 2. 745.398. 221.161 3.746.603.655.355 3.942.164.953.094
3. Penge luaran PembiayaanDaerah 14.660.000.000 25.935.933.186 22.919.455.000 6.812.000.000

A Defisit riff 355.640.752.987 |122.697.903.792| loo.812.444.745 (120.990.529.617) 78.870.071.969
Realisasi PenerimaanPemblayaen:

4. Sisa I,ebih PerhitunganAnggaranTahunSebelumnya
323.831.718.088 679.472.471.075 556.781.496.283 657.612.998.071 536.370.834.984

5. Pencairan Dana Cadangan - - - - -
6. Hasil Penjualan KekayaanDaerahyangDipisahkan

7. Penenmaan Pinjaman Daerah - - - - -
8. Penerimaan KembaliPemberianPinjaman Daerah

9. Penerimaan PembiayaanLainnyaSesuaidenganKetentuanPeraturanPenmdang-Undangan

8 Total Rea]isasi PenerimaanPeml)iayaanDaerah 323.831.718.088 679.472.471.075 556.781.496.283 657.612.998.071 536.370.834.984

A+B Sisa lebih pemt)iayaanangprantahunberkenann 679.472.471.075 556.774.567.283 657.593.941.028 536.622.468.454 614.740.906.953

Sumber: Laporan Keuangan Perneriatah Kcta Bdikpapan 2020-2024 , 0lah Data 2025
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Defisit  riil  anggaran  menunjukkan  dinamika  fiskal  yang  cukup
kompleks. Pada tahun 2020 dan 2022, tercatat derisit riil masing-masing
sebesar Rp355,64 miliar dan Rpl00,81  miliar.  Namun, pada tahun 2021
dan  2023, justru  teljadi  surplus  riil,  ditandai dengan  nilal  defisit yang
bemilai  negatif,  yaitu  sebesar  Rpl22,70  miliar  dan  Rpl20,99  miliar.
Adapun  pada  tahun  2024,  kembali  teljadi  defisit  riil  sebesar  Rp78,37
miliar.   Hal   ini   menunjukkan   bahwa   pengelolaan   anggaran   di   Kota
Balikpapan mengalami fluktuasi, baik karena fndor pendapatan maupun
belanja yang belum sepenuhnya seimbang dari tahun ke tahun.

Dalam  mengantisipasi  defisit  tersebut,   penerimaan  pembiayaan
daerah  yang  mayoritas  berasal  dari  Sisa  Lebih  Perhitungan  Anggaran

(SiLPA)  tahun-tahun  sebelumnya  menjadi  andalan  utama.  Selama  lima
tahun  terakhir,  nilai  SiLPA  selalu  tersedia  dan  cukup  besar,  misalnya
Rp679,47  miliar pada tahun  2021  dan  masih  cukup  kuat pada tahun
2024    sebesar    Rp536,37    miliar.    Ketergantungan    pada    SiLPA    ini
menunjukkan bahwa meshipun terdapat defisit riil dalam beberapa tahun,

posisi  keuangan  daerah  tetap  dapat  dijaga  stabil  dengan  penggunaan
surplus anggaran dari tahun sebelumnya.

Akhimya, jika dilihat dari sisa lebih pemhiayaan  anggaran  tahun
berkenaan  (A  +  a),  dapat  disimpulkan  bahwa  Kota  Balikpapan  secara
konsisten  berhasil  menutup  derisit  riil  melalui  mekanisme  pembiayaan

yang memadai,  sehingga tetap men8hasilkan SiLPA positif setiap tahun.
Ini  mencerminkan  manajemen  fiskal  daerah  yang  relatif hati-hati  dan
terkontlul,  meskipun perlu  diantisipasi terhadap  kemungkinan tekanan
fiskal yang lebih besar di nasa mendatang jika. pendapatari tidak tumbuh
seiring dengan peningkatan kebutuhan belanja publik.

2.5.I.4      Neraca Daerah

Neraca   Daerah   menyajikan   sebuah   informasi   mengenai   posisi
keuangan  berupa  aset,  kewajiban  (utang),  dan  ekuitas  pada  tanggal
neraca tersebut diterbitkan. Aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh

pemerintah maupun masyarakat dan dapat diukur dalam satuan uang.
Kewajiban (utang) dimana ini adalah utang yang tilnbul melalui keadaan
masa  lampau  yang  peneyelesalannya  melibatkan  aliran  keluar  sumber
daya   ekonomi   pemerintah.   Eukitas   dapat   dijelaskan   yahai   adalah
kekayaan  bersih  pemerintah  yang  merupakan  sefisih  antara  aset  dan
kewajiban pemerintah.
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Keberadaan Neraca Daerah pada dokumen perencanaan ini dinilai
sangat  belperan  penting  untuk  pemerintahan  Kota  Balikpapan  dalam
mengukur    kemampuan    keuangan    pemerintah.     Pemerintah    Kota
Balikpapan dalam menjalankan kegiatan pemerintah daerah pada setiap
tahurmya terdapat dampak pada perubahan kondisi keuangan balk pada

posisi aset, kewajiban maupun pa.da ekuitas. Sehingga untuk mengetahui
sebuah posisi keuangan daerah Kota Balikpapan, berikut perkembangan
data Neraca Daerah Kota Balilapapan Periode (2020-2024).
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Tabel 2. § I Realisasl Neraca Daerah Kota Balikpapan Tahun 2020-2024
No . Ire , H , I 2020 2021 2o22 2o23 2o24

1 ASRT 12.101.350.613.568 12.416.371.980.064 13.169.795.358.96§ 14.326.031.895.463 14.867.479.671.916
1.I ASRT LAHCAR 938.34 1.948. lee 921.392.ae7.2io 998.247.611.772 929.055.411.075 926.926.553.697

Kas 679.559.534.548 556.963.262.323 657.615.144.010 536.622.468.454 614.758.421.204
Piutang 173.826.475.093 213.110.668.141 233.906.825.176 280.235.427.441 209.305.655.191
Persediaan 83.245.738.229 151.093.398.389 93.292.599.621 Ill.666.422.042 loo.817.148.592
Beban Dibayar Dimuka 1.710.200.253 224.958.356 13.433.042.965 531.093.138 2.045.328.710

I.2 INVESTAsl -AnaxA pAVJJurG 584.736.515.351 645.628.OD4.622 675.169.926.970 682.OcO.068.37l 668.668.779.393
Non Pemanen 3.056.509.257 3.081.189.366 3.105.797.941 3.122.048.623 3.149.387.440
Pemanen 581.680.006.095 642.546.905.256 672.064.129.029 678.938.019.748 665.519.391.953

1.a ASRT TRTJD 10.313.106.847.791 10.596.187.367.814 10.757.222.254.746 10.277.OsO.720.633 11.190.632.943.973
Tanah 5.368.852.714.404 5.433.536.745.894 5.319.352.832.370 5.220.946.074.937 5.382.278.050.304
Peralatan dan Mesin 909.928.319.765 1.030.795.987.259 1.206.855.944.949 1.564.882.370.460 1.845.484.517.682
Gedung dan Bangunan 3.880.708.672.740 3.850.428.544.907 3.987.529.772.274 2.729.111.734.469 2.959.176.638.065
Jalan, Irigasi, dan Jaringan 3 .186.760.130.539 3.674.736.753.098 4.064.222.Sol.668 4.635.262.099.655 5.508.759.727.539
Aset tetap Lainnya 70.399.499.846 71.018.937.116 70.972.197.416 72.197.979.447 73.211.407.629
Konstruksi dalam pengep.aan 133.261.868.724 147.460.559.821 156.961.061.824 363.775.928.648 340.858.259.793
Akumulasi Penyusutan (3.236.804.358.228) (3.611.790.160.282) (4.048.672.355.755) (4.309.145.466.984) (4.919.135.657.039)

1.4 ASRT I,AlrmA 265.165.sO2.SOS 253.164.230.418 739.155.565.478 I.022.670.210.322,86 699.313.173.042,65
Tagihan Penjualan Angsuran 10.428.294.192 9.119.567.047 7.938.403.826 7.469.060.048 6.789.529.776
Tnginan        tuntutan         gantikerugiandaerah

239.829.544 377.396.828 3.566.513.788 2.128.182.674 8.716.701.403

Kemitraan dengan pihak ketiga 145.500.096.000 145.500.096.000 145.500.096.000 145.500.096.000 145.500.096.000
Aset tak bermujud 34.194.128.183 19.700.198.134 28.028.545.330 34.002.502.778 38.138.851.676
Aset Lain-lain 74.802.954.385 78.466.972.410 554.122.006.534 833.570.368.822 500.167.994.188
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INo
ac , 1= 1 , 2o2o 2021                     I                     2022 W,yLX T``'-`'````I''-

1.5 pRopERTI InvESTAsl I.415.215.485.061 I.381.938.221.811
Tanah 163.145.540.921,80 163.145.540.921,80
Gedung dan Bangunan 1.510.898.700.384,38 1.511.557.093.951,80
Jalan Jaringan lrigasi 34.042.276.624,30 34.042.276.624,30
Akumulasi Penyu sutan (292.871.032.869,00) (326.806.689.687,00)

2 KtwlrmAV 42.076.815.265 80.436.155.941 46.loo.461.977 52.964.172.650 52.045.706.027
2.I REWAmAH -AnGKA pB]rDEK 42.076.815.265 80.436.155.941 46.103.461.977 52.964.172.650 52.04.5.706.027

Utang perhitungan pihak ketiga 88.776.565 177.120.241 21.202.982

Pendapatan diterina dinuka 2.284.620.929 2.825.330.249 2.492.419.207 2.625.186.422 894.513.401
Utang belanja 31.080.244.103 74.980.113.783 41.094.389.620 47.760.797.561 48.439.642.008
Utang janalra pendek lainnya 8.623.173.668 2.453.591.668 2.495.450.168 2.578.188.668 2.711.550.618

2.2 KEt]rArlBAN                  .AiiGltAPAIJANG 0 0 0 0 0

Utang kepada Lembaga
3 EunTAs 12.059.273.798.304 12.335.935.824.124 13.123.691.896.986 14.273.067.722.813 14.815.433.965.889

Ekuitas 12.059.273.798.304 12.335.935.824.124 13.123.691.896.986 14.273.067.722.813 14.815.433.965.889

4 uum,All     IEEwZL|]BAH     DA)IEunTAsDAVA
12.101.350.GIS.568 12.416.371.980.064 13.169.795.358.964 14.326.031.895.463 14.867.479.671.916

Sumber: Laporan Keuangan Pemerin±ah Daerah, Kata Bdikpapan 2020-2024
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Dalam   kurun  waktu   fima  tahun   terakhir,   kondisi  keuangan
Pemerintah   Kota  Balilapapan   menunjukkan  arah   pertumbuhan  yang
cukup  positif dan  stabil.  Nilai  total  aset meningkat  dari  Rpl2,1  triliun

pada tahun 2020 menjadi Rpl4,87 triliun pada tahun 2024. Peningkatan
ini mencerminkan adanya akumulasi investasi dan pengelolaan kekayaan
daerah   yang   cermat,   meskipun   dinamika   komponen   penyusunnya
memperlihatkan variasi yang menarik untuk dikaji lebih dalam.

Komponen   aset   lancar   seperti   kas   dan   piutang   mengalami
fluktuasi, yang dapat mencerminkan dinamika lifuiditas jangka pendek
dan   kemampuan   pemerintah   daerah   dalam   mengelola   arus   kas
operasional.  Meskipun  nilal  kas  sempat  menurun  pada  tahun  2023,

perbaikannya pada tahun 2024 menjadi indikasi adanya upa.ya penataan
pengelolaan keuangan yang lebih hati-hati dan terarah.

Salah satu catatan penting adalah tren kenaikan nilai aset tetap,
terutama    pada    subkomponen   jalan,    irigasi,    dan   jaringan,    yang
menunjukkan    keseriusan    pemerintah    daerah    dalam    membangun
infrastruktur dasar bagi masyarakat. Nilai subkomponen ini melonjak dari
Rp3,18 triliun pada 2020 menjadi Rp5,5  triliun pada 2024.  Di sisi lain,
akumulasi       penyusutan      juga      meningkat       cukup       signifikan,
mengindikasikan bahwa sebagian besar aset tetap telah memasuki usia

pemakaian  yang  panjang  dan  memerlukan  perhatian  khusus  terkait
perawatan dan peremajaan.

Kemunculan properti investasi dalam dua tahun terakhir (2023-
2024).  Properti  investasi  merupakan  aset berupa properti yang  dimiliki

pemerintah    daerah    dengan    tujuan    utama    untuk    menghasilkan
pendapatan sewa dan/atau meningkatkan nilai ekonomis aset tersebut.
Keberadaan properti investasi juga menjadi penanda adanya diversifikasi
sumber-sumber pendapatan daerah, sekaligus sebagai strategi penguatan
aset produktif daerah dalaln jangka panjang. Hal ini menunjukkan adanya
arah  kebijakan  keuangan  yang  mulai  mempertimban9kan  pendekatan
kewirausahaan sektor publik ( e7ttrepre7iern.az goz;emmeut) .

Sementara itu,  kewajiban daerah masih tergolong sangat rendah
dibandin8kan dengan total aset yang dimiliki, dengan nilai berkisar Rp42-
52  miliar  dalaln  lima  tahun  terakhir.  Rasio  ini  menunjukkan  bahwa
kondisi  fiskal  Kota  Balikpapan  cukup  sehat  dan  tidak  terbebani  oleh
utang, yang memberikan ruang fiskal lebih luas untuk mendorong belanja

publik yang bermanfaat langsung bagi masyarakat.
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Secara keseluruhan, ekuitas daerah yang meningkat dari Rpl2,05
triliun   pada   2020   menjadi   Rpl4,82   triliun   pada   2024   menegaskan
komitmen  pemerintah  Kota  Balikpapan  dalam  menjaga  kesinambungan

pengelolaan  kekayaan  daerah.  Di  balik  angka-angka  tersebut,  terdapat
narasi kemajuan, tanggung jawab, dan kelja kolektif yang mencerminkan
bahwa    pertumbuhan    ekonomi    daerah    tidak    semata    dinilai    dari

pertambahan  nominal  aset,  tetapi  juga  dari  kebermanfaatannya  bagi
masyarakat luas.

Analisis   neraca   juga   menjadi   dasar   dalam   evaluasi   kinelja
keuangan  daerah,  terutama  dalam  memastikan  likuiditas  yang  cukup
untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, solvabilitas dalam mengelola
utang,  serta  efektivitas  dalam  pengelolaan  aset  dan  kewajiban  lainnya.
Analisis ini menjadi instrumen  penting dalam mendukung transparansi,
akuntabilitas, dan tata kelola keuangan daerah yang baik sesuai dengan

prinsip pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

a. Analisis Rasio Lihiditas
Rasio    likuiditas    digunakan    untuk    mengukur    kemampuan

pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.  Rasio
ini  menunjukkan  seberapa  cepat  dan  mudah  aset  pemerintah  daerah
dapat dikonversi menjadi kas guna membayar kewajiban jangka pendek.
Analisis rasio likuiditas mencakup rasio lancar (ounienf ritzfro),  rasio cepat

(qufofe rafro), dan rasio kas (cczsh rafro).

25.00

20,00

15,00

1 0 ,00

5,00

0,00

-Rasio Lancar (Current F{atio)

-f}asio Cepat (Quick Ratio)
6HEL Basio Kas {Cash Batio)

23            2024        Rats-rata

54              17,81               18,15

43             15.87              16,17

13                11,81                 11.86

Gambar 2. 63 Raelo Lllmldltas Kota BalllEpapan Tahun 2020-2024
Sumber: Has{10lah Data 2025

Melihat  pada  hasil  perhitungan  rasio  lancar  (ounient  rotfo),  rasio
kas  (cash ratio),  dan  rasio  cepat  (qufofe  rofro),  dapat disimpulkan  bahwa

pada tahun 2020 hingga tahun 2024, kondisi keuangan Pemerintah Kota
Balikpapan tidak mengalami kesulitan untuk membayar kewajiban jangka
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pendeknya, sehingga aktivitas keuangan untuk membayar kewajibannya
beljalan dengan lancar.

1) Rasio Lancar (a.7rerLt Ratio)

Rasio lancar dihitung dengan membandingkan aset lancar dengan
kewajiban jangka  pendek.  Rasio  ini  menunjukkan  kemampuan

pemerintah  daerah  dalam  memenuhi  kewajiban jangka  pendck
dengan  menggunakan  aset  lancar yang  dilnilikinya.  Rasio  yang
tinggi  menunjukkan  bahwa  daerah  memiliki  cukup  aset  lancar
untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.  Sebaliknya, rasio

yang rendah menunjukkan potensi risiko likuiditas.

Rata-rata rasio lancar selama periode ini adalah 18,15. An8ka ini
secara umum mencerminkan kondisi likuiditas yang cukup baik
dalam memenuhi kewajiban jan8ka pendeknya. Namun denrikian,
fluktuasi  tahunan  yang  cukup  signifikan,  terutama  penurunan
tajam pada tahun 2021  (sebesar  11,45)  setelah berada di angka
22,30   pada   tahun   2020,   mengindikasikan   adanya   tekanan

pengelolaan kas yang perlu menjadi perhatian.

2)  Rasio Cepat (Qz(€ck RaHo)

Rasio  cepat  mengukur  kemampuan  pemerintah  daerah  dalam
memenuhi  kewajiban jangka  pendek  tanpa  mempertimbangkan

persediaan.  Persediaan sering kali memerlukan waktu lebih lama
untuk    dikonversi    menjadi    kas,    sehingga    rasio    ini    lebih
mencerrninkan  kondisi  likuiditas  yang  sebenamya.  Rasio  yang
lebih    tinggi    menunjukkan    kemampuan    lebih    balk    dalam
memenuhi kewajiban tanpa bergantung pada persediaan.

Rata-rata  rasio  cepat  selama  lima  tahun  adalah  16,17,  dengan
titik terendah tercatat pada tahun 2021  sebesar 9,58.  Meskipun
ten.adi   pemulihan   pada   tahun-tahun   berikutnya,   konsistensi

penguatan rasio cepat tetap perlu  dijaga agar ketersediaan aset
likuid  nonpersediaan  mampu  menjamin  pembayaran  kewajiban

jangka  pendek  secara  efisien.  Nilai  16,17  menunjukkan  bahwa
pemerintah daerah memilihi aset likuid yang cukup tanpa harus
mengandalkan persediaan.
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3) Rasio Has (Cas7i Ratio)

Rasio  kas  mengukur  sejauh  mana  kas  dan  setara  kas  dapat
digunakan untuk membayar kewajiban jan8ka pendek.  Rasio ini
memberikan   gambaran  paling  konservatif  mengenai  likuiditas

pemerintah   daerah.   Semakin   tinggi   rasio   ini,   semakin   baik
kemampuan  daerah  dalam  memenuhi  kewaj.jiban jang±ra pendek
secara langsung.

Rata-rata rasio  kas  selama lima  tahun  adalah  11,86.  Meskipun
masih dalam kategori aman, nilai rasio kas ini juga menunjukkan
tren  penurunan  yang  relatif dalam  dari  tahun  2020  (16,15)  ke
2021 (6,92), sebelum akhirnya berangsur membaik hingga 2024.

Secara  keseluruhan,   data  ini  menunjukkan  bahwa  meskipun
kondisi likuiditas Kota Balikpapan masih dalam taraf yang relatif sehat,
terdapat  indika.si  ketergantungan  pada.  fluktuasi  penerimaan  kas  yang
dapat berpengaruh terhadap stabilitas fiskal jangka pendek. 0leh karena
itu,  diperlukan  upaya  penguatan  pengelolaan  kas  yang  terencana  dan
antisipatif,  agar keberlanjutan pelayanan publik tidak  terganggu  akibat

potensi keketatan likuiditas di nasa depan.
b. Rasio Solmabilitas

Rasio    solvabilitas   digunakan    untuk   mengukur   kemampuan

pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Rasio
ini  menunjukkan  seberapa  besar  aset  daerah  dibiayai  oleh  utang  dan
seberapa   mampu   daerah   melunasi   kewajiban   jangka   panjangrlya.
Terdapat   dua   indikator   utama  yang   dianalisis  yaitu   Rasio   Hutang
terhadap Aset (Debt €o Asset Rczfro) dan Rasio hutang terhadap Modal (Debt
to Eqprirty RcrfuoB .

:.`:I.`'-_-i.i-_i::--i::-=.`l
i

0,000
2020           2021            2022.           2023 2024     !fa{a-rata       i

ingterhadapAsetoAssetffatio}

i    a,oce    i    o,oo6         a,oou         o,oo4o,oceio,oo7io,oou¥co
o,oou    i     o,oar     i    i

ang terhac]ap ModaltoEquityFfatio] o.oar  i ri-
Gambar 2. 64 Rasio Solvabilitas Kota Bal±Iapapan Tahun 2020-2024
SHimber: Hastl Olah Data 2025



-  173 -

Rasio  solvabilitas  Kofa  Balilapapan  selama  periode  2020  hingga
2024  menunjukkari  posisi keuangan yang relatif sehat dan  teljaga dari
sisi kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjangnya.

1) Rasio Hutang terhadap Aset (Debt to ]dsset Ratio)

Rasio ini mengukur proporsi aset daerah yang didanai oleh utang.
Rasio ini menunjukkan tingkat ketergantungan daeraJi terhadap

pembiayaan  ekstemal.  Semakin  tingst  rasio  ini,  semakin  besar
risiko   solvabilitas   daerah   karena  ketergantungan  yang   tinggi
terhadap utang.

Rata-rata rasio utang terhadap aset (Debt fo Asset Rczfro)  selama
lima tahun tercatat sebesar 0,004, yang berarti hanya sekitar 0,4

persen darn total aset yang berasal dari kewajiban atau utang. Nilai
ini menunjukkan bahwa Kota Balilapapan sangat tidak tergantung

pada pembiayaan berbasis utang dalam mengelola aset da.erahnya.

2)  Rasio Hutang terhadap Modal (Debt to Egndt=/ Ratzo}

Rasio ini mengukur perbandingan antara total utang dan ekuitas

pemerintah daerah. Rasio ini mencerminkan keseimbangan antara
sumber pendanaan dari utang dan  sumber internal.  Rasio yang
tinggi  menunjulckan  bahwa  daerah  lebih  banyak  menggunakan
utang dibandin9kan modal sendiri untuk membiayai aktivitasnya.

Rasio  hutang  terhadap  ekuitas  (DeS€  £o  Equz.ty  Rczfro)   tercatat

dengan rata-rata yang sama, yaitu 0,004. Angka ini merefleksikan
bahwa hampir seluruh modal atau ekuitas yang dimiliki berasal
dari  sumber internal pemerintah  daerah,  bukan  dari kewajiban
kepada  pihak  ketiga.   Kondisi  ini  merupakan  indikator  positif
terhadap    ketahanan    fiskal   jangka    panjang,    karena    Kota
Bali]apapan  dinilai  memili]d  fleksibilitas  fiskal  yang  tinggi  dan
risiko gagal bayar yang sangat rendah.

Meskipun rasio solvabilifas yang sangat rendah ini mencerminkan
kehati-hatian  dalam pengelolaan  keuangan,  hal ini juga dapat menjadi
sinyal  perlunya  eksplorasi  alternatif pembiayaan jan8ka  panjang  yang
tetap   terukur   dan   berkelanjutan.   Dengan   demikian,   pembangunan
infrastruk±ur dan pelayanan publik yang membutuhkan investasi besar
dapat didukung secara optimal tanpa membebani fiskal di masa depan.
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a. Raslo Alstlvitas

Rasio aktivitas digunakan untuk mengukur efektivitas pemerintah
daerah  dalam  mengelola  asetnya,  khususnya  dalam  mengelola  piutang
dan persediaan. Terdapat dua indikator utama yang dianalisis yaitu umur

piutang dan umur persediaan.

100             24                   31                   28                   26                   22                   26

2020               2021                2022               2023               2024           Rata -rata

-Umul piutang (harji                24                  31                  28                  26                  22                  26

-Unlur peisec!Iaa!i ( ha")          234                 283                478                 335                 385                 343

GaDbar 2. 65 Raslo AItiwltae Kota BalllEpapan Tahun 2020-2024
Sitimber: Hastl Ol,ah Dci.±a 2025

1)  Umur Piutang

Rasio ini mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan pemerintah
daerah untuk menagih piutang dari pihak ketiga.  Semakin lama
umur  piutang,   semakin  besar  risiko  ketidakmampuan  daerah
dalam  mengonversi  piutang  menjadi  kas.   Umur  piutang  yang
tinggi   dapat   mengindikasikan   kelemahan   dalam   pengelolaan

penerimaan  daerah.  Dalam  lima  tahun  terakhir,  umur  piutang
rata-rata  berada  pada  angka  26  hari,  dengan  tren  yang  relatif
stabil  dan  bahkan  menunjukkan  perbaikan  pada  tahun  2024
menjadi  22  hari,  dari  sebelumnya  mencapai  31  hari  di  tahun
2021.   Perbaikan   ini   mengindikasikan   peningkatan   efektivitas
dalam  penagihan  atau  pengelolaan  piutang  daerah,  yang  pada
akhirnya berkontribusi positif terhadap likuiditas kas pemerintah
daerah.   Semakin   pendek   umur  piutang,   semakin   cepat  pula
konversi piutang menjadi kas, yang sangat penting dalam menjaga
kelancaran operasional pemerintahan.

2)  Umur Persediaan

Rasio ini mengukur rata-rata waktu yang dibutuhkan pemerintah
daerah  untuk menghabiskan  persediaan yang dimilikinya.  Rasio
ini   mencerminkan   efisiensi   dalam   pengelolaan   aset   lancar.
Semakin tinggi angka umur persediaan, semakin lama waktu yang
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dibutuhkan   untuk   mengubah   persediaan   menjadi   kas   atau
penggunaan yang produlctif.

Rata-ra.ta umur persediaan selama lima tahun mencapai 343 hari,
dan  bahkan  menyentuh  478  hari  pada  tahun  2022,  hal  ini
mencerminkan   adanya   akumulasi   barang   yang   tidak   segera
dimanfaatkan atau dikeluarkan dalam waktu yang efisien. Situasi
ini  belpotensi  menimbulkan  pemborosan,   balk  dalam  bentuk
biaya penyimpanan maupun risiko penurunan nilai barang akibat
kedaluwarsa   atau   kerusakan.   Umur   persediaan   yang   tinggi
berpotensi  menyebabkan  inefisiensi,  terutama jika  menyan8kut
barang yang cepat usang atau memflihi biaya penyimpanan tinggi.

Secara keseluruhan, analisis ini menggambarkan bahwa Pemerintah
Kota  Balikpapan  telah  menunjukkan  kinelja  yang  cukup  balk  dalaln

pengelolaan    piutang,    tetapi    masih    menghadapi    tantangan    dalam
pengelolaan      persediaan.      Diperlukan      langkah      strategis      untuk
mengefisienkan  sistem  perencanaan  kebutuhan  barang  dan  distribusi
logistik antar unit kelja, agar nilai aset tidak hanya besar di atas kertas,
tetapi benar-benar produkeif dalam mendukung pelayanan publik secara
Optimal.

2.5.2   Proyelsi Keuangan Daerah Tahun 2026-2030

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum pengelolaan keuangan
daerah pada. periode  Tahun Anggaran  2020-2024,  maka disusun  suatu
analisis  proyeksi  keuangan  daerah  dalam  rangka  pendanaan  program
kegiatan   pada   periode   tahun   2026-2030.   Analisis   bertujuan   untuk
menghitung  kapasitas  total  keuangan  daerah  yang  akan  dia]okasikan
untuk   mendanai   belanja/pengeluaran   periodik   wajib   dan   mengikat,

prioritas utama serta program-program pembangunan jangka menengah
daerah tahun 2026-2030.
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Tabel 2. 52 Proyeksi Keranglra Pendanaan Tahun 2026-2030

I.., j,      .       J   .        .   ,       I         ,I i,.   i   ,     1'/   ,   i   L`            , I-----------------------------1

=(,  .  a)£4=|I  i  i  |IL`

-,, 2027 2028 _2I,         , -,I,

1 pEueAPATAN

1.1
Pendapatan Asli Daerah(PADl 1.066.692.925.337 I.301. 282 .969 . 500 1.430.175.737.415 1.646.054.702.040 I.833.954.463.210 2.044.493.972.930 2.280.476.916.160

1.2 Pendapatan Transfer 2.887.703.799.448 2.913.292.954.013 2.665.249.600.000 2.704.164.756.000 2.744.082.197.000 2.785.042.603.000 2.827.088.592.000

1.3
Lain-Lain PendapatanDaerahYangSah 66.138.300.278 4.500.coo.000 0 0 0 0 0

dumAII pEroAE.ATAH 4.o2o.5a§.o25.trsa 4.219.075.923.SIS 4.095.425.3$7.415 4.350.2L9.468.040 4.578.036.660.210 4.829.536.575.930 5.107. 56S.508.loo

2. BELANIA

2.1 Belanja Operasi 2.487.779.432.633 3.133.659.120.633 2.704.399.672.000 2.819.931.023.000 2.940.568.864.000 3.116.545.283.000 3.194.485.997.000

2.2 Belanja Modal 1.442.250.144.884 1.451.589.188.672 1.645.992 .819.000 1.706.819.542.000 1. 7 51.609 .464 .000 I.816.780.949.000 1.909.432.891.000

2.3 Belanja Tidak Terduga 12.135.375.577 12.805.950.324 13.379.252.coo 14.048.215.COO 14.750.626.000 15.488.157.000 16.262.565.000

2.4 Belanja Transfer 0 0 0 0 0 0 0

JruELAH BELAHUA 3.942. I 64. 958.aD4 4.§98.0§4.259.629 4.see.771.743.ooo 4.540.798.780.000 4.706.928.954.000 4.948.8i4.ae9.OOO 5.leo.181.453.coo

Surplus/DBFISIT 78.370.071.968,78 (378.978.336.116) |268.346.40§.585| (190.S79.321.9cO) (lee.892.293.7soi (Ilo.277.813.070) (12.615.944.840)
3. PEHBIAYEN

8.1 Pen®rfuaanPemblayaan 536.370.834.984 378.978. 336.116 SOS.346.405.586 204.579.321.960 144.892.293.790 137.277.813.070 cO.615.944.840

3.1.1

Sisa Lebih PerhitunganAnggaranTahunAnggaranSebelumnya(SiLPA)
536.370.834.984 378.978.336.116 303.346.405.585 204 . 579. 321.960 144.892.293.790 137.277.813.070 30.615 .944.840

3.2 PengeluaranP.nbhyaan 0 0 35.ace.oco.oco 14.coo.ace.ace 16.ace.ooo.oco 18.OcO.cO.000 18.OcO.000.OcO

3.2.1
Penyertaan ModalPemerintahDaerah 0 0 35.000.000.coo 14.000.000.000 16.000.000.coo 18.000.000.coo 18.000.000.coo

PREBIATAAN NEfrro 536.370.834.984, 378.978.336.116 268.a4S.cos.585 loo.579.821.960 128.892.293.790 119.277.813.070 12.615.9«.840
SISA LEBIHprmBIdflTENA)lcGARAN|SILPA|

614.74®.906.953 0 0 0 a 0 0

Sumber: Hast:I Progelcsi, Ta:hun 202 5
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Kerangka  pendanaan  Pemerintah  Kota  Balikpapan  periode  2026-
2030  menunjukkan  tren  positif  dalam  pertumbuhan  Pendapatan  Asli
Daerah  (PAD)  yang  signifkan,  mencerminkari  arah  kemandirian  fiskal

yang   semaldn   kuat.   Meskipun   demikian,   pendapatan   transfer   tetap
menjadi  pflar  utama  dengan  pertumbuhan  yang  cenderung  stagnan,
sementara pos lain-lain pendapatan sah mengalami eliminasi sejak 2026,

yang   patut   menjadi   perhatian   dalam   upaya   optimalisasi   potensi
pendapatan  daerah.  Dari  sisi  belanja,  Pemerintah  Kota  menunju]ckan
komitmen   terhadap   pembangunan   infrastruktur   dan   layanan   dasar
melalui peningkatan belanja operasi dan modal yang berimbang. Namun,

proyeksi   defisit  anggaran  yang  berlanjut,   meskipun  menurun,   serta
penyusutan drastis nilai SiLPA mengindikasikan keterbatasan ruang fiskal
untuk menutup defisit di nasa depan.

Pada  subbab  berikut akan  diuraikan  secara lebih  rinci  dinamika

proyeksi    komponen    pendapatan,    belanja,    dan    pembiayaan    Kota
Balikpapan selama periode 2026 hingga 2030.

2.5.2.1       Proyeksi pendapatan Daerah

Pertimbangan utama dalam proyeksi pendapatan didasarkan pada
analisis tren dari data historis beberapa tahun terakhir untuk setiap objek

pendapatan.    Proyeksi    ini   juga   mempertimbangkan    kecenderungan
pencapalan   dan   pertumbuhan  pendapatan  historis,   kondisi   ekonomi
makro  yang  berlaku,  serta  kebijakan  dan  strategi  terkait  pendapatan
daerah  di  nasa  depan,  sehingga  hasil proyeksi  menjadi  lebih  realistis.
Selanjutnya,  kebijakan dan strategi untuk pengelolaan dan peningkatan

pendapatan daerah di nasa mendatang akan diarahkan pada:

a.     Penyesuaian   dan   penguatan   implementasi   regulasi   pengelolaan

pemungutan     pendapatan     daerah     sesual     dengan    Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

b.     Peningkatan  ken.a  sama  dalam  pemungutan  pajak  daerah   dan
retribusi daerah dengan bexpedoman pada PP Nomor 35 Tahun 2023;

c.     Pemerintah   Daerah   melakukan   ekstensifikasi   dan   intensifikasi

pemungutan  untuk  mengoptimalkan  pajak  daerah  dan  retribusi
daerah.     Ini     mencakup     seluruh     rangkaian     kegiatan     dari

penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan
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besaran  pajak dan  retribusi yang terutang,  hingga penagihan  dan

pengawasan penyetoran pajak dan retribusi, dengan memanfaatkan
teknologi;

d.     Memantapkan  kelembagaan  dan  sistem  operasional  pemungutan

pendapatan daerah;
e.     Meningkatkan   kemampuan   sumber   daya   manusia   (SDM)   dan

optimalisasi   organisasi   di   bidang   pendapatan   atau   organisasi

peran8kat daerah penchasil;
f.      Meningkatkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;

9.     Kebijakan  terkait  pengelolaan  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan
harus  mempertimbangkan  nilai  kekayaan  daerah  yang  dipisahkan
serta perolehan manfaat ekonomi, sosial, dari/atau manfaat lainnya
dalam jangka waktu tertentu ;

h.     Menin8katkan   evaluasi,   monitoring,   dari   pengawasan   terhadap

pengelolaan pendapatan daerah;
i.      Meningkatkan  koordinasi  antara  Pemerintah  Pusat,  Provinsi,  dan

Kota  dalaln  upaya  meningkatkan   pendapatan,   khususnya  yang
bersumber dari dana transfer ke daerah; dan

j.      Pembiayaan    pembangunan    daerah     akan     dilakukan    melalui
mekanisme kelja sama antara Pemerintah Kota Balikpapan dengan
lembaga pemerintah, non-pemerintah, atau stakeholders lainnya.

Berikut Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Balikpapan ditampilkan

pada tabel di bawah ini:
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Tabel 2. 53 Proyelsi Pendapatan Daerah Rota Bali]qupan JrahuD 2026-2030

I,I,- IIr.,|{,I
:ffzHfz7Tntii.I,,. AT>nil  T«TTt?7uT  ?no=

PROYEKSI  TAHUN

1 pB"D,anATAI

-LI,r2E
_H,rJr, tJ,,LM

-I,rJ: _H,,LL, -2{,XI,

1.1
Pend&patan Asll Daerahq,Jm) 1.066.692.925.337 I.sol.282.969.500 1.430.175.737.415 1.646.054.702.OHO I.833.9S4.463.210 2.044.493.972.930 2.ago.476.9i6.leo

1.I.1 Pajak Daerah 809.678.302.867 1.053.276.645.000 1.137.538.776.600 1.295.099.823.840 1. 437 .679 .621.400 1.595.824.379.310 I.771.221.292.960

I.I.2 Retribusi Daerah 164.391.311.694 171.835.366.500 190.737.256.815 243.496.411.200 282.521.059.810 327.774.433.620 380.247.095.200

I.1.3
Hasil PengelolaanKekayaanDaerah yangDipischkan

24.519.393.510 24.011.240.000 32.426.898.coo 37.290.933.coo 42.884.573.000 49.317.259.000 56.714.848.000

1.1.4 Lain-lain F'AD Yang Sah 68 .103 .917 .266 52 .159 .718 .coo 69.472.806.000 70.167.534.coo 70.869.209.coo 71. 577.901.000 72.293.680.000
1.2 Pendapotan -.for 2.887.703.799.448 2.913.292.964.013 2.666.249.GOO.000 2.704.164.756.000 2.744.082.197.000 2.78S.042.cos.COO 2.827.088.592.000

1.2.I Transfer PemerintahFhat 2.312.207.706.739 2.aci.537.446.899 2.3B8.683.080.coo 2.382.269.910.000 2.406.092.609.000 2.4sO.153.636.000 2.454.455.072.000

1.2.1.1 Dana Bagi Hasil (DBH) 1.483.098.238.756 1.437.368.918.899 I.S12.908.513.000 1.528.037.598.000 1.543.317.974.000 1.558.751.154.000 I.574.338.666.000

1.2.1.2
Dana Alokasi Umum(DAU) 581.085.614.028 651.806.536.000 592.765.435.000 598.693.089.000 604.680.020.000 610.726.820.000 616.834.088.000

1.2.1.3
Dana Alokasi Khusus(DAK)F`isik 10.740.075.783 2.586.563.OcO 10.955.951.000 11.065.511.coo 11.176.166.000 1 1.287.928.coo 11.400.807.000

1.2.1.4
Dana Alokasi Khusus(DAK|NonFisik 222.329.812.172 261.812.886.000 226.798.641.000 229.066.627.000 231.357.293 .000 233.670.866.000 236.007.575.000

I.2.1.5 Dana lnsentif 14.953.965.000 7.962.543.000 15.254.540.000 15.407.085.coo 15. 561,156 . 000 15.716.768.coo 15.873.936.coo
I.2.2 Thanefer antar - daerah 575.496.093.709 551.7S5.507.114 3ce.566.520.OOO 321.894.846.000 337.989.588.000 354.889.a67.OOO 372.633.520.000
1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil 450.341.093 .709 363.693.507.114 306.566.520.000 321.894.846 .000 337.989.588.000 354.889.067.000 372.633.520.000
1.2.2.2 Bantuan Keuangan 125.155.000.000 188.062.000.000 0 0 0 0 0

1.3 Lain-Lain PendapatanDacrchYangSad 66.138.300.278 4.ae.000.ace 0 0 0 0 0

1.3.1 Pendapatan Hibah 4.500.000.000 0 0 0 0 0

1.3.3

Lain-lain pendapatansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan
66.138.3cO.278 0 0 0 0 0 0

•um,All PENDAPATAN 4.020.535.025.063 4.219.075.923.613 4.095.425.337.415 4.36o.2ig.458.ore 4.578.036.660.210 4.829.5as.575.93o 5.107.565.sos.leo

Sumber: Hastl Ptogcksi, Ta:ha:n 2025
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Berdasarkan    proyeksi    pendapatan    daerah    Pemerintah    Kota
Balikpapan,   terlihat   adanya   kecenderungan   peningkatan   pendapatan
secara bertahap dari tahun 2024 hingga 2030. Jumlah total pendapatan
daerah  diperkirakan  naik dari  Rp4,02  triliun  pada tahun  2024  menjadi
Rp5,11  triliun  pada  tahun  2030.  Kenaikan  ini  terutama  didorong  oleh

pertumbuhan  Pendapatan  Asli  Daerah  (PAD)  yang  menunjukkan  tren
positif dan signifikan. PAD yang semula sebesar Rp 1,07 triliun pada tahun
2024,  diproyeksikan  meningkat  hampir  dua  kali  lipat  menjadi  Rp2,28
triliun   pada   akhir   periode.   Berikut   grafik   Proyeksi   Kontribusi   dan
Pertumbuhan Komponen PAD Kota Balikpapan Tahun 2026-2030.
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Garibar 2. 66 Proyel=si Kontribual dan Pertumbuhan Komponen PAD Kota
Ballkpapan Tahun 2026-2030 (Rp. Milinr|
Sumber: Hasi:I Ol.ah Data 2025

Berdasarkan proyeksi komponen PAD Kota Balikpapan tahun 2026
hingga 2030, terlihat bahwa kontribusi utama PAD masih didominasi oleh

pajak daerah, dengan rata-rata kontribusi sebesar 78,47 persen terhadap
total PAD. Pajak daerah diperkirakan tumbuh secara konsisten dari Rpl ,1
triliun pada tahun 2026 menjadi Rpl,77 triliun pada tahun 2030, dengan
rata-rata   pertumbuhan   sebesar   11,71   persen   per   tahun.   Tren   ini
menunjukkan  ketergantungan  yang  tinggi  terhadap  sektor  peapajakan
lokal,  sekaligus  mencerminkan  potensi  optimalisasi  pemungutan  pajak

yang  semakin  kuat,  balk  melalui  ekstensifikasi  objek  pajak  maupun
intensifikasi pemungutan.

Kontributor  kedua  terbesar  berasal  dari  retribusi  daerah  dengan
kontribusi  rata-rata  sebesar   15,25  persen,  dan  tingkat  pertumbuhan
tertinggi di antara seluruh komponen, yaitu  mencapai  18,93  persen per
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tahun. Nilai retribusi diproyeksikan meningkat hampir dua kali lipat, dari
Rpl90,74 miliar pada tahun 2026  menjadi Rp380,25 miliar pada tahun
2030.  Pertumbuhan  ini  mengindikasikan  potensi  besar  pada  layanan

publik    berbayar    yang    dikelola    oleh    pemerintah    daerah,    serta
meningkatnya   kemampuan   masyarakat   untuk   mengakses   layanan
tersebut.   Namun  demikian,   dibutuhkan  penguatan  sistem  pelayanan

publik yang efisien dan akuntabel agar peningkatan pendapatan ini diikuti
oleh peningkatan kualitas layanan.

Sementara itu, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

(HKPD)  menunjukkan  kontribusi  yang  relatif  kecil,  yaitu  hanya  2,35
persen terhadap total PAD. Meski demikian, laju pertumbuhan komponen
ini   cukup   menjanjikan,   dengan   rata-rata   15,00   persen   per   tahun.
Penin8katan  dari  Rp32,43  miliar  menjadi  Rp56,71  miliar  selama  lima
tahun mencerminkan adanya perbaikan kinelja BUMD atau aset produktif
daerah yang dikelola secara profesional.  Optimalisasi pemanfaatan  aset
daerah  serta  tata  kelola  investasi  yang  balk  menjadi  penting  untuk
menjaga tren positif ini.

Komponen  terakhir,  yaitu  lain-lain  PAD  yang  sah,  berkontribusi
sekitar 3,93  persen terhadap total PAD,  dengan rata-rata pertumbuhan

yang  cukup  stabil  sebesar  1,00  persen  per  tahun.  Nilainya  cenderung
stagnan dari Rp69,47 rniliar menjadi Rp72,29  miliar sepanjang periode.
Walaupun  kontribusinya  relatif kecil,  komponen  ini  tetap  perlu  dijaga,
terutama untuk mengakomodasi potensi pendapatan dari sumber-sumber

yang tidak termasuk dalam kategori utama,  seperti pendapatan denda,
I.asa giro, atau hasil pemanfaatan kckayaan nonproduktif.

Secara keseluruhan,  struktur PAD Kota Balikpapan menunjukkari
ketergantungan   yang   besar   pada   pajak   daerah,    dengan   potensi

pertumbuhan signifikan dari retribusi dan HKPD yang dipisahkan.  01eh
karena itu, arah kebijakan keuangari daerah ke depan perlu difokuskan

pada penguatan kapasitas perpajakan lokal, peningkatan kualitas layanan
retribusi, optimalisasi aset daerah, serta perluasan basis pendapatan sah
lainnya.  Hal  ini  penting untuk  memperkuat kemandirian  fiskal  daerah
dalam    mendukung   pembiayaan    pembangunan   yang   inklusif   dan
berkelanjutan.
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Sementara  itu,  pendapatan  transfer  dari  pemerintah  pusat  dan
antar-daerah  tetap  menjadi  tulang  punggung  keuangan  daerah  dengan

proporsi  terbesar.  Berikut  grafik  Proyeksi  Kontribusi  dan  Pertumbuhan
Komponen Pendapatan Transfer Kota Balikpapan Tahun 2026-2030.
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Struktur pendapatan  transfer Kota Balikpapan  pada periode  2026
hingga 2030 menunjukkan dominasi yang kuat dari transfer pemerintah

pusat, yang berkontribusi rata-rata sebesar 87,67 persen terhadap total
pendapatan  transfer.  Nilai  transfer  dari  pusat  mengalami  peningkatan
secara  bertahap  dari  Rp2,36  triliun  pada  tahun  2026  menjadi  Rp2,45
triliun pada tahun 2030, dengan laju pertumbuhan rata-rata yang relatif
rendah,  yaitu  1,00  persen  per  tahun.  Sub-komponen  Dana  Bagi  Hasil

(DBH)   dan  Dana  Alokasi  Umum  (DAU)   dari  pemerintah  pusat  masih
menjadi porsi dominan, disusul oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) baik fisik
maupun non-fisik,  serta dana insentif yang nilainya relatif kecil  namun
konsisten.  Pola  ini  mencerminkan  keberlanjutan  dukungan  fiskal  dari

pemerintah    pusat,    meskipun    tidak    mengalami    peningkatan    yang
signifikan. Kenaikan yang moderat ini mengisyaratkan bahwa ruang fiskal
dari transfer pusat cenderung stagnan, sehingga mendorong daerah untuk
lebih     mengoptimalkan     sumber    penerimaan     lain     guna    menjaga
keseimbangan anggaran.

Sementara itu, transfer antar daerah, meskipun kontribusinya lebih
kecil  yaitu  sekitar   12,33   persen,  menunjukkan  dinamika  yang  lebih

progresif dengan  rata-rata  pertumbuhan  tahunan  sebesar  5,00  persen.
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Peningkatan  dari  Rp306,57  miliar pada  tahun  2026  menjadi  Rp372,63
miliar pada tahun 2030 mencerminkan adanya potensi peningkatan kelja
salna fiskal antarwilayah atau peningkatan bagi hasil yang diterima Kota
Balikyapan   dari   pemerintah   provinsi   atau   kabupaten/kota   lainnya.
Pertumbuhan yang lebih tinggi pada komponen ini perlu dimaknal sebagai

peluarig strategis untuk memperkuat pendanaan daerah melalui skema
sinergi    antar-pemerintah,    terutama    dalaln    konteks    pembangunan
kawasan dan pelayanan lintas daerah.

Secara agregat, pendapatan transfer Kota Balikpapan menunjukkan
tren pertumbuhan yang moderat, yaitu rata-rata  1,48 persen per tahun
selama  lima  tahun  ke  depan.  Dengan  struktur  kontribusi yang  masih
didominasi  oleh  transfer  pusat,   Kota  Balikpapan  masih  menghadapi
tantangan dalam membangun kemandirian fiskal. 01eh karena itu, upaya
optimalisasi pendapatan asli daerah perlu terus diperkuat, disertai dengan
kebijakan fiskal yang adaptif dan terarah, agar ketergantungan terhadap
transfer pemerintah  pusat dapat dikurangi  secara bertahap.  Selain itu,

peningkatan  efektivitas  pemanfaatan  dana transfer juga  menjadi  kunci
agar  setiap   rupiah  yang  diterima  benar-benar  memberikan   dampak
terhadap   kesejahteraan   masyarakat   dan   percepatan   pembangunan
daerah.

Adapun pos lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang pada tahun
2024  masih  mencatatkan  angka  Rp66  miliar,  mengalami  penghentian
sejak tahun 2026. Hal ini dapat mencerminkan pergeseran klasifikasi atau
berkurangrlya sumber-sumber pendapatan non-reguler seperti hibah atau

pendapatan  khusus  lainnya.  Penurunan  ini  perlu  mendapat  perhatian
agar potensi sumber pendapatan altematif tetap dapat dioptimalkan.

Secara    keseluruhan,    proyeksi    pendapatan    Pemerintah    Kota
Balilapapan memperlihatkan arah kebijakan yang mendorong kemandirian
fiskal melalui peningkatan PAD yang progresif, namun tetap dihadapkan

pada  tantangan  stagnasi  pendapatan  transfer  dan  potensi  kehilangan
pada  pos-pos  pendapatan  non-konvensional.  01eh  karena  itu,  strategi
peningkatan  intensifikasi  dan  ekstensifikasi  sumber  pendapatan  lokal,
penyempumaan regulasi perpajakan daerah, serta pemetaan potensi PAD
berbasis data dan teknologi, menjadi langkah penting untuk memastikan
keberlanjutan pendapatan daerah di nasa depan.
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2.5.2.2       Proyel=si Belanja Daerah

Belanja Proyeksi belanja daerah didasarkan pada analisis tren data
historis  dalam  beberapa  tahun  terakhir  untuk  setiap  objek  belanja,
dengan     mempertimbangkan     kondisi     ekonomi     makro,     kebijakan

pemerintah, serta tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat.
Selain itu, kebijakan pembia.yaan daerah juga menjadi faktor utama agar
hasil proyeksi lebih realistis dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan.

FToyeksi    Belanja    Daerah    Kota   Balikpapan    memperhitungkan
kebutuhan   belanja   secara   proporsional,   mencafup   belanja   operasi,
belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Alokasi belanja
ini digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan  daerah,  baik yang bersifat wajib maupun pilihan.
Pemerintah   Kota  Bali]apapan  memprioritaskan  belanja  daerah   untuk
mendukung program strategis yang bersifat mendesak serta berdampak
langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan   belanja   daerah   periode   2026-2030   diarahkan   pada
beberapa prinsip utama.

a.     penganggaran  berbasis  kinelja  dengan  orientasi  pencapaian  hasil

guna    menin8katkan    akuntabilitas    dan    efisiensi    penggunaan
anggaran.

b.     belanja  daerah  diprioritaskan  untuk  mendukung  efektivitas  tugas
dan    fungsi    Satuan    Ken.a    Perangkat    Daerah    (SKPD}    dalam
melaksanakan  urusan  pemerintahan,  dengan  peningkatan  alokasi
yang terukur  dan  diikuti  oleh  peningkatan  kinelja  serta  kualitas
layanan publik.

c.     belanja  daerah  dialokasikan  dalaln  bentuk  program  dan  kegiatan

yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dengan
fokus  pada  peningkatan  kualitas  layanan  publik  sesuai  Standar
Pelayarian Minimal (SPM) serta bexpedoman pada standar teknis dan
harga satuan regional.

d.     Belanja        honorarium       bagi       ASN        dianggarkan        dengan
mempertimban9kan   asas   kepatutan,   kewajaran,   dan   efektivitas
dalam    mendukung    pencapaian    sasaran    program.    Pemberian
honorarium  dibatasi  dan  hanya  diberikan  kepada  pegawai  yapg
memiliki kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan.
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e.     penganggaran   belanja   barang   pakai   habis   disesuaikan   dengan
kebutuhan riil berdasarkan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai,
serta  volume  pekeq.aan,   dengan  memperhitungkan  estimasi  sisa

persediaan tahun anggaran beljalan. Ketujuh, alokasi belanja modal
diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana serta

prasarana   yang   mendukung   peningkatan   layanan   publik   dan
pertumbuhan ekonomi daerah.

i.      pengadaan  Barang  Milik  Daerah  (BMD)  dilakukan  sesuai  dengan
kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip
efisiensi,   efelstivitas,   transparansi,   persaingan  yang   sehat,   serta
akuntabilitas,    dengan    mengutamakan    produk    dalam    negeri.
Perencanaan   kebutuhan   BMD   menjadi  dasar  bagi   SKPD   dalam
mengusulkan   anggaran,   balk   untuk   pengadaan   baru   maupun

pemeliharaan,  dengan  belpedoman  pada  standar  barang,  standar
kebutuhan,  serta  ketentuan  peratura]i  perundang-undangan  yang
berlaku.

9.     belanja modal diprioritaskan pada proyek infrastruktur yang memiliki
dampak  ekonomi  langsung,  seperti  jalan,  jembatan,  irigasi,  serta
fasilitas pendidikan dan kesehatan.

h.     Optimalisasi  skema  Pembiayaan  Keljasama  Pemerintah  dan  Badan
Usaha  (KPBU)  untuk proyek-proyek besar guna mengurangi beban
APBD.

i.       Efisiensi dalaln realisasi belanja modal,  dengan memastikan proyek

yang   direncanakan   dapat   diekselmsi   sesuai   target   waktu   dan
anggaran.

j.      belanja bantuan keuangan difokuskan pada peningkatan kapasitas
pemerintah  desa,  agar bantuan  keuangan  dapat  digunakan  secara
optimal dan tidak hanya untuk belanja rutin desa.

k.     Monitoring   dan   evaluasi   penggunaan   bantuan   keuangan   lebih
diperketat,  guna  menghindari  penyalahgunaan  dan  meningkatkan
efektivitas pemanfaatan dana.

Berikut ini adalah Proyeksi Belanja Kota Balikpapan untuk periode
2026-2030:
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Tabel 2. 54 Proyeksi Belanja Daerah Rota Ballkpapan Tahun 2026-2030

IJr3|r.,,
:t77"thTauti.i...-H,rLE

APBD  MURNI  2025 ------------2-6--2-6    -       ---------

2o27             _'__.

PROYBKSI  TAHUN-il,rL|=

---------2d29--------

2o3o
2. BELAVA
2.1 Befuja Opepel 2.487.779.432.633 3. 133.659. 120.633 2.ro4.399.672.ooo 2.819.931.023.000 2.940.568.864.COO 3. 1 16.546.ae3.OOO 3.194.485.997.coo
2.1.1 Belanja Pegawal 948.731.492.872 1.365.718.784.826 1.045.976.471.coo I.098.275.295.000 1.153.189.060.000 1.210.848.513.000 1.271.390.939.000
2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 1.371.045.528.426 1.618.463.647.495 1.482.922.844.000 1.542.239.758.000 1.603.929.348.000 1.668.086.522.000 1.734.809.983.000
2.1.3 Belanja Bunga 0 0 0 0 0 0 0
2.1.4 Belanja Subsidi 0 0 0 0 0 0 0
2.1.5 Belanja Hibah 163.812.269.487 146.306.688.312 170.430.285.000 173.838.891.000 177.315.669.000 230.861.982.000 180 .861.982 .000
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 4.190.141.849 3.170.coo.000 5.070.072.OcO 5.577.079.000 6 .134 . 787.OcO 6.748.266.000 7.423.093.OcO
2.2 B®fanja Hodal 1.442.2SO.144.884 I.461.589.188.672 I.645.992.819.000 1.706.819.542.000 I.751.609,464.000 I.816.780.949.000 1.909.432.891.000
2.2.1 Belanja Modal Tanah 28.443.334.370 85.108.867.095 29.592.445.coo 30.184.294.000 30.787.980.coo 31.403.740.000 32.031.815.COO

2.2.2 Belanja Modal PeralatandanMesin 243.860.563.977 198.367.528.825 271.465. 580.000 277.709.288.000 28 1 . 04 1. 799 .000 287.505.760.000 294.118.392.000

2.2.3
Belanja Modal GedungdanBangunan 318.046.523.523 402.587.303.164 354.049.390.000 362.192.526.000 366.538.836.000 374.969.229.000 383 . 593. 521.000

2.2.4
Belanja Modal Jalan,IrigasidanJaringan 836.422.774.618 744.454.818.732 973.909.768.000 1.018.953.095.000 1.054.616.453.000 1.103.392.464.000 1.179.250.696.COO

2.2.5 Belanja Modal Aset TetapLainnya 1.412.242.944 562.843.700 1.469.298.OcO 1.498.684.000 I.528.658.000 1. 559 . 231. OcO 1.590.416.OcO

2.2.6 Aset Lainnya 14.064.705.451 20.507.827.156 15.506.338.000 16.281.655.000 17.095.738.coo 17.950.525.coo 18.848.051.coo
2.3 Belanja Tldak Terdugr 12.135.375.577 12.805.9cO.324 13.379.252.COO 14.048.215.OcO 14.750.626.OcO 15.488.157.cO 16.262.56§.000
2.4 Belanja haofer a 0 0 0 0 0 0
2.4.1 Belanja Bagi Hasil 0 0 0 0 0 0 0

2.4.2
Belanja BantuanKeuangan 0 0 0 0 0 0 0
•umAII BELA]i-A 3.942.164. 953.cO4 4.598.054.259.629 4.363.771.743.000 4.540.798.780.000 4.706.9ae.954.OOO 4.948.814.ae9.COO 5.leo.181.463.000

Sumber: Hastl Proyeksi, Tahan 2025
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Berdasarkan  data  realisasi  tahun  2024  sebagai  baseline,  analisis
terhadap  proyeksi  belanja  daerah  Pemerintah  Kota  Balikpapan  untuk

periode 2026 hingga 2030 menunjukkan tren pertumbuhan yang moderat
namun konsisten. Pada tahun 2024, total belanja daerah tercatat sebesar
Rp3,94  triliun.  Lima  tahun  setelahnya,  yaitu  pada  tahun  2030,  total
belanja  diproyeksikan  meningkat  menjadi  Rp5,12  triliun,  atau  tumbuh
sebesar 29,88 persen dibandingkan baseline 2024.

Selama periode 2026-2030,  struktur belanja daerah menunjukkan
bahwa proporsi  belanja operasi  tetap  dominan,  yaitu  sekitar 63  persen
hingga 64 persen dari total belanja tahunan.  Belanja operasi yang pada
tahun   2024   sebesar  Rp2,49   triliun,   mengalami  peningkatan  menjadi
Rp3,19   triliun   pada   tahun   2030.   Ini   berarti   ten.adi   pertumbuhan
kumulatif  sebesar  28,41   persen   selama  enam   tahun.   Berikut  grafik
Proyeksi  Kontribusi  dan  Pertumbuhan  Komponen  Belanja  Operasi  Kota
Balikpapan Tahun 2026-2030.
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Gamhar 2. 68 P[oyekei KontrLbusi dan Periumbuhan KomponeD Belanja Operasi
Kota BalilEpapan Tahun 2026-2030 (Rp. Millar|
Sumber: Hastl Olah Data 2025

Struktur belanja operasi Pemerintah Kota Balikpapan pada periode
2026   hingga   2030   didominasi   oleh   belanja   barang   dan  jasa,   yang
mencatatkan rata-rata kontribusi tertinggi sebesar 54,38 persen terhadap
total belanja operasi. Nilalnya diproyeksikan meningkat dari Rp 1,48 triliun

pada tahun  2026  menjadi Rpl,73 triliun pada tahun 2030,  dengari laju
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pertumbuhan  rata-rata sebesar 4,00 persen  per tahun.  Tingginya porsi
belanja barang dan jasa mencerminkan fokus pemerintah dalam menjaga
kelangsungan    pelayanan    publik    dan    operasional    birokrasi,    serta.

penyediaan kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan, kesehatan,
dan infrastruktur dasar.

Komponen    terbesar    kedua.    adalah    belanja    pegawai,    yang
menyumbang rata-rata  39,10  persen  dari  total  belanja  operasi,  dengan

pertumbuhan  tahunan  sebesar  5,00  persen.  Nilainya  meningkat  stabil
dari Rpl,05 triliun pada tahun 2026 menjadi Rpl,27 triliun pada tahun
2030. Tren ini mencerminkan upaya Pemerintah Kota Bafikpapan dalam
menjaga kesejahteraan aparatur sipil negara, sekaligus mempertahankan
stabilitas dan produltivitas birokrasi. Namun, porsi belanja pegawai yang
cukup  besar  juga  perlu  dikelola  dengan  prinsip  efisiensi  agar  tidak
membebani fiskal daerah secara berlebihan di masa depan.

Selanjutnya,   belanja   hibah   berkontribusi   sekitar   6,31   persen
terhadap total belanja operasi, dengan pertumbuhan ra.ta-rata 3,14 persen

per tahun. Kenaikan nilai belanja hibah yang cukup fluktuatif, terutama
lonjakan   pada  tahun   2029,   kemun8kinan   mencerminkan   dukungan
terhadap  kegiatan  sosial,  keagamaan,  pendidikan,  maupun  organisasi
kemasyarakatan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa penyaluran
hibah  dilakukan  secara  selehiif,  transparan,  dan  berbasis  kebutuhan
masyarakat yang terdokumentasi.

Belanja bantuan sosial, meskipun hanya berkontribusi sekitar 0,21

persen, menunjukkan tren pertumbuhan tertinggi, yakni 10,00 persen per
tahun.  Peningkatan  ini  dari  Rp5,07  miliar  pada  tahun  2026  menjadi
Rp7,42 miliar pada tahun 2030 menunjukkan perhatian yang meningkat
terhadap perlindungan sosial masyarakat rentan.  Komponen ini menjadi

penting dalam konteks respons kebijakan terhadap ketimpangan  sosial,
dampak ekonomi, serta upaya penguatan jaring pengaman sosial daerah.

Adapun belanja bunga dan belanja subsidi tidak dialokasikan dalam

periode   proyeksi   ini,   yang  dapat  diartikan   bahwa  Pemerintah   Kota
Balikpapan tidak merencanakan pembiayaan melalui pinjaman berbunga
atau intervensi ekonomi berbentuk subsidi langsung, atau belum menjadi
kebijakan prioritas dalaln lima tahun ke depan.

Secara  keseluruhan,   struktur  belanja  operasi  Kota  Balikpapan
mencerminkan   orientasi   pada   pemeliharaan   pelayanan   publik   dan
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kesejahteraan   pegawai,    disertai   peningkatan   belanja   sosial   secara
bertahap. 0leh karena itu, tantangan ke depan terletak pada bagaimana
menjaga keseimbangan antara efisiensi birokrasi, efektivitas layanan, dan
daya  dukung  fiskal  daerah  dalam  membiayai  kebutuhan  pembangunan

yang berkelanj utan.

Sementara kontribusi belanja modal tetap teljaga pada kisaran 35

persen-37 persen, menunjukkan keseimbangan antara belanja rutin dan
pembangunan jangka  panjang.  Belanja  modal  mengalami  pertumbuhan
dari  Rpl,44  triliun pada tahun  2024  menjadi Rpl,9  triliun pada tahun
2030,  atau  meningkat  32,39  person.  Berikut  grafik  Proyeksi  Kontribusi
dan  Pertumbuhan  Komponen  Belanja  Modal  Kota  Balikpapan  Tahun
2026-2030.

2.500.00

2.ooo.oo      1.e45,9e      1.7o€,82      1.751,6i

L500.00

1.000,00

500,00

0,00

Tanah

1.ale,78     1.9oo,43

I I IJ 11 I
2026

29,59
-Perafatan dan Mesin             271,47
-Gedung dan Ba nguna n         354,05
-Jafan.IrigasidanJaringan      973,91
-Aset Tetap laimya                1,47
-Aset laimya                      15,51

Rata-rata       Rota-rata
2027               2028              2029              2030          Kontrtousj    PeTtumbuh

(q¢)                 an (%)

30.18            30.79             31,40            32 ,03

277, 71          28 1, 04          287, 51          294, ca

362,19          366. 54          374, 97          383, 59

LO18,95       1.054.62       1.103,39        1.179,25

1, 50                1, 53                1, 56                1. 59

16 ,28            17,10             1795            18,85
ee2dELTOTAL B ELANIA MO 0AL        1. 645,99        1. 706,82        1. 751,61        1. 816,78        1. 909.43

1, 75               2. cO

16,01               2.02

20.88             2, 02

cO,31              4, 91

0. ce              2,00

0, 97               5, cO

100. 00             3, 79

Gambar 2. 69 Proyel=si XoDtribusi dan Perfuimbuhan Komponen BchDja Modal Rota
Balikpapan Tahun 2026-2030 |Rp. RElinr|
SumbeT: Hasil Olah Data 2025

Struktur belanja modal Pemerintah Kota Balikpapan dalam periode
2026   hingga  2030   menunjukkan   kecenderungan  pembangunan  yang
diarahkan     untuk     mendukung     pertumbuhan     infrastruktur     dan

peningkatan  kapasitas  aset tetap  daerah.  Komponen  dengan  kontribusi
terbesar berasal dari belanja jalan,  irigasi,  dan jaringan, yang mencapai
rata-rata 60,31  persen dari total belanja modal. Nilai alokasinya tumbuh
cukup konsisten dari Rp973,91  miliar pada tahun 2026 menjadi Rpl,18
triliun pada tahun 2030, dengan pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar
4,91  persen.  Hal ini menun].ukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah
Kota  Balikpapan  terhadap  pembangunan  konektivitas  fisik,  prasarana
dasar, serta aksesibilitas wilayah.
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Komponen gedung dan bangunan berada pada urutan kedua dalam
hal kontribusi, yaitu sebesar 20,88 persen, dengan pertumbuhan tahunan
rata-rata 2,02  persen.  Kenaikan anggaran dari Rp354,05 miliar menjadi
Rp383,59    miliar    selama    lima    tahun    mencelminkan    fokus    pada

peningkatan  dan  rehabilitasi  fasilitas  pelayanan  publik  seperti  kantor
pemerintah,    fasilitas   pendidikan,    dan   kesehatan.    Peningkatan   ini
sekaligus  mendukung upaya penyediaan infrastruktur sosial yang lebih
representatif dan layak.

Peralatan  dan  mesin  juga  memperoleh  alokasi  yang  signifikan
dengan  kontribusi  sebesar  16,01  persen,  yang  mencerminkan  investasi

pemerintah    dalam    mendukung    efisiensi    operasional,    modemisasi
peralatan  kelja,  serta digitalisasi layanan publik.  Pertumbuhannya pun
sejalan  dengan  komponen  bangunan,  yaitu  sebesar  2,02  persen  per
tahun.

Sementara  itu,  komponen  belanja  tanah  dan  aset  tetap  lainnya
masih berkontribusi relatif kecil masing-masing sebesar 1,75 persen dan
0,09 persen, dengan pertumbuhan sekitar 2,00 persen per tahun. Kendati
nilainya rendah, pengadaan tanah. tetap penting sebagai bentuk antisipasi
kebutuhan  perluasan  fasilitas  umum  maupun  pengembangan  kawasan
baru.   Di  sisi  lain,   aset  lainnya  seperti  investasi  non-fisik  (misalnya

peran8kat lunak atau sumber da.ya strategis lainnya) mencatat kontribu§i
0,97   persen,   dengan   pertumbuhan   tertingst   sebesar   5,00   persen,
mengindikasikan     adanya     dorongan     awal     terhadap     transformasi

pengelolaan aset berbasis teknologi dan inovasi.

Secara  keseluruhan,  belanja  modal  Pemerintah  Kota  Bali]apapan
diproyeksikan  mengalami  peningka.tan  yang  stabil  darn  Rpl,65  triliun

pada tahun 2026 menjadi Rpl,91  triliun pada tahun 2030, dengan rata-
rata pertumbuhan sebesar 3,79 persen per tahun.  Komposisi belanja ini
menunjukkan   bahwa   arah   kebijakan   fiskal   Kota   Balikpapan   tetap
menekankan  pada  pembangunan  fisik  dan  penguatan  kapasitas  aset
daerah   untuk   mendukung   pelayanan   publik   yang   berkelanjutan.
Tantangan  ke  depan  terletak  pada  efisiensi  pelaksanaan  proyek-proyek
modal serta kesinambungan pemeliharaan aset agar memberikan manfaat

jangka panjang bagi masyarakat.

Ketiadaan belanja transfer (bagi hasil maupun bantuan keuangan)
dalam  seluruh  periode  ini  menunjukkan  bahwa  kebijakan  fiskal  kota
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sepenuhnya  terfokus   pada  kebutuhan   internal  kota   dan  pelayanan
langsung  kepada  masyarakat.   Sementara  itu,  Belanja  Tidak  Terduga
menunjulckan  kenaikan  dari  Rpl2,13  miliar  pada  tahun  2024  menjadi
Rpl6,26  miliar  pada  tahun  2030  (naik  34,01  persen),  mencerlninkan
antisipasi  terhadap  risiko  dan  ketidakpastian  yang  munghin  teljadi  di
masa mendatang.

Secara  keseluruhan,   proyeksi   belanja  daerah   Kota  Balikpapan
menunjuldran    orientasi    anggaran    yang    berimbang    antara    aspek
operasional   dan   investasi  jangka   panjang,   dengan   harapan   dapat
meningkatkan  kualitas  pelayanan  publik,  mempercepat  pembangunan,
serta menciptakan tata kelola fiskal yang efisien dan berdaya tahan di
masa depan.

2.5.2.3       Proyel=si pembiayaan Daerah

Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan
dan   Pengeluaran   Pembiayaan.   Penerimaan   Pembiayaan   merupakarl
transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran.
Penerimaan utama pembiayaan dalam ran9ka menutup defisit anggaran
adalah penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

(SiLPA). Sedangkan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan
modal   daerah   beriorientasi   keuntungan   dan   untuk   meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat.Adapun kebijakan penerimaan pembiayaan
daerah  ke   depan,   sebagai   upaya  untuk  menutup   defisit  anggaran,
diarahkan pada:

a.     Pembiayaan   mencakup   setiap   penerimaan   yang   harus   dibayar
kembali  dan/atau  pengeluaran  yang  akan  diterima  kembali,  balk

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya;

b.     Pembia.yaan netto digunakan untuk memanfaatkan surplus anggaran
atau menutup defisit anggaran;

c.     Jika  diperkirakan  ada  defisit  dalaln  APBD,  defisit  tersebut  dapat
didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang APBD;

d.     Penganggaran Sisa Lebih Pel.hitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

(SiLPA)   harus   didasariran   pada   perhitungan   yang   cermat   dan
rasional,  dengan  mempertimbangkan  perkiraan  realisasi  anggaran
tahun  sebelumnya,  untuk  menghindari  kemun8kinan  pengeluaran
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pada tahun anggaran berikutnya yang tidak dapat didanal jika SiLPA
yang direncanakan tidak tercapai;

e.     Jika APBD diperkirakan surplus,  surplus tersebut dapat digunakan
untuk  pengeluaran   pembiayaan   daerah   yang   ditetapkan   dalaln
Peraturan Daerah tentang APBD; dan

f.      Penyertaan modal pemerintah Daerah dapat dilakukan jika jumlah

yang  akan   disertakan  dalam  tahun   anggaran  mendatang  telah
ditetapkan  dalam  Peraturan  Daerah  mengenai  penyertaan  modal
daerah  dan  pelaksanaannya  sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan.

Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Balilapapan dijelaskan pada tabel
di bawah berikut ini.
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Tabel 2. 55 Proyeksi Pemblayaan Daemh Rota Balilpapan Tahun 2026-2030

I,I, +=1F3,I
Basez!ne Tahunlllllll|-i,a=f,Il'/I,I=IL`I

PROYEKSI  TAHUN

8. PBHBIAYJEN

LI,IrLE H,rug H,r`, _L[,Jtw lllllllllllllllllllllllI,I,rJ=_IllllllllllllllllllllllllIA+,yLL3
_H,HI,

8.I Penerlmaan Pembinyaan 5as.370.8a4.984 378.978.336.116 SOS.346.405.585 204.579.321.960 144.892.293.790 137.277.813.070 so.615.gtry.84o

3.1.1
Sisa Lebih Perhitungan AnggaranTahunAnggaranSebelumnya(SiLPA)

536.370.834.984 378.978.336. I 16 303.346.405.585 204. 579.321.960 144.892.293.790 137.277.813.070 30.615.944.840

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0
3.2 P®ngeluamn P®mblayaan a 0 35.COO.OcO.OcO 14.000,000.COO 16.OcO.000.OcO 18.000.OcO.OcO 18.000.QcO.OcO

3.2.1
Penyertaan Modal PemerintahDaerah 0 0 35.000.000.000 14.000.COO.000 16.000.000.000 18.000.000.000 18.000.000.coo

3.1.2 Pembentukan Dana Cadangan 0 0 0
PELBIATAAN »Brmo 5as.370.834.984 378.978.336.116 268.346.40S.585 190.579.321.960 128.892.293.790      119.277.SIS.070 12.615.944.840

Sumber: Hasi:I Pfrogeksi, Tcthun 2025
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Berdasarkan  data  proyeksi  pembiayaan  daerah  Pemerintah  Kota
Balikpapan,  penerimaan pembiayaan pada tahun 2024 yang seluruhnya
bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tercatat sebesar
Rp536,95 miliar.  Pada periode  2026-2030,  tren penerimaan pembiayaan
menunjukkan kecenderungan menurun signifikan dibandingkan baseline
tahun   2024.   Penerimaan   pada  tahun   2026   sebesar   Rp303,3   miliar,
menurun lebih dari 43,44  persen dibanding tahun  2024.  Penurunan ini
berlanjut hingga Rp30,62 miliar pada tahun 2030. Berikut grafik Proyeksi
Pertumbuhan  Penerimaan  Pembiayaan yang bersumber dari SiLPA Kota
Balikpapan Tahun 2026-2030.
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Rota-rata
2026              2027              2028             2029             2030         Pertumbu

haft (%)

I Sisa Le I)}h Per}`itungan Anggaran

Ta hun Aiiggaran set)el umnya           303,35           204.58           144.89           137`28            30,62             -`rs.17

(SiLPA)

Gambar 2. 70 Proyelsi Pertumbuhan Penerimaan Pembiayaan Rota Bali]papan
Tahuii 2026-2030 (Rp. Miliar|
Siti:mber: Hasil Olah Data 2025

Proyeksi  pertumbuhan  penerimaan  pembiayaan  Kota  Balikpapan
melalui   komponen   Sisa   I.ebih   Perhitungan   Anggaran   (SiLPA)   tahun
anggaran  sebelumnya  selama  periode  2026-2030,  terlihat  adanya  tren

penurunan  yang  sangat  signifikan.   Nilai   SiLPA  menurun   tajam   dari
Rp303,35  miliar  pada  tahun  2026  menjadi  hanya  Rp30,62  miliar  pada
tahun  2030.  Penurunan  ini  mencerlninkan  rata-rata  laju  pertumbuhan
negatif sebesar -36,17 persen per tahun.

Fenomena  ini  menunjukkan  bahwa kemampuan  Pemerintah  Kota
Balikpapan   untuk  mengandalkan   saldo   anggaran   tahun   sebelumnya
sebagai sumber pembiayaan semaldn terbatas dari tahun ke tahun.  Hal
ini  bisa  disebabkan  oleh  peningkatan  efisiensi  realisasi  anggaran,  yang
membuat   sisa   anggaran   semakin   kecil,   atau   justru   menandakan
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tantangan fiskal ke depan terkait ketidakseimbangan antara pendapatan
dan belanja daerah.

Di   sisi   lain,   pengeluaran   pembiayaan   yang   sebelumnya   tidak
dianggarkan pada tahun 2024 mulai muncul pada tahun 2026  sebesar
Rp35   miliar   dalam   bentuk   penyertaan   modal   pemerintah   daerah.
Pengeluaran ini mengalami penurunan menjadi Rpl4 miliar pada tahun
2027,  1alu kembali meningkat bertahap menjadi Rpl6  miliar pada 2028
dan Rpl8 miliar pada tahun 2029 serta 2030.

Secara keseluruhan, proyeksi pembiayaan daerah Kota Balikpapan
menunjukkan  potensi  menurunnya  kapasitas  pembiayaan  netto  dalam
lima   tahun   mendatang   dibandingkan   tahun   dasar   2024.   Hal   ini
mencerrninkan     semak±n     terbatasnya     ruang     fiskal    yang     dapat
dimanfaatkan  melalui  pembiayaan,  terutama  karena  tren  penurunan
SiLPA   sebagai   satu-satunya   sumber   penerimaan   pembiayaan   dan
meningkatnya    pengeluaran    pembiayaan    untuk    penyertaan    modal

pemerintah daerah.  Pemerintah daerah perlu mengantisipasi kondisi ini
dengan   pengelolaan    anggaran   yang   lebih    efisien    dan   penguatan

pendapatan  asli  daerah  guna  menjaga keseimbangan  fiskal yang  sehat
serta   mencari   altematif   sumber   pembiayaan   lain   guna   menjaga
keberlanjutan fiskal daerah.

2.5.2.4      Proyeksi perhitungan Herangl=a pendanaan 2026-2030

Keran8ka  pendanaan  bertujuan  untuk  men8hitung  kapasitas  riil
keuangan  daerah  yang  akan  dialokasikan  untuk  pendanaan  program

pembangunan  jangka   menengah.   Berdasarkan   proyeksi   penerimaan
daerah  dan  belanja  serta pengeluaran  pembiayaan wajib  dan  mengikat
serta prioritas utama, maka dapat diproyeksikan kapasitas rill keuangan
daerah yang akan digunakan untuk membiayal program/kegiatan selama
tahun 2026-2030.

Proyeksi    kapasitas   riil    kemampuan    keuangan    daerah    Kota
Balikpapan tahun 2026-2030 disajikan pada tabel di bawah ini.
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Tabel 2. 56 ProyelEsi Kapasitas Rill Kemampqan Keuangan Daerah Rota Balfkyapan Tahun 2026-2030
-                           .-                ,- -    .'  -,--   ;,:.-14,-=_-    .-7-1'•'-I i  -`-

-_.        .                , `  -A-'`-T>pnvtrurs=T   TAHTTN                 \`                                     - _`    -i     `-     ---

=77Zm-mll,,I_ •    -   -   -.i-.  i,-r---,,f`   -,--.??y-=`:``^  , -
\.     `

|IW,r=,I -*,W€ -±lil;I.]L'J[ll:1L`l-LZ.y+1 -___i_i -      ,'J                  . -.-..---I-----------------------_---------||||||||||||||-A,FT, -         ---=,.-----,i-i

I-,-, 2 )27 I                  2028 -LI,n+,
:--I,-:-
Ill-,J,Xt,

1 Pendapatan 4.020.535.025.063 4.219.075.923.513 4.095.425.337.415 4.350.219.458.040 4.578.036.660.210 4.829.536.575.930 5.107.565.508.160

2 Penerimaan Pembiayaan 536.370.834.984 378.978.336.116 303.346.405.585 204.579.321.960 144.892.293.790 137.277.813.070 30.615.944.840

Total P®nerimaan 4.5s6.9o5.86o.or7 4.598.054.259.629 4.398.771.743.000 4.554.798.780.COO 4.722.928.954.000 4.966.814.aeg.ooo 5.138.181.453.000

KAPAslTjrs RIILKBBrmpuAaiKBUAavGANDAEEN
4.566.9o5.86o.a47 4.598.054.259.629 4.398.771.743.coo 4.554.798.780.000 4.722.9ae.9s4.OOO 4.966.8i4.se9.COO 6. I se. i8 I.453.ooo

3 PRIORITAS I (70 %) 3.079.140.220.100 3.188. 369.146.000 3.806.060.267.800 3.476.770.072.300 3.S96.727.017.loo
a. 13elanja pegawal 1.045.976.471.000 1.098.275.295.000 1.153.189 .060.000 1.210.848. 513 .000 1.271.390.939 .000
b. Pengeluaran Pembiayaan 35.000.000.000 14.000.000.OcO 16.000.000.000 18.000.000.coo 18.000.000.000
c. Belanja wajib danmengikatlalnnya

1.998.163.749.loo 2.076.083.851.000 2.136.861.207.800 2 .247 .921. 559 .300 2.307.336.078.loo

4 pRIORITAs 11 (ae %) 879.754.348.600 910.959.756.coo 944.58S.790.BOO 993.362.877.800 1.027.636.290.600
5 PRIORITAS Ill (10 %) 439.877.174.COO 455.479.878.000 472.292.895.400 496.681.438.SOO 513.818.145.SOO

Shi:mber: Hast:1 Progcksi, Ta:hun. 2025
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Berdasarkan  proyeksi  data  kapasitas  rill  kemampuan  keuangan
daerah Kota Balikpapan pada periode  2026  hingga 2030,  menunjukkan
adanya  tren  peningkatan  kapasitas  fiskal  secara  bertahap,  meskipun
dengan fluktuasi minor. Pada baseline tahun 2024, kapasitas riil sebesar
Rp4,56  triliun,  kemudian  mengalami  sedikit  penurunan  menjadi  Rp4,4
triliun  pada  tahun  2026,  sebelum  kembali  meningkat  secara konsisten
hingga mencapai Rp5,13 triliun pada tahun 2030. Penurunan awal pada
tahun   2026   ini   terutama   disebabkan   oleh   penurunan   penerimaan

pembiayaan,  dari  Rp536,95  miliar  pada  2024  menjadi  hanya  Rp303,3
miliar pada 2026.  Meskipun  demikian,  peningkatan pendapatan daerah
darn   Rp4,02   triliun   pada   2024   menjadi   Rp5,1   triliun   pada   2030
berkontribusi  signifikan  terhadap  peningkatan  kapasitas  fiskal  dalam

jangka panjang.

Mengingat    keterbatasan     anggaran,     pengalokasiannya    harus
dilakukan   berdasarkan   skala   prioritas   (mo7ieg  /oZZoz#  progrtzm)   dan
kebutuhan prioritas daerah.  01eh karena itu,  pendanaan pembangunan
harus diarahkan sesuai dengan strategi pembangunan pemerintah pusat
dan    daerah,     dengan    fokus    utama    pada    pendanaan    prioritas

pembangunan, terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat
yang merupakan kewajiban pemerintah. Kebijakan penganggaran belanja
daerah  juga   mempertimban9kan   pendekatan   anggaran   kinelja  yang
berorientasi pada pencapalan hasil dari input yang direncanakan. Tujuan
darn kebijakan ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan
anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
dalaln program dan kegiatan.  Untuk memastikan penggunaan anggaran
belanja daerah tetap terarah, efisien, dan efe]stif, arah kebijakan belanja
daerah untuk periode 2026-2030 akan diarahkan sebagai berikut:

a.     Mendesain perencanaan anggaran belanja berdasarkan prinsip I;czzzte

for mo7teg, yaitu dengan mempertimbangkan aspek ekonomis, efisien,
dan efektif;

b.     Penganggaran  berbasis  kineH.a  dilakukan  dengan  memperhatikan
keterkaitan  antara  pendanaan  dengan  hasil yang  diharapkan  dari
kegiatan/sub-kegiatan,  serta  manfaat  yang  diperoleh  dan  efisiensi
dalam pencapaian hasil tersebut;

c.     Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan sesuai dengan

prioritas  dan  kebutuhan  daerah,  dengan  fokus  pada  pemenuhan
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urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar

publik dan pencapaian sasaran pembangunan;
d.     Belanja  untuk  urusan  pemerintahan  wajib  yang  terkait  dengan

pelayanan   dasar   publik   disesualkan   dengan   kebutuhan   untuk
mencapai    standar   pelayanan   minimal.    Belanja   daerah    dapat
dialokasikan  untuk urusan  pemerintahan  wajib yang tidak  terkait
dengan  pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan  setelah
memastikan  pemenuhan  kebutuhan  urusan  pemerintahan  wajib

yang terkalt dengan pelayanan dasar publik;
e.     Alokasi   anggaran   untuk   setiap   perangkat   daerah   ditentukan

berdasarkan target kinelja pelayanan publik masing-masing urusan

pemerintahan,   bukan   berdasarkan   pemerataan   antar  perangkat
daerah atau alokasi anggaran tahun sebelumnya;

f.      Belanja  Daerah  mengikuti  standar  harga  satuan,  analisis  standar
belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

9.     Belanja  daerah  yang  berasal  dari  Transfer  Ke  Daerah  (TKD)  yang
telah  ditentukan  penggunaannya  dianggarkan  dan  dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kerangka    pendanaan    penting    untuk    memenuhi    kebutuhan

pembangunan  daerah.  Selain  dari  kapasitas  rill  kemampuan  keuangan
daerah  yang  tersedia,  dukungan  pendanaan  dari  Pemerintah  Provinsi
Kalimantan Timur dan Pemerintah Pusat, terutama yang terkait dengan
Prioritas   Pembangunan   Nasional   (RPJMN   2025-2029),   juga   sangat
diperlukan.  Berdasarkan kebijakan alokasi belanja untuk periode  2026-
2030, program-program prioritas Kota Balikpapan akan diarahkan pada:

a.  Balikpapan Kota Inovatif dan Kreatif
b.  Balikpapan Kota MICE dan Wisata
c.  Balikpapan Kota Ramah Anak
d.  Lingkungan Hidup dan Sosial yang Sehat dan Nyaman
e.  Mengatasi stunting
f.   Pengendalian Banjir

9.  Penin8katan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
h.  Penyediaan Air Bersih yang Sehat dan Merata
i.   Transformasi birokrasi
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Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan
daerah  dikelompokkan  menjadi  tiga  kategori  prioritas  sesuai  dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

1.  Prioritas I: Dialokasikan untuk membiayal belanja langsung yang
bersifat  wajib   dan  mengikat,   dengan  fokus  pada  mendanal
urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan
sesuai    dengan    ketentuan    peraturan    perundang-undangan

(manczcztony    spe7rdz.ng).    Ini    bertujuan    untuk    meningkatkan
pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah secara konsisten dan
berkelanjutan.  Prioritas ini dialokasikan sebesar 70 persen dari
total  kapasitas.   Komponen  ini  terus  meningkat  dari  Rp3,08
triliun  pada  tahun  2026  menjadi  Rp3,60  triliun  pada  tahun
2030.

2.  Prioritas    11:    Dialokasikan    20    persen    dari    kapasitas    riil
menunjukkan tren peningkatan darn Rp879,75 miliar pada tahun
2026  dan meningkat menjadi Rpl,03  triliun pada tahun  2030.
Prioritas ini untuk membiayai belanja yang mendukung visi dan
nisi kepala daerah  serta pemenuhan pelayanan dasar.  Alokasi
untuk pemenuhan pelayanan dasar termasuk dalam prioritas 11,
dengan   pertimbangan   bahwa   prioritas   Walikota   dan   Wakil
Walikota   juga   dipertimbangkan   dalam   hal   ini.    Meskipun
alokasinya hanya 20 persen, namun program prioritas kedua ini
secara substansi berhimpitan/ beririsan dengan prioritas pertama
sebagai pemenuhan pelayanan dasar.

3.  Prioritas    Ill:    yang    mencakup    10    persen    dari    kapasitas
dialokasikan  untuk  membiayal  belanja yang  berkaitan  dengan

penyelenggaraan     urusan     pemerintahan     lainnya     nilainya
bertumbuh  darn  Rp439,88  miliar pada 2026  menjadi Rp513,82
miliar pada 2030.

Secara   keseluruhan,   proyeksi   kapasitas   riil   keuangan   daerah
Pemerintah  Kota Balilapapan  mencerminkan  arah  kebijakan  fiskal yang
cermat dan  terukur,  dengan  upaya mempertahankan  disiplin  anggaran
serta    mengoptimalkan    sumber    pendapatan    daerah.    Peningkatan

pendapatan  asli  daerah  dan  efisiensi  dalam  pengeluaran  pembiayaan
menjadi kunci dalaln menjaga kesinambungan fiskal untuk mendukung

pembangunan berkelanjutan di Kota Balikpapan pada periode 2026-2030.
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2.6    Permasalahan dan lsu strategls
Bab   ini   menyajikan   analisis   atas  permasalahan   pembangunan

daerah yang dihasilkan dari penelahan atas data-data yang telah disajikan
dalam    bab-bab    sebelumnya.    Permasalahan    pembangunan    daerah
merupakan titik pangkal dari proses perencanaan yarig akan dirumuskan.
Bab  ini  secara  umum  akan  menyajikan  dua  hal,  yaitu  permasalahan

pembangunan daerah dan isu strategis daerah. Kedua hal ini merupakan
landasan    bagi    Pemerintah    Kota    Balikpapan    untuk    merumuskan
intervensi-intervensi yang akan dilakukan selama lima tahun mendatang.

2.6.1   Permasalahan pembangqmn Daerah

Permasalahan pembangunan daerah Kota Bali]apapan secara umum
akan  dibagi  menjadi dua bagian, yaitu  permasalahan  lintas  sektor dan

permasalahan     terkait     penyelenggaraan     urusan     daerah.      Kedua
permasalahan     ini     pada     umumnya     merupahan     upaya     untuk
mengidentifikasi persoalan-persoalan pembangunan yang perlu direspons
oleh Pemerintah Kota Balikpapan selama lima tahun mendatang

2.6.1.1      Permasalahan pembangumn Lintas seltor
Permasalahan pembangunan daerah lintas sektor Kota Balikpapan

diidentifikasi melalui analisis berbasis landasan transformasi, yang secara
umum  dikategorikan  berdasarkan  dimensi  pembangunan  berkelanjutan
dan    landasan    transformasi    dalam    perencanaan   jangka    panjang.
Identifikasi  permasalahan  dilakukan  dengan  meninjau  capaian  kinerja
serta  melalui  diskusi  kelompok  terfokus  bersama  organisasi  perangkat
daerah.  Selanjutnya, permasalahan dipetakan menggunakari pendekatan

pohon masalah yang mencakup masalah utama, masalah pendukung, dan
akar permasalahan. Hasil pemetaan permasalahan pembangunan daerah

jangka menengah di Kota Balikpapan dirinci sebagai berikut.

Tabel 2. 57 Petnetaan Permasalahan Pembangiimn Lintas Seltor

Aspek Masalah pokok    I I,/ Ftm n , i,-1''f-Fn,

I TransformaLsiEkonomi

Pembangunanekonomibelum

Perekonomian daerah EkoBistem indu stri belum
didominasi oleh   , menduku ng pengembangan
industri besar IKM secara optimal
Partisipasi angkatan Angkatan ken.a belum
kelja rendah sepenu hnya berdayasaing

Iris ma*cJt' antara ketersediaari
sepenuhnya lapangin keHa dengan
inklusifdanberkelanjutan ketersedi- tennga keria

Kontribusi UMKM Rendahnya minat
terhadapperekonomian belum berwirausaha

Kapasitas prnduksi dan
Optimal pemasaran peEL UMKM

helum optird
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No.IIII-='t-: iTi F- n in :za in ,I I,/ Em E, I Akar Masalah
Kontribusi sektor Pengembangan ekosistem
pariwisata dan ekonomi kreatif belum optimal
ekonomi kreatif Kunjungan wisatawan belum
terhadapperekonomian belumOptimal 0tm

Belum optimalnya Penggalian potensi investasi
investasi daerah daerah belum optimal

Belum optimainya promosiinvestasi

2 Transformasi
Penguatan SDMyangberdaya

Belum optimalnyakualitaslayanankesehatan

Penguatan pencegahan danpercepatanpenurunanstuntingsertaperbaikangizimasihbelumoptimal

Belum optimainya kualitaslayanankesehatanibudanbayi

Pengendalian dan pencegahanpenyakitmenular,tidakmenular,dancakupanimunisasidasarlen9kapmasihperludioptimalkan

Kualitas sarana pra§arana\,alatkesehatan,danobatdifasilitaskesehatanmasihperluditinghatkan

Pemenuhan jumlah, jenis, dandistribusitenagamedisdantenagakesehatanperluditingkatkan

Penguatan ketchananke§ehatanmelaluipencegahan,deteksidanresponpenanganan,sertaperluasanjaringankesehatan(haderkesehatan,masyarakat,swasta)masihperluditingkatkan

Sosial saing masihbelumoptimal

Belum optimalnyalayananpendidikanyangberkualitas

Kualitas sarana danprasaranapendidikan masihperluditingkatkan

Jumlah 'dan ko\mpetensi  '£enagapendidikdankependidikanmasifeperluditingkatkan

Tata kelola dan manajemenlayananpendidikanmasihperluditingkatkan

Percepatan partisipasipendidikandanpengembanganlayanan\pendidikandasar(PAUD-SD-SMP-Kfsetaraan)masinperluditingkatkan

Perwujudan Masih adanya ketimpangan
kesetaraan gender pembangunan antara laki-laki
dan keluarga dan perempuan
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\,
I          Aspek

LTi tztm FR in :in in :- I,I F5tm Fn , i,:=TIL,JF-F|,
berkualitas masih Belum optfmalnya upay&
perlu dioptimalkan pemenuhan hak anak

Belum optimalnyaperlindunganperempuan dananakterhadapkekerasan

Belum optimalnya bardsipasi
pemuda dalam pembangunan

Upaya perlindungansosialterhadap

Cakupan pemberian bantuansosialkepadakelompokrentanmasihperluditingkatkan

Penguatan Data sosial \kemiskinindaerchyangkomprehensifdantermutakhirkanmasihperludioptimauen

Layanan rehabilitasi sosial
kelompok rentan bagi pemerlu pelayanan
masih perlu kesejahteraan sosial (PPKS)
dioptimalkan masih perlu ditingkatkan

Penguatan keriqsana danperanpotensisnmberkesejahteraansosial(PSKS)sepertipekeriasosial,tenagakesejchteransosialkecanatan(TKSK),LSM,dsbdalanperlindungansosialmasihperludioptimalkan

3 TransformasiTataKelola Tata kelola

Akuntabilitas kinelja

Belum optimlannyaperencanaandanpengukuruankineljaterutamaditingkatPD

Belum optimalnyapengendaliandan evaluasikineH.a

Kualitas indikator kinerja
belum optimal yang belum optinal

Keterpad uan perencanaansertamekanismecascndt`ng

pemerintahan kineria belum berpedoman
belum optimal pada peta proses bisni§organisasi,prosesbisnismasihsanadengannomenklatur

Kemandiriankeuangandaerahbelumoptimal Tantangan dalammenjalankanUU HKPD

Banyck po`tensi belumdimanfaatkansecaraoptimal  '

Kolaborasi lintassektorbelumoptimal Sinergi prograln pemerintahdenganswastamasihmenghadapitantangan

4,
Ketahanan

Belum Belum optimalnya Peme'ntlhan ruang dan hak
optimalnya upaya anak yang masih belum

Sosial Budaya ketah- sosial penanggulangan optimal
dan Ekologi budaya risiko kelompek Belum optimalnya

rentan pengarusutamaan gender
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Belum
Optimalnya
kelestarian
lingkungan serta
ketangguhan
terhadap
bencana dan
perubahan ikfim

Pengendafro dan
pengelolaan
lingkungan riidup
belum optimal

Pencemaran lingivngan hidup
belum terkendali secara
optimal
Belum optimalnya ketaatan
perizinan lingkungan terhadap
pelaku usaha dan atau
kegiatan
Belum optimalnya uang
terbuka hijau mcmadai
Belum optimalnya pengelolaan
sampan secara terpadu
Kualitas penataan ruang
belum optimal

Belum optimalnya
ketahanan bencana
dan perubahan iklim

Belum optimalnya adaptasi
dan mitigasi bencana
Pengendalian kerusakan
lingkungan hidup belum
Optimal
Konservasi lingkungan belum
beljalan maksimal
Belum optimalnya transisi
energi barn dan terbaruhan

2.6.1.2      Permasalahan Terhait penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah
Penyelenggaraan  urusan  pemerintah  daerah  mengalami  berbagai

tantangan  dalam  pelaksanaannya  yang  perlu  dijawab  melalui  proses

pembangunan  daerah.  Pemetaan  permasalahan  pembangunan  berbasis
urusan  menjadi  perlu  untuk  dilakukan  dalam  rangka  pembangunan

jangka  menengah  selama  lima  tahun  ke  depan.   Berikut  merupakan
pemetaan   permasalahan    urusan   pemerintah   daerah    RPJMD    Kota
BalikpapanTahun 2025-2029.

Tabel 2. 58 Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerlntahan Rota Ballkyapan
Tahun 2025-2029
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1\1,- Aspek Masalah Penyebab Masalah
dasar masih belum optimal
Belum meratanya ketersediaan
sarana dan prasaranan penunjang
layanan pendidikan yang berkualitas
di seluruh wilayah

2 Kesehatan
Belun optimainya

Belum optimalnya kualitas
kesehatan ibu, bayi dan
Belum optimalnya upaya
penanganan dan pencegahan
stunting
Pengendalian, pencegahan dan
pengobatan penyakit menular dan
tidak menular perlu dioptimalkan
Sarana prasarana, dan alat

derajat kesehatan kesehatan di fasilitas kesehatan
masyarakat dasar dan rujukan masih perlu

ditingkatkan
Pemenuhan jumlah, jenis, dan
distribusi tenaga medis dan tenaga
kesehatan perlu ditingkatkan
Peninglratan jaringan lintas sektor
dibidang kesehatan perlu
dioptimalkan (kader kesehatan,
masyarakat, swasta, dll)

3
Pekeljaan UmumdanPenataan

Belum meratanya ja]an Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan
dalam kondisi mantap belum optimal, masih terdapat
Belun optimainya sekitar 19,6 persen jalan Kota
pemanfaatan mang dengan kondisi rusak dan rusak
sesual peruntukan berat

Sumber daya air baku

Ketersediaan sumber air baku masih
kurang jika dibanding dengan

Ruan8 kebutuhan, belum dapat dilakukan
belum memadai penambahan saluran rumah tangga

Jaringan pipa yang sudah tua
mengakibatkan rawan kebocoran

Kapasitas TPA sudah •     Pengelolaan sampah dari
overload sumbemya belum efektif

Banyak rumah kompos dan bank
sampah yang kurang aktif akibat
pandemi covid-19

4
Perumahan RakyatdanKawasan

Akses permukimankyakbelumoptinal
Belum optimalnya rumah tangga
terfasintasi sanitasi layak
Belum optimainya pencegahan dan
penanganan kawasan kumuh

Belum optimalnya

Belum tersedianya data perumahan
dan data rumah di kawasan rawan
bencana yang ter-update secara
periodik
Perencanaan dan pengembangan

Pemukinan akses dan kualitasperumahan perumahan belum optimal
Belum optimalnya penyediaan
rumah yang memenuhi standar
rumah layak huhi
Belum optimalnya pelayanan
penghunian rusunawa

Belum telpenuhinya Belum intensifnya pelaksanaan
PSU pada lingkungan moritoring pemanfaatan PSU
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1\1,_ Aspek I,J EtH Fn , Penyebab Masalah
perunahan Pendataan dan infomasi belum

optinal

5

Ketentraman,KetertibanUmum,danPerlindunganMasyarakat

Belun optimalnya

Kondisi lahan dan lingkungan
biofisik yang cenderung
meningkatkan ancaman risiko
bencana alam
Belum optimalnya manajemen
kebencanaan dalam bidang sistem

adaptasi dan mitigasi informasi dan publikasi
terhadap bencana kebencanaan

Belum lengkapnya sarana dan
prasarana mitigasi bencana yang
berkuahas
Kurangnya penguatan kapasitas
masyarakat

Masih adanya ancaman
Masih adanya tindak kriminalitas
Belum optimalnya deteksi dini

dan gangguan stabihassosialmasyarakat gangguan stabilitas wilayah
Belum optimalnya keljasama,
pembinaan, dan pengawasan
onganisasi masyarakat

6 Sosial
Belum optimalnyakesejahteraankelompokrentan

Perlunya peningkatan bantuan
sosial untuk kelompok rentan
Pengelolaan dan validasi Data
Telpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS) perlu ditingkatkan
Belum optimalnya kualitas
pelayanan rumah singgah atau
penanpungan

•  ,   ¥a,,I*,|,|mit!TT|,I, .•1 :TFI REl :Za r€ L.I€ t . H I . I . i{ I:  . .

7 Tenaga Kerja Belum optimainyaserapantenagakelja
Etos kelja masyarakat usia
produktif yang belum optimal
Daya saing tenaga ketia lokal lebih
rendah dibanding tenaga kel].a luar

8
Pemberdayaan Belum optimalnya

Masih adanya ketimpangan
pembangunan antara laki-laki dan
perempuan

Perempuan dan kuahas hidup Belum optimainya upaya
Perlindungan Anak perempuan dan anak pemenuhan hak anak

Masih adanya kasus kekerasan pada
perempuan dan anak

9 Pangan
Belun optimainyaketahananpangandaerah

Keterbatasan lahan pertanian
Biaya distribusi bahan pangan tinggi
Belum optimalnya pemanfaatan
lahan dan sistem pertanian kota

10 Pertanahan Belum optimainyapengelolaanpertanahan
Belum optimainya izin pengelolaan
fanah
Antisipasi persoalan migrasi dan
konflik lahan masih kurang

11 Linghagan Hidup
Belum optimalnya

Menurunnya kualitas udara karena
pertumbuhan pembangunan sektor
industri perdagangan dan I.asa di

pengelolaan danperlindunganlingkunganhidup Kota Balikpapan relatif cepat
Ancaman alih fungsi lahan produktif
Belum optimalnya pengelolaan
sampah terintegrasi dari hulu ke
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1\1,_ Aspek iTi fFEm Fb . Penyebab Masalah
hjlir

Potensi pencemaran dan dampak
lingkungan bangkitan IKN

12
AdministrasiKependudukan danPencatatanSipil Belum optimainya Sistem manajemen keamanan data

kepemilikan dokumenkependudukandan kependudukan belum optimal
hayanan kependudukan belum

pencatatan sipil Optinal

13
Pemberdayaan

Belun optinalnya Perlunya peningkatan kualitas
peran lembaga program pemberdayaan

Masyarakat dan pemberdayaan di Perlunya mempertahankan kineljaDesa tingkat kelurahan dankecamatan kolaborasi lintas sektor

14
Pengendalian Belum optimalnyakebijakanPengendalianPendudukdanKeluargaBerencana

Belum optimalnya upaya
pengendalian penduduk
Belum optimalnya pelaksanaan
kampung KB. Kampung KB
bertujuan untuk menciptakan
1ingkungan keluarga yang kuat dan
bhagia, melalui adanya Kelompok

Penduduk dan Kegiatan (Poktan) di dalamnya
Keluarga Berencam seperti Bina Keluarga Balita (BKB),

Bina Keluarga Remaja q3KR), Bina
Keluarga I,ansia q3KL), Pusat
Informasi dan Konseling Remaja
(PIK-R), serta Usaha Peningkatan
Pendapatan Keluarga Akseptor
UPPRA

15 Perhubungan I,ayanan transportasipublikbelumoptimal
Menurunnya ketersediaan angkutan
umum. Jumlah angkutan umum
mengalami penurunan dari 1.807 unit
pada tahun 2016 menjadi 782 unit di
tahun 202 1

16 Komuhasi danInformatika
Pelayanan j aringan

Belum semua wilayah di Kota
Balikpapan sudah terkoneksi jaringan

telekomunikasi telekomunikasi dengan layanan menara
BTS

Pelayanan e-got/emmeutperan9katdaerah Belum seluruh perangkat daerah telah
terkoneksi internet dan melaksanakan
e-gouerrLnerut

17
Koperasi dan UsahaKecflMenengah

O ptimalisasi kualitas Jumlah koperasi yang melaksanakan
koperasi RAT hanya &% persen pada tahun 2023
M enururmya j umlahkemitraanUMKMdenganperusahaan Penurunan jumlah penanaman

modal asing sebesar Rpl21,08 miliar

18 Penanaman Modal Pertumbuhan realisasi
Potensi investasi daerah belum
seluruhnya dikembangkan secara

inve stasi berfluktuasi optimal
Promosi investasi belum optimal

19
Kepemudaan dan Belun optimalnyakontribusipemudadalampembangunan

Belum optimalnya prestasi atlet
Belum optimainya pembinaan
terhadap atlet
Masih terbatasnya sarana dan
prasraana penunjang olahraga

01ahraga prestasi
Belum optimalnya pembinaan
kelompok wirausaha muda
Masih terbtasanya penyelenggaraan
event keolahragaan dan
kewhausahaan
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INo. Aspek Masalah Penvebab Masalah

20 Statistik Strukturisasi data Standardisasi metadata belum
belum optinal implementatif

21 Persandian

Ancanan interupsi,intersepsi,modifikasi,sertafabrikasidatadan

Belum optinalnya sistem keamanan
iriformasi dalampelaksanaanpelayananpublik siber dan perlindungan data.

22 Kebuday- Belum optimalnyapemajuankebudayaan

Belum optimalnya pelestarian
kebudayaan
Belum optimalnya pembinaan dan
pengembangan terhadap semi dan
budaya lokal
Masih terbatasnya sarana dan
prasarana pendukung pemajuan
kebudayaan
Masih terbatasnya kelompok seri
dan budaya yang aktif

23 Pelpustakaan
Belun optimainya

Budaya baca masyarakat masih
perlu ditingkatkan
Sarana dan prasarana penunjang
layanan perpustakaan masih

tingkat literasimasyarakat terbatas
Distribusi bahan bacaan masih
perlu ditingkatkan
Kompetensi pemustaka masih perlu
ditingkatkan

24 Kearsipan Belun optimalnyapengelolaankearsipan Digitalisasi arsip perlu ditingkatkan

•         .  .    iza]..I-*In.ifl;tmiHrl.r€-I

25 Kelautan danPerikaLnan Kontribusi sektorperikemanbelumOptimal
Produksi perikanan belum optimal

26 Pariwisata Kontribusi sektor Menurunnya jumlah kunjungan
wisata belum optimal wisatawan

27 Pertanian Belum optimainya Ptoduktivitas pertanian daerah
produktivitas pertanian c enderung fluktuatif

28 Perdagangan
Kontribusi sektorperdaganganbelumOptimal Belum optimalnya pengawasan

perdagangan daerah

29 Perindustrian Kontribusi sektorindustribelumoptimal
Belum optimalnya pengelolaan
sistem informasi industri
Menurunnya jumlah pelaku usaha
yang melakukan  sertifikasi
kompetensi

Pendukung Urusan I a , , ( a , , , I in , I € , I

30 Sekretariat Daerah
Belum optimalnyaimplementasireformasibirokrasiberdampak Akuntabilitas kinelja terus

meningkat tapi belum optimal

31 Sekretariat DPRD Dinamika politik yang Agenda DPRD yang belum terhalu
sangat fluktuatif smergi dengan aksekutif

¥5.'''..lEiEJJ±    ,            .. Pemerintahan

32 Perencanaan
Belum optimalnya

Adanya manc!atorty aspek-aspek
perencanaan secara vertikal dari

konsistensi dan pusat dan provinsi
Pembangunan smergitas perencanaan Belum optimalnya sinergi antar

daerah dokumen perencanaan daerah
|RPJPD, RPJMD, RKPD) dan juga
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111, Aspek Masalah Penyebab Masalah
dengan dokumen perencanaan
vertikal (RPJPN, RPJMN, RKP}
Re/ocusing anggaran percepatan
pencapaian dari level program
hingga sub kegiatan  dalam rangka
mendukung pembangunan Kota
BaHkpapan.

33 Keuangan Kemandirian keuangandaerahbelumoptimal
Potensi daerah belum dimanfaatkan
secara optimal
Tantangan UU HKPD

34
Kepegawaian,

Belum optimainyaimplementasisist.em
Kualifikasi dan kompetensi ASN

Pendidikan dan merit pada aparatur belum sesuai dengan standar yang
Pefatihan birokrasi KotaBalikpapan. berlaku

35 Penentian dan
Belum optimainyapenyelenggaraan

Belum optimalnya pemanfaatan
hasil penelitian dan pengembangan
sebagai produk kebijakan dan bahan
pengambilan kebijakanPengembangan penelitian danpengembangan daerah Belum optimalnya kapasitas tim
penelitian dan pengembangan
daerah

I, Pengawasan Urusa I   ,Ia,,(a,I,In,I:I,

36 Inspektorat Daerah

Tantangan dalanmelaksanakanpengawasanditengahdinamikakebijakanlokaldannasional
Tantangan memperkuat evaluasi
kinelja dan keuangan

I- F5Em , r= , ,

37 Kecamatan

Belum optimalnya peranaktifmasyarakatdilevelkecamatandankelurahandalanpartisipasipembangunan Peran aktif LPM, PKK, Karang Taruna
dan LKM di seluruh kelurahan dan
kecamatan di Kota Balilapapan masih
perlu dioptimalkan

iza I , I# , , , I in itm,I I , , ,

38 Kesatuan BangsadanPolitik Belum optimalnyapemetaanpotensikonflikhorizontal Belum sinkronnya data potensi
koulm
Belum semua omas terdata dan
memiliki badan hukum

2.6.2   Ism strategis Daerah

Isu  strategis Kota Balikpapan dirumuskan dengan memperhatikan

permasalahan  pembangunan  yang  dihadapi  dan  potensi  yang  dimiliki
Kota Balikpapan serta berbagai isu pada level intemasional, nasional, dan
regional.   0leh  karena  itu,  selain  menelaah  galnbaran  umum  kondisi
daerah  dan  identifikasi  permasalahan  pembangunan,    perumusan  isu
strategis juga perlu didahului dengan menelaah berbagal dokumen yang
memuat tentang berbagai isu strategis baik di level internasional, nasional
dan regional serta isu~isu kewilayahan dan pembangunan berkelanjutan
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2.6.2.1       Isu lntemasional

Rencana pembangunari jangka menengah perlu  diarahkan dengan
integrasi isu strategis intemasional atau global agar membentuk linearitas
interaksi   antara   perkembangan   masyarakat,   transformasi   ekonomi,

perubahan  lingkungan,  pergeseran  demografi,  dan  kemajuan  teknologi.
Integrasi  isu  strategis  intemasional  ini  memberikan  wawasan  jangka

panjang mengenai peluang dan  tantangan  baru yang akan  membentuk
kerangka     kehidupan      masyarakat     di     suatu      daerah.      Dengan
mempertimbangkan isu stategis intemasional ini, rencana pembangunan
akan  mendorong  inovasi  dalaln  mengembangkan  daya  saing  di  tengah-
tengah    lingkungan    global   yang   terus    berubah    untuk   memenuhi

perubahan   tuntutan   yang   diprediksi   hadir   di   nasa   depan.   Secara
mendetail,  tabel  dibawah  ini  ahan  menjelaskan  mengenai  sepuluh  isu
strategis intemasional yang diadopsi dari RPJPN 2025-2045.

Tabel 2. 59 Telaah Ism Strategis lnternaslonal RT.PN 2025-2045
I-im.#.at=Fit.--..I:LirFTi-

Deskripsi                     --'-I,::;`^;;;;i,I,i.I,.;:;-{  ,*\`,

Demografi Global
® Peningkatan pesat populasi dunia yang

mencapai 9,45 mihiar jiwa.
® Peningkatan pesat popufasi lansia

Perkembangan
Ancaman hilangnya hampir 40 persen

pekeljaan yang digantikan oleh teknologi
Teknologi Urgensi peningkatan kualitas tenaga kelja

yang belpendidikan dan terhtih

KonstelasiPerdagangan Global

® Perdagangan global bertumbuh secara
stabil di angha 3,4 persen per tahun

® Urgensi pemanfaatan peluang melalui
pembangunan ekonomi, penyebaran inovasi, hingga
kelja sama tingkat regional

Urbanisasi Dunia

® Proyeksi lonjakan populasi perkotaan
hingga 65 persen dari populasi global

Perkotaan akan menjadi pusat
perekonomian dan kehidupan

® Kontribusi perkotaan hingga 70 persen
dari PDB global

Luar Angkasa

Peluang inovasi teknologi luar angkasa
yang memberikan nilai tambah perekonomian

® Limbah luar angkasa yang mengancam
operasional satelit

Tata Kelola Keuangan
® Kemajuan teknologi keuangan dan

perubahan kebijakan fiskal
Global Potensi kerentanan infrastruktur

keuangan dan keamanan siber

Perubahan Iklim
® Peningkatan suhu global
® Kejadian cuaca ekstrim
® Bencana aha
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Isu  StrategisfltfH1,ttt{|(,),r€1
Deskripsi

Persaingan      SumberDayaAlam

® Meningkatnya komoditas penting ahibat
urbanisasi, industrialisasi, dan pertumbuhan
populasi di Asia.

® Potensi penipisan sumber daya, degradasi
lingkungan, dan konflik atas kelangkaan.

Pertumbuhan     KelasMenengah

® Pertumbuhan kelas menengah hingga 90
person dari seluruh popufasi global.

Fenomena generasi sczndu/I.ch, peran
ganda daJam memenuhi kebutuhan sebagai bentuk
ketergantungan.

Geopohitik               dan
Persaingan antar negara yang menegang
Muncuinya poros kekuatan bani

Geoekonomi ® Pengaruh si    .          pada investasi dan
perdagangan.

2.6.2.2       Isu Nasional RPJMN 2025-2029

Dokumen  RPJPN  tahun  2025-2045  dan  dokumen  RPJMN  tahun
2025-2029 telah merumuskan berbagai isu-isu strategis nasional. Isu-isu
strategis   tersebut   dibentuk   dari   dinamika   global   dan   respon   atas

persoalan  pembangunan  nasional  yang  mendesak.  Isu-isu  nasional  ini
penting untuk direspon  oleh daerah dan mulai diintegrasikan  ke da]am
dokumen  perencanaan  pembangunan jangka menengah  daerah.  Hal  ini
mengingat isu nasional yang membawa dampak bagi daerah dan kinelja

pembangunan nasional yang ikut ditentukan oleh kineH.a pembangunan
daerah.

Isu-isu jangka panjang nasional menentukan efetivitas pencapalan
transformasi  pembangunan  sebagai  agenda  besar  nasional  20  tahun
mendatang.  Jika  isu-isu  pembangunan  mampu  dikelola  dan  direspon
dengan  baik,  diharapkan  dapat  menjadi  lompatan  bagi  pembangunan
nasional dan daerah.  Isu-isu jangka panjang yang telah diidentifikasi di
dalam dokumen RPJPN, yaltu:



-211  -

Tabel 2. 60 Isu dan Tantangan Pembangunali Nasiond

EThET"-Ni.I.ani. Penjelasan

Produktivitas rendah Ganbar 6.1.  SDM jauh tertinggal terlebih pada
perempuan.

Gambar 6.2.  Produktivitas sektor ekonomi yang
rendah.

Gambar 6.3.  Kapasitas ilmu pengetahuan dan
teknologi serta inovasi yang tertinggal.

Gambar 6.4.  Sistem insentif, regulasi dan kepastian
hukum yang masih lemah.

IPTEKIN dan riset lemah ® Anggaran IPTEKIN hanya mencapai 0,28 persen
dari PDB.

® Kualitas dan kuantitas SDM peneliti belum
memadai.

® Ekosistem riset dan inovasi masih lemah.
Belum berkembangnya kesadaran ilmiah.

Deindustrialisasi dini danproduktivitassektor Pelemahan sektor manufaktur
Rendahnya produktivitas faktor-faktor produksi

pertanian yang masih ® Terbatasnya kemampuan adopsi teknologi serta
rendch pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Keterbatasan dukungan ekosisten industri di
luar Jawa.

® Teljadinya ekonomi biaya tinggi akibat biaya
logistik dan tingkat suku bunga.

® Lambatnya regenerasi petahi dan nelayan.
Kurangnya tingkat keterampilan petanj dan
nelayan.

® Terbatasnya adopsi te]mologi dan akses
keuangan.

® Belum adanya standar proses
® Lemahnya kelembagaan petani dan nelayan yang

berbadan hukum.
® Semakin berkurangnya daya dukung lahan

pertanian.
Pariwisata di bawahpotensinya Terbatasnya atraksi, aksesibilitas dan amenitas,

serta kapasitas pengelofa.
Pengelolaan pariwisata berkelanjutan cenderung
masin rendah.
Perubahan preferensi pasar dan disrupsi terkait
teknologi dan digitalisasi serta kebencanaan.
Kurangnya dukungan dan kebijakan yang
memadai untuk ekonomi kreatif.

® Transfomasi digital belum merata
Inovasi dan pengembangan produk ekonomi
kreatif masih rendah.

® Ekosistem untuk mendukung komersialisasi
belum terbentuk.
Akses ke pasar intemasional untuk ekonomi
kreatif masih terbatas.

Ekonomi laut belum ® Rendahnya pemanfaatan sumber daya laut
Belum berkembangnya pemanfaatan Sea Lines of
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Optimal Commurrication (SI,oC) dan Alur Irdut Kepulauan
Indonesia (AIKI).

® Belum optimalnya pengelolaan Wi]ayah
Pengelolaan Perikanan (WPP) dan pengembangan
budidaya perikanan.

® Belum berkembangnya diversifkasi industri dan
emerlgrng sector lain yang memanfaatkan sumber
daya dan kekayaan laut dalam menciptakan njlai
tambah ekonomi.
Terbatasnya riset dan pengembangan teknologi
kelautan.

® Rendahnyan penanganan sampan plastik
Masih tingginya kegiatan illegal, unreported, and
unregulated fishing (IUUF).

® Belum optimalnya tata kelola dan regufasi ruang
1aut.

Kontribusi UMKM dan Sebagian besar UMKM memiliki pekelja yang
koperasi kecil berkeahlian rendah dan banyak bergerak di

sektor bemilai tambah rendah.
® Rendahnya penggunaan teknologi, inovasi dan

mvestasi untuk pengembangan usaha.
Rendahnya kapasitas pengelolaan.

® Rendahnya partisipasi UMKM dalam rantai nilai
produksi.

® Rendahnya jumlah koperasi yang bergerak di
sektor riff.

Produktivitas tenaga keljarelatiftertinggal ® Rendahnya kualitas SDM dengan sebagian besar
tenaga kelja didominasi lulusan SMP ke bawah.
Ketidaksesuajan keahlfan (mismcLtch)

® Informasi pasar tenaga kelja belum optimal
® Pasar tenaga kelja belum mampu merespon

perubahan cepat jeris lapangan kelja,
kebutuhan keahlian, struktur penduduk dan
pola budaya kelja.

Infrastniktur dan literasidigitalrendah Kesiapan infrastruktur TIK masih rendah
® Pembangunan infrastruktur TIK menghadapi

kendala kesulitas geografis di beberapa daerah.
® Rendahnya adopsi teknologi, penerapan

teknologi untuk hal tidak produktif, konten lokal
yang belum memadai, dan daya beli rendah
terhadap perangkat telekomunikasi maupun
internet.
Kondisi ekosistem pendukung digitalisasi belum
memadal

® Produk digital Indonesia menghadapi
ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi
dan produk luar negeri.

Pembangunan belumberkelanjutan ® Penggunaan energi fosil yang masih tinggi
Akses energi yang belum merata dan berkualitas
di seluruh whyah
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Isu dan Tantangan
i Penjelasan

® Rendahnya penggunaan energi terbarukan
Rendahnya efisiensi energi
Pencemaran dan kerusakan lingkungan
Pemanfaatan SDA yang cenderung merusak
ekosistem
Sistem insentif dan disinsentif untuk ekonomi
hijau masih lemah

Integrasi domestik Pusat-pusat pertumbuhan lebih berkembang di
terbatas Fulau Jawa

® Biaya logistik tinggi karena infrastniktur
konektivitas belum memadi dan terintegrasi.

® Banyak regufasi yang menghalnbat
® Kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata,

terutama di luar Puhau Jawa.
Terbatasnya keterhubungan antara perkotaan
sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah
sekitamya.
Ketimpangan pembangunan masih tinggi di
kawasan maupun antar kawasan perkotaan dan
perdesaan.

® Kapasitas pengelolaan perkotaan masih terbatas
® Kualitas lingkungan perkotaan yang semakin

menurun
Tantangan tingkatkemiskinanmenuju nolpersenpadatahun2045 Persoalan kesehatan berupa meningkatnya

beban penyakit menular dan tidak menular,
temasuk masalah kesehatan penduduk usia
lanjut dan kesehatan jiwa karena transisi
demografi yang diiringi meningkatnya mobilitas
penduduk, urbanisasi, transisi epidemiologi dan
perilaku hidup tidak sehat.

® Persoalan pendidikan berupa salpras pendidikan
dan fasilitas pembehajaran yang belum memadai,
jum]ah guru profesional dengan kompetensi
tinggi masih terbatas dan belum terdistribusi ke
seluruh daerah dan satuan pendidikan,
pendidikan non-formal yang berkualitas belum
memadai, produktivitas dan daya saing
perguruan tinggi di tingkat global masih rendah,
kualifikasi pendidikan penduduk masih rendah
yang berdanpak pada keterserapan tenaga ken.a
pada pasar ketia.
Tantangan jaminan sosial berupa belum
meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan
kesehatan, rendahnya pemahanan masyarakat
terhadap manfaat jaminan sosial
ketenagakeljaan terutana untuk pekelja
informal, tingkat kepatuhan pembayaran iuran
rendah.
Tantangan bantuan sosial berupa pelaksanaan
bantuan sosial terfragmentasi dan belum
sepenuhnya terintegrasi dengan pemberdayaan
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ekonomi, bantuan sosial belum adaptif dan
manpu mendorong ketahanan terhadap bencana
alam dan non-alam serta perubahan iklim, dan
1ingkungan yang belum inklusif terhadap
kelompok rentan.

Tata kelola pemerintahan ® Regulasi yang berlebih dan kuahas regulasi yang
belun optimal rendah.

® Kelembagaan instansi publik masih dicirikan
dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak
efektif.

® Proses bisnis dan tata kelola urusan
pemerintahan masth terfragmentasi dan tidak
adaptif.

® Belum terimplementasinya manajemen talenta
secara merata di seluruh K/L/D

® ASN berada dalam posisi rentan terhadap
intervensi politik
Belum meratanya kualitas pelayanan publik

® Transformasi digital pemerintahan dihadapkan
oleh tantangan mendasar

Kepastian dan penegakanhukummasihlemah ® Pemulihan aset tindak pidana masih lemah
® Potensi pelanggaran IIAM masih tinggi
® Pengawasan institusi penegak hukum baik

intemal maupun ekstemal masih lemah
Budaya hukum masyarckat, penyelenggara
negara, dan profesi hukum masTh rendah.

Demokrasi belum optimal Permasa]ahan terkait integritas partai politik
® Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan

dan demokratisasi belum optimal.
Prinsip keterbukaan pemerintah belum
sepenuhnya terarusutamakan da)am
pelaksanaan pembangunan.

® Demokrasi terbatas pada hal prosedural seperti
teknis kepemiluan dan hubungan formal
kelembagaan.

Tantangan stabhitas ® Perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang pro-
pertunbuhan.
Meningkatnya isu geopolitik kawasan, temtama
di perbatasan

® Keamanan nasional menghadapi kompleksitas
ancaman dan gangguan.

Tantangan ketahanansosialbudaya ® Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan
ke dalam norma dan praktik kehidupan.
Karakter dan jati diri bangsa menghadapi
peningkatan ancaman negatif budaya global.
Kearifan lokal dan njlal budaya belum
dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan
masyarakat.

® Kebebasan beragama belum disertai kemampuan
fiterasi keagamaan yang inklusif, moderat dan
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berorientasi kemashahatan.
Penghormatan terhadap keragaman agama dan
kebudayaan masih lemah.

® Pemenuhan hak dan perlindungan anak,
pemuda, perempuan, penyandang disabmtas dan
lansia belum optinal.

Tantangan ketahananekologi Tingginya haju kehilangan dan `rendahnya
pemanfaatan keanekaregaman hayati yang
berkelanjutan.

® Kurang efektifnya mitigasi bencana, sistem
peringatan dini dan penanganan pasca bencana.

® Pengendalian kerusakan lingkungan hidup
belum optinal.

® Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan
pasokan pangan, energi dan air di berbagai
wflayah.

Kesenjangan Jawa danLuarJawa ® Masih kurangnya ketersediaan SDM berkualitas
dan penyebarannya belum merata.
Belum memadainya ketersediaan infrastruktur di
wilayah-wilayah yang tertinggal khususnya di
bagian tinur Indonesia.

® Masih terbatasnya anggaran pemerintah daerah
dan belum optimalnya pemanfaatan anggaran.

Sumber: RRJPN Ta:ham 2025-2045, diolah

Isu-isu  jangka  panjang  nasional  tersebut  menunjukkan  bahwa

pembangunan nasional dan daerah masih menghadapi berbagai persoalan
dan   tantangan   untuk   mewujudkan   transformasi   dan   mencapai  visi
Indonesia   Emas   2045.   Persoalan   membentang   dari   aspek   ekonomi,
kualitas SDM hingga persoalan fondasi berupa tata kelola pemerintahan
dan  pembangunan  hukum.  Terdapat  pula  isu  besar  yang  telah  lama
menjadi  perhatian  tetapi  masih  menjadi  persoalan,  yaitu  pembangunan
belum berkelanjutan dan kesenjangan Jawa dan Luar Jawa.

Sedikit  berbeda dengan  isu jangka panjang yang mengidentifikasi
berbagai  persoalan  pembangunan  mendesak  dan  mempengaruhi  masa
depan Indonesia, identifikasi isu jangka menengah memberikan rumusan
tantangan sekaligus peluang.  Isu jangka menengah yang dirumuskan di
dalam dokumen Rantek RPJMN tahun 2025-2029 sebagai berikut:

•       Dampak hilirisasi mulai terlihat positif bagi perekonomian Indonesia:

hilirisasi perlu dilanjutkan untuk nilai tambah yang lebih besar;
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•       clgr.rig papztzczfron negara maju: usia produktif negara maju menurun,

dan   potensi   Indonesia  untuk  mendorong  penyediaan  pariwisata
kesehatan untuk lansia.

•      tantangan  transisi  energi,  tetapi  ada  peluang  untuk  pemerataan:

perlu  7icztio7ic{Z g77.c{ yang mampu mendistribusikan pasckan listrik ke
luar  pulau,  perlunya  pembangunan  PLT  EBT  di  luar  Pulau  Jawa
untuk mendorong pemerataan ;

•       penerapan  standar  sztsfai.nczbz.Zz.ty yang tinggi di  level global:  produk

Indonesia harus berorientasi ralnah lin8kungan agar tetap bersaing
di pasar global;

•      sinkronisasi  kebijakan  makro  dan  sektoral:  sinkronisasi kebijakan

perlu didorong dengan memperhatikan kepentingan nasional.

Peluang yang diidentifikasi dari isu strategis jangka menengah yaitu
hilirisasi  yang  telah   memberikan   darnpak  positif  bagi  nilai  tambah

perekonomian,  pemerataan  transisi  energi  di  luar Jawa,  serta  peluang
untuk  menyediakan  pariwisata  kesehatan  bagi  lansia  dengan  adanya
czging  papztzed.on  di  negara  maju.   Meskipun  demikian,  juga  terdapat
tantangan yang  perlu  direspon  secara  tepat  berupa  tantangan  transisi
energi,   penerapan   standar   susfcz7.7tczbz.Z!ty   yang   tinggi   di   level   global

sehingga  produk  Indonesia  harus  ramah  lingkungan,  dan  aspek  tata
kelola pemerintahan yang masih menjadi tantangan berupa sinkronisasi
kebijakan makro dan sektoral.

2.6.2.3      Isu strategis F[ovinsi Kalimantan Tinur

Berdasarkan   analisis   terhadap   potensi   daerah,   permasalahan
daerah,  isu  global,  isu  nasional,  isu  regional,  serta KLHS,  dihasilkan  9

(sembilan) isu strategis pembangunan daerah Kalimantan 'Itmur sebagai
berikut:

a.   Peningkatan Knalitas dan Daya Saing SDM

Isu  strategis dalam peningkatan  kualitas  dan  da.ya saing sumber
daya manusia (SDM) di Kalimantan Timur terletak pada perlunya integrasi
rencana  pembangunan  SDM  sebagai  bagian  dari  strategi  transformasi
ekonomi.   Kualitas  SDM  menjadi  kunci  dalam  menghadapi  tantangan

global dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan
berkelanjutan.  Akses  merata  terhadap  layanan  dasar  pendidikan  dan
kesehatan yang berkualitas menjadi salah  satu  kunci untuk mengatasi
kesenjangaii kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Peningkatan
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kualitas dan daya saing SDM juga berkaitan dengan adaptasi terhadap

perkembangan  teknologi  dan  perubahan  kebutuhan pasar kelja.  Masih
minimnya  keselarasan  antara  keahlian  dan  kompetensi  SDM  sesuai
dengan pengembangan sektor ekonomi nasa depan akan memperbesar
potensi ketidaksiapan tenaga kelja dalam men8hadapi perubahan pasar
kelja.

Perubahan   strulrfur   ekonomi   dalam   proses   diversifikasi   dan
transformasi    ekonomi   juga    berpotensi    menurunkan    kesejahteraan
masyarakat  terdampak,  misalnya  hilangnya  pekeljaan  dan  usaha yang
berasal  dari  sektor  pertainbangan  dan  penggalian.   Masyarakat  yang
kehilangan    pekeljaan    dan    usaha    memerlukan    dukungan    untuk
mendapatkan  pekeljaan  atau  usaha baru.  Isu  ini memerlukan  mitigasi
komprehensif melalui kolaborasi antara pemerintah,  sektor swasta,  dan
lembaga pendidikan  dalam penyusunan program pelatihan yang sesuai
kebutuhan  dunia usaha di berbagai tingkat serta penyediaan  data dan
analisis untuk merumuskan  kebijakan peningkatan kualitas SDM yang
tepat sasaran.  Melalui pendekatan yang terintegrasi,  Kalimantan Timur
dapat menciptakan SDM unggul yang siap bersaing secara lokal maupun

global,  serta berkontribusi optimal terhadap pembangunan ekonomi dan
sosial.

b.   Pengentasan KemisHnan dan Kesenjangan

Isu strategis pengentasan kemiskinan dan kesenjangan merupakan
salah   satu  yang  perlu   mendapat  perhatian   utama.   Ketergantungan
ekonomi   pada   sektor   industri   ekstraktif   cenderung   menghasilkan

pertumbuhan ekonomi tanpa pemerataan kesejahteraan sehingga belum
semua masyarakat di Kalimantan Timur dapat menikmati manfaat dari
pertumbuhan  tersebut.  Selain  itu,  akses  masyarakat  terhadap  layanan
dasar  seperti   pendidikan,   kesehatan,   dan  infrastruktur  yang  belum
merata   memperburuk   kondisi   sosial-ekonomi,   terutama   di   daerah

pedalaman dan perbatasan. Kondisi ini menyebabkan kesenjangan dalam
akses  terhadap  pendidikan,  kesehatan,   serta  peluang  ekonomi,  yang
semakin   memperlebar   jurang   kesejahteraan.   Bertambahnya   jumlah

penduduk  yang  di  iringi  dengan  semahin  tingginya  kebutuhan  hidup
masyarakat serta semaldn terbatasnya ketersediaan sumber daya alam,
mengakibatkan   tantangan   terhadap   perlindungan   sosial   masyarakat
untuk pengurangan kemishinan menjadi semakin besar.
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01eh  karena  itu,   diperlukan  strategi  pembangunan  yang  lebih
inklusif   dan    menyeluruh    serta   komitmen   berbagai   pihak    dalam
mempercepat pengentasan  kemis]dnan  dan  mengurangi kesenjangan  di
Kalimantan  Timur.  Perlindungan  sosial  adaptif perlu  dirancang  untuk
mempercepat pemberantasan kemiskinan dalam kerangka pertumbuhan
ekonomi yang  berkeadilan  seperti  program  keluarga  harapan,  bantuan

pangan,  bantuan  sosial,  program j.aminan  kesehatan,  program jaminan
ketenagakeljaan, dan lain-lain. Hal tersebut juga perlu didukung dengan

peningkatan akses infrastruktur dasar, pengendalian inflasi, penin8katan
kualitas  SDM  masyarakat miskin  untuk memperoleh  kesempatan  kerf a
bagi,   serta  penguatan   sektor  ekonomi  berbasis  masyarakat.   Melalui

pendekatan   yang   lebih   inklusif   dan   berkeadilan,   pembangunan   di
Kalimantan  Timur  dapat  meningkatkan  kesejahteraan  masyarakat  dan
antarwilayah secara merata.

c.   Transformasi Ekonomi Berbasis lndustrialisasi yang Inlrfusif

Isu   strategis  yang  perlu   mendapa.tkan  perhatian   serius  dalam

pembangunan Kalimantan Timur adalah transfomiasi ekonomi berbasis
industrialisasi yang inklusif.  Ketergantungan ekonomi Kalimantan Timur
terhadap  sumberdaya tidak terbarukan masih  tinggi dimana kontribusi
sektor pertambangan dan penggaliari terhadap PDRB  Kalimantan Timur

pada periode Tahun 2013-2024 selalu mendominasi pada kisaran 40-57
persen.    Keberlanjutan    dan    resiliensi    ekonomi    Kalimantan    Timur
ditentukan oleh percepatan diversifikasi dan transformasi ekonomi daerah
terutama untuk mengatasi dalnpak kebijakan transisi energi yang telah
disepakati secara intemasional. Transformasi ekonomi yang lambat dapat
menghambat kemampuan daerah untuk beradaptasi terhadap perubahan
ekonomi   global,   serta   dapat   mempengaruhi   tingkat  inklusifitas   dan
keberlanjutan   pembangunan.   Selain   itu,   kesenjangan   sosial-ekonomi
antar kelompok masyarakat dapat ten.adi akibat lambatnya transformasi
ekononri.

Fak±or-faktor yang menyebabkan lambatnya transformasi ekonomi
di  Kalimantan  Timur  antara  lain   adalah  karena  belum  optimalnya
diversifikasi  ekonomi  balk  secara  horisontal  maupun  vertikal,  masih
rendahnya investasi pada sektor non migas dan batubara,  serta belum
berfungsi      optimalnya      kawasan-kawasan      industri.      Pelaksanaan
transformasi   ekonomi   diyakini   akan   membangun   resiliensi   ekonomi
daerah  untuk  men8hadapi  tantangan  ekstemal,  seperti  krisis  ekonomi
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global dan/atau bencana, serta meningkathan inklusifitas pembangunan.
Peran Kalimantan Timur ke depan sebagai Sztperhab Ekonomi dan Mitra
IKN  diya]ini  akan  mengakselerasi  upaya  transformasi  ekonomi  daerah
menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.

d.  Pemerataan pembangrnan wilayah

lsu  strategis yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan
Provinsi  Kalimantan  Timur  adalah  pemerataan  pembangunan  wilayah.
Kesenjangan antar wilayah di Kalimantan Timur masih cukup tinggi yakni
mencakup   disparitas   ekonomi,    infrastruktur,    dan   akses   terhadap

pelayanan publik di berbagai wilayah  Kalimantan Timur,  khususnya di
wilayah   pedalalnan   dan   perbatasan.   Fenomena   ini   memperlihatkan
ketidaksetaraan  dalam  distribusi  manfaat  pembangunan  yang  dapat
memberikan  dampak  negatif terhadap  kesejahteraan  masyarakat.  01eh
karena itu, upaya untuk pemerataan antarwilayah menjadi esensial agar

pembangunan dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Kesenjangan  yang  tinggi   akan  menyebabkan   sebagian  wilayah
menjadi    semakin    tertinggal     dan    kesuHtan     mengakses    peluang

pembangunan.  Pemerataan  pembangunan  wilayah  secara  terfokus  dari
proporsional  sangat  dibutuhkan  agar  inklusifitas  pembangunan  dapat
terwujud.  Pemerataan  distribusi  investasi,  pembangunan  infrastruktur,
dan pelayanan publik perlu menjadi agenda utama pembangunan wilayah
di Kalimantan Timur. Belum optimalnya kebijakan pembangunan wilayah

yang  didasarkan  pada  analisa  karakteristik,  potensi,  serta  keunggulan
komparatif dan kompetitif suatu wilayah men].adi salah satu hal strategis

yang perlu segera diantisipasi, terlebih dengan hadimya IKN sebagai salah
satu pusa.t pertumbuhan ekonomi baru NKRI.

e.   Infrastrulrfur Dasar dan Infrastnilrfur Penunjang Ehonomi

lsu   stlutegis   yang  juga   masih   memerlukan   perhatian   dalam

pembangunan   Kalimantan   Timur   adalah   infrastruktur   dasar   dan
infrastruktur penunjang ekonomi. Infrastruk±ur yang belum merata dapat
menciptakan   kesenjangan   antarwilayah,   menghambat   pertumbuhan
ekonomi, dan mempengaruhi akses masyarakat terhadap layanan dasar.
Selain  itu,  tidak  terintegrasinya  sistem  konektivitas  dapat  mengurangi
efisiensi dalam pergerakan orang dan barang,  membatasi pertumbuhan
ekonomi, dan memperlambat pengembangan wilayah.
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Wilayah-wilayah yang masih tertinggal di  Kalimantan Tilnur pada
umumnya    masih    menghadapi    masalah    dalam    hal    pemenuhan
infrastruktur  dasar.  Hal  ini  perlu  segera  diantisipasi  agar  masyarakat
yang tinggal pada wilayah-wflayah tersebut mendapatkan hak kehidupali
yang  layak,  untuk  selanjutnya  masyarakat  tersebut  mampu  menjadi
penopang pembangunan  daerahnya.  Di  sisi lain,  persoalan konektivitas
antar-wilayah juga muncul karena belum optimalnya sistem transportasi

publik yang terintegrasi, balk transportasi darat, sungal, laut dan udara
yang menjangkau seluruh wilayah. Selain itu, pembangunan infrastruktur
teknologi informasi di era digitalisasi masa kini I.uga dibutuhkan untuk
meningkatkan konektivitas digital di seluruh wilayah. Akses internet yang
cepat   dan   ten.angkau   akan   mengakselerasi   pertukaran   informasi,
memfasilitasi  bisnis,   serta  meningkatkan  akses  masyarakat  terhadap

perkembangan inforlnasi dan kemudahan layanan publik.
f.   Prfuang Pembangqnan Szzper7inb Ekonomi dan Mitra IKN

Isu strategis paling aktual dalam pembangunan Kalilnantan Timur
kedepan adalah peluang dari pembangunan Sztperhab Ekonomi dan Mitra
IKN sebagaimana telah dijabarkan  dalaln  Pera.turan  Presiden  Nomor 63
Tahun   2023   tentang   Rincian   Rencana   Induk   Ibukota   Nusantara.
Keberhasilan daerah untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang

yang  dihadirkan  oleh  IKN  menjadi  langkah  penting  untuk  mendorong
pertumbuhan  ekonomi  wilayah.  Pembangunan  Sztper7ittb  Ekonomi  IKN
memiliki   konsep   pengembangan   kawasan-kawasan   industri   dengan

pendekatan  aglomerasi  serta  pengembangan  konsep  tr{rdty Balikpapan-
Samarinda-IKN  yang  didukung  rantai  pasok  dari  daerah-daerah  Mitra
IKN.  Kedepannya,  Sztperhab  Ekonomi  IKN  diproyeksikan  dapat menjadi
katalisator untuk menciptakan lapangan kelja,  meningkatkan investasi,
dan   menggerakkan   sektor-sek±or  ekonomi  yang   strategis   di  Provinsi
Kalimantan Timur.

Sinergi   dan   kolaborasi   antara   pemerintah   pusat,   pemerintah
daerah,     dan     sektor     swasta     sangat     diperlukan     untuk    dapat
mengoptimalkan    perolehan    manfaat    dari    pembangunan    fltper7mb
Ekonomi  dan  Mitra  IKN,  sekaligus  meminimalisir  risiho  dan  dampak
negatif  yang  mungkin  muncul.   Salah   satu   hal  penting  yang  perlu
diperhatikan adalah aspek penin8katan kapasitas SDM sesuai kualifikasi

pasar industri. Hal ini akan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam
kegiatan  industri-industri  yang  dikembangkan  sesuai  klaster  Sztperfewb
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Ekonomi IKN, yang pada alchimya dapat memberikan dampak positif yang
lebih   luas  terhadap   pemberdayaan  ekonomi  masyarakat.   Selain  itu,
tantangan  yang  perlu  diantisipasi  sebagai  dampak  dari  Pembangunan
SLtperhab  Ekonomi  dan  Mitra  IKN  adalah  pemerataan  pembangunan
antar-wilayah dan keberlanjutan lingkungan. Kedua hal ini harus dapat
dikendalikan agar pembangunan daerah dapat beljalan secara beriringan
dan berkelanjutan.

9.   Hnalitas Linginpgan Hidnp dan Penurunan Emisi GRK

Isu strategis yang wajib diperhatikan dalam pembangunan Provinsi
Kalimantan  Timur  adalah  kualitas  lin9kungan  hidup  dan  penurunan
emisi gas rumah kaca (GRK). Sebagai daerah yang ekonominya digerakan
oleh    sektor    ekonomi    berbasis    lahan,    resiko    penurunan   kualitas
lingkungan  hidup  akan  terus  meningkat  seiring  dengan  bertambahnya
a]ctivitas  ekonomi  masyarakat.   Sebagai  bagian  dari  paru-paru  dunia,
upaya   penurunan   emisi   gas   rumah   kaca   menjadi   prioritas   dalam
menghadapi dampak perubahan iklim global dan pencegahan kerusakan
lingkungan.  Upaya  tersebut  perlu  difokuskan  pada  kegiatan-kegiatan
ekonomi yang belpotensi menjadi sumber utama emisi GRK Kalimantan
Timur hingga tahun 2045 yaitu penggunaan energi fosil, alih fungsi lahan,
dan kegiatan produksi yang berisiko menin8katkan emisi GRK.  Transisi
menuju energi bersih,  perlindungan lahan berhutan dan lahan gambut,
dan    penerapan    perkebunan    dan    produksi    pangan    berkelanjutan
merupakan langkah kunci mencapai 7te€ zero emissz.orzs yang ditargetkan
terwujud pada tahun 2060 atau lebih cepat.

Dinamika pembangunan  daerah  akan  sangat mempengaruhi pola
tekanan   terhadap   lingkungan   hidup.   Kehadiran   IKN   diyakini   akari
menarik jumlah penduduk yang cukup besar ke Kalimantan Timur yang

juga  akan meningkatkan  resiko  penurunan  kualitas  lingkungan  hidup.
Selain    itu,    konsepsi    transformasi    ekonomi    yang    berfokus    pada

pengembangan  kawasan-  kawasan  industri juga  perlu  diiringi  dengan
kesiapan pengelolaan limbah industri untuk mencegah  masifnya polusi
udara,  kerusakan ekosistem,  serta penurunan  kualitas air.  Lingkungan
yang sehat  dan  berkelanjutan  menjadi falctor kunci dalam  mendukung
kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.  Pemerintah perlu
memastikan     bahwa    kebijakan-kebijakan    yang    diterapkan     dapat
memberikan manfaat yang seimbang bagi perekonomian masyarakat dan
lingkungan  hidup.  Isu  mengenai  kualitas  lingkungan  hidup  dan  emisi
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GRK  tidak  hanya  berfokus  pada  pelestarian  alam  saja,  namun  juga
mempertimbangkan    kebutuhan    dan    keseimbangan    pembangunan
wilayah.

h.  Kemandirian pangan

Isu strategis yang lmisial perlu diperhatikan dalam pembangunan
Kalimantan  Timur adalah  terkait dengan  kemandirian  pangan.  Sebagai
daerah  yang  terdampak  langsung  dari  pembangunan  IKN,  kebutuhan

pangan di Kalimantan Timur akan meningkat secara signifikan. Padahal
saat   ini   Kalimantan   Tinur   masih   men8hadapi   tantangan   berupa
keterbatasan lahan pertanian produktif yang menyebabkan keterbatasan

produksi pangan secara mandiri. Hal ini menyebabkan Kalimantan Timur
memiliki ketergantungan impor bahan pangan dari daerah lain. Selain itu,

permasalahan  terkait kemandirian  pangan yang dihadapi  adalah  akses
distribusi pangan yang belum memadal karena kondisi geografis yang luas
dan   infrastruk±ur  pendukung  pertanian  yang  belum   merata,   masih
kurangnya  jumlah  petani  muda  terampil  yang  mampu   menerapkan
konsep  pertanian  modem,  perubahan  iklim  yang  mempengaruhi  pola
curah  hujan  dan  kondisi  tanah  yang  berdampak  pada  produktivitas

pertanian,  serta  distribusi,  integrasi  dan  pengelolaan  sumberdaya  air
untuk  irigasi  yang  masih  perlu  diperbalki.  Keseluruhan  isu  tersebut
memerlukan  pendekatan  strategis  yang  terintegrasi  dan  komprehensif,
agar Kalimantan Timur dapat memperkuat sektor pangan, hortikultura,

petemakan, dan perikanan untuk menciptakan kemandirian pangan yang
berkelanjutan

i.   Tata Kdoh pemerfutahaD yang Balk

Isu strategis yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan
Kalimantan Timur adalah tata kelola pemerintahan yang profesional dan
akuntabel.  Tata  kelola  pemerintahan  yang  baik  memiliki  peran  ]misial
dalam   menciptakan   lingkungan   yang   kondusif   untuk   mendorong

pertumbuhan    ekonomi,    pembangunan   wilayah,    serta    peningkatan
kesejahteraan   masyarakat.   Pengembangan   tata   pemerintahan   yang

profesional melibatkan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM di sektor
pemerintahan.    Hingga   saat   ini,   masih   terdapat   disparitas   dalaln
kemampuan  teknis,  manajerial,  dan  penggunaan  teknologi  di  berbagai
instansi pemerintahan yang men9hambat efektivitas pelaksanaan program
dan kebijakan strategis. Pemerintahan harus membangun SDM Aparatur
Sipil  Negara  (ASN)  yang  pekeH.a  keras,   dinalnis,   czg€Ze,   terampil,   dan
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menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IFTEK) agar mampu bersaing
dan menjawab tantangan pembangunan di masa depan.

Selain  itu,  transparansi  dan  akuntabilitas  juga  masih  menjadi
tantangan,  khususnya  dalam hal  pengelolaan  anggaran  dan  pelayanan

publik.   Tingginya  harapan   masyarakat  terhadap   pemerintahan  yang
bersih  dan  bebas  korupsi  memerlukan  penguatan  sistem  pengawasan
intemal,   penerapan   e-got/er7za7ice  secara  menyeluruh,   serta  integrasi
sistem   informasi   di   seluruh   perangkat   daerah.   Pemberdayaan   dan

pelibatan  masyarakat  dalam  perencanaan,  pelaksanaan,  serta  evaluasi
kebijakan  publik juga penting untuk menciptakan  hubungan  harmonis
antara pemedntah dan masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan
yang  disusun  telah  sesual  dengan  kebutuhan  serta  aspirasi  publik.
Melalui konsep pembangunan yang terukur, monitoring yang intensif, dan
evaluasi    berkelanjutan,     Kalimantan    Timur    dapat    meningkatkan
kepercayaan publik sekaligus mewujudkan pemerintahan yang responsif,
inovatif, dan berda.ya saing global.

2.6.2.4      Isu strategis.apgka panjang Kota Balikpapan

Penelaahan  terhadap  isu  strategis jangka  panjang yang  tertuang
dalam dokumen RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045 menjadi salah
satu  bagian  penting  dalam  perumusan  isu  strategis jangka  menengah
Kota Balikyapan Tahun 2025-2029.  Upaya ini dilakukan guna menjaga
keselarasan  antara kebijakan jangka panjang dengan  kebijakan jangka
menengah di Kota Balikyapan. Isu strategis pembangunan jangka panjang
Kota Balikpapan disusun berdasarkan hasil telaahan terhadap isu global,
isu  nasional,  isu  kewilayahan,  isu  regional,  basil  evaluasi RPJPD,  FGD

yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan observasi lapangan,
serta penelaahari KLHS  RPJPD.  Berikut merupakan isu strategis jan8ka

panjang Kota Bali]apapan periode 2025-2045.

a.   Pembangunan Ekonomi Inlrfusif Berkelanjutan

Persoalan tenaga ken.a masih menjadi tugas yang cukup berat bagi
Pemerintah   Kota  Balikyapan.   Angka  pengangguran   Kota  Balikpapan
tergolong  tinggi,  balk  dibandingkan  dengan  nasional  maupun  Provinsi
Kalimantan Timur yang mencapai 6,09  persen pada tahun 2023.  Selain

persoalan  pengangguran,  ketinpangan  pendapatan  yang  digambarkan
oleh rasio gini di Kota Balikpapan juga menunjukkan tren yang semaldn
naik  mencapai  0,323  pada  tahun  2023.  Tingginya  pengangguran  dan
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naiknya   ketimpangan   mengindikasikan   pembangunan   ekonomi  yang
selama   ini   dilakukan   belum   sepenuhnya   mampu   mengikutsertakan
seluruh  kelompok  masyarakat.   Kondisi  ini  disebabkan  oleh  struktur

perekonomian  daerah  yang  didominasi  oleh  sektor  industri  pengolahan
dengan  rata-rata  kontribusi  mencapai  49,21   persen  per  tahun  pada

periode  2010-2023.  Industri pengolahan  di  Kota Bali]apapan  digerakkan
oleh sejumlah industri besar dengan karakteristik industri padat modal
dengan penerapan telmologi tinggi sehingga tenaga kelja yang dibutuhkan
cenderung  lebih  sedikit  dengan  kompetensi  yang  tinggi  dibandin8kan
dengan industri padat karya. Hal tersebut mengindikasikan pembangunan
ekonomi  yang   dilakukan   di   Kota  Balikpapan   masih   berfokus   pada

pertumbuhan  yang  tinggi  tetapi  belum  dapat  menjamin  ketersediaan
akses lapangan kelja bagi seluruh lapisan masyarakat dan manfaatnya
baru dirasakan oleh sebagian kelompok masyarakat saja.

Keberadaan Kota Balikyapan sebagal salah satu daerah penyangga
IKN    juga    menjadi    salah    satu    urgensi    pentingnya    menerapkan

pembangunan berkelanjutan. Kehadiran IKN dapat memengaruhi aktivitas
perekonomian  masyarakat  di  Kota  Bafikpapan  karena  adanya  potensi
penambahan jumlah penduduk dan wisatawan yang dapat memengamhi
permintaan komoditas barang dan jasa yang harus disediakan oleh Kota
Bali]apapan.   Naiknya  permintaan  barang  dan  jasa  dapat  mendorong
kenaikan produksi. Apabila aktivitasnya tidak dikendalikan secara tepat,
dapat memberikan ekstemalitas negatif, bajk terhadap kehidupan sosial
maupun kualitas lingkungan.

Pembangunan   ekonomi   Kota   Balikyapari   ke   depannya   pet.1u
diarahkan  pada  pembangunan  yang  inklusif dan  berkelanjutan  untuk
menjamin  telpenuhinya  kebutuhan  hidup  masyarahat  saat  ini  dan
generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi inklusif menekankan
pada   upaya   mengentaskan   kemiskinan   dan   ketimpangan   melalui
perluasan   akses   dan   kesempatan   bagi   seluruh   lapisan   masyarakat
sedangkan   pembangunan   ekonomi   berkelanjutan   menekankan   pada
upaya pelestarian lingkungan dan ekosistem. Secara lebih spesifk, konsep

pembangunan  ekonomi  berkelanjutan  saat  ini  dikemban8han  melalui
penerapan ekonomi hijau, ekonomi biru, dan ekonomi sirkular. Ekonomi
hijau menekankan pada pembangunan ekonomi yang mempertimbangkan
aspek sosial dan lingkungan, sedangkan ekonomi bin menekankan pada
optimalisasi potensi ekonomi di kawasan pesisir atan potensi sumber daya
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1aut,  dan  ekonomi  sirkular  menekankan  pada  penerapan  siklus  hidup

produk,  bahan  baku,  dan  sumber  daya yang  dapat  digunakan  selama
mun8kin.  Ketiga pendekatan tersebut memiliki tujuan yang sama yaitu
untuk   menjamin   keseimbangan   antara   aspek   ekonomi,   sosial,   dan
lingkungan.

b.   Pengqutan SDM Berdaya Satng dan Perlindungan Sosial

Salah   satu   indikator   yang   digunakan   untuk   melihat   kinelja
pembangunan  manusia  di  suatu  daerah  adalah  lndeks  Pembangunan
Manusia (IPM) . IPM Kota Balikpapan sudah relatif berada pada posisi yang
balk.  Namun  demikian,  meskipun  capaian  IPM  Kota Bafikpapan  cukup
tinggi,   masih  terdapat  kendala  pada  pembangunan  pendidikan  dan
kesehatan. Pada aspek pendidikan, capaian rata-rata lama sekolah (RLS)
Kota Balikpapan sebesar 10,92 atau setara kelas 1 SMA. Capalan tersebut
belum memenuhi wajib belajar yang ditetapkan pemerintah pusat yakni
12   tahun  atau   setara  kelas  3   SMA.   Selain  itu,   dilihat  dari  Angka
Partisipasi Kasar (APK)  dan Angka Partisipasi Mumi (APM)  pada jen].ang

pendidikan menengah pertama dan atas menunjukkan tren fluk±uatif dan
belum  mencapal   100°/o.   Hal  tersebut  mengindikasikan  bahwa  beluln
semua penduduk di Kota Balikpapan mengenyam pendidikan menengah
dan alas.

Pada   aspek   kesehatan,   capalan   An8ka   Harapan   Hidup   (AHH)
menunjukan tren yang meningkat,  dan secara konsisten berada di atas
rata-rata   Provinsi   Kalimantan  Timur.   Pada  tahun   2023,   AHH   Kota
Balikpapan   75,64   dan   Provinsi   Kalimantan   Timur   74,72.   Meshipun
adanya  peningkatan  pada capaian  AHH,  upaya  peningkatan  pelayanan
kesehatan  masih  perlu  dioptimalkan.  Hal  tersebut  dapat  dilihat  dari
beberapa capaian berikut:  angka kematian ibu yakni 39,59 per  100.000
kelahiran hidup (2022), prevalensi stunting  19,6 persen (2022), cakupan

pengobatan  TBC   69   persen   (2022),   prevalensi  kusta   0,2   per   1.000
penduduk (2022), jumlah kasus HIV 338 (2022), (sumber: profil kesehatan
Kota Bali]apapan tahun 2022).  Sedan9kan cakupan kepesertaan jaminan
kesehatan  Kota  Balikpapan  tahun  2022  sudah   loo  persen.  Capalan
tersebut  perlu  dipertahanhan  untuk  memastikan  seluruh  masyarakat
Kota Balikpapan tercover dalaln pelayarian kesehatan yang memadai.

Secara   umum,   upaya  perlindungan   sosial  di   Kota  Balilapapan
diwujudkan  melalui  prograln  penurunan  kemishinan  dan  perlindungan
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terhadap kelompok rentan. Upaya perlindungan sosial selama ini masih
terkendala    pada    beberapa    hal    antara    lain    terbatasnya    tenaga
kesejahteraan   sosial   (TKSK,    Pekelja   Sosial,    dan   lain-lain),   belum
tersedianya  tempat  rehabilitasi  sosial  yang  representatif  untuk  proses

pemulihan individu/keluarga/kelompok yang mengalami disfungsi sosial,
dan belum optimalnya keljasama lintas sektor dalam upaya pengelolaan

perlindungan  sosial  (pemerintah,  swasta,  dan  masyarakat).  Selain  itu,
cakupan program perlindungan sosial lebih banyak bantuari sosial yang
bersifat  karikatif  daripada  bersifat  pemberdayaan  dan  jaminan  sosial

(asuransi sosial) .

c.   Reformasi Birohasi Berdanpak dan Tata Kelola Kolchoratif

Perwujudan good governance sebagai tujuan utama darn reformasi
birokrasi  memerlukan  penguatan  dalam  sistem  dan  tatanan  birokrasi

yang   lebih   berdampak.    Penguatan   ini   lebih   menekankan   kepada
akuntabilitas   sosial  dan   tidak  hanya  akuntabilitas  kiney.a.   Capalan
bidang  tata  kelola  pemerintahan  Kota  Bali]apapan  hingga  tahun  2022
relatif meningkat. Adapun capaian Indeks Reformasi Birokrasi mencapai
68,91;  Indeks Profesionalisme ASN mencapai 93,07;  Nilai AKIP mencapai

69,5 atau predikat a; dan Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 85,24.
Secara   keseluruhan,   capaian   indikator-indikator   ini   menggambarkan
akuntabilitas kineria yang telah teapenuhi.

Terlepas dari ca.paian sektoral yang balk, kinelja bidang tata kelola
Kota   Balilapapan   belum   memberikan   dampak   yang   signifikan   bagi
kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada capalan lndeks Gini
Kota Bali]apapan yang masih terus menin8kat. Upaya reformasi birohaasi
Kota  Balikpapan  belum  cukup  optimal  untuk  menyelesaikan  masalah
ketimpangan   pendapatan   yang   semaldn   melebar.   Meskipun   tingkat
kepuasan masyarakat Kota Balikpapan cukup tinggi, isu pengangguran di
tengah dinamika ekonomi dan kemiskinan juga menjadi masalah periodik

yang selalu  dihadapi oleh pemerintah.  Penyandingan kondisi-kondisi ini
mengindikasikan  bahwa  pelayanan  pemerintah  Kota  Balilapapan  perlu
diarahkan,  tidak lagi  pada pemenuhan  target internal  saja,  tetapi juga

pada    efektivitas    implementasi    kehijakan    yang    bertumpu     pada
luaran/outcome.

Tata  kelola  kolaboratif juga  turut  menjadi  tantangan  yang  perlu
diperhatikan dalam jangha panjang.  Upaya kolaborasi pemerintah perlu
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dipertegas  mengingat  banyaknya  peman8lm  kepentingan/stakeholders

yang terlibat dalaln mengejar nisi pembangunan Kota Balikpapan. Salah
satu  misi yang  mendapatkan  atensi  cukup  tinggi  adalah  pengusungan
Kota Balikpapan sebagai superhub atau mitra IKN. Keljasama dan sinergi
antar pihak tel.kait sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan rantal

pasok   sebagai   kawasan   transit  dan   penunjang  ibukota,   yang  juga
diharapkan   dapat   menumbuhkan   perekonomian   sekitar. Selajn   itu,
inisiasi  untuk  mempromosikan  Kota  Balikyapan   sebagai  Kota  MICE

(Meeting,   Incentives,   Convention,   and   Exhibition)   juga   memerlukan
penin8katan kapasitas di seluruh lapisan, balk masyarakat, pengusaha,
maupun   pekelja.   Dengan   demikian,   pendekatan   tata   kelola   yang
kolaboratif menjadi agenda penting dalam setiap tahapan pembangunan

jangka panjang Kota Balikpapan
d.   Pengendalian, Pengelolaan Lipgkilngan Hldup, dan KetahaDan BeDcana

Lingkungan  hidup  merupakan  salah  satu  urusan  pemerintahan
daerah  krusial  yang  menopang  pembangunan  daerah  berkelanjutan.
Berbagai aspek pendukung kualitas lin8kungan hidup telah dilaksanakan
dengan cukup balk. Meskipun demihian, kineH.a penyelenggaraan urusan
lingkungan  hidup  masih  terkendala  dalam  beberapa  sektor.  Berbagai
keterbafasan  dalam  proses  pengendalian  dan  pengelolaan  lin8kungan
hidup,  konservasi  sumberdaya  air,  sarana  prasarana,   dan  kapasitas
masyarakat masih menjadi persoalan sehingga berdampak juga tel.hadap
ketahanan daerah menghadapi bencana.

Fokus penyelenggaran  lingkungan  hidup  dan  ketahanan bencana
merupakan salah satu bagian penting dalam mandat masyarakat global.
Mandat     tersebut      dieksplisitkan      dalam     tujuan      pembangunan
berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan ke-11, ke-13 dan ke-
15   fokus   pada   upaya   men8hadirkan   kota   dan   permukiman   yang
berkelanjutan,     penanganan     perubahan     iklim,     melindungi     dan
memulihkan  ekosistem  secara  berkelanjutan.   Selain  itu,  kepentingan
untuk melindungi kualitas lin8kungan hidup juga menjadi prioritas dalam
rencana jangka panjang provinsi dan nasional.

Kebijakan    pengendalian    pengelolaan    lingkungan    hidup    dan
ketahanan terhadap bencana membutuhkan upaya secara komprehensif
dan   bukan   hanya   secara   parsial.   Untuk   itu   diperlukan   integrasi

perencanaan   pola   dan   srfuktur   ruang   perkotaan   dan   pengelolaan
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sumberdaya  alam  darn  hulu  ke  hilir  melalui  pendekatan  kolaboratif.
Pembangunan ekonomi yang dilakukan juga harus tetap memperhatikan
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup

e.   Infrastmlrfur Berkualitas Terpadu dan Penataan Utilitas Rota

Kualitas  infrastruk±ur  yang  terpadu  dan  penataan  utilitas  kota
adalah faktor penting dalam pembangunan perkotaan yang berkelanjutan
dan   diharapkan   dapat   memberikan   dampak   pada   kualitas   hidup

penduduk menjadi lebih  baik.  Mewujudkan  kualitas infrastruktur yang
baik  dan  wilayah  dengan  utilitas  yang  tertata,  tentu  membutuhkan
perencanaan jangka panjang yang cermat dan diimplementasikan secara
bertahap. Kualitas infrastrukeur yang baik dan utilitas kota yang tertata,
diharapkari menjadikan Kota Balikpapan dapat menjadi tempat yang lebih
nyalnan,  aman,  dan berkelanjutan untuk tinggal dan berkembang bagi
masyarakatnya.

f.   Peningkatan Rota cerdas dan Nyaman Huni

Mewujudkan  kota  cerdas  yang  nyaman  huni  harus  didukung
dengan  konsep  kota  berkelanjutan  atau  sosfaincibze  ct.ty.  Hal  tersebut

penting untuk mempertahankan kualitas hidup warga Kota Balikpapan
saat ini dan nasa depan.  Kota yang menerapkan sztsfczz7ic{bze cz.ty dalam

penyelenggaraan tata kelola kotanya akan meminimalkan dampak negatif
terhadap lingkungan dengan harapan generasi penerus dapat merasakan
kota yang  nyaman  huni.  Dalam  perencanaan  tata  kelola kota,  konsep

yang  digunakan juga  akan  mengacu  pada  kelestarian  alam,  termasuk
pemanfaatan  energi  terbarukan  sebagai  altematif baik  dalam  menjaga
lingkungan.  Karakteristik  Kota  Balilapapan  sebagai  kota  yang  nyaman
huni  perlu  diperkuat  dengan  menjaga  kualitas  hidup  dan  kelestarian
lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna. Artinya, teknologi
bukan sekadar aplikasi digital, tetapi sebagai enabler agar tetap arnan dan
efektif digunakan secara berkelanjutan.

Perencanaan  pembangunan  Kota  Bali]apapan  dengan  konsep  kota
cerdas   yang   nyaman   huni   perlu   melibatkan   masyarakat   dengan
mempertimbanedran  pembangunan  berbasis  kawasan  yang  kontekstual
sesuai  dengan  karakteristik  Kota  Balikpapan.  Kota  Balikpapan  sebagai
mitra Ibu  Kota Negara akan  memiliki peran strategis yang berkembang
dinamis  mengikuti  perkembangan  zaman.  0leh  karena  itu,  diperlukan
kebijakan yang tepat  dan  komitmen  kuat dari  pemerintah,  stakeholder
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terkait    dan    masyarakat    Kota    Bali]apapan    untuk    bersama-sama
mewujudkan konsep kota cerdas dan nyaman huni.

9.   Maju sel]agai Mitra IEN

Kota  Balilapapan  sebagal  mitra  IKN  yang  menjadi  bagian   dari
superhub    ekonomi    memiliki    peran    strategis    dalam    peningkatan
keterkaitan ekonomi dan rantai pasok antarsuperhub ekonomi lbu Kota
Nusantara dengan wilayah lain  di Indonesia.  Dalam  struktur Tiga Kota
bersama IKN dan Sanarinda, Balikpapan akan menjadi "otot" atau pusat
aktivitas pembangunan ekonomi Tiga Kota dengan memanfaatkan pusat
logistik dan layanan distribusinya yang telah mapan untuk sektor-sektor
berorientasi  impor  dan  ekspor  serta  memperkuat  peran  Superhub  lbu
Kota Nusantara dalam arus perdagangan antar dan intraregional.

Kesiapan  Kota  Balikpapan  yang  menjadi  beranda  IKN  sekaligus
kawasan  penyangga  IKN  menitikberatkan  pada  penin8katan  kualitas
infrastruktur   berupa   penyediaan   fasilitas   dalam   hal   permukiman,
transportasi,  pelayanan  dasar  kesehatan  dan  pendidikan,  peningkatan
sumber daya manusia, dan peningkatan jasa yang mendukung jalannya
fungsi pemerintahan di lbu Kota Nusantara. Hal tersebut membutuhkan
sinergi  antara  Pemerintah  Kota  Bali]apapan  dengan  Pemerintah  Pusat
supaya persia.pan  dapat berialan  optimal melalui  dukungan pendanaan
dan penyediaan infrastruktur untuk pemenuhan kebutuhan air bersih,
pengendalian banjir, penataan pergerakan transportasi, penyelenggaraan
pendidikan,  dan  hal-hal  lainnya  yang  terkait  dengan  penyelenggaraan
pemerintahan di Ibu Kota Nusantara
2.6.2.5       Telaah RTRW Rota Balikpapaii

Posisi  strategis  Kota  Balikpapan  sebagal  kawasan  penyangga  Ibu
Kota  Nusantara  mendorong  adanya  kebijakan  pengembangan  kawasan

yang lebih khusus melalui revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wjlayah
(RTRW)  Kota  Balikpapan  Tahun  2012-2032.  Dalam  revisi  RTRW  Kota
Balilapapan telah memperhatihan kajian lingkungan hidup strategis yang
menghasilkan  sembilan  isu  strategis  prioritas  yaitu  pertumbuhan  dan
migrasi  penduduk,  rawan  banjir,  keterbatasan  sumber dan  penurunan
kualitas    air    bersih,    degradasi    dan    pencemaran    wilayah    pesisir,

pengelolaan sampah yang belum optimal,  alih fungsi dan konflik lahan,
potensi  teljadinya  bencana  adam  berupa  ancaman  longsor,  kebakaran
hutan dan lahan, serta keterancaman biodiversity.
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Dalam  revisi  RTRW  Kota  Balikpapan  Tahun  2024-2043,  tujuan

penataan  ruang  diarahkan  untuk  mewujudkan  daerah  sebagai  kota
industri dan jasa yang nyaman, dinamis, selaras, berkelanjutan, dan
berketahanan  bencana  guna  mendukung  fungsinya  sebagal  pusat
pertumbuhan  nasional  dan bagian  dari  sz(perhzzb ekonomi Ibu Kota
Nusantara. Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

a.  penguatan struktur ruang dalam rangka menunjang fungsi Kota
Bali]apapan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN);

b.  penguatan fungsi pusat-pusat pelayanan;
c.  peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarkawasan, dan
d.  peningkatan pelayanan sistem jaringan prasarana yang merata

dan ramah lingkungan, terpadu, dan modem.

Adapun kebijakan pengembangan pola ruang meliputi:

a.  perwujudan kelestarian kawasan lindung;
b.  peningkatan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh

wilayah kota, dan
c.  pengembangan     kawasan     budidaya    yang    produ]atif    dan

berwawasan lingkungan.

Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kota (KSK) meliputi:

a.  pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan

pertumbuhan ekonomi;
b.  pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan

sosial dan budaya, dan
c.  pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan

fungsi dan daya dukung lin8kungan.

Revisi  RTRW juga  merespon  peluang  investasi  yang  mendukung

potensi   pengembangan   perekonomian   di   Kota   Balikpapan   sebagai
kawasan  penyangga Ibu  Kota Nusantara.  Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Bali]apapan telah direvisi untuk merespon Ibu Kota Nusantara.  Hal
tersebut memberikan  konsekuensi  pada  perubahan  pola ruang,  Dalaln

pola ruang kawasan lindung terdapat usulan perubahan, antara lain:

I/  Perubahan Badan Air menjadi Kawasan Perdagangan dan Jasa di
wilayah  pesisir  Kecamatan  Ba]ikpapan   Selatan  dan  wilayah

pesisir  Kecamatan  Balikpapan  Kota,  serta  usulan  perubahan
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Badan  Air  menjadi  Kawasan  Transportasi  di  wilayah  pesisir
Kecamatan Bali]apapan Selatan.

2/  Kawasan  Ekosistem  Mangrove  terdapat rencana pembangunan
Bendungan  Sungal  Wain  yang  ditetapkan  sebagai  zona  tunda

prozczz7ig zone/ yaltu kawasan Ekosistem Mangrove menjadi Badan
Air di Kecalnatan Balilapapan Barat dan Kecamatan Balikpapan
Utara.

3/  Kawasan     Holtikultura     terdapat     rencana     pembangunan
Bendungan  Sungai  Wain  yang  ditetapkan  ditetapkan  sebagai
zona  tunda  /7rozc!z.rag zone/ yaitu  Kawasan  Holtikultura  menjadi
Badan  Alr  di  Kecamatan  Balikpapan  Barat  dan  Kecamatan
Balikpapan Utara.

2.6.2.6      Telaah Kajian Lipghigan Hidup strategis Rota Balikpapan
Kota  Balikpapan  apabila  dilihat  dari  kewenangan  sesuai  dengan

target  dan  indikator TPB  sesual  Perpres  59/2017  yaitu  222  indikator.
Berdasarkari  pembagian  kewenangan  dan kelchususan  indikator terkait
kondisi  geografis,  terdapat  195  indikator  TPB  yang  relevan  bagi  Kota
Balikyapan.   Terdapat  56,92   persen  darn   195  indikator  TPB   di   Kota
Balikpapan yang telah mencapai target nasional pada tahun 2022. Untuk
TPB yang sudah dilaksanakan belum mencapai target nasional di Kota
Balilapapan sebesar 17,59 persen dan 1,03 persen untuk TPB yang belum
dilaksanakan serta 24,10 persen untuk TPB yang tidak ada data.

Analisis  terhadap  7  TPB  Strategis  dan  mempertimban8kan  gap
capaian  indikator,  telaahan  dokumen,  isu  muatan  lingkungan  hidup,
serta  hasil  masukan  dari  Konsultasi  Publik maka  diperoleh  daftar  isu

pendek PB di Kota Bali]apapan yaitu :

1)  Ketersediaan air baku;
2)  Pengendalia]i emisi GRK;

3)  Dampak bang]dtan pembangunan IKN ;
4)  Optimalisasi pengelolaan sanitasi, 1imbah dan sampah;
5)  Degradasi kawasan pesisir dan laut;
6)  Keterbatasan dan kerusakan lahan;
7)  Kecukupan, Keamanan dan Pemanfaatan Pangan.

2.6.2.7      Penetapan lsu strategis Kota Balikyapan
Dari   permasalahan   pembangLman   daerah   baik   yang   bersifat

multisektor   maupun   sektoral   menjadi   bahan   lebih   lanjut   dalam

perumusan isu strategis daerah melalui pertimbangan urgensi (tt7ige7tq/) ,
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kegentingan (sen.ousness) , dan pertumbuhan (groat"). Isu strategis dapat
berupa masalah, potensi, maupun isu sesuai konteks. Isu strategis dapat
dirumuskan  dari  berbagai  sumber  yang  dapat  dipertangungjawabkan
antara  lain:   RPJMN  2025-2029,   capaian  kinelja  pemerintah,  1aporan
KLHS   RPJMD   2025-2029,   maupun   hasil   penjaringan   aspirasi   yang
dilakukan   oleh   Pemerintah   Daerah.   Secara   teknis,   perumusan   isu
strategis daerah mempertimbangkan beberapa hal berilflit di antanyara:

potensi daerah yang dapat dikembangkan untuk mendukung percepatan
kesejahteraan   masyarakat,   permasalahan   pembangunan   daerah,   isu
KLHS  RPJMD,  serta isu  lingkungan dinamis   (isu  global,  nasional,  dan
regional) yang dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung maupun
tidak   langsung.   Berikut   merupakan   penjelasan   masing-masing   isu
strategis jangka menengah  daerah  Kota Balikpapan  selama lima tahun
mendatang.
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Tabel 2. 61 Perumusan lsu Stratqgis Rota Bali]Epapan Tahun 2025-2029
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a.   Pembangtman Ekonomi InHusif Berkelaz)jutan
Sektor  industri  pengolahan  menjadi  kontributor  utama  terhadap

pertumbuhan ekonomi daerah dengan sumbangan sebesar 46,70 persen
per tahun pada periode 2020-2024.  Meskipun sektor ini bexperan besar
dalam  mendorong  pertumbuhan  ekonomi,   dampaknya  belum  merata
dalam hal distribusi pendapatan dan kesempatan kelja. Hal ini tercermin
dari  tingka.t  penyerapan  tenaga  keria  di  sektor  industri  sebesar  26,32

persen,  sementara  sektor jasa  malnpu  menyerap  70,66  persen  tenaga
kelja pada tahun 2024.

Agar  perekonomia]i  Kota  Balikpapan  dapat  tumbuh  secara  kuat,
inklusif,   dan   berkelanjutan,   diperlukan   penguatan   sektor   ekonomi
berbasis jasa serta industri kreatif yang memanfaatkan potensi daerah.
Ekonomi  kreatif  memilild  peranan  penting  dalam  mendorong  lahirnya
wirausaha baru. Sektor ini tidak terbatas pada bidang tertentu, melainkan
mencakup  berbagai jenis  usaha  yang  mengedepankan  kreativitas  dan
inovasi   tanpa   batas.   Dengan   mengoptimalkan   ide   dan   kreativitas,
masyarakat  dapat  menghasilkan  produk  dan  layanan  bemilal  tambah
tinggi  tanpa  bergantung  pada  sumber  da.ya  yang  terbatas  dan  sulit
diakses.

Ekonomi kreatif dapat diterapkan dalam berbagai sektor usaha di
tingkat  daerah.   Misalnya,   industri  kriya,   kuliner,   dan  fashion  yang
menghasilkan   produk   konsumsi   melalui   pelaku   industri   kecil   dan
menengah  (IKM)  maupun  industri besar.  Selain  barang,  sektor ini juga
mencakup  layanan  seperti  periklanan,  arsitektur,  desain,  fflm,  video,
fotografi, serta musik, yang dikelola oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan
menengah (UMKM)  hingga perusahaan besar.  Potensi ekonomi kreatif di
Kota Balikpapan sangat besar, mengingat sektor jasa di kota ini tumbuh

pesat dengan kenaikan 8,08 persen pada tahun 2024. Selain itu, jumlah
pelaku ekonomi kreatif juga mengalami pertumbuhan positif, meningkat
sebesar 33,53  persen pada tahun yang sama.  Sektor ini dinilai mampu
menciptakan lebih banyak peluang kelja karena tidak hanya bergantung

pada pendidikan formal, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan
ekonomi daerah yang lebih inklusif dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Selaln   inklusivitas,   pembangunan   ekonomi   daerah  juga  harus
berorientasi      pada      keberlanjutan.      Pembangunan      berkelanjutan
menitikbera.tkan  pada  pelestarian  lin8kungan  dan  ekosistem.  Berbagai
konsep ekonomi berkelanjutan telah berkembang, seperti ekonomi hijau,
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ekonomi  biru,   dan  ekonomi  sirkular.   Ekonomi  hijau  mengutamakan
keseimbangan  antara  pembangunan  ekonomi,  sosial,  dan  lin9kungan.
Ekonomi  biru  memaksimalkan  potensi  ekonomi  berbasis  sumber  daya
laut   dan   pesisir.   Sementara   itu,   ekonomi   sirkular   berfokus   pada

pemanfaatan kembali bahan baku  dan sumber daya agar tetap bemilai
dalam siklus produksi selama mungldn.

b.   Pengtiatan SDM Berdaya Saing dan Perlindungan. Sosial

Isu  strategis terkait penguatan sumber daya manusia (SDM) yang
berdaya  saing  serta  perlindungan  sosial  berfokus  pada  peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan  SDM  berrfualitas dan
sistem  perlindungan  sosial yang memadai.  Salah  satu  indikator utama
dalam menilai kualitas SDM suatu daerah adalah Indeks Pembangunan
Manusia  (IPM).  Kota Balikpapan  menunjukkan  tren  peningkatan  dalam
IPM, dengan kenaikan sebesar 2,22 poin dalarn periode 2018-2023. Pada
tahun   2023,    IPM   Kota   Balilapapan   mencapai   82,03,    lebih    tinggi
dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Timur yang berada di
angka 78,2.  Pencapaian ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas

pembangunan manusia di Kota Balikyapan.  Namun, meskipun hasilnya
positif,   upa.ya   untuk   memperkuat   daya   saing   SDM   masih   perlu
ditingkatkan,  terutama  dalam  bidang  pendidikan  dan  kesehatan  yang
belum sepenuhnya optimal.

Pada  sektor  pendidikan,   rata-rata  lama  sekolah   {RLS)   di  Kota
Bafikpapan  mencapai  10,92  tahun  atau  setara dengan  tingkat  kelas  1
SMA. An8ka ini masih belum memenuhi standar wajib belajar  13 tahun

yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selain itu, angka partisipasi kasar
(APK) dan angka partisipasi mumi (APM) di jenjang pendidikan menengah
pertama dan alas masih berfluktuasi serta belum mencapai  loo persen.
Hal ini menunjukkan bahwa masih ada penduduk Kota Balikpapan yang
belum  mendapatkan  akses  ke  pendidikan  menengah  dan  atas.  0leh
karena  itu,  diperlukan  inovasi  dalam  layanan  pendidikan  yang  dapat
meningkatkan kualitas serta mendorong partisipasi pendidikan di semua

jenjang.

Di bidang kesehatan, beberapa indikator masih perlu dioptimalkan.
Pada tahun 2022, prevalensi stunting terca.tat sebesar 19,6 persen, angka
kematian ibu (AKI) mencapai 39,59 per loo.000 kelahiran hidup, cakupan

pengobatan  tuberkulosis  (TBC)  berada  di  angka  69  persen,  prevalensi
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kusta sebesar  0,2  per  1.000  penduduk,  serta terdapat 338  kasus  HIV.
Namun,  cakupan  kepesertaan jaminan  kesehatan  di  Kota  Balikyapan
telah mencapai loo persen pada tahun 2022. Keberhasilan ini perlu dijaga
agar  seluruh  masyarakat  tetap  mendapatkan  akses  terhadap  layanan
kesehatan yang layak. Ke depan, pengembangan sektor kesehatan harus
mencakup  penguatan  sistem  layanan  kesehatan  primer  dan  rujukan,
peningkatan   kapasitas   tenaga   kesehatan,    optimalisasi   pembia.yaan
kesehatan,   penguatan   ketahanan   kesehatan,   pemanfaatan   teknologi
medis, serta perbaikan tata kelola sistem kesehatan.

Dalam   aspek   perlindungan   sosial,   Kota   Balikyapan   berupaya
melindungi  kelompok  rentan  dan  menekan  an8ka  kemis]alian  melalui
berbagai prograln sosial.  Namun,  upaya ini masih menghadapi beberapa
kendala, seperti keterbatasan tenaga kesejahteraan sosial (TKSK, pekeq.a
sosial,  dan  lainnya),  belum tersedianya fasilitas  rehabilitasi  sosial yang
memadai   bagi   individu,   keluarga,   atau   kelompok   yang   mengalami
disfungsi   sosial,   serta   cakupan   bantuan   sosial   yang   masih   belum
mencukupi.   Selain   itu,   koordinasi   lintas   sektor   antara   pemerintah,
swasta,  dan  masyarakat  dalam  pengelolaan  perlindungan  sosial  belum
optimal. Saat ini, program perlindungan sosial lebih banyak berfokus pada
bantuan  sosial yang bersifat karitatif dibandingkan dengan pendekatan
berbasis pemberdayaan dan jaminan sosial seperti asuransi sosial.

c.   Pengendalian, Pengdolaan Linglmngan Hidup dan Ketahanan Bencana
Perubahan   iklim,   degradasi   lingkungan   dan   keanekaragaman

hayati,  serta pencemaran  dan  limbah  merupakan  tiga  isu  utama yang
dihadapi secara global. Salah satu faktor pemicunya adalah pertumbuhan

populasi   yang   menyebabkan    peningkatan    aktivitas    mariusia   dan
belpotensi    memberikan    dampak    terhadap    kelestarian    lin9kungan.
Fenomena  seperti  alih  fungsi  lahan,  ketidaksesualan  tata  ruang,  serta

peningkatan  volume  limbah  muncul  sebagai  konsekuensi  dari  semakin
beragamnya kegiatan manusia.

Lingkungan   hidup   menjadi   salah   satu   aspek   krusial   dalam

pemerintahan  daerah  yang  mendukung  pembangunan  berkelanjutan,
termasuk di Kota Balikpapan. Sejumlah lan8kah untuk menjaga kualifas
lingkungan telah dilakuhan dengan balk, namun masih terdapat kendala
dalam beberapa sektor. Tantangan dalam pengendalian dan pengelolaan
lingkungan, konservasi sumber daya air, keterbatasan infrastruk±ur, serta
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kapasitas   masyarakat   menjadi   persoalan  yang   turut   mempengaruhi
ketahanan daerah dalam menghadapi bencana.

Fokus pada pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana
merupakan  bagian penting dari  agenda global.  Hal  ini tercermin  dalam
tujuan pembangunan berkelanjutan,  khususnya pada tujuan ke-11,  ke-
13,   dan  ke-15  yang  menitikberatkan  pada  pembangunan  kota  dan

pemukiman berkelanjutan, mitigasi perubahan iklim, serta perlindungan
dan  pemulihan  ekosistem.  Selain  menjadi  perhatian  di  tingkat  global,
upaya pelestarian lingkungan juga menjadi prioritas dalam perencanaan

pembangunan I.angka panjang baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Sebagai salah satu pusat ekonond di Kalimantan Timur sekaligus
daerah   yang   berdekatan   dengan   Ibu   Kota   Nusantara   (IKN),   Kota
13alikpapan    mengalami    peningkatan    aktivitas    pembangunan    yang
signifikan  dalam  rangka  mendukung  pertumbuhan  ekonomi.   Namun,
untuk    memastikan     keberlanjutan     pembangunan,     perlu     adanya

pengawasan  terhadap  aspek  lingkungan  agar  ekosistem  tetap  teljaga.
Salah satu langkah penting adalah memastikan pemanfaatan tata ruang
yang sesuai dengan peruntukannya. Meskipun indeks kualitas lingkungan
hidup  di  Kota  Balikpapan  mengalami  penin8katan  pada  tahun  2023
dibandingkan  tahun   sebelumnya,   indeks  kualitas  tutupan  lahannya
justrm  mengalami  penurunan.  0leh  karena itu,  pengelolaan  tata ruang
harus  menjadi  perhatian  utama  guna  menjaga  keseimbangan  antara

pembangunan dan kelestarian lingkungan.

Selain itu, meningkatnya keberagaman aktivitas di Kota Balikpapan
turut  berdampak  pada  peningkatan  volume  sampah  setiap  harinya.
Terbatasnya    infrastrmktur    pengelolaan    sampah    serta    rendahnya
kesadaran     masyarakat     dalam     mengelola     limbah     memperburuk
kompleksitas   permasalahan   ini.    Kebiasaan   membuang   sampah   di
sembarang  tempat,  seperti jalan,  selokan,  sungai,  atau  lahan  terbuka,
serta  praktik  pembakaran  sampah  menunjuldran  bahwa  pengelolaan
sampah di Kota Balikpapan belum ben.alan secara optimal.  0leh karena
itu,   perhatian   khusus  terhadap   permasalahan   persampahan   sangat
diperlukan. Peningkatan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi dari
hulu ke hilir menjadi lan8kah penting guna memastikan sampah dapat
ditangani dengan baik, sehingga kelestarian lingkungan tetap teljaga.

Ketahanan terhadap bencana juga menjadi isu yang membutuhkan

pendekatan  holistik,  bukan  sekadar  tindakan  parsial.  Keamanan  dan
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ketahanan  Kota  Bali]apapan  dalam  menghadapi  bencana  merupakan
aspek fundamental dalam pengelolaan kota, bertujuan untuk melindungi
masyarakat    serta   infrastruktur    dari    berbagai   ancaman    bencana.
Perencanaan  tata  ruang  yang  memperhitungkan  risiko  bencana  harus
diterapkan  secara optimal,  termasuk pembangunan infrastruktur tahan
bencana dan sistem dl.ainase yang efektif guna mengurangi risiko banjir.
Namun,  masih  terdapat  tantangan  dalam  ketersediaan  dan  kualitas
sarana  penyelamatan,  baik  untuk  kebakaran  maupun  bencana  non-
kebakaran.

Untuk   mengatasi   isu    tersebut,    diperlukan    integrasi   antara
perencanaan  tata  ruang  dan  pengelolaan  sumber  da.ya  alaln  dengan
pendekatan   kolaboratif.   Perencanaan   kontingensi  yang   komprehensif
harus mencakup berbagal skenario bencana, didukung oleh pemanfaatan
teknologi  dalam  pemantauan,  analisis  data,  serta  sistem  komunikasi.
Upaya  konservasi  lingkungan,  seperti  pengelolaan  ekosistem  mangrove,
dapat  berperan  dalam  mengurangi  risiko  bencana  alam.   Selaln  itu,

pelestarian ekosistem alami juga dapat berfungsi sebagal benteng alami
terhadap bencana seperti banjir dan erosi.  Kelja sama yang erat antara

pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah menjadi kunci dalam
meningkatkan    efektivitas   penanganan    bencana    serta    memperkuat
keselamatan masyarakat, guna mewujudkan Kota Balikpapan yang lebih
kondusif dan tangguh terhadap berbagai tantangan lingkungan.

d.   IDfrastrulrfur Berfualitas Terpadu dell PeDataan Utilitas Kota
Dalam    upaya    mewujudkan    pembangunan    perkotaan    yang

berkelanjutan, integrasi infrastruktur dan penataan utilitas kota berperan
penting  dalam  meningkatkan  kualitas  hidup  masyarakat.  Infrastruktur
yang  berkualitas  serta  utilitas  yang  tertata  dengan  baik  memerlukan
perencanaan yang berkesinambungan dan implementasi bertahap dalam
periode  lima tahunan.  Dengan  tersedianya infrastruktur yang memadai
dan utilitas yang tertata, Kota Balilapapan diharapkan dapa.t menjadi kota

yang lebih nyaman, aman, dan berkelanjutan bagi warganya. Pencapaian
ini  dapat  diukur  melalui  lndeks  Kualitas  Layanan  Infrastruktur  Dasar

(IKLI) Kota Balikpapan.

Berdasarkan suIvei IKLI  Kota Balikyapan dari tahun 2019  hingga
2023,   yang   mencakup   berbagai   aspek   seperti   infrastruktur   jalan,

jembatan, transportasi, jaringan air bersih, irigasi, dan perumahan, teljadi
dinamika  dalam  tin8kat  kepuasan  masyarakat.  Pada  tahun  2019,  IKLI
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tercatat sebesar 77,75, kemudian mengalami peningkatan signifikan pada
tahun  2020  menjadi  82,03.  Namun,  pada  tahun  2023  teljadi  sedikit

penurunan  menjadi  77,99.  Secara  keseluruhan,  meskipun  mengalami
fluktuasi,  tren  IKLI  Kota  Bali]apapan  masih  menunjukkan  peningkatan
dalam beberapa tahun teraThir.

Salah satu tantangan dalam pengembangan infrastruktur telpadu
di Kota Balikpapan adalah kualitas infrastruktur jalan. Pada tahun 2023,

persentase   kemantapan   jalan   tercatat   sebesar   92,16°/o,   mengalami
penurunan dibandingkan tahun 2016 yang mencapai 96,280/o. Selain itu,
pengelolaan sumber daya air juga masih menghadapi berbagai kendala,
terutama dalaln aspek pengendalian banjir,  pengelolaan saluran irigasi,
dan    penyediaan    sumber    air    baku    yang    belum    optimal.    Upaya

pengendalian banjir dan pengelolaan drainase di Kota Balilapapan selama
ini  mengacu  pada  Masterplan  Drainase,  yang  mencakup  perencanaan
dimensi  saluran  serta pembangunan  bendungan  pengendali  (bendali)  di
beberapa titik strategis.  Namun,  cakupan  penyediaan  sumber air baku
masih   belum   dapat   memenuhi   kebutuhan   seluruh   wilayah   Kota
Balikpapan,    sehingga    memerlukan    perhatian    lebih    lanjut    dalam

pengembangannya.
e.   Perfuglratan Rota Cerdas dan Nyaman Huni

lsu strategis dalam peningkatan kota cerdas dan nyaman huni kota
Balikpapan   mencerlninkan   berbagai   tantangan   dan   peluang   dalam

pembangunan kota yang modem, berkelanjutan,  serta berorientasi pada
kesejahteraan masyarakat.  Kota Balikpapan mengusung konsep sebagai
kota layak huni (Zzz;eczz7Ze cz.fry) , yang pada dasamya mencerminkan prinsip

kota berkelanjutan {stJsfat.7iabze cz.ty)  dengan tujuan utama menjaga dan
menin9katlran kualitas hidup masyarakat.

Penerapan konsep kota berkelanjutan menjadi dasar utama dalam
menciptakan   kota   cerdas   (smcirf   ci.fry)   yang   nyalnan   untuk   dihuni.
Pengembangan   infrastruktur  berbasis  teknologi  untuk  meningkatkan
efisiensi layanan publik, seperti transportasi, keamanan, dari administrasi

pemerintahan.    Penerapan    sistem   digital   dalam   pelayanan   publik,
term:zLSNIk   e-gouerTt;merit,   srncut   traffic   managem,eat,   dan   pe:rn:ariteNIan

lingkungan.  Penyediaan akses internet yang luas dan berkualitas untuk
mendukung    ekonomi    digital    serta    partisipasi    masyarakat    dalam

pengelolaan kota.



- 242 -

Pengembangan    Kota    Bali]apapan    sebagai    kota    cerdas    telah
menunjukkan kemajuan yang cukup balk,  terutama di sektor teknologi
infomiasi  dan  komunikasi  (TIK).   Hal  ini  tercermin  dari  peningkatan
kineria   digitalisasi,   di   mama   Indeks   Sistem   Pemerintahan   Berbasis
Elektronik  (SPBE)  terus mengalami peningkatan  dan  mencapai  kategori
sangat   baik   dengan   skor   3,75   pada   tahun   2023.   Namun,   tingkat
kenyamanan  hunian  di  kota  yang  diukur  melalui  Indeks  Kepuasan
Masyarakat  (IKM)  masih  menghadapi  tantangan,  dengan  kinelja  yang
fluktuatif  dan   kecenderungan   menurun   pada   tahun   2023.   Hal   ini
sebagian  besar  disebabkan  oleh  tindak  lan].ut  pengaduan  masyarakat

yang belum optimal. Selain itu, kompleksitas dan keberagaman sosial di
Kota  Balilapapan  yang  tinggi  turut  berkontribusi  pada  meningkatnya
ekspekeasi masyarakat terhadap pemerintah kota.

Sebagai    kota    yang    terus    berkembang,     Balikpapan     perlu
memaksimalkan penyediaan infrastruktur, mengelola pemanfaatan ruang
secara terkendali, serta menjaga. kelestarian lin8kungan. Hal ini bertujuan
agar  dampak  negatif  terhadap  lingkungan  dapat  diminimalkan  yang
memung]dnkan generasi mendatang untuk tetap menikmati lingkungan
sehat   dan   nyalnan.   Perencanaan   kota  juga   harus   memperhatikan
kelestarian ekosistem,  termasuk penggunaan energi terbarukan  sebagai
altematif    untuk    menjaga    keseimbangari    lingkungan.    Selaln    itu,

pemanfaatan telmologi yang tepat guna berperan sebagai alat pendukung
dalam menjaga kealnanan dan keberlanjutan kota.

Dalam  perencanaan  pembangunan  Kota  Balikpapan,  pemerintah

perlu  beradaptasi  dengan  dinamika  yang  ada  agar  dapat  memenuhi
kebutuhan  warga  secara  lebih  efektif.  Pengembangan  kota  cerdas  dan
layak huni harus melibatkari partisipasi aktif para pemangku kepentingan
dan   masyarakat   serta   mempertimbangkan   pembangunan   berbasis
kawasan yang selaras dengan karakteristik kota.

f.   Tata Kelola Kohboratif dan Inovatif
Tata  kelola yang  kolaboratif dan  inovatif menjadi  salah  satu  isu

strategis  utama  bagi  Kota  Balikpapan  dalam  lira  tahun  ke  depan.
Percepatan  pembangunan  kota  tidak  hanya  menjadi  tanggung  jawab

pemerintah   daerah,   tetapi  juga   memerlukan   keterlibatan   altif  dari
berbagai  pemangku  kepentingan,   seperti  masyarakat,   sektor  swasta,
organisasi non-pemerintah (NGO) , komunitas intemasional,  media,  serta

perguruan   tinggi.   Kolaborasi   ini   menjadi   lan9kah   strategis   untuk
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menghadapi  tantangan  pembangunan  yang  semakin  kompleks,  seperti
arus migrasi, peran Balikpapan sebagai Initra IKN, pembahan ik]in, serta
isu kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI).

Selain  dengan  berbagai  pemangku  kepentingan  ekstemal,  sinergi

juga  perlu  diperkuat  dalam  birokrasi  pemerintahan,  terutana  dalam
meningkatkan  akuntabilitas  kinelja  daerah.  Tantangan  utama  saat  ini
adalah  memperkuat  pertanggungjawaban  kineH.a  pemerintahan.   01eh
karena  itu,  kelja  sama  antaxperangkat  daerah,  khususnya  di  bidang

perencanaan, pengawasan, kepegawaian, dan koordinasi kehijakan, perlu
ditingkatkan      untuk      memperkuat      efektivitas      organisasi      serta
menghubungkan capaian kinelja organisasi dengan kontribusi individu.
Selain itu,  peningkatan manajemen aparatur sipil negara (ASN)  menjadi
hal  ]anlsial,  terutama  dalam  kebijakan  promosi  dan  mutasi  ASN  yang
harus disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan mendukung sistem
akuntabilitas daerah.

Selain  aspek  kolaborasi,  inovasi  dalam  tata  kelola juga  menjadi
elemen  kunci,  khususnya  dalaln  pelayanan  publik.  Layanan  publik  di
Kota   Balikpapan   telah   ben.alan   dengan   balk,   nalmun   masih   perlu
ditin8katkan melalui inovasi daerah yang berkualitas dan berkelanjutan.
Penguatan   ekosistem   inovasi,   mulai   dari   kebijakan,   kelembagaan,
kemitraan,  budaya  inovatif,  hingga  ketelpaduan  antar-inovasi,  menjadi
faktor penting dalam  mewujudkan  layanan  publik yang lebih  responsif
dan efisien.

Untuk  mendukung  peningkatan   kolaborasi   dan   inovasi   dalam

pelayanan    publik,    pengembangan    smart    governance    juga    perlu
dioptimalkan.  Hal  ini  mencakup  perbaikan  proses  bisnis,  peningkatan
kapasitas  serta  integritas  ASN,  yang  pada  akhimya  dapat  mendorong
implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh di Kota Balikpapan.
Reformasi  birokrasi  tidak  hanya  berfokus  pada  perbaikan  tata  kelola
internal  pemerintahan,  tetapi  juga  hams  mampu  memberiha  solusi
terhadap  permasalahan  pembangunan  daerah  serta  menjawab  isu-isu
strategis yang berkembang.

9.   Maju sebagal Mitra IKN

Pembangunan   serta   penyediaan   infrastruktur   perkotaan   yang
berkualitas dan inklusif menjadi salah satu tantangan yang perlu diatasi
oleh   Pemerintah   Kota   Balikpapan   untuk   meningkatkan   konektivitas
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antarwilayah dan mendukung aktivitas ekonomi kota. Upaya ini bertujuan
untuk  memperkuat  daya  salng  daerah  dan  memastikan  keberlanjutan

pertumbuhan ekonomi.  Sebagai kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara
(IKN),  Kota  Balikpapan  juga  perlu  memperkuat  sinergi  pembangunan
dengan IKN guna mendukung fungsi pemerintahan serta mencapal tujuan
utama pembangunan ibu kota baLru.

Dalam  perannya  sebagai  beranda  sekaligus  ka.wasan  penyangga
IKN, ada beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penataan
kota. Di antaranya adalah peningkatan kualitas infrastruktur perkotaan,
seperti   penyediaan   hunian   yang   layak,    perbaikan   kondisi   jalan,

pengembangan transportasi publik yang inklusif dan ramah lingkungan,
serta  peningkatan  layanan  dasar  di  bidang keseha.tan  dan  pendidikan.
Selain   itu,   penguatan   layanan   teknologi   informasi   dan  jasa   yang
mendukung operasional pemerintahan di IKN juga menjadi fakeor penting
dalam memastil[an integrasi dan efisiensi pembangunan di wilayah ini.

Sebagal mitra strategis IKN dalam honsep superhub ekonomi, Kota
Balikpapan  memainkan  peran  penting  dalam  memperkuat  keterkaitan
ekonomi  serta  rantai  pasok  antarwilayah.   Dalam  strukeur  Tiga  Kota
bersama  IKN  dan  Samarinda,  Kota Balilapapan  berperan  sebagai  pusat
utama aktivitas  ekonomi,  dengan  memanfaatkan  keunggulannya  dalam
sektor logistik dan distribusi untuk mendukung perdagangan ekspor dan
impor.  Selain itu,  kota ini juga berkontribusi dalam memperkuat peran
Super.hub  IKN  dalam  arus  perdagangan  nasional  dan  regional.  Untuk
memastikan kesiapan dalam menjalankan peran strategis ini, diperlukan
sinergi erat antara Pemerintah  Kota Balikpapan  dan Pemerintah  Pusat,
khususnya  dalam  hal  penyediaan  infrastruktur  dan  pendanaan  yang
mendukung kelancaran pemerintahan di IKN. Lebih lanjut, sebagai respon
terhadap kebijakan IKN dan dengan memerhatikan situasi serta kebijakan

pembangunan jangka  panjang  Kota  Balikpapan,  diperlukali  dukungan
terhadap  kebijakan  tata  ruang  (RDTR)   dan  transportasi   (Masterplan
Transportasi) dengan beberapa penguatan sebagai berikut:

•   Perlu adanya antisipasi bahwa Pusat Pelayanan Kota baru di Karang
Joang dan sekitarnya akan men].adi pusat pelayanan yang berskala
regional (melayani daerah sekitar Balilapapan).
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•   Mengingat  luasnya  kawasan  budidaya  di  Balikpapan  Utara  yang

berada pada kelerengan tinggi dan risiko bencana tinggi, perlu ada
upaya mengendalikan pertumbuhan di Balikpapan Utara dengan:
-  Mempertegas  peraturan  zonasi   dan   ketentuan   konstruksi   di

Balikpapan Utara
-  Mempermudah  pertumbuhan  di  Bafikpapan.  Timur  (kecamatan

dengan   akses   ke   ].alan   tol)   dengan   insentif   pembangunan

(peraturan zonasi, keringanan pajak, keringanan retribusi, dll).
•   Pertumbuhan kegiatan permukiman dan jasa diarahkan  ke  utara

dan timur Balikpapan agar tidak memberikan beban tanbahan bagi
bagian  tengah  dan  selatan  Balikpapan  yang  memiliki  persoalan
kemacetan,  sulitnya air bersih,  dan kerentanan terhadap bencana
banjir.

•   Perlu   ada   perencanaan   dan   penataan   ruang   bagi   kawasan

perkantoran dan jasa yang kemun8kinan akan berkembang pesat
apabila IKN telah beroperasi.

•   Prioritas    penyelenggaraan    sistem    angkutan    umum    massal

perkotaan  untuk  memperbal]d  kinelja jalan  di  Bali]xpapan  Kota,
Balilapapan  Tengah,   dan  Balikpapan  Selatan  dimana  mayoritas

penduduk Balilapapan tinggal dan tin8kat pelayanan jalannya (LoS)
masih rendah (trtzz/ez czemcmcz mcmageme7ifl.

•   Perluasan    rute    dan    perencanaan    sistem    transportasi   yang
mempertimbangkan   konektivitas  pada  skala  lingkungan  hingga

perkotaan serta potensi paratransit.

Secara spesifik, konsep pergerakan penumpang dan barang dalam sistem

perkotaan   Balikpapan   dalam   konteks   ka.wasan   IKN   adalah   sebagai
berikut:

•   Bersamaan dengan menangkap peluang peran Balilapapan sebagai

otot  IKN  dan  juga  kota  ].asa,   Balikpapan  perlu  mengendalikan

perkembangan  kota  (co7rfuozzec! ztrbcm sproz#Z)  di  Balikpapan  Utara
dan   Balikpapan   Timur   yang   akan   menjadi   lintasan   utama
konektivifas dari IKN ke Balikpapan.

•   Jalur  kereta  api  regional  Trams  Kalimantan  perlu  diintegrasikan

dengan jalur kereta api perkotaan dan/atau jalur angkutan umum
massal    berbasis    jalan    (BRT)     di    dalam    Kota    Bahikpapan,
menghubungkan ke Bandara dan aktivitas rekreasi.
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•   Langkah mendasar adalah menentukan simpul-simpul utama yang
akan  menjadi  stasiun  dan  merencanaan  pengembangan  kawasan
berorientasi     transit     di     simpul-simpul     tersebut.     Kemudian
direncanakan rute-rute pengumpan dalam kota.

•   Memulai  perencanaan  dan  pengembangan  kota  berbasis  transit
dengan melakukan Zcmd bcfnke.7ig.

•   Mendorong  angkutan   barang  multimoda   (integrasi  moda  darat
melalui jalan tol/arteri dan kereta barang).

•    Untuk   mengendalikan   zt7ibcm   sp7ic{zuZ,   per.1u   pemisahan   antara

koridor    logistik    dengan    koridor    penumpang   yang    melintasi
Balikyapan   Timur   dan   Balikpapan   Utara.    Pemisahan   dapat
dilakukan secara spasial maupun temporal.
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BAB Ill
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab  ini  berisi  tentang penjabaran  visi,  misi,  tujuan  dan  sasaran
daerah,  strategi dan arab kebijakan,  serta progam prioritas daerah.  Visi
dan Misi pada dokumen RPJMD merupakan hasil visi misi kepala daerah
texpilih. Visi dan misi kemudian diturunkan dalam rumusan tujuan dan
sasaran daerah, serta mempertimbangkan isu strategis dan permasalahan
yang   sudah   dirumuskan  pada  bab   sebelu]rmya.   Untuk  mendukung
tercapaianya visi, nisi, tujuan, dan sasaran, maka dirumuskan strategi,
arah kebijakan, dan program prioritas pembangunan daerah secara lebih
operasional.

3.1    RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai Tahap I pelaksanaan RPJPD
Tahun 2025-2045

RPJMD  Kota  Balilapapan  Tahun  2025-2029  merupakan  dokumen

perencanaan pembangunan daerah jangka menengah yang memiliki peran
strategis  sebagai  Tahap  I  dalam  pelaksanaan  Rencana  Pembangunan
Jangka  Panjang  Daerah  (RPJPD)  Kota  Balikpapan  Tahun  2025-2045.
Periode ini menjadi fondasi awal dalam mewujudkan visi jangka panjang

pembangunan daerah yang telah ditetapkan untuk dua dekade ke depan.

RPJMD  Kota  Balikpapan  Tahun  2025-2029  sebagai  periode  awal

perencanaan   memiliki   arah   pembangunan   "Penguatan   Transformasi:
Balikpapan  Kota  Cerdas  dan  Kolaboratif'.  Arab  pembangunan  tersebut
dilaksanakan  melalui  penguatan  berbagai  aspek  pembangunan,  seperti

penin8katan    akses    pelayanan    dasar    pendidikan,    kesehatan    dan
perlindungan sosial, penguatan ekosistem sebagal superhub industri dan
jasa  serta  pengembangan  sektor  ekonomi  potensial,  peningkatan  tata
kelola pemerintahan yang lebih dinalnis dan kolaboratif serta peningkatan
kualitas   pelayanan,   peningkatan   kualitas   hukum   dan   demokrasi,

penin8katan layanan perkotaan telpadu berbasis teknologi, peningkatan
kualitas    sarana    dan    prasarana    pendukung    perekonomian    serta
memperkuat   sinergi   antara   perencanaan   dan   penganggaran   dengan
memperhatikan    aspek    tata    ruang    sebagai    modal    Pembangunan
berkelan].utan.

RPJMD    ini    juga    menjadi    instrumen    pengintegrasian    dan
sinkronisasi perencanaan sektoral lintas peran8kat daerah serta menjadi
acuan   dalam   penyusunan   kebijakan   anggaran,   guna   memastikan
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keterpaduan   dan   keberlanjutan   antar   tahap   pembangunan.   Dengan

pelaksanaan    RPJMD    2025-2029    yang    terencana    dan    partisipatif,
Pemerintah Kota Balikpapan menargetkan tercapainya pijakan awal yang
kuat  untuk  melanjutkan  pembangunan  pada  tahap-tahap  berikutnya
hingga     terwujudnya     Balikpapan     sebagai     kota     berdaya     saing,
berkelanjutan, dan berkeadilan pada tahun 2045.

Tabel 3. 1 Indihator Sasaran Visi RPOPD Rota Baukpapan Tahun 2025-2045

|\o
.   . - ]flitFT71lIIIII|  .   . - -i`B.Sasaran visi                                            t>              I                  a
Tahun 2029           Tahun 2045

1

Peningivtan perek®nomian dan pendapatan per]Eapita
1.   Laju Pertumbuhan Ekonomi 6,60-7,20 7,00-8,00

2.   PDRB per kapita
378,228-513,384

988,90-1.664,68
3.   Kontribusi PDRB terhadap Provinsi 17,8 21,99
4.    Kontribusi lndustri pengolahan Terhadap

49,76 58,82PDRB
5.    Persentase pekelja di sektor Jasa 78,57 82

2
Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan
6.    Tingkat Kemiskinan 1,73-1,80 0,04-0,18
7.     Rasio Gini 0,296-0,33 0,280-0,330

3
Peninghatan daya saing dan inovasi daemh
8.    Indeks Daya saing Daerah 3,90 4,30
9.    Indeks Inovasi Daerah 66 85

4 Peninghatan daya saing Cumber daya manusia
10.  Indeks Pembangunan Manusia 84'59 91,71

5
Penurtinan emisl Gas Rrmah Hhca (GRK) menuju net zero emission
11.  Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK 45,04 79,8
12.  Indeks Kualitas LinBkungan Hidup Daerah 72,48 75,22

Shrmher: RPUPD Kata Bdi:kpapan Ta:hal,n 2 025-2045

Indikator kinelja dan target yang telah ditetapkan pada sasaran visi
RPJPD      Kota      Balikyapan      Tahun      2025-20245      perlu      dikawal

pencapapaiannya      pada      setiap      tahapan      pelaksanaan      RPJMD.
Pengarusutamaan target kinelja sasaran visi tahap I yang telah ditetapkan
dalam  RPJPD  ke  dalam  RPJMD  Tahun  2025-2029  dapat  disesuaikan
dengan     memperhatikan     pendistribusian     target     indikator     makro

pembangunan serta dinamika di Kota Balikpapan.

3.2    RPJMD   Kota   Balikpapan   Tahun   2025-2029   sebagai
Integral Pencapaian Visi RPJMD Provinsi dan Nasional
Tahun 2025-2029

Visi RIUMD  Kota Balikpapari Tahun  2025-2029 yakni "Balikpapan
Kota Global Nyaman untuk Semua Dalam Bingkai Madinatul Imam" turut
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serta   dalam   mendukung   visi   Provinsi   dan   Nasional.   Visi   Provinsi
Kalimantan Timur pada RPJMD Tahun 2025-2029 yang berbunyi "Kaltim
Sukses Menuju Generasi Emas" dan nasional "Bersama Indonesia Maju,
Menuju  Indonesia  Emas  2045".  Visi  tersebut  diwujudkan  melalui  misi

yang  ditetapkan  pada  masing-masing  level   dalam  rangka  menjawab
permasalahan  serta tantangan  utama secara cepat,  tepat,  dan  terukur.
Berikut merupakan penyandingan nisi RPJMD Kota Balikpapan, Provinsi
Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2025-2029.
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Hisi RnJbD K®ta Balikpapan Hisi RPOHD Proutli Kalinantan Tiabur Hisi (Astaclta) Preallden
2025-ae29 2o25-ae29 cO25-cO29

NIsi 1 rmsi 4
Astacita 7Memperkuatreformasi politik,

Membangun dan Mengembangan hukum, dan birokrasi sertaMewujudkan Tata Kelola PemerintahanPemerintah yang Bersih dan memperkuat pencegahan danyang Balk, I+ofessional dan BerintegritasProfessional Berorientasi pada pemberantasan korupsi,Berbasis Teknologi InformasiPelayanan Maeyarakat narkoba, judi, danpenyelundupan

rmsi 2 REsi 3

Astacita 3Melanjuthanpengembanganinfrastrukfurdanmeningkatlranlapangankerja

Membangun dan Mengembangan Menin9katkan Pembangunan yang berkualitas, mendorong
Infrastruktur Terpadu yang Dapat Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan kewirauschaan,

Memenuhi Seluruh Kebutuhan Perekonomian, Pelayanan Publik dan mengembangan industri
Maeyarakat Balikpapan Kesehatan kreatif serta mengemban9ranagromaritimindustridisentraproduksimelaluiperanaktifkoperasi

msi3MembangundanMengembangkan
msi1

Astacita 4Memperkuatpembangunansumberdayamanusia(SDM) ,sains,teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasiolahraga,kesetaraarigender,sertapenguatanperanperempuan,pemuda(generasimflenialdangenerasiZ)danpenyandangdicabihitas

Kehidupan Sosial yang Kondusif Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang
untuk Mencipta]ran MaeyarakatyangSehatdanterdidik Unggul dan Sejahtera

msi4MengembanghanPerekonomianyangTumbuhBerkeadflanuntukSemua Msi2

Astacita 2Memantapkansistempertahanankeamanannegaradanmendorongkemandirianbangsamelaluiswasembadapangan,energi,air,ekonomieyariah,ekonomidirital,ekonomihijau,danekonomibiru

Astacita 5Mewujudkan Kalimantan Timur sebagal
Pusat Ekonomi Ban yang lnklusif Melanjutkan hilirisasi dan
Berbasis Indutrialisasi Komoditas mengemban8kan industri

Unggulan Daerah berbasis sumber daya alamuntukmenin8katkannilaitambahdidalamnegeri

Astacita 6Membangundaridesa dan daribawahuntukpert`mbuhanekonomi,pemerataanekonomi,danpemberaritasankendshian

Msi5 msi5 Astacita 1
Konsisten Menjaga Lingkungan Meninedcatlcan KuaJitas Kehidupari Memperkokoh ideologi
Hidup yang Sehat dan Nyaman Beragama, Penguatan Budaya dan pancasila, demokrasi, dan hak

untuk Semua Kearifan Lokal asasi manusia (HAM)
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msi6

Astacita 8Memperlfliatpenyelarasankehidupanyangharmoriisdenganlin8kungan,alam,danbudaya,sertapenin8katantoleransiatarumatberagamauntukmencapaimaeyarakatyangadildanmalmur

Mewujudkan Pembangunan Berwawasan
Lin8kungan yang Berkelanjutan

3.3    Vlsi, Mlsi, Tujuan, dan sasaran

3.3.1   Visl pembangunan Daerah

Visi  merupakan  rumusan  umum  tentang  keadaan  atau  kondisi
daerah  yang  akan  terwujud  pada  akhir  periode  pembangunan jangka
menengah  sebagai  hasil  pembangunan  selalna  lima  tahun.  Perumusan
visi  RPJMD  berdasarkan  visi kepala daerah teapilih.  Visi  Kepala  Daerah
Kota   Balikpapan   merupakan   landasan   utama   dalam   merumuskan
berbagai kondisi pendukung, baik pada level nisi, tujuan, sasaran, hingga

program  prioritas  daerah.  Adapun  visi  RPJMD  Kota  Balikpapan  Tahun
2025-2029 yaitu:

"Baltkpapcun Kota Global Ngcrman unfuk
Sem:ua Dalam Bingkal Madinatuz Irnan"

Visi  tersebut  mencerminkan  Kota  Balikpapan  sebagai  kota  maju
berperadapan  tinggi  yang  nyaman  dihuni  dengan   spriritualitas  yang
mewarnal seluruh aktifitas penduduk kota.  Dalam kallimat visi tersebut
terdapat tiga  kata kunci yaitu  kota global,  nyaman  untuk  semua,  dan
madinatul imam. Berikut penjelasan masing-masing dari kata kunci visi:

1.   Kota Global

Kota   global   merujuk   pada   kondisi   yang   mencerminkan   Kota
Balikpapan  yang  maju,  modem,  tangguh,  inovatif,  dan  setara  dengan
kemajuan kota besar yang ada didunia.  Kota global juga mencerminkan
kesinambungan pembangunan yang semakin progresif diberbagai bidang
seperti ekonomi, infrastruktur, sosial budaya, lingkungan, dan pelayanan

publik.  Kota Balikpapan sendiri memiliki posisi dan peran penting dalam
pembangunan regional, nasional, maupun global. Balikpapan mendukung
peran   pembangunan   wilayah    Pulau    Kalimantan   sebagai    Sztperhab
Ekonomi Nusantara untuk mendorong terciptanya pemerataan ekonomi di
kawasan   Timur   Indonesia.   Sebagai   Kawasan   Perkotaan   Besar,   Kota
Balikpapan  juga  memiliki   peran   besar  terhadap   pusat  perdagangan
barang dan jasa, serta industri yang ada di Provinsi Kalimantan Timur.
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2.  Nyaman untuk Semua

Nyaman    untuk    semua    mencerminkan    upaya    menciptakan
lingkungan,  layanan,  dan  kebijakan  yang  dapat  dinikmati  dan  diakses
oleh  semua kalangan tanpa memandang latar belakang,  fisik,  usia,  dan
status   sosial.   Nyalnan   untuk   semua   bertujuan   untuk   memastikan

pembangunan beljalan secara inklusif yang berfokus pada kenyamanan
dan  aksesibilitas  bagi  setiap  individu  dalaln berbagai  aspek  kehidupan.
Untuk semua juga merujuk pada realitas sosiokultural bahwa masyarakat
Balikpapan yang cukup heterogen dan multikultur, sehingga menjadikan
Kota  Balikpapan  sebagai  kota  milik  bersama yang  inklusif,  damai  dan
kondusif.

3.   Madlnatul Imam

Madinatul Iman merujuk kepada aspek spiritualitas yang mewamai
seluruh  aktivitas  penduduk  Kota  Balikpapan.  Sebagai  aspek  spiritual,
konsep  madinatul  iman  memiliki  lima  prinsip  Sebagai  aspek  spiritual,
konsep  madinatul  iman   memiliki  lima  prinsip  yaitu:   1)   Spiritualitas
menjadi   roh   dari   seluruh   kegiatan   masyarakat;   2)   Manusia  dengan
spiritualitas  menjadi  pusat  pembangunan;  3)  Seluruh  masyarakat  ikut
terlibat  aktif  dalam  perencanaan  dan  implementasi  rencana  kota;   4)
Transparansi  dalam  seluruh  kegiatan  masyarakat  dan  pemerintah;  5)
Kolaborasi/keljasama  lebih  diprioritaskan  daripada  kompetisi  disegala
aspek kehidupan.

Tabd 3. 2 Keselarasan Visi RELThfD, REtJMH, dan RE`JPD

»Baltkpapcm      Kota

Global          Ny cma;n
unfuk Serrun. Dalcm
Binghai     Mcrdha:twi
IrncmD

Baltkpapa;n      Nya:marl
unfui:k    Ser"u.a    2045:
Super:hah  lrid:ustri dcm
Jasa  gcmg  Mafu  dan
Berkelarrfulan  dengan
Serrangat      Mcidha:fu:1
JmarL

aKa|:incmlan
TY"r     Sukses
Mertufu
Generasi BrTus"

aBersarm
Iridonesia   Maju
Merunfu
Indonesia  ErTus
2045z'

Sitimber: Analtsis, 202 5

Visi  RPJMD  Kota  Balikpapan  merupakan  bagian  penting  untuk
mencapai Visi RPJPD  Kota Balikpapan,  Visi RPJMD Provinsi Kalimantan
Timur, dan RPJMN. Visi RPJMD Kota Balikpapan mendukung pencapaian
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visi jangka panjang Kota Balikpapan yang nyaman untuk semua 2045,
superhub industri dan jasa yang ma].u dan berkelanjutan dengan semanat
madinatul  imam.  Visi  RPJMD  Kota  Balilapapan  dalam  konteks  Provinsi
Kalimantan Timur mendukung terwujudnya visi Kalimantan Timur sukses
menuju generasi emas. Dalam konteks nasional, RPJMD Kota Balikpapan
mendukung  pencapaian  visi  Indonesia  Maju,  Menuju  Indonesia  Emas
2045.

3.3.2   Misi pembangunan Daerah

Kondisi  dan  cita-cita yang  telah  dirumuskan  melalui  visi  daerah
dicapal    melalui    berbagal    langkah    yang    perlu    dilakukan    dalam

pelaksanaannya.  Langkah-langkah yang pet.lu  dilakukan ini dituangkan
dalaln  bentuk  nisi  daerah  yang  akan  dilakukan  selama  lima  tahun
mendatang.  Dalam RPJMD Kota Balikyapan Tahun 2025-2029, terdapat
lima nisi besar yang memandu proses pembangunan daerah yang telah
menggambarkan empat dimensi utama pembangunan, yaitu: sumber daya
manusia,   ekonomi,   infrastruktur,   1ingkungan  hidup,   dan  tata  kelola

pemerintahan.  Berikut merupakan  penjelasan  dari  masing-masing nisi
pembangunan daerah selama lima tahun mendatang.

Misi 1: Membangun dan Mengembangkan Pemerintah yang Bersih dan
Professional Berorientasi pada Pelayanan Masyarakat

Misi   ini    bertujuan    untuk   menciptakan    pemerintahan   yang
transparan,   akuntabel,  dan  bebas  dari  praktik  Korupsi,  Kolusi,  dan
Nepotisme  {KKN).  Pemerintahan  yang  bersih  menjadi  landasan  utama
untuk  menin8katkan  kepercayaan  publik  terhadap  peme]intahan  Kota
Balikpapan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip integritas dan tata kelola

pemerintahan yang baik, setiap kebijakan dan prograln pemerintah dapat
beljalan  secara efektif dan  sesuai dengan kepentingan  atau kebutuhan
masyarakat.

Selain   itu,   profesionalitas   ASN   menjadi   aspek   penting   dalam
meningkatkan     kualitas     penyelenggaraan     pemerintahan     terutama

pelayanan   publik.    Hal   ini   dapat   dilakukan    melalui   peningkatan
kompetensi ASN, pemanfaatan TIK, dan peningkatan penerapan standar

pelayanan pemerintah daerah sehingga dapat memberikan layanan yang
lebih  cepat,  mudah,  efektif,  dan  efisien.  Dari  hal  tersebut  masyarakat
dapat  merasakan  kehadiran  pemerintah  yang  benar-benar  berorientasi
terhadap kesejahteraan masyarakat maupun kemajuan daerah.
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Berangkat   dari   hal   tersebut,   pemerintahan   yang   bersih   dan

profesionalitas   tidak   hanya   berkaitan   dengan   peningkatan   kineH.a
birokrasi semata, melainkan juga untuk memperkuat demokrasi lokal dari
keadilan sosial. Pemerintah dituntut lebih responsif terhadap kebutuhan
masyarakat   sehingga   akan   mampu   menciptakan   lingkungan   yang
kondusif bagi perekonomian daerah, stabilitas daerah, dan kesejahteraan
masyarakat  serta  malnpu  menciptakan  Kota  Balikpapan  yang  nyaman
untuk  semua.  Prasyarat  yang  dibutuhkan  untuk  mendorong  misi  ini
adalah   komitmen  yang  kuat  dan  kolaborasi   antar  pemerintah   dan
masyarakat yang semakin meningkat.

Misi 2:  Membangun dan Mengembangkan Infrastrtlktur Terpadu yang
Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Masyarakat Balikpapan

Misi "Membangun dan Mengembangkan Infrastruktur Terpadu yang
Dapat Memenuhi Seluruh Kebutuhan Masyarakat Balikpapan" bertujuan
untuk   memberikan   layanan   infrastruktur   terpadu   dan   menjangkau
seluruh wilayah yang  dapat diakses  oleh  masyarakat  Kota Balikpapan.
Infrastruktur terpadu meliputi pengembangan infrastruktur dasar wilayah
dan utilitas perkotaan yang menitikberatkan pada penyediaan air minum,

pengendalian     banjir,     pengembangan     konektivitas     berkelanjutan,
penyediaan   sarana   dan   prasarana   transportasi   massal,   penataan
pedestrian dan utilitas kota, pengembangan kawasan permukinan yang
layak huni, penataan kawasan kumuh, dan mewujudkan Kota Balikpapan
Teran8.

Pemerintah   Kota   Balilapapan   berupaya   untuk  mengembangkan
layanan infrastruktur yang menjangkau seluruh wilayah Kota Balikpapan,
sehingga mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Ketelpaduan
layanan    infrastruk±ur   diharapkan   mampu    memberikan    dukungan
terhadap    pengembangan    ekonomi,    perbaikan    kualitas    lingkungan,

peningkatan kehidupan  sosial masyarakat,  dan peningkatan tata kelola
pemerintahan    yang    balk    di    Kota    Balikpapan,    sehingga    mampu
meningkatkan daya saing kota.

Misi  3:   Membangun  dan  Mengembangkan  Kehidupan  Sosial  yang
Kondusif untuk Menciptakan Masyarakat yang Sehat dan Terdidik

I+u:rn:nsan "i:si "Mernba:ngu;n dan Mengembangkan Kehidapcm Sosial

ga:ng  Korrdusof unfuk Merwip±cdean Masgaraha± gang  Seha:i dci;n Terdidik"
bertujuan     untuk     memberikan     penekanan     terhadap     pentingnya
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menciptakan  lingkungan  sosial yang harmonis,  aman,  dan mendukung
kesejahteraan masyarakat. Kehidupan sosial yang harmonis dan kondusif
mencakup berbagal aspek, seperti toleransi antarwarga, ketertiban umum,
serta layanan publik yang inklusif,  merujtik pada keseimbangan  dalam

pemenuhan hak dan kewajiban individu di masyarakat.        Adanya
kondisi lingkungan sosial yang harmonis dan kondusif dapat mendukung
aktivitas  sehari-hari  Masyarakat  secara  lebih  nyaman,   berpartisipasi
dalam  peinbangunan,  serta  mengakses  berbagai  fasilitas  dan  layanan

publik  yang disediakan oleh pemerintah.
Selain itu,  misi ini juga memberikan  penekanan pada dua aspek

utama pembangunan yang menjadi indikator kesejahteraan masyarakat,
yaitu  kesehatan dan pendidikan.  Pemerintah  Kota Balikpapan berupaya
untuk  meningkatkan  fualitas  layanan  kesehatan  bagi  seluruh  lapisan
Masyarakat  secara  lebih  merata,  guna  mewujudkan  Masyarakat  yang
sehat   dan    sejahtera.    Pada   bidang   pendidikan,    pemerintah    Kota
Balilapapan  berkomitmen  untuk  menyediakan  akses  pendidikan  yang
merata  dan  berkualitas  guna  menciptakan  generasi  yang  cerdas  dan
berdaya  saing.  Dengan  adanya  masyarakat  yang  sehat  dan  terdidik,
diharapkan  pembangunan  Kota  Balkpapan  dapat  beljalan  lebih  efektif
dan  berkelanjutan,   sehingga  kesejahteraan  sosial  dan  ekonomi  Kota
Balikyapan semakin meningkat.

Misi  4:  Mengembangkan  Perekonomian  yang  Tumbuh  Berkeadilan
untuk Semua

Mengemban8kan  perekonomian  yang  tumbuh  berkeadilan  untuk
semua menjadi fokus pembangunan ekonomi yang menjamin pemerataan
kesempa.tan    ekonomi    bagi    seluruh    lapisan    masyarakat    di    Kota
Balilxpapan.    Pembangunan   ekonomi   daerah   tidak   hanya   mengejar

pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga memastikan seluruh penduduk
di   Kota   Bali]apapan   memberikan   kontribusi   terhadap   perekonomian
daerah dan mendapat manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut.

Pengembangan sektor industri dan jasa yang bemilal tambah tinggi
menjadi kunci pembangunan ekonomi yang berkeadilan yang diharapkan
mampu  menin8katkan kesejahteraan  masyarakat.  Secara lebih  spesifik,
UMKM,  IKM,  dan  ekonomi  kreatif akan  diarahkan  menjadi  pengungki.t

perekonomian Kota Balikpapan ke depan. Karakteristik UMKM, IKM, dan
ekonomi kreatif yang dapat diakses oleh siapa saja menjadi kunci dalam
mewujudkan  perekonomian yang  berkeadilan  untuk  semua.  Selain  itu,
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nilai tambah yang dihasilkan oleh ketiga kelompok ini dapat memberikan
7muztrpzi.er  ejrect  kepada  seluruh   lapangan  usaha  di  Kota  Balikpapan
sehingga produktivitas ekonomi daerah dapat meningkat.

Misi 5: Konsisten Menjaga Lingkungan Hidup yang Sehat dan Nyaman
untuk Semua

Misi ini merepresentasikan tekad untuk meningkatkan pengelolaan
lingkungan  hidup,  dengan  tujuan  agar  lin8kungan  tetap  teljaga  dan
lestari.  Muara  lebih  lanjut  lagi  darn  kondisi  tersebut yakni  lingkungan

yang  sehat  dan  nyaman  bagi  masyarakat  dan  berkontribusi  dalam
mendukung pertumbuhan  ekonomi yang berkelanjutan,  sehingga dapat
meningkatkan   kualitas   hidup   dari   masyarakat.   Dengan   demikian,
integrasi antara pelestarian lingkungan dan pembangunan daerah harus
dilakukan dengan bijak dan perencanaan yang matang.

Diantara aspek penting dalam menjaga lingkungan dalam pembangunan
daerah   adalah   mengurangi   pencemaran  yang   dapat  muncul   akibat
aktivitas   industri,   urbanisasi,   dan   eksploitasi   sumber   daya   alam.
Pencemaran  udara,  air,  dan  tanah  dapat  berdampak  buruk  terhadap
kesehatan masyarakat serta ekosistem secara keseluruhan.  0leh karena
itu,  kebijakan  yang  mengutamakan  keberlanjutan,  seperti  pengelolaan
limbah   yang   efektif,   penerapan   teknologi   ramah   lingkungan,   dan

pengurangan  emisi  karbon,  harus  diterapkan  secara  konsisten  dalam
setiap proyek pembangunan di Kota Balikpapan.

Keterlibatan  masyarakat  dalam  menjaga  lingkungan juga  sangat

penting.    Upaya   pelibatan   tersebut   ditempuh   melalui   peningkatan
kapasitas dalam menjaga lingkungan, diantaranya dalam bentuk edukasi
dan kampanye kesadaran lin9kungan, dengan harapan agar masyarakat
dapat memahami pentingrrya keseimbangan ekosistem dalam mendukung

pembangunan   yang   berkelanjutan.   I,ebih   lanjut   lagi,   pola   kinelja
kolaborasi  antar  pihak  perlu   dikuatkan  untuk  menjaga  lingkungan,
diantaranya melalui keljasama dalam mengadakan program penghijauan,

perlindungan daerah tan8kapan air, serta inisiatif yang mendorong gaya
hidup   ralnah   lingkungan   di   tingkat   lokal.   Dengan   lan8kah-1angkah
konkret   yang   mempertimbangkan   aspek   lingkungan   dalaln   setiap
keputusan   pembangunan,   kedepan   diharapkan   dapat   menciptakan
daerah  yang  maju  tanpa  mengorbankan  keseimbangan  alam,  sehingga
memberikan manfaat bagi generasi saat ini maupun yang akan datang.
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5  (lima)  niisi pembangunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-
2029   dirumuskan   telah   sejalan   dengan   6   (nisi)   RPJMD   Provinsi
Kalimantan Timur, 8 (delapan) Asta Cita RPJM Nasional, dan 8 (delapan)
nisi RPJPD Kota Balikapan.
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Tabel 3. 3 Keselarasan Misi RPJMD, RRJMN, dan RTJPD

.     .,,=.  i,;)    ,  ,,':.,     '/_I:.,

Misi  1
Misi 4 Astacita 7Memperkuatreformasi

Misi 3Mewujudkantransformasitatakelolapemerintahan

Mewujudkan Tata yang dinamis, inovatif, danMembangun dan politik, hukum, danKelola PemerintahanyangBaik, kolaboratif
Mengembangan birokrasi serta Misi 8Pemerintah yang Bersih memperkuatProfessional dan Mewujudkan keselarasandan Professional pencegahan danBerintegritas dan kesinanbunganBerorientasi pada pemberantasanBerbasis TeknologiInformasi pembangunanPelayanan Masyarakat korupsi, narkoba, judi,danpenyelundupan

Misi 4Mewujudkanstabilitas kotadandemokrasisubstansial

Misi 2Membangun danMengembanganInfrastrukturTeapaduyangDapatMemenuhi Misi 3

Astacita 3Melanjutkan
Misi 6

pengembangan Mewujudkan pembangunan
infrastruktur dan kota cerdas, terintegrasi dan

Meningkatkan meningkatkan lapangan berkeadilan
Pembangunan kelja yang berkualitas,

Infrastruktur Guna mendorong

Misi 7
Menunjang Kegiatan kewirausahaan,

Perekonomian, mengembanganSeluruh Kebutuhan Mewujudkan sarana danPelayanan Publik dan industri kreatif sertaM asyarckat Balikpapan prasarana terpadu,berkualitasdanramah1ingkunganKesehatan mengembangkanagromaritimindustri disentraproduksimelaluiperanaktifkoperasi

Misi 3Membangun danMengembangkan

Misi  1

Astacita 4Memperkuatpembangunansumberdayamanusia(SDM),salns,teknologi,

Misi  1
pendidikan, kesehatan, Mewujudkan transformasiKehidupan Sosial yang Mewujudkan Sumber

prestasi olahraga, sosial dengan membangunKondusif untuk Daya Manusia yang kesetaraan gender, manusia unggul danMenciptakanMasyarakatyangSehatdanterdidik Unggul dan Sejahtera serta penguatan peranperempuan,pemuda(generasimilenialdangenerasiZ)danpenyandangdisabilitas berdaya saing global

Misi 4

Misi 2
Astacita 2Memantapkansistem

Misi 2

Mewujudkan pertahanan keamanan
Kalimantan Timur negara dan mendorong

Mengembangkan sebagal FThsat kemandirian bangsa
Perekonomian yang Ekonomi Baru yang melalui swasembada Mewujudkan transformasi

Tumbuh Berkeadilan Inklu sir Berbasis pangan, energi, air, ekonomi berkelanjutan
untuk Semua Indutrialisasi ekonomi syariah,

Komoditas Unggulan ekonomi digital,
Daerah ekonomi hijau, danekonomibiru
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Astacita 5Melanjutkanhiljrisasidanmengembangkanindustriberbasissumberdayaalamuntukmeningkatkannilaitambahdidalam   Ine8eri

Astacita 6Membangundari desadandaribawahuntukpertumbuhanekonomi,pemerataanekonomi,danpemberantasankemiskinan

Misi 5KonsistenMenjagaLingkunganHidupyangSehatdanNyamanuntukSemua

Misi 5Menin8katkanKualitasKehidupanBeragama,PenguatanBudayadanKearizaliLokal
Astacita 1Memper.kokohideologipancasila,demokrasi,danhakasasimanusia(HAM)

Misi 5

Misi 6

Astacita 8Memperkuat

penyelarasan Mewujudkan ketahanan
kehidupan yang sosial budaya dan ekologi

Mewujudkan h-onis dengan yang b erkelanjutan
Pembangunan lingkungan, alam, dan
Beowawasan budaya, serta

Lin9kungan yang p eningkatan toleran si
Berkelanjutan atarumat beragamauntukmencapaimasyarakatyangadildanmakmur

SuTnbeT: Analisis, 2025

Rumusan   nisi   RPJMD   Kota   Balikpapan   dirumuskan   dengan
memerhatikan  rencana  Pembangunan  pada  dokumen  lainnya,  balk  di
level  daerah,  provinsi  dan  nasional.  Hal  ini  bertujuan  untuk  menjaga
sinergitas   pembangunan   antara   perencanaan   pembangunan   di   level
nasional, perencanaan Pembangunan di level FTovinsi Kalimantan Timur
dan   perencanaan   Pembangunan   jangka   panjang   Kota   Balilapapan.
Keselarasan   tersebut   untuk   kemudian   dijabarkan   ke   dalam   arah
kebijakan, strategi dan program prioritas pembangunan daerah.

3.3.3   Tqjuan dan Sasaran Pembangunan Daerah
'Thjuan dan sasaran RPJMD  merupakan penjabaran dari visi dan

misi pembangunan, serta menjawab dari isu strategis dan permasalahan

pembangunan daerah.  Tujuan  RPJMD  adalah  suatu kondisi yang akan
dicapai atau  dihasilkan dalam jangka waktu  5  (lima)  tahun.  Sedangkan
sasaran     RPJMD     merupakan     rangkalan     kinelja     berupa     hasil

penyelenggaraan   pembangunan   daerah   menuju   tercapainya   tujuan
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RPJMD.  Tujuan  dan  Sasaran  kemudian  dijabarkan  lebih  detail  dalam
rumusan outcome. Masing-masing tujuan dan sasaran memiliki indikator
kinelja  sebagai  alat  ukur  untuk  memastikan  kondisi  yang  diinginkan
dapat  terwujud.  Berikut  tnjuan,  sasaran,  dan  indikator  RPJMD  Kota
Bali]apapan tahun 2025-2029.
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T&bel 3. 4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Beserta lndihator RP.MD Kota BaliEprpan Tahun 2025-2029
Zct in Z| , , , I ,,|La Tujuan RE L=13 , H 1' , Indikator =f7tTh , , , ( .-iz,I,LE!

-                                           (`` -                 `-`,         ,

I   .-Ifl,,,I, Zt=lra-|=tl'.  .,

2.025 8PLF® -     2027 2028     - 1,  LL, -®1®

(1' '2) 13' '4) '5' (6) 17' 18' '8' 191 '101 (Ill
Kota GlobalNyananuntukSemua Perekonoriandaerahyangtumbuhberkeadilandanmenyejahterakan LPE 3'23 4,75 4,95 5,15 5,35 5,55 5,75

Tin8kat Kenriskinan 2,23 2,20 2,10 2,01 1,91 1,82 1,72

Indeks Girri 0'324 0,310 0,304 0,298 0'291 0,285 0'279
MeningkatnyaFhoduktivitasPerekononrianDaerahyangBerkelanjutan PDRB Per Kapita

214,11 225'56 ZfrR',JTJ 301,894 340,061 378,228 416,395

Persentaseperfumbuhan PDRBsektorjasa
8,08 8,23 8,38 8,53 8,68 8,83 9,00

Tingkat Irfusi
1,1 2,50±1 2,50±1 2,50±1 2'50±1 2,50±1 2'50±1

DukunganinfrastnLkrmyangberhialitas Indeks KuafitasLayananInfrastrurfur
74,03 75,88 77,78 79',J2 81,72 83,76 85,77

Menururmyapengangguran TindrtPengangguranTerbuka
6,22 6'12 5,94 5,75 5,57 5,38 5,20

Menin8katnyakondusivitasdanpedindungansosialmaayarakat Indeks KetenteramandanKetertiban

70,61 77,58 81'06 84,55 88'03 91,52 95,00

Lingkungan yangberkuafitasdanberketahananiklim Penu"nanintensitasemisi GRK
11,20 24,84 38,99 41,02 43,05 45,04 47,25

Menin8katnyakuahiasfrorfunEan Indeks KualftasLin8kunganHidup
68,40 71,80 71,97 72,14 72,31 72,48 72,65
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=qFT=  ,,,I,Visi I ut I I , r= , , I =1 C , H , , Tmnml,) =f-,,,1^-2I,rtl -.  :I              --  ,, - ,    -1    ,

.   ..Ifl,t,,,
-                                  \-A                   `

Zf=l(al=,,I.  .,

2o2g     ,--2LO,2i5 ©®-- 2027 H,I,

(1) (2) '31 14' '5' '6' (7' 18) (8) 19) 110' (11)

hidup

Meningkatnyaketangguhanterhadapbencana Indeks RisikoBencana
101,43 loo,36 99,29 98,22 97,15 96,08 95'00

MadinatulImam SDM Balikpapanyangberkuafitas IndeksPembangunanmusia
82,62 82'87 83,22 83,56 83,91 84,25 84,60

SDM yangcerdasdansehat
Rapor pendidikan 79,40 81,70 82,93 84,70 86,47 88,23 90,00

IndeksPembangunanLiterasiMaayarakat
15,33 16'29 17,31 18,39 19,54 20,76 22,06

Usia Harapan Hidup 75,87 75,94 76,00 76,23 76,47 76,J0 76,94

Maryarakatyangharmorrisdaninklusif
Kejadian KonflikSARA 0 0 0 0 0 0 0

Indeks KetinpanganGender
0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15

Terpenuhinyakebutuhanpanganyangberkuafitas Indeks Ketah-Pangan
91,23 91,86 92,49 93,12 93,74 94,37 95'00

Tata kelolapemerintahan danpelayananpubtikyangberkuafitas Indeks ReformasiBirokrasi

78,28 78,40 78,52 78,64 78,J6 78,88 79,00

Meningkatnyatatakelolapemerintahanyangbersindan Nilai AKIP

69,06 69,40 69'74 70'08 70,42 70,77 70,94
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Zfl FT I, , , , I *Visl _ 1[ , 1 I , r= , ,
RE L+i , |r: , , Indikator =f-,,,I-H,r2£- .--                                               `(          I.`.

•   .-Ifl,I,,, Zf= `al f=1 -, , --  .,

20,25 -,.-`--,?9,2§-,---..- 2027 2028----- __q,I,+,
(11 (2' 13' 14) '5' 16' (7' 18' 18' '9' (10' (Ill

ahatabel Indeks PengelolaanKeuanganDaerah
82,07 82,89 83'73 84,57 85,42 86,28 87,15

Indeks Integritas

N/A 77,5 78,2 79 79,7 80,5 81,2

Pelayananpublikyangsemakinprinadanadaptiftransfomasidigital Indeks KepuasrmMasyarakat

84,93 85,62 86,32 87,03 87,74 88'46 89,18

Indeks SPBE
3,96 3'85 3,91 3,97 4,02 4'08 4'14

Sumber: Aria,lists, 2025
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3.4    Strateg±, Arab Kebijakan, dan prograln prioritas pembangunan
Daerah

Bab  ini  menjelaskan  berbagai  lan8hah  yang  akan  diambil  oleh

pemerintah   untuk   mewujudkan   visi,    nisi,    tujuan,    dan    sasaran
pembangunan jangka menengah, sebagaimana telah dijelaskan pa.da bab
sebelumnya. Upaya tersebut dirancang untuk mencapai target dalam lima
tahun ke  depan melalui strategi  serta kebijakan pembangunan  daerah.
Secara garis besar,  bab ini mencakup tiga aspek utama, yaitu tahapan

pembangunan RFUMD,  strategi dan kebijakan arah pembangunan,  serta
program prioritas pembangunan daerah.
3.4.1   Strategi penahapan pembangtinan RPJRED

Penahapan pembangunan RPJMD merupakan bagian dari strategi
dalam RPJMD. Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif
berisikan   langkah-langkah/upaya  yang   akan   dilakukan   diantaranya
berupa optimalisasi sumber daya,  penahapan pembangunan,  lokus dan

penentuan  program  prioritas  dalam  menghadapi  lingkungan  dinamis
untuk   mencapal   tu].uar/sasaran   RPJMD.   Penahapan   pembangunan
sendiri   merupakan   prioritas   pembangunan   tahunan   dalam   rangka

pencapaian   tujuan   dan   sasaran   kepala   daerah.   Adanya   tahapan
pembangunan  akan  menciptahan  sinergi  antara  perencanaan  jangka
menengah dan tahunan. Tahapan pembangunan RPJMD Kota Balikpapan
Tahun  2025-2029  akan  menjadi  dasar  dalam  menentukan  tema  dan

prioritas  pembangunan  setiap  tahunnya.  Berikut  merupakan  tahapan
pembangunan jangka  menegah  Kota  Balikyapan  selama  periode  2025-
2029.
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®

2026
Pemantapan
Fondasi
Pembangunan

a#g,afaKnogta
nyaman umuk
SemLl@

®
®
2027
Peningkatan

::::kn!:#::
berbasis SDM
berkarakter,
ekonomi
bemilai
tambeh,
infrastruktur

:::egg:ihopaan
inovatif

®
2028
Akselerasi
kota nyaman
untuk semua
berbasis SDM
berfualitas,
ekonomi
bemilai
tambah'
infrastruktur
ramah
]ingkungan,
dan tata kelola
kolaboratif

2029
Peningkatan

#eynaui#8ta
global
berbasis SDM
unggul,
ekonomi dan
infrastruktur
berkelanjutan,
serta tata
kelola adaptif

Perwujudan
kota global
yang nyaman
untuk semua

Gambar 3. 1 Penahapan Pemtiapgunan Rpl"D Rota Bali]EpaparL Tahun 2025-2029

Tahapan   pembangunan   RPJMD   Kota   Balikpapan   memiliki   tema

pembangunan   setiap  tahunnya.   Tema  tersebut  selaras  dengan   tema
periode  pertama  RPJPD  Kota  Balikpapan  2025-2029  yaitu  penguatan
transformasi,   Balikpapan  kota   cerdas  dan   kolaboratif.   Adapun   tema

pembangunan per tahun pada RPJMD Kota Balikpapan yaitu:

•   Tahap   1   tahun   2026,   Pemantapan   F`ondasi   Pembangunan

sebagai Kota Global yang nyaman untuk semua
•   Tahap 2  tahun 2027,  Peningkatan kota nyaman untuk semua

berbasis     SDM     berkarakter,     ekonomi     bernilai     tambah,
infrastruktur tangguh dan tate kelola inovatif

•   Tahap  3  tahun  2028,  Akselerasi  kota  nyaman  untuk  semua

berbasis     SDM     berkualitas,     ekonomi     bemilai     tambah,
infrastruktur ramah lingkungan, dan tata kelola kolaboratif

•   Tahap  4  tahun  2029:  Peningkatan  daya  saing  menuju  kota

global    berbasis    SDM    unggul,    ekonomi    dan    infrastruktur
berkelanjutan, serta tata kelola adaptif

3.4.1.1 Lohs Pembangtman Wilayah

I.okus pembangunan wilayah merupakan bagian dari strategi yang
memiliki   peran   penting   untuk   memandu   pembangunan   kewilayahan
secara lebih  komprehensif.  Lokus pembangunan wilayah dapat merujuk

pada  beberapa  arahan  yang  ada  pada  dokumen  perencanaan  lainnya
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seperti  dokumen  RPJMN  (lampiran  IV),  dokumen  RTRW  dan  program

prioritas kepala daerah terpilih. Berikut merupakan lokus pembangunan
wilayah  berdasarkan  highlight  indikasi  intervensi   RPJMN  di   Provinsi
Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.

Tabel 3. 5 Hlghl|ght lndihasi lntervensl RPUMN 2025-2029 iLlituk PembangTLnan
Prowlnsi K_a±!mantan Tlmur

Kawasan Superhub
Ekonomi Ibu Kota
Nusantara
A2: Kota Samarinda
A3: Kota Balikpapan
A4: Kota Bontang
A5: Kabupaten
Penajan Paser Utara
A6: Kabupaten Kutai
Kartanegara
A7: Kabupaten Kutai
Timur

Pengembangan   kawasan   superhub   ekonomi   di
wihayah   sekitar   lbu   Kota   Nusantara,   melalui:
1.      Pembangunan      sarana     dan     prasarana
pendukung  dengan  output:  pembangunan  SPAM
Regional Kalimantan Timur
2.   Pengembangan  klaster  pariwisata  di  wilayah
sekitar   Ibu    Kota   Nusantara   dengan   output:
Pengembangan objek wisata desa dan perdesaan,
penerapan  pariwisata  berkelanjutan  di  destinasi
pariwisata, desa wisata di wilayah destinasi 11 yang
terpadu,   serta   fasilitasi   peningkatan   kapasitas
SDM  pengelola  destinasi  di  wilayah  destinasi  11,
serta  event  Meeting,  Incentive,  Convention,  and
Exhibition (MICE) dalam negeri yang didukung
3.    Pengembangan   klaster   ekonomi   kl.eatif   di
wilayah   sekitar   Ibu   Kota   Nusantara   dengan
output:         Kabupaten/ Kota         Kreatif        yang
dikembangkan,   penguatan   ekosistem   pemampu
ekonomi    kreatif,    penguatan    ekosistem    film,
animasi,  video,  dan  musik,  penguatan ekosistem
fesyen  dan  kriya,  penguatan  ekosistem  aplikasi
dan gin,  penguatan ekosistem kuliner,  pefatihan
SDM   ekonomi   kreatif,   sertifikasi   SDM   bidang
ekonomi     kreatfi,      serta     edukasi     kekayaan
intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif,  inkubasi
produk kreatif subsektor film, animasi, dan video
serta music
4. Pengembangan kawasan peruntukan industri di
wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara
5.    Pengembangan    dan    peningkatan   jaminan
ketersediaan  bahan  baku  yang  terstandardisasi
pada agroindustri hihir kelapa  sawit dan rumput
faut untuk peningkatan produktivitas sektor hulu,
dengan  output:  kriteria  standar  Crude  Palm  Oil
(GPO)  untuk  peningkatan  kualitas  bahan  baku
industri   kelapa   sawit,   fashitasi   investasi   hilir
kelapa    sawit,    penguatan    standarisasi    untuk
hilirisasi   sawit,   pengembangan   industri   bahan
bakar  terbarukan  generasi  kedua   (HVO/SAF`   -
hydrogenated   vegetable   oil/sustainable   aviation
fuel) berbahan baku technical oil, promosi produk
dan      perkebunan      sawit      Indonesia      yang
berkelanjutan      terutama      di      luar      negeri,
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|`LT|- in Fz7tm :zTm[ H L: Highlight Indikasi Intervensi
peningkatan   kapasitas   produksi   rumput   laut
kering,    promosi    produk    rumput    hut    skala
intemasional,  pengembaangan  skema  pen].ualan
petani   ke   pabrik   pengolahan   melalui  platform
digital yang  meningkatkan  harga jual di  tingkat
petani dan pengadaan asuransi pertanian

6.   Penguatan   serta  peningkatan  teknologi  dan
movasi  yang   terstandarisasi   di   industri   dasar
(kimia  dasar  dan  logam  dasar),  dengan  output
rekomendasi  dan  regulasi,   fasilitasi  percepatan
pembangunan     industri     petrokimia     berbasis
minyak bumi,  fasilitasi percepatan pembangunan
industri  petrokimia  berbasis  gas  bumi,  fasilitasi
investor dalam rangka pembangunan fashitas coal
fo    ammo".cz   di    Kutai    Timur,    pendampingan
implementasi  sektor  industri,  gasifikasi batubara
di     Kutai     Timur,      rekomendasi     percepatan
peningkatan         nilai         tambah         batubara,
pengembangan dan pembangunan kflang minyak
bumi      (Kilang      Ba]ikpapan),      pengembangan
Lapangan     Gendalo,     Gandang     dan     Bangka
(Indonesia  Deepwater  Development  Project/IDD),
percepatan   pelaksanaan   kegiatan   penyimpanan
karbon dan penyediaan serta permintaan produk
turunan
7.     Penguatan    rantai    pasok    dan    jaminan
ketersediaan   bahan  baku/penolong   di  industri
padat karya terampil (makanan, minuman, tekstil
dan produksi tekstil (TFT) dan alas kaki), dengan
output:    penyusunan   data   s«ppzg-c!emczrid   dan
tingkat komponen dalam negeri industri kecil pada
sektor tekstil, kulit dan alas kaki
8. Peningkatan adopsi teknologi dan pemanfaatan
riset/inovasi padat karya terampil, dengan output:
pendampingan penerapan industri 4.0 pada sektor
minuman,  hasil tembakau,  serta bahan penyegar
dan    penerapan    making    Indonesia   4.0    pada
Industri   Kecil   Menengah   (IKM)   pada   industri
aneka dan IKM kimia, sandang dan kerajinan
9.  F`asilitasi  pengembangan  industri  padat  karya
terampil,  dengan  output:   pengembangan  sektor
industri aneka, 1ayanan pemberdayaan penyuluh,
rekomendasi      kebijakan      penumbuhan      dan
pengembangan  industri  tekstil,   kulit,   dan  alas
kaki serta layanan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
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No }        Lokasi prioritas Highlight Indikasi Intervensi
10.  Peningkatan produksi pangan nabati,  dengan
outpur:  alat dan mesin pertanian pra panen sub
sektor tanaman pangan dan holtikultura
11.  Peningkatan dan pemeHharaan jalan nasional
selta     konektivitas     infrastruktur     penunjang
1ogistik, dengan output:  preservasi pada sejumlah
jalan/jembatan koridor logistic
12.  Pembangunan dan pengembangan pelabuhan
laut, dengan output: pengembangan pelabuhan
13.   Optimalisasi  dan  peningkatan  layanan  dan
prasarana         bandara ,         dengan         o utput:
pengembangan  Bandara  Sultan  Aji  Muhammad
Sulaiman  Sepinggan  (Kota  Balikpapan),  Bandara
Aji     Pangeran     Tumenggung     Pranoto      (Kota
Samarinda) dan pengembangan Bandara Ibu Kota
Nusantara (Kabupaten Penajam Paser Utara)
14. Pembangunan jalan nasional akses perbatasan
untuk   pengembangan   pertumbuhan   ekonomi,
dengan    output:    pembangunan   jalan    koridor
1ogistik Tering-I+ong Bagun 5
15.   Pengembangan   transportasi   berkelanjutan,
dengan  output:  pengembangan  angkutan  massal
berbasis  jalan   di   kawasan   perkotaan   dengan
skema pembelian layanan BTS (B{ts the Serz/I.ce) di
Kota Bahikpapan

2. Pembangunan Pembangunan            Perkotaan            Non-Wilayah
Kawasan Perkotaan Metropolitan    melalui    Pembangunan    Kawasan
Besar Samarinda dan Perkotaan   Besar   Samarinda   dan   Balikpapan,
Balikpapan dengan output:  bantuan PSU bidang perumahan,
A8: Kota Samalinda pembinaan,    dan    pengawasan    pengembangan
A9: Kota Bampapan sanitasi,   bantuan  pembangunan  rumah  susun

hunian ASN/TNI/POLRI, pemugaran permukiman
kumuh,      peremajaan      permukiman     kumuh,
pelmukiman     kembali     permukiman     kumuh,
bantuan      pembangunan      rumah      swadaya,
bimbingan  teknis  peningkatan  kapasitas  dalam
penanganan  pengungsi,  penyusunan  masterplan
pengembangan   dan   penataan   kawasan   yang
mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan
secara telpadu untuk kota besar (Samarinda dan
BaHkpapan),   penataan   kawasan   prioritas   pada
Kota Samarinda (Blok Teras Samarinda-Zona Kota
Tua) , pembangunan fasilitas pendidikan politeknik
pariwisata    di    Samarinda    untuk    mendukung
pengembangan pariwisata di IKN dan sekitamya,
serta  penyediaan  rumah  murah  bersanitasi  balk
bagi  yang  membutuhkan,  terutama  masyarakat
beapenghasilan  rendah  (MBR)  termasuk  generasi
milenial dan dan generasi z.

Sumber: RPJMN 2025-2029
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Lokus pembangunan wilayah di Kota Balilapapan tidak hanya yang
termuat dalam  Highlight Indikasi InteIvensi RPJMN  2025-2029,  namun

juga  terdapat  pada  arab  kebijakan  per  transformasi  yang  sebelumnya
tertuang dalam dokumen RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045. Arah
kebijakan transformasi Kota Balikpapan mengacu pada lampiran Buku 11
SEE   tentang   Sistematika   Penulisan   RPUPD    2025-2045    dan   Arah
Kebijakan   Provinsi   Kalimantan   Timur.   Arah   kebijakan   transformasi
merupakan  bentuk  operasionalisasi  dari  arab  kebijakan  transformasi
sosial,   transformasi  ekonomi,   transformasi  tata  kelola  dan  landasan
transformasi.    Arah    kebijakan    transformasi    dijalankan    sepanjang

pembangunan jangka panjang tahun  2025-2045  berdasarkan  kerangka
kelja di dalam arah kebijakan  setiap periode.  Berikut merupakan  arah
kebijakan   pada   periode   satu   dalam   kerangka   penguatan   fondasi
transformasi.
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Tabel 3. 6 Lofus Pembangpnan Wllayah I.erdasarhan Arab Kebijalran T[ansformasl Rota Balikpapan Tahun 2025-2029

rransformasi-1\I, :YET I :ta BTn :« . . Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi Lokus

Transformasisrosial

1
Perluasan upaya promotifdanpreventifkesehatan Perluasan       upaya       promotif-preventif       ke se hatan       melalui Seluruh   kecamatan,

pembudayaan   perilaku   hidup   bersih   dan   sehat   (PHBS)   dan seluruh    puskesmas
penguatan peran layanan kesehatan primer dan posyandu

2
Penuntasan stunting dan

Penuntasan     stunting     di     semua     kecamatan,     peningkatan

Seluruh kecamatan
pengendalian  dan  penanganan  penyakit  menular  (HIV,  TBC,  du)

eliminasi               penyakit melalui    pendekatan    integrasi    multisektor,    serta    percepatan
menu far dan tropis eliminasi  penyakit  malaria  melalui  rekayasa  lingkungan  habitat

vektor

3

Pemenuhan                  dan Pemenuhan dan  pemerataan jumlah  tenaga  medis dan kesehatan

Seluruh    puskesmasdanrunahsakitpemerataan        kuantitas pada   layanan   kesehatan   sesuai   standar,   peningkatan   tenaga
maupun  kualitas  tenaga kesahatan  spesialis,   penin9katan  kompetensi  kesehatan  melalui
medis     dan     kesehatan pemberian insentif, beasiswa pendidikan kedokteran,  perawat,  dan
berkelanjutan profesi kesehatan lainnya

4
Pemerataan              akse spelayanankesehatanyangberkualitas

Pemerataan    akses    pelayanan    kesehatan    berkualitas    mefalui
Kecamatanpelayanan  yang  disertal  inovasi  pelayanan  berbasis  kewilayahan

dan  teknologi  serta  penguatan  ke                kesehatan,  penguatan Balikpapan       Timur
kesehatan,    serta   peningkatan   cakupan   kepesertaan   I.aminan dan           Kecamatan
kesehatan;   Ketahan   kesehatan   (farmasi,   alat   kesehatan,   dan Balikpapan       Barat,
surveilance/ke                 terhadap   krisis   kesehatan/bencana   non Puske smas               di
alam);  Transformasi  ketahanan  teknologi  kesehatan;  Pembiayaan Sepinggan
kesehatan.
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5
Percepatan  wajib  belajar13tahun

Percepatan  wajib  belajar  13  tahun  (1  tahun  prasekofah  dan  12

Seluruh kecamatan
tahun    pendidikan    dasar   dan    pendidikan   menengah)    untuk
meningkatkan    rata-rata   lama    sekolah   dan   kualitas    melalui
perluasan  akses  Pendidikan  dini dan  Pendidikan  dasar  (Regufasi,
kelembagaan, SDM, sarana prasarana)

6

Pemerataan  akses  dan
Pemerataan akses dan kualitas antar satuan pendidikan balk

Seluruh kecamatan

sekolah    negeri    maupun    swasta    melalui    pengembangan
kualitas   antar   satuan kualitas    SDM,    sarana    prasarana,    pendidikan    berbasis

pendidikan kewilayahan    dengan    tingkat    keberkeljaan    tinggi,    dan
kelembagaan kelja sama antar satuan pendidikan

7
Peningkatan     partisipasipendidikantinggi

Peningkatan  kualitas  dan  partisipasi  pendidikan  tinggi  melalui

Seluruh kecamatan

pengembangan  maupun  pembukaan  baru  perguruan  tinggi
serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi Science, Technology,
Engineering,   Art,   and   Math   (STEAM)   yang  sesuai  dengan
komoditas   unggulan   wilayah   dan   potensi   pengembangan
ekonomi    daerah,     khususnya    program     studi     Science,
Technology, Enginerring, Art, Mathematic (STEAM)

8
Perkuatan   pengelolaanpendidikdantenaga

Perkuatan   pengelolaan   pendidik  dan   tenaga  kependidikan
SelurLih kecamatanmelalui  peningkatan  kualitas  dan  kompetensi  pendidik  dan

tenaga    kependidikan    yang    modem    dan    adaptif,    serta
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kependidikan pemenuhan    ketersediaan    tenaga    pendidik    dan    tenaga
kependidikan,  serta  peningkatan  proporsi  dosen  kualifikasi
Strata-3

9

F`asilitasi   pengembanganmaupunpembukaanperguruantinggibanidanprogramstudiberstandarinternasionalberbasisrisetdanbidangkeilmuankhusus

Fasilitasi   pengembangan   maupun   pembukaan   baru   perguruan Kecamatan
tinggi dan program studi berstandar intemasional berbasis riset dan Balikpapan       Timur
bidang  keilmuan  khusus  sesuai  klaster  ekonomi  potensial  nasa dan           Kecanatan
depan melalui kemitraan bersama perguruan tinggi globa Balikpapan Utara

10
Penyed iaan           afimasi Penyediaan afirmasi akses pendidikan melalui pemberian beasiswa,

Seluruh kecamatanakses pendidikan penggunaan sistem pembelajaran jarak jauh dan pemanfaatan TIK

11
Penguatan               literasimasyarakat

Penguatan    fiterasi    masyarakat    melalui    program    pendidikan,

Seluruh kecamatan
pelatihan,  penyediaan  akses  buku  dan  sumber  informasi  pada
perpustakaan    dan     taman    baca    masyarakat,     pemanfaatan
digitalisasi,  kampanye  literasi  dan  penyediaan  sarana  prasarana
pendukung
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12
Pengentasan   kemiskinandankemiskinanekstrem

Pengentasan  kemiskinan  dan  kemiskinan  ekstrem  dilaksanakan

Seluruh kecamatan

secara   kohaboratif   melalui   perlindungan   sosial   adaptif   yang
didukung data akurat penerima manfaat menjangkau seluruh
penduduk  rentan  terutama  kelompok  marginal,  pemenuhan
cakupan     kepesertaan    jaminan     sosial     ketenagakeljaan
khususnya  bagi  pekelja  bukan  penerima  upah  dan  rentan
maupun perlindungan pensiun  bagi lansia miskin  dan  tidak
mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas
yang    dilaksanakan    secara    terintegrasi    antara    program
perlindungan  sosial  daerah  dengan  program  pemberdayaan
ekonomi,     program    peningkatan    infrastruktur,     program
ketenagakeq.aan, serta program peningkatan akses pendidikan
dan kesehatan.

13

Membangun    lingkungan
Membangun  lingkungan  yang  inklusif bagi  penduduk  lansia  dan

Seluruh kecamatan
penyandang   disabilitas   melalui   pemberian   perlindungan   sosial,

yang        inklu sif        bagi pemberdayaan ekonomi, perluasan akses bekelja pada sektor formal
penduduk     lansia     dan dan   informal   untuk   penyandang   disabilitas   serta   pemenuhan
penyandang disabilitas sarana dan prasarana infrastruktur ramah lansia dan penyandang

disabilitas

14

Pemenuhan perlindungansosialdanpemberdayaanekonomibagiseluruhmasyarakat Pemenuhan perlindungan sosial dan  pemberdayaan ekonomi
Seluruh kecamatanbagi seluruh masyarakat (termasuk pekelja sosial profesional)

melalui akses perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi



- 274 -

rransformasi   i-1\I, Arah Kebijakan Penjelasan Arah Kebijakan Transformasi Lokus

yang    terintegrasi,     komprehensif,    dan    inklusif    dengan
memanfaatkan   data   sosial-ekonomi   masyarakat   berbasis
individu  yang  diperbaharui  secara  berkala,  terutama  untuk
daerah 3TP.

15
Pengembangan   teknologidankualitassumberdayakonstruksi.

'Pengembangan  teknologi  dan  kualitas  sumber  daya  konstruksi

Seluruh kecamatan

dilaksanakan     melalui    diantaranya     sertifikasi     tenaga     kelja
konstruksi,    pengembangan    media/sarana    untuk    peningkatan
kapasitas    tenaga    kelja    konstruksi,    serta    pemanfaatan   dan
dukungan    pengembangan    teknologi    jasa    konstruksi    untuk
mendukung penegakan standar keandalan bangunan.

Transfomasi 16

Pembangunan             dan

Pembangunan   dan   pengembangan   daerah   mitra   IKN   untuk

Seluruh kecamatan

mendukung     superhub     ekonomi     IKN     dilaksanakan     melalui
optimalisasi   keunggulan   komparatif  wilayah,   penguatan   rantai

pengembangan       daerah pasok   dan   rantai   hilai   dengan   memastikan   kelancaran   arus
mitra         IKN         untuk barang/jasa  dari  pusat  produksi  menuju  kawasan  industri  dan

Ekonotni mendukung       superhub outlet,  mengoptimalkan nilai tambah melalui hilirisasi,  penguatan
ekonomi IEN struktur   ekonomi   yang   berkelanjutan,    efisiensi,    inovasi   dan

pemerataan pembangunan,  yang  menggerakkan  aktivitas ekonomi
maju dan berdaya saing.

17
Pembangunan             dan Pembangunan   dan   pengembangan    kawasan-kawasan   industri Kawasan        Industri
pengembangan  kawasan- berteknologi tinggi dan  berkelanjutan  berbasis  komoditi unggulan Kariangau,    Somber,
kawasan               industri dilaksanakan melalui pembangunan dan pengembangan superhub Teritip,                  1. 029
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berteknologi    tinggi    dan ekonomi IKN dan kawasan industri lairmya (Kecamatan
berkelanj utan      berbasis Balikpapan       Barat,
komoditi unggulan Bahipapan       Utara,BaHkpapanTimur)

18
Pengembangan     industri

Pengembangan    industri    hijau    bemi]ai    tambah    tinggi    dan Kawasan        IndustriKariangau,Somber,Teritip,1.029

berkelanjutan    dilak                   melalui    pengembangan    industri
biokinia pangan, bioprospeksi/bioekonomi, herbal, nutrisi, industrihijau     bemilai     tambah (Kecamatanfarmasi  maju,  industri  kendaraan  listrik  dan  bioteknologi  untuktinggi dan berkelanjutan Bampapan       Barat,BalikpapanUtara,BampapanTimur)meningkatkan   nilai   tambah   dan   kompleksitas   industri   yang
didukung dengan ketersediaan bahan baku yang memadai

19

Percepatan
Percepatan    pengembangan    industri    strategis    berbasis    sektor Kawasan        IndustriKariangau,Somber,Teritip,1.029(KecamatanBalikpapanBarat,BalikpapanUtara,BalikpapanTimur)

ekonomi  eksisting  dilaksanakan  melalui  penguatan  rLilai  tambah
pengembangan     industri industri strategis, pengembangan industri yang memiliki kontribusi
strategis  berbasis   sektor besar  bagi  peningkatan  kesejahteraan  rakyat,   menguasai  hajat
ekonomi eksisting hidup orang banyak, dan meningkatkan nilai tambah sumber daya

alam strategis

20
Pengembangan     industri

Pengembangan  industri  energi  terbamkan  dilaksanakan  melalui
Kawasan        Indu striKariangau,Somber,

pembangunan dan pengembangan industri panel surya,  bioenergi, Teritip,                  1. 029
energi terbarukan hidroelektrik dan industri energi terbarukan lairmya,  dalam upaya (Kecanatan

mendukung percepatan transisi energi Bampapan       Barat,BalikpapanUtara,
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Bahikpapan Timur)

21
Penguatan          cadangan

Penguatan    cadangan    pangan    melalui    penguatan    keljasama,

Seluruh kecamatanpenyediaan    infrastnikur    pergudangan,    pengembangan    urbarL
Pan8an /arming,  peningkatan investasi dan inovasi di sektor pangan serta

optimalisasi Perumda berbasis pangan

22
Pengembangan   destinasiwisatapotensial

Pengembangan  destinasi  wisata   potensial  dflaksanakan   melalui

Seluruh kecamatan

penetapan destinasi super prioritas seperti Derawan dan sekitamya,
pengembangan    eco-tourism    kelas    duria   berbasis   aset   alam
(telmasuk  menjadi  global  geopark)  dengan  pelibatan  mitra  lokal
untuk   meningkatkan   nilai  tambah   pariwisata  dan   penyerapan
tenaga kelja seperti ekowisata kelas dunia yang berbasis aset alam,
wisata  kebugaran  dengan  identitas  khas  wilayah,  serta  destinasi
MICE   dan   perkotaan   yang   dilakukan   dengan   pembangunan
investasi infrastniktur pariwisata,  pemasaran pariwisata terutama
dengan  penyelenggaraan  event-event  pariwisata  berskala  nasional
dan   intemasional,   pelatihan   pengembangan   keterampilan   dan
pemberian  insentif  pelaku  pariwisata,   serta  kelja  sama  antara
sektor publik, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat

23

Peningkatan   rantai   nilaldomestikuntukmendukungrantainilaiglobal Peningkatan  rantai  nilai  domestik  untuk  mendukung  rantai  nilai
Seluruh kecamatanglobal dilakukan me]alui peningkatan daya saing,  penguatan jalur

distribusi, dan perluasan pasar tujuan komoditas unggu]an
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24
Penyediaan  tenaga   keljasesuaikualifikasipasarkelja

Penyediaan tenaga kerja sesual kualiflkasi pasar kelja dilaksanakan

Seluruh kecamatan

melalui pefatihan reskilling, upskilling dan newskilhig serta transisi
school-to-work dalam upaya memperkuat keterkaitan antara dunia
pendidikan  dengan  dunja  usaha  dan  duula  industri  (DUDI)  yang
disesuaikan    dengan    kebutuhan    dan    potensi    pengembangan
ekonomi nasa depan

25
Peningkatan

Peningkatan produktivitas BUMD  dilak                melalui penguatan

Seluruh kecamatankelembagaan,   mengoptimalkan  pengelolaan  aset,   pengembangan
produktivitas BUMD kelja   sama   strategis,   diversifikasi  jenis   usaha,   dan  penguatan

kapasitas pengelola

26

Pembangunanketenagalistrikan       yangcerdas,andaldanberwawasanlingkungan

Pembangunan     ketenagalistrikan     yang     cerdas,     andal     dan

Seluruh kecamatan

berwawasan  lingkungan  dilaksanakan  melalui   :   (i)   pemenuhan
pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui
pemanfaatan sumber energi tersedia;  (ii)  pemanfaatan energi baru
dan  enengi  terbarukan  untuk  memperbaiki  bauran  pembangkit
fistrik   dan   pemenuhan   kebutuhan   listrik;   (iii)   pengembangan
dekarbonisasi   pembangkit   fosil   melalui   cofiring   dan   per.ahihan
menjadi    pembangkit    terbarukan;     (iv)    pengembangan    sistem
interkoneksi   untuk   meningkatkan   kestabilan   dan   keandalan
pasokan listrik;  (v)  pengembangan teknologi digital untuk jaringan
fistrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan
dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (vi) pengembangan
sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/ micro-grid) untuk
memperluas   penyediaan   layanan   yang   lebih   berkualitas;    (vii)
pengembangan    sistem    penyimpanan/    cadangan    energi;    (viii)
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perluasan   pemanfaatan   elektrifikasi   rumah   tangga   dan   sektor
transportasi; (ix) pengembangan penelitian dan pengembangan serta
kapasitas      SDM      ketenagalistrikan      bersertifikat;      dan      (x)
pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan
subsidi    tepat    sasaran    serta    tarif   dan    harga    lfstrik   yang
berkelanjutan

27

Pengembangan    kawasan Pengembangan     kawasan     perkotaan     yang     terintegrasi     dan

Seluruh kecamatanperkotaan                   yang berkelanjutan  berbasis  karakter  wilayah  dengan  memperhatikan
terintegrasi                   dan daya  dukung  dan  daya  tampung  (sinergi  dan  integrasi  dengan
berkelanjutan pembangunan IKN).

28 Industrialisasi koperasi
Industrialisasi   koperasi   melalui   hilirisasi   komoditas   unggulan

Seluruh kecamatandaerah,     penguatan     kompetensi     SDM,     proses     bisnis     dan
kelembagaan, serta adopsi teknologi.

29

Peningkatan    keterkaitan Peninghatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik

Seluruh kecamatan
UMKM  pada  rantal  nilai dan  global  melalui  peningkatan  akses  ke  sumber  daya  produktif
industri    domestik    dan (termasuk  pembiayaan  dan  pemasaran),  penerapan  teknologi  dan
global kemitraan usaha.

30 Penguatan  ekonomi  dankeuangansyariah

Penguatan ekonomi dan keuangan yang mendukung pembangunan

Seluruh kecamatan
ekonomi lokal,  di antaranya melalui penguatan ekosistem industri
halal,     penguatan     rantai     ni]ai     industri     halal,     penguatan
kewirausahaan    dan    UMKM    industri    halal,    serta    perluasan
infrastmktur ekonomi dan keuangan syariah.
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31
Pembangunan   ekosistemdigital

Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rurigka

Seluruh kecamatan

transfomasi    digital    yaitu:     (i)    penuntasan    dan    penguatan
infrastruktur  teknologi  informasi  dan   komunikasi   (TIK)   melalui
upaya   memperluas  jaringan   broadband   hingga  menjangkau   ke
seluruh pelosok.  (fi)  peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di
berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di
sektor  strategis  (utamanya  untuk  mendukung  kawasan  perairan
dalam    membantu    perekonomian    nelayan    dan    kepentingan
pelayaran). (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital
melalui   upaya   meningkatkan   literasi   digital   bagi   masyarakat,
menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM
digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital
dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital.

32
Pengembangan    ekonomi

Pengembangan       ekonomi       maritim       dilaksana]ran       melalui

Seluruh kecamatan

perlindungan dan pemanfaatan potensi sumber daya perairan hut,
budidaya   perikanan   bemilai   ekonomi   tinggi,   hilirisasi   produk

maritim   dan   perikanan perikanan, pengembangan industri berbasis pesisir, penguatan dan
budidaya perluasan kawasan konservasi laut untuk research cznd czeL;e!apmeut

dan   portofolio   ekonomi   karbon,    coczstol   tourism,   serta   mcLrine
serum.cos, dengan mengedepankan penerapan b!tte ecorLomg

Transformasi 33 Optimasi regulasi daerah Optimalisasi   regulasi   daerah   dilaksanakan   melalui   pembuatan
Seluluh kecamatanTata Kelola peraturan  daerah  yang  responsif  dan  adaptif,   pra-regulasi,   re-

regulasi  dan  de-regulasi  yang  memadai,  peningkatan  partisipasi
publik dalam pembentukan produk hukum daerah, pengembangan
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instrumen penegakan regulasi daerah.

37 Peningkatan     partisipasi Peningkatan  partisipasi  bermakna  dalam  penyusunan  kebijakan,

Seluruh kecamatan

bermakna                dalam pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan dilaksanakan melalui
penyusunan     kebijakan, akomodasi     aspirasi     sebagai     bahan     pertinbangan     dalam
pelaksanaan ,               dan penyusunan  kebijakan,  perluasan  keterlibatan  masyarakat dalam
pengawasan pembangunan,     serta    peningkatan    transparansi    pelaksanaan
pembangunan pembangunan.

38 Peningkatan          re spons Peningkatan     respons     terhadap     laporan     pelayanan     publik

Seluruh kecamatan
terhadap                laporan masyarakat dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan  kanal
pelayanan                publik pengaduan    masyarakat   yang    ditetapkan    secara    resmi    oleh
masyal.akat Pemerintah,  termasuk  pemanfaatan  teknologi  dalam  pemantauan

penanganan laporan masyarakat.

39 Penge mbangan         smart Pengembangan    smart   got/erTmeut   serta    penguatan    kapasitas

Seluruh kecamatan
government                serta aparatur  daerah  dan  lembaga  dilaksanakan  melalui  peningkatan
pe nguatan          kapasitas kualitas  mana].emen  data  dan  keamanan  informasi,   penguatan
aparatur     daerah     dan kapasitas digital SDM ASN,  percepatan digitalisasi layanan publik,
lembaga optimalisasi   pelaksanaan   SPBE   dan   pengelolaan   aset   daerah

berbasis digital.

40 Penguatan               sistem Penguatan preventif, edukatif, dan investigative   serta peningkatan
Seluruh kecamatanintegritas                    serta pencegahan   dan   pemberantasan   korupsi   dilaksanakan   melalui

peningkatan   pencegahan pendidikan    anti    korupsi,    transparansi    proses    perencanaan,
dan           pemberantasan penganggaran,  dan  pengadaan  barang-jasa,  transparansi  layanan
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korupsi perizinan berbasis digital, optimalisasi whistle blowing system, serta
membangLm sistem manajemen anti penyuapan.

41 Peningkatan          kualitasprosespengembangankarier,promosimutasiASNdanmanaj.emenkinelja Optimalisasi    penerapan    sistem    merit    dilaksanakan    melalui

Seluruh kecamatanpeningkatan  pengawasan  proses  pengembangan  karier,   promosi
mutasi ASN dan manajemen kinelja yang memanfaatkan teknologi
informasi.

Keananan

42 Peningkatan    keamanan, Peningkatan   keamanan   untuk   mengurangi  tingkat  kriminalitas

Seluruh kecamatan

ketentraman,   ketertiban, dilaksanakan melalui peningkatan implementasi Standar Pelayanan
dan               perlindungan Minimal ketenteraman  dan  ketertiban umum,  menerapkan  sistem

Daerah masyarakat            melalui pusat layanan  pengaduan  dan  pencatatan  masyarakat,  pemetaan
Tafl8grh' kolaborasi            berbagai wilayah    rawan    ketenteraman    dan    ketertiban    umum,    serta
DemohasiSubstansial,danStdbflitasEkonomiMatroDaerah pemangku kepentingan. peningkatan kolaborasi pengawasan dengan pihak terkait.

43 Penguatan         demokrasi Penguatan  demokrasi  substansial  melalui  Penguatan  pendidikan
Seluruh kecamatansubstansial politik  masyarakat,  fasilitasi  penguatan  pendidikan  partai  politik,

dan penguatan kebebasan sipil.

44 Peningkatan         kualitas Peningkatan  kualitas  belanja  daerah  untuk  mendukung  potensi

Seluruh kecamatan
belanja daerah komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah

(TKD),   sinergi  perencanaan  dan  penganggaran  prioritas   daerah
dengan    Ihioritas    Nasional   dilaksanakan    melalui    intensifikasi
pendapatan   asli   daerah,      pemanfaatan   pembiayaan   altematif
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terutama KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon.

45 Penguatan    pengendalian Penguatan   pengendaHan   inflasi   daerah   dilaksanakan   melalui
Seluruh kecamataninflasi daerah ketersediaan   pasokan,   kelancaran   distribusi   dan   ketersediaan

barang substitusi.

KetchananSosialBudayadanBEologi

46
Penguatan       pendidikanyangberbasiskerukunanantaretnisdanagama Penguatan  pendidikan  yang  berbasis  kerukunan  antar  ethis  dan

Seluruh kecamatanagama dilaksanakan sejak usia dini melalui penanaman nilai-nilai
kebersanaan, saling menghormati, toleransi, dan kerukunan antar
etnis dan agama pada pendidikan formal dan informal.

47

Peningkatan    pengakuandanpenghormatanpada1embaga-lembagaadatdanhakulayatmasyarakat Penin8katan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga

Seluruh kecamatan

adat dan hak ulayat masyarakat dilak                melalui pengakuan
terhadap    keberadaan    masyarakat    hukum    adat,    penguatan
kebijakan yang mengakui dan melindungi hak-hak adat, penguatan
lembaga adat,  dan peningkatan peran lembaga adat dalam proses
pembangunan

48
Perlindungan  masyarakatlokaldanpromosibudaya

Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya dilaksanakan

Seluruh kecamatan
melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata
bemilai  ekonomi  tinggi,  penguatan  kebijakan  pengembangan  dan
perlindungan budaya,  pelestarian bahasa daerah,  penyelenggaraan
festival budaya, dan perhindungan masyarakat adat
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49

Pengembangan   nilai-nilai
Pengembangan  nilai-nilai  luhur  budaya,  budaya  tak  benda,  dan

Seluruh kecamatan

kearifan  lokal,   serta  pendidikan  karakter  dilaksanakan  melalui
1uhur        budaya        dan pengembangan  kurikulum  kebudayaan,  pengintegrasian  nilai-nilai
kearifan      lokal,       serta luhur  budaya  dan  kearifan  lokal  dalam  berbagai  aktivitas  sosial,
pendidikan karakter pemberian penghargaan terhadap prestasi budaya, serta penguatan

pendidikan moral dan akhlak khususnya generasi muda

50

Penyediaan  ruang  publikyanginklusifsebagaiwahanainteraksisosialantarwargadanekspresibudaya Penyediaan  ruang  publik  yang  inklusif  sebagai  wahana  interaksi

Seluruh kecamatansosial  antar  warga  dan  ekspresi  budaya  dflaksanakan   melalui
penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana ruang publik
yang representatif untuk interaksi sosial dan aktivitas kebudayaan

51
Pengembangandiversifikasipangan

Pengembangan     diversifikasi     pangan     dilaksanakan     melalui

Seluruh kecamatan
peningkatan produksi pangan lokal,  promosi dan edukasi tentang
nilai   gizi   dan   keamanan   pangan   lokal,    peningkatan   variasi
pengolahan  pangan  lokal,  dan  kebijakan  pemerintah  mendorong
peningkatan konsumsi pangan lokal

52
Rehabilitasi    hutan   dan

Rehabhitasi hutan dan penghambatan laju deforestasi dilaksanakan

Seluruh kecamatan
melalui   peningkatan   restorasi   hutan   dan   lahan,    penguatan

penghambatan            laj u kapasitas SDM dan kelembagaan, penguatan kebijakan pelestarian
deforestasi hutan,  dan  pengembangan  altematif ekonomi  bagi masyarakat di

sekitar hutan
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53

Pelestarian bentang alam,perlindungankeanekaragamanhayati,danpenguatanekosistem1ingkunganberbasiskearifanlokal

Pelestarian   bentang   alam   dilaksanakan   melalui   perlindungan

Seluruh kecamatan

bentang sungai, gunung, bukit dan hutan yang dapat membentuk
identitas      wilayah.      Perlindungan      keanekaragaman      hayati
dilaksanakan    melalui    konservasi    sumber    daya    alam    dan
lingkungan.   Penguatan  ekosistem   lingkungan   berbasis   kearifan
lokal  dilaksanakan  melalui  pengelolaan  sumber  daya  alam  dan
pelestarian   lingkungan   yang   didukung   inisiatif   lokal   dengan
memanfaatkan    pengetahuan    tradisional    untuk    melestarikan
ekosistem

54
Perencanaan   tata   ruang

Perencanaan  tata  ruang  yang  berwawasan  lingkungan  dilakukan

Seluruh kecamatan
dengan     mempertimbangkan     daya     dukung,     daya    tampung

yang               berwawasan lingkungan  hidup,  1uasan  hutan,  wilayah  jelajah  satwa  spesies
thgkungan dilindungi,  serta risiko  bencana  pengurangan resiko  bencana dan

ketahanan terhadap perubahan iklim.

55
Peningkatan          mitigasi

Peningkatan    mitigasi    penanggulangan    bencana    dilaksanakan

Seluruh kecamatan
melalui mitigasi struktural dan non struktural,  termasuk adaptasi

penanggulangan bencana perubahan   iklim   dengan   memanfaatkan   sistem   informasi   dan
teknologi.

56

Peningkatan     ketahanan Peningkatan   ketahanan   keluarga   dan   lingkungan   pendukung

Seluruh kecamatan
keluarga  dan  lingkungan berbasis  kearifan  lokal  dilcksanakan  melalui  pembangunan  hilal-
pend ukung           berbasis nilai  keluarga  yang  kuat  dan  penguatan  penerapan  tradisi  lokal
kearifan lokal yang dapat memperkuat ekonomi keluarga dan masyarakat
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58

Pemenuhan     hak     dan Pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak, perempuan, pemuda,

Seluruh kecamatan
perlind ungan            anak, penyandang     disabilitas,     dan     lansia     dilaksanakan     melalui
perempuan,         pemuda , peningkatan    fasilitas    publik,     pengasuhan    dan    perawatan,
penyandang     disabilitas, pembentukan    resiliensi,    dan    perlindungan    dari    kekerasan,
dan lansia termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang

59

Pemberdayaan
Pemberdayaan  perempuan,  pemuda,  penyandang  disabilitas,  dan

Seluruh kecamatan

lansia  dilaksanakan  melalui  penguatan  kapasitas,  kemandirian,
perempuan,         pemuda, kemampuan     dalam     pengambilan     keputusan,      peningkatan
penyandang     disabilitas, partisipasi  di  berbagai  bidang  pembangunan  serta  peningkatan
dan lansia perlindungan    terhadap    resiko    kekerasan,    penelantaran    dan

eksploitasi

60

Penguatan Penguatan   pengarusutamaan   gender   dan   inklusi   sosial   dalam

Seluruh kecamatanpengarusutamaan  gender pembangunan dilaksanakan melalui peningkatan aksesibilitas dan
dan  inklusi  sosial  dalam kesetaraan  peluang  untuk  berpartisipasi  dalam  berbagai  aspek
pembangunan pembangunan

61

Pembangunanbendung/bendungan
Pembangunan    bendung/bendungan    diprioritaskan    terintegrasi Seluruh kecamatandengan pengembangan kawasan

62 Pengendalian banjir

Pengendalian banjir dilaksanakan terutama melalui pengembangan

Seluruh kecanatannatural based solution dan pengembangan area yang didedikasikan
sebagai  retarding  basin   (pemanfaatan  cekungan/kolam  retensi),
tenitama pada daerah sekitar IKN
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Reformasi       pengelolaan
Reformasi   pengelolaan   sampah   terintegrasi   dari   hulu   ke   hilir

Seluruh kecamatan
dilaksanakan   melalui   pengedukasian   masyarakat,   optimalisasi

sampah  terintegrasi  dari penerapan prinsip reduce, reuse dan recycle, penguatan pemilahan
hulu ke hihi sampah  sejak  dari  sumbemya,  serta  penerapan  pengelolaan  TPA

sanitary landfu untuk mencapai ekonomi sirkular

64
Penge lolaan            wilayah Pengelolaan     wilayah      berbasis      kesatuan      ekologi/ekosistem

Seluruh kecamatanberbasis              kesatuan dilaksanakan  melalui  penguatan  kelja   sama  antardaerah  yang
ekologi/ekosistem berada dalam satu kesatuan ekologi/ ekosistem

ImplementasiThnsformasi
65

Peningkatan         kualitaspenataanruang

Peningkatan    kualitas    penataan    ruang    dilaksanakan    melalui

Seluruh kecamatan
penyusunan  perencanaan  tata  ruang  berbasis  daya  dukung  dan
daya tampung, tertib pemanfaatan ruang sesuai pola dan struktur
ruang,  pengendalian  pemanfaatan  ruang  dan  penuntasan  RDTR
kabupaten/kota

66
Peningkatan  pelaksanaan

Peningkatan   pehksanaan   refoma   agraria   dilaksanakan   da]am

Seluruh kecamatan

bentuk  pembentukan  kelembagaan  agraria  di  daerah,   legalisasi
aset,  mendorong  redistribusi  tanah,  penyelesaian  konflik  agraria

reforma agraria secara     berkeadilan,     berkelanjutan     dan     akuntabel,      serta
pemberdayaan  ekonomi masyarakat sut)jek reforma agraria,  salah
satunya melalui program perhutanan sosial
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69
Pengembangan

Fasilitasi   pengembangan   melalui   dikembangkannya   pelabuhan- KecamatanBalkpapan    Selatan,BalikpapanUtara,
pelabuhan    simpul   utama    untuk    mendukung   pengembangan
kawasan ekonomi,  utamanya dalam mendukung konsep Economie
Hztb tiga kota (IKN, Balikpapan, dan Samarinda), di antaranya pada

pelabuhan laut Balikpapan       Barat,BalikpapanTimur,BaHkpapanKotaPelabuhan    Semayang    yang    dikembangkan     secara    terpadu
(pelabuhan  simpul  domestik  dan  secara  bertahap  sebagai  hub
intemasional)

70
Pemanfaatan    Alur    LautKepulauanIndonesia(ALKI)11 Pemanfaatan  Alur  Laut  Kepulauan  Indonesia  (ALKI)  11  ditujukan

KecamatanBalikpapan    Selatan,

untuk  menghubungkan  rantai  pasok/nilai  domestik  daerah  ke Balikpapan       U tara ,
rantai pasok/nilai nasional dan global dengan pembangunan dan Bafikpapan       Barat,
pengembangan jaringan konektivitas yang telpadu Bampapan      Timur,BampapanKota

71 Pengembangan bandara

Pengembangan   bandara   diutamakan   pada   bandara   utama   di
KecamatanBandana Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan dan bandana

1ainnya yang terintegrasi dengan pengembangan wilayah (termasuk Balikpapan Selatan
aerocity)

72
Peningkatan kualitas dankuantitasjalan

Peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  jalan  dflaksanakan  melalui

Seluruh kecamatan
pembangunan jalan tol,  penyelesaian jalan Trams Kalimantan,  dan
pembangunan   serta   peningkatan  jalan   termasuk  jalan   daerah
sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh
whyah
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73 Pengembangan          modakeretaapi Pengembangan moda kereta api ditujuhan untuk angkutan logistik
Seluruh kecamatanserta  kereta  api  antarkota  yang  pengembangannya  diselaraskan

dengan pertumbuhan permintaan dan pengembangan wilayah

74

Pengembangantlansportasi  angkutanmassalperkotaanterintegrasi Pengembangan      transportasi     angkutan      massal     perkotaan

Seluruh kecamatan
terintegrasi dilaksanakan  melalui pengembangan  sistem  angkutan
umum  massal di kota-kota besar dan  sedang yang andal,  sesuai,
modem dan terintegrasi antar simpul transportasi,  sesuai dengan
proyeksi perkembangan penduduknya

76

Pemenuhan     akses     air
Pemenuhan akses air minum dan sanitasi aman, berkelanjutan dan

Seluruh kecamatan

inklusif dilaksanakan melalui penyediaan air siap minum jaringan
mmum      dan      sarritasi perpipaan,    peningkatan    akses    sanitasi,    pengembangan    dan
aman,  berkelanjutan dan peningkatan  kinelja  lembaga  penyelenggara   SPAM,   peningkatan
irmusif pengawasan  kualitas  air  minum  dan  pemanfaatan  IPTEK  dalam

pemenuhan akses air minum aman

77 Pengelolaan  sumber dayaairyangberkelanjutan

Pengelohaan  sumber  daya  air  berkelan].utan  dilaksanakan  mefalui

Seluruh kecamatan
pembangunan sistem dan infrastruktur sumber daya air yang dapat
beradaptasi  dengan  iklim,  khususnya  dengan  mempertimbangkan
pertumbuhan    kota    nasa    depan    dalam    upaya    mendukung
pengurangan risiko bencana
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78 Pemerataan        terhadapakseshurinlayak
Pemerataan  terhadap  akses  hunian  layak  dilaksanakan  mefalui

Seluruh kecamatan
fasiHtasi  penyediaan  akses  perumahan  layak,  aman,  teljangkau,
dan  berkelanjutan  salah  satunya  untuk  daerah  kepulauan  dan
afirmasi,  serta penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan
akses pembiayaan perumahan masyarakat

79
Penanganan        kawasanpermukimankumuh

Penanganan  kawasan  permukiman  kumuh  dilaksanakan  melalui

Seluruh kecamatan
pemugaran    komprehensif,    peremajaan    kota    secara    inklusif,
permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman
kumuh,  serta  penyediaan  hunian  vertikal  yang  terpadu  dengan
1ayanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik

80
Penyediaan   sarana   danprasaranarantalfayanansanifasiaman

Penyediaan  sarana  dan  prasarana  rantai  layanan  sanitasi  aman

Seluruh kecamatan

dilaksanakan melalui lnsta]asi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) atau
Sistem   Pengolahan   Air   Limbah   Domestik   Setempat   (SPALD-S)
maupun  dengan  mengalirkan  air  limbah  domestik  ke  Instalasi
Pengolahan  AIr  Limbah  Domestik  Terpusat  (IPALDT)  atau  Sistem
Pengolahan Alr Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)

81

Sinkronisa si       substansi Sinkronisasi     substansi     dan     periodisasi     dokumen     rencana

Seluruh kecamatan
dan  periodisasi  dokumen pembangunan pusat dan daerah dilaksanakan melalui penyelarasan
rencana      pembangunanpusatdandaerah visi,  nisi,  tujuan,  sasaran,  strategi,  arah kebijakan,  dan prioritas

peribangunan dengan mempedomani periodisasi dokumen rencana
pembangunan di tingkat pusat sebagai acuan penyelarasan lingkup
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waktu pelaksanaan pembangLman

82
Sinkro nisasi       substansiRPJPDdanRTRW

Sinkronisasi  substansi  RPJPD  dan  RTRW  dilaksanakan  melalui

Seluruh kecamatan
penyelarasan visi dan nisi RPJPD dengan tujuan penataan ruang,
serta  arah  kebijakan  dan  sasaran  pokok  RPJPD  dengan  indikasi
program utama pemanfaatan ruang (berbasis pola ruang,  struktur
ruang, kawasan strategis provinsi/ kabupaten/ kota) dalam RTRW

83

Peningkatanakuntabilitas          kine lj apemerintahdaerahberdasarkansasarandaerah Peningkatan   akuntabilitas   kinelja   pemda   berdasarkan   sasaran

Seluruh kecamatan
daerah      dilaksanakan      melalui      optimalisasi      perencanaan,
pengukuran, pengelolaan data, pelaporan dan evaluasi kinelja yang
mengacu pada pencapaian sasaran daerah

84 Perkuatan    pengendahianpembangunan Perkuatan    pengendaljan    pembangunan    dilaksanakan    melalui
Seluruh kecamatanpenerapan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) terintegrasi

dan penerapan manajemen risiko

88

Peningkatan            sistemelektronikterpadudantatakeloladatapembangunan Peningkatan   sistem   elektronik   telpadu   dan   tata   kelola   data

Seluruh kecamatan
pembangunan   dilaksanakan   melalui   optimalisasi   pemanfaatan
sistem       penghubung       layanan       peme rintah ,       optimalisasi
penyelenggaraan   satu   data,   dan   pengendalian   pengembangan
aplikasi bersifat khusus.
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89 Pengembangan
Pengembangan  pembiayaan  inovatif  dilaksanakan  melalui  Keq.a

Seluruh kecamatan
Sana  Pembiayaan  Badan  Usaha  (KPBU),  CSR,  blended  finance,

pembiayaan inovatif pemanfaatan  dana  abadi daerah,  dana jasa  ekosistem  dan  pasar
karbon

90
Keberlanj utan         proyekstrategisjangkapanjangdaerah Keberlanjutan proyek strategis jangka panjang daerah dilaksanahan

Seluruh kecamatan
melalui     penyusunan     kebijakan    yang     mengatur     kewajiban
intemalisasi    keberfanjutannya    ke    dalam    dokumen    rencana
pembangunan jangka menengah daerah antar periode.
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Arah   kebijakan   merupakan   rangkaian   kelja   yang   merupakan

penjabaran  misi  yang  selaras  dengan  strategi  dalam  rangka  mencapai
target  tujuan  dan  sasaran  RPJMD.  Arah  kebijakan  yang  dirumuskan
dapat  menjadi  panduan  dalam  pelaksanaan  program/kegiatan  secara
lebih  operasional.  Arah  kebijakan  setiap  misi  RPJMD  Kota  Balikpapan
Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai berikut.

Tabel 3. 6 Arab Kebljalran Setinp Hisl RPJMD Kota Bal]kpapan Tahun 2025-2029

Misi i    .  ,    i  .  ,     .  :«  ,
--`              I----------`-``          ---~-TtTTrttTFTi# *---------------------------------------life--------.---

(1),-,,-`,:,,,-*,`,,---iI...,,,,,:,,,I

Misi   1:   Membangim   dan ® Perbalkan    tata    kelola    kelembagaan    dan
mengemban8han birokrasi
pemerintah    yang    bersih ® Aparatur Sipil Negara (ASN) yang profesional
dan       profesional      yang ® Perencanaan      dan      penganggaran      yang
beriorientasi                 pada akuntabel
pelayanan masyarakat ® Pengembangan           SPBE           untuk          in

eningkatkan kualitas pelayanan
Menguatkan aksi pencegahan korupsi

Misi   2:   Menbangtln   dan ® Penguatan  kualitas  infrastnlktur  pendukung
mengemban8ha perekonomian  dan  pusat  pusat  pertumbuhaninfrastrultur   yang   dapat ban
nemenuhi               seluruh Penataan pemukiman kumuh dan rumah tidak
kebutuhan        masyarahat fayak huni yang berketahanan
Balikpapan Pemenuhan   akses   air   minum   dan   sanitasi

anan
® Pengembangan konektivitas

Misi   3:   Membangun   dan ® Penguatan      pencegahan      dan      percepatan
mengembanghan penurunan stunting serta perbaikan gizi
kehidupan     sosial     yang Pengendalian penyakit menular, penyakit tidak
kondusif                      untulE menular, dan peningkatan cakupan imuhisasi
menciptakan    masyarakat ® Penguatan      sistem      pelayanan      kesehatan
yang sehat dan terdidik meliputi   sarana   prasarana   dan   afat,   obat,

tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas
pelayanan Kesehatan

® Penguatan     ketahanan     kesehatan     melalui
pencegahan,  deteksi  dan  respon  penanganan,
serta   perluasan   jaringan   kesehatan   (kader
kesehatan, masyarakat, swasta)

® Integrasi layanan primer
® Pembangunan  Prasarana  Icayanan  Kesehatan

Berupa Rumah Sakit Tipe A dan Tipe 8
® Percepatan      partisipasi      pendidikan      dan

pengembangan    layanan    pendidikan    dasar
(PAUD-SD-SMP-Kesetaraan)      sesuai      dengan
kebutuhan daerah

® Penguatan   keluarga   berkualitas,   pendidikan
karakter,   dan   pemenuhan   hak   anak   serta
kesetaraan gender

® Penyediaan beasiswa untuk masyarakat dalam
percepatan   partisipasi   pendidikan   di   semua
jenjan8

® Penguatan pengelolaan layanan pendidikan
Penguatan kualitas pembelajaran
Penguatan tenaga pendidik dan kependidikan
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•  Optinalisasi pewujudan kota ramah anak
•  Penguatan Posyandu dan PAUD  sebagai pusat

edukasi stimulasi dini
•  Peningkatan  kesadaran  dan  peran  orang  tua

terhadap   penerapan   pengasuhan   layak   dan
stimulasi   dini   pada   anak   melalui   sekolah
parenting

•  Peningkatan  kualitas  pengasuhan  layak  dan
stimulasi  dini  pada  anak  melalui  kelja  sama
dengan  swasta,  komunitas  dan  lembaga  non
pemerintah

•  Penguatan   sistem   perlindungan   sosial   yang
komprehensif, terintegrasi, dan tepat sasaran

•  Penguatan Data sosial kemiskinan daerah yang
komprehensif dan temutakhirkan

•  Penguatan   kompetensi   angkatan   kelja  yang
bertalenta

•  Penguatan      kemitraan      dengan      lembaga
pelatihan, dunia usaha, dan dunia industri

•  Penumbuhan      wirausaha      baru      berbasis
kreativitas dan potensi daerah

•  Peningkatan  kapasitas  pemuda  dan  prestasi
olahraga

Misi 4: Mengemban8]Ean • Pengembangan Kawasan Industri Kariangau.
perekonomian yang • PembangLman      rumah      produksi      bersama
tumbuh berkeadilan untuk komoditas hasil hut.
Semua • Peningkatan   ekosistem   ekonomi   kreatif   dan

movatif yang berke]anjutan.
•Pengembangan     daya     tarik     wisata     kota,

infrastruktur  pendukung  MICE,   dan   industri
hospitaHty.

• Penguatan iklim investasi berkelanjutan.
•Pengembangan      IKM      dan      UMKM      yang

berdayasaing      serta      penumbuhan      minat
whausaha baru.

• Pengendahian inflasi daerah.
• Pengembangan  produk  dan  layanan  keuangan

syariah,   pehingkatan   infrastruktur   keuangan
syariah,     dan     pengembangan     usaha/bishis
syariah.

• Percepatan pembangunan koperasi merah putih.
Misi 5: Konsisten menu.aga •  Pembangunan    sesuai   dengan    peruntukkan
lingivlngrn hidup yang ruang  wilayah  yang  berwawasan  lingkungansehat dan nyaman untuk dengan mempertimbangkan daya dukung, dayasemua tampung lingkungan hidup.

•  Penguatan    ekosistem    lingkungan    berbasis
kearifan lokal melalui pengelolaan sumber daya
alam     dan     pelestarian     lingkungan     yang
didukung inisiatif lokal

•  Konservasi sumber air berbasis pemberdayaan
masyarakat.

•  Peningkatan  pengelohan   sampah  kolaboratif
berbasis hulu-hilir.

•  Pengendalian ban].ir.
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•  Peningkatan mitigasi penanggu]angan bencana
di]aksanakan  melalui  mitigasi  struktural  dan
non struktul`al.

•  Pengembangan  ekonomi  hijau  dalam  rangka
membangun ketangguhan terhadap perubahan
ik]im.

•  Pengelolaan      wilayah      berbasis      kesatuan
ekologi/ eko sistem        dilaksanakan        melalui
penguatan kelja sama antardaerah yang berada
dalam satu kesatuan ekolo ekosistem

3.4.3   Strategi

Dalam  rangka  mewujudkan  visi,  misi,  dan  tujuan  pembangunan
daerah  sebagaimana telah  ditetapkan  dalam  RPJMD  diperlukan  strategi

yang  terarah,  terpadu,  dan  berkesinambungan.  Strategi  pembangunan
daerah  disusun   sebagai  kerangka  umum  untuk  menjawab  berbagai
tantangan  pembangunan  serta  mengoptimalkan  potensi  yang  dimiliki
daerah guna mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah    Tahun    2025-2030,    strategi    pembangunan    daerah    harus
memperhatikan    arah    kebijakan    nasional,    capaian    pembangunan
sebelumnya,   permasalahan   dan   isu   strategis   daerah,   serta   prinsip

pembangunan   berkelanjutan   dan   inklusif.   Strategi  juga   dirumuskan
dengan   memperhatikan   integrasi   antar   sektor,   antar   wilayah,   dan
keselarasan dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang
serta  dokumen  perencanaan  lainnya.  Berikut  indikasi  Strategi  da]am
RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029

Tabel 3. 7 Penyelarasan Tutuan, Sasaran, da]L Strategi RPJMD Kota BaELpapan
Tahun 2025-2029

=fl r=:-,_t=
I tl I , , r= , , RE tt* , H , , Hm.HLa

Perekonomian    daerahyangtumbuhberkeadilandanmenyejahterakan

Meningkatnya pembangunan                dan
Produktivitas pengembangan       kawasan
Perekonomian indutsri        dan        rumah
Daerah              yangBerkehajutan produksi bersrama

pengembangan     ekosistem
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ekonomi kreatif
pengembangan    pariwisatakotadanMICE

penguatan   iklim   investasihijau

Dukungan Peningkatan      pemerataan
infrastruktur    yang infrastruktur  wilayah  yang
berkualitas berkualitas

Penguatan         konektivitasperhubunganantarpusatpertumbuhanekonomi

Pengem bangan       kawasanperkotaanyangterintegrasidanberkelanjutan

Menururmya pengembangan  UMKM  dan
pengangguran penumbuhan       wirausahabaru

peningkatan       kompetensitenagakeljayangsesuaidengankebutuhanpasartenagakelja

Meningkatnya Penguatan                  sinergi
kondusivitas       dan antaxpemangku
perlindungan   sosialmasyarakat kepentingan

Peningkatan         kapasitasSathias

Penguatan   dialog   denganmasyarakat

Terpenuhinya penguatan rantai distribusi
kebutuhan    panganyangberkualitas Pan8an

pengembangan  pekaranganpanganlestari(ttrbartfermringh

Lingkungan           yangberkuahasdanberketahananiklim
Meningkatnya Penguatan       perlind ungan
kualitas  higkungan dan                     pe nge lolaan
hidup 1ingkungan hidup

Penguatan        pengawasanpenataanruangdanpemanfaatantataruangwhyah

Meningkatnya Penguatan             kapasitas
ketangguhanterhadapbencana penanggulangan bencana

Peningkatan          kapasitasadaptasidanmitigasipembahanikhi

Madinatul SDM  Bahi]xpapan  yang
Iman berkuafitas SDM    yang    cerdas Pememenuhan                dan

dan sehat pemerataan                tenagapendidikdankependidikan
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SDM kesehatan
Peningkatan                    danpembudayaanpolahidupbersihdansehat

Penguatan deteksi dini danpencegahanpenyakitmenulardantidakmenular

Masyarakat       yang Peningkatan   penghargaan,
harmorris             dan toleransi,   dan   kerukunan
inmusif antar    suku    dan    umatberagama

Optimalisasipengarusutamaan     genderdalanpembangunan

Penin8katan    perlindunganperempuandananakdarikekerasan

Meningkatkan             upayapemenuhanhakdanperlindunganbagianak

Peningkatan             kualitaskeluarga

Tata                      kelofapemerintahandan
Meningkatnya     tata Peningkatan             kualitas

pelayanan publik yang kelola  pemerintahan perencanaan                  danberkuahas yang     bersih     dan pengendalian
akuntabel pembangunan daerah

Peningkatan          integritasbirokrasi

Penguatan             kebijakandaerahyangadaptif

Penerapan sistem merit danprofesionalitasASN

Peningkatan        partisipasimasyarakatdalampembangunandaerah

Pelayanan       publik Penguatan           digitalisasi
yang semakin prima pelayanan     publik     yang
dan                 adaptiftransformasidigital terintegrasi

Peningkatan              inovasipelayananpubm

3.4.4   nog]am Prlorltas Pembangunan Dacrah
Program   prioritas   pembangunan   daerah   merupakan   program

strategis   yang   memiliki   aspek   politik   dan   teknokratik.   Pelaksanaan

program ini harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh perangkat daerah
guna  mendukung  visi  dan  misi  kepala  daerah.  Dalam  dimensi  politik,
program prioritas mencakup program unggulan yang sejalan dengan visi
dan   nisi   Walikota   serta   Wakil   Walikota   terpilih.   Berbagai   program
tersebut  merupakan  bagian  dari janji  politik yang  harus  direalisasikan
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melalui pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan yang integrasi ke dalam
dokumen   perencanaan.   Sementara   itu,   dalam   dimensi   teknokratik,

program   prioritas   disusun   berdasarkan   analisis   terhadap   isu   serta
permasalahan  yang  dihadapi   daerah.   01eh   karena  itu,   program  ini
diharapkan memiliki relevansi yang tinggi dan malnpu memberikan solusi
tethadap   permasalahan   daerah.   Berikut   adalah   program   prioritas

pembangunan daerah RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.
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Tal)el 3. 8 Program Fhioritas Pembangunan Daerah RP.MD Rota Bal±kyapan Tchun 2025-2029

Kata Kunci Visi _ I , I I I F€ , ,
ae L=i€ , di I , ®Hlw,),,I-

I                 Indikator -`         Programprioritas

Ill '2) '3) '4' (5' '6'

Rota GlobalRTyananuntuk
Perekonomiandaerahyangtumbuh

LPE
Tin9kat Kemiskinan
Indeks Gini

MeningkatnyaProduktivitasPerekonomian Daerah

PDRB Per hapita
Persentase pertumbuhanPDREsektorjasa

Thgkat Inflasi

Meningkatnyapertumbuhan PDRBIndustriPengolahan Pertumbuhan PDRB Industri

PROGRAM PERENCANAANDANPEMBANGUNANINDUSTRI

Semua berkeadilan danmenyejahterakan Pengothan
PROGRAM PENGENDALIAN

yang Berkelanjutan IZIN USAIIA INDUSTRI

Meningkatnyakeberdayaanekonomimasyarakat
Rasio Kewirausahaan daerah

PROGRAM PEMBERDAYAANUSAIIAMENENGAH,USAIIAKECIL,DANUSAIIAMIKRO(UMKM)

PROGRAM PENGEMBANGANUMKM
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PROGRAM PENGGUNAANDANPEMASARANPRODUKDALAMNEGERI

Meningkatnya Persentase pertumbuhan PROGRAM PERENCANAANDANPEMBANGUNANINDUSTRI

pengembangan IKM IKM

Meningkatnyakuahasperizinan
Persentase izin usaha yang PROGRAM PENGENDAIIAN

berusaha sektorperindustrian diterbitkan IZIN USAIIA INDUSTRI

Meningkatnya Persentase Usaha Kecil yangBertransformasidariInformalkeFomal PROGRAM PEMBERDAYAAN
kapasitas UMKM USAIIA MENBNGAH, USAIIA
yang tangguh dan KEclL, DAN usArlA MIKRo
mandiri quMKM)

Meningkatnya daya Proporsi UKM Menja]in PROGRAM PENGEMBANGAN
saing UMKM Kemitraan dan Ekspor UMKM
Meningkatnyakemudahanberinvestasi Realisasi Total Terhadap PROGRAM PENGEMBANGAN

Target lnvestasi IKLIM PENANAMAN MODAL

Meningkatnyajangkauanpromosipen-anmodal Persentase Peningkatan PROGRAM PROMOSI
Investor yang Berinvestasi PENANAMAN MODAL

Dukunganinfrastruktur yangberkualftas Meningkatnyalayananinfrastmkturyang Indeks Kualitas LayananInfrastmktur
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PROGRAM PENGEMBANGANEKONOMIKREATIFMEIALUIPEMANF`AATANDANPERLINDUNGANIIAKKEKAYAANINTELEKTUAL

Meningkatnya Persentase perusahaan yang PROGRAM PERENCANAANTENAGAKERJAkualitas infomasi menyusun Rencana Tenaga
tenaga kelja Kerja Mikro

MeingkatnyakapasitasSDMpariwisatadanekonomikreatif Persentase pelaku pariwisata PROGRAM PENGEMBANGAN
dan ekonomi kreatif yang SUMBER DAYA PARIWISATA
aktif dan tervalidasi DAN EKONOMI KREATIF`

Meningkatnya Persentase pelaku ekonomi
PROGRAM PENGEMBANGANEKONOMIKREATIF

kualitas ekosistem kreatif yang memiliki MEIAIUI PEMANF`AATAN
ekonomi kreatif kekayaan intelektual DAN PERLINDUNGAN IIAKKEKAYAANINTELEKTUAL

Meningkatnyakondusivitasdanperlindungansosial
Indeks Ketenterarnan danKetertiban

Meningkatnya Persentase Cakupan PROGRAM PENINGKATAN
perlindungan KETENTERAMAN DANmasyarakat Perlind ungan M asyarakatterhadap masyarakat KETERTIBAN UMUM

Lingkungan yangberkuafitasdanberketahananiklim Penurunan intensitas emisiGRK

Meningkatnya kualitas Indeks Kualitas Lingkungan
hagkungan hidup mdup
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Madinatul Imam SDM BaHkpapanyangberkualitas

Indeks Pembangu-Manusia

SDM yang cerdas dansehat

Rapor Pendidikan

Indeks PembangunanLiterasiMasyarakat

Usia Harapan Hidup

Meningkatnya Prevalensi Stunting
PROGRAM PEMENUIIANUPAYAKESEHATANPERORANGANDANUPAYAKESEHATANMASYARAKAT(UKPUKM)

kualitas kesehatanperorangandanmasyarakat (Indikator RPJPD. 03)

Angka Kematian Ibu (AKI)(IndikatorRPJPD.02)

Meningkatnyapartisipasianak usiasekolah

Tingkat Partisipasipendudukusia7-12 Tahun
PROGRAM PENGELOLAAN

yang berpartisipasi dalampendidikandasar PENDIDIEN

Tingkat Partisipasipendudukusia13-15 Tahunyangberpartisipasidalampendidikanmenengahpertana
PROGRAM PENGEMBANGANKURIKULUM

Masyarakat yangharmonisdaninklusif

Kejadian Konffik SARA

Indeks Ketimpangan Gender

Meningkatnya Persentase konflik sosial PROGRAM PENINGKATAN
penanganan yang diselesaikan KEWASPADAAN
konflik sosial yang NASIONAL DAN
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diselesaikan PENI NGKATAN KUALITASDANFASILITASIPENANGANANKONFLIKSOSIAL

Meningkatnya Persentase anggaran
PROGFunkualitas dan responsif gender (ARG)

efektivitas PENGARUSUTAMAAN

Tingkat partisipasi angkatanpenyelenggaraan GENDER DAN
PUG dan peran PEMBERDAYAAN
perempuan dalanpembangunan kelja (TPAK) Perempuan PEREMPUAV

Meningkatnyapencegahandanpenanganantindakkekerasan,eksploitasi,

Indeks Perlindungan Khusus PROGRAM PERLINDUNGAN
penelantaran,perka±danperlakuansalahrfunyaterhadapanak Anak (IPKA) KHUSUS ANAK

Terpenuhinyakebutuhanpanganyangberkualitas

Indeks Ketahanan Pangan

Meningkatnya
Skor Pola Pangan Harapan

PROGRAM PENINGKATAN
diversifikasi dan DIVERSIF`IKASI DAN
ketahanan pangan KETAIIANAN PANGAN
masyarakat MASYARAKAT
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PROGRAM PENGAWASANKEAMANANPANGAN

MeningkatnyaPengawasanMutu Persentase pangan segaryangmemenuhipersyaratandanmutukeamananpangan PROGRAM PENGAWASAN
dan KeamananPangan KEAMANAV PANGAN

Tata kelohapemerintahandanpelayananpublikyangberkualitas

Indeks Reformasi Birokrasi

Meningkatnya tatakelolapemerintahanyangbersihdanalountabel

Nihi ARE
Indeks PengelohaanKeuanganDaerali

Survei Penilaian IntegritasKomisiPemberantasanKorupsl

Tata kelolapemerintahan yangsemakinakuntabeldanmelayahi

Indeks PerencanaanPembangunan

Indeks Sistem Merit

PROGRAM PENGEMBANGANSUMBERDAYAMANUSIA

PROGRAM KEPEGAWAIANDAERAH

Maturitas SPIP PROGF"PBNYELENGGARAANPENGAWASAV

Nilai AKIP Perangkat Daerah

Pelayanan publik yang Indeks Kepuasan
semakin    prima    dan Masyarakat
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3.4.5   Program unggulan

Konsepsi   pencapaian   visi   dan   keberhasilan   pelaksanaan   misi
RIUMD  Kota  Balikpapan Tahun  2025-2029  yang telah  dioperasionalkan
ke   dalam   tujuan   dan    sasaran   pembangunan   daerah   selanjutnya
membutuhkan  dukungan  pelaksanaan  program  unggulan.   Hasil  dari

pelaksanaan  program  unggulan  ini  dianggap  dapat  menjadi  pengungkit
utama    upaya    pencapaian    visi    dan    pelaksanaan    misi    dimaksud.
Pendefinisian program unggulan yang dimaksud disini bukan merupakan
nomenklatur program yang diambil berdasarkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri,  namun  lebih  kepada  programprogram  keria yang  telah  menjadi

janji  politik  Walikota  dan  Wakil  Walikota  untuk  dilaksanakan  dalam  5
(lima)  tahun kedepan. Terdapat 9  (sembilan)  program unggulan Walikota
dam Wakil Walikota  Balikpapan Tahun  2025-2030.  Kesembilan  program
unggulan tersebut menekankan pada upaya percepatan pembangunan di
sektor  sumber  daya  manusia,  ekonomi,  infrastruktur,  dan  tata  kelola
sebagai  sebuah  investasi  untuk  mewujudkan  "Balikpapan  Kota  Global
Nyaman  untuk  Semua  Dalam  Bingkai  Madinatul  Imam".   Pelaksanaan

program unggulan  tersebut direalisasikan  melalui nomenklatur program
yang diampu  oleh  perangkat daerah.  Berikut merupakan  penyandingan
program  unggulan  dengan  program  sesuai  nomenklatur  Kepmendagri
900.1.15.5/3406 Tahun 2024 di Kota Balikpapan.

Tabel 3. 5 Penyandlng&n Program Unggulan dengan Program sesual NomenHatur
KepmendaLgrl 900.1.15.5/3406 TalLun 2024

I-iE`,)..,,...,
Program Prioritas

Nomenklatur  pr-6gf-ari-I-    -----`-`~--'-----.-----.

I ranoformasl birolErasl

PROGRAM PENGEMBANCIAN SUMBER DAYA
MANUSIA

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

PROGRAM PENGELOIAAN INFORMASI DAN
KOMUNIRASI PUBLIK

2 Pendngkatan Pelayanan
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN

Kesehatan dan Pendldikan MASYARARAT (UKP UKM)

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

3 Mengatasi stunting
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN
KETAHANAN PANGAN MASYARARAT

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

4 Penyedlaan Air Bersih PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
ang Sehat dan Merata SISTEM PENIEDIAAN AIR MINUM

5 Pengendalian Bady ir PROGRAM PENGELOIAAN SUMBER DAYA AIR

(SDA)

6
Lingkimgan Hidup & Sos€-1ngSehatdanNyanan

PROGRAM pErvELENGCIARAAN jALAN

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA,  SARANA
DAN UTILITAS UMUM (PSU)
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-.  ..  .    ,  ..   . ,
.    .  .    .  ,,     :JirmElr€L=

Nomenklatur program                     ----. -u--
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN

NGKUTAN JALAN (LIAJ)
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN
LINGKUNGANNIA
PROGRAM PENINGRATAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN
HAYATI (KEHATI)

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
PROGRAM PENGELOIAAN PERSAMPAHAN
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN
PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL

7 Ballkpapan Rota MICE danhate
PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

8 alillpapan Kota InovatifKreatif

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN
NDUSTRI

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH,
USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN
MODAL

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF`
MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN
HAK KERAYAAN INTELEKTUAL

9 Balikpapan Rota Ranahck PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
PROGRAM PENGARUSUTAMRAN GENDER DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

3.4.6   DulnLngan   Program   Prioritas   RPJMD   2025-2029   terhadap   Proviiisl   dan
Kegiatan Prioritas Utama RPJM Naslonal Tahun 2025-2029

Program  unggulan  dari  Walikota  dan  Wakil  walikota  Balikpapan

juga  turut  serta  dalam  mendukung capaian  program  unggulan  di  level
provinsi.  Setidaknya terdapat dua program unggulan yang diusung oleh
Gubemur dan Wakil Gubemur Provinsi Kalimantan Timur, yakni Program
Gratispol   dan   Jospol.   Berikut   merupakan   penyandingan   dukungan

program unggulan provinsi di Kota Balikpapan pada periode tahun 2025-
2029.
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Thbel 3. 9 Duklingan Program dl Rota BalilEpapan terhadap Program Unggulan
Prowlnsi Ka]Imantan Timur Tahun 2025-2029

No         Kegiatan unggulan               Lokus Indikatif                       Dukungan program
Program Unggillan Gratispol

1
Gratis BersekolahSMA/SMKhingga S3

10 Kabupaten/ Kota -

2
Gratis Biaya Berobat dan

10 Kabupaten/ Kota
Program Pemenuhan Upaya

I,ayaLnan Kesehatan Kesehatan Perorangan dan Upaya
Berkualitas Kesehatan Masyal.akat quKP UKM)

3 Gratis Makanan Bergizi 10 Kabupaten/Kota

Program Pengelolaan Pendidikan
Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan dan Upaya
kesehatan Masyarakat
Program Sediaan Farmasi, alat
kesehatan dan makannan
minuman
Program Peningkatan Kualitas
Keluarga
Program Pemberdayaan dan
Peningkatan Keluarga Se].ahtera
(KS)
Program Peningkatan Diversifii kasi
dan Ketahanan Pangan
Masyarakat
Program Penindratan Diversilikasi
dan Ketahanan Pangan
Masyarakat
Program Penanganan Kerawanan
Pan8an
Program Rehabilitasi Sosial

4 Gratis Seragam Sekolah 10 Kabupaten/Kota Program pengelohan pendidikan

5
Gratis BiayaAdministrasiKepemilikan Rumah

10 Kabupaten/Kota Program Pemerintchan dan
Kesej.ahteraan Rakyat

6 Gratis Haji dan Umroh 10 Kabupaten/ Kota FTogram Pemerintahan dan
untuk Marbot Kesejahteraan Rakyat

Program Upggulan .oapol
Jospol 1. Hilirisasi Industri Pertanian Melalui Peningkatan dan Perluasan Areal Berbasis
Pertanian Modern

1

Pembangunan GedungdanInfrastrukturPenunjangPusatDistribusiPanganProvinsi

Balikpapan -

2
Pembangunan Rumah

Samarinda,Balkpapan, Bontang,KutaiKartanegara,

Program Perencanaan dan
Produksi Bersana (RPB) Paser, Penajan PaserUtara,KutalTimur,KutaiBarat,Berau Pembangunan Industri
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3 Pengembangan Desa

Kutai Kartanegara,KutaiTimur,KutaiBarat,Berau,Paser,

Program Penyuluhan PertanianKoxporasi Ternak (PDKT) Penal.am Paser Utara,Sanarfuda,Bontang,Balikpapan

4
Pengembangan Kawasan

Karet: Kutai Barat,KutaiKartanegara,
Program Penyediaan dan

Tanaman Kakao, Kopi, Paser, Sanarinda, Pengembangan Prasarana
dan Karet Penajan Paser Utara,Balikpapan Pertanian

5

PeningkatanPengendalian OrganismePenggangguTanaman(OFT)danPengembanganAgensiaPengenda]iHayati(APH)

10 Kabupaten/ Kota
Program Pengendalian dan
Penanggulangan Bencana
Pertanian

Jospol 2: Pengembangan Telmologi dan Inovasi di Sektor Perikanan, Kelautan, Industri dan
Pelayanan PubHk

1

Rehabilitasi danRevitalisasiPabrik EsdanColdStoragesebagaiSaranaSistemRantalDin8in Berau, Kutai Timur,Sanarinda,
Program Pengelolaan Perikanan

Barikpapan, PenajanPaserUtara Tan8kap

Jospol 3: Peningkatan Insentif Guru Sekohah Umum, Pesantren, seria Penjaga Rumah lbadah

1

Pemberian InsentifDosen,GuruSekolah

10 Kabupaten/ Kota Program Pemerintahan dan
Umum, Pesantren, danPenjagaRumahIbadah Kesejahteraan Rakyat

Jospol 4: Mendorong Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kreatif dan Digital untuk
Mendukung UMKM

1

Bantuan Permodalan,Peralatan,danPembinaanUMKMsecaraTerpadu

10 Kabupaten/Kota
Program Pemberdayaan Usaha
Menengah, Usaha Kecil, dan
Usaha Mikro quMKM)

2
Pengembangan danPeningkatanDayaSaingSektorEkonomiKreatif

10 Kabupaten/ Kota

Program Pengembangan Bkonomi
Kreatif Melalui Pemanfaatan dan
Perlindungan Hak Kekayaan
Inetelektual

3
Kemitraan PelakuIndustnidenganUMKM 10 Kabupaten/Kota Program Pengembangan UMKM

Jospol 7: Pembangunan Infrastruktur di Seluruh Kaltim Seperti Ja]an, Jembatan,
Transportasi Umum, Jaringan Komunikasi dan Pelabuhan Internasional

1
Pembangunan SPAM

Balikpapan,Samarinda, Paser Program Pengelolaan dan
Pengembangan Sistem PenyediaanRegional Utara, Paser, dan KutaiKartanegara
Air Minum (SPAM)

2
KegiatanPeningkatan/RehabilitasiRuasJalanProvinsi

8 Kabupaten/ Kota -

3
PembangunanPelabuhanlnternasionalKariangau

Bapapan -
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Jospol 9 : Memudahkan lnvestasi Termasuk Pemberian Insentif dan Keljasalna Antara
Pemerintah Daerah, Pusat, serta Swasta

1

Pembuatan Peta PeluangInvestasi,PenyusunanIPRO,danPenyusunanPraStudiKelayakanInvestasi

10 Kabupaten/Kota Program Pengembangan Iklim
Penanaman Modal

2 Forum Investasi Daerah 10 Kabupaten/ Kota Program Promosi Penanaman
Modal

Selain mendukung capaian program unggulan Provinsi Kalimantan
Timur, Kota Balikpapan juga berupaya mendukung pelaksanaan Kegiatan
Prioritas  Utama  RPJM  Nasional Tahun  2025-2029.  Sinkronisasi  dengan

program pembangunan daerah dalam RPJMD tahun 2025-2029 dilakukan
guna memastikan keterpaduan dan kesinergian antara pusat dan daerah.
Berikut merupakan Kegiatan Prioritas Utama dan program prioritas Kota
Balikpapan.
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Tat)el 8. 10 Penyelarasan Kegiatan Prioritas Utama RPJ"N Tahun 2025-2029 dall Program Prioritas RP"D Tahun 2025-2029
No Kegiatan Prioritas Utama Prioritas Nasional i`r-RfFT-ilr.I. #i,.              . -  . . i H-.F-"2I--.i±tim. .

1

Penguatan Pers dan Media Massa yangBertanggungJawab,Edukatif,Jujur,
Prioritas Nasional 1 Program Pengelofaan Infomasi Dinas Komunikasi danInformatika

Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S) dan Komunikasi Publik

2
Pengembangan Kawasan Sentra Produksi

Prioritas Nasional 2
Program Pengelolaan Sumber Dinas Pangan, Pertanian danPerik-Pangan (KSPP) / Lumbung Pangan Lainnya Daya Ekonomi Untuk KedaulatandanKemandirianPangan

3
Pengembangan Pangan Hewani

Prioritas Nasional 2
Program Peningkatan DiversifikasidanKetahananPanganMasyarakat Dinas Pangan, Pertanian danPerik-

4
Pengembangan Pangan Irokal dan Nabati

Prioritas Nasional 2
Program Peningkatan DiversifikasidanKetahananPanganMasyaraJrat Dinas Pangan, Pertanian danPerikanan

5
F`ortifikasi dan Biofortifikasi Pangan

Ihioritas Nasional 2
Program Penyediaan danPengembanganPrasaranaPertanian Dinas Pangan, Pertanian danPerikarm

6
Konservasi Sumber Daya Air

Prioritas Nasional 2
Program PengendalianPencemarandan/atau KerusakanLingkunganHidup

Dinas Lingkungan Hidup

7
Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu

Prioritas Nasional 2
Program Pengelolaan dan

Dinas Pekerjaan Umumke Hilir Pengembangan Sistem PenyediaanJhiMinum

8
Penyediaan dan Pengawasan SanitasiAman,Berkelanjutan,danBerketahanan

Prioritas Nasional 2 Program Peningkatan Prasarana, Dinas Perumahan dan
Iklim Berbasis CWIS Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Pemukiman

9 Penguatan Faktor Pendukung Ekonomi Prioritas Nasional 2 Program Pengelolaan Aplikasi Dinas Komunikasi dan
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Digital Informatika Informatika

10
Penguatan Ekonomi dan Industri Digital.

Prioritas Nasional 2 Program Pengelofaan Aplikasi Dinas Komunikasi dan
serta Sektor Strategis hairmya Infomatika Informatika

11
Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan Prioritas Nasional 2 Program PengelolaanPersampahan Dinas Lingkungan Hidup

12
Peningkatan pengeiolaan kualitas air

Prioritas Nasional 2
Program Pengendalian

Dinas Lingkungan Hidupsungai dan danau Pencemaran dan/ atau KerusakanLingkunganHidup

13
Peningkatan Kualitas Ekosistem Gambut

Prioritas Nasional 2
Program PengendalianPencemarandan/atau KerusakanLingkunganHidup

Dinas Lingkungan Hidup

14
Perubahan Perilaku dan Penguatan Tata

Prioritas Nasional 2 Progran Pengelolaan Dinas Lingkungan HidupKelola Persanpahan Persampahan

15
Peningkatan Pengumpulan danPengolahanSampahsertaPemrosesanResidudiTPA/LUR

Prioritas Nasional 2 Program PengelolaanPersampahan
Dinas Lingkungan Hidup

16
Pengembangan Industri Garam dan

Prioritas Nasional 2 Program Pengolahan dan Dinas Pangan, Pertanian dan
Produk Olahan Hasil Laut Pemasaran Hasil Perikanan Perikanan

17
Pembangunan lnfrastniktur Jaringan

Prioritas Nasional 3 Program Peningkatan Prasarana, Dinas Perumahan dan
Ketenagalistrikan dan Digitalisasinya Sarana, dan Utflitas Umum (PSU) Permukinan

18
Pengembangan dan Peningkatan

Prioritas Nasional 3 Program Pengelolaan Aplikasi Dinas Komuriikasi dan
Ekosistem Digital Infomatika Infomatika

19
Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gin Prioritas Nasional 3 Program Pengelolaan Aplikasi Dinas Komunikasi dan

Informatika Informatika

20
Pengembangan Koperasi Sektor Produksi

Prioritas Nasional 3
Program Pemberdayaan dan Dinas Koperasi, Usaha Mikro,
Perlindungan Koperasi Kecfl, Menengah &Perindustrian
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21
Perluasan Layanan Pendidikan Anak Usia Prioritas Nasional 4 Program Pengelolaan Pendidikan

Dinas Pendidikan dan
Dini Kebudayaan

22
Revitalisasi Sarana dan Prasarana

Prioritas Nasional 4
Program Pengelolaan Pendidikan

Dinas Pendidikan dan
Sekolah dan Madrasah yang Berfualitas Kebudayaan

23 Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Prioritas Nasional 4 Program Pengelolaan Pendidikan
Dinas Pendidikan dan

Sekoth Kebudayaan

24 Pembangunan dan Penyelenggaraan Prioritas Nasional 4 Program Pengelolaan Pendidikan
Dinas Pendidikan dan

Sekolah Unggul Kebudayaan

25

Restrukturisasi kewenangan pengelolaangurumeliputiformasi,rekrutmen,pengangkatandanpenempatan,mobhitas,pembinaankarierprofesional(e.g.pelatihan,inservicetraining),perlindunganhukum,dankesejahteraan

Prioritas Nasional 4

Program Tenaga Pendidik dan

Dinas Pendidikan danKebudayaan

berbasis kinelja Kependidikan

26
Peningkatan Relevansi dan Perluasan Prioritas Nasional 4 Program Pengelolaan Pendidikan

Dinas Pendidflran dan
Akses Pendidikan Tinggi Kebudayaan

27
Peningkatan Fungsi lntermediasi dan

Prioritas Nasional 4
Program Pengelolaan Pendidikan

Dinas Pendidikan dan
Layanan Pemanfaatan Iptek dan Inovasi Kebudayaan

28
Penurunan Kematian Ibu dan Anak

Prioritas Nasional 4
Program Pemenuhan UpayaKesehatanPerorangandanUpayaKesehatanMasyarakat

Dinas Kesehatan

29
Pencegahan dan Penunman Stunting

Prioritas Nasional 4
Program Pemenuhan UpayaKesehatanPerorangandanUpayaKesehatanMasyarakat

Dinas Kesehatan

30
Penyelenggaraan Perieriksaan Kesehatan

Prioritas Nasional 4 Program Pemenuhan Upaya Dinas KesehatanGratis Kesehatan Perorangan dan Upaya
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Kesehatan Masyarakat

31
Penuntasan TBC

Prioritas Nasional 4
Program Pemenuhan UpayaKesehatanPerorangandanUpayaKesehatanMasyarakat

Dinas Kesehatan

32
Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa,

Prioritas Nasional 4
Program Pemenuhan Upaya

Dinas KesehatanSantri, Ibu Hamjl, Ibu Menyusui, dan Kesehatan Perorangan dan Upaya
Balita Ke sehatan Masyarakat

33
Penguatan- Eko sistem Pendukung

Prioritas Nasional 4
Program Pemenuhan Upa.ya

Dinas KesehatanPemberian Makan Bergizi Kesehatan Perorangan dan UpayaKesehatanMasyarakat

34
Eliinasi Penyakit Kusta &

Prioritas Nasional 4
Program Pemenuhan Upaya

Dinas KesehatanSchistosonhasis Kesehatan Perorangan dan UpayaKesehatanMasyarakat

35
Investasi pelayanan kesehatan primer

Prioritas Nasional 4
Program Pemenuhan UpayaKesehatanPerorangandanUpayaKesehatanMasyarakat

Dinas Kesehatan

36

Pembangunan RS Lengkap Berkualitas diKabupaten/KotadanPengembangan

Prioritas Nasional 4 Program Pemenuhan Upaya Dinas KesehatanPelayanan Kesehatan Bergerak dari Kesehatan Perorangan dan Upaya
Daerah Sulit Akses Kesehatan Masyarakat

37
Produksi dan pendayagunaan SDM

Prioritas Nasional 4
Program Pemenuhan Upaya

Dinas Kesehatankesehatan Kesehatan Perorangan dan UpayaKesehatanMasyarakat

38
Pengenibangan Manajemen Talenta Frioritas Nasional 5 Program Pengembangan Dinas Pendidikan dan
Nasional (MTN) Semi Budaya Kebudayaan Kebudayaan
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39
Pengembangan Manajemen Talenta

Prioritas Nasional 5
Program Riset dan Inovasi

Badan Perencanaan
Nasional (MTN) Riset dan Inovasi Pembangunan Daerah,Penefitian,danPengembangan

40 Pengembangan Manajemen Talenta Prioritas Nasional 5 Program Pengembangan Daya Dinas Pemuda, 01ahraga, dan
Nasional (MTN) 01airaga Saing Keolahragaan Pariwisata

41
Pengembangan Industri Kinia

Prioritas Nasional 5 Program Perencanaan dan
Dinas Koperasi, Usaha Mikro,Kecil,Menengah&

Pembangunan Industri Perindustrian

42
Penyaluran Bantuan Sosial Adaptif danSubsidiTepatSasaranmelaluiKarfui

Prioritas Nasional 6 Program Perlindungan dan Dinas Sosial
Kesejahteraan Janinan Sosial

43 Peningkatan D-aya Saing melalui Karfu Prioritas Nasional 6 Program Perlindungan dan Dinas SosialUsaha Produktif jaminan Sosial

44
Perencanaan dan PembangunanKawasan,sertaPemindahankelbu Kota

Prioritas Nasional 6 Program Penyelenggaraan Dinas Pertanahan dan
Nusantara Penataan Ruang Penataan Ruang

45 FasELtasi Penyediaan . Perumahan Prioritas Nasional 6 Program Perumahan dan Kawasan Dinas Perumahan dan
Terintegrasi dengan PSU Pemukiman Kumuh Permukiman

46 Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Prioritas Nasional 7

Program Perumusan Kebijakan,pendampingan,danAsistensi Inspektorat

Program PenyelenggaraanPengawasan Inspektorat

47
Peningkatan Kesejahteraan ASN melaluiPenerapanKonsepTotalRewardBerbasis

Prioritas Nasional 7

Program Kepegawaian Daerah BKPSDM

Prograln Penunjang Urusan Sekretariat Daerah, BagianOrganisasiKinerja ASN Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota
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48
'ITansformasi Digital Layanan Publik

Prioritas Nasional 7 Program Pengelolaan Aplikasi Dinas Komunikasi dan
Prioritas Infomatika Infomatika

49
Ekstensifikasi dan lntensifikasi

Prioritas Nasional 7
Program Pengelolaan Pendapatan Badan Pengelolan Pajak Daerah

Pe nerimaan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah

50
Intensifikasi Penerimaan Negara Bukan

Prioritas Nasional 7
Program Pengelolaan Pendapatan Badan Pengelolan Pajak Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

51
Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa

Prioritas Nasional 8
Program Penguatan IdeologiPancasiladanKarakterKebangsaan

Kesatuan Bangsa dan PoHtik

52
Pemanfaatan Khazanah Budaya danPengembanganKawasanPemajuan

Prioritas Nasional 8 Program Pengembangan Dinas Pendidikan danKebudayaan

Kebudayaan Kebudayaan

53
Peningkatan Ketahanan Iklfm Pesisir dan Prioritas Nasional 8 Program Pengelolaan Sumber Dinas Pekerjaan UmumLaut Daya Air
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Program prioritas di Kota Balikpapan juga turut serta dalam mendukung

pelaksanaan    Proyek    Strategis    Nasional    tahun    2025-2029.    Berikut
merupakan    rincian    dukungan    program    terhadap    proyek    strategis
nasional.

Tabd 3. 1 1 Du]mngan Program Rota Balikpapan pada Proyek Strategis Nasional
Tahun 2025-2029

•       liEZEm:                         mEFTn                     HFT:+i..MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH.Tin.im.FE-.at:.n

Mahan Bergizi dratis

1
Program MakanBergiziGratis

Nasional
Badan Gizi

Program Pengelolaan Pendidikan
Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan dan Upaya
kesehatan Masyarakat
Program Sediaan Farmasi, alat
kesehatan dan makannan
minuman
Program Peningkatan Kualitas
Keluarga

Nasional Program Pemberdayaan dan
(koordinator) Peningkatan Keluarga Sejahtera

(KS)
Prograln Peningkatan Diversifikasi
dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Program Peningkatan Diversifikasi
dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Program Penanganan Kerawanan
Pan8an
Program Rehabilitasi Sosial

Pembangunan Manusin dan K®bndayaan

2

RevitalisasiSaranadanPrasaranaSekolahdanMadrasahyangBerkualitas

Nasional

KementerianPendidikanDasardanMenengah(koordinator)

Program Pengelolaan Pendidihan

3

Pembangunan

Nasional

Kementerian

Program Pengelolaan Pendidikan
dan Pendidikan
Penyelenggaraa Tinggi, Sains,
n Sekolah dan Teknologi
Un88ul (koordinator)

4

PembangunanRumahSakit

Nasional KementerianKesehatan Program Pemenuhan Upaya
Lengkap Kesehatan Perorangan dan Upaya
Berkualitas diKabupaten/Kota Kesehatan Masyarakat (UKP UKM)

5
Program

Nasional KementerianKesehatan Prograln Pemenuhan Upaya
Penuntasan Kesehatan Perorangan dan Upaya
TBC Kesehatan Masyarakat (UKP UKM)

Swasemhada Pangan

6
Layanan Irigasi

Nasional
Kementerian Program Pengelolaan Sumber DayaPendukung Pekeq.aan

Air (SDA)Pangan Nasional Umum
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8wasembada Energi

North Hub
Development
Project Selat
Makassar

Kalimantan Swasta

Hillrisasi, IndustriaELasi, dan Tmasfoamasi Digital

Pengembangan
I+ayanan Digital
pemerintah
Terpadu

Nasional

Kementerian
Pendayagunaan
Aparatur
Negara dan
Reformasi
Birokrasi
(koordinator)

Program Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik

Penyediaan Peta
Dasar Skala
Besar (1:5.000)
Seluruh Wilayah
Indonesia

Nasional
Badan
Informasi
Geospasial
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BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAII DAERAH

Bab ini menguraikan indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kota
Balikpapan  yang  mendukung  pencapaian  visi  dan  nisi  kepala  daerah
serta  waldl  kepala  daerah,   sekaligus  memenuhi   la.yanan   Organisasi
Perangkat   Daerah   (OPD)   dalam   menjalarikan   urusan   pemerintahan
daerah.  Selain  mencakup  target  program,  bab  ini juga  memuat  pagu
indikatif sebagai  proyeksi  kebutuhan  pendanaan  dalaln  bentuk  alokasi
dana yang tersedia untuk penyusunan program tahunan. Besaran dana
yang  tersedia  merujuk  pada  sub  bab  keuangan  di  Bab  11   RPJMD,
khususnya  terkait  keran8ka  pendanaan  yang  meliputi  kapasitas  riil
keuangan dan belanja daerah. Kerangka pendanaan pembangunan daerah
Kota Bali]apapan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

4.1    Program perangkat Daerah Tahun 2026-2030
Penyusunan program perangkat daerah diselaraskan dengan arah

kebijakan nasional dan provinsi, memperhatikan priorifas pembangunan
daerah,    serta   mempertimbangkan   dinamika   sosial,    ekonomi,    dan
lingkungan  yang  dihadapi  Kota  Balikpapan.  Sub  bab  ini  menyajikan
daftar program yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah
di Kota Balikpapan Tahun 2025-2029.
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Tabel 4. 1 Program, Indihator Program, Target, dan Pagii ]ndikatif Prograan PeranglEat Daerah RpuMD Kota Balikpapan Tahun 2025-2029
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HOH unusAV
Programpenudyanguf-pemeriDtchandacrch Ill

Persentase OPDdengannflalSAKIPnrininalmemuaskan(A)

1.716.552.811.713 1.829.93.341.00 1.904.892.147.000 1.983.03380.000

Seluruh OPD

Persentase OPDyangmenrim1"dengankategoriSangatBajk

1.767.240.540.000 70 7.       Sekretariat Daerah

PersentasefashitasilayanankedinasanREH/WKDH/SekretariatDaerahsesuaistandar
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URusAN pEMERINTAHArv BIDANG pENDIDIKAnr

Programpenudangu"Sanpemeriutchandacwh

Dinas PendiidkandanKebudayaanMerfugkatnyaKualitasLayananInternalPeran8katDaerah

Nilai SAKIPPerangkatD aerah

Prooranpengelolaanpendidikan

Dinas PendfidkandanKebudayaan

MerfugkatnyaPartisipasidan/ataukemanpuanPesertaDidik

Persentase AnakUsia16-18TahunyangBerpartisipasidalanPendidikanMenengah(APS)Persentaseanalc

471.050.67 487.762.2 507.741.1 528.570.43 550.074.84

yangmenjadikewenanganpemerintahkota usia 4-18 tahunpenyandangdisabilitasyangberpartisipasidalanpendidikankhusus(APS) 3.000 47.000 41.000 0.000 0.000

Programpengembanganfurifuum
Dinas PendiidkandanKebudayaan
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PersentaseSatuanPendidikan yang

514.718.00 514.718.0 554.809.0 577.569.0 601.067.00
Mengemban8kanKurikulunMuatanLokal 0 00 00 00 0

Programpendldlk dantenngakependldihan

Dinas PendiidkandanKebudayaanMeningkatnyamutudandistribusi
PersentasePendidikdanTenagaKependidikan di

0 1
2.664.363.

1
2.758.887

1
2.871.892

1
2.989.707.

1
3.111341

pendidik dantenagapendidikan saturnpendidikan yang13erkuaJjfikasih-alD-IV/S1(%) 000 .000 .000 000 000

Programpezigendallandanperizinanpendidikan

Dinas PendiidkandanKebudayaanMeringkatnyakualitasdandistribusisatuanpendidikan PersentaseUsulanlzinSatuan

186.652.00 193.274.0 201.190.0 209.444.00 217.965.00
Pendidikan yangDiterbitkan/Diperbarui 0 00 00 0 0

ProgramPengembanganBchasadanSastra
Dinas PendfidkandanKebudayaan
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PersentasePenin8katanKarya,BahasadanSastrayangBercirikanKearifanLokalBalikpapan

uRusAnr PEMERINTAHAN BIDANG REEHATAIV

Prooranpenudangurtlsanpemerintchandaerch

Mein9katnyakualitaslayananinternalperangkatdaerah Indeks KepuarrmMaayarakat(IKM)IntemalPerangkatDaerch(NIlai)

75.92 78.92 80.42
81.92 83.42 83,42

Programpemenuhantlpayakesehatanperorangan danupayakesehatanmasyarahat

Dinas Keseha.tan

Merfugkatnyamutukesehatan Rerata capaianSPMurusankesehatan(%)
100 100 228.498.37 100 236.604.8 100 246.296.2 100 256.400.19 100 266.831.60

perorangan danmaeyarakat 4.000 64.000 73.000 4.000 4.000

Programpeninghatanhapasitassumberdayamanuslakesehatan

Dinas Kesehatan
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Meingkatnyamutudandistribusitenagakesehatan PersentasePenin8katan dan
100 100 2.742.158. 100 2.839.442 100 2.955.747 100 3.077.002. 100 3.202.187.

distribusi tenagakesehatan 000 .000 .000 000 000

Programsediaanfarmasi, alatkesehatandanmakananminuman

Dinas KesehatanMeningkatnyakualitasdandistribusisediaanfarmasi,
PersentaseCakupanSediaanFarmasi,Alat

100 loo 1.833.335. 100 1.898.377 100 1.976.135 100 2.057.203. 100 2,140.899.
alat kesehatan,danmakananinuman Kesehatan danMakananmuman 000 .000 .000 000 000

Programpemberdayaanmasyarahatbidan8kesehatan

Dinas KesehatanMerfugkatnyakualitaspemberdayaan PersentaseMaeyarahatBidangKesehatanyangDiberdayakan

100 100 3.274.313. 100 3.390.477 100 3.529.352 100 3.674.138. 100 3.823.617.
maeyarakatbidangkesehatan 000 .000 .000 000 000

URUSAV PEMERINTAIIAN BIDAHG PERERuEN Urum DAN pENATJEN RUANG

Programpenunjangurusanpemerintchandaerch
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MerfugkatnyaKuahtasLayananIntemalPerangkatDaerah Indeks KepuasanMaeyarakat¢KM)InternalPeran8katDaerahquilal)

79.85 80.00 80.25 80.5 81 81.5

ProgramPen8elol-SumberDayaAlr'SDA)
Dinas PekerjaanUmun

PersentasePengelolaanSunberDaya AirdiKotaBahipapan(0/o)

48.43 55.55 33.767.893 61.3 34.965.88 67.08 36.398.09 72.84 37.891.273 76.62 39.432.845
.000 1 4.000 8.000 .000 .000

programPengelohaandanPengombangrmSistemPenyediaanfirMinutn

Dinas PekeljaanUmum

PersentaseJundahRumahTanggayangMendapatkan

78.5 80.12 1.492.817. 81.2 1.545.778 85.78 1.609.093 90.78 1.675.104. 95.04 1.743.254.
AIses Air mumPerpipaandanNonPeapipaan(%) 000 6 .000 .000 000 000

ProgramPengembanganSistemdanPengelolaanPersanpchanRegional
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PersentasePenyediaan
86.33 90.63 40.898.031 93.0 42.348.98 94.97 44.083.60 98.4 45.892.069 99.91 47.759.146

SaranaPersanpchan .000 1 0.000 8.000 .000 .000

ProoranpengelolaLandanPengembanganSistemAirLinbal

Dinas PekeljaanUmum

Perientas-eRumahTanggayangMemjffi

80.64 81.19
10.734.575 82.1 11.115.40 83.2 11.570.69 84.2 12.045.369 85.2 12.535.424.000Akses TerhadapLayananSanitasiLayak .000 9 9.000 9.000 .000

ProgramPengelolaandanPengembanganSistemDralnae

Dines PekerjaanUmum

Persentase LuasKawasanPermukinanRawanBanjiryangTerlindungi

52.15 52.74 119.833.94 53.3 124.085.3 53.92 129.167.8 54.51 134.466.80 55.1 139.937.46
oleh InfrastrulrfurPengendalianBanjirdiWSKewenanganKabupaten/Kota 2.000 3 19.000 92.000 4.000 4.000

ProgramPengembangrmPermukinan

PersentasePelayanan JalanLin8hagan
- - -
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ProgramPenataanBangunanGedun8
Dinas PekeriaanUmum

PersentaseBangunan yangMemilikiIzin
27.61 r2:J .ffrl 224.562.660.000 r2:J .I4 232.529.521.000 27.82 242.054.003.000 27.94 251.983.891.000 28.04 262.235.628.000

Program PenataanBangl]nandanLikungannya
Dinas PekerjaanUmum

PersentaseKesesualanPelcksanaan

96.9 100 12.279.550 100 12.715.19
100 13.236.01 100 13.779.000 100 14.339.586.000PenataanBangunan danLingkungan .000 5.000 3.000 .000

ProgramPenyelenggarcaaJalan Dinas PekeljaanUmum

PersentasePanjangJalandanJembatandalanKondisiMantab

83.85 83.93 486.650.645.000 84.02 503.915.662.000
84.1

524.556.205.000
84.18 546.075.307.000 84.26 568.291,886.000

ProgramPengembanganJasaKonstmkel
PersentaseTenaga Dinas PekeijaanUmum

Presentase ProyekyangMenjadiKewenangan

11.45 25.4 4.118.115. 35 4.264.214 45 4.438.878 55 4.620.976. 65 4.808.976.000PengawasarmyaTanpaKecelakaanKonstruksi 000 .000 .000 000
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ProgramPebyelen8g-aPenataanRuang
Dines PekeriaanUmun

TersedianyaPenataanruangyangharmonisdanberkelanjutan
Nflal Pengafuran,Pembinaan,Perencanaan,PemanfaatandanPengendalianPemanfaatanRuang

61.5 63 4.855.602.000 64 5.027.865.000 65 5.233.808.000 70 5.448.517.000
81 5.670.185.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDAHG PERUMAHAV DAV RAWASAI PERMURIMAN

Programpenudangu"Sanpemerintchandaerfu

Dinas Perumahan,danPermukimanMeningkatryaKualitasLayananInternalPeran8katDaerch Indeks KepuacanMaeyarakat(IKM)InternalPerangkatDaerah(Nilai)

84 86 87 88 89 90

ProgramPengembanganpemmchan

Dinas Perumahan,danPemukinanMerfugkatnyaPenyediaanRumahLayakHuhibagiMaayarakatTerdanpakKorbanBencana
Persentase warganegarakorbanbencanayangmemperolehmmahlayakhuni

0 loo 4.336.396.000 100 4.490.239.000 100 4.674.160.000 loo 4.865.911.000 100 5.063.876.000
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dan RelokasiFTogramPemerintahKabupaten/Kota Persentase WargaNegarayangTerkenaRelokasiAkibatProgramProvinsiyangMemperolehFasilitasiPenyediaanRumahyangLayakHuni

0 loo loo 100 loo loo

ProgramKawasanPermukinan

Dinas Perumahan,danPermukinanMenurunnyaKawasan Persentasekaw©kumuhdibawah10hadikabupaten/kotaditangani

87.01 100 2.475.452. 33.4 2.563.274 53.65 2.668.267 78.05 Z.J77Jyf3. 100 2.890.738.000PemukinanKumuh 000 .000 .000 000

ProgramPerumchan danKowasanPermukimanKumuh

Dinas Pe-ahan,danPermukinanRumah TanggadiLuarSKKunuhyangMenrmAksesTerhadapHLmianyangLayak Persentase rumahtidaklayakhurl/rusakyangdifrogkatkanrfualitasnyadiluarkawasankunuh

0 4.29 4.937.155.000 6.86 5.112.312.000 9.43 5.321.714.000
11.99

5.540.029.000 14.56 5.765.420.000

ProgramPeningkatanElrasarana,SaranfLdanUtiilitasUfnumlpsu)

Dinas Perunahan,danPermukiman
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MeningkatnyaLingkunganPerumahan PersentasePeningkatan PSU
5.14 21.5 11.729.407 26.1 12.145.53 30.84 12.643.01

35.51 13.161.679 40.19 13.697.150

yang mendapatPSU pada LingkunganPerumahan .000 7 4.000 9.000 .000 .000

ProgramPenin8I[atanPelayananSertiflkasi,Kualiflkasi,masiflkasi,danRegistrasiBidan8PemrdandanKawasanPermukinan

Dinas Perumahan,danPermukinan

MeningkatnyaPelayananSertifikasidanRegistrasibagiOrangatanBadanHukumyangMelaksanakanPerancangandanPerencan-RumahsertaPerencanaanPrasarana,SaranadanUffitasUmumPSU

Sertifikasi danregistrasibagiorangataubadanhukumyangmelaksanakanperancangandanperencanaanrumahsertaperencanaanprasarana,saranadanutffitasumumPSU

uRusAN pEMERIrmAIIAN BIDANG KETErmRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAAV MAsyARAKAT
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Programpenudangurusanpenerintchandaerfu

MeningkatnyaKualitasLayananInternalPerangkatDaerah Indeks KepuasanMaayarakatqKM)InternalPeran8katDaerchOJilal)

ProgramPepingkatanKeteuteranandanKetertil.anUmutD

Satpol PP
PresentasePenurunan Kasus

7.466.602. 7.731.496 8.048.180 8.378.345. 8.719.210.
PelanggaranPerda 000 .000 .000 000 000

ProgramPenanggulangaabencana

BPBDMerfu8katnyaCakupanPelayananPenanggulanganBencana PersentaseCafupanPenyebaranInformasidanEdrhasiRawan
1.496.829.000 1.549.932.000 1.613.418.000 1.679.606.000 1.747.939.000
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ProgramPeDcegchan,penanggndangan,Penyelanatankebak~danpenyelanatannodkebak~

BPBD
Menin8katnyaCafupanPelayananPencegahan

CakupanPenyebaranInformasidanEdukasiRawanKebakaran
6.202.684. 6.422.738 6.685.816 6.960.091. 7.243.256.

PenanggulanganPenyelanatanKebakarandanNonKebakaran 000 .000 .000 000 000

URUSAN PEMERINTAIIAH BIDANG SOSLAL

ProgrampenuDjan8urusanpemerintchandaerch

Dinas SosialMerfugkatnyaKualitasLayananInternalPerangkatDaerah Indeks KepuasanMaayarakat(IKM)InternalPerangkatDaerch(Nilai)

ProgramPemberdayaan&osial

Dinas SosialMeningkatryaPemberdayaanSosial
Persentase SDMKesejahteraanSosialyangMenin8katKompetensinya

70 80 1.688.427. 85 1.748.328 90 1.819.940 95 1.894.600. 100 1.971.680.
000 .000 .000 000 000
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dalam Pelayanansosial(o;o)

ProgramPenangananWargaNegaraMigranTindckKelEerasan

Dinas SosialMenin8katryaLayananPenangananWNMigranKorbanTindckKekerasrm Persentase WargaNegararmgranKorbanTindakKekerasanyangtertangani

ProgramRehabilitasiso8ial

Dinas SosialMenin8katnyaRehabilitasi

PersentasePenyandangDisabilitasyangteapenuhiKebutuhanDasarnyadiDalanPanti

3.126.658. 3.237.584 3.370.196 3.508.453. 3.651.191.
Persentase AnakTerlantaryang

Sosial TexpenuhiKebutuhanDasarnyaTerlantaryangTexpenuhiKebutuhanDa-yadidalanPanti 000 .000 .000 000 000
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Persentase LanjutUsiaTexpenuhiKebutuhanDasarnyadiDalamPanti

PersentaseGelandang danPengehisyangTerpenuhiKebutuhanDasarnyadiDalamPanti

PemerluPelayananKesejalteraansosial(ppKs)lainnyadiluarHIV/AIDSdanNAPZAyangTeapenuhiKebutuhanDasarnyadiDalanPanti

Perlindungandanjrminansosial

Dinas SosialMeningkatnyaPerhadungan

PersentasePenerinaManfaatyangTerpenuhiKebutuhanDasar

3.502.674. 3.626.939 3.775.500 3.930.384. 4.090.288.dan JainanSosial Persentasepenermamanfaatyangmenin9katkemandirianekonohi 000 .000 .000 000 000

ProgramPenangananbencana PersentaseKorban
Dinas Sosial
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Meningkatnyaperlindungan

PersentaseBencanaAlan,Sosialdan/atauNonAlamyangTeapenuhiKebutuhanDasarpadaSaatdanSetelahTanggapDaruratBencana

530.858.00 549.691.0 572.207.0 595.680.00 619.915.00
sosial korbanbencana 0 00 00 0 0

ProgramPengelolaanTananmakanPchlawan(TMP)

Dinas Sosial
Menin8kathyaTataKelola Carfupan LayananTamanMakanPahiawan 926.576.00 959.448.0 998.748.0 1.039.720. 1.082'020.
Taman MakanPahawan(TMP) 0 00 00 000 000

URUSAN PEMERINTAIIAAV BIDANG TENAGA RERJA

Programpenuutanguru8anpemerintchandaerch

DinasKetenagakeljaanMeningkatnyaKualftasLayananIntemalPerangkatDaerah Indeks KepuasrmMaayarakata")InternalPerangkatDaerahquflai)

93.07 93.1 93.2 93.3 93.4 93.5

ProgramPerencanaanTenagaKeria DinasKetenagakerjaan
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Tersusurmyadokumen PersentaseDohaenRencanaTenagaKen.a(RTK)yangTersusun

3.1 3.6 229.195.00 3.65 237.326.0 3.65 247.047.0 3.75 257.182.00 3.8 267.645.00
Rencana TenagaKen.apeTK) 0 00 00 0 0

ProgramPelatihan kedadanproduktiwltastenagakeH.a

DinasKetenagakeriaan
Menin8katnyapencariken.ayangmendapatpelathanyangditempatkan PersentasePencariKeq.ayangMendapatPelathanyangTersalur

75 42 1.430.769.000 46 1.481.528.000 46 1.542.212.000 50 1.605.479.000 52 1.670.796.000

ProgramPenempatantenngakeria

DinasKetenagakeljaanMerfugkatnyaPencariKerjaTerdaftarYangDitempatkandisektorFormal PersentasePencariKerja
36.99 37.1 651.352.00 37.2 674.461.0 37.2 702.087.0 37.4 730.889.00 37.5 760.624.000Terdaftar YangDitempatkan 0 00 00 0

ProgramHubunganItldustrial

DinasKetenagaker].aan
TerselesalkarmyaPersefisihanHubunganIndustrialdenganperianjianbersama. PersentasePersensihanHubunganIndustrialYang

54.9 55 2.762.159. 56 2.860.153 56 2.977.306 58 3.099.445. 59 3.225.543.000DapatDiselesajkandenganPerianjianBersama 000 .000 .000 000
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uRusAN PEMERINTAHAAV BIDAAVG PEMRERDATAAN pEREmpuAN DAN PEELINDUNGAN ArrAK

Programpenunjangurusanpenerfutchandaerfu

DinarPemberdayaanPerempuan,PerhadunganAnak,danKB

Menin8katnyaKuafitasLayananInternalPerangkatDaerah Indeks KepuasanMaeyarakat(IKM)InternalPerangkatDaerah(Nilai)

ProgramPengousutanaanGenderdanPetnberdayaanPerempuan

DinasPemberdayaanPerempuan,
Meningkatmyakualitasdana PersentaseAmggaran

594.104.00 615.181.0 640.379.0 666.650.00 693.772.00
efektivitaspenyelenggaraanPUGdanPeranperempuandalampembangunan Resp onsif Gender(ARG) 0 00 00 0 0 Perhadungan iinak,danKB

Tin8katPartisipasiAm8katanKen.a(TPAK)Perempuan

ProgramPerlindunganPerempuan DinasPemberdayaanPerempuan,
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Menur-yakekerasan

PersentaseperempuanKorbanKekerasandan

862.014.00 892.596.0 929.157.0 967.274.00
1.006.627.000

Perlindungan Anak,danKB

terhadapperempuan TPPO yangmendapatkanLayananKomprehensif 0 00 00 0

ProoranPeninghatanKualitasKeluarga

DinasPemberday-Perempuan,PerlindunganAnak,danKB
Meningkatnyakuafitaskeluargadalammenduhagkesetaraangender,pemenulanhak,sertaperhidunganperempuandananck

PembelajaranKeluarga(Puspaga)yangBerperspekffGenderdanHckchaksesuaiStandar

703.208.000 728.156.000 757.981.000 789.076.000
821.179.000

ProgramPengelohaanSistemDataGenderdanAtlak

DinasPemberdayaanPerempuan,PerlindunganAnak,danKB

Menin8katryaPemanfaatan

TingkatPemanfaatanDataGender danAnakdalanperencan-,Evaluasi,dan/atanPenyusunanKebijakan

165.105.00 170.962.0 177.965.0 185.266.00 192,803.000data Gender danAnak 0 00 00 0

Programpemenuhan DinasPemberday-
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hck anal[ Perempuan,PerhidunganAnal£,danKB

TeH`a-yapemenuhan haksemuaanak
IndeksPemenuhan Hak

1.509.321. 1.562.867 1.626.883 1.693.623. 1.762.527.   .

secarakomprehensif Amak (IPHA) 000 .000 .000 000 000

ProgramPerlindunganKhususAnak

DinasPemberdaygunPerempuan,PerhadunganAnak,
Meningkathyapencegahandanpenanganantindakkekerasan, Persentase AnakMemerlukanPerlindunganmususyangMendapatkan

2.288.168. 2.369.346 2.466 395 2 567 575 2 672 035eksploitasl,penelantaran,perkawhandanperlakuansalahlainyaterhadapanak Layanan 000 .000 .000 000 000 dan KB

IndeksPerlindunganmususAnak(IPRA)

URusAN PEMERINTAIEIAN BIDANG pANGAm

Programpenundangumsanpemerintahandaerch

Dinas Pangan,PertaniandanPerikanan
MeningkathyaKualftasLayananInternalPerangkatDaerah Indeks KepuasanMaayarakat(IKM)InternalPeranghatDaerah(Nilai)

77.54 77.54 78.13 79 80 80.88
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PeningkatandiversiflkesidanketchananPanganmasyaralEat

Dinas Pangan,PertariandanPerikanan
MeningkatnyaKecukupanKonsumsi

PersentaseTingka.tKonsumsi
94.5 95 823.623.00

95.1 852.843.0 95.2 8;8R I 7 6 .fJ 95.3 924.195.00 95.5 961.795.00
EnergiMaayarakat Energi 0 00 00 0 0

ProgramPenanganankerowananPan8an

Dinas Pangan,PertaniandanPerikanan

MenururmyaJundahWilayahRentanPangan
PersentaseJundahKelurahanWhayahRentanPanganyangDintervensi

100 100 66.919.000 100 69.293.000 loo 72.132.000 100 75.091.000 100 78.146.000

ProgrampeDgrwasankermananPan8an

Dinas Pangan,PertaniandanPerikanan
MerfugkatnyaKeamanandanMutuPanganSegarAsalThmbuhan PersentasePengaw-JuulahPelaku

70 77 308.859.00 80 319.816.0 83 332.916.0 87 346.573.00 90 360.673.000Usaha PanganSegarAsalThbuhan 0 00 00 0

URUSAN PEMBRINTAHAN BIDANG PERTANAIIAN

Programpenuqjanguousan Dinas PertanahandanPenataanRuan8
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pemerintchandaerch

MeningkatnyaKualitasLayananInternalPeranckatDaerah Indeks KepuasanMaeyarakat(IKM)InternalPeran8katDaerah(Nilai)

85 86 87 88 89 90

ProgronPengelolaanIzlnLokasi

Dinas PertanahandanPenataanRuang

Persentase lokasiyangdikelolasesualregulasi 329.449.00 341.137.0 355.110.0 369.678.00 384.718.00
0 00 00 0 0

ProgramPenye]esalanSengketaTanchGarapan

Dinas PertanahandanPenataanRuang

MeningkatnyaPenyelesaianSen8ketaTanahGarapan
PersentaseFashitasiPenanganaSen8ketaTanchGarapanMelaluiMedfasi

80 85 90 93 95 100

ProgrampeDyelesalanGantiKemgiandanSantunanTanchuntukPembangunan

Dinas PertanahandanPena.taanRuang
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Terselesaikarinyatahapanpengad-tanahyangsudahdflaksanakanolehDPPR Rata-RataPersentasetahapanpengadaan tanahyangsudandilaksanakanolehDPPR

17 21 15 14 14

ProgramPengelohaanIzinMcml)ukaTanah

Dinas PertanahandanPenataanRuan8
MeningkathyaLuastanahyangtelafidinanfaatkan Persentase LuastanahyangSudahDinarfaatkan

87 87.5 87.5 88 88 88.5

ProgramRedistribusiTanchdanGantiRu8lTanchKelebihanMaksimumdanTanchAbsentee

Dinas PertanahandanPenataanRuang
TersedianyaTanahObyekLandreformITOL)yangSlapDiredistribusikan

38.679.661 40.051.90 41.692.44 43.402.814 45.168.618

yang Berasal dariTanahKelebihanMaksimumdanTanahAbsentee .000 8.000 7.000 .000 .000

tJRUSAV PEMERINTAHAN BIDAAVG LINGKUNGAI HIDUP

Programpenupjangurusanpemerintchandaerch

Dinas LinghaganHidup
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MeningkatnyaKualitasLayananInternalPerangkatDaerah Indeks KepuasanMaeyarakat(IKM)InternalPerangkatDaerah(Nilal)

78.16 78.31 78.46
78.61 78.76 78.91

ProgramPerencanaanLingkunganHidup

Dinas LingkunganHidup
Menin8katnyaKetersediaan PersentaseKetersediaan Data

89 26.09 216.201.00 43.4 223.871.0 65.22 233.041.0
8.61 242.601.00 100 252.471.00

Data DokumenPerencanzun DohaenPerencanaan 0 8 00 00 0 0

ProgramPengendalianPencemarandan/atauKerusckanLingkunganHidup

Dinas LingfunganHidup
Menin8katnyaPengendafuPencemarandanKerusakan PersentasePengendalianPencemarandan

100 100 4.306.377. loo 4.459.155 100 4.641.803 100 4.832.226. 100 5.028.821.
LinghaganyangDflaksanakan KerusakanLin8kungan yangDflaksanakan 000 .000 .000 000 000

ProgramPengelolaanHeanekarnganaaHayatiurehati)

Dinas LingkunganHidup

Menin8kathyaRTHyang Persentase RTH
10.61 10.65 61.465.147 10.6 63.645.76 10.65 66.252.71

10.65 68.970.625
10.65 71.776.632

dikelola yang dikelola .000 5 0.000 0.000 .000 .000
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ProgramPengendalianbchanBerbchayadanBeracun(88)danLinbchBchanBerbchayadanBeracun(Linbch83)

Dinas LingkunganHidup

MeningkatmyaJunilahLinbah
Jundah Linbah 44687 44787 205.906.00 4488 213.211.0 44987 221.944.0 45087 231.049.00 45187 240.449.00

83 yangTerkelola 83 yang Terkelola 0 7 00 00 0 0

ProgramPembinaan danPengrwasanTerhadapIzinLingkungandanlzinPerliDdungandanPengelolaanLingkunganIIlduplppLH)

Dinas Lingkunganrmdup

MeningkatnyaPenanggungJawabUsahadan/atanKegiatan KetaatanPenanggungJawabUsahadan/atan

32.93 35 638.877.00 40 661.543.0 45 688.640.0 50 716.890.00 55 746.056.00
Terhadap lzinLingkungan,IzinPPLHdanPUULH Kegiatan terhadapIzinLingkungan,IzinPPLHdanPunLH(%) 0 00 00 0 0
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ProgramPengarfuanKeberadaanMasyarakatHufumAdat(MHA),Kearifanlokal'pengetahuantradisional,danhakMHAyangterkaitPPLH

Dinas LingkunganHidup

Persentase REAyangditin8katkankapasitasnya 7.073.348. 7.324.290 7.624.296 7 .f!gR fJn 0 . 8.259.983.
000 .000 .000 000 000

ProgranPenin9katanPendidikan,Pelathan,danPenyuluhanLingkunganHidupuntukMaeyarakat

Dinas LingkunganHidup

MeningkatnyaPenyuluhLinghagan PersentasePenyuluhLingkungan

100 100 1.147.838. loo 1.188.560 100 1.237.244 100 1.288.000. 100 1.340.401.000Hidup yangDitinckatkanKompetensinya Hidup yangDitingkatkanKompetensinya 000 .000 .000 000

ProgramPenghargaanLinghaganHidupuntukMaayarakat

Dinas Lin8kunganHidup
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MeningkathyaPartisipasiMaeyarakatdalam PersentasePartisipasiMaeyaraJratdalan

100 100 761.851.00 100 788.880.0 100 821.192.0 loo 854.881.00
100 889.661.000PerlindungandanPengelolaanLingkunganHidup Perhidungan danPengelolaanLinBkunganHidup 0 00 00 0

ProgramPenangananPengaduanLingkunganHidup

Dinas LingkunganHidupMeningkatnyaPenyelesainSengketa/Kasus PersentasePenyelesalanSengketa/Kasus

100 100 163.697.00 loo 169.504.0 100 176.447.0
100 183.686.00 100 191.159.000Tindak PidanaLinghaganHidup Tindak PidanaLingkunganHidup 0 00 00 0

ProgramPengelolaanPersanpahan

Dinas Lin8kunganHidup
Merfu9kathyapengelolaanpers-pahan PersentasePengelolaanPersampahan

99 99.2 76.188.002 99.3 78.890.94 99.4 82.122.33
99.5 85.491.280 99.6 88.969.416

.000 2.000 9.000 .000 .000

uRusAN pEMERIrmAHAN BIDAnG ADMINlsTRAsl KEPENDUDUKAm DAnr PENCATATAN slplL
Prooranpenupjan8urusonpemerfutchandaerch

DinasKependudukan danPencatatanSipil



- 350 -

MeringkatnyaKuafitasLayananInternalPeranckatDaerah Indeks KepuasanMaeyarakataKM)InternalPerangkatDaerah(Nilai)

87.82 87.84 87.86 87.88 88 88.2

Programpendaftaranpenduduk

DinasKependudukan danPencatatanSipfl

MeningkatnyaCakupanKepemiHkanDohaenAdndstrasiKependudukan PersentaseCakupanPerekanan danPencertakanKTP-elektronik

99.95 99.95

1.488.814.

99.95

1.541.633

99.95

1.604.779

99.95

1.670.613.

99.95

1.738.580.Persentase
99.42 99.45 99.47 99.49 99.51 99.53CakupanKepemilikan KIA 000 .000 .000 000 000

PersentaseKepemflikanIdentitasKependudukanDigital

5.18 17.50 20.00 22.50 25.00 30.00

Programpencatataqsipil

DinasKependudukan danPencatatanSipil
MeningkatnyaKualitasLayananPencatatanSipfl

Persentase AhaKematianYangDiterbitkanBngiyangmelaporkan
95.09 100 loo 100 loo loo

Persentasd AhaKelahiran0-18TahunYangDiterbithBagiyangmelaporkan

99.77 99.79 99.81 99.83 99.85 99.87
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Persentase AhaPerkawinanYangDiterbithanBagiyangmelaporkan
100 loo 100 loo 100 100

Persentase AhaPerceralanYangDiterbitkanBagiyangmelaporkan
100 100 100 loo loo 100

ProgramPengelolaaninformasindministrasikependudukan

DinasKependudukan danPencatatanSipil

Merin8katnyaPemanfaatanInfomasiKependudukan PersentaseInformasiKependudukanyangDinanfaatkan

0 15 25 25 25 25

Programpengelolaanprofflkependudul[an

DinasKependudukan danPencatatanSipil

MeningkatnyaKualitasProfil CakupanPengelolaan Phoffl
0 100 1.335.952. 100 1.383.348 100 1.440.010 100 1.499.084. 100 1.560.073.

Kependudukan Kependudukan 000 .000 .000 000 000

uRusAN pEMERINTAHAni BIDANG PEMBERDATAAN MAs¥I-I DAH DESA
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ProgramAdministrasiPemerintchonDesa

DinasPemberdayaanPerempuan,PerhidunganAnak,danKB

Meningkatnyakualitaspembinaendanpengawasanpemerintahandesa

ProgramPeml.erdayaanLembngaKemasyrrfutan,LembngaAdatdanMasyarahatHukumAdat
DinasPemberdayaanPerempuan,PerlindunganAnak,danRE
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MeningkatnyakapasitasLembagaKemaeyarakatan,LembagaAdatdanMaayarakatHuhaAdatdalanPembangunan

URUSAN PEMERIrmAHAN BIDANa pENGENDALEN PENDUDun DAN RELuARGA 8ERENCANA
ProoranpengendalianpendudtLk

DinasPemberdayaanPerempuan,Perhidunganchak,

Terkendalinyapertanbahan

Angka KelahiranTotal(rotozFertthirtyRate/TFR)

1.177.352. 1.219.121 1.269.057 1.321.118. 1.374.866.Angha KelahircmRemajaUr"r15-19Tahun(AgespesifecFertitikyRate/ASFR15-19)junmpenduduk 000 .000 .000 000 000 dan KB

ProgrampembinaanKeluargaBerencana (KB)
ch8ka DinasPemberdayaanPerempuan,PerlindunganAnck,danKB

Meningkatnyapemberda.yaandanperansertamaayarakatdalan AmBka HevalensiKontrasepsiModern/MoczemCortracaptwe(mcpR)
2. .%J 7 I +5 .000 2.358.553.000 2.455.160.000 2.555.879.000 2.659.863.000
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pembinannKeluargaBerencana (KB) PersentaseKebutuhan Ber-KByangtidakTerpenuhi|UnmectNeed)

Programpemberdayaandanpeningivatankeluarga8ejahtera

DinasPemberdayaanPerempuan,PerhidunganAnak,danKB

Merfugkathyapemberdayaandanperansertamaayarakat PersentaseKeluargayangMengikuti

3.773.791. 3.907.675 4.067.734 4.234.607. 4.406.888.
dalammeunjudkanKeluargaSejahtera(KS) KelompokKegiatanKetahananKeluarga 000 .000 .000 000 000

URUSEN PEMERIrmAIIAN BIDANG pERHUBUNGAV

Programpenupjan8umsanpemerintchcadaerfu

Dinas PerhubunganMeningkathyaKuafitasLayananInternalPeran8katDaerah Indeks KepuasanMaeyarakatqKM)InternalPerangkatDaerah(Nilai)

70 75 77 79 81 83
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ProgramPenyelenggaeaaLaluLintasdanAngfutan•alan(LLA|)

Dinas Perhubungan
TerselenggaranyaKinerjaLalu

Konektivitas 63 63 215.882.01 63 223.540.9 80 232.697.2 80 242.243.25 80 252.098.70
Lintas KotaBalikpapan Darat (%) 5.000 11.000 17.000 8.000 6.000

PersentaseKelen8kapanJalanyangTelaliTerpadangterhadapKondisiIdeal(0/.)

90 92 93 94 95 96

ProgramPengelolaanPelayaran

Dinas Perhubungan
Meningkatnya

Konektivitas Laut 50 50 3.917.357. 50 4.056.334 50 4,222.483 50 4.395.704. 50 4.574.539,
KelayananKepelabuhanan 000 .000 .000 000 000

URUSAN BIDAAVG KOMUNIKASI DART INFORMATIKA

Programpenundangumsanpemerintchandaerah

Dinas KomunikasidanInformatika
MeningkatnyaKualitasLayananInternalPeran8katDaerah Indeks KepuasanMasyarakat(IKM)InternalPeran8katDaerah(Nilal)

87.08 87.2 87.5 87.7 87.9 88
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ProgramPengelolaaninformesidankomunikasipubllk

Dinas Komunikasidanlnfomatika

MeningkatnyajumlahmaeyarakatyangmenjadisasaranpenyebaraninformasipubEL,

PersentaseMaayarakat yangMenjadiSasaranPenyebaranInformasiPublfk,Mengetahui

86 86.5 19.259.107 86.5 19.942.36 87 20.759.21 87 21.610.827 87.5 22.490.044
mengetahuikebijakandanProoranprioritaspemerintahdanpemerintahdaerahkabupaten/kota Kebijakan danProgramELoritasPemerintahdanPemerintahDaerahKabupaten/Kota .000 7.000 3.000 .000 .000

Programaplikasiitlformat:ike

Dinas KomunikasidanInfomatika

Meningkatnya,JudahLayananDigitalTerintegrasi
PersentaseLayananDigitalTerintegrasiyang

83 14.861.980 84 15.389.24 84 16.019.59 85 16.676.769 85 17.355.249yangMenduhagTataKelolaPemerintchanDigital Menduhag TataKelolaPemerintahanDigital .000 2.000 1.000 .000 .000
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URUSAI PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAII

ProgramPenuBjan8u"Sanpemerintchandaerfu

Dinas Koperasi,Uschamikro,Kecil,Menengah,danPerindustrian
MeningkatnyaKuahitasLayananIntemalPerangkatDaerah Indeks KepuasanMaeyarakat(IKM)InternalPeran8katDaerah(Nflal)

82.45 84 85 86 87 88

ProgramPengawesandanpemerikeaaaIroperasl

Dinas Koperasi,Usahamikro,Kecil,Menengah,danPerindustrian

Meningkatnyapembinaandanpengawasankoperasi PersentasePertumbuhanpengawasandanpemeriksaankoperasi

8.33 13.79 15.15 15.79 15.91 17.65

ProgramPenilalanke8ehatanESP/USPkoperasi

Dinas Koperasi,Usahamikro,Kecfl,Menengah,danPerindustrian

MeningkatnyaPenflalan
Persentase 367.004.00 380.025.0 395.591.0 411.819.00 428.574.00

KesehatanKoperasi Koperasi Aktif 0 00 00 0 0
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ProgramPeDdidikan danlatihanperhopera3ian

Dinas Koperasi,Uschamikro,Kecil,Menengah,danPerindustrian

MeningkatnyakualitasSDMperkoperasian
PersentaseKoperaslyangDiberikanDuhaganFasilitasiPelatinan

26.32 32.89 32.47 32.05 32.91 33.75

ProoranPemberdayaandanperllndungankoperasi

Dinas Koperasi,Usahamikro,Kecil,Menengah,danPerindustrian

Merfugkatnyaproduktivitaskoperasi Persentase 16.01 48.68 360.335.00 48.7 373.119.0 48.72 388.402.0 48.73 404.335.00 48.75 420.785.00
Koperasi Aktif 0 00 00 0 0

ProgramPemberdayaanUsahaMenengch,UschaKecil,danuschaMlkro(UMKM|

Dinas Koperasi,Usahamikro,Kecil,Menengah,danPerindustrian

MeningkatnyakapasifasUMKMyangtangguhdanmandiri
Pertunbuhan 15.38 15.85 2.532.641. 16.1 2.622.492 16.27 2.729.910 16.57 2.841.900. 16.9 2.957.520.
Usaha Mikro 000 7 .000 .000 000 000

ProgramPeDgembanganUMKM Dinas Koperasi,Usahamikro,Kecfl,Menengah,dan
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MeningkatnyadayasaingUMKM PersentasejundahUsaha
11.14 11.93

6.870.371. 11.9 7.114.112
12.5

7.405.509
12.7 7.709.308. 12.72 8.022.954.

Perindustrian

Mikro yangdifasilitasi 000 8 .000 .000 000 000

ProgramPenguatanBadanHukumKoperasi

Dinas Koperasi,Usahamikro,Kecil,Menengah,danPerindustrian
PersentaseKoperasiyangMeniilikiIzinUsahaSimpanFthjan

478.035.000 494.994.000 515.269.000 536.408.000 558.231.000

uRusAnl pEmERIrmAIIAN BIDANG pENjENirmAV MODAI

Programpenut)janeurusanpemerintchandaerch

Dinas PenanamanModaldanPerizinanTerpadu
MeningkatnyaKualitasLayananInternalPerangkatDaerah Indeks KepuasanMaeyarakat(1")InternalPerangkatDaerah(Nilai)

94'32 94'57 94,82 95,07 95'32 95'57

Programengembanganiklimpenanananmodal

Dinas PenanamanModaldanPerizinanTerpadu

Menin8katnyakemudahanberinvestasi PersentaseRealisasiTotalterhadapTargetInvestasi
128 100 - 100 - 100 - 100 - loo
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ProgramPromosipenanamanmodal

Dinas PenanamanModaldanPerizinanTerpadu
Meningkatnyajangka.uar PersentasePenin8katan

10'21 15,21
1.170.925. 20,2 1.212.466 25'21 1.262.129 30,21 1.313.906. 35'21 1.367.361.

Promos|penanananmodal Investor yangBerinvestasi 000 1 .000 .000 000 000

ProgramPelayananpenanananmodal

Dinas PenanamanModaldanPerizinanTerpadu

MeningkatnyaPerizinanBerusahaRIsiko Persentase PelakuUsahayang
eyit ,J2` 97,82 1.750.193. 97,9 1,812.285 98'02 1.886.517 98'12 1.963.909. 98'22 2.043.808.

Memperoleh LzinSesualKetentuan 000 2 .000 .000 000 000

ProgramPengendalianpeldsanaanpenanamanmodal

Dinas PenanamanModaldanPerizinanTerpadu

TerkendahiyaPelaksanaan

PersentasePenyelesaianPermasalahandanHambatanyangDihadapi

100 100 303.966.00 100 314.750.0 100 327.642.0 100 341.083.00 100 354.960.00
PenanananModal Pelaku UsahadalanMembukaUsahaPenanamanModalnya 0 00 00 0 0
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ProgramPengelolaanDatadanSistemInformasiPenanamanModal

Dinas PenanananModaldanPerizinanTerpadu

MeningkatnyaPemanfaatandanInformasiPenanananModal PersentasePemanfaatanDatadan

100 100 492.115.00 loo 509.574.0 loo 530.446.0 100 552.207.00 100 574.673.00
InformasiPenanananModal 0 00 00 0 0

Program KerjaSrmaPenanananModal

Dinas PenanananModaldanPerizinanTexpadu
Persentase KerjaSamaPenanaman

591.979.00 612.981.0 638.089.0 664.265.00 691.290.00
Modal yangDithdaklanjuti 0 00 00 0 0

URUSAN PEMERINTAHAN BIDAHG KBPEMUDEN DAAV 0LAHRAGA

Programpenupjan8urusanpemerintchandaerch

Dinas Pemuda,OlahragadanPariwisata
MeningkatnyaKualftasLayananInternalPerangkatDaerah Indeks KepuasanMaeyarakatqKM)InternalPerangkatDaerah(Nilai)



- 362 -

Programpengembangandayasalngkepemudaan

Dinas Pemuda,OlahragadanPariwisata
MeningkatnyaPengembangan PersentasePemudayang

2,28 2'30 8.501.030. 2,32 8.802.623 2'34 9.163.181 2'36 9.539.086. 2,38 9.927.175.Kapasitas DayaSaingKepemudaan Kreatif, Inovatif,danMandiri 000 .000 .000 000 000

Programpengembanganhapasitasdayasaln8keolahrngaan

Dinar Pemuda,01dragadanPariwisata

MeningkathyaPengembangan
Persentase Atlet

15 17 17.451.949 19
18.071.09

21
18.811.29 23 19.582.998 25 20.379.714Kapasitas DayaSaingKeolahragaan yangBerprestasi .000 6.000 4.000 .000 .000

Programpengemt)anganhapasitaskepranukaan

Dinas Pemuda,01ahragadanPariwisata

MeningkatnyaKapa-sitas PersentaseOrganicasi
100 100 652.237.00 100 cn 5 .sn 7 `A 100 703.041.0 100 731.882.00 100 761.658.00

OrgahisasiKepranuk- KepranukaanAktif 0 00 00 0 0

URUSAAV PEMERINTAIIAN BIDANG STATISTIK
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Programpenupjan8uusanpemerintchandaerch

Dinas KomunikasidanInfomatikaMeningkathyaKualitasLayananInternalPeran8katDaerah Indeks KepuasanMaayarakat(IEN)InternalPeran8katDaerah(Nflal)

ProgramPenyelenggaranaatatistik8®ktoral

Dinas KomunikasidanInformatika

MeningkatnyajundahPerangkatDaerahyangmenggunakandatastatistikdalanmenyusunperencanaanpembangunandaerah
PersentasePeran8katDaerch(PD)yangMenggunakanDataStatistikdalanMenyusunPerencanaanPembangunanDaerah

100 100
720.670.00

100
746.238.0 100 776.804.0

100
808.671.00 100

841.571.00
0 00 00 0 0

uRusAlr pEMERINTAirAN BIDANG pERSArolAH
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Programpenelenggunanpersandianuntukpenganananinformasi

Dinas Komunikasidanlnformatika

MeningkatnyaTin8katKeanananInfomasiPemerintah Indeks KeamananInformasi
244 250 360.335.00 260 373.119.0 260 388.402.0 265 404.335.00 265 420.785.00

Pemerintah KotaBafikpapan 0 00 00 0 0

URUSAN PEMBRINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

ProgramPepgembanganKebudayaan
1.935.514.000 2.004.181.000 2.086.273.000 2.171.859.000 2.260.219.000

Dinas PendidflcandanKebudayaanTin8katPartisipasiMaayarakat

1.935.514. 2.004.181 2.086.273 2.171.859.
2.260.219.000TerhadapPengembanganKebudayaan 000 .000 .000 000

ProgramPengembanganKesenianTradislonal

Dinas PendidikandanKebudayaanMeningkatnyaperansertamaayarckatdalanpengembangankeseniantradisional
PersentaseKesenianTradisional yangDflestarikandanDikembangkan

360.335.000 373.119.000 388.402.000 404.335.000 420.785.000
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ProgramPembitiaanSejarfu

Dinas PendidikandanKebudayaan
Meningkatnyaaksesmaeyarakat

Tingkat Partipasimaeyarakat
102.747.00 106.392.0 110.750.0 115.293.00 119.984.00

terhadapinformasisejarah terhadap tinjauansejarahLokal 0 00 00 0 0

ProgramPelestndan danPengelolaanCagarBudaya

Dines PendidikandanKebudayaan
Meningkatnyawarisanbudaya

PersentaseWarisrmBudayayangDilestarikan

1.325.100. 1,372.111 1.428.313 1.486.907. 1.547.401.Persentase cagarbudayadanwarisanbudayatakbendayangditetapkanyangdflestarikan 000 .000 .000 000 000

uRusAN pEMERIrmAIIAN BIDANG pERpusTAKAAN

Programpenudangurusanpemerfutchrmdaerch

Dinas Perpu stakaandanArsipMeningkatnyaKualftasLayananInternalPerangkatDaerah Indeks KepuasanMaayarakat(IKM)InternalPerangkatDaerab(Nilal)

95'45 81 82 83 84 85

ProgrampembinaanPexpustahaan
Dinar PexpustakaandanArsip
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MeningkatnyaLayananPerpustakaansesuaidenganStandarNasionalPerpustakaan
Nilal TingkatKegemaran

1.888.358. 1.955.352 2.035.444 2.118.945. 2.205.152.
MembacaMaeyarckat 000 .000 .000 000 000

URUSAN PEMERINTAIIAN BIDAAVG KEJmsIPAm

ProgramPengelolaanarsip

Dinas PerpustakaandanArsip
Persentase Arsip 841.758.00 871,621.0 907.323.0 944.545.00 982.973.00
yang dikelola 0 00 00 0 0

ProgramPerlindungandanPenyelanutanArsip

Dinas PexpustakaandanArsip
persentase arsipyangdilindungidanterselanatkan

71.037.000 73.558.000 76.571.000
79.712.000 82.955.000

ProgramPerizinanPenggunaanArsip

Dinas PexpustakaandanArsip
PersentasePerizinanPenggunaan drsip

12.354.000 12.793.000 13.317.000
13.863.000

14.427.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTEN DA" PERIKA"AN
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ProgramPengelolaanPerikananTan8hap

Dinas Pangan,PertariandanPerikanan
MeningkatnyaProduksiPerikananTangkapsecaraBerkelanjutan

Juulah FloduksiPerikananTangkapITon)
4019 4600 694.932.000 4600 719.586.000 4692 749.061.000 4786 779.790.000 4882 811.515.000

Pep8elol-PerillananBudldaya

Dines Pangan,PertaniandanPerikananMeningkatnyaProduksiPerikananBudidayasecaraBerkelanjutan
Jualah ProduksiPerikananBudidaya

163 319 1.482.521.000 320 1.535.117.000 327 1.597.996.000 333 1.663.551.000 340 1.731.231.000

ProgramPengelolaandanpemasaranhasuperikanan

Dinas Pangan,PertaniandanPerikanan
MeningkathyaMutudanKeanananProdukHasflPerikananmelaluiPenerapanStandarKelayakanPengolahanolehPelakuUsaha

PersentaseJundahPelakuUsahaPengolahanHasilPerikananyangDibinaStandarKelayakanPengolahanSKP)

0 0 20 22 24 26

URUSART PEMERINTAIIAN BIDA)rG pA-SATA
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ProoranPeninghatandayatndkdestinasipndwisata

Dinas Pemuda,01ahragadanPariwisata

Menin8katnyaDayaTarik PersentasePertumbuhanKuaHtasStandarLayananUschaDesfroasiWisata
6.984.040. 7.231.815 7.528.032 7.836.858.

8.155.693.000DestinasiWlsata 000 .000 .000 000

ProoranPetDas-partwisata

Dinar Pemuda,01adragadanPariwisata
MeningkatnyaPemasaranPariwisata PersentasePertunbuhan

4 3'7 5.781.293. 3'6 5.986.397 3,5 6.231.602 3,4 6.487.244. 3,3 6.751.172.000JuulahWisatawan 000 .000 .000 000

ProgramPengembanganEkonomiKreatifmelaluiPemanfaatandanPerlindunganHahKekayaanIntelektual

Dinas Pemuda,01ahragadanPalwisata
MeningkatnyaPengembanganEkonondKreaffMelaluiPemanfaatanDanPerhidunganHakKekay-Intelektual

Persentase SubSektorEkrafyangTerfasilitasidalam

4,37 1,60 982.999.00 1,57 1.017.873 1'55 1.059.566 1'53 1.103.033.
1'51 1.147.909.000PendaftaranKekayaanIntelerfualnya 0 .000 .000 000
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ProgramPengembangansumberdayapndwisatadanekonomikreatif

Dinas Pemuda,OlahragadanPariwisata

MeningkatnyaPengembanganSumberDaya Persentasepertumbuhanpelakupariwisata

18 18 1.132.482.000 20 1.172.659 23 1.220.691 25 1.270.768. 29 1.322.468.
Pariwisata danEkonondRTeatif dan ekonondkreatif .000 .000 000 000

URUSART PEMERINTAIIAN BIDANG PERTAINIAN

Penyedlaan danpengembangan9guranapertanlan

Dinas Pangan,PertahiandanPerikananMeningkatnyaaksespetaniterhedapsarana PersentaseJundahPetaniyangMendapat

58'71 62 1.075.857. 64 1.114.026 66 1.159.657 68 1.207.230. 70 1.256.345.
produksi danalatmesinpertanian Akses terhadapBantuanSaprodidanAlsintan 000 .000 .000 000 000

Penyedlaan danpengembanganprasaranaperianian

Dinas Pangan,PertaniandanPerikananMeningkatnyaDuhaganInfrastrukturPertanian
JuulahPrasaranaPertanianyang

9 9 1.683.280. 9 1.742.998 9 1.814.391 9 1.888.824. 9 1.965.669.
TerhadapProdukfivitasPertarian Dibangun/dikembangkan(Unit) 000 .000 .000 000 000



- 370 -

Pengendaliankesehatanhewandankesehat:anmasyarckatveteriner

Dinas Pangan,PertaniandanPerikanan
MeningkatnyaKepatuhanUnitUsahaPanganAsalHewanTerhadapStandarELgiene

Persentase UnitUsahaPanganAsalHewanyang

72 75 823.623.00 78 852.843.0 80 887.776.0 80 924.195.00 82 961.795.00
dan SanitasiMelaluiKependhihaRekomendasiNrv MendikiRekomendasiNKV 0 00 00 0 0

Pengendallandanpenanggrlanganbencanapertanian

Dinas Pangan,PertaniandanPerikanan
Menin8katnyaKetahananLahanPertanian Persentase LuasLahanPertanianyangTerdanpak

52,65 55 113.248.00 60 117.266.0 60 122.069.0 60 127.077.00 60 132.247.00TerhadapDanpakPerubalan IEL Perubahan lkthyangDitangani 0 00 00 0 0

Perizitlanuschapertanian Dinas Pangan,PertaniandanPerikanan
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MeringkatnyaAksesibilitasdanEfektivitasPelayananPenerbitanRekomendasiIzinUsahadiSektorPertanianBagiPelakuUsaha

PersentaseRekomendasi IzinUsahaPertanianyangDiterbitkan
100 loo 46.329.000 100 47.972.000 loo 49.937.000 loo 51.986.000 loo 54,101.000

Penyuluhanpertanian

Dinas Pangan,PertaniandanPerikanan

Menin8katnyaKapasitasdanKeterampfroKelompokMaeyarakatPenggiatPertaniandalanBudidayaTanaman PersentaseJumlaliKelompokMaayarakatPenggiatTanananPertarfuyangMendapatkanPembinaanSekolahLapang

0,46 2'75 1.271.468. 2,75 1.316.576 2,75 1.370.504 2'75 1.426.726. 2,75 1.484.771.
000 .000 .000 000 000

uRusA]r PEMERIrmAHA)I BIDANG pERDAGAVGAAV

Programpenudjan8urusanpemerintchandaerch

Dinas PerdaganganMeningkatnyaKualitasLayananInternalPeranckatDaerah Indeks KepuasanMaeyarakat(IKM)InternalPerangka.tDaerch(Nilai)

75,62 75'70 75,8 75,9 76 76'1

Perizinan danPendanaranPerusahaan
Dines Perdagangan
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MeningkatmyakemudalanprosesverifikasiTandaDaftarGudang,SuratKeterangan PersentasePermohonanTandaDaftarGudang,SuratKeteranganPenjualanLangsungrmumanBeralkoholTerverifikasidanSuratKeteranganAsalTerbitTepatWaktu

50 63 126.991.00 63 131.496.0 63 136.882.0 63 142.498.00 63 148.295.00
PenjualanLangsungmumanBeralkohol,SuratKeterangan Asal 0 00 00 0 0

Peningl[atansaranadistribusiperdagangan

Dines Perdagangan
MeningkatnyaKualitasSaranaPerdagangan PersentaseSaranaPerdagangan yangDibangun/DitingkatkanKapasitasnya/Dinevitalisasi

23 42.641.950 23 44.154.76 23 45.963.36 23 47.848.937 23 49.795.628.000yang Efisien,MeratadanTechtegrasi .000 9.000 2.000 .000

Stabilisasihargabarangkebutuhanpokokdanbarangpenting

Dinas Perdagangan
MeningkathyaKelancaranDistribusidanStabmtasHarga

Koefisien VariasiHargaantarWaktu
5,20 1-5 609.998.00

1-5 631.639.0
1-5 657.511.0

1-5 684.484.00
1-5 712.332.00

BarangKebutuhanPokokdanBarangPenting 0 00 00 0 0

PengembanganBkepor
Dines Perdagangan
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MerfugkatnyaPelakuUsahayangBerorientasiEkspor PersentasePenin9katanPelakuUsahayangBerorientasiEkspor

- 9 355.187.000 25 367.788.000 45 382.853.000 45 398.559.000 75 414.774.000

Standardfaa§ldanperlindungankozisumen

Dinas Perdagangan
Meningkathya

Persentase alat-alatuha,takar,timbangdanperlen8kap-ya(UITP)bertandaterasahyangberlafu

75'7 77'95 346.589.00 78,1 358.885.0 78'40 373.585.0 78,62 388.911.00 78,84 404.733.00
tertib ukur 0 7 00 00 0 0

PepggunaandanPemasaranProdukDalamNe8eri

Dinas PerdaganganMeningkatnyapenggunaandanpemasaranprodukdalannegeri PersentasePromosiProdukLokalyangDifasflitasiMelaluiFTomosi

- 15
270.569.000

18
280.168.000 20 291.644.000 22 303.609.000 25 315.961.000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIAVDUSTFEN

Perencanaandanpembangunanindustri

Dinas Koperasi,UschaMikro,Kecfl,Menengah,danPerindustrian

MeningkatnyaPertumbLinan PersentaseIndustriKecil dan
0 6,55 2.625.298. 8'73 2.718.437 10'92 2.829.785

13,10 2.945.872. 15,28 3.065.722.
Industri KecfldanMenengah Menengch Aktif 000 .000 .000 000 000

Pengendalianizinuschaindustri Dinas Koperasi,UsahaMikro,Kecil,Menengah,dan
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Meningkatnyakualitasperizinan
Persentase IzinUsahaIndustri

100 100 118.396.00 100 122.596.0 loo 127.618.0 100 132.853.00
100 138.258.00

Perindustrian

berusaha sektorperindustrian yang Diterbitkan 0 00 00 0 0

PengelolaanSistemInformaslIpdustriNasional

Dinas Kop erasi,UsahaMikro,Kecil,Menengah,danPerindustrian
MeningkatnyaKetersediaanInformasi Tersedi-yainformasiindustrisecaralengkap,akuratdanterkrfu(%)

30'57 32 216.201.00 33 223.871.0 34 233.041.0 35 242.601.00 36 252.471.00
Industri secaraLengkap,AkuratdanTerEL 0 00 00 0 0

URUSAN PEMERIrmAHAN SEKRETjrmT DRERAH

Programpenunjangurusanpem®rint:chapdaerfu

Sekretariat D aerahMeingkatnyaKualitasLayananInternalPerangkatDaerah Indeks KepuasanMaeyarakatQKM)InternalPerangkatDaerahprilai)

76,54 77 77'5 78 78,5 79

ProgramPemerintchandanKesejchteraanRdyat

Sekretarial: D aerah



- 375 -

Menin8katnyaKualftasKebijakanmelaluikoordinasidansinkronisasipenyusunankehijakandibidangpemerintaliandanKesejahteraanrdyat
PersentasePelaksanaanKoordinasidanSinkeonisasiPenyusunanKebijakandiBagianPemerintahan,KesejahteraanRakyat,Hrfum,danKen.asama

100 100 56.176.607
100 58.169.59 100 60.552.24 loo 63.036.304

100 65.600.879
.000 7.000 2.000 .000 .000

Programperekonomiandanpeml)angunan

Sekretariat D aerah

MeningkatnyaKualitaskebijakanmelaluikoordinasidansirikronisasi PersentaseKoordinasi danSinhaorisasiPenyusunanKebijakandiBagianPerekonomian,AdndstrasiPembangunan,danPBJyangdilaksrmakan

100 100 5.539.003. 100 5.735.512
100 5.970.440 100 6.215.368. loo 6.468.235.

penyusunankebijakandibidangPerekonoulandanPembangunan 000 .000 .000 000 000

trRusAtt pEMERIrmAHAN BIDANG SEKRRTARIAT DPRD

Prooranpenunjangumsanpemerintchandaorch

Sekretariat DPRD
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MerfugkatryaKuafitasLayananInternalPeran8katDaerah Indeks KepuasanMaayarakat(IKM)IntemalPerangkatDaerah(Nilal)

86,97 87'5 88 88'5 90 90'5

ProgramDukunganPeldsanaanTugasdanFungsiDPRD

Sekretariat DPRDPersentasePelaksanaanTugasdanFungsiDPRDyangterfasiutasi

Persentasefashitasipenetapan Perda
53'85 58,33

57.511.640

66,67

59.551.99

50

61.991.26

60

64.534.357

58,33

67.159.879

Persentasepengesahandokumenpenganggaran

100 100 100 100 100 100

yang difasflitasi .000 4.000 2.000 .000 .000

Persentasedohaenhashpengawasanyangdifasflitasi
48,72 79,J6 83,33 84,52 83,33 88'10

PersentasepemenuhankebutuhanfasilitasiterhadapagendaDPRD

88'66 84,68 83'48 87,50 85'04 87,79

URUSAN PEMERIrmAHAm BIDANG pERENCAAViEN

Pr®oranpenupJangurusanpemerintahan
Bappedafitbang



- 378 -

ProgramI)enudanguusanpemerintchandaerch

Badan PengelolaKeuanganDaerahMeningkathyaKualitasLayananInternalPeran8katDaerah Indeks KepuasrmMaayarakatqKM)InternalPerangkatDaerchprilai)

77'5 82,5 82'5 82'7 82'8 82'9

ProgramPetigelolaankeuangandaerch

Badan PengelolaKeuanganDaerahMeningkatnyaTataKelolaJinggaran,Perbendaharaan

PersentaseBelanjaPegawaidiLuarTunjanganGuruyangDialokasikanmelaluiTKD

0 loo

28.836.420

100

29.859.45

100

31.082.50

100

32.357.620

100

33.674.061

PersentaseAlokasiBelanjaInfrastrukfu
0 100 100 100 loo 100

SertaAhatansi danPelaporan Pelayanan PubEL .000 6.000 9.000 .000 000

PersentaseRealisasiAnggaranBelanjaUrusanWajibPelayananDasar

0 loo 100 100 loo loo

Persentase1aporankeuangantepatwaktu
0 loo 100 100 loo loo

ProgramPengelolaanbarangmilikdaerch
Badan PengelolaKeuanganDaerah
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daerch

MeningkatnyaKualitasLayananInternalPerangkatDaerah Indeks KepuasrmMaayarakat(IKM)IntemalPerangkatDaerahquilal)

83'08 84,08 84,58 85,08 85'58 86,08

Programperencanaan,pengendalian,danewhuasipembangunandaerch

Bappedalitbangmeningkatnyaefektivitasdanakuntabilitas
PersentaseKeselarasan

93'55 100 3.912.003. 100 4.050.791 100 4.216.712 100 4.389.696. loo 4.568.287.
perencanaanpembangunanDaerah RPUMD denganRKPD 000 .000 .000 000 000

ProgramKoordinasi danginkronisaslperencanaanpembangtlnandaerch

BappedalitbangMerin9katnyakuahitasdokunenperencanaanpembangunandaerahyangterintegrasidankonsisten
PersentaseKeselarasanRKPDdenganRenjaPerangkatdaerah

85 loo 100 100 loo 100

URUSAN PEMERINTAHAH BIDAHG KEUANGAN
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MeningkatnyaTataKelolaAset

PersentasePenambahan NflalAsetTetap
0 3'75

11.341.456

4'00

11.743.81

4,25

12.224.85

4'50

12.726.355

4'75

13.244.115Persentase
0 100 100 100 100 100

Daerah LaporanKeuangan TepatWaktu .000 9.000 0.000 .000 .000

PiogranPepgelolaanpendapatandaerah

Badan PengelolaKeuanganDaerah
MeningkathyaPendapatanDaerahyangBersumberdari

Total PendapatanPajckDaerchdan
885 1405 11.231.073 1557 11.629.52 1725 12.105.86

1912 12.602.494
2119 13.115.215

Pajak DaerahdanRetribusiDaerah Retribusi Daerah(MilyarRupiah) .000 0.000 9.000 .000 .000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDAAVG KEPEGAWAIAN PENDIDIKJEN, DA" PELATIEN

Programpenundangurusanpemerintchandaend

Badan KepegawaiandanPengembanganSDM
Menin8katnyaKualitasLayananIntemalPerangkatDaerch Indeks KepuasanMaayarakat(IKM)InternalPerangkatDaerah(Nilai)

83 83,25 83,5 83,75 84 84'25

ProgramKepegrwalandaerch Badan KepegawaiandanPengembanganSDM
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Meningkatnyakualftas

Persentase ASNdenganREteriaKineljaBalk
88 85

5.442.399.

85'19

5.635.481

86'64

5.866.312

87'28

6.106.968.

88,99

6.355.424.

Persentasepenempatan ASNyangsesuaidenganKompetensi,Kualifikasidan

12,45 13,81 14,65 15,57 16'55 17'60

manajemen ASN Kiner''a 000 .000 .000 000 000

Indeks KuaREasiPendidikanASN
21'17 21'3 21,4 21,60 21,8 22

PersentasePerencanaanKebutuhanyangsesuaidenganFormasl

0 9,47 10,78
12'96 14,28 18,03

uRusAN pEMERIrmAHA)I BIDANG pENDIDIEN DAN PELATIHAN

ProgrampengenbanganSDM

Badan Kep egawaiandanPengembanganSDM

Meningkathya
Persentase ASNyang

22'13 32,96 4.916.381. 17,1 5.090.800 22'03 5.299.321 25'42 5.516.717. 25,42 5.741.160.
Kompetensi ASN DitingkatkanKompetensinya 000 0 .000 .000 000 000

URUSAN PEMERINTAHAN BIDAHG PENELITIAN DAV PENGEMBAIGAV

Programpenelitian danpengembangandaerch

Bappedafitbang
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Meningkatnyapemarifaafanhasflkefitbangandalanperencanaanpembangunan
PersentaseRekomendasiKebijakanPembangunanDaerahyangDijadikansebagaiLandasrmdalanImplementasiPembangunan

0 100 4.998.362.000 100 5.175.690.000 100 5.387.688.000 100 5.608.710.000 100 5.836.895.000

Program RisetdanlnovasiDaerch

Bappedafitbang

Meningkatnyafultasi,pembinaan,binbingantehisdansupervisiterkaltrisetdaninovasididaerah Persentasefasilitasi,pembinaan,bimbinganteknisdansupervisiterkaitrisetdaninovasididaerah

0 100 100 100 100 100

URUSAN PEMERINTAHAN BIDAutG PENGAWASAAV

Programpenudyangurusanpemerfutchandaerch

InapektoratMeingkatdyaKualitasLayananInternalPerangkatDaerah Indeks KepuasanMaeyarakat(IKM)InternalPerangkatDaerah(Nilal)

81'44 90 91 92 93 94

Programpenyelenggaraaapengavasan
Inspektorat
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MeningkatnyaKualitas PersentasePenyelesaianTindakLanjutTemuanHasilPengawasan

91,9 93 1.451.636. 93,5 1.SOS.136 94 1.564.705 94'5 1.628.894. 95 1.695.164.

_

PengawasanDaerah 000 .000 .000 000 000

ProgramPemmugankebi)ckan,pendampingan,asistensi

InapektoratMenin8kathyakuafitasperumusankebijakan,pendanpingandanasistensi
Persentase HasilCapaianrfuerjaTataLaksanaPengawasan

75 80 82'5 85 87'5 90

URUSAN PEMERINTAHAN BIDARTG KErmATAHAN

Programpenudangtlrusanpemerintchandaerch

Kecamatan

MeningkatnyaKualftasLayananIntemalPerangkatDaerah Indeks KepuasanMaeyarakat(IKM)InternalPerangka.tDaerah(Nilai)

82,88 83'50 83,75 84 84'25 84,50

ProgramPenyelenggaraanpemerintchandanpelayananpublik
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PersentasePengaduanPelayanan PersentasePengaduanPelayanan

loo 100 895.517.00
100 927.288.0 100 965.270.0 100 1.004.868.

100 1.045.750.000AdndstratifYangDitindaklanjuti AdrfustratifYangDithdaklanjuti 0 00 00 000

Programpemberdayaanmasyarallatde8adankelurchan

PersentaseRata-rataTin8katPartisipasiMaeyaraJrat
Persentase Rata-rataTingkatPartisipasiMaayarakatdalanMembangunKelurahan

17'11 19 1.461.084. 20 1.512.919
21

1.574.888 22 1.639.496. 23 1.706.197.000dalamMembangunKelurahanMembangunKelurahan 000 .000 .000 000

ProgramKoordinaslKetentranandanKetertibanUmum

PersentasePelaksanaanKoordinasiTrantibumdiKecamatanyangOptimal PersentasePelaksanaanKoordinasiTrantibumdiKecamatanyangOptinal

100 100 100 100 100 100

ProgrampenyelenggaranAurusanpemerintchanumum
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PersentaseKeterwamanLembagaMasyarakatyangMengikutiPembinaanWawasanKebangcaandanKetahananSosial

Persentasekoordinasipemerintahanumumyangditindaklanjuti

URUSAN PEMBRINTJ- UxpM
Programpenundangumganpemerint:chapdaerch

Bakesbangpol

MeingkatnyaKualitasLayananInternalPeran8katDaeran Indeks Kepu©Maeyarahat(IKM)InternalPerangkatDaerah(Nilai) 80 81 81,5 82 82,5 83

ProgramPenguatanIdeologiPancasiladanKarakterKebangsaan

Persentase 8.496.325. 8 .I 9n I FIB. 9.158.110 9.533.807. 9.921.682.
PelaksanaanFasilitasiPemahananMasyarakatTerhadap4KonsensusNasional 000 .000 .000 000 000
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ProgramPeningkatanPeranPartalPolitikdanLembagaPendidikanmelaluiPendidikanPolitikdanPengembanganEtikasertaBudayaPolitik

Persentase 5.557.024. 5.754.172 5.989.865 6.235.589.
6.489.279.000FashitasiPendidikan Poutik 000 .000 .000 000

ProgranPemberdayaandanPengawasanOrganisasiKemaeyarakatan

Fasilitasi Persentase 78 80 1.609.732. 83 1.666.841 88 1.735.115 89 1.806.295. 90
1.879.783.000OrgarisasiKemaayarakatanYangTelahMelaporPadaPemerintahKotaBalkpapan OrgahisusiKemasyarakatanyangAlarBerpartisipasidalanPembangunanDaerah 000 .000 .000 000

ProgramPembinaan danPengembanganKetahananEkonond,Sosial,danBudaya

Persentase 2.501.755. 2.590.510 2.696.618 2.807.243.
2.921.453.000Pemuda yangMengikutiSosialisasi 000 .000 .000 000
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Konsep P4GN

ProgranPeningkatanKewaspad-NasionaldanPeningkatanKualftasdanFasilitasiPenangananKonflikSosial

Potensi Konfljk Persentase 79 80 6.793.860. 82 7.034.888 84 7.323.039 86 7.623.455. 89 7.933.609.
yang telahdilckukanmonitoring Konflik SosialyangDiselesaha 000 .000 .000 000 000
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4.2    Klnerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah
Subbab ini menyajikan tentang gambaran kinelja penyelenggaraan

pemerintah   daLerah   Kota   Bali]apapan   untuk   satu   periode   ke   depan.
Gambaran  kinelja  penyelenggaraan  pemerintahan  daerah  ini,  berkaitan
dengan tolok ukur keberhasilan terhadap pencapaian visi dan rnisi kepala
daerah   dan  wakil  kepala  daerah  yang  ditetapkan  menjadi   Indikator
Kinelja   Utama   (IKU)   daerah   dan   indikator   kinelja   penyelenggaraan

pemerintahan  daerah  yang  ditetapkan  menjadi  Indikator  Kinelja  Kunci
(IKK).

4.2.1  Indi]Eator Kineq'a Utuna (IKU|

Indikator    Kinelja    Utama    (IKU)    Daerah    merupakan    ukuran
keberhasilan  pencapaian  visi  dan  misi  kepala  daerah  dan  wakil  kepala
daerah.   IKU   tersebut  ditetapkan   sebagai  wujud   akuntabilitas   dalam

penyelenggaraan   pemerintahan   daerah   untuk   satu   periode   kedepan.
Berikut ini disajikan tabel IKU dari Kota Balikpapan.

Tabel 4. 2 Indthtor Kine])a Utama (IKU) Rota Baukyapan
`     .  -           .  tllll

1

.  ,     , .,,I3
i.---,- ',I~L)5 t,L,,L,

L,L`7 L,~L'
IL,~LA9

0Ll I-..,..11

2 4 6 8 10

1
Laju Pertumbuhan Persen 3,23 6,50 - 6,S3 - 6,55 - 6,58 - 6,60 -
Ekonomi 7.00 7,05 7,10 7,15 7,20

2 Tingkat kemiskinan Persen 2,23 2,15 - 2,04 - 1,94 - i,83 - 1,73 -
2'20 2'10 2'00 1,90 1,80

3 Indeks Gini Nilai
4 PDRB Per Kapita Juta

5
PersentasePertumbuhanPDRBSektorJasa

Persen

6
Indeks KualitasLayananInfrastruktur

Nilai

7
TingkatPengangguranTerbuka(TIT)

Persen 6,22 5,85 - 5,78 - 5,70 - 5'63 - 5,S6 -
5,90 5,87 5,84 5,82 5,79

8
IndeksKetentraman danKetertiban

Nilai

9
Penurunaninten§itasemisiGRK

Persen

10
Indeks KualitasLingkunganHidup

Poin 68,40 71,80 71,97 72,14 72,31 72,48

11
Indeks FtisikoBencana

Poin 101,43 109,35 log,12 106,89 105,66 104,43

12
IndeksPembangunanManusia

13 Rapor Pendidikan

14
IndeksPembangunanLiterasiMasyarakat

15
Usia HarapanHidup(UHH) Tahun 75,87 75,94 76,00 76,23 76,47 76,70

16 Indeks Poin 0.169 0,160 0,160 0, 1 55 0,150 0.150
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.., satuan
i---,I

L,

__..`      a_
.,-L,Ifl,Ill,,,I

I,, 0 I--,..

LI L,
®aB ~L, a ~L.

KetimpanganGender

17
Indeks KetahananPangan

Nilai

18
Indeks ReformasiBirokrasi

Nilal

19 Nllai ARTP Poin 69,Cre 69,40 69,74 70,08 70,42 70,77

20 Indeks PengelolaanKeuanganDaerah
Nilai

21

Survei PenilaianIntegritasKomisiPemberantasanKorupsi

Poin

22 Indeks KepuasanMasyarakat
Nilai

23
IndeksSPBE/IndeksPemdi

Poin

Sharriber: Analtsis Data, 2025

4.2.2 Indlhator Klneda Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD|
Indikator      Kinelja      Penyelenggaraan      Pemerintahan      Daerah

ditetapkan  sebagai  Indikator  Kinelja  Kunci  (IKK),  dimana  merupakan
ukuran capaian kinelja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK
ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor  18 Tahun 2020
tentang Peraturari  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  13  Tahun
2019 tentang I,aporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Berikut adalah target kinelja daerah Kota Balikpapari.
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Tabel 4. 3 Penetapan lndihator Kineda Daerah Terhadap Penyelenggrraan Urusan Pemerintahap Rota Balikpapan Tahun 2025-2029

No IN DIKATO R                  SATUAN
BASELINEH,y22E

2025 2026
TARGI2027 I,i,=,,J1\2I,r+i

2029 2030
I,HI3)=Ji,1\(er±,1,

'1' (2)                               (3' (41 15) (6' (7) '8) (9) (101 (11)
;:Ea=±=,I "_             a_ Ei¥_            ®                                       €---+,,-_-i.,-;,±ii,JJt-,f,i--J±-,I-i :,

1
Indeks KetahananPan8an Poin 91,23 91'86 92,49 93'12 93,74 94,37 95 DKP3

2 Penurunan intensitasemisiGRK O/o 11,2 24'84 38'99 41,02 43,05 45'04 47'25 DLH

3
Indeks KualitasLingkunganHidupDaerah

Poin 68,4 71,64 71,97 72,14 72,31 72,48 72'65 DLH

4 Indeks Risiko Bencana(IRE) Poin 101,43 101 99,8 98'6 97'4 96,2 95 BPBD

5 Rumah Tangga denganAIsesSanitasiLayak a/o 96,76 97,39 97,41 97,43 97,46 97,48 97,5 DPU

6
Timbulan SampahTerolahdiFashitasPengokinanSanpah

O/o 30'45 31'26 32'07 32,88 33'69 34,5 DLH

7

PrevalensiKetidakcukupanKonsumsiPangan(PrevalenceofUndernourishment)

O/o 5,9 5,67 5,4 5'13 4,86 4,59 4,33 DKP3

8 Kapasitas Air Baku m3/detik 1.3 2.458 2.515 2.572 2.628 2.685 2.742 DPU
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[No
1,I,I,Z,i,I,1= SATUAN

BASELINE-I,r2Z!

2025 2026

_ r=, ={er2027 r TAHUN2I,y2I=

2029 2030
KETERAINGAIN

(1) '2' '3) (4) (5) (6) (7) (8' (9) (10) (11)

9
Cakupan I,ayaLnanPerkotaanterhadap AlrMinumAman

O/o 38,75 41,81 44,88 47,94 51 54,06 DPU

10 Persentase PenurunanEmisiGRK
DLH

11 a. Kumulatif a/a 0'24 0,9 1,62 2,4 3,24 4,14 DLH
12 b. Tahunan O/o -9,22 10,13 12'17 14'45 16'75 19,44 DLH

•     -+``-_,_`            -
.                    7        .^`

----                                L

-r`               ,

=`' ,\¥,I .  `` --``'      i   `-i i_¥,,_ `;X`-+3,.r={=/ =<i`+`>F#==-t-i?  `-:,`r`.~. i,..`T,   ,r``.=r?¥¥  if.-€ ;     -` _. HRE;if`:-,if,;?;i    a . -    -    - - a 5,§gngi--i-.:-i-             :  :,-,--,

1
Laju PertumbuhanEkonomi O/o 3,23 4,75 4,95 5,15 5,35 5,55 5,75

€*..6±i±.<rsc.ra_±=zacBAPPEDALITBANG

2 PDRB Per Kapita Rp Juta 214,11 225,56 263,73 301,89 340,06 378,23 416'4 BAPPEDA LITBANG
3 Tingkat Kemiskinan O/o 2,23 2,2 2,1 2,01 1,91 1,82 1,72 DINSOS

4 Tingkat PengangguranTerbuka O/o 6,22 6,12 5'94 5,75 5'57 5,38 5,2 DlsNjexER

5 Indeks Gini Indeks 0,324 0,31 0,304 0,298 0,291 0'285 0,279 BAPPEDA LITBANG

6 Indeks PembangunanManusia Poin 82,62 82'87 83,22 83,56 83,91 84,25 84,6 BAPPEDA LITBANG

7 Rapor pendidikan Nhai 79,4 81,17 82,93 84,7 86,47 88,23 90 DISDIKBUD
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No INDIKATOR SATUAI
BASELINEEI,rLE

2025 2026

_ ri, ={er2I,P2LM Iri,=||J|\2I,r2+:

2029 2o3o
KETERAIVGAIN

'1) '2) '3) (4' '5' '6' 17) '8) (9) '10) (11)

8 Indeks PembangunanLiterasiMasyarakat Poin 15'33 16,29 17,31 18,39 19'54 20,76 22,06 DISPUTARE

9 Usia Harapan Hidup(UHH) Tahun 75,87 75'94 76 76,23 76'47 76,7 76'94 DKK

10
Indeks KetimpanganGender(IKG) Poin 0,17 0,16 0,16 0,155 0,15 0,15 0'15 DP3AKB

11
Persentase Pekelja diSektorJasa O/o 70,66 77,71 77,93 78,14 78,36 78,57 78,78 DISNjRER

12 Jumlah Kematian Ibu jiwa 9 5 5 5 4 4 4 DKK

13
Prevalensi Stunting(pendekdansangatpendek)padabalita

O/o 24,8 23,06 21,45 19,95 18,55 17'25 16,04 DKK

14
Cakupan penemuankasustuberculosis(treatmentcoverage)

a/o 63,31 81,6 82,52 83,44 84'36 85,28 86,2 DKK

15

chgka keberhasilanpengobatanTuberkulosis(treatmentsuccessrate)
O/o 84 84'98 85,731 86,482 87,233 87'984 88,735 DKK
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No 1, I ,) , I,il (,) I SATUAV
BASELINE-I,y21.

2o25 2o26

_ ri, ={er2027 |lJ±,3|,Ill2I,r2I:

2o29 2o3o
2iHln=J±,L`(er±,|\

(11 (2) '3' (41 (5' '6' (7) '81 '9) Ilo) (Ill

16
Cakupan kepesertaanjaminanKesehatannasional

O/o 104 99,5 99'5 99,5 99,5 99,5 99,5 DKK

17

Persentase siswa yangmencapaistandarkompetensiminimumpadaasesmentingkatnasionaluntuk:

18
a. Literasi MembacaSD/Sederajat 0/o 85,56 87'71 88,33 88'94 89,56 90,17 90,79 DISDIKBUD

19 b. Literasi MembacaSMP/Sederajat a/a 91,82 91,96 92,11 92,25 92,39 92,54 92,68 DISDIKBUD

20 c. NumerasiSD/Sederajat 0/o 78,31 78,62 78,93 79,25 79,56 79,87 80'18 DISDIKBUD

21
d. NumerasiSMP/Sederajat 0/o 88,26 88'43 88,6 88,78 88,95 89,12 89,29 DISDIKBUD

22
Rata-rata lama sekolahpendudukusiadiatas15tahun

Tahun 10,99 11 11,1 11,2 11,3 11,4 11,5 DISDIKBUD
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No 1,I,11=,i,I.I= SATUAV
i,±t€13)I),|,|a-2I,rRE

2025 2026
TARGI2027 I TAHUN2028

2029 2030
KETERANGAN

(1) '2' 13) (41 '5' (6) (71 (8) (9' (10' Ill)

23 Harapan Lama Sekolah Tahun 14'25 14'35 14'4 14,5 14,59 14,68 14,78 DISDIKBUD

24

Proporsi pendudukberusia15tahunkeatasyangberkualifikasiPendidikantinggi
0/o 20 20,42 20,84 21,26 21,68 22,1 22,5 DISDUKCAPIL

25
Persentase PekeljaLulusanPendidikanMenengahdanTinggi

O/o 92'2 92,48 92,76 93'04 93,32 93,6 93'9 DISNAKER

26
Cakupan kepesertaanJaminanSosialKetenagakeljaan

0/a 68,57 69,89 71,22 72'54 73,86 75,18 DISNjRER

27

Persentase PendudukBekelja15TahunKeAlasyangBekeljadiSektorFormal
a/o 67,17 68,34 69,51 70,67 71'84 73,01 DISNAKER
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No |,,,)I:,i,(,)I SATUAV
BASELINE-il,r2Z,

2025 2026

- r±, ={d2027 I,i,=L,JL`2I,r+i

2o29 2o3o
=,HIH=J£,1\(eri,1,

(1) '2) (3) (4) 15) 16' (7' '8) (9' Ilo) (Ill

28

Persentase benda,bangunan,struktur,situsdanKawasancagarbudayayangtelahditetapkanterhadaptotalpendaftaran

O/o 23 23,15 23,3 23,45 23'6 23,75 DISDIKBUD

29 Indeks PembangunanKeluarga(Ibangga) indeks 70 71,11 72,23 73,34 74,45 75,56 DP3JmeIll-
1

Persentasepertumbuhan PDRBsektorjasa
O/o 8,08 8,23 8,38 8,53 8,68 8'83 9 BAPPEDA LITBANG

2 Tingkat Inflasi O/o 1,1 2,50±1 2,50±1 2,50±1 2'50±1 2,50±1 2,50±1 BAPPEDA LITBANG

3 Indeks Akses KeuanganDaerah Indeks 7,11 7,12 7'13 7'13 7,14 7,14 7,15 Bun

4 Indeks KualitasLayananlnfrastruktur Poin 74,03 75,88 77,78 79.J'2 81,72 83'76 85,77 BAPPEDA LITBANG

5 Indeks PengelolaanKeuanganDaerah Poin 82,07 82,89 83,73 84'57 85,42 86'28 87,15 BKAD
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No 11,I,),I,i,I,)i SATUAV
BASELINE-2I,r2E

2o25 2o26

. ri, ={er2027 Ir±,i,,J|\2I,r22I=

H'y+® H,Itl,
zi3IIB)=Ji,|\(eri,|\

(1) 12) (3' '4) '5) (6) '7) '8' (91 (10) Ill)

6
Kontribusi IndustriPengolahaterhadapPDRB

0/o 45,55 47,5 48,07 48,63 49,2 49'76 50,33 BAPPEDA LITBANG

7 Kontribusi PDRBterhadapFTovinsi a/a 17,91 17'98 18,04 18,11 18,17 18,24 18'3 BAPPEDA LITBANG

8 Indeks Inovasi Daerah Poin 57,21 64 64,5 65 65,5 66 66,5 BAPPEDA LITBANG

9
Kontribusi Pe nyedinanAkomodasiMakandanMinumterhadapPDRB

0/a 1,78 1,94 2,2 2,46 r2,J2 2,98 3,23 DPOP

10
Jumth Kunj`unganWisatawanMancanegara

Oran8 36.45 39.962 41.041 42.12 43.199 44.278 45.357 DPOP

11
Jumth UsahaEkonorfuKreatif Usaha 618 670 782 894 1006 1118 1.23 DPOP

12
Proporsi Jumlah UsahaMikroNajkKelas 0/a 1,69 r2,2J 2,45 2,63 2'83 3'04 3;2:I DKUMKMP

13
Rasio KewirausahaanDaerah 0/o 3'58 4,02 4,208 4,396 4,584 4,772 4,96 DISNAKER
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No 11, , ,) I :,=1 (,) I SATUAV
BASELINE-LI,I,A

2o25 2o26

- ri, ={er2I,r2Ah I,i,i,,JL\2I,r+i
2I,r2# 2I,XI,

I,H,3|=Ji,|\(eri,|\

(1' 12) '3' '4' (5) (6' 171 '8' (9) (10) '111

14
Rasio volume usahakoperasiterhadapPDRB

0/a 0,2 0,24 0,24 0,25 0'25 0,25 0,25 DKUM"P

15
Return on Asset (ROA)BUMD O/a 3,78 6'38 6,46 6'54 6,63 6,71 6'79 BKAD

16
Thgkat PartisipasiAngkatanKeljaPerempuan

O/a 52,71 52,94 53,17 53'4 53'63 53,86 54'07 DISNAKER

17

Persentase PendudukBerumur5tahunkeatasyangpernahmenggunakaninternetselama3bulanterakhir

O/o 88,7 89 89,3 89'6 89,9 90,2 90,5 DISKOMINFO

18 Disparitas Harga 0/o 9,77 9,55 9,34 9,13 8,91 8,7 DISDAG

19

KontribusiPembentukan ModalTetapBruteterhadapPDRB
0/o 38'64 33' 18 33,06 32,95 32'83 32,71 32,6 BAPPEDA LITBANG

20
Kontribusi Net EksporBarangdanJasaterhadapPDRB

0/o 34,27 42'34 42,76 43,18 43,6 44,01 44,43 BAPPEDA LITBANG
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INo
\,,,),I,i,(,)I SATUAN

BASELINE2024
2o25 2o26

- ri, ={e2I,P22Jrf I,i,=LIJ|\H,r+i

2o29 H,RI,
I,H13ItJi,|\|eri,|1

(1' '2) (3) '4) (5) '6' (7) '8' '9' (10) Ill)

21

Rumah Tangga denganjthsesHurrianLayak,TeljangkaudanBerkelanjutan
O/o 82,69 83,56 84'42 85,29 86' 15 87,02 DISPEFtKIM

22 Rasio Pajak DaerahterhadapPDRB a/a 0,53 0,54 0,55 0,57 0'58 0,59 0,6 BPPDRD

23 Total Dana PihakKetiga/PDRB O/o 29,85 325,955 35'341 380,865 40'832 435,775 BKAD

24 Total  Kredit/ PDRB-I-?¥=`F~,gtTi±`,t.¥.--='3i::`,-i=i`---,---i,i--,+--^n+.--,-+---,-i--- O/o`-``-'_``_._*'_``  _I.     '   ''± 23,01 25,483 27,956 30,429 32,902 35,375 BKAD
;-£lspEng!t.¥S,`>^.EDir.±5¥:aHAH  UMUH ,`  ` ,._+- i#

-J:I.--.
*

1
Indeks KetenteramandanKetertiban Poin 70,61 77,58 81'06 84'55 88'03 91,52 95

=Jr-        SATPOL PP

2 Jumhi KejadianKonffikSARA Kali 0 0 0 0 0 0 0 BANKESBANGPOL

3 Indeks ReformasiBirokrasi Poin 78,06 78,3 78,52 78,64 78,76 78,88 79 SETDAKOT

4 Nilai SAKIP Poin 69'06 70'16 70,43 70,7 70,96 71,23 71,5 SETDlexoT

5 Indeks IntegritasPemerintah indeks 75,08 77,5 78,2 79 79,'J 80,5 81,2 INSPEKTORAT

6 Indeks KepuasanMasyarakat Poin 84,93 84,95 85,64 86'34 87,05 87,76 88,48 SETDAKOT
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[No
I 1, I ,) , I,iv (®) I SATUAV

=,it€|H.,|\|B-2I,rH|

2025 2026
TARGI2027 llri,=L1,1\H,r+:

2o29 2o3o
KETERAIVGA"

(I) 12) '3) (41 (5' (6) (71 '8) (9) (10) Ill)

7 Indeks SPBE/ IndeksPemerintahanDigital Poin 3,96 3'85 3,91 3,97 4'2 4,08 4'14 DISKOMINFO

8 Indeks Daya SaingDaerah Poin 4,07 4,08 4,1 4,11 4,13 4,14 4,15 BAPPEDA LITBANG

9 Indeks PelayananPublik indeks 4,19 4,54 4,55 4,56 4,58 4,59 4,6 sETDiexoT

10
Jumlah kejadian tindakkriminal Kasus 1.406 1.167 1.139 1.111 I.082 1.054 1.025 BANKESBANGPOL

n[AroR unERIA Kuncl
i=xp;:-,-.-:.------.-\-;:--`--.(:.,--:?,:,-`-;`-::--`--2=-::--:-:;;:i-==.:-:--:-;--:----,--`,--1---:.-;=-_______ _ _..           `      . i:.`

I URUSAN PEMERI»TAHAAV WAJIB YAHG BERHAITAN DENGART PELAYANAN DASAR
A uRUsAn REnmRINTAHAlr BInAVG PENDIDIKAH

1

Tingkat partisipasiwarganegarausia 5-6tahunyangberpartisipasidataPAUD

0/o 75,26 76,88 78'51 80,13 81,75 83,38 85'00 DISDIKBUD

2

Tingkat partisipasiwarganegarausia 7-12tahunyangberpartisipasidahapendidikandasar

0/o 99,56 99'64 99,71 99,78 99,85 99,93 100 DISDIKBUD
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Turn TTU T`TIf A TnD eATTTA"
=J±t€|d.,|\IB

11111-1111111111111111111-

TARGET TAHUN
H 1 a) ,J[`,|\(er`, 1

ZUZ4 ZUZ5 Z026 2027 2028 2029 2I,RI,
\  -           -1

(I) (2' 13' '41 (5) '6) '7) (8' (9) '10) Ill)

3

Tingkat partisipasiwarganegarausia 13-15tahunyangberpartisipasidalampendidikanmenengahpertama

a/o 101,51 100 100 100 loo 100 100 DISDIKBUD

4

Tingkat partisipasiwarganegarausia 7-18tahunyangbelummenyelesaikanpendidikandasardanmenengahyangberpartisipasidalampendidikankesetaraan

0/o 80'92 83,26 85'61 87'96 90,31 92,65 95,00 DISDIKBUD

8 uRusAn RERERETAHAN BIDAna RESBHATA)I

1
Rasio Daya TanpungRumahSakitRujukan 0/o r2,J7 3,98 5,18 6,39 7,59 8,80 10,00 DKK

2

Persentase RS RujukanTingkatkabupaten/kotayangterakreditasi
0/o 93,75 100 100 100 100 100 100 DKK
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No INDIKATOR SATUAV
BASELINE2024

2o25 2o26

_ ri, ={er2I'y2X Iri,=1,,1`2I,r2I=

2o29 H,RI,
ziH13)=Ji,\\(er±,|\

(1) '21 '3' (4) '5) '6) (7) '8) (9) (10) (Ill

3

Persentase ibu hamilmendapatkanpelayanankesehatanibuhand
0/o 100 100 100 100 100 100 100 DKK

4
Persentase ibu bersalinmendapatkanpelayananpersalinan

O/o 100 100 100 100 100 100 loo DKK

5

Persentase bayi barulahirmendapatkanpelayanankesehatanbayibarnEL
0/o 100 100 100 100 100 100 100 DK

6
Cakupan pelayanankesehatanbalitasesuaistandar

0/o 100 100 100 100 loo loo 100 DKK
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No I,I,),I,=V(,)I SATUAV
BASELINE-il,y2Z,

2025 2026

- rl, ={tlLI,r2X I,i,=,,11`2I,r+i

2029 2030
=i31i'H=Ji,1\(er±,1\

'1) (2' '3) '4) (51 16) (7' '8' (9) (10) Ill)

7

Persentase anak usiapendidikandasaryangmendapatkanpelayanankesehatansesualstandar

0/o 100 100 100 100 100 100 100 DKK

8

Persentase orang usia15-59tahunmendapatkanskriningkesehatansesuaistandar

O/o 100 100 100 100 100 100 100 DKK

9

Persentase warganegarausia60tahunkeatasmendapatkanskriningkesehatansesuaistandar

0/o 100 100 100 100 100 100 100 DKK

10

Persentase penderitahipertensiyangmendapatkanpelayanankesehatansesuaistandar

O/o 100 100 100 100 100 100 100 DKK
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No INDIKATOR SATUAV
='itel3)I),|\|q-LI,JIH

2025 2026
TARGI2027 I,i,3|,J\\2I,r+i

2029 2030
KETERANGAN

(1' 12) '3) (4) '5) (61 (7) '8' 19) (lot Ill)

11

Persentase penderitaDMyangmendapatkanpelayanankesehatansesuaistandar
O/o 100 100 100 100 100 100 100 DKK

12

Persentase ODGJ beratyangmendapatkanpelay-kesehatanjiwasesualstandar
O/o 100 100 100 loo 100 100 100 DKK

13

Persentase orangterdugaTBCmendapatkanpelayananTBCsesuaistandar

a/o 100 100 100 100 100 100 100 DKK

14

Persentase orangdenganresikoterinfeksiHIVmendapatkanpelayanandeteksidiniHIVsesuaistandar

O/o 100 100 100 100 loo 100 100 DKK
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No 1,,,)IZ,±|(,)I SATUAV
BASELINE-LI,r2ZE

2o25 2o26

- r±, ={caL|,yLM r TAHUN2I,r2I:

2o29 H,RI,
I,HIID]=Ji,|\(eri,|\

(11 (2) (3) (4) (51 (6) 17' 181 (9) (lot Ill)

15

Indeks KepuasanMasyarakat(IKM)InternalPerangkatDaerah
Nilai 8;n 'f Irl 88,18 89'18 89,39 89,59 89,80 90'00 DKK

16
Nilai Sahip PerangkatDaerah Nilai 81,66 81'80 81,95 82,10 82,20 82,30 82'40 DKK

17

Persentase anak usiapendidikandasaryangmendapatkanpekyanankesehatansesuaistandar

O/o 100 100 100 100 100 100 100 DKK

18

Persentase CakupanSediaanFarmasi,AlatKesehtandanMakananMinunan
Persentase 100 100 100 100 100 100 100 DKK

19
Persentase MasyarakatBidangKesehatanyangDiberdayakan

Persentase 100 100 100 100 100 100 100 DKK



- 404 -

No ||,I,)'Z,i,I,)I SATUAIV
BASELINE2I,r2ZE

2025 2026

_ r£, ={e2I,r2X r TAHUNH,r+:
2029 2o3o

Z,H1)H=Ji,1\(eri,1\

(1) (21 '3) (4) '5' (6' (7) '8) '9) 110) (11)

20

Persentase orangusial5-59tahunmendapatkanskriningkesehatansesuaistandar

O/o 100 100 100 100 100 100 100 DKK

21
Persentase PeningkatanKompetensiSDMBidangKesehatan

Persentase 100 100 100 100 100 100 100 DKK

22

Persentase warganegarausia60tahunkeatasskriningmendapatkankesehatansesuaistandar

O/o 100 100 100 100 100 100 100 DKK

23 Rerata Capaian SPMUrusanKesehatan 0/o 100 100 100 100 100 loo 100 DKK

C uRuSAH RERERmThHAN BIDAHa rmKERIAART UBIUM DAM REHATAAn RIIAHG
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No I,,,)'Z,i,(,)I SATUAN
BASELINE-2I,y2ZE

2025 2026

_ ri, ={q2I,P22JH Iri,=LIJ1\2I,r2I=

2o29 2o3o
KETERAIVGAIT

(1) (2) (3) (41 '5) (6) (71 '8' (9) (101 (11)

1

Rasio luas kawasanpermukimanrawanbanjiryangterlindungiolehinfrastmkturpengendalianbanj.irdiWSKewenangankabupaten/kota

O/o 54,22 54,73 55,36 56,00 56,64 FJfl ,2!f 3 57,95 DPU

2

Rasio luas kawasanpermukimansepanjangpantairawanabrasi,erosi,danakresiyangterlindungiolehinfrastrukturpengamanpantaldiWSKewenangankabupaten/kota

a/a 0 25 30 35 40 45 50 DPU

3

Rasio luas daerahirigasikewenangankabupaten/kotayangdilayahiolehjaringanirigasi

O/o 95,67 100 100 100 100 loo 100 DPU
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No 1,,,),Z,iv(,)I SATUAIN
=Jit=13|.,\\,3LI,rLE

2025 2026

- ri, ={erH,r2X I,i,=L,J|\2I,r+:

2029 2o3o
=iHIH=Ji,\i(er±,|1

'1' (2) (3) (4) 15) (6) (7) '8) '9) (10) '11'

4

Persentase j umlahrumahtanggayangmendapatkanaksesterhadapairminummelaluiSPAMjaringanpexpipaandanbukanjaringanpexpipaanterlindungiterhadaprumahtanggadiseluruhkabupaten/kota

O/o 98,49 98'74 98,99 99,24 99,49 99'74 100 DPU

5

Persentase jumthrumahtanggayangmemperolehlayaLnanpengolahanairlimbahdomestik

O/o 95,99 94,00 96,00 96,40 97,60 98,80 100 DPU

6 Rasio kepatuhan IMBkabupaten/kota O/o 100 100 100 100 100 100 100 DPU

7 Tingkat KemantapanJalankabupaten/kota 0/o 85,94 86'61 87,28 87,95 88'62 89,29 90'00 DPU
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BASELINE TARGET TAHUN
111111111-

NO INDIKAJ0J{ SA 1 U fun
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

I`Ju I JL,.|-I, unl,

(1' (2' 13) (4) '5) (6' (7) (8' (9) (10) '11)

8
Rasio tenagaoperator/teknisi/analisisyangmemilikisertifikatkompetensi

0/o 83'47 84,56 85,65 86,74 87,83 88,92 90,00 DPU

9

Rasio proyek yangmenjadikewerrmganpengawasannyatanpakecefakaankonstruksi
O/o 100 100 100 100 100 100 100 DPU

D uRusIAn REMERErTAIIAlr BIDANG PER                  DAN IIAWASAV PERHURIHAH

1

Hurin untukpenyediaandanrehabilitasirumahlayakhunibagikorbanbencanakabupaten/kota

0/o 0 25 30 35 40 45 50 DISPERKIM
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NO INDIKATOR SATUAIN
=,itelB.,|\,au,y2ZE

2025 2026

- rl, ={erH,r2Ah I,i,=|,J|\H,rL|=

2029 2030
KETERANGAN

(1) '2) (3) (4' 15' 16) (7) (8' (9) 110) (Ill

2

Fasilitasi pe nyediaanrumahlayakhunibagimasyarakatterdanpakrelokasiprogrampemerintahkabupaten/kota

O/o 0 0,32 10,26 20,20 30'14 40,08 50,00 DISPEREM

3
Persentase kawasanpemukimankumuhdibawah10hadikab/kotayangditangani

O/o 87,27 87,73 88,19 88,65 89,11 89,57 90,00 DlspEFunM

4
BerkurangnyajumlahunitRTLH(RumahTidakIjayakHuni)

0/a 2,Jr2 0'18 0,16 0,15 0'13 0,12 0,10 DISPERKIM

5

Jumth perumahanyangsudahdilengkapiPSUprasarana,SaranadanUtilitasUmum)

a/a 17'6 18'83 20,06 21,29 22,52 23,75 25'00 DISPERRIM

E URTSAH pENERmTAHAH BIDA)iG IEETENTERAmAH BAH IZRERTIBAH uMum SERTA PERI;IHDUHGAH msvARAKAT
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NO 1\ I ,) I I,i, I,) I SATUAV
BASELINE-I,yLE

2025 2026

- ,i, ={eH,y2Jrf I,i,=1,J1\H,r+i

2029 2o3o
KETERANGAN

(1) (2' (3) (4) '5' '6' (7' '8' '9) (10) (11)

1

Persentase GangguanTrantibumyangdapatdiselesaikan
a/o 100 100 100 100 100 100 100 SATPOL PP

2
Persentase Perda danPerkadayangditegakkan

O/o 100 100 100 100 100 100 100 SATPOL PP

3

Jumlah warga negarayangmemperolehlayananinformasirawanbencana
O/o 100 100 100 100 100 100 100 BPBD

4

Jumlah warga negarayangmemperolehlayananpencegahandankesiapsiagaanterhadapbenc-

a/o 33,57 36'31 39,05 41'79 44,53 47,27 50'00 BPBD
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NO INDIKATOR SATUAIN
BASELINE-21,y2Z|

2025 2026

- ,1, ={er2027 I r=, i I ,J L`2I,r2+i

2029 2030
I,3)11H=Ji,1`(eyl,1`

(1) (2) '3) (4' '5) (6' '7' '8' '9) (10) Ill)

5

Jumlah warga negarayangmemperoleh1ayananpenyelamatandanevakuasikorbanbencana

O/o 100 100 100 100 100 100 100 BPBD

6

Persentase pefayananpenyehaatandanevakuasikorbankebakaran
0/o 100 100 100 100 100 100 100 BPBD

7
Waktu tanggap(responsetime)penanganankebakaran

Merrit 6'46 100 100 100 loo 100 100 BPBD

F uRusAH rmnmRIHTAHAH BIDAnG sOsIAL
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NO '|\,,)'=,iv(,)i SATUAIf
=,=tel3l|,|\|B-I,yEA

2025 2026
TARGI2027 r TAHUN2I,y2I:

2029 2030
KETE~GAN

(1' (2) 13) (4) '5) (61 (7) '8' '9) (10' Ill)

1

Persentase penyandangdisabilitasterhatar,anakterlantar,lanjutusiaterlantardangelandanganpengemisyangterpenuhikebutuhandasamyadiluarpanti(indikatorSPM)

a/o 79,33 81,11 82,89 84,67 86,45 88,23 90'00 DINSOS

2

Persentase korbanbencanaalamdansosialyangtelpenuhikebutuhandasamyapadasaatdansetelahtanggapdaruratbenc-daerahkabupaten/kota

a/o 100 100 100 100 100 100 100 DINSOS

11 uRusAIr RERERmTAHAH wAilB yAHG TIDAK BERI[AITAH DENGAN REIAyAHAN DASAR
A URusAV REMERIHTAHAH BDAHa TEHAGA IEBRIA



-412 -

NO \\,,)I{,i,I,)I SATUAN
BASELINE2024

2025 2026

_ ri, ={dH,y2Jrf IIJ1,=|,J\\2I,r2I:

2029 2030
KETERANGAN

'1' (2' (3) (41 (5) (6' (7) (8' '91 (10) Ill)

1

Persentase kegiatanyangdflaksanakanyangmengacukerencanatenagakerja
0/o 100 loo 100 100 100 100 100 DISNAKER

2
Persentase TenagaKeljaBersertifikatKompetensi

O/o 71,88 73,23 74,59 75'94 77,29 78'65 80,00 DISNRER

3 Tingkat ProduktivitasTenagaKelja a/o 57,43 60,36 63,29 66'22 69'14 72,07 75,00 DISNRER

4

Persentase Perusahaanyangmenerapkantatakelofakeljayanglayak(PP/PKB,LKSBipartit,StrukturSkalaUpah,danterdaftarpesertaBPJSKetenagakeljaan)

O/a 55'08 57,57 60,05 62,54 65'03 67,51 70,00 DISNjRER
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NO INDIKATOR SATUAN
i,±t=13).,|,,pH,y2JE

2025 2026

_ ri, ={er2I'r2M I TAHUN2I,r+i

2029 2030
KETERANGAN

(1) '2) '3) (4' '5' (6' (7' '8) (9) (10' (Ill

5

Persentase TenagaKeljaYangDitempatkan(DahaDanLuarNegeri)MelaluiMekanismeLayananAntarKeljaDahaWflayahKabupaten/Kota

a/o 38,09 40,08 42,06 44'05 46,03 48,02 50'00 DISNAKER

8 uHusEN rmHERIHTAHAlr BIDAVG PEREERDATAAN PEREHPuAH DAM RERIrmDUHGAH AHAII

1
Persentase jusG padabelanjalangsungAPBD O/o 42,94 45'78 48,62 51,46 54,3 57'14 60,00 DP3AKB

2

Persentase anakkorbankekerasan yangditanganiinstansiterkaitKabupaten/Kota
O/o 100 100 100 100 100 100 loo DP3JRE

3

Rasio kekerasanterhadapperempuan,termasukTPPO(per100.000pendudukperempuan)

0/o 9,14 8,19 8,01 7,83 7,66 7,49 7,33 DP3AKB
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No
BASELIIVE

2026
'n,={tl   Ill,i,i,,J|\20272028       2029

KETERANGANIRE DIKATOR                    SATUAI\T
2024             2025 2030

(1' 12'                                 (3)                      (4)                   '5) (6) (7)            '8'             '9) (10)                             (Ill
C uRusAH rmRERETAHAm BIDjAVG pAnGAn

1

Persentaseketersediaan pangan(Tersedianyacadanganberas/jagungsesuaikebutuhan)

0/o 100 loo 100 100 100 100 100 DKP3

D uHusAH rmnmRmTAIIAH BIDonG pERTAnAIIAH

1

Persentasepemanfaatan tanahyangsesuaidenganpenintukkantanahnyadiatasizinlokasidibandingkandenganluasizinlokasiyangditerbitkan

0/o 100 100 100 100 100 100 100 DPPR

2

Persentase PenetapanTanahUntukPembangunanF`asihasUmun
O/o 0 8,33 16'67 25,00 33,33 41'67 50 DPPR
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NO 1,I,),I,iv(,)I SATUAI
i,itel3).'|\,IH,rLE

2025 2026

_ r±, ={er2027 l|'r±,€L,J|\2I,r2I:

2029 2030
Z,3111n=J±,1\(eri,1,

(1) (2) (3) (4' '5' '6) (7) (8' (9) (10) (11)

3

Tersedianya I,okasiPembangunanDahaRangkaPenanamanModal
0/o 36,06 38,38 40'71 43,03 45'35 47,68 50 DPPR

4

Tersedianya TanahObyekLandreform(TOL)yangslapdiredistribusikanyangberasaldariTanahKelebihanMaksimumdanTanahAbsentee

a/o 0 0 0 0 0 0 0 DPPR

5 Tersedianya tanahuntukmasyarakat 0/o 86,8 87,33 87,87 88,40 88,93 89,47 90 DPPR

6
Penanganan sen8ketatanahgarapanyangdilakukanmelaluimediasi

0/o 100 100 100 100 100 100 100 DPPR

E uRusA« rmMBRIHTAIIAH RIDAva LINGKunGAH RIDup

1

TerlaksananyaPengelohanSampah diWilayahkabupaten/kota
0/o 99,51 99,59 99,67 99,76 99,84 99,92 100 DLH
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NO I1,I,I,i,i,I.1= SATUAN
BASELINE,I,yLZE

2025 2026

-ri,={d2027 Ill ri, i I ,I 1\2I,r+i

2029 2030
I,311'31=Ji,1\(er±,1`

(1) '21 13) (4) '5' (6) (7) (8) (9' (lot Ill)

2

Ketaatan penanggungjawabusahadan/ataukegiatanterhadapizin1ingkungan,izinPPLHdanPUULHyangditerbitkanolehPemerintahDaerahkabupaten/kota

0/a 5,3 6,92 8'53 10'15 11,77 13,38 15,00 DLH

F uRusAn rmRERmThllAH BIDAVG ADunlsTRAsl I£EPEHDUDul[AH DAN PENCATATAH smEL

1
Perekanan KTPElektronik O/o 99'99 100 100 100 100 100 100 DISDUKCAVIL

2

Persentase anak usia01-7tahunkurang1(satu)hariyangmemilikiKIA
0/o 96,7 99,5 99,60 99,70 99,80 99,90 100 DISDUKCAPIL

3 Kepemilikan aktakethiran O/o 99,71 99,76 99,81 99,86 99'90 99,95 loo DISDUKCAVIL
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NO IL`I,),I,iv(,)I SATUAN
BASELINE-2I,rLE

2025 2026

I ri, ={er2027 Ill,i,=,,J|,2I,r+i

2029 2030
ZIH113]=Ji,1\ItJi,11

(1) (2' (3) '41 (5) (6' (7' '8' (9) (10' (Ill

4

Jumlah PerangkatDaerahyangtelahmemanfaatkandatakependudukanberdasarkanpeljanjinnken.asama

O/o 78'79 80,66 82,53 84,40 86,26 88,13 90,00 DISDUKCAVIL

a uRusAH rmMERI»TAHAn BIDAHa pREBERDAyAAn mAsrrARAKAT DAn DBth

1

Persentasepengentasan desatertin88al
0/o 0 0 0 0 0 0 0 DP3AKB

2 Persentase PeningkatanStatusDesaMandiri O/o 0 0 0 0 0 0 0 DP3AKB

H uR:USAN rmMERmThHAN BIDAHG RENGEHDAVIAH PENDUDUK DAN RELuiLRGA REREHCAnA

1
TFR (Angka KeELanTotal) An8ka 2,19 2,10 2'10 2,10 2,10 2,10 2,10 DP3AKB

2

Persentase pemakaiankontrasepsiModern(ModernContraceptivePrevalenceRate/mcpR)
a/o 64,45 65,38 66,30 67,23 68,15 69,08 70,00 DP3Jme
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No 11,I,),:,=11,)I SATUAFT
BASELINE2I,r2Z`

2025 2026

- ri, ={erLI,y22X r TAHUN2I,r+i

2029 2030
KETERANGAN

(I) '2' '3) '4) 15' (6) (71 18' (9' '101 Ill)

3
Persentase kebutuhanher-KByangtidaktelpenuhi(unmetneed)

0/a 12,20 12'00 11,80 11,60 11,40 11,20 11,00 DP3AKB

I uRusAn RERERETAHAn RIDAVG pERHUBunGAN
1 Rasio konektivitas chgka 0,63 0'64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,70 DISHUB

2 Kinelja lalu lintaskabupaten/kota An8ka 0,55 0,56 0'57 0,58 0,59 0,60 0'61 DISHUB

J uRusAN REREENTAHAH BIDA»G KonrmlRAsl DAN mFORmArmIA

1

Persentase OrganisasiPerangkatDael.ah(PerangkatDaerah)yangterhubungdenganaksesinternetyangdisediakanolehDinasKominfo

a/o 100 100 100 100 100 100 100 DISKOMINFO

2

Persentase I,ayananPublikyangdiselenggarakansecaraonlinedanterintegrasi
O/o 90'91 91,59 92,27 92,95 93'63 94,31 95'00 DISKOMINF`O
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No |,,,),i,=V|,)i SATUAV
BASELINE-all,r2Z2

2025 2026

_ ri, ={e2I,r2# r TAHUN2I,y+i

2029 2030
Z,HIH=Ji,1\(eri,1\

(1) 12' '3) (4) 15) (6) (7' (8) (9) '10' (Ill

3

Persentase MasyarakatYangMenjadiSasaranPenyebaranInfolmasiPublik,MengetahuiKebijakanDanProgramPrioritasPemerintahDanPemerintahDaerahKabupaten/Kota

O/o 80 80 82 84 86 88 90'00 DISKOMINF`O

K uRusAH REMERmTAHAH BIDANG KORERAsl, USAHA REclL, Dan REHEHGAII

1
Meningkatnya Koperasiyangberkualitas 0/a 64,06 65,05 66'04 67,03 68,02 69,01 70,00 DKUMKMP

2
Merfugkatnya UsahaMikroyangmenjadirmausaha

0/o 1,33 1,69 2,05 2,42 2,78 3,14 3,50 DKUMKMP

I uRu8AH RERERmTAHAH BIDAHG PENAAVAHA)I MODAL

1
Persentase peningkatanmvestasidiKabupaten/Kota

O/o 106.450,02 100 100 100 100 100 100 DPMFTSP

H uRusAN RERERINTAIIAH BIDAHG KREnmrDAAH DAM OLAHRAGA
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NO 1,I,),=,i,I,)I SATUAN
BASELINE-A,r2ZE

2025 2026

_ ri, ={q2I,P2ur Iri,=1,J1\2I,y+i

2029 2030
KETERANGAN

'1) (2) (3' (4) '5) '6) (7) '8' (91 (10) (11)

1

Tingkat partisipasipemudadalamkegiatanekonomimandiri
0/o 0,22 2,6 2,7 2,8 2,9 3 3,1 DPOP

2

Tingkat partisipasipemudadalamorganisasikepemudaandanorganisasisosialkemasyaraJratan

0/o 9'07 20 25 30 35 40 45 DPOP

3 Peningkatan PrestasiOlahraga 0/o 263 20,77 30,96 35,72 40,48 45,24 50,00 DPOP

H uHusAH pEmEBmTAHAH BIDAVG sTATlsTn[

1

Persentase OrganisasiPerangkatDaerah(PerangkatDaerah)yangmenggunakandatastatistikdalammenyusunperencanaanpembangunandaerch

O/o 100 100 100 100 100 100 100 DISKOMINFO
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1\I. |,I,),:,i,I,)I H1,||JE,|\
i,it=|D),11113

11111-
TARGET TAHUN

trFTTD A TVA A Ttr
ZuZ4 LI,y2# 2I,y2J, `2!Jy2:M Z028 2029 2I,HI,

L--

(1) 12) '3) '4) (5) (6) 17) '8' '91 (10' (Ill

2

Persentase PerangkatDaerahyangmenggunakandatastatistikdalammelakukanevaluasipembangunandaerah

O/a 100 100 100 100 100 100 100 DISKOMINFO

a uRusAN RERERmTAIIAlr BIDAVG pERSA]rolAIr

1
Tingkat keamananinfomasipemerintah 0/a 34'73 42,28 49,83 57,38 64,93 72'48 80,00 DISKOMINFO

I uRUsAH REREENTAHAH BIDAHa REBUDATAAir

1
Terle starikannya CagarBudaya O/o 88,08 88,40 88,72 89,04 89,36 89,68 90,00 DISDIKBUD

Q URUsAn rmueRm"HAH BIDAmG PBRpUSTAKAAlr

I Nilal tingkat kegemaranmembacamasyarakat
81,04 80 82 84 86 88 90 DlspuTARrm

R uRusAn RERERETAHAN BIDAnG KEARslpAIr
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No |,,,)I:,i,I,)I SATUAN
BASELINE2024

2025 2026
TARGI2027 11 ,i, i 1 ,I 1\2I,r+:

2029 2030
KETERAINGAIN

'1' (21 (3) '4) '5) (6) (7' '8' (91 '101 Ill)

1

Tingkat ketersediaanarsipsebagaibahanakuntabilitaskinelja,alatbuktiyangsahdanpertanggungjawabannasional

0/o 80,25 83,55 86,85 90'15 93'45 96,75 100 DISPUTA-

2

Tingkat keberadaandankeutuhanarsipsebagaibahanpertanggungjawabansetiapaspekkehidupanberbangsadanbemegarauntukkepentingannegara,pemerintahan,pelayananpublikdankesejahteraanrakyat

0/a 67 100 100 100 100 100 100 DlspuTAFrm

in uRusAH rmRERETAHAH pmHAnr
A uRusAN REARERIHTAHAH BIDAVG RELAUTAn DAlr rmRIKAIIAir
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"o \,,,I1=,i,I.1= SATUAN
BASELINE2024

2025 2026

_ r=, ={er2027 I,i,=LIJ1\2I,r2|=

2o29 2o3o
=,H1'31=J±,1\(eri,11

(1) 12' '3) (4) '5) (6) (7) (8) (9) '10' Ill)

1

Jumlah Total ProduksiPerikanan(TangkapdanBudidaya)dariseluruhkabupaten/kotadiwilayahprovinsi(sumberdata:onedataKKP)

O/a 88'96 90,70 92'44 94,18 95,92 97,66 90 DKP3

8 URUSAN REMERIHTAHA» BIDAHG PARIWISATA

1

Persentasepertumbuhan j urn lahwisatawanmancanegaraperkebangsaan

0/o 48,71 9,64 2,70 2,63 2,56 2'50 2,44 DPOP

2

Persentase peningkatanpeljalananwisatawannusantarayangdatangkeKabupaten/Kota
a/o 3,94 4,95 5'96 6,97 7,98 8,99 10,00 DPOP

3 Tingkat HunianAkomodasi O/o 58'43 50,00 52,00 54,00 56'00 58'00 60,00 DPOP
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No 1,,,),:,i,(,)I SATUAIN
BASELINE-I,yLZZ

2o25 2o26

-ri,={er2027
111ri,=1,JL`2I,r2I:

2o29 2I,RI,
:,311H=Ji,1\(eri,1\

(1) 121 (3' (4' '5) '6' (7) '8' (9) '101 111'

4
Kontribusi sektorpariwisataterhadapPDRBhargaberlaku

O/a 1'78 1'94 2,2 2,46 `2,J'2 2'98 3,23 DPOP

5
Kontribusi sektorpariwisataterhadapPAD

O/o 24,46 25,39 26,32 27,25 28,18 29,11 30,00 DPOP

C uRusAH REueRETAHAn BIDAVG RERTAnlAli

1
FToduktivitas pertanianperhektarpertahun Hektar 3465,06 4033,74 4602,42 5171,1 5739,78 6308,46 6877,14 DKP3

2

Persentase PenurunanKejadiandanJumlahKasusPenyakitHewanMenular
0/o 284'98 5 5 5 5 5 5 DKP3

D uRusAtt RERERIHTAIIAH BIDAnG PERDAGAHGAH
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No ||,I,),I,iv(,)I SATUAIN
=Jit=|d„,|\|B-I,yLE

2o25 2o26

- ri, ={tlLI,r2X I rl, i I IJ L`2I,r+:

2o29 2o3o
:,H,H=J=,1\(eri,1\

(1) (2' 13) (4' 15) '6) '7) '8' (9) (10) (11)

1

Persentase pelakuusahayangmemperolehizinsesuaidenganketentuan(IUPP/SIUPPusatPerbelanjaandanIUTM/IUTS/SIUPTokoSwalayan)

O/a 100 100 100 100 100 100 100 DISDAG

2 Persentase kineljarealisasipupuk O/o 75,17 80 81 82 83 84 85 DISDAG

3

Persentase alat-alatukur,takar,timbangdanperlengkapannya(UTrp)bertandaterasahyangberlaku

O/o 78'02 80 81 82 83 84 85 DISDAG

E uRusAH "BRIHTAHAN BIENG REREDusTRIA)I
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NO INDIKATOR SATUAN
BASELINE2024

2025 2026
TARGI2I'r2X Ir=,=L,J|\2I,r+:

2029 2030
KETERANGAN

(1) '2) (3) (4) '5' (6) '7) '8' 19) (10' (Ill

1

Persentase pencapaiansasaranpembangunanindustritermasukturunanindikatorpembangunanindustridalamRIPINyangditetapkandalamRPIK

0/o 66,67 67'23 67,79 68,35 68,91 69'47 70,00 DKUMKMP

2

Persentase PencapaiansasaranpembangunanindustritemasukturunanindikatorpembangunanindustridalamRIPINyangditetapkandalamRPIK

O/o 20,89 25'74 30,59 35,44 40,29 45,14 50,00 DKUM"P
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NO INDIKATOR SATUAN
=J±tel3),,|\|P2024

2025 2026

_ rL, ={d2027 Ill,i,=,,JL`2I,r#=

2029 2030
I,Dl113)=Ji,\\(eri,1\

(1' '2' (3) (4) (5' (6) (7' '8) (9) (lot (11)

3

Persentase jumlah hasilpemantauandanpengawasandenganjumhiIzinUsahaIndustri(IUI)KecildanIndustriMenengahyangdikeluarkanolehinstansiterkait

a/o 100 100 100 100 100 100 100 DKUMKMP

4

Persentase jumlah basilpemantauandanpengawasandenganjumlahlzinPerluasanIndustri(IPUI)KecildanIndustriMenengahyangdikeluarkanolehinstansiterkait

0/a 0 2 4 6 8 10 12 DKUMKMP
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TITn TTUT`Tu A TnD IT±V|,,i,L`
=Jitel3),,|\,a TARGET TAHUN

u , n ,t`, \(er`| \ZuZ4 -I,y2J€ 2I,r2|. H,I,rm H,r+i 2029 2I,Itl,
L   -L          -\

(1' (2' (3) (41 (5) (6) (7) '8) '9'10 '10)12 (Ill

5

Persentase jumlah hasilpemantauandanpengawasandenganjumhiIzinUsahaKawasanlndustri(IUKI)danIzinPerluasanKawasanIndustri(IPKI)yanglokasinyadiDaerahKabupaten/Kota

O/o 0 2 4 6 8 DKUMKMP

6
Tersedianya informasiindustrisecaralengkapdanterkini

O/o 100 100 100 100 100 100 100 DKUMKMP

IV uNsuR PENDUHUHG URITSA)I pErmRINTAIIAii
A SEKRETARIAT DIRERAH

1

Persentase jumlah totalproyekkonstruksiyangdibawaketahunberikutnyayangditandatanganipadakuartalpertama

O/o 100 100 100 100 100 loo 100 SETDAKOT
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1\I. T TU TiTT{ A Tn p £ATTTAN
BASELINE

I-11-
TARGET TAHUN

1111111111111111-

T{ I) Tn I) A Tu r: A Tu
ZuZ4 -ZZ,y245 2I,r+. `Z!NZ:I 2I,r2+i Z029 H,HI'

(1) '2' '3) '4) 15' (6) (7' '8' (9) (10) (11)

2

Persentase JumlahPengadaanyangDifakukanDenganMetodeKompetitif
O/o 96,66 eyn ,2:2. 97,77 98,33 98,89 99,44 100 SETDAKOT

3
Rasio nj]ai belanja yangdflakukanmelaluipengadaan

O/o 53,23 56'86 60,49 64,12 67,74 71,37 75,00 SETDAKOT

4

PeningkatanPenggtmaan ProdukDalamNegeriDanProdukUsahaMikro,UsahaKecil,DanKoperasiPadaPelaks-anPengadaanBarang/JasaPemerintabDaerah

a/o 7'67 10,56 13,45 16,34 19,22 22,11 25,00 sETDlexoT

8 SEKRTARAT DPRD
1

2 -Ill-Ill-             I_ -I'```-_`'1````'''''`'__-111111111111111111111-I
V IIILIH,I  IiJ  A   11,   A,I 'rllll-II 11 `,L|  `1.J .I  T  I.A -I I  'EJ I,I + ,I

`i-\Et'fafa'iint                   .I  nLri EE|

A REREHCAHiEN
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No |\|,),i,i,(®)I SATUAIN
BASELINE2I,y!LE

2o25 2o26

- ri, ={er2I,P22X 111r±,=,,J1\2I,r+i

2o29 H,XI,
£,H13|=Ji,L`(eri,\i

(1) (2) (3) (4) '5) (61 (7' '8' '9) (10) '111

1
I,aju pertumbuhan PDBperkapita a/o 11,22 11'25 11,30 11,35 1 1,40 11,45 11,50 BAPPEDA LITBANG

2

Laju pertumbuhan PDBpertenagakelja/TingkatpertumbuhanPDBrillperorangbekeljapertahun

a/o 1,32 3'50 4'25 5,00 5,75 6'50 7,25 BAPPEDA LITBANG

3
FToporsi anggarandomestikyangdidanalolehpajakdomestik.

a/o 20,54 20,54 25,00 27,50 30,00 32,50 35,00 BAPPEDA LITBANG

4

Jumth proyek yangditawarkanuntukdifaksanakandenganskemaKeljasamaPemerintahdanBadanUsaha(KPBU).

Dokumen 3 3 4 4 5 5 5 BAPPEDA LITBANG

8 REUAVGAV
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|\I. TTunTIf A TnD ITiv|,,i,|`

1111-11111111-
TARGET TAHUN                                                              ,, H I tl ,J[`, \(er`, 1

-_______ 2U24 ZOZ5 2026 2027 2028 2029 H,KI,
\   -1         -1

(1' 12) 13) '4' '5' (6' (71 (8' '9) (lot Ill)

1

Rasio Behaja PegawaiDiLuarGurudanTenagaKesehatan
O/a 10,11 10'26 10,42 10,57 10,73 10,89 11,05 BKAD

2 Rasio Pendapatan AsliDaerah(PAD) O/o 26,53 26,93 27,33 27,74 28,16 28,58 29'01 BKAD, BPPDRD

3

Rasio Belanja UrusanPemerintahanUmum(dikurangitransferexpenditures)
O/a 58,85 59,73 60,63 61,54 62,46 63,40 64,35 BKAD

4 Opini LaporanKeuangan
WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP Bro

5
Deviasi realisasi belanjaterhadapbelanjatotaldataAPBD

0/o 13,28 13'48 13,68 13,89 14'09 14,31 14,52 BKAD

6
Deviasi realisasi PADterhadapanggaranPADdalamAPBD

O/o 10,88 11,04 11,21 11,38 11,55 11,72 11'90 Bro
7 Assets Management 1,00 2'00 2,00 2,00 3'00 3'00 3,00 BKAD
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\\I. TTtr T`TIf ^ +^D a A TT T A T`t
=Jitel3)I)'|\13 TARGET TAHUN

HIH,J[`11\(er`,1\
ZOZ4 -ZI,Jt2J€ 2I,r+. H,y2Arf H,r+i LI,y+, 2I,RI,

L--

(1) '2) (3) (41 (5' (6' (71 (81 (9' (10' Ill)

8
Rasio chggaran SisaTerhadapTotalBelanjaDalamAPBDTahunSebelumnya

0/o 16,42 16'67 16,92 17,17 17,43 17,69 17'95 BKAD

c REPEGAWAEN

1

Rasio PegawaiPendidikanTinggi danMenengah/Dasar(PNStidaktermasukgurudantenagakesehatan)

O/o 57,4 58,5 60,26 62,06 63'92 65,84 67,82 BKPSDM

2

Rasio pegawaiFungsional(PNS tidaktermasukgurudantenagakesehatan)
0/o 23,10 25,00 27,00 29,16 31'49 34'01 36,73 BKPSDM

3

Rasio JabatanFungsionalbersertifikatKompetensi(PNStidaktemasukgurudantenagakesehatan)

0/o 36,60 37,00 38,48 40'02 41,62 43,28 45'02 BKPSDM

D PENDIDIHART DAN pELATnlAIr
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No I, I ,) , Z,i, 1®) I SATUAN
BASELINELl,r2jE

2025 2026

- ri, ={er2I,y2X Iri,=1,J1\2I,r!|=

2029 2030
KETERAINGAIT

(1) '2) (3) (4) '51 (6' (71 '8) '9' (lot '11'
1

2
E PEHELITIAH DAN pENGEueAHGAH
1 1111111
2

VI tmsuR pENGAWASAn uRusAn REuERmThHArty _ '` .
F``,

I:,,                                -,     :,,;r           I

_.___El

A mspEHTORAT DAERAII

1

Mauritas SistemPengendahiInternPemerintah(SPIP)
Level 3 3 3 3 3 3 3 INSPEKTORAT

2

PeningkatanKapabhitasAparatPengawasanlnternPemerintah(APIP)
Level 3 3 3 3 3 3 3 INSPEKTORAT

VII UHSUR KEW]LATAEEAH   . r
I,,,,),.:.,,,,_,Ffa                                                                                                       ?*?'..`;-`?)¥-`      I

-I- ` f ,-- `!..i.                                                                                                                                                                           ;,::11`r-``    r   ,,I  I-'    `

A REciunTAI
1

2
3

Vm UH8uR PERIERlmTAIIAH unmlm                                                                                    I
RET_`i.,.-i`iJ,:fi_._I

'  gr ' ,H_n'.i_,in
# _I,.'ra#--

A RESATt7AH BAmasA DAN PoLITK
1
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NO INDIKATOR SATUAIV
BASELINE-I,r2Z:

2025 2o26

-ri,={er2027
1111ri,§,,J1\2I,r+i

2o29 2r)3o
KETERAIVGAFT

(1) 12) 13) (4' (5) (6) '7' '8' (9) (10) Ill)
2
3
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BABV

PENUTUP

Dokumen  RPJMD  Kota Balikpapan Tahun  2025-2029  merupakan
rencana   pembangunan   jangka   menengah   yang   menjadi   pedoman

pemerintah   kota   dalam   merancang   dan   melaksanakan   kebijakan
pembangunan   selama  lina   tahun   ke   depan.   Dokumen  ini  menjadi
panduan    untuk    seluruh    pemangku    kepentingan    dalaln    proses
pembangunan daerah secara umum,  termasuk perangkat daerah dalam
lin8kungan   Pemerintah   Kota   Balikyapan   dalam   menyusun   rencana
strategis   yang   selaras   dengan   visi   dan   misi   pembangunan   Kota
Balikyapan.

Penyusunan RPUMD Kota Balikyapan Tahun 2025-2029 dilakukan
dengan   pendekatan   te]mokratik   yang   berbasis   analisis   data   dan
menggunakan metode ilmiah untuk mengevaluasi berbagai aspek pending.
Aspek   tersebut   meliputi   gambaran   kondisi   umum   daerah,   capaian

pembangunan, serta kerangka pendanaan yang digunakan sebagai dasar
dalam menetapkan prioritas pembangunan daerah selalna lima tahun ke
depan.   Pendekatan   ini   menunjukkan   bahwa   perumusan   kebijakan
dilakukan   melalui   kajian   objektif,   terukur,   dan   mempertimbangkan
berbagai faktor yang memengaruhi dinamika pembangunan yang terjadi di
Kota Balikyapan.

RPJMD  ini  juga  mengidentifikasi  tantangan  utama  dan  isu-isu
strategis  yang  berperan  sebagai  tantangan  sekaligus  peluang  dalam

pembangunan.  Isu-isu tersebut bersifat mendesak dan berdampak luas,
sehingga  membutuhkan  respons  kebijakan yang  tepat  dan  cepat.  01eh
karena  itu,  proses  identifikasinya  dilakukan  tidak  hanya  dari  sudut

pandang    intemal,     tetapi    juga     diselaraskan     dengan     kehijakan
pembangunan jangka panjang di tingkat nasional, provinsi, dan prioritas
pembangunan daerah untuk periode 2025-2029.  Hal ini bertujuan agar
solusi yang dihasilkan relevan, praktis, dan mampu menjawab kebutuhan
nyata daerah.

Selanjutnya, isu-isu strategis yang telah dirumuskan menjadi dasar

penyusunan  visi,  misi,  tujuan,  sasaran,  strategi,  arah  kebijakan,  dan
program-program  prioritas  pembangunan  selama  lima  tahun  ke  depan.
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Setiap   program   dilengkapi   dengan  indikator  kinelja  yang  jelas   agar

pengendalian   dan   evaluasi   terhadap   perencanaan   dan   pelaksanaan
pembangunan  daerah  sebagai  bagian  dari  upaya  pencapaian  sasaran
pembangunan dapat dilakukan.  Hasil dari evaluasi secara berkala akan
dijadikan acuan dalam kebijakan lanjutan.

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MASUD

Salinan sesuai dengan aslinya
•.   `.ys ..,- :   -.-.


